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Pendahuluan dan Masalah Preala-
bel
Keberadaan BUMN di Indonesia 
sebagai salah satu pelaku ekonomi 
(badan usaha) di Indonesia sangat 
penting untuk menunjang pemba- 
ngunan ekonomi nasional. Kegiatan 
BUMN pada dasarnya untuk mem-
bantu kebutuhan masyarakat Indone-
sia di segala bidang, agar kesejahte- 
raan masyarakat lebih terjamin dan 
tidak tergantung pada produk luar 
negeri. Seiring dengan perkemba- 
ngan ekonomi dunia yang semakin 
maju, dibutuhkan kompetisi dan 
efektivitas badan usaha BUMN. 
Proses restrukturisasi sangat dibu-
tuhkan untuk perbaikan manajemen 
internal sebuah perusahaan khusus- 
nya BUMN. Demikian pula privati-
sasi yang dilakukan dengan proses 
yang sehat dan tujuan yang jernih 
sesuai dengan maksud dilakukannya 
privatisasi dalam Undang Undang 
Nomor 19 Tahun 2003 tentang Ba- 
dan Usaha Milik Negara (UU 
BUMN) Pasal 74 ayat (1) yang men-
jelaskan : 
"Privatisasi dilakukan dengan 
maksud untuk :
a. Memperluas kepemilikan ma- 
syarakat atas persero ;
b. Meningkatkan efisiensi dan pro- 
duktivitas perusahaan ;
c. menciptakan struktur keuangan 
dan manajemen keuangan yang 
baik/kuat;
d. Menciptakan struktur industri 
yang sehat dan kompetitif ;
e. Menciptakan persero yang ber- 
daya saing dan berorientasi glo- 
bal;
f. Menumbuhkan iklim usaha, eko- 
nomi makro, dan kapasitas 
pasar.”
Proses privatisasi yang dilakukan 
dengan mengindahkan ketentuan 
Pasal di atas akan menciptakan peru-
sahaan BUMN tetap eksis dan dapat 
berusaha untuk kepentingan bersama 
memenuhi kebutuhan negara dan 
masyarakat banyak. Kebijakan pri- 
vatisasi BUMN yang dilakukan Pe- 
merintah Indonesia selama ini men-
jadi masalah fundamental terutama 
bagi kehidupan masyarakat di Indo-
nesia. 
Kondisi dan Aspek Historis 
BUMN di Indonesia.
Pendirian Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN) di Indonesia diawa-
li oleh aspek historis pasca kemer- 
dekaan Tahun 1945. Tujuannya ada- 
lah untuk memenuhi kebutuhan 
dasar dan kesejahteraan masyarakat 
Indonesia. Ditambah lagi oleh kondi-
si riil Indonesia pada saat itu, yang 
hanya memiliki sumber daya alam 
(SDA) yang melimpah dan sumber 
daya manusia (SDM), sedangkan 
teknologi dan sumber daya modal 
untuk menggarap SDA belum terse-
dia maksimal.
Pada saat dibentuknya UUD 1945 
khususnya Pasal 33, ada orientasi 
filosofis yang salah satunya adalah 
agar negara/pemerintah mengambil 
peran aktif dengan cara membentuk 
badan usaha yang disebut BUMN. 
Negara diharapkan mendominasi 
peran terhadap segala aspek kebija-
kan ekonomi dan hukum untuk men-
stabilisasi kondisi pembangunan 
Indonesia. Selama Pasal 33 tetap 
tertera di konstitusi UUD 1945, 
negara masih tetap akan mengambil 
peran dalam kegiatan ekonomi 
(Riant  et.all, 2008:58).
Peran negara dalam kegiatan 
ekonomi pasca kemerdekaan dida- 
sarkan pada beberapa pertimbangan 
yaitu :
a) Keadaan negara yang baru merde-
ka terlepas dari penjajahan fisik 
sehingga belum memiliki social 
overhead capital;
b) Besarnya kerugian yang ditang- 
gung Indonesia akibat peperan-
gan;
c) Terpinggirkannya pengusaha pri- 
bumi oleh pengusaha keturunan 
Arab, Cina, dan Eropa (Rian 
et.all, 2008:3-4).
Strategi negara untuk mengambil 
peran tersebut dilakukan dengan cara 
menasionalisasi beberapa perusa-
haan asing terutama perusahaan 
Belanda yang banyak menguasai 
bidang infrastruktur, di antaranya :
1) Bidang Telekomunikasi. Post, 
Telegraph en Telephone Dienst 
dinasionalisasi menjadi Jawatan 
Pos, Telegraph, dan Telepon 
(JPTT). Pada Tahun 1961 JPTT 
diubah menjadi Perusahaan Ne- 
gara Pos Giro dan Telekomunika-
si (PN Postel. Pada Tahun 1965 
PN Postel dipecah menjadi dua 
perusahaan yaitu Perusahaan Pos 
dan Giro (PN Pos dan Giro), dan 
Perusahaan Negara Telekomuni-
kasi (PN Telekomunikasi). Pada 
Tahun 1974 PN Telekomunikasi 
distandarisasi menjadi Perusa-
haan Umum Telekomunikasi (Pe- 
rumtel) yang bergerak di bidang 
jasa telekomunikasi dalam jang-
kauan nasional dan internasional. 
Perumtel kemudian disesuaikan 
lagi menjadi Perusahaan Perse-
roan (Persero) yang dibagi dua 
yaitu PT Telekomunikasi (dising-
kat PT Telkom) yang bergerak di 
bidang jasa telekomunikasi dalam 
negeri, dan PT Indosat yang 
bergerak di  bidang jasa teleko-
munikasi luar negeri.
2) Bidang Transportasi. Batavie Ver- 
keers Mij dan Deli Spoorweg Mij, 
dinasionalisasi menjadi Djawatan 
Kereta Api (DKA); KLM dinasi-
onalisasi menjadi Garuda Indone-
sia Airways.
Ternyata kebijakan nasionalisasi 
pemerintahan Soekarno secara eko- 
nomis belum efektif karena tidak 
didukung tersedianya dana yang 
cukup yang dimiliki pemerintah 
Indonesia. Terbukti kebijakan nasio- 
nalisasi justru menambah beban 
anggaran ekonomi negara untuk 
memenuhi kebutuhan perusahaan 
BUMN sehingga APBN menjadi 
membengkak. Pada tahun 1961 terja-
di krisis pangan akibat gagal panen 
besar-besaran dan tidak tercukupinya 
stok impor beras. Inflasi mencapai 
95 %, dan  tahun 1965 inflasi bertam-
bah menjadi 605%. Upaya untuk 
mengatasi hiperinflasi, pemerintah 
mengeluarkan Penetapan Presiden 
Nomor 27 Tahun 1965 tertanggal 13 
Desember 1965. Kondisi ini bertam-
bah buruk waktu pemerintahan 
Soeharto yang dikenal orde baru 
baru terbentuk.
Pemerintahan Soeharto lebih 
cenderung menerapkan asas ekono- 
mi pragmatis artinya tindakan eko- 
nomi politik pemerintah menitikbe- 
ratkan pada unsur kemanfaatan yang 
dilakukan oleh para teknokrat yang 
sebagian besar bermazhab pada 
ekonomi liberal seperti Ali Wardha-
na, Widjoyo Nitisastro, Emil Salim, 
dan yang lain serta didukung oleh 
militer. Kebijakan pemerintah mulai 
open terhadap arus modal asing 
khususnya negara barat. Peran nega- 
ra dalam kegiatan ekonomi mulai 
dikurangi dan menyerahkan seba- 
giannya pada peran sektor swasta. Di 
bidang perundang-undangan keluar 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1967 tentang Penanaman Modal 
Asing dan diubah menjadi Undang- 
Undang Nomor 11 Tahun 1970 
tentang Perubahan dan Penambahan 
Undang-Undang  Penanaman Modal 
Asing, dan  Undang-Undang Nomor  
6 Tahun 1968 tentang Penanaman 
Modal Dalam Negeri dan diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 1970 tentang Perubahan dan 
Penambahan Undang-Undang  Pena-
naman Modal Dalam Negeri, yang 
saat ini sudah diganti dengan UU 
Penanaman Modal yang baru yaitu 
UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal (UU PM).
Kebijakan pemerintah orba yang 
terlalu lentur pada kegiatan ekonomi 
nasional khususnya pengontrolan 
yang lemah pada arus modal asing 
dan penekanan pada ekonomi makro 
versi liberal menyebabkan membe-
sarnya tindakan pinjaman/hutang 
yang sebagian besar dilakukan oleh 
pengusaha swasta. Pinjaman ke luar 
negeri yang sangat besar dan tidak 
bisa dibayarkan sampai jatuh tempo, 
berakibat pada aksi besar-besaran 
masyarakat Indonesia untuk membe-
li/menukarkan mata uang rupiah ke 
mata uang asing terutama dollar, 
yang akhirnya krisis moneter (eko- 
nomi) dan krisis kepercayaan ma- 
syarakat pada pemerintah orba terja-
di (pada tahun 1997). 
Eksistensi BUMN dari sisi mana-
jemen struktural (di masa orba) ada 
peningkatan dibandingkan dengan 
masa Soekarno. Salah satunya ada- 
lah dibentuknya kementerian khusus 
di bidang pengelolaan BUMN yang 
sekaligus merangkap ketua dewan 
pengelolaan BUMN. Penguasaan 
orang-orang profesional dalam struk-
tur internal perusahaan BUMN mulai 
diusahakan (meskipun background 
keilmuannya berkiblat ke negara 
barat) untuk membangun  BUMN 
yang mampu berdaya saing global.
Di masa pasca orba yang dikenal 
dengan masa reformasi, kegiatan dan 
keberadaan BUMN sudah mulai 
tertata. Orientasi instan birokrasi 
untuk mendapatkan keuntungan se- 
cepat mungkin dan semudah mung- 
kin masih tidak bisa dihilangkan, 
sebagai contoh divestasi (dalam 
rangka privatisasi) sebagian saham 
PT. Telkom dan PT. Indosat ke inves-
tor asing yang sarat kepentingan 
ekonomi birokrasi pemerintahan.
BUMN  dan Privatisasi  di Indone-
sia.
Konsep privatisasi dalam dua 
puluh lima tahun terakhir dan ke 
depan akan tetap menjadi ikon 
peradaban perekonomian di dunia. 
Privatisasi menjadi terkenal setelah 
batas negara semakin melemah da- 
lam aktivitas perekonomian dunia. 
Kegiatan pelaku ekonomi baik se- 
cara individual maupun kelompok 
badan usaha merubah skat negara 
sehingga yang akan terjadi ke depan 
adalah kompetensi fungsional antar 
para pelaku ekonomi.
Ada banyak pendapat tentang 
pengertian privatisasi, di antaranya :
1) Pendapat dari Joseph Stiglitz 
(mantan presiden bank dunia) 
(Rian et.all, 2008:58)
  “Privatisasi merupakan lawan 
dari nasionalisasi. Privatisasi di- 
sebut sebagai proses konversi dari 
perusahaan negara menjadi peru-
sahaan swasta, sedangkan nasio- 
nalisasi adalah proses pengkon-
versian perusahaan swasta 
(private enterprise) menjadi peru-
sahaan negara (public enter-
prise).”  
2) Pendapat Revrisond Baswir 
(Revrisond & Gatut, 2008:75)
 “Privatisasi difahami sebagai se- 
buah proses sistematis untuk me- 
mindahkan status kepemilikan 
BUMN/kekayaan publik dari se- 
luruh anggota masyarakat kepada 
para pemilik modal/swasta.” 
3) Bunyi ketentuan Undang Undang 
RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang 
Badan Usaha Milik Negara  
(Pasal 1 angka 12 UU BUMN)
 “Privatisasi adalah penjualan sa- 
ham Persero, baik sebagian mau- 
pun seluruhnya, kepada pihak lain 
dalam rangka meningkatkan ki- 
nerja dan nilai perusahaan, mem-
perbesar manfaat bagi negara dan 
masyarakat, serta memperluas 
pemilikan saham oleh masya- 
rakat.”
5) Pendapat Bacelius Ruru (Barce-
lius Ruru dalam K. Hadi et.all, 
1997:324)
 “Privatisasi tidak harus diartikan 
mengalihkan saham BUMN pada 
swasta melalui Go publik, me- 
lainkan termasuk juga upaya lain 
yang bertujuan untuk mengikut-
sertakan swasta masuk ke dalam 
BUMN melalui bagun operasikan 
dan alihkan (build operate and 
transfer/BOT), bangun operasi- 
kan dan miliki (build operate and 
owned/BOO), kontrak manaje-
men, kerjasama operasi dan 
penjualan saham pada partner 
strategis (direct placement).” 
Privatisasi (dalam arti sempit) 
juga dikenal dengan denasionalisasi, 
artinya mendivestasi aset atau saham 
perusahaan negara ke pihak swasta. 
Kejanggalan yang akan timbul ada- 
lah perusahaan negara yang mana 
yang diperbolehkan didivestasi ke 
pihak swasta terutama pada pihak 
asing. Apakah perusahaan negara 
yang bergerak di bidang produksi 
yang penting bagi negara dan me- 
nguasai hajat hidup orang banyak, 
(sesuai dengan amanah yang ada 
dalam Pasal 33 UUD 1945) termasuk 
yang boleh dikuasai oleh swasta 
khususnya investor asing. Kondisi 
ini akan menjadi masalah bagi Indo-
nesia, karena pemerintah Indonesia 
masih ragu dalam menetapkan indi- 
kator perusahaan negara sesuai de- 
ngan konstitusi UUD 1945. Meski-
pun sudah ada ketentuan tentang 
negative list bidang usaha bagi 
investor asing, akan tetapi khusus 
tentang penerapan Pasal 33  UUD 
1945 masih multipretatif.  
Privatisasi (dalam arti yang lebih 
luas) menempatkan denasionalisasi 
sebagai salah satu unsur. Unsur yang 
lain adalah pengalihan fungsi dari 
sektor publik ke sektor swasta. 
Setelah adanya proses divestasi 
aset/saham perusahaan negara ke 
sektor swasta, sudah tentu diikuti 
oleh proses pengalihan peran dalam 
struktur manajemen perusahaan. Be- 
rarti dalam konteks ini, dua unsur 
tersebut menjadi satu kesatuan dalam 
konsep privatisasi. 
Beberapa tujuan privatisasi 
adalah untuk memberikan kontribusi 
finansial pada negara dan badan 
usaha, mempercepat penerapan prin-
sip good corporate governance, 
membuka akses ke pasar internasio- 
nal, serta alih teknologi dan transfer 
best practice pada badan usaha (Rian 
et.all, 2008:58).
 UU BUMN merumuskan dalam 
Pasal 74 ayat (2) Yaitu : 
 ”Privatisisasi dilakukan dengan 
tujuan untuk meningkatkan kiner-
ja dan nilai tambah perusahaan 
dan meningkatkan peran serta 
masyarakat dalam pemilikan sa- 
ham persero. ”
Tujuan alamiah yang terjadi da- 
lam privatisasi akhirnya memuncul-
kan pendapat dari Mayer dan Kay 
Biskop, yang membagi ke dalam tiga 
dimensi penjelasan, di antaranya :
(1) Alasan keuangan (finance). Priva-
tisasi BUMN dilakukan sebagai 
salah satu profit center bagi 
pemerintah untuk dapat memberi-
kan kontribusi positif pengem-
bangan perekonomian nasional; 
(2) Alasan informasi (information). 
Privatisasi diharapkan dapat 
mempermudah informasi antara 
manajemen perusahaan dengan 
para pihak agar lebih transparan;
(3) Alasan pengendalian (control). 
Privatisasi dapat mengurangi 
intervensi yang berlebihan dari 
pemerintah dan para politisi 
sehingga dapat mengurangi biaya 
komisi (agency cost). (Rian et.all, 
2008:71)
Perspektif  internal manajemen 
perusahaan, kebijakan privatisasi 
bertujuan :
(a) Memperoleh investor strategis 
sehingga dapat memacu kinerja 
manajemen terutama terkait de- 
ngan kemampuan teknis, mar-
keting, dan managerial skill;
(b) Memperoleh cash inflows untuk 
kepentingan infrastruktur teleko-
munikasi;
(c) Akselerasi akses teknologi tele- 
komunikasi dan metode pengo- 
perasiannya;
(d) Keterbukaan perusahaan publik 
diharapkan dapat mempercepat 
proses perubahan dan memini-
malkan pengaruh birokrasi (Rian 
et.all, 2008:71).
  
Penjelasan di atas menggambar-
kan bahwa privatisasi merupakan 
kebijakan pemerintah/publik yang 
diambil bersama dengan manajemen 
internal BUMN dengan maksud dan 
tujuan untuk melakukan divestasi 
atau mengalihkan kendali perusa-
haan publik ke pihak swasta agar 
terjadi efisiensi perusahaan dan da- 
pat membantu perekonomian nasio- 
nal.  
Manfaat kebijakan privatisasi 
dapat digolongkan menjadi dua 
bagian pokok yaitu :
(1) Manfaat dalam skala makro 
dalam lingkup perekonomian 
nasional.
Manfaat privatisasi dilihat 
dari sisi yang lebih luas, di 
antaranya: pertama, untuk mem- 
bantu pemerintah (Indonesia) 
mendapatkan dana bagi realisasi 
pembangunan, baik dalam ben- 
tuk pajak maupun bentuk devi-
den perusahaan; Kedua, dapat 
mendorong perkembangan pasar 
modal di Indonesia; Ketiga, 
Sebagai pengganti dari kewa-
jiban pemerintah tentang setoran 
tambahan modal seperti pemba-
yaran angsuran/setoran pinja-
man pemerintah ke luar negeri 
dan menutupi defisit anggaran 
APBN; 
(2)  Manfaat dalam skala mikro.
Artinya upaya peningkatan 
kinerja internal perusahaan 
BUMN seperti: pertama, mem-
bentuk struktur modal yang lebih 
baik bagi perusahaan (capital 
restructuring) misalkan privati-
sasi melalui penerbitan saham 
baru agar perusahaan dapat men-
cukupi kebutuhan modal sendiri; 
kedua, terciptanya tata kelola pe- 
rusahaan yang transparan (good 
corporate governance); ketiga, 
diharapkan dapat meningkatkan 
efisiensi dan produktivitas peru-
sahaan; keempat, dengan ada- 
nya peralihan pengelolaan peru-
sahaan dari publik ke sektor 
swasta, ada penyegaran dan 
inovasi baru dalam pengelolaan 
lingkungan internal perusahaan.
Kebijakan privatisasi di Indonesia 
menjadi konsumsi isu politik publik 
yang sangat masif. Penyebabnya 
adalah pertama, privatisasi diiden-
tikkan dengan divestasi sebagian 
besar saham BUMN ke investor 
asing, sedangkan investor dalam 
negeri selalu terkesampingkan. Aki- 
batnya adalah kebijakan privatisasi 
disebut sebagai kebijakan yang me- 
rubah perusahaan negara menjadi 
perusahaan asing; kedua, banyaknya 
intervensi yang kuat dari lembaga 
ekonomi asing seperti IMF, World 
Bank, dan lembaga lain ; ketiga, 
kebijakan privatisasi dijadikan alter-
natif solutif yang baik oleh birokrasi 
untuk mengatasi masalah di BUMN; 
keempat, dana dari hasil privatisasi 
dengan cara divestasi, banyak yang 
menguap ke pihak dan lembaga yang 
kurang representatif.
Masalah lain yang menjadi rumit 
adalah beberapa pertimbangan klasik 
dari pemerintah dan birokrasi BU 
MN dalam melakukan kebijakan 
privatisasi, di antaranya :
a) Kurang kompetitifnya kualitas 
produk yang dihasilkan oleh 
perusahaan BUMN dibandingkan 
dengan perusahaan swasta;
b) Pertimbangan untuk mengatasi 
masalah di perusahaan seperti 
produktivitas rendah, terlalu ba- 
nyak karyawan, dan inefisiensi;
c) Kurang cepatnya birokrasi BU 
MN untuk mencari solusi yang 
terjadi di internal perusahaan;
d) Kebijakan meminjam/hutang un- 
tuk  menutupi kerugian yang terus 
menerus, tanpa alternatif yang 
lain;
e) Kurang bebasnya birokrasi di 
internal BUMN dalam mengam-
bil kebijakan solutif, dikarenakan 
intervensi berlebihan dari peme- 
rintah;
f) Adanya regulasi dan legislasi 
yang mengatur BUMN yang 
cenderung kurang konsisten;
g) Visi dan tujuan BUMN yang 
saling kurang searah seperti 
antara kepentingan masyarakat 
dan kepentingan memperoleh 
profit;
h) Tetap suburnya praktek suap/ko-
rupsi untuk kepentingan tertentu. 
Semua masalah tersebut perlu 
diperhatikan dan dicari solusi 
yang tepat untuk mengatasi per- 
baikan struktur internal dan ke- 
giatan perusahaan ke depan.
Masalah di atas menjadikan kebi-
jakan privatisasi tampak sangat ne- 
gatif di mata masyarakat Indonesia. 
Konsep privatisasi dalam perspektif 
kebijakan yang positif seperti me- 
nempatkan kebijakan tersebut seba- 
gai salah satu alternatif akhir dari 
sekian cara yang telah dilakukan 
untuk penyehatan perusahaan dan 
semata-mata untuk kepentingan 
negara serta masyarakat tentu akan 
timbul kesan lain yang sangat positif.
Pada dasarnya pelaksanaan priva-
tisasi di lingkungan BUMN dilaku-
kan salah satunya adalah untuk me- 
ngundang para investor swasta baik 
asing maupun lokal berpartisipasi di 
kegiatan BUMN. Orientasi tersebut 
sesuai dengan tujuan privatisasi yang 
paling umum di beberapa negara 
maju yaitu demokratisasi kepemi-
likan (creating a share owning 
democracy). Penyebaran penguasaan 
saham di perusahaan BUMN dapat 
mencegah terjadinya dominasi ber- 
lebihan pada satu pelaku usaha/satu 
kelompok, inefektivitas perusahaan, 
terjadinya KKN di lingkungan mana-
jemen perusahaan, dan persaingan 
usaha tidak sehat.
Prinsip demokratisasi kepemi-
likan di BUMN juga harus memper-
hatikan kategori perusahaan BUMN 
yang diperbolehkan untuk diprivati-
sasi dan jumlah maksimal saham 
yang boleh dikuasai oleh swasta 
sesuai dengan konstitusi negara dan 
peraturan peundang-undangan di 
Indonesia. Batasan tersebut diperlu-
kan agar sektor-sektor badan usaha 
yang strategis bagi negara dan 
menyentuh kehidupan masyarakat, 
tetap terpelihara untuk keberlangsu- 
ngan serta kepentingan nasional dan 
kesejahteraan masyarakat.
Privatisasi BUMN Indonesia 
mulai dilaksanakan pada saat PT 
Semen Gresik (Tahun 1991) melepas 
sebagian sahamnya sebanyak 27 % 
di pasar modal. Setelah privatisasi 
tahun 1991 kemudian disusul dengan 
privatisasi BUMN yang lain seperti 
PT Indosat, PT Tambang Timah, PT 
Telkom, PT BNI.
 
Strategi  Privatisasi  Ideal  di Indo-
nesia.
Pelaksanaan privatisasi BUMN di 
berbagai negara, tidak dapat terhin- 
darkan lagi sebagai dampak dan 
proses interaksi masyarakat dunia 
yang semakin meningkat. Pesatnya 
kemajuan ilmu pengetahuan dan 
teknologi, akan terus mendorong 
pola kehidupan masyarakat yang 
serba industrialis (Jimly, 1998:24). 
Praktek privatisasi dilatarbelakangi 
dengan misi yang berbeda-beda 
sesuai dengan kebutuhan dan kondisi 
suatu negara. Misi tersebut dapat 
berupa orientasi idiologi, demokrati-
sasi kepemilikan perusahaan, 
efisiensi perusahaan, sampai pada 
aspek ekonomis yaitu pencarian dana 
untuk pembangunan nasional. Esensi 
privatisasi pada dasarnya adalah 
upaya restrukturisasi perusahaan 
yang dimiliki negara (BUMN) agar 
menjadi perusahaan yang sehat, 
efisien, dan mampu berkompetisi 
dalam pasar global (Safri, 2007:15). 
Privatisasi memiliki empat macam 
fungsi, yang perlu diperhatikan oleh 
pemerintah Indonesia, di antaranya : 
pertama, fungsi korporasi yaitu agar 
BUMN dapat sejajar dengan perusa-
haan yang sudah maju; kedua, fungsi 
kompetisi maksudnya perusahaan 
BUMN harus mampu berkompetitif 
secara sehat dengan perusahaan lain; 
ketiga, fungsi regulasi artinya mem-
bentuk kebijakan yang membuka 
akses pada para pelaku usaha lain 
untuk berpartisipasi di kegiatan 
BUMN; dan keempat, fungsi budget-
er dimaksudkan agar hasil privatisasi 
dapat membantu menyediakan dana 
untuk pengembangan perusahaan 
dan membantu pendapatan negara 
(Safri, 2007:15).
Privatisasi di Indonesia, sudah 
cukup lama dilakukan yaitu sejak 
tahun 1991 dengan tujuan utamanya 
agar dapat membantu pendapatan 
bagi negara (APBN). Pada hakikat- 
nya, privatisasi di Indonesia tidak 
dilarang oleh Undang-Undang se- 
panjang tidak bertentangan dengan 
ketentuan Undang-Undang dan UUD 
1945. Seringkali dalam praktiknya 
pelaksanaan privatisasi BUMN di 
Indonesia, kurang sesuai dengan 
ketentuan Undang-Undang dan rne- 
ngindikasikan adanya market failure 
yang ditandai dengan :
a) Inefficiency, maksudnya setelah 
pnvatisasi dilakukan, ternyata 
hasilnya tidak mengalami peruba-
han atau tujuan untuk efisiensi 
tidak tercapai;
b) Assymetric Information, artinya 
informasi pasar terkait dengan 
pelaksanaan privatisasi tidak 
akurat sehingga ada banyak pihak 
yang merasa dirugikan seperti 
penentuan harga dan lainnya;
c) Social Cost. Privatisasi yang 
terjadi justru menimbulkan di- 
mensi sosial yang tinggi. Pihak 
swasta asing kurang mengindah-
kan aspek sosial yang terkait 
dengan kehidupan dan kebutuhan 
masyarakat;
d) Intervensi pemerintah. Faktor lain 
yang dapat mengganggu adalah 
adanya intervensi politik dari 
pemerintah dan lembaga lain 
seperti DPR serta berbagai pihak 
sehingga privatisasi tidak efektif.
Upaya untuk mencari dan menen-
tukan privatisasi BUMN yang ideal 
dilaksanakan di Indonesia dibutuh-
kan pemahaman dan kehati-hatian 
untuk memutuskan. Ada banyak 
metode privatisasi yang dikenal, 
yang setiap metode ada kelebihan 
dan sekaligus kekurangannya. Bebe- 
rapa metode tersebut adalah privati-
sasi melalui/pm pasar modal, pm 
private placement oleh investor 
dalam negeri/DN dengan penyertaan 
modal di bawah 50 % atau di atas 50 
%, pm private placement oleh inves-
tor asing/IA dengan penyertaan 
modal di bawah 50 % atau di atas 50 
%, public offering, private sale, new 
private investment, sale of assets, 
fragmentation, management/employ-
ee buy qut, kontrak manajemen, 
kontrak/sewa aset, Iikuidasi, initial 
public offering (IPO), right issue 
(RI), strategic sales (SS), dan other 
private offering. 
Menurut UU BUMN pada Pasal 
78 dijelaskan juga mengenai bebera-
pa cara pelaksanaan privatisasi yaitu:
“Privatisasi dilaksanakan dengan 
cara:
a. Penjualan saham berdasarkan ke- 
tentuan pasar modal;
b. Penjualan saham langsung kepada 
investor;
c. Penjualan saham kepada manaje-
men dan/atau karyawan yang ber- 
sangkutan.”
Penjelasan yang sama juga di- 
gambarkan oleh Peraturan Pemerin-
tah Nomor 33 Tahun 2005 tentang 
Tata Cara Privatisasi Perusahaan 
Perseroan. Dijelaskan dalam Pasal 5 
ayat (1) PP Nomor 33 Tahun 2005 
tentang Tata Cara Privatisasi Perusa-
haan Perseroan, yang mengelompok-
kan tiga macam sama dengan keten-
tuan di dalam UU BUMN. Hal terse-
but senada dengan ulasan Udin 
Silalahi (Silalahi, 2007:18-25).
Gambaran dan beberapa jenis 
metode privatisasi di atas, dapat 
ditentukan penerapan privatisasi 
BUMN yang ideal untuk BUMN 
Indonesia. Riant Nugroho menya-
takan bahwa yang ideal metode 
privatisasi di Indonesia menggu-
nakan metode Private Placement 
oleh investor asing dengan penyerta-
an modal di atas 50 %, dengan 
pertimbangan; pertama, mampu me- 
ningkatkan kinerja BUMN; kedua, 
mampu menerapkan prinsip good 
governance; ketiga, mampu mening-
katkan akses ke pasar internasional; 
keempat, ada transfer ilmu pengeta-
huan dan teknologi; kelima, ada 
perubahan budaya kerja; dan 
keenam, memberikan kontribusi 
untuk menutup defisit APBN (Rian 
et.all,2008:198-199). Pendapat Riant 
tersebut perlu pertimbangan yang 
matang terhadap kondisi dan status 
BUMN pasca privatisasi. Partisipasi 
investor asing melebihi 50 % saham 
di BUMN Indonesia, pada umumnya 
sudah secara langsung dapat mengu-
bah pengendalian BUMN dan peru-
bahan status BUMN.
Privatisasi BUMN yang paling 
strategis/ideal diterapkan di Indone-
sia sangat relatif. Ada banyak faktor 
yang harus diperhatikan sebelum 
BUMN diprivatisasi, di antaranya :
a) Tujuan dilaksanakannya privatisa-
si;
b) Jenis BUMN yang akan diprivati-
sasi;
c) Keadaan/kondisi BUMN men-
jelang pelaksanaan privatisasi; 
dan
d) Situasi sosial politik dan ekonomi 
negara dan masyarakat pada saat 
akan dilaksanakannya privatisasi.
Faktor tersebut akan sangat 
menentukan pada jenis metode yang 
paling baik dan strategis bagi peme- 
rintah dan manajemen BUMN untuk 
menentukan privatisasi BUMN yang 
ada tanpa melanggar ketentuan pera-
turan perundang-undangan dan ke- 
pentingan nasional.
Simpulan
1) Pelaksanaan privatisasi BUMN 
Indonesia, harus memperhatikan 
strategi yang sesuai dengan 
kondisi, kategori, dan tujuan 
BUMN. 
2) Perlu ada keseimbangan untuk 
menerapkan fungsi privatisasi 
seperti fungsi regulasi, kompetisi, 
budgeter, dan korporasi, agar 
tidak tercipta kesan dari berbagai 
kalangan di masyarakat bahwa 
privatisasi BUMN dilakukan 
hanya untuk menjalankan fungsi 
budgeter semata.
3) Privatisasi perlu memperhatikan 
aspek kepentingan negara (bukan 
pemerintah) dan aspek sosial 
kemasyarakatan.
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Abstract
     This article aim to offer new idea about the new formulation of  Indonesian 
batik safeguarding through the implementation of technical barrier to trade 
(TBT). Such  labelling of culutural identity within hang tag in International 
trading mechanism. As we know, the implementation of TBT just limited food 
safety, health and environment. Countries that implemented it’s mechanism 
outside those description still limited. 
     In order to answer those problem above, this research used doctrinal 
method with the qualitative design with participatory observation and focus 
group discussion in searching the primary data. In accordance with technical 
of data collecting, secondary data is collected by literature review, especially 
for legal data is done by identifying all regulation related with batik safe-
guarding. Data analized used three steps. First, data reduction. Second, data 
display. Third data verification.
     The result of this research showed that Indonesian government has imple-
mented technical barrier to trade through policy batikmark “BATIK INDO-
NESIA” that statuted by Indonesian  ministry of industrial act. No. 74/M-IN-
D/PER/9/2007. Eventhough, this effort above has been constrained by the 
batik craftmen, because of ineficient registration coct for labelling batikmark 
“BATIK INDONESIA”.
Keywords : Technical barrier to trade, hang tag, cultural labelling, batik-
mark “BATIK INDONESIA”
Abstrak
      Artikel ini bertujuan menawarkan ide/gagasan baru tentang formulasi 
perlindungan melalui penerapan hambatan teknis perdagangan (technical 
barrier to trade/TBT) berupa pelabelan identitas budaya (hang tag) dalam 
mekanisme perdagangan internasional pada produk batik.  
     Sebagaimana diketahui, perlindungan dalam bentuk hambatan non tarif 
(non tariff barrier) khususnya TBT yang menyangkut pelabelan produk yang 
berlaku selama ini sepanjang pengetahuan peneliti baru sebatas alasan 
keamanan pangan, kesehatan, dan lingkungan. Negara-negara yang menerap-
kan hambatan dalam pelabelan di luar kategori tersebut pun masih sangat 
terbatas.
      Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini dirancang dengan 
menggunakan pendekatan Hukum Normatif dengan desain penelitian kualita-
tif. Penelitian menggunakan teknik participatory observation dan focus group 
discussion sebagai metode pengumpulan data primer. Pengumpulan data 
sekunder dilakukan melalui telaah kepustakaan dan inventarisasi peraturan 
perundang-undangan untuk data yang berupa bahan hukum. Agar data (teru-
tama data primer) yang diperoleh teruji keabsahannya, penelitian ini meman-
faatkan metode trianggulasi yang menyatu dan tidak terpisahkan dari kegia-
tan pengumpulan data primer tersebut. Analisis data menggunakan model 
Miles dan Huberman yang pada prinsipnya meliputi 3 (tiga) tahapan yakni 
reduksi data, display data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.
      Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia sebenarnya 
telah menerapkan hambatan non tarif dalam bentuk TBT pada produk batik 
melalui Peraturan Menteri Perindustrian tentang batikmark “batik INDONE-
SIA”. Meski demikian, pelabelan tersebut masih membutuhkan rincian lagi 
dalam bentuk pelabelan identitas budaya sehingga maksud pelestarian batik 
sebagaimana diamanatkan Unesco pada Pemerintah Indonesia diharapkan 
menjadi terwujud. 
Keywords : Non Tariff Barrier, Technical Barrier to Trade,  Hang Tag, 
Pelabelan Identitas  Budaya
Pendahuluan
Batik Indonesia merupakan wari-
san luhur budaya masyarakat Indo-
nesia yang mendapatkan pengakuan 
Unesco pada tanggal 2 Oktober 2009 
melalui pengesahan budaya takbenda 
dunia (intangible culture heritage). 
Disamping batik, produk-produk 
budaya Indonesia juga mendapat 
perhatian UNESCO dan hingga 
tahun 2014 ini antara lain keris, 
angklung, anyaman papua, tarian 
saman dan sistem irigasi pertanian 
Sabak di Bali turut juga mendapat-
kan pengakuan. Di antara matabu-
daya tersebut, batik merupakan mata 
budaya yang paling tradable (berpo-
tensi komoditas), baik dalam pasar 
lokal, nasional maupun internasio- 
nal. Selaras dengan fakta empirik 
tersebut, Unesco mengharapkan agar 
batik benar-benar beredar dalam 
pasar internasional. Sementara itu 
disisi lain, berdasarkan data (UNES-
CO, tahun 2009) di seluruh dunia ini 
setidaknya terdapat 15 negara yang 
memiliki tradisi proses rintang war- 
na. Proses tersebut di Indonesia di- 
sempurnakan dengan penggunaan 
malam dan kemudian dinamakan 
sebagai batik sebagaimana diakomo-
dir dalam Peraturan Menteri Perin-
dustrian Nomor 74 tahun 2007 
tentang batikmark” batik INDONE-
SIA”. Banyaknya negara yang me- 
miliki tradisi proses rintang warna 
tersebut membawa konsekuensi ke- 
mungkinan peredaran batik dari 
negara lain ke Indonesia dan seba- 
liknya beredarnya batik Indonesia ke 
negara lain. 
Atas keadaan tersebut, Indonesia 
sebagai anggota WTO dituntut untuk 
menyelenggarakan pasar yang adil 
artinya memberikan perlindungan 
pada batik dalam negeri sekaligus 
bersikap tidak melakukan hal yang 
merugikan bagi batik negara lain 
yang mungkin dipasarkan di Indone-
sia. Huala Adolf (2004), mengung-
kapkan bahwa pada prinsipnya ter- 
kait dengan mekanisme perdagangan 
Internasional, General Agreement on 
Tarrif and Trade (GATT) hanya 
memperkenalkan tindakan proteksi 
terhadap industri domestik melalui 
tarif (menaikkan tingkat tarif bea 
masuk) dan tidak melalui upaya- 
upaya perdagangan lainnya (non 
tarrif commercial measures). Donald 
A.Ball dan Wendel H.McCulloch 
(2000) mendeskripsikan proteksi 
atau restriksi atau hambatan dalam 
perdagangan/bisnis Internasional da- 
lam praktek bermula pada alasan 
pertahanan nasional. Industri-indus-
tri tertentu memerlukan proteksi dari 
impor karena vital bagi pertahanan 
nasional dan harus tetap diberlaku-
kan meskipun terdapat kerugian 
secara komparatif berkenaan dengan 
para pesaing luar negeri. Adapun 
alasan-alasan lain suatu negara mela- 
kukan restriksi adalah karena untuk 
melindungi industri yang baru tum- 
buh (infant industry). Alasannya, 
dalam jangka panjang, industri itu 
akan memiliki keunggulan kompara-
tif, tetapi perusahaan-perusahaan 
yang baru tumbuh tersebut memerlu-
kan proteksi terhadap impor sampai 
angkatan kerja terlatih, teknik-teknik 
produksi dikuasai dan industri ini 
sampai mencapai skala ekonomi. 
Apabila sasaran-sasaran tersebut ter- 
penuhi, proteksi impor tidak diperlu-
kan lagi. Tanpa proteksi, sebuah 
perusahaan tidak akan mampu ber- 
tahan hidup karena impor biaya 
rendah dari para pesaing asing yang 
lebih dewasa akan menjual barang- 
barang yang lebih murah daripada 
mereka di pasar lokalnya. Proteksi 
ini dimaksudkan hanya bersifat 
sementara, akan tetapi kenyataannya 
sebuah perusahaan akan jarang me- 
ngakui telah dewasa dan tidak lagi 
memerlukan bantuan. Di samping 
alasan sebagaimana disebutkan di 
atas, restriksi juga dimaksudkan 
untuk melindungi tenaga kerja 
domestik dari tenaga asing yang 
lebih murah dengan cara memban- 
dingkan tingkat upah per jam tenaga 
asing yang lebih murah dengan yang 
dibayar di negaranya.
Hambatan tersebut tidak hanya 
dibatasi sebagai hambatan dalam 
bentuk tarif (tariff barrier) saja, akan 
tetapi juga hambatan non tarif (non 
tariff barrier). Bentuk halangan 
dalam perdagangan yang menjadi 
diskursus negara-negara anggota 
WTO adalah hambatan NTB karena 
sangat rawan untuk dijadikan dalih 
melindungi produk dalam negerinya 
dengan cara-cara curang. Meskipun 
demikian, sebagai organisasi perda-
gangan dunia, World Trade Organi-
sation (WTO) telah  mengantisipasi 
kemungkinan terjadinya hal tersebut 
dengan membolehkan negara anggo-
ta untuk melindungi produk dalam 
negerinya dengan menerapkan ham-
batan dalam perdagangan produk 
sejenis dari negara lain. 
Dalam praktek perdagangan serta 
berdasarkan kesepakatan beberapa 
negara, diberlakukan technical bar- 
rier to tariff (TBT) yang merupakan 
bagian dari NTB. Beberapa bentuk 
TBT yang lazim diberlakukan dalam 
perdagangan internasional adalah 
dalam rangka pencegahan penyeba-
ran hama, penyakit, jaminan keama- 
nan pangan, obat-obatan, hasil perta-
nian dan alasan keamanan lainnya. 
Hambatan tersebut secara teknis di- 
antaranya dilakukan melalui pela-
belan produk. 
Beberapa penelitian sebelumnya 
serta telaah kritis para ahli terkait 
hambatan no tarif untuk produk 
meliputi : penelitian dengan telaah 
kepustakaan data sekunder yang 
dilakukan, pelabelan produk tektsil 
dan pakaian baru sebatas analisis 
data sekunder seperti yang dilakukan 
oleh Aswicahyono tentang produk 
Indonesia yang berpotensi beredar di 
negara-negara Asean yang menca- 
kup tekstil, pakaian, dan kulit. Di 
luar sebagaimana disebutkan di atas, 
baru diterapkan secara sangat terba-
tas yakni pelabelan pada tekstil, pa- 
kaian, travel. Pemerintah Indonesia 
melalui Peraturan Menteri Perindus-
trian Republik Indonesia Nomor 
74/M-IND/PER/9/2007 sebenarnya 
sudah menerapkan hambatan teknis 
dalam perdagangan batik dalam 
bentuk kewajiban pelabelan Batik-
mark “batik INDONESIA”. 
Ketentuan tersebut mewajibkan 
agar batik yang akan diperdagangkan 
baik dalam pasar nasional maupun 
pasar Internasional harus mencan-
tumkan label emas (gold) untuk batik 
tulis, putih untuk batik cap serta 
perak (silver) untuk batik kombinasi 
tulis dan cap. Pada tingkat lokal, 
Pemerintah Kota Pekalongan mener-
bitkan Peraturan Walikota tahun 
2014 tentang kewajiban pelabelan 
citybranding kota Pekalongan pada 
setiap produk batik buatan warga 
Pekalongan. 
      Meskipun Pemerintah sudah 
berupaya memberikan perlindungan 
melalui mekanisme tersebut, namun, 
berdasarkan temuan penelitian tahun 
2013 (Siti Nurhayati, dkk), ketentuan 
batikmark justru membebani/me-
nimbulkan resistensi bagi para peng- 
rajin dan produsen batik. Hal terse-
but dikarenakan alasan inefisiensi 
karena pembebanan biaya pendaf- 
taran untuk setiap motif yang dicip-
takannya. Sedangkan terhadap kebi-
jakan Pemerintah Pekalongan ten- 
tang pelabelan citybranding sepan-
jang pengetahuan peneliti belum 
dilakukan penelitian yang menda-
lam. Merujuk pada hal tersebut , 
menurut peneliti masih banyak hal 
mendasar terkait hambatan teknis 
yang diterapkan yang menimbulkan 
pertanyaan bagi peneliti. Bagaima- 
nakah bentuk hambatan teknis perda-
gangan yang tepat untuk batik yang 
telah mendapatkan pengakuan seba- 
gai warisan budaya sekaligus sebagai 
produk komoditas tersebut. 
Penelitian ini bertujuan untuk 
mendeskripsikan bentuk-bentuk 
hambatan teknis dalam perdagangan 
Internasional, baik hambatan dalam 
bentuk tarrif barrier (TB) maupun 
non tarrif barrier (NTB) serta me- 
nawarkan gagasan/wacana baru ten- 
tang perlindungan batik Indonesia 
melalui pelabelan (hang tag) identi-
tas budaya pada produk batik dalam 
perdagangan Internasional.
Hasil penelitian ini diharapkan 
dapat dijadikan salah satu bahan 
pertimbangan Pemerintah dalam 
mengambil kebijakan perlindungan 
produk batik dalam negeri melalui 
penerapan hambatan teknis dalam 
perdagangan batik saat menghadapi 
masuknya produk yang sama dari 
negara lain. Untuk semua pihak yang 
memiliki minat dalam bidang 
Hukum Perdagangan Internasional 
dan keilmuan terkait, hasil penelitian 
ini dapat memperluas khasanah 
tentang perkembangan bentuk ham-
batan teknis diluar yang selama ini 
dipraktikkan dalam perdagangan 
internasional.
Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan peneli-
tian hukum normatif dengan desain 
penelitan kualitatif dengan ranca- 
ngan participatory observation. Tim 
peneliti terlibat secara aktif dalam 
langsung dalam kelompok subyek/ 
informan/partisipan. Teknik peng-
umpulan data primer melalui wa- 
wancara kelompok terarah/Focus 
Group Discussion (FGD) serta peng-
umpulan data sekunder dengan 
menggunakan metode penelaahan 
pustaka tentang hambatan-hambatan 
dalam perdagangan internasional 
melalui kegiatan identifikasi peratu- 
ran Internasional maupun peraturan 
perundang-undangan di Indonesia. 
Subyek dalam penelitian ini menca- 
kup para pengrajin batik dari Peka-
longan, pelaku eksportir batik, peda-
gang kerajinan dan batik asal Austra-
lia, ahli fashion (AS) serta presiden 
Craft untuk Asia Tenggara.
Untuk menjamin keabsahan data 
yang diperoleh, peneliti menggu-
nakan teknik triangulasi sumber 
yang dilaksanakan secara langsung 
dan bersamaan dengan kegiatan 
pengumpulan data primer. Analisis 
data menggunakan model Miles dan 
Huberman yang pada prinsipnya 
dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap 
yakni reduksi atau pemilahan data 
yang diperlukan untuk menjawab 
permasalahan penelitian dengan 
membuat pemaknaan terhadap data 
yang diperoleh, display/penampilan 
data secara deskriptis serta verifi-
kasi/penarikan kesimpulan.  
Hasil Penelitian dan Pembahasan
Hasil penelitian menunjukkan, 
para pengrajin/produsen, importir, 
serta serta eksportir batik baik pada 
tingkat lokal, nasional maupun inter-
nasional menghendaki agar batik 
Indonesia yang telah mendapatkan 
pengakuan UNESCO sebagai bu- 
daya takbenda dunia harus menda- 
patkan perlindungan yang memadai 
negara penghasil batik. Bentuk 
perlindungan tersebut antara lain 
melalui pembatasan syarat-syarat 
yang ketat atas impor batik dari 
negara lain. Syarat tersebut berkaitan 
dengan identitas budaya atas produk 
dengan tujuan agar ketika produk 
sampai ke tangan pembeli maka 
mereka tidak hanya menilai batik 
sekedar produk produk fisik semata 
tetapi juga makna atau nilai yang 
terkandung didalamnya. Identitas 
tersebut antara lain  mencakup ide/ 
makna motif batik, siapa pembuat- 
nya, kapan dibuatnya serta dimana 
tempat pembuatannya.  
Secara yuridis, konsep perlindu- 
ngan (safeguarding) menurut article 
2 ayat (3) Konvensi perlindungan 
budaya takbenda diartikan sebagai: 
’…safeguarding means measures 
aimed at ensuring the viability of the 
intangible heritage including the 
identification, documentation, re- 
search, preservation, protection, 
promotion, enhancement, transmis-
sion, particulary through formal and 
non formal education, as well as the 
various aspects of such heritage”. 
Fokus utama dari safeguarding 
(perlindungan dalam arti luas) diarti-
kan sebagai langkah-langkah atau 
tindakan yang bertujuan untuk men-
jamin keberlangsungan warisan tak- 
benda yang mencakup langkah iden-
tifikasi, dokumentasi, penelitian, pe- 
lestarian, proteksi, promosi, penga- 
yaan atau pengembangan, edukasi, 
pemindahan pengetahuan baik mela- 
lui pendidikan formal maupun infor-
mal.
Sebagai produk dan identitas 
budaya, beberapa daerah yang me- 
miliki sentra batik telah mengimple-
mentasikan prinsip perlindungan 
dengan pendekatan edukasi dengan 
cara mengintegrasikan pengetahuan 
dan keterampilan membatik dalam 
kurikulum terutama pada pendidikan 
dasar. Adopsi batik dalam kurikulum 
tersebut telah dilaksanakan di Solo, 
Yogyakarta, dan Pekalongan. Di 
samping kebijakan tersebut, ma- 
sing-masing pemerintah daerah 
mengeluarkan kebijakan bahwa pada 
hari-hari tertentu, Pegawai Negeri 
Sipil (PNS), siswa sekolah mulai dari 
TK, SD, SMP, hingga SMA wajib 
mengenakan pakaian batik dengan 
motif khusus daerah. Kebijakan ini 
berimplikasi pada dikenalnya dan 
terlestarikannya motif-motif tradi- 
sional oleh masyarakat khususnya 
PNS dan murid sekolah.
Pada sisi yang lain, batik telah 
berkembang menjadi industri budaya 
dan menjadi komoditas yang tidak 
hanya diperdagangkan dalam pasar 
dalam negeri tetapi juga sudah me- 
nembus pasar luar negeri. Bersandar 
pada bentuk-bentuk perlindungan 
sebagaimana disebutkan dalam kon- 
vensi tersebut, dalam setiap negara 
yang produknya sudah masuk ko- 
moditas Internasional maka negara 
yang bersangkutan diberi keluasaan 
untuk memproteksi produk dalam 
negerinya  dengan tetap memperhati-
kan kaidah-kaidah dalam perdaga- 
ngan Internasional. 
Berkaitan dengan hal tersebut, 
menurut article 2 ayat (3) adalah pro- 
teksi yang menurut kaidah Hukum 
Perdagangan Internasional (lalu- 
lintas perdagangan Internasional) 
diakomodir dalam bentuk hambatan, 
baik dalam bentuk tarif (tarrif bar- 
rier) maupun non tarif (non tariff 
barrier) yang diberlakukan terhadap 
negara lain. Hambatan tersebut men-
cakup Anti Dumping Duties (ADD), 
Contervailing Duties (CDD), dan 
Safeguard Measures, Quota, Volun-
tary Eksport Retraint, Eksport Subsi-
dy, import ban, import lisencing, go- 
vernment procurement, dan domestic 
contents. Hambatan-hambatan dalam 
perdagangan yang bersifat non tarif 
dalam praktik dan perjanjian ber- 
bagai negara mengalami perkemba- 
ngan yang kemudian disebut sebagai 
hambatan teknis perdagangan (tech-
nical barrier to trade/TBT).  
Secara spesifik, hambataan teknis 
perdagangan diatur dalam Agree-
ment on Technical Barrier  to Trade 
yang pada pokoknya mengatur 2 
(dua ) hal yakni regulasi teknis (tech-
nical regulation) dan standar/acuan 
baku termasuk pengemasan, penem-
patan merek, persyaratan pelabelan, 
persyaratan karakteristik produk, 
inspeksi, dan prosedur.
Donald A.Ball dan Wendel H. 
McCulloch (2000), restriksi dikate-
gorikan menjadi 2 (dua) jenis yakni 
restriksi dalam bentuk tarif dan res- 
triksi/hambatan dalam bentuk non 
tarif. Hambatan-hambatan dalam 
bentuk tarif meliputi bea impor (ad 
valorem, spesifik, majemuk, dan pa- 
jak variabel). Sedangkan restriksi 
dalam bentuk non tarif meliputi ham-
batan non tarif kuantitatif dan non 
kuantitatif. Hambatan non tarif kuan-
titatif mencakup kuota tingkat tarif, 
global, diskriminatif, pembatasan 
ekspor sukarela, dan peraturan tertib 
pemasaran. Hambatan non tarif non 
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kuantitatif meliputi partisipasi Peme- 
rintah langsung dalam perdagangan, 
prosedur kepabeanan dan adminis-
tratif lainnya serta standar-standar. 
Partisipasi Pemerintah langsung be- 
rupa subsidi, membeli di dalam ne- 
geri, lisensi impor, manipulasi kurs, 
dan kandungan lokal. Prosedur kepa- 
beanan dan administratif lainnya 
meliputi klasifikasi tarif, persyaratan 
dokumentasi, dan evaluasi produk. 
Standar-standar meliputi kesehatan, 
keselamatan dan kualitas produk, 
kemasan dan pemberian label, serta 
metode pengetesan produk. Bentuk- 
bentuk hambatan dalam perdagangan 
terangkum dalam tabel berikut :
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Pendahuluan dan Masalah Preala-
bel
Keberadaan BUMN di Indonesia 
sebagai salah satu pelaku ekonomi 
(badan usaha) di Indonesia sangat 
penting untuk menunjang pemba- 
ngunan ekonomi nasional. Kegiatan 
BUMN pada dasarnya untuk mem-
bantu kebutuhan masyarakat Indone-
sia di segala bidang, agar kesejahte- 
raan masyarakat lebih terjamin dan 
tidak tergantung pada produk luar 
negeri. Seiring dengan perkemba- 
ngan ekonomi dunia yang semakin 
maju, dibutuhkan kompetisi dan 
efektivitas badan usaha BUMN. 
Proses restrukturisasi sangat dibu-
tuhkan untuk perbaikan manajemen 
internal sebuah perusahaan khusus- 
nya BUMN. Demikian pula privati-
sasi yang dilakukan dengan proses 
yang sehat dan tujuan yang jernih 
sesuai dengan maksud dilakukannya 
privatisasi dalam Undang Undang 
Nomor 19 Tahun 2003 tentang Ba- 
dan Usaha Milik Negara (UU 
BUMN) Pasal 74 ayat (1) yang men-
jelaskan : 
"Privatisasi dilakukan dengan 
maksud untuk :
a. Memperluas kepemilikan ma- 
syarakat atas persero ;
b. Meningkatkan efisiensi dan pro- 
duktivitas perusahaan ;
c. menciptakan struktur keuangan 
dan manajemen keuangan yang 
baik/kuat;
d. Menciptakan struktur industri 
yang sehat dan kompetitif ;
e. Menciptakan persero yang ber- 
daya saing dan berorientasi glo- 
bal;
f. Menumbuhkan iklim usaha, eko- 
nomi makro, dan kapasitas 
pasar.”
Proses privatisasi yang dilakukan 
dengan mengindahkan ketentuan 
Pasal di atas akan menciptakan peru-
sahaan BUMN tetap eksis dan dapat 
berusaha untuk kepentingan bersama 
memenuhi kebutuhan negara dan 
masyarakat banyak. Kebijakan pri- 
vatisasi BUMN yang dilakukan Pe- 
merintah Indonesia selama ini men-
jadi masalah fundamental terutama 
bagi kehidupan masyarakat di Indo-
nesia. 
Kondisi dan Aspek Historis 
BUMN di Indonesia.
Pendirian Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN) di Indonesia diawa-
li oleh aspek historis pasca kemer- 
dekaan Tahun 1945. Tujuannya ada- 
lah untuk memenuhi kebutuhan 
dasar dan kesejahteraan masyarakat 
Indonesia. Ditambah lagi oleh kondi-
si riil Indonesia pada saat itu, yang 
hanya memiliki sumber daya alam 
(SDA) yang melimpah dan sumber 
daya manusia (SDM), sedangkan 
teknologi dan sumber daya modal 
untuk menggarap SDA belum terse-
dia maksimal.
Pada saat dibentuknya UUD 1945 
khususnya Pasal 33, ada orientasi 
filosofis yang salah satunya adalah 
agar negara/pemerintah mengambil 
peran aktif dengan cara membentuk 
badan usaha yang disebut BUMN. 
Negara diharapkan mendominasi 
peran terhadap segala aspek kebija-
kan ekonomi dan hukum untuk men-
stabilisasi kondisi pembangunan 
Indonesia. Selama Pasal 33 tetap 
tertera di konstitusi UUD 1945, 
negara masih tetap akan mengambil 
peran dalam kegiatan ekonomi 
(Riant  et.all, 2008:58).
Peran negara dalam kegiatan 
ekonomi pasca kemerdekaan dida- 
sarkan pada beberapa pertimbangan 
yaitu :
a) Keadaan negara yang baru merde-
ka terlepas dari penjajahan fisik 
sehingga belum memiliki social 
overhead capital;
b) Besarnya kerugian yang ditang- 
gung Indonesia akibat peperan-
gan;
c) Terpinggirkannya pengusaha pri- 
bumi oleh pengusaha keturunan 
Arab, Cina, dan Eropa (Rian 
et.all, 2008:3-4).
Strategi negara untuk mengambil 
peran tersebut dilakukan dengan cara 
menasionalisasi beberapa perusa-
haan asing terutama perusahaan 
Belanda yang banyak menguasai 
bidang infrastruktur, di antaranya :
1) Bidang Telekomunikasi. Post, 
Telegraph en Telephone Dienst 
dinasionalisasi menjadi Jawatan 
Pos, Telegraph, dan Telepon 
(JPTT). Pada Tahun 1961 JPTT 
diubah menjadi Perusahaan Ne- 
gara Pos Giro dan Telekomunika-
si (PN Postel. Pada Tahun 1965 
PN Postel dipecah menjadi dua 
perusahaan yaitu Perusahaan Pos 
dan Giro (PN Pos dan Giro), dan 
Perusahaan Negara Telekomuni-
kasi (PN Telekomunikasi). Pada 
Tahun 1974 PN Telekomunikasi 
distandarisasi menjadi Perusa-
haan Umum Telekomunikasi (Pe- 
rumtel) yang bergerak di bidang 
jasa telekomunikasi dalam jang-
kauan nasional dan internasional. 
Perumtel kemudian disesuaikan 
lagi menjadi Perusahaan Perse-
roan (Persero) yang dibagi dua 
yaitu PT Telekomunikasi (dising-
kat PT Telkom) yang bergerak di 
bidang jasa telekomunikasi dalam 
negeri, dan PT Indosat yang 
bergerak di  bidang jasa teleko-
munikasi luar negeri.
2) Bidang Transportasi. Batavie Ver- 
keers Mij dan Deli Spoorweg Mij, 
dinasionalisasi menjadi Djawatan 
Kereta Api (DKA); KLM dinasi-
onalisasi menjadi Garuda Indone-
sia Airways.
Ternyata kebijakan nasionalisasi 
pemerintahan Soekarno secara eko- 
nomis belum efektif karena tidak 
didukung tersedianya dana yang 
cukup yang dimiliki pemerintah 
Indonesia. Terbukti kebijakan nasio- 
nalisasi justru menambah beban 
anggaran ekonomi negara untuk 
memenuhi kebutuhan perusahaan 
BUMN sehingga APBN menjadi 
membengkak. Pada tahun 1961 terja-
di krisis pangan akibat gagal panen 
besar-besaran dan tidak tercukupinya 
stok impor beras. Inflasi mencapai 
95 %, dan  tahun 1965 inflasi bertam-
bah menjadi 605%. Upaya untuk 
mengatasi hiperinflasi, pemerintah 
mengeluarkan Penetapan Presiden 
Nomor 27 Tahun 1965 tertanggal 13 
Desember 1965. Kondisi ini bertam-
bah buruk waktu pemerintahan 
Soeharto yang dikenal orde baru 
baru terbentuk.
Pemerintahan Soeharto lebih 
cenderung menerapkan asas ekono- 
mi pragmatis artinya tindakan eko- 
nomi politik pemerintah menitikbe- 
ratkan pada unsur kemanfaatan yang 
dilakukan oleh para teknokrat yang 
sebagian besar bermazhab pada 
ekonomi liberal seperti Ali Wardha-
na, Widjoyo Nitisastro, Emil Salim, 
dan yang lain serta didukung oleh 
militer. Kebijakan pemerintah mulai 
open terhadap arus modal asing 
khususnya negara barat. Peran nega- 
ra dalam kegiatan ekonomi mulai 
dikurangi dan menyerahkan seba- 
giannya pada peran sektor swasta. Di 
bidang perundang-undangan keluar 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1967 tentang Penanaman Modal 
Asing dan diubah menjadi Undang- 
Undang Nomor 11 Tahun 1970 
tentang Perubahan dan Penambahan 
Undang-Undang  Penanaman Modal 
Asing, dan  Undang-Undang Nomor  
6 Tahun 1968 tentang Penanaman 
Modal Dalam Negeri dan diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 1970 tentang Perubahan dan 
Penambahan Undang-Undang  Pena-
naman Modal Dalam Negeri, yang 
saat ini sudah diganti dengan UU 
Penanaman Modal yang baru yaitu 
UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal (UU PM).
Kebijakan pemerintah orba yang 
terlalu lentur pada kegiatan ekonomi 
nasional khususnya pengontrolan 
yang lemah pada arus modal asing 
dan penekanan pada ekonomi makro 
versi liberal menyebabkan membe-
sarnya tindakan pinjaman/hutang 
yang sebagian besar dilakukan oleh 
pengusaha swasta. Pinjaman ke luar 
negeri yang sangat besar dan tidak 
bisa dibayarkan sampai jatuh tempo, 
berakibat pada aksi besar-besaran 
masyarakat Indonesia untuk membe-
li/menukarkan mata uang rupiah ke 
mata uang asing terutama dollar, 
yang akhirnya krisis moneter (eko- 
nomi) dan krisis kepercayaan ma- 
syarakat pada pemerintah orba terja-
di (pada tahun 1997). 
Eksistensi BUMN dari sisi mana-
jemen struktural (di masa orba) ada 
peningkatan dibandingkan dengan 
masa Soekarno. Salah satunya ada- 
lah dibentuknya kementerian khusus 
di bidang pengelolaan BUMN yang 
sekaligus merangkap ketua dewan 
pengelolaan BUMN. Penguasaan 
orang-orang profesional dalam struk-
tur internal perusahaan BUMN mulai 
diusahakan (meskipun background 
keilmuannya berkiblat ke negara 
barat) untuk membangun  BUMN 
yang mampu berdaya saing global.
Di masa pasca orba yang dikenal 
dengan masa reformasi, kegiatan dan 
keberadaan BUMN sudah mulai 
tertata. Orientasi instan birokrasi 
untuk mendapatkan keuntungan se- 
cepat mungkin dan semudah mung- 
kin masih tidak bisa dihilangkan, 
sebagai contoh divestasi (dalam 
rangka privatisasi) sebagian saham 
PT. Telkom dan PT. Indosat ke inves-
tor asing yang sarat kepentingan 
ekonomi birokrasi pemerintahan.
BUMN  dan Privatisasi  di Indone-
sia.
Konsep privatisasi dalam dua 
puluh lima tahun terakhir dan ke 
depan akan tetap menjadi ikon 
peradaban perekonomian di dunia. 
Privatisasi menjadi terkenal setelah 
batas negara semakin melemah da- 
lam aktivitas perekonomian dunia. 
Kegiatan pelaku ekonomi baik se- 
cara individual maupun kelompok 
badan usaha merubah skat negara 
sehingga yang akan terjadi ke depan 
adalah kompetensi fungsional antar 
para pelaku ekonomi.
Ada banyak pendapat tentang 
pengertian privatisasi, di antaranya :
1) Pendapat dari Joseph Stiglitz 
(mantan presiden bank dunia) 
(Rian et.all, 2008:58)
  “Privatisasi merupakan lawan 
dari nasionalisasi. Privatisasi di- 
sebut sebagai proses konversi dari 
perusahaan negara menjadi peru-
sahaan swasta, sedangkan nasio- 
nalisasi adalah proses pengkon-
versian perusahaan swasta 
(private enterprise) menjadi peru-
sahaan negara (public enter-
prise).”  
2) Pendapat Revrisond Baswir 
(Revrisond & Gatut, 2008:75)
 “Privatisasi difahami sebagai se- 
buah proses sistematis untuk me- 
mindahkan status kepemilikan 
BUMN/kekayaan publik dari se- 
luruh anggota masyarakat kepada 
para pemilik modal/swasta.” 
3) Bunyi ketentuan Undang Undang 
RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang 
Badan Usaha Milik Negara  
(Pasal 1 angka 12 UU BUMN)
 “Privatisasi adalah penjualan sa- 
ham Persero, baik sebagian mau- 
pun seluruhnya, kepada pihak lain 
dalam rangka meningkatkan ki- 
nerja dan nilai perusahaan, mem-
perbesar manfaat bagi negara dan 
masyarakat, serta memperluas 
pemilikan saham oleh masya- 
rakat.”
5) Pendapat Bacelius Ruru (Barce-
lius Ruru dalam K. Hadi et.all, 
1997:324)
 “Privatisasi tidak harus diartikan 
mengalihkan saham BUMN pada 
swasta melalui Go publik, me- 
lainkan termasuk juga upaya lain 
yang bertujuan untuk mengikut-
sertakan swasta masuk ke dalam 
BUMN melalui bagun operasikan 
dan alihkan (build operate and 
transfer/BOT), bangun operasi- 
kan dan miliki (build operate and 
owned/BOO), kontrak manaje-
men, kerjasama operasi dan 
penjualan saham pada partner 
strategis (direct placement).” 
Privatisasi (dalam arti sempit) 
juga dikenal dengan denasionalisasi, 
artinya mendivestasi aset atau saham 
perusahaan negara ke pihak swasta. 
Kejanggalan yang akan timbul ada- 
lah perusahaan negara yang mana 
yang diperbolehkan didivestasi ke 
pihak swasta terutama pada pihak 
asing. Apakah perusahaan negara 
yang bergerak di bidang produksi 
yang penting bagi negara dan me- 
nguasai hajat hidup orang banyak, 
(sesuai dengan amanah yang ada 
dalam Pasal 33 UUD 1945) termasuk 
yang boleh dikuasai oleh swasta 
khususnya investor asing. Kondisi 
ini akan menjadi masalah bagi Indo-
nesia, karena pemerintah Indonesia 
masih ragu dalam menetapkan indi- 
kator perusahaan negara sesuai de- 
ngan konstitusi UUD 1945. Meski-
pun sudah ada ketentuan tentang 
negative list bidang usaha bagi 
investor asing, akan tetapi khusus 
tentang penerapan Pasal 33  UUD 
1945 masih multipretatif.  
Privatisasi (dalam arti yang lebih 
luas) menempatkan denasionalisasi 
sebagai salah satu unsur. Unsur yang 
lain adalah pengalihan fungsi dari 
sektor publik ke sektor swasta. 
Setelah adanya proses divestasi 
aset/saham perusahaan negara ke 
sektor swasta, sudah tentu diikuti 
oleh proses pengalihan peran dalam 
struktur manajemen perusahaan. Be- 
rarti dalam konteks ini, dua unsur 
tersebut menjadi satu kesatuan dalam 
konsep privatisasi. 
Beberapa tujuan privatisasi 
adalah untuk memberikan kontribusi 
finansial pada negara dan badan 
usaha, mempercepat penerapan prin-
sip good corporate governance, 
membuka akses ke pasar internasio- 
nal, serta alih teknologi dan transfer 
best practice pada badan usaha (Rian 
et.all, 2008:58).
 UU BUMN merumuskan dalam 
Pasal 74 ayat (2) Yaitu : 
 ”Privatisisasi dilakukan dengan 
tujuan untuk meningkatkan kiner-
ja dan nilai tambah perusahaan 
dan meningkatkan peran serta 
masyarakat dalam pemilikan sa- 
ham persero. ”
Tujuan alamiah yang terjadi da- 
lam privatisasi akhirnya memuncul-
kan pendapat dari Mayer dan Kay 
Biskop, yang membagi ke dalam tiga 
dimensi penjelasan, di antaranya :
(1) Alasan keuangan (finance). Priva-
tisasi BUMN dilakukan sebagai 
salah satu profit center bagi 
pemerintah untuk dapat memberi-
kan kontribusi positif pengem-
bangan perekonomian nasional; 
(2) Alasan informasi (information). 
Privatisasi diharapkan dapat 
mempermudah informasi antara 
manajemen perusahaan dengan 
para pihak agar lebih transparan;
(3) Alasan pengendalian (control). 
Privatisasi dapat mengurangi 
intervensi yang berlebihan dari 
pemerintah dan para politisi 
sehingga dapat mengurangi biaya 
komisi (agency cost). (Rian et.all, 
2008:71)
Perspektif  internal manajemen 
perusahaan, kebijakan privatisasi 
bertujuan :
(a) Memperoleh investor strategis 
sehingga dapat memacu kinerja 
manajemen terutama terkait de- 
ngan kemampuan teknis, mar-
keting, dan managerial skill;
(b) Memperoleh cash inflows untuk 
kepentingan infrastruktur teleko-
munikasi;
(c) Akselerasi akses teknologi tele- 
komunikasi dan metode pengo- 
perasiannya;
(d) Keterbukaan perusahaan publik 
diharapkan dapat mempercepat 
proses perubahan dan memini-
malkan pengaruh birokrasi (Rian 
et.all, 2008:71).
  
Penjelasan di atas menggambar-
kan bahwa privatisasi merupakan 
kebijakan pemerintah/publik yang 
diambil bersama dengan manajemen 
internal BUMN dengan maksud dan 
tujuan untuk melakukan divestasi 
atau mengalihkan kendali perusa-
haan publik ke pihak swasta agar 
terjadi efisiensi perusahaan dan da- 
pat membantu perekonomian nasio- 
nal.  
Manfaat kebijakan privatisasi 
dapat digolongkan menjadi dua 
bagian pokok yaitu :
(1) Manfaat dalam skala makro 
dalam lingkup perekonomian 
nasional.
Manfaat privatisasi dilihat 
dari sisi yang lebih luas, di 
antaranya: pertama, untuk mem- 
bantu pemerintah (Indonesia) 
mendapatkan dana bagi realisasi 
pembangunan, baik dalam ben- 
tuk pajak maupun bentuk devi-
den perusahaan; Kedua, dapat 
mendorong perkembangan pasar 
modal di Indonesia; Ketiga, 
Sebagai pengganti dari kewa-
jiban pemerintah tentang setoran 
tambahan modal seperti pemba-
yaran angsuran/setoran pinja-
man pemerintah ke luar negeri 
dan menutupi defisit anggaran 
APBN; 
(2)  Manfaat dalam skala mikro.
Artinya upaya peningkatan 
kinerja internal perusahaan 
BUMN seperti: pertama, mem-
bentuk struktur modal yang lebih 
baik bagi perusahaan (capital 
restructuring) misalkan privati-
sasi melalui penerbitan saham 
baru agar perusahaan dapat men-
cukupi kebutuhan modal sendiri; 
kedua, terciptanya tata kelola pe- 
rusahaan yang transparan (good 
corporate governance); ketiga, 
diharapkan dapat meningkatkan 
efisiensi dan produktivitas peru-
sahaan; keempat, dengan ada- 
nya peralihan pengelolaan peru-
sahaan dari publik ke sektor 
swasta, ada penyegaran dan 
inovasi baru dalam pengelolaan 
lingkungan internal perusahaan.
Kebijakan privatisasi di Indonesia 
menjadi konsumsi isu politik publik 
yang sangat masif. Penyebabnya 
adalah pertama, privatisasi diiden-
tikkan dengan divestasi sebagian 
besar saham BUMN ke investor 
asing, sedangkan investor dalam 
negeri selalu terkesampingkan. Aki- 
batnya adalah kebijakan privatisasi 
disebut sebagai kebijakan yang me- 
rubah perusahaan negara menjadi 
perusahaan asing; kedua, banyaknya 
intervensi yang kuat dari lembaga 
ekonomi asing seperti IMF, World 
Bank, dan lembaga lain ; ketiga, 
kebijakan privatisasi dijadikan alter-
natif solutif yang baik oleh birokrasi 
untuk mengatasi masalah di BUMN; 
keempat, dana dari hasil privatisasi 
dengan cara divestasi, banyak yang 
menguap ke pihak dan lembaga yang 
kurang representatif.
Masalah lain yang menjadi rumit 
adalah beberapa pertimbangan klasik 
dari pemerintah dan birokrasi BU 
MN dalam melakukan kebijakan 
privatisasi, di antaranya :
a) Kurang kompetitifnya kualitas 
produk yang dihasilkan oleh 
perusahaan BUMN dibandingkan 
dengan perusahaan swasta;
b) Pertimbangan untuk mengatasi 
masalah di perusahaan seperti 
produktivitas rendah, terlalu ba- 
nyak karyawan, dan inefisiensi;
c) Kurang cepatnya birokrasi BU 
MN untuk mencari solusi yang 
terjadi di internal perusahaan;
d) Kebijakan meminjam/hutang un- 
tuk  menutupi kerugian yang terus 
menerus, tanpa alternatif yang 
lain;
e) Kurang bebasnya birokrasi di 
internal BUMN dalam mengam-
bil kebijakan solutif, dikarenakan 
intervensi berlebihan dari peme- 
rintah;
f) Adanya regulasi dan legislasi 
yang mengatur BUMN yang 
cenderung kurang konsisten;
g) Visi dan tujuan BUMN yang 
saling kurang searah seperti 
antara kepentingan masyarakat 
dan kepentingan memperoleh 
profit;
h) Tetap suburnya praktek suap/ko-
rupsi untuk kepentingan tertentu. 
Semua masalah tersebut perlu 
diperhatikan dan dicari solusi 
yang tepat untuk mengatasi per- 
baikan struktur internal dan ke- 
giatan perusahaan ke depan.
Masalah di atas menjadikan kebi-
jakan privatisasi tampak sangat ne- 
gatif di mata masyarakat Indonesia. 
Konsep privatisasi dalam perspektif 
kebijakan yang positif seperti me- 
nempatkan kebijakan tersebut seba- 
gai salah satu alternatif akhir dari 
sekian cara yang telah dilakukan 
untuk penyehatan perusahaan dan 
semata-mata untuk kepentingan 
negara serta masyarakat tentu akan 
timbul kesan lain yang sangat positif.
Pada dasarnya pelaksanaan priva-
tisasi di lingkungan BUMN dilaku-
kan salah satunya adalah untuk me- 
ngundang para investor swasta baik 
asing maupun lokal berpartisipasi di 
kegiatan BUMN. Orientasi tersebut 
sesuai dengan tujuan privatisasi yang 
paling umum di beberapa negara 
maju yaitu demokratisasi kepemi-
likan (creating a share owning 
democracy). Penyebaran penguasaan 
saham di perusahaan BUMN dapat 
mencegah terjadinya dominasi ber- 
lebihan pada satu pelaku usaha/satu 
kelompok, inefektivitas perusahaan, 
terjadinya KKN di lingkungan mana-
jemen perusahaan, dan persaingan 
usaha tidak sehat.
Prinsip demokratisasi kepemi-
likan di BUMN juga harus memper-
hatikan kategori perusahaan BUMN 
yang diperbolehkan untuk diprivati-
sasi dan jumlah maksimal saham 
yang boleh dikuasai oleh swasta 
sesuai dengan konstitusi negara dan 
peraturan peundang-undangan di 
Indonesia. Batasan tersebut diperlu-
kan agar sektor-sektor badan usaha 
yang strategis bagi negara dan 
menyentuh kehidupan masyarakat, 
tetap terpelihara untuk keberlangsu- 
ngan serta kepentingan nasional dan 
kesejahteraan masyarakat.
Privatisasi BUMN Indonesia 
mulai dilaksanakan pada saat PT 
Semen Gresik (Tahun 1991) melepas 
sebagian sahamnya sebanyak 27 % 
di pasar modal. Setelah privatisasi 
tahun 1991 kemudian disusul dengan 
privatisasi BUMN yang lain seperti 
PT Indosat, PT Tambang Timah, PT 
Telkom, PT BNI.
 
Strategi  Privatisasi  Ideal  di Indo-
nesia.
Pelaksanaan privatisasi BUMN di 
berbagai negara, tidak dapat terhin- 
darkan lagi sebagai dampak dan 
proses interaksi masyarakat dunia 
yang semakin meningkat. Pesatnya 
kemajuan ilmu pengetahuan dan 
teknologi, akan terus mendorong 
pola kehidupan masyarakat yang 
serba industrialis (Jimly, 1998:24). 
Praktek privatisasi dilatarbelakangi 
dengan misi yang berbeda-beda 
sesuai dengan kebutuhan dan kondisi 
suatu negara. Misi tersebut dapat 
berupa orientasi idiologi, demokrati-
sasi kepemilikan perusahaan, 
efisiensi perusahaan, sampai pada 
aspek ekonomis yaitu pencarian dana 
untuk pembangunan nasional. Esensi 
privatisasi pada dasarnya adalah 
upaya restrukturisasi perusahaan 
yang dimiliki negara (BUMN) agar 
menjadi perusahaan yang sehat, 
efisien, dan mampu berkompetisi 
dalam pasar global (Safri, 2007:15). 
Privatisasi memiliki empat macam 
fungsi, yang perlu diperhatikan oleh 
pemerintah Indonesia, di antaranya : 
pertama, fungsi korporasi yaitu agar 
BUMN dapat sejajar dengan perusa-
haan yang sudah maju; kedua, fungsi 
kompetisi maksudnya perusahaan 
BUMN harus mampu berkompetitif 
secara sehat dengan perusahaan lain; 
ketiga, fungsi regulasi artinya mem-
bentuk kebijakan yang membuka 
akses pada para pelaku usaha lain 
untuk berpartisipasi di kegiatan 
BUMN; dan keempat, fungsi budget-
er dimaksudkan agar hasil privatisasi 
dapat membantu menyediakan dana 
untuk pengembangan perusahaan 
dan membantu pendapatan negara 
(Safri, 2007:15).
Privatisasi di Indonesia, sudah 
cukup lama dilakukan yaitu sejak 
tahun 1991 dengan tujuan utamanya 
agar dapat membantu pendapatan 
bagi negara (APBN). Pada hakikat- 
nya, privatisasi di Indonesia tidak 
dilarang oleh Undang-Undang se- 
panjang tidak bertentangan dengan 
ketentuan Undang-Undang dan UUD 
1945. Seringkali dalam praktiknya 
pelaksanaan privatisasi BUMN di 
Indonesia, kurang sesuai dengan 
ketentuan Undang-Undang dan rne- 
ngindikasikan adanya market failure 
yang ditandai dengan :
a) Inefficiency, maksudnya setelah 
pnvatisasi dilakukan, ternyata 
hasilnya tidak mengalami peruba-
han atau tujuan untuk efisiensi 
tidak tercapai;
b) Assymetric Information, artinya 
informasi pasar terkait dengan 
pelaksanaan privatisasi tidak 
akurat sehingga ada banyak pihak 
yang merasa dirugikan seperti 
penentuan harga dan lainnya;
c) Social Cost. Privatisasi yang 
terjadi justru menimbulkan di- 
mensi sosial yang tinggi. Pihak 
swasta asing kurang mengindah-
kan aspek sosial yang terkait 
dengan kehidupan dan kebutuhan 
masyarakat;
d) Intervensi pemerintah. Faktor lain 
yang dapat mengganggu adalah 
adanya intervensi politik dari 
pemerintah dan lembaga lain 
seperti DPR serta berbagai pihak 
sehingga privatisasi tidak efektif.
Upaya untuk mencari dan menen-
tukan privatisasi BUMN yang ideal 
dilaksanakan di Indonesia dibutuh-
kan pemahaman dan kehati-hatian 
untuk memutuskan. Ada banyak 
metode privatisasi yang dikenal, 
yang setiap metode ada kelebihan 
dan sekaligus kekurangannya. Bebe- 
rapa metode tersebut adalah privati-
sasi melalui/pm pasar modal, pm 
private placement oleh investor 
dalam negeri/DN dengan penyertaan 
modal di bawah 50 % atau di atas 50 
%, pm private placement oleh inves-
tor asing/IA dengan penyertaan 
modal di bawah 50 % atau di atas 50 
%, public offering, private sale, new 
private investment, sale of assets, 
fragmentation, management/employ-
ee buy qut, kontrak manajemen, 
kontrak/sewa aset, Iikuidasi, initial 
public offering (IPO), right issue 
(RI), strategic sales (SS), dan other 
private offering. 
Menurut UU BUMN pada Pasal 
78 dijelaskan juga mengenai bebera-
pa cara pelaksanaan privatisasi yaitu:
“Privatisasi dilaksanakan dengan 
cara:
a. Penjualan saham berdasarkan ke- 
tentuan pasar modal;
b. Penjualan saham langsung kepada 
investor;
c. Penjualan saham kepada manaje-
men dan/atau karyawan yang ber- 
sangkutan.”
Penjelasan yang sama juga di- 
gambarkan oleh Peraturan Pemerin-
tah Nomor 33 Tahun 2005 tentang 
Tata Cara Privatisasi Perusahaan 
Perseroan. Dijelaskan dalam Pasal 5 
ayat (1) PP Nomor 33 Tahun 2005 
tentang Tata Cara Privatisasi Perusa-
haan Perseroan, yang mengelompok-
kan tiga macam sama dengan keten-
tuan di dalam UU BUMN. Hal terse-
but senada dengan ulasan Udin 
Silalahi (Silalahi, 2007:18-25).
Gambaran dan beberapa jenis 
metode privatisasi di atas, dapat 
ditentukan penerapan privatisasi 
BUMN yang ideal untuk BUMN 
Indonesia. Riant Nugroho menya-
takan bahwa yang ideal metode 
privatisasi di Indonesia menggu-
nakan metode Private Placement 
oleh investor asing dengan penyerta-
an modal di atas 50 %, dengan 
pertimbangan; pertama, mampu me- 
ningkatkan kinerja BUMN; kedua, 
mampu menerapkan prinsip good 
governance; ketiga, mampu mening-
katkan akses ke pasar internasional; 
keempat, ada transfer ilmu pengeta-
huan dan teknologi; kelima, ada 
perubahan budaya kerja; dan 
keenam, memberikan kontribusi 
untuk menutup defisit APBN (Rian 
et.all,2008:198-199). Pendapat Riant 
tersebut perlu pertimbangan yang 
matang terhadap kondisi dan status 
BUMN pasca privatisasi. Partisipasi 
investor asing melebihi 50 % saham 
di BUMN Indonesia, pada umumnya 
sudah secara langsung dapat mengu-
bah pengendalian BUMN dan peru-
bahan status BUMN.
Privatisasi BUMN yang paling 
strategis/ideal diterapkan di Indone-
sia sangat relatif. Ada banyak faktor 
yang harus diperhatikan sebelum 
BUMN diprivatisasi, di antaranya :
a) Tujuan dilaksanakannya privatisa-
si;
b) Jenis BUMN yang akan diprivati-
sasi;
c) Keadaan/kondisi BUMN men-
jelang pelaksanaan privatisasi; 
dan
d) Situasi sosial politik dan ekonomi 
negara dan masyarakat pada saat 
akan dilaksanakannya privatisasi.
Faktor tersebut akan sangat 
menentukan pada jenis metode yang 
paling baik dan strategis bagi peme- 
rintah dan manajemen BUMN untuk 
menentukan privatisasi BUMN yang 
ada tanpa melanggar ketentuan pera-
turan perundang-undangan dan ke- 
pentingan nasional.
Simpulan
1) Pelaksanaan privatisasi BUMN 
Indonesia, harus memperhatikan 
strategi yang sesuai dengan 
kondisi, kategori, dan tujuan 
BUMN. 
2) Perlu ada keseimbangan untuk 
menerapkan fungsi privatisasi 
seperti fungsi regulasi, kompetisi, 
budgeter, dan korporasi, agar 
tidak tercipta kesan dari berbagai 
kalangan di masyarakat bahwa 
privatisasi BUMN dilakukan 
hanya untuk menjalankan fungsi 
budgeter semata.
3) Privatisasi perlu memperhatikan 
aspek kepentingan negara (bukan 
pemerintah) dan aspek sosial 
kemasyarakatan.
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Abstract
     This article aim to offer new idea about the new formulation of  Indonesian 
batik safeguarding through the implementation of technical barrier to trade 
(TBT). Such  labelling of culutural identity within hang tag in International 
trading mechanism. As we know, the implementation of TBT just limited food 
safety, health and environment. Countries that implemented it’s mechanism 
outside those description still limited. 
     In order to answer those problem above, this research used doctrinal 
method with the qualitative design with participatory observation and focus 
group discussion in searching the primary data. In accordance with technical 
of data collecting, secondary data is collected by literature review, especially 
for legal data is done by identifying all regulation related with batik safe-
guarding. Data analized used three steps. First, data reduction. Second, data 
display. Third data verification.
     The result of this research showed that Indonesian government has imple-
mented technical barrier to trade through policy batikmark “BATIK INDO-
NESIA” that statuted by Indonesian  ministry of industrial act. No. 74/M-IN-
D/PER/9/2007. Eventhough, this effort above has been constrained by the 
batik craftmen, because of ineficient registration coct for labelling batikmark 
“BATIK INDONESIA”.
Keywords : Technical barrier to trade, hang tag, cultural labelling, batik-
mark “BATIK INDONESIA”
Abstrak
      Artikel ini bertujuan menawarkan ide/gagasan baru tentang formulasi 
perlindungan melalui penerapan hambatan teknis perdagangan (technical 
barrier to trade/TBT) berupa pelabelan identitas budaya (hang tag) dalam 
mekanisme perdagangan internasional pada produk batik.  
     Sebagaimana diketahui, perlindungan dalam bentuk hambatan non tarif 
(non tariff barrier) khususnya TBT yang menyangkut pelabelan produk yang 
berlaku selama ini sepanjang pengetahuan peneliti baru sebatas alasan 
keamanan pangan, kesehatan, dan lingkungan. Negara-negara yang menerap-
kan hambatan dalam pelabelan di luar kategori tersebut pun masih sangat 
terbatas.
      Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini dirancang dengan 
menggunakan pendekatan Hukum Normatif dengan desain penelitian kualita-
tif. Penelitian menggunakan teknik participatory observation dan focus group 
discussion sebagai metode pengumpulan data primer. Pengumpulan data 
sekunder dilakukan melalui telaah kepustakaan dan inventarisasi peraturan 
perundang-undangan untuk data yang berupa bahan hukum. Agar data (teru-
tama data primer) yang diperoleh teruji keabsahannya, penelitian ini meman-
faatkan metode trianggulasi yang menyatu dan tidak terpisahkan dari kegia-
tan pengumpulan data primer tersebut. Analisis data menggunakan model 
Miles dan Huberman yang pada prinsipnya meliputi 3 (tiga) tahapan yakni 
reduksi data, display data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.
      Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia sebenarnya 
telah menerapkan hambatan non tarif dalam bentuk TBT pada produk batik 
melalui Peraturan Menteri Perindustrian tentang batikmark “batik INDONE-
SIA”. Meski demikian, pelabelan tersebut masih membutuhkan rincian lagi 
dalam bentuk pelabelan identitas budaya sehingga maksud pelestarian batik 
sebagaimana diamanatkan Unesco pada Pemerintah Indonesia diharapkan 
menjadi terwujud. 
Keywords : Non Tariff Barrier, Technical Barrier to Trade,  Hang Tag, 
Pelabelan Identitas  Budaya
Pendahuluan
Batik Indonesia merupakan wari-
san luhur budaya masyarakat Indo-
nesia yang mendapatkan pengakuan 
Unesco pada tanggal 2 Oktober 2009 
melalui pengesahan budaya takbenda 
dunia (intangible culture heritage). 
Disamping batik, produk-produk 
budaya Indonesia juga mendapat 
perhatian UNESCO dan hingga 
tahun 2014 ini antara lain keris, 
angklung, anyaman papua, tarian 
saman dan sistem irigasi pertanian 
Sabak di Bali turut juga mendapat-
kan pengakuan. Di antara matabu-
daya tersebut, batik merupakan mata 
budaya yang paling tradable (berpo-
tensi komoditas), baik dalam pasar 
lokal, nasional maupun internasio- 
nal. Selaras dengan fakta empirik 
tersebut, Unesco mengharapkan agar 
batik benar-benar beredar dalam 
pasar internasional. Sementara itu 
disisi lain, berdasarkan data (UNES-
CO, tahun 2009) di seluruh dunia ini 
setidaknya terdapat 15 negara yang 
memiliki tradisi proses rintang war- 
na. Proses tersebut di Indonesia di- 
sempurnakan dengan penggunaan 
malam dan kemudian dinamakan 
sebagai batik sebagaimana diakomo-
dir dalam Peraturan Menteri Perin-
dustrian Nomor 74 tahun 2007 
tentang batikmark” batik INDONE-
SIA”. Banyaknya negara yang me- 
miliki tradisi proses rintang warna 
tersebut membawa konsekuensi ke- 
mungkinan peredaran batik dari 
negara lain ke Indonesia dan seba- 
liknya beredarnya batik Indonesia ke 
negara lain. 
Atas keadaan tersebut, Indonesia 
sebagai anggota WTO dituntut untuk 
menyelenggarakan pasar yang adil 
artinya memberikan perlindungan 
pada batik dalam negeri sekaligus 
bersikap tidak melakukan hal yang 
merugikan bagi batik negara lain 
yang mungkin dipasarkan di Indone-
sia. Huala Adolf (2004), mengung-
kapkan bahwa pada prinsipnya ter- 
kait dengan mekanisme perdagangan 
Internasional, General Agreement on 
Tarrif and Trade (GATT) hanya 
memperkenalkan tindakan proteksi 
terhadap industri domestik melalui 
tarif (menaikkan tingkat tarif bea 
masuk) dan tidak melalui upaya- 
upaya perdagangan lainnya (non 
tarrif commercial measures). Donald 
A.Ball dan Wendel H.McCulloch 
(2000) mendeskripsikan proteksi 
atau restriksi atau hambatan dalam 
perdagangan/bisnis Internasional da- 
lam praktek bermula pada alasan 
pertahanan nasional. Industri-indus-
tri tertentu memerlukan proteksi dari 
impor karena vital bagi pertahanan 
nasional dan harus tetap diberlaku-
kan meskipun terdapat kerugian 
secara komparatif berkenaan dengan 
para pesaing luar negeri. Adapun 
alasan-alasan lain suatu negara mela- 
kukan restriksi adalah karena untuk 
melindungi industri yang baru tum- 
buh (infant industry). Alasannya, 
dalam jangka panjang, industri itu 
akan memiliki keunggulan kompara-
tif, tetapi perusahaan-perusahaan 
yang baru tumbuh tersebut memerlu-
kan proteksi terhadap impor sampai 
angkatan kerja terlatih, teknik-teknik 
produksi dikuasai dan industri ini 
sampai mencapai skala ekonomi. 
Apabila sasaran-sasaran tersebut ter- 
penuhi, proteksi impor tidak diperlu-
kan lagi. Tanpa proteksi, sebuah 
perusahaan tidak akan mampu ber- 
tahan hidup karena impor biaya 
rendah dari para pesaing asing yang 
lebih dewasa akan menjual barang- 
barang yang lebih murah daripada 
mereka di pasar lokalnya. Proteksi 
ini dimaksudkan hanya bersifat 
sementara, akan tetapi kenyataannya 
sebuah perusahaan akan jarang me- 
ngakui telah dewasa dan tidak lagi 
memerlukan bantuan. Di samping 
alasan sebagaimana disebutkan di 
atas, restriksi juga dimaksudkan 
untuk melindungi tenaga kerja 
domestik dari tenaga asing yang 
lebih murah dengan cara memban- 
dingkan tingkat upah per jam tenaga 
asing yang lebih murah dengan yang 
dibayar di negaranya.
Hambatan tersebut tidak hanya 
dibatasi sebagai hambatan dalam 
bentuk tarif (tariff barrier) saja, akan 
tetapi juga hambatan non tarif (non 
tariff barrier). Bentuk halangan 
dalam perdagangan yang menjadi 
diskursus negara-negara anggota 
WTO adalah hambatan NTB karena 
sangat rawan untuk dijadikan dalih 
melindungi produk dalam negerinya 
dengan cara-cara curang. Meskipun 
demikian, sebagai organisasi perda-
gangan dunia, World Trade Organi-
sation (WTO) telah  mengantisipasi 
kemungkinan terjadinya hal tersebut 
dengan membolehkan negara anggo-
ta untuk melindungi produk dalam 
negerinya dengan menerapkan ham-
batan dalam perdagangan produk 
sejenis dari negara lain. 
Dalam praktek perdagangan serta 
berdasarkan kesepakatan beberapa 
negara, diberlakukan technical bar- 
rier to tariff (TBT) yang merupakan 
bagian dari NTB. Beberapa bentuk 
TBT yang lazim diberlakukan dalam 
perdagangan internasional adalah 
dalam rangka pencegahan penyeba-
ran hama, penyakit, jaminan keama- 
nan pangan, obat-obatan, hasil perta-
nian dan alasan keamanan lainnya. 
Hambatan tersebut secara teknis di- 
antaranya dilakukan melalui pela-
belan produk. 
Beberapa penelitian sebelumnya 
serta telaah kritis para ahli terkait 
hambatan no tarif untuk produk 
meliputi : penelitian dengan telaah 
kepustakaan data sekunder yang 
dilakukan, pelabelan produk tektsil 
dan pakaian baru sebatas analisis 
data sekunder seperti yang dilakukan 
oleh Aswicahyono tentang produk 
Indonesia yang berpotensi beredar di 
negara-negara Asean yang menca- 
kup tekstil, pakaian, dan kulit. Di 
luar sebagaimana disebutkan di atas, 
baru diterapkan secara sangat terba-
tas yakni pelabelan pada tekstil, pa- 
kaian, travel. Pemerintah Indonesia 
melalui Peraturan Menteri Perindus-
trian Republik Indonesia Nomor 
74/M-IND/PER/9/2007 sebenarnya 
sudah menerapkan hambatan teknis 
dalam perdagangan batik dalam 
bentuk kewajiban pelabelan Batik-
mark “batik INDONESIA”. 
Ketentuan tersebut mewajibkan 
agar batik yang akan diperdagangkan 
baik dalam pasar nasional maupun 
pasar Internasional harus mencan-
tumkan label emas (gold) untuk batik 
tulis, putih untuk batik cap serta 
perak (silver) untuk batik kombinasi 
tulis dan cap. Pada tingkat lokal, 
Pemerintah Kota Pekalongan mener-
bitkan Peraturan Walikota tahun 
2014 tentang kewajiban pelabelan 
citybranding kota Pekalongan pada 
setiap produk batik buatan warga 
Pekalongan. 
      Meskipun Pemerintah sudah 
berupaya memberikan perlindungan 
melalui mekanisme tersebut, namun, 
berdasarkan temuan penelitian tahun 
2013 (Siti Nurhayati, dkk), ketentuan 
batikmark justru membebani/me-
nimbulkan resistensi bagi para peng- 
rajin dan produsen batik. Hal terse-
but dikarenakan alasan inefisiensi 
karena pembebanan biaya pendaf- 
taran untuk setiap motif yang dicip-
takannya. Sedangkan terhadap kebi-
jakan Pemerintah Pekalongan ten- 
tang pelabelan citybranding sepan-
jang pengetahuan peneliti belum 
dilakukan penelitian yang menda-
lam. Merujuk pada hal tersebut , 
menurut peneliti masih banyak hal 
mendasar terkait hambatan teknis 
yang diterapkan yang menimbulkan 
pertanyaan bagi peneliti. Bagaima- 
nakah bentuk hambatan teknis perda-
gangan yang tepat untuk batik yang 
telah mendapatkan pengakuan seba- 
gai warisan budaya sekaligus sebagai 
produk komoditas tersebut. 
Penelitian ini bertujuan untuk 
mendeskripsikan bentuk-bentuk 
hambatan teknis dalam perdagangan 
Internasional, baik hambatan dalam 
bentuk tarrif barrier (TB) maupun 
non tarrif barrier (NTB) serta me- 
nawarkan gagasan/wacana baru ten- 
tang perlindungan batik Indonesia 
melalui pelabelan (hang tag) identi-
tas budaya pada produk batik dalam 
perdagangan Internasional.
Hasil penelitian ini diharapkan 
dapat dijadikan salah satu bahan 
pertimbangan Pemerintah dalam 
mengambil kebijakan perlindungan 
produk batik dalam negeri melalui 
penerapan hambatan teknis dalam 
perdagangan batik saat menghadapi 
masuknya produk yang sama dari 
negara lain. Untuk semua pihak yang 
memiliki minat dalam bidang 
Hukum Perdagangan Internasional 
dan keilmuan terkait, hasil penelitian 
ini dapat memperluas khasanah 
tentang perkembangan bentuk ham-
batan teknis diluar yang selama ini 
dipraktikkan dalam perdagangan 
internasional.
Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan peneli-
tian hukum normatif dengan desain 
penelitan kualitatif dengan ranca- 
ngan participatory observation. Tim 
peneliti terlibat secara aktif dalam 
langsung dalam kelompok subyek/ 
informan/partisipan. Teknik peng-
umpulan data primer melalui wa- 
wancara kelompok terarah/Focus 
Group Discussion (FGD) serta peng-
umpulan data sekunder dengan 
menggunakan metode penelaahan 
pustaka tentang hambatan-hambatan 
dalam perdagangan internasional 
melalui kegiatan identifikasi peratu- 
ran Internasional maupun peraturan 
perundang-undangan di Indonesia. 
Subyek dalam penelitian ini menca- 
kup para pengrajin batik dari Peka-
longan, pelaku eksportir batik, peda-
gang kerajinan dan batik asal Austra-
lia, ahli fashion (AS) serta presiden 
Craft untuk Asia Tenggara.
Untuk menjamin keabsahan data 
yang diperoleh, peneliti menggu-
nakan teknik triangulasi sumber 
yang dilaksanakan secara langsung 
dan bersamaan dengan kegiatan 
pengumpulan data primer. Analisis 
data menggunakan model Miles dan 
Huberman yang pada prinsipnya 
dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap 
yakni reduksi atau pemilahan data 
yang diperlukan untuk menjawab 
permasalahan penelitian dengan 
membuat pemaknaan terhadap data 
yang diperoleh, display/penampilan 
data secara deskriptis serta verifi-
kasi/penarikan kesimpulan.  
Hasil Penelitian dan Pembahasan
Hasil penelitian menunjukkan, 
para pengrajin/produsen, importir, 
serta serta eksportir batik baik pada 
tingkat lokal, nasional maupun inter-
nasional menghendaki agar batik 
Indonesia yang telah mendapatkan 
pengakuan UNESCO sebagai bu- 
daya takbenda dunia harus menda- 
patkan perlindungan yang memadai 
negara penghasil batik. Bentuk 
perlindungan tersebut antara lain 
melalui pembatasan syarat-syarat 
yang ketat atas impor batik dari 
negara lain. Syarat tersebut berkaitan 
dengan identitas budaya atas produk 
dengan tujuan agar ketika produk 
sampai ke tangan pembeli maka 
mereka tidak hanya menilai batik 
sekedar produk produk fisik semata 
tetapi juga makna atau nilai yang 
terkandung didalamnya. Identitas 
tersebut antara lain  mencakup ide/ 
makna motif batik, siapa pembuat- 
nya, kapan dibuatnya serta dimana 
tempat pembuatannya.  
Secara yuridis, konsep perlindu- 
ngan (safeguarding) menurut article 
2 ayat (3) Konvensi perlindungan 
budaya takbenda diartikan sebagai: 
’…safeguarding means measures 
aimed at ensuring the viability of the 
intangible heritage including the 
identification, documentation, re- 
search, preservation, protection, 
promotion, enhancement, transmis-
sion, particulary through formal and 
non formal education, as well as the 
various aspects of such heritage”. 
Fokus utama dari safeguarding 
(perlindungan dalam arti luas) diarti-
kan sebagai langkah-langkah atau 
tindakan yang bertujuan untuk men-
jamin keberlangsungan warisan tak- 
benda yang mencakup langkah iden-
tifikasi, dokumentasi, penelitian, pe- 
lestarian, proteksi, promosi, penga- 
yaan atau pengembangan, edukasi, 
pemindahan pengetahuan baik mela- 
lui pendidikan formal maupun infor-
mal.
Sebagai produk dan identitas 
budaya, beberapa daerah yang me- 
miliki sentra batik telah mengimple-
mentasikan prinsip perlindungan 
dengan pendekatan edukasi dengan 
cara mengintegrasikan pengetahuan 
dan keterampilan membatik dalam 
kurikulum terutama pada pendidikan 
dasar. Adopsi batik dalam kurikulum 
tersebut telah dilaksanakan di Solo, 
Yogyakarta, dan Pekalongan. Di 
samping kebijakan tersebut, ma- 
sing-masing pemerintah daerah 
mengeluarkan kebijakan bahwa pada 
hari-hari tertentu, Pegawai Negeri 
Sipil (PNS), siswa sekolah mulai dari 
TK, SD, SMP, hingga SMA wajib 
mengenakan pakaian batik dengan 
motif khusus daerah. Kebijakan ini 
berimplikasi pada dikenalnya dan 
terlestarikannya motif-motif tradi- 
sional oleh masyarakat khususnya 
PNS dan murid sekolah.
Pada sisi yang lain, batik telah 
berkembang menjadi industri budaya 
dan menjadi komoditas yang tidak 
hanya diperdagangkan dalam pasar 
dalam negeri tetapi juga sudah me- 
nembus pasar luar negeri. Bersandar 
pada bentuk-bentuk perlindungan 
sebagaimana disebutkan dalam kon- 
vensi tersebut, dalam setiap negara 
yang produknya sudah masuk ko- 
moditas Internasional maka negara 
yang bersangkutan diberi keluasaan 
untuk memproteksi produk dalam 
negerinya  dengan tetap memperhati-
kan kaidah-kaidah dalam perdaga- 
ngan Internasional. 
Berkaitan dengan hal tersebut, 
menurut article 2 ayat (3) adalah pro- 
teksi yang menurut kaidah Hukum 
Perdagangan Internasional (lalu- 
lintas perdagangan Internasional) 
diakomodir dalam bentuk hambatan, 
baik dalam bentuk tarif (tarrif bar- 
rier) maupun non tarif (non tariff 
barrier) yang diberlakukan terhadap 
negara lain. Hambatan tersebut men-
cakup Anti Dumping Duties (ADD), 
Contervailing Duties (CDD), dan 
Safeguard Measures, Quota, Volun-
tary Eksport Retraint, Eksport Subsi-
dy, import ban, import lisencing, go- 
vernment procurement, dan domestic 
contents. Hambatan-hambatan dalam 
perdagangan yang bersifat non tarif 
dalam praktik dan perjanjian ber- 
bagai negara mengalami perkemba- 
ngan yang kemudian disebut sebagai 
hambatan teknis perdagangan (tech-
nical barrier to trade/TBT).  
Secara spesifik, hambataan teknis 
perdagangan diatur dalam Agree-
ment on Technical Barrier  to Trade 
yang pada pokoknya mengatur 2 
(dua ) hal yakni regulasi teknis (tech-
nical regulation) dan standar/acuan 
baku termasuk pengemasan, penem-
patan merek, persyaratan pelabelan, 
persyaratan karakteristik produk, 
inspeksi, dan prosedur.
Donald A.Ball dan Wendel H. 
McCulloch (2000), restriksi dikate-
gorikan menjadi 2 (dua) jenis yakni 
restriksi dalam bentuk tarif dan res- 
triksi/hambatan dalam bentuk non 
tarif. Hambatan-hambatan dalam 
bentuk tarif meliputi bea impor (ad 
valorem, spesifik, majemuk, dan pa- 
jak variabel). Sedangkan restriksi 
dalam bentuk non tarif meliputi ham-
batan non tarif kuantitatif dan non 
kuantitatif. Hambatan non tarif kuan-
titatif mencakup kuota tingkat tarif, 
global, diskriminatif, pembatasan 
ekspor sukarela, dan peraturan tertib 
pemasaran. Hambatan non tarif non 
kuantitatif meliputi partisipasi Peme- 
rintah langsung dalam perdagangan, 
prosedur kepabeanan dan adminis-
tratif lainnya serta standar-standar. 
Partisipasi Pemerintah langsung be- 
rupa subsidi, membeli di dalam ne- 
geri, lisensi impor, manipulasi kurs, 
dan kandungan lokal. Prosedur kepa- 
beanan dan administratif lainnya 
meliputi klasifikasi tarif, persyaratan 
dokumentasi, dan evaluasi produk. 
Standar-standar meliputi kesehatan, 
keselamatan dan kualitas produk, 
kemasan dan pemberian label, serta 
metode pengetesan produk. Bentuk- 
bentuk hambatan dalam perdagangan 
terangkum dalam tabel berikut :
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Pendahuluan dan Masalah Preala-
bel
Keberadaan BUMN di Indonesia 
sebagai salah satu pelaku ekonomi 
(badan usaha) di Indonesia sangat 
penting untuk menunjang pemba- 
ngunan ekonomi nasional. Kegiatan 
BUMN pada dasarnya untuk mem-
bantu kebutuhan masyarakat Indone-
sia di segala bidang, agar kesejahte- 
raan masyarakat lebih terjamin dan 
tidak tergantung pada produk luar 
negeri. Seiring dengan perkemba- 
ngan ekonomi dunia yang semakin 
maju, dibutuhkan kompetisi dan 
efektivitas badan usaha BUMN. 
Proses restrukturisasi sangat dibu-
tuhkan untuk perbaikan manajemen 
internal sebuah perusahaan khusus- 
nya BUMN. Demikian pula privati-
sasi yang dilakukan dengan proses 
yang sehat dan tujuan yang jernih 
sesuai dengan maksud dilakukannya 
privatisasi dalam Undang Undang 
Nomor 19 Tahun 2003 tentang Ba- 
dan Usaha Milik Negara (UU 
BUMN) Pasal 74 ayat (1) yang men-
jelaskan : 
"Privatisasi dilakukan dengan 
maksud untuk :
a. Memperluas kepemilikan ma- 
syarakat atas persero ;
b. Meningkatkan efisiensi dan pro- 
duktivitas perusahaan ;
c. menciptakan struktur keuangan 
dan manajemen keuangan yang 
baik/kuat;
d. Menciptakan struktur industri 
yang sehat dan kompetitif ;
e. Menciptakan persero yang ber- 
daya saing dan berorientasi glo- 
bal;
f. Menumbuhkan iklim usaha, eko- 
nomi makro, dan kapasitas 
pasar.”
Proses privatisasi yang dilakukan 
dengan mengindahkan ketentuan 
Pasal di atas akan menciptakan peru-
sahaan BUMN tetap eksis dan dapat 
berusaha untuk kepentingan bersama 
memenuhi kebutuhan negara dan 
masyarakat banyak. Kebijakan pri- 
vatisasi BUMN yang dilakukan Pe- 
merintah Indonesia selama ini men-
jadi masalah fundamental terutama 
bagi kehidupan masyarakat di Indo-
nesia. 
Kondisi dan Aspek Historis 
BUMN di Indonesia.
Pendirian Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN) di Indonesia diawa-
li oleh aspek historis pasca kemer- 
dekaan Tahun 1945. Tujuannya ada- 
lah untuk memenuhi kebutuhan 
dasar dan kesejahteraan masyarakat 
Indonesia. Ditambah lagi oleh kondi-
si riil Indonesia pada saat itu, yang 
hanya memiliki sumber daya alam 
(SDA) yang melimpah dan sumber 
daya manusia (SDM), sedangkan 
teknologi dan sumber daya modal 
untuk menggarap SDA belum terse-
dia maksimal.
Pada saat dibentuknya UUD 1945 
khususnya Pasal 33, ada orientasi 
filosofis yang salah satunya adalah 
agar negara/pemerintah mengambil 
peran aktif dengan cara membentuk 
badan usaha yang disebut BUMN. 
Negara diharapkan mendominasi 
peran terhadap segala aspek kebija-
kan ekonomi dan hukum untuk men-
stabilisasi kondisi pembangunan 
Indonesia. Selama Pasal 33 tetap 
tertera di konstitusi UUD 1945, 
negara masih tetap akan mengambil 
peran dalam kegiatan ekonomi 
(Riant  et.all, 2008:58).
Peran negara dalam kegiatan 
ekonomi pasca kemerdekaan dida- 
sarkan pada beberapa pertimbangan 
yaitu :
a) Keadaan negara yang baru merde-
ka terlepas dari penjajahan fisik 
sehingga belum memiliki social 
overhead capital;
b) Besarnya kerugian yang ditang- 
gung Indonesia akibat peperan-
gan;
c) Terpinggirkannya pengusaha pri- 
bumi oleh pengusaha keturunan 
Arab, Cina, dan Eropa (Rian 
et.all, 2008:3-4).
Strategi negara untuk mengambil 
peran tersebut dilakukan dengan cara 
menasionalisasi beberapa perusa-
haan asing terutama perusahaan 
Belanda yang banyak menguasai 
bidang infrastruktur, di antaranya :
1) Bidang Telekomunikasi. Post, 
Telegraph en Telephone Dienst 
dinasionalisasi menjadi Jawatan 
Pos, Telegraph, dan Telepon 
(JPTT). Pada Tahun 1961 JPTT 
diubah menjadi Perusahaan Ne- 
gara Pos Giro dan Telekomunika-
si (PN Postel. Pada Tahun 1965 
PN Postel dipecah menjadi dua 
perusahaan yaitu Perusahaan Pos 
dan Giro (PN Pos dan Giro), dan 
Perusahaan Negara Telekomuni-
kasi (PN Telekomunikasi). Pada 
Tahun 1974 PN Telekomunikasi 
distandarisasi menjadi Perusa-
haan Umum Telekomunikasi (Pe- 
rumtel) yang bergerak di bidang 
jasa telekomunikasi dalam jang-
kauan nasional dan internasional. 
Perumtel kemudian disesuaikan 
lagi menjadi Perusahaan Perse-
roan (Persero) yang dibagi dua 
yaitu PT Telekomunikasi (dising-
kat PT Telkom) yang bergerak di 
bidang jasa telekomunikasi dalam 
negeri, dan PT Indosat yang 
bergerak di  bidang jasa teleko-
munikasi luar negeri.
2) Bidang Transportasi. Batavie Ver- 
keers Mij dan Deli Spoorweg Mij, 
dinasionalisasi menjadi Djawatan 
Kereta Api (DKA); KLM dinasi-
onalisasi menjadi Garuda Indone-
sia Airways.
Ternyata kebijakan nasionalisasi 
pemerintahan Soekarno secara eko- 
nomis belum efektif karena tidak 
didukung tersedianya dana yang 
cukup yang dimiliki pemerintah 
Indonesia. Terbukti kebijakan nasio- 
nalisasi justru menambah beban 
anggaran ekonomi negara untuk 
memenuhi kebutuhan perusahaan 
BUMN sehingga APBN menjadi 
membengkak. Pada tahun 1961 terja-
di krisis pangan akibat gagal panen 
besar-besaran dan tidak tercukupinya 
stok impor beras. Inflasi mencapai 
95 %, dan  tahun 1965 inflasi bertam-
bah menjadi 605%. Upaya untuk 
mengatasi hiperinflasi, pemerintah 
mengeluarkan Penetapan Presiden 
Nomor 27 Tahun 1965 tertanggal 13 
Desember 1965. Kondisi ini bertam-
bah buruk waktu pemerintahan 
Soeharto yang dikenal orde baru 
baru terbentuk.
Pemerintahan Soeharto lebih 
cenderung menerapkan asas ekono- 
mi pragmatis artinya tindakan eko- 
nomi politik pemerintah menitikbe- 
ratkan pada unsur kemanfaatan yang 
dilakukan oleh para teknokrat yang 
sebagian besar bermazhab pada 
ekonomi liberal seperti Ali Wardha-
na, Widjoyo Nitisastro, Emil Salim, 
dan yang lain serta didukung oleh 
militer. Kebijakan pemerintah mulai 
open terhadap arus modal asing 
khususnya negara barat. Peran nega- 
ra dalam kegiatan ekonomi mulai 
dikurangi dan menyerahkan seba- 
giannya pada peran sektor swasta. Di 
bidang perundang-undangan keluar 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1967 tentang Penanaman Modal 
Asing dan diubah menjadi Undang- 
Undang Nomor 11 Tahun 1970 
tentang Perubahan dan Penambahan 
Undang-Undang  Penanaman Modal 
Asing, dan  Undang-Undang Nomor  
6 Tahun 1968 tentang Penanaman 
Modal Dalam Negeri dan diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 1970 tentang Perubahan dan 
Penambahan Undang-Undang  Pena-
naman Modal Dalam Negeri, yang 
saat ini sudah diganti dengan UU 
Penanaman Modal yang baru yaitu 
UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal (UU PM).
Kebijakan pemerintah orba yang 
terlalu lentur pada kegiatan ekonomi 
nasional khususnya pengontrolan 
yang lemah pada arus modal asing 
dan penekanan pada ekonomi makro 
versi liberal menyebabkan membe-
sarnya tindakan pinjaman/hutang 
yang sebagian besar dilakukan oleh 
pengusaha swasta. Pinjaman ke luar 
negeri yang sangat besar dan tidak 
bisa dibayarkan sampai jatuh tempo, 
berakibat pada aksi besar-besaran 
masyarakat Indonesia untuk membe-
li/menukarkan mata uang rupiah ke 
mata uang asing terutama dollar, 
yang akhirnya krisis moneter (eko- 
nomi) dan krisis kepercayaan ma- 
syarakat pada pemerintah orba terja-
di (pada tahun 1997). 
Eksistensi BUMN dari sisi mana-
jemen struktural (di masa orba) ada 
peningkatan dibandingkan dengan 
masa Soekarno. Salah satunya ada- 
lah dibentuknya kementerian khusus 
di bidang pengelolaan BUMN yang 
sekaligus merangkap ketua dewan 
pengelolaan BUMN. Penguasaan 
orang-orang profesional dalam struk-
tur internal perusahaan BUMN mulai 
diusahakan (meskipun background 
keilmuannya berkiblat ke negara 
barat) untuk membangun  BUMN 
yang mampu berdaya saing global.
Di masa pasca orba yang dikenal 
dengan masa reformasi, kegiatan dan 
keberadaan BUMN sudah mulai 
tertata. Orientasi instan birokrasi 
untuk mendapatkan keuntungan se- 
cepat mungkin dan semudah mung- 
kin masih tidak bisa dihilangkan, 
sebagai contoh divestasi (dalam 
rangka privatisasi) sebagian saham 
PT. Telkom dan PT. Indosat ke inves-
tor asing yang sarat kepentingan 
ekonomi birokrasi pemerintahan.
BUMN  dan Privatisasi  di Indone-
sia.
Konsep privatisasi dalam dua 
puluh lima tahun terakhir dan ke 
depan akan tetap menjadi ikon 
peradaban perekonomian di dunia. 
Privatisasi menjadi terkenal setelah 
batas negara semakin melemah da- 
lam aktivitas perekonomian dunia. 
Kegiatan pelaku ekonomi baik se- 
cara individual maupun kelompok 
badan usaha merubah skat negara 
sehingga yang akan terjadi ke depan 
adalah kompetensi fungsional antar 
para pelaku ekonomi.
Ada banyak pendapat tentang 
pengertian privatisasi, di antaranya :
1) Pendapat dari Joseph Stiglitz 
(mantan presiden bank dunia) 
(Rian et.all, 2008:58)
  “Privatisasi merupakan lawan 
dari nasionalisasi. Privatisasi di- 
sebut sebagai proses konversi dari 
perusahaan negara menjadi peru-
sahaan swasta, sedangkan nasio- 
nalisasi adalah proses pengkon-
versian perusahaan swasta 
(private enterprise) menjadi peru-
sahaan negara (public enter-
prise).”  
2) Pendapat Revrisond Baswir 
(Revrisond & Gatut, 2008:75)
 “Privatisasi difahami sebagai se- 
buah proses sistematis untuk me- 
mindahkan status kepemilikan 
BUMN/kekayaan publik dari se- 
luruh anggota masyarakat kepada 
para pemilik modal/swasta.” 
3) Bunyi ketentuan Undang Undang 
RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang 
Badan Usaha Milik Negara  
(Pasal 1 angka 12 UU BUMN)
 “Privatisasi adalah penjualan sa- 
ham Persero, baik sebagian mau- 
pun seluruhnya, kepada pihak lain 
dalam rangka meningkatkan ki- 
nerja dan nilai perusahaan, mem-
perbesar manfaat bagi negara dan 
masyarakat, serta memperluas 
pemilikan saham oleh masya- 
rakat.”
5) Pendapat Bacelius Ruru (Barce-
lius Ruru dalam K. Hadi et.all, 
1997:324)
 “Privatisasi tidak harus diartikan 
mengalihkan saham BUMN pada 
swasta melalui Go publik, me- 
lainkan termasuk juga upaya lain 
yang bertujuan untuk mengikut-
sertakan swasta masuk ke dalam 
BUMN melalui bagun operasikan 
dan alihkan (build operate and 
transfer/BOT), bangun operasi- 
kan dan miliki (build operate and 
owned/BOO), kontrak manaje-
men, kerjasama operasi dan 
penjualan saham pada partner 
strategis (direct placement).” 
Privatisasi (dalam arti sempit) 
juga dikenal dengan denasionalisasi, 
artinya mendivestasi aset atau saham 
perusahaan negara ke pihak swasta. 
Kejanggalan yang akan timbul ada- 
lah perusahaan negara yang mana 
yang diperbolehkan didivestasi ke 
pihak swasta terutama pada pihak 
asing. Apakah perusahaan negara 
yang bergerak di bidang produksi 
yang penting bagi negara dan me- 
nguasai hajat hidup orang banyak, 
(sesuai dengan amanah yang ada 
dalam Pasal 33 UUD 1945) termasuk 
yang boleh dikuasai oleh swasta 
khususnya investor asing. Kondisi 
ini akan menjadi masalah bagi Indo-
nesia, karena pemerintah Indonesia 
masih ragu dalam menetapkan indi- 
kator perusahaan negara sesuai de- 
ngan konstitusi UUD 1945. Meski-
pun sudah ada ketentuan tentang 
negative list bidang usaha bagi 
investor asing, akan tetapi khusus 
tentang penerapan Pasal 33  UUD 
1945 masih multipretatif.  
Privatisasi (dalam arti yang lebih 
luas) menempatkan denasionalisasi 
sebagai salah satu unsur. Unsur yang 
lain adalah pengalihan fungsi dari 
sektor publik ke sektor swasta. 
Setelah adanya proses divestasi 
aset/saham perusahaan negara ke 
sektor swasta, sudah tentu diikuti 
oleh proses pengalihan peran dalam 
struktur manajemen perusahaan. Be- 
rarti dalam konteks ini, dua unsur 
tersebut menjadi satu kesatuan dalam 
konsep privatisasi. 
Beberapa tujuan privatisasi 
adalah untuk memberikan kontribusi 
finansial pada negara dan badan 
usaha, mempercepat penerapan prin-
sip good corporate governance, 
membuka akses ke pasar internasio- 
nal, serta alih teknologi dan transfer 
best practice pada badan usaha (Rian 
et.all, 2008:58).
 UU BUMN merumuskan dalam 
Pasal 74 ayat (2) Yaitu : 
 ”Privatisisasi dilakukan dengan 
tujuan untuk meningkatkan kiner-
ja dan nilai tambah perusahaan 
dan meningkatkan peran serta 
masyarakat dalam pemilikan sa- 
ham persero. ”
Tujuan alamiah yang terjadi da- 
lam privatisasi akhirnya memuncul-
kan pendapat dari Mayer dan Kay 
Biskop, yang membagi ke dalam tiga 
dimensi penjelasan, di antaranya :
(1) Alasan keuangan (finance). Priva-
tisasi BUMN dilakukan sebagai 
salah satu profit center bagi 
pemerintah untuk dapat memberi-
kan kontribusi positif pengem-
bangan perekonomian nasional; 
(2) Alasan informasi (information). 
Privatisasi diharapkan dapat 
mempermudah informasi antara 
manajemen perusahaan dengan 
para pihak agar lebih transparan;
(3) Alasan pengendalian (control). 
Privatisasi dapat mengurangi 
intervensi yang berlebihan dari 
pemerintah dan para politisi 
sehingga dapat mengurangi biaya 
komisi (agency cost). (Rian et.all, 
2008:71)
Perspektif  internal manajemen 
perusahaan, kebijakan privatisasi 
bertujuan :
(a) Memperoleh investor strategis 
sehingga dapat memacu kinerja 
manajemen terutama terkait de- 
ngan kemampuan teknis, mar-
keting, dan managerial skill;
(b) Memperoleh cash inflows untuk 
kepentingan infrastruktur teleko-
munikasi;
(c) Akselerasi akses teknologi tele- 
komunikasi dan metode pengo- 
perasiannya;
(d) Keterbukaan perusahaan publik 
diharapkan dapat mempercepat 
proses perubahan dan memini-
malkan pengaruh birokrasi (Rian 
et.all, 2008:71).
  
Penjelasan di atas menggambar-
kan bahwa privatisasi merupakan 
kebijakan pemerintah/publik yang 
diambil bersama dengan manajemen 
internal BUMN dengan maksud dan 
tujuan untuk melakukan divestasi 
atau mengalihkan kendali perusa-
haan publik ke pihak swasta agar 
terjadi efisiensi perusahaan dan da- 
pat membantu perekonomian nasio- 
nal.  
Manfaat kebijakan privatisasi 
dapat digolongkan menjadi dua 
bagian pokok yaitu :
(1) Manfaat dalam skala makro 
dalam lingkup perekonomian 
nasional.
Manfaat privatisasi dilihat 
dari sisi yang lebih luas, di 
antaranya: pertama, untuk mem- 
bantu pemerintah (Indonesia) 
mendapatkan dana bagi realisasi 
pembangunan, baik dalam ben- 
tuk pajak maupun bentuk devi-
den perusahaan; Kedua, dapat 
mendorong perkembangan pasar 
modal di Indonesia; Ketiga, 
Sebagai pengganti dari kewa-
jiban pemerintah tentang setoran 
tambahan modal seperti pemba-
yaran angsuran/setoran pinja-
man pemerintah ke luar negeri 
dan menutupi defisit anggaran 
APBN; 
(2)  Manfaat dalam skala mikro.
Artinya upaya peningkatan 
kinerja internal perusahaan 
BUMN seperti: pertama, mem-
bentuk struktur modal yang lebih 
baik bagi perusahaan (capital 
restructuring) misalkan privati-
sasi melalui penerbitan saham 
baru agar perusahaan dapat men-
cukupi kebutuhan modal sendiri; 
kedua, terciptanya tata kelola pe- 
rusahaan yang transparan (good 
corporate governance); ketiga, 
diharapkan dapat meningkatkan 
efisiensi dan produktivitas peru-
sahaan; keempat, dengan ada- 
nya peralihan pengelolaan peru-
sahaan dari publik ke sektor 
swasta, ada penyegaran dan 
inovasi baru dalam pengelolaan 
lingkungan internal perusahaan.
Kebijakan privatisasi di Indonesia 
menjadi konsumsi isu politik publik 
yang sangat masif. Penyebabnya 
adalah pertama, privatisasi diiden-
tikkan dengan divestasi sebagian 
besar saham BUMN ke investor 
asing, sedangkan investor dalam 
negeri selalu terkesampingkan. Aki- 
batnya adalah kebijakan privatisasi 
disebut sebagai kebijakan yang me- 
rubah perusahaan negara menjadi 
perusahaan asing; kedua, banyaknya 
intervensi yang kuat dari lembaga 
ekonomi asing seperti IMF, World 
Bank, dan lembaga lain ; ketiga, 
kebijakan privatisasi dijadikan alter-
natif solutif yang baik oleh birokrasi 
untuk mengatasi masalah di BUMN; 
keempat, dana dari hasil privatisasi 
dengan cara divestasi, banyak yang 
menguap ke pihak dan lembaga yang 
kurang representatif.
Masalah lain yang menjadi rumit 
adalah beberapa pertimbangan klasik 
dari pemerintah dan birokrasi BU 
MN dalam melakukan kebijakan 
privatisasi, di antaranya :
a) Kurang kompetitifnya kualitas 
produk yang dihasilkan oleh 
perusahaan BUMN dibandingkan 
dengan perusahaan swasta;
b) Pertimbangan untuk mengatasi 
masalah di perusahaan seperti 
produktivitas rendah, terlalu ba- 
nyak karyawan, dan inefisiensi;
c) Kurang cepatnya birokrasi BU 
MN untuk mencari solusi yang 
terjadi di internal perusahaan;
d) Kebijakan meminjam/hutang un- 
tuk  menutupi kerugian yang terus 
menerus, tanpa alternatif yang 
lain;
e) Kurang bebasnya birokrasi di 
internal BUMN dalam mengam-
bil kebijakan solutif, dikarenakan 
intervensi berlebihan dari peme- 
rintah;
f) Adanya regulasi dan legislasi 
yang mengatur BUMN yang 
cenderung kurang konsisten;
g) Visi dan tujuan BUMN yang 
saling kurang searah seperti 
antara kepentingan masyarakat 
dan kepentingan memperoleh 
profit;
h) Tetap suburnya praktek suap/ko-
rupsi untuk kepentingan tertentu. 
Semua masalah tersebut perlu 
diperhatikan dan dicari solusi 
yang tepat untuk mengatasi per- 
baikan struktur internal dan ke- 
giatan perusahaan ke depan.
Masalah di atas menjadikan kebi-
jakan privatisasi tampak sangat ne- 
gatif di mata masyarakat Indonesia. 
Konsep privatisasi dalam perspektif 
kebijakan yang positif seperti me- 
nempatkan kebijakan tersebut seba- 
gai salah satu alternatif akhir dari 
sekian cara yang telah dilakukan 
untuk penyehatan perusahaan dan 
semata-mata untuk kepentingan 
negara serta masyarakat tentu akan 
timbul kesan lain yang sangat positif.
Pada dasarnya pelaksanaan priva-
tisasi di lingkungan BUMN dilaku-
kan salah satunya adalah untuk me- 
ngundang para investor swasta baik 
asing maupun lokal berpartisipasi di 
kegiatan BUMN. Orientasi tersebut 
sesuai dengan tujuan privatisasi yang 
paling umum di beberapa negara 
maju yaitu demokratisasi kepemi-
likan (creating a share owning 
democracy). Penyebaran penguasaan 
saham di perusahaan BUMN dapat 
mencegah terjadinya dominasi ber- 
lebihan pada satu pelaku usaha/satu 
kelompok, inefektivitas perusahaan, 
terjadinya KKN di lingkungan mana-
jemen perusahaan, dan persaingan 
usaha tidak sehat.
Prinsip demokratisasi kepemi-
likan di BUMN juga harus memper-
hatikan kategori perusahaan BUMN 
yang diperbolehkan untuk diprivati-
sasi dan jumlah maksimal saham 
yang boleh dikuasai oleh swasta 
sesuai dengan konstitusi negara dan 
peraturan peundang-undangan di 
Indonesia. Batasan tersebut diperlu-
kan agar sektor-sektor badan usaha 
yang strategis bagi negara dan 
menyentuh kehidupan masyarakat, 
tetap terpelihara untuk keberlangsu- 
ngan serta kepentingan nasional dan 
kesejahteraan masyarakat.
Privatisasi BUMN Indonesia 
mulai dilaksanakan pada saat PT 
Semen Gresik (Tahun 1991) melepas 
sebagian sahamnya sebanyak 27 % 
di pasar modal. Setelah privatisasi 
tahun 1991 kemudian disusul dengan 
privatisasi BUMN yang lain seperti 
PT Indosat, PT Tambang Timah, PT 
Telkom, PT BNI.
 
Strategi  Privatisasi  Ideal  di Indo-
nesia.
Pelaksanaan privatisasi BUMN di 
berbagai negara, tidak dapat terhin- 
darkan lagi sebagai dampak dan 
proses interaksi masyarakat dunia 
yang semakin meningkat. Pesatnya 
kemajuan ilmu pengetahuan dan 
teknologi, akan terus mendorong 
pola kehidupan masyarakat yang 
serba industrialis (Jimly, 1998:24). 
Praktek privatisasi dilatarbelakangi 
dengan misi yang berbeda-beda 
sesuai dengan kebutuhan dan kondisi 
suatu negara. Misi tersebut dapat 
berupa orientasi idiologi, demokrati-
sasi kepemilikan perusahaan, 
efisiensi perusahaan, sampai pada 
aspek ekonomis yaitu pencarian dana 
untuk pembangunan nasional. Esensi 
privatisasi pada dasarnya adalah 
upaya restrukturisasi perusahaan 
yang dimiliki negara (BUMN) agar 
menjadi perusahaan yang sehat, 
efisien, dan mampu berkompetisi 
dalam pasar global (Safri, 2007:15). 
Privatisasi memiliki empat macam 
fungsi, yang perlu diperhatikan oleh 
pemerintah Indonesia, di antaranya : 
pertama, fungsi korporasi yaitu agar 
BUMN dapat sejajar dengan perusa-
haan yang sudah maju; kedua, fungsi 
kompetisi maksudnya perusahaan 
BUMN harus mampu berkompetitif 
secara sehat dengan perusahaan lain; 
ketiga, fungsi regulasi artinya mem-
bentuk kebijakan yang membuka 
akses pada para pelaku usaha lain 
untuk berpartisipasi di kegiatan 
BUMN; dan keempat, fungsi budget-
er dimaksudkan agar hasil privatisasi 
dapat membantu menyediakan dana 
untuk pengembangan perusahaan 
dan membantu pendapatan negara 
(Safri, 2007:15).
Privatisasi di Indonesia, sudah 
cukup lama dilakukan yaitu sejak 
tahun 1991 dengan tujuan utamanya 
agar dapat membantu pendapatan 
bagi negara (APBN). Pada hakikat- 
nya, privatisasi di Indonesia tidak 
dilarang oleh Undang-Undang se- 
panjang tidak bertentangan dengan 
ketentuan Undang-Undang dan UUD 
1945. Seringkali dalam praktiknya 
pelaksanaan privatisasi BUMN di 
Indonesia, kurang sesuai dengan 
ketentuan Undang-Undang dan rne- 
ngindikasikan adanya market failure 
yang ditandai dengan :
a) Inefficiency, maksudnya setelah 
pnvatisasi dilakukan, ternyata 
hasilnya tidak mengalami peruba-
han atau tujuan untuk efisiensi 
tidak tercapai;
b) Assymetric Information, artinya 
informasi pasar terkait dengan 
pelaksanaan privatisasi tidak 
akurat sehingga ada banyak pihak 
yang merasa dirugikan seperti 
penentuan harga dan lainnya;
c) Social Cost. Privatisasi yang 
terjadi justru menimbulkan di- 
mensi sosial yang tinggi. Pihak 
swasta asing kurang mengindah-
kan aspek sosial yang terkait 
dengan kehidupan dan kebutuhan 
masyarakat;
d) Intervensi pemerintah. Faktor lain 
yang dapat mengganggu adalah 
adanya intervensi politik dari 
pemerintah dan lembaga lain 
seperti DPR serta berbagai pihak 
sehingga privatisasi tidak efektif.
Upaya untuk mencari dan menen-
tukan privatisasi BUMN yang ideal 
dilaksanakan di Indonesia dibutuh-
kan pemahaman dan kehati-hatian 
untuk memutuskan. Ada banyak 
metode privatisasi yang dikenal, 
yang setiap metode ada kelebihan 
dan sekaligus kekurangannya. Bebe- 
rapa metode tersebut adalah privati-
sasi melalui/pm pasar modal, pm 
private placement oleh investor 
dalam negeri/DN dengan penyertaan 
modal di bawah 50 % atau di atas 50 
%, pm private placement oleh inves-
tor asing/IA dengan penyertaan 
modal di bawah 50 % atau di atas 50 
%, public offering, private sale, new 
private investment, sale of assets, 
fragmentation, management/employ-
ee buy qut, kontrak manajemen, 
kontrak/sewa aset, Iikuidasi, initial 
public offering (IPO), right issue 
(RI), strategic sales (SS), dan other 
private offering. 
Menurut UU BUMN pada Pasal 
78 dijelaskan juga mengenai bebera-
pa cara pelaksanaan privatisasi yaitu:
“Privatisasi dilaksanakan dengan 
cara:
a. Penjualan saham berdasarkan ke- 
tentuan pasar modal;
b. Penjualan saham langsung kepada 
investor;
c. Penjualan saham kepada manaje-
men dan/atau karyawan yang ber- 
sangkutan.”
Penjelasan yang sama juga di- 
gambarkan oleh Peraturan Pemerin-
tah Nomor 33 Tahun 2005 tentang 
Tata Cara Privatisasi Perusahaan 
Perseroan. Dijelaskan dalam Pasal 5 
ayat (1) PP Nomor 33 Tahun 2005 
tentang Tata Cara Privatisasi Perusa-
haan Perseroan, yang mengelompok-
kan tiga macam sama dengan keten-
tuan di dalam UU BUMN. Hal terse-
but senada dengan ulasan Udin 
Silalahi (Silalahi, 2007:18-25).
Gambaran dan beberapa jenis 
metode privatisasi di atas, dapat 
ditentukan penerapan privatisasi 
BUMN yang ideal untuk BUMN 
Indonesia. Riant Nugroho menya-
takan bahwa yang ideal metode 
privatisasi di Indonesia menggu-
nakan metode Private Placement 
oleh investor asing dengan penyerta-
an modal di atas 50 %, dengan 
pertimbangan; pertama, mampu me- 
ningkatkan kinerja BUMN; kedua, 
mampu menerapkan prinsip good 
governance; ketiga, mampu mening-
katkan akses ke pasar internasional; 
keempat, ada transfer ilmu pengeta-
huan dan teknologi; kelima, ada 
perubahan budaya kerja; dan 
keenam, memberikan kontribusi 
untuk menutup defisit APBN (Rian 
et.all,2008:198-199). Pendapat Riant 
tersebut perlu pertimbangan yang 
matang terhadap kondisi dan status 
BUMN pasca privatisasi. Partisipasi 
investor asing melebihi 50 % saham 
di BUMN Indonesia, pada umumnya 
sudah secara langsung dapat mengu-
bah pengendalian BUMN dan peru-
bahan status BUMN.
Privatisasi BUMN yang paling 
strategis/ideal diterapkan di Indone-
sia sangat relatif. Ada banyak faktor 
yang harus diperhatikan sebelum 
BUMN diprivatisasi, di antaranya :
a) Tujuan dilaksanakannya privatisa-
si;
b) Jenis BUMN yang akan diprivati-
sasi;
c) Keadaan/kondisi BUMN men-
jelang pelaksanaan privatisasi; 
dan
d) Situasi sosial politik dan ekonomi 
negara dan masyarakat pada saat 
akan dilaksanakannya privatisasi.
Faktor tersebut akan sangat 
menentukan pada jenis metode yang 
paling baik dan strategis bagi peme- 
rintah dan manajemen BUMN untuk 
menentukan privatisasi BUMN yang 
ada tanpa melanggar ketentuan pera-
turan perundang-undangan dan ke- 
pentingan nasional.
Simpulan
1) Pelaksanaan privatisasi BUMN 
Indonesia, harus memperhatikan 
strategi yang sesuai dengan 
kondisi, kategori, dan tujuan 
BUMN. 
2) Perlu ada keseimbangan untuk 
menerapkan fungsi privatisasi 
seperti fungsi regulasi, kompetisi, 
budgeter, dan korporasi, agar 
tidak tercipta kesan dari berbagai 
kalangan di masyarakat bahwa 
privatisasi BUMN dilakukan 
hanya untuk menjalankan fungsi 
budgeter semata.
3) Privatisasi perlu memperhatikan 
aspek kepentingan negara (bukan 
pemerintah) dan aspek sosial 
kemasyarakatan.
Daftar Rujukan
Arief Sidharta, Bernard. Refleksi 
Tentang Struktur Ilmu Hukum.  
Bandung : CV. Mandar Maju, 
1999.
Arief, Sritua. Pembangunanisme 
dan Ekonomi Indonesia : Pem-
berdayaan Rakyat dalam Arus 
Glo- balisasi.  Bandung : Zaman 
Wacana Mulia, 1998.
Aronaga, Pandji. Perusahaan Multi 
Nasional-Penanaman Modal 
Asing. Jakarta : Pustaka, 1998.
Asshiddiqie, Jimly. Agenda Pemba-
ngunan Hukum Nasional di 
Abad  Globalisasi.  Jakarta : Balai 
Pustaka, 1998.
Atmosudirdjo, Prajudi. Sejarah 
Ekonomi Indonesia dari Segi 
Sosiologi Sampai Akhir Abad 
XIX.  Jakarta : Pradnya Paramita, 
1983.
Baswir, Revrisond. Ekonomika, Ma- 
nusia dan Etika : Kumpulan 
Esai-Esai Terpilih. Yogyakarta : 
BPFE, 1993.
Booth, Anne & Peter Mc Cawley 
(eds). The Indonesian Economy 
During The Soeharto Era. 
Malaysia : Oxford University 
Press, Petaling Jaya, Selangor, 
1981.
Clark, Lan. Globalization and Frag-
mentation : International Rela-
tions In The Twentieth Century.  
Oxford & London : Oxford 
University Press, 1997.
Djojohadikusumo, Sumitro. Indone-
sia Dalam Perkembangan Dunia 
: Kini dan Masa Datang.  Jakarta 
: LP3ES, 1984.
Fakrullah, Z.A.  Hukum Ekonomi.  
Surabaya : Karya Abditama, 
1997.
Fuady, Munir. Hukum Perusahaan 
Dalam Paradigma Hukum Bis- 
nis.  Bandung : PT. Citra Aditya 
Bakti, 1999.
Hadi, Kumala etal.(editor). Agenda 
Aksi : Liberalisasi Ekonomi dan 
Politik Indonesia. Yogyakarta : 
(PPM) FLUB bekerjasama 
dengan PT. Tiara Wacana, 1997.
Himawan, Charles. The Foreign 
Investment Process In Indone-
sia.  Singapura : PT. Gunung 
Agung, 1980.
Ikhwan, Mufarrijul. Hukum Ekono- 
mi dan Hak Gugat Organisasi 
Lingkungan. Malang : FP. Uni- 
braw Press, 2006.
Ikhwan, Mufarrijul. Investasi dan 
Regulasi BUMN di Indonesia. 
Yogyakarta : INTERPENA, 2010.
Ikhwan, Mufarrijul. Privatisasi 
BUMN dan Implikasi Yuridisnya 
pada Investasi di Indonesia. 
Yogyakarta : INTERPENA, 2011
Ilmar, Aminuddin. Hukum Penana-
man Modal di Indonesia. Jakarta 
: Prenada Media, 2004. 
Kartadjomena. GATT dan WTO : 
Sistem, Forum dan Lembaga 
Internasional di Bidang Perda-
gangan. Jakarta : UI Press, 1996.
Nugroho, Riant et.al. Manajemen 
Privatisasi BUMN. Jakarta : PT. 
Gramedia, 2008.
Ohmae, Kenichi. The End of The 
Nation State The Rise at Region-
al Economies. A Divission of 
Simon & Schuster Inc. 1.30 
Avenue of The Americas New 
York, N.Y. 10020 : The Free 
Press, 1995.
Saksono. Gatut, 2008, Keadilan 
Ekonomi dan Globalisasi, Ru- 
mah Belajar Yabinkas, Yogyakar-
ta.
Salim HS et.al. Hukum Investasi di 
Indonesia.  Jakarta : PT. Raja 
Grafindo Persada, 2008.
Todung, Mulya Lubis. Hukum dan 
Ekonomi.  Jakarta : Pustaka Sinar 
Harapan, 1992.
.
Warassih, Esmi. Pranata Hukum.  
Semarang : PT. Suryandaru   Uta- 
ma, 2005.
Yustika, Ahmad Erani. Perekonomi-
an Indonesia : Satu Dekade 
Pasca Krisis Ekonomi. Unibraw 
Malang : FE Unibraw, 2007.
Pendahuluan
Batik Indonesia merupakan wari-
san luhur budaya masyarakat Indo-
nesia yang mendapatkan pengakuan 
Unesco pada tanggal 2 Oktober 2009 
melalui pengesahan budaya takbenda 
dunia (intangible culture heritage). 
Disamping batik, produk-produk 
budaya Indonesia juga mendapat 
perhatian UNESCO dan hingga 
tahun 2014 ini antara lain keris, 
angklung, anyaman papua, tarian 
saman dan sistem irigasi pertanian 
Sabak di Bali turut juga mendapat-
kan pengakuan. Di antara matabu-
daya tersebut, batik merupakan mata 
budaya yang paling tradable (berpo-
tensi komoditas), baik dalam pasar 
lokal, nasional maupun internasio- 
nal. Selaras dengan fakta empirik 
tersebut, Unesco mengharapkan agar 
batik benar-benar beredar dalam 
pasar internasional. Sementara itu 
disisi lain, berdasarkan data (UNES-
CO, tahun 2009) di seluruh dunia ini 
setidaknya terdapat 15 negara yang 
memiliki tradisi proses rintang war- 
na. Proses tersebut di Indonesia di- 
sempurnakan dengan penggunaan 
malam dan kemudian dinamakan 
sebagai batik sebagaimana diakomo-
dir dalam Peraturan Menteri Perin-
dustrian Nomor 74 tahun 2007 
tentang batikmark” batik INDONE-
SIA”. Banyaknya negara yang me- 
miliki tradisi proses rintang warna 
tersebut membawa konsekuensi ke- 
mungkinan peredaran batik dari 
negara lain ke Indonesia dan seba- 
liknya beredarnya batik Indonesia ke 
negara lain. 
Atas keadaan tersebut, Indonesia 
sebagai anggota WTO dituntut untuk 
menyelenggarakan pasar yang adil 
artinya memberikan perlindungan 
pada batik dalam negeri sekaligus 
bersikap tidak melakukan hal yang 
merugikan bagi batik negara lain 
yang mungkin dipasarkan di Indone-
sia. Huala Adolf (2004), mengung-
kapkan bahwa pada prinsipnya ter- 
kait dengan mekanisme perdagangan 
Internasional, General Agreement on 
Tarrif and Trade (GATT) hanya 
memperkenalkan tindakan proteksi 
terhadap industri domestik melalui 
tarif (menaikkan tingkat tarif bea 
masuk) dan tidak melalui upaya- 
upaya perdagangan lainnya (non 
tarrif commercial measures). Donald 
A.Ball dan Wendel H.McCulloch 
(2000) mendeskripsikan proteksi 
atau restriksi atau hambatan dalam 
perdagangan/bisnis Internasional da- 
lam praktek bermula pada alasan 
pertahanan nasional. Industri-indus-
tri tertentu memerlukan proteksi dari 
impor karena vital bagi pertahanan 
nasional dan harus tetap diberlaku-
kan meskipun terdapat kerugian 
secara komparatif berkenaan dengan 
para pesaing luar negeri. Adapun 
alasan-alasan lain suatu negara mela- 
kukan restriksi adalah karena untuk 
melindungi industri yang baru tum- 
buh (infant industry). Alasannya, 
dalam jangka panjang, industri itu 
akan memiliki keunggulan kompara-
tif, tetapi perusahaan-perusahaan 
yang baru tumbuh tersebut memerlu-
kan proteksi terhadap impor sampai 
angkatan kerja terlatih, teknik-teknik 
produksi dikuasai dan industri ini 
sampai mencapai skala ekonomi. 
Apabila sasaran-sasaran tersebut ter- 
penuhi, proteksi impor tidak diperlu-
kan lagi. Tanpa proteksi, sebuah 
perusahaan tidak akan mampu ber- 
tahan hidup karena impor biaya 
rendah dari para pesaing asing yang 
lebih dewasa akan menjual barang- 
barang yang lebih murah daripada 
mereka di pasar lokalnya. Proteksi 
ini dimaksudkan hanya bersifat 
sementara, akan tetapi kenyataannya 
sebuah perusahaan akan jarang me- 
ngakui telah dewasa dan tidak lagi 
memerlukan bantuan. Di samping 
alasan sebagaimana disebutkan di 
atas, restriksi juga dimaksudkan 
untuk melindungi tenaga kerja 
domestik dari tenaga asing yang 
lebih murah dengan cara memban- 
dingkan tingkat upah per jam tenaga 
asing yang lebih murah dengan yang 
dibayar di negaranya.
Hambatan tersebut tidak hanya 
dibatasi sebagai hambatan dalam 
bentuk tarif (tariff barrier) saja, akan 
tetapi juga hambatan non tarif (non 
tariff barrier). Bentuk halangan 
dalam perdagangan yang menjadi 
diskursus negara-negara anggota 
WTO adalah hambatan NTB karena 
sangat rawan untuk dijadikan dalih 
melindungi produk dalam negerinya 
dengan cara-cara curang. Meskipun 
demikian, sebagai organisasi perda-
gangan dunia, World Trade Organi-
sation (WTO) telah  mengantisipasi 
kemungkinan terjadinya hal tersebut 
dengan membolehkan negara anggo-
ta untuk melindungi produk dalam 
negerinya dengan menerapkan ham-
batan dalam perdagangan produk 
sejenis dari negara lain. 
Dalam praktek perdagangan serta 
berdasarkan kesepakatan beberapa 
negara, diberlakukan technical bar- 
rier to tariff (TBT) yang merupakan 
bagian dari NTB. Beberapa bentuk 
TBT yang lazim diberlakukan dalam 
perdagangan internasional adalah 
dalam rangka pencegahan penyeba-
ran hama, penyakit, jaminan keama- 
nan pangan, obat-obatan, hasil perta-
nian dan alasan keamanan lainnya. 
Hambatan tersebut secara teknis di- 
antaranya dilakukan melalui pela-
belan produk. 
Beberapa penelitian sebelumnya 
serta telaah kritis para ahli terkait 
hambatan no tarif untuk produk 
meliputi : penelitian dengan telaah 
kepustakaan data sekunder yang 
dilakukan, pelabelan produk tektsil 
dan pakaian baru sebatas analisis 
data sekunder seperti yang dilakukan 
oleh Aswicahyono tentang produk 
Indonesia yang berpotensi beredar di 
negara-negara Asean yang menca- 
kup tekstil, pakaian, dan kulit. Di 
luar sebagaimana disebutkan di atas, 
baru diterapkan secara sangat terba-
tas yakni pelabelan pada tekstil, pa- 
kaian, travel. Pemerintah Indonesia 
melalui Peraturan Menteri Perindus-
trian Republik Indonesia Nomor 
74/M-IND/PER/9/2007 sebenarnya 
sudah menerapkan hambatan teknis 
dalam perdagangan batik dalam 
bentuk kewajiban pelabelan Batik-
mark “batik INDONESIA”. 
Ketentuan tersebut mewajibkan 
agar batik yang akan diperdagangkan 
baik dalam pasar nasional maupun 
pasar Internasional harus mencan-
tumkan label emas (gold) untuk batik 
tulis, putih untuk batik cap serta 
perak (silver) untuk batik kombinasi 
tulis dan cap. Pada tingkat lokal, 
Pemerintah Kota Pekalongan mener-
bitkan Peraturan Walikota tahun 
2014 tentang kewajiban pelabelan 
citybranding kota Pekalongan pada 
setiap produk batik buatan warga 
Pekalongan. 
      Meskipun Pemerintah sudah 
berupaya memberikan perlindungan 
melalui mekanisme tersebut, namun, 
berdasarkan temuan penelitian tahun 
2013 (Siti Nurhayati, dkk), ketentuan 
batikmark justru membebani/me-
nimbulkan resistensi bagi para peng- 
rajin dan produsen batik. Hal terse-
but dikarenakan alasan inefisiensi 
karena pembebanan biaya pendaf- 
taran untuk setiap motif yang dicip-
takannya. Sedangkan terhadap kebi-
jakan Pemerintah Pekalongan ten- 
tang pelabelan citybranding sepan-
jang pengetahuan peneliti belum 
dilakukan penelitian yang menda-
lam. Merujuk pada hal tersebut , 
menurut peneliti masih banyak hal 
mendasar terkait hambatan teknis 
yang diterapkan yang menimbulkan 
pertanyaan bagi peneliti. Bagaima- 
nakah bentuk hambatan teknis perda-
gangan yang tepat untuk batik yang 
telah mendapatkan pengakuan seba- 
gai warisan budaya sekaligus sebagai 
produk komoditas tersebut. 
Penelitian ini bertujuan untuk 
mendeskripsikan bentuk-bentuk 
hambatan teknis dalam perdagangan 
Internasional, baik hambatan dalam 
bentuk tarrif barrier (TB) maupun 
non tarrif barrier (NTB) serta me- 
nawarkan gagasan/wacana baru ten- 
tang perlindungan batik Indonesia 
melalui pelabelan (hang tag) identi-
tas budaya pada produk batik dalam 
perdagangan Internasional.
Hasil penelitian ini diharapkan 
dapat dijadikan salah satu bahan 
pertimbangan Pemerintah dalam 
mengambil kebijakan perlindungan 
produk batik dalam negeri melalui 
penerapan hambatan teknis dalam 
perdagangan batik saat menghadapi 
masuknya produk yang sama dari 
negara lain. Untuk semua pihak yang 
memiliki minat dalam bidang 
Hukum Perdagangan Internasional 
dan keilmuan terkait, hasil penelitian 
ini dapat memperluas khasanah 
tentang perkembangan bentuk ham-
batan teknis diluar yang selama ini 
dipraktikkan dalam perdagangan 
internasional.
Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan peneli-
tian hukum normatif dengan desain 
penelitan kualitatif dengan ranca- 
ngan participatory observation. Tim 
peneliti terlibat secara aktif dalam 
langsung dalam kelompok subyek/ 
informan/partisipan. Teknik peng-
umpulan data primer melalui wa- 
wancara kelompok terarah/Focus 
Group Discussion (FGD) serta peng-
umpulan data sekunder dengan 
menggunakan metode penelaahan 
pustaka tentang hambatan-hambatan 
dalam perdagangan internasional 
melalui kegiatan identifikasi peratu- 
ran Internasional maupun peraturan 
perundang-undangan di Indonesia. 
Subyek dalam penelitian ini menca- 
kup para pengrajin batik dari Peka-
longan, pelaku eksportir batik, peda-
gang kerajinan dan batik asal Austra-
lia, ahli fashion (AS) serta presiden 
Craft untuk Asia Tenggara.
Untuk menjamin keabsahan data 
yang diperoleh, peneliti menggu-
nakan teknik triangulasi sumber 
yang dilaksanakan secara langsung 
dan bersamaan dengan kegiatan 
pengumpulan data primer. Analisis 
data menggunakan model Miles dan 
Huberman yang pada prinsipnya 
dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap 
yakni reduksi atau pemilahan data 
yang diperlukan untuk menjawab 
permasalahan penelitian dengan 
membuat pemaknaan terhadap data 
yang diperoleh, display/penampilan 
data secara deskriptis serta verifi-
kasi/penarikan kesimpulan.  
Hasil Penelitian dan Pembahasan
Hasil penelitian menunjukkan, 
para pengrajin/produsen, importir, 
serta serta eksportir batik baik pada 
tingkat lokal, nasional maupun inter-
nasional menghendaki agar batik 
Indonesia yang telah mendapatkan 
pengakuan UNESCO sebagai bu- 
daya takbenda dunia harus menda- 
patkan perlindungan yang memadai 
negara penghasil batik. Bentuk 
perlindungan tersebut antara lain 
melalui pembatasan syarat-syarat 
yang ketat atas impor batik dari 
negara lain. Syarat tersebut berkaitan 
dengan identitas budaya atas produk 
dengan tujuan agar ketika produk 
sampai ke tangan pembeli maka 
mereka tidak hanya menilai batik 
sekedar produk produk fisik semata 
tetapi juga makna atau nilai yang 
terkandung didalamnya. Identitas 
tersebut antara lain  mencakup ide/ 
makna motif batik, siapa pembuat- 
nya, kapan dibuatnya serta dimana 
tempat pembuatannya.  
Secara yuridis, konsep perlindu- 
ngan (safeguarding) menurut article 
2 ayat (3) Konvensi perlindungan 
budaya takbenda diartikan sebagai: 
’…safeguarding means measures 
aimed at ensuring the viability of the 
intangible heritage including the 
identification, documentation, re- 
search, preservation, protection, 
promotion, enhancement, transmis-
sion, particulary through formal and 
non formal education, as well as the 
various aspects of such heritage”. 
Fokus utama dari safeguarding 
(perlindungan dalam arti luas) diarti-
kan sebagai langkah-langkah atau 
tindakan yang bertujuan untuk men-
jamin keberlangsungan warisan tak- 
benda yang mencakup langkah iden-
tifikasi, dokumentasi, penelitian, pe- 
lestarian, proteksi, promosi, penga- 
yaan atau pengembangan, edukasi, 
pemindahan pengetahuan baik mela- 
lui pendidikan formal maupun infor-
mal.
Sebagai produk dan identitas 
budaya, beberapa daerah yang me- 
miliki sentra batik telah mengimple-
mentasikan prinsip perlindungan 
dengan pendekatan edukasi dengan 
cara mengintegrasikan pengetahuan 
dan keterampilan membatik dalam 
kurikulum terutama pada pendidikan 
dasar. Adopsi batik dalam kurikulum 
tersebut telah dilaksanakan di Solo, 
Yogyakarta, dan Pekalongan. Di 
samping kebijakan tersebut, ma- 
sing-masing pemerintah daerah 
mengeluarkan kebijakan bahwa pada 
hari-hari tertentu, Pegawai Negeri 
Sipil (PNS), siswa sekolah mulai dari 
TK, SD, SMP, hingga SMA wajib 
mengenakan pakaian batik dengan 
motif khusus daerah. Kebijakan ini 
berimplikasi pada dikenalnya dan 
terlestarikannya motif-motif tradi- 
sional oleh masyarakat khususnya 
PNS dan murid sekolah.
Pada sisi yang lain, batik telah 
berkembang menjadi industri budaya 
dan menjadi komoditas yang tidak 
hanya diperdagangkan dalam pasar 
dalam negeri tetapi juga sudah me- 
nembus pasar luar negeri. Bersandar 
pada bentuk-bentuk perlindungan 
sebagaimana disebutkan dalam kon- 
vensi tersebut, dalam setiap negara 
yang produknya sudah masuk ko- 
moditas Internasional maka negara 
yang bersangkutan diberi keluasaan 
untuk memproteksi produk dalam 
negerinya  dengan tetap memperhati-
kan kaidah-kaidah dalam perdaga- 
ngan Internasional. 
Berkaitan dengan hal tersebut, 
menurut article 2 ayat (3) adalah pro- 
teksi yang menurut kaidah Hukum 
Perdagangan Internasional (lalu- 
lintas perdagangan Internasional) 
diakomodir dalam bentuk hambatan, 
baik dalam bentuk tarif (tarrif bar- 
rier) maupun non tarif (non tariff 
barrier) yang diberlakukan terhadap 
negara lain. Hambatan tersebut men-
cakup Anti Dumping Duties (ADD), 
Contervailing Duties (CDD), dan 
Safeguard Measures, Quota, Volun-
tary Eksport Retraint, Eksport Subsi-
dy, import ban, import lisencing, go- 
vernment procurement, dan domestic 
contents. Hambatan-hambatan dalam 
perdagangan yang bersifat non tarif 
dalam praktik dan perjanjian ber- 
bagai negara mengalami perkemba- 
ngan yang kemudian disebut sebagai 
hambatan teknis perdagangan (tech-
nical barrier to trade/TBT).  
Secara spesifik, hambataan teknis 
perdagangan diatur dalam Agree-
ment on Technical Barrier  to Trade 
yang pada pokoknya mengatur 2 
(dua ) hal yakni regulasi teknis (tech-
nical regulation) dan standar/acuan 
baku termasuk pengemasan, penem-
patan merek, persyaratan pelabelan, 
persyaratan karakteristik produk, 
inspeksi, dan prosedur.
Donald A.Ball dan Wendel H. 
McCulloch (2000), restriksi dikate-
gorikan menjadi 2 (dua) jenis yakni 
restriksi dalam bentuk tarif dan res- 
triksi/hambatan dalam bentuk non 
tarif. Hambatan-hambatan dalam 
bentuk tarif meliputi bea impor (ad 
valorem, spesifik, majemuk, dan pa- 
jak variabel). Sedangkan restriksi 
dalam bentuk non tarif meliputi ham-
batan non tarif kuantitatif dan non 
kuantitatif. Hambatan non tarif kuan-
titatif mencakup kuota tingkat tarif, 
global, diskriminatif, pembatasan 
ekspor sukarela, dan peraturan tertib 
pemasaran. Hambatan non tarif non 
kuantitatif meliputi partisipasi Peme- 
rintah langsung dalam perdagangan, 
prosedur kepabeanan dan adminis-
tratif lainnya serta standar-standar. 
Partisipasi Pemerintah langsung be- 
rupa subsidi, membeli di dalam ne- 
geri, lisensi impor, manipulasi kurs, 
dan kandungan lokal. Prosedur kepa- 
beanan dan administratif lainnya 
meliputi klasifikasi tarif, persyaratan 
dokumentasi, dan evaluasi produk. 
Standar-standar meliputi kesehatan, 
keselamatan dan kualitas produk, 
kemasan dan pemberian label, serta 
metode pengetesan produk. Bentuk- 
bentuk hambatan dalam perdagangan 
terangkum dalam tabel berikut :
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Pendahuluan dan Masalah Preala-
bel
Keberadaan BUMN di Indonesia 
sebagai salah satu pelaku ekonomi 
(badan usaha) di Indonesia sangat 
penting untuk menunjang pemba- 
ngunan ekonomi nasional. Kegiatan 
BUMN pada dasarnya untuk mem-
bantu kebutuhan masyarakat Indone-
sia di segala bidang, agar kesejahte- 
raan masyarakat lebih terjamin dan 
tidak tergantung pada produk luar 
negeri. Seiring dengan perkemba- 
ngan ekonomi dunia yang semakin 
maju, dibutuhkan kompetisi dan 
efektivitas badan usaha BUMN. 
Proses restrukturisasi sangat dibu-
tuhkan untuk perbaikan manajemen 
internal sebuah perusahaan khusus- 
nya BUMN. Demikian pula privati-
sasi yang dilakukan dengan proses 
yang sehat dan tujuan yang jernih 
sesuai dengan maksud dilakukannya 
privatisasi dalam Undang Undang 
Nomor 19 Tahun 2003 tentang Ba- 
dan Usaha Milik Negara (UU 
BUMN) Pasal 74 ayat (1) yang men-
jelaskan : 
"Privatisasi dilakukan dengan 
maksud untuk :
a. Memperluas kepemilikan ma- 
syarakat atas persero ;
b. Meningkatkan efisiensi dan pro- 
duktivitas perusahaan ;
c. menciptakan struktur keuangan 
dan manajemen keuangan yang 
baik/kuat;
d. Menciptakan struktur industri 
yang sehat dan kompetitif ;
e. Menciptakan persero yang ber- 
daya saing dan berorientasi glo- 
bal;
f. Menumbuhkan iklim usaha, eko- 
nomi makro, dan kapasitas 
pasar.”
Proses privatisasi yang dilakukan 
dengan mengindahkan ketentuan 
Pasal di atas akan menciptakan peru-
sahaan BUMN tetap eksis dan dapat 
berusaha untuk kepentingan bersama 
memenuhi kebutuhan negara dan 
masyarakat banyak. Kebijakan pri- 
vatisasi BUMN yang dilakukan Pe- 
merintah Indonesia selama ini men-
jadi masalah fundamental terutama 
bagi kehidupan masyarakat di Indo-
nesia. 
Kondisi dan Aspek Historis 
BUMN di Indonesia.
Pendirian Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN) di Indonesia diawa-
li oleh aspek historis pasca kemer- 
dekaan Tahun 1945. Tujuannya ada- 
lah untuk memenuhi kebutuhan 
dasar dan kesejahteraan masyarakat 
Indonesia. Ditambah lagi oleh kondi-
si riil Indonesia pada saat itu, yang 
hanya memiliki sumber daya alam 
(SDA) yang melimpah dan sumber 
daya manusia (SDM), sedangkan 
teknologi dan sumber daya modal 
untuk menggarap SDA belum terse-
dia maksimal.
Pada saat dibentuknya UUD 1945 
khususnya Pasal 33, ada orientasi 
filosofis yang salah satunya adalah 
agar negara/pemerintah mengambil 
peran aktif dengan cara membentuk 
badan usaha yang disebut BUMN. 
Negara diharapkan mendominasi 
peran terhadap segala aspek kebija-
kan ekonomi dan hukum untuk men-
stabilisasi kondisi pembangunan 
Indonesia. Selama Pasal 33 tetap 
tertera di konstitusi UUD 1945, 
negara masih tetap akan mengambil 
peran dalam kegiatan ekonomi 
(Riant  et.all, 2008:58).
Peran negara dalam kegiatan 
ekonomi pasca kemerdekaan dida- 
sarkan pada beberapa pertimbangan 
yaitu :
a) Keadaan negara yang baru merde-
ka terlepas dari penjajahan fisik 
sehingga belum memiliki social 
overhead capital;
b) Besarnya kerugian yang ditang- 
gung Indonesia akibat peperan-
gan;
c) Terpinggirkannya pengusaha pri- 
bumi oleh pengusaha keturunan 
Arab, Cina, dan Eropa (Rian 
et.all, 2008:3-4).
Strategi negara untuk mengambil 
peran tersebut dilakukan dengan cara 
menasionalisasi beberapa perusa-
haan asing terutama perusahaan 
Belanda yang banyak menguasai 
bidang infrastruktur, di antaranya :
1) Bidang Telekomunikasi. Post, 
Telegraph en Telephone Dienst 
dinasionalisasi menjadi Jawatan 
Pos, Telegraph, dan Telepon 
(JPTT). Pada Tahun 1961 JPTT 
diubah menjadi Perusahaan Ne- 
gara Pos Giro dan Telekomunika-
si (PN Postel. Pada Tahun 1965 
PN Postel dipecah menjadi dua 
perusahaan yaitu Perusahaan Pos 
dan Giro (PN Pos dan Giro), dan 
Perusahaan Negara Telekomuni-
kasi (PN Telekomunikasi). Pada 
Tahun 1974 PN Telekomunikasi 
distandarisasi menjadi Perusa-
haan Umum Telekomunikasi (Pe- 
rumtel) yang bergerak di bidang 
jasa telekomunikasi dalam jang-
kauan nasional dan internasional. 
Perumtel kemudian disesuaikan 
lagi menjadi Perusahaan Perse-
roan (Persero) yang dibagi dua 
yaitu PT Telekomunikasi (dising-
kat PT Telkom) yang bergerak di 
bidang jasa telekomunikasi dalam 
negeri, dan PT Indosat yang 
bergerak di  bidang jasa teleko-
munikasi luar negeri.
2) Bidang Transportasi. Batavie Ver- 
keers Mij dan Deli Spoorweg Mij, 
dinasionalisasi menjadi Djawatan 
Kereta Api (DKA); KLM dinasi-
onalisasi menjadi Garuda Indone-
sia Airways.
Ternyata kebijakan nasionalisasi 
pemerintahan Soekarno secara eko- 
nomis belum efektif karena tidak 
didukung tersedianya dana yang 
cukup yang dimiliki pemerintah 
Indonesia. Terbukti kebijakan nasio- 
nalisasi justru menambah beban 
anggaran ekonomi negara untuk 
memenuhi kebutuhan perusahaan 
BUMN sehingga APBN menjadi 
membengkak. Pada tahun 1961 terja-
di krisis pangan akibat gagal panen 
besar-besaran dan tidak tercukupinya 
stok impor beras. Inflasi mencapai 
95 %, dan  tahun 1965 inflasi bertam-
bah menjadi 605%. Upaya untuk 
mengatasi hiperinflasi, pemerintah 
mengeluarkan Penetapan Presiden 
Nomor 27 Tahun 1965 tertanggal 13 
Desember 1965. Kondisi ini bertam-
bah buruk waktu pemerintahan 
Soeharto yang dikenal orde baru 
baru terbentuk.
Pemerintahan Soeharto lebih 
cenderung menerapkan asas ekono- 
mi pragmatis artinya tindakan eko- 
nomi politik pemerintah menitikbe- 
ratkan pada unsur kemanfaatan yang 
dilakukan oleh para teknokrat yang 
sebagian besar bermazhab pada 
ekonomi liberal seperti Ali Wardha-
na, Widjoyo Nitisastro, Emil Salim, 
dan yang lain serta didukung oleh 
militer. Kebijakan pemerintah mulai 
open terhadap arus modal asing 
khususnya negara barat. Peran nega- 
ra dalam kegiatan ekonomi mulai 
dikurangi dan menyerahkan seba- 
giannya pada peran sektor swasta. Di 
bidang perundang-undangan keluar 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1967 tentang Penanaman Modal 
Asing dan diubah menjadi Undang- 
Undang Nomor 11 Tahun 1970 
tentang Perubahan dan Penambahan 
Undang-Undang  Penanaman Modal 
Asing, dan  Undang-Undang Nomor  
6 Tahun 1968 tentang Penanaman 
Modal Dalam Negeri dan diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 1970 tentang Perubahan dan 
Penambahan Undang-Undang  Pena-
naman Modal Dalam Negeri, yang 
saat ini sudah diganti dengan UU 
Penanaman Modal yang baru yaitu 
UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal (UU PM).
Kebijakan pemerintah orba yang 
terlalu lentur pada kegiatan ekonomi 
nasional khususnya pengontrolan 
yang lemah pada arus modal asing 
dan penekanan pada ekonomi makro 
versi liberal menyebabkan membe-
sarnya tindakan pinjaman/hutang 
yang sebagian besar dilakukan oleh 
pengusaha swasta. Pinjaman ke luar 
negeri yang sangat besar dan tidak 
bisa dibayarkan sampai jatuh tempo, 
berakibat pada aksi besar-besaran 
masyarakat Indonesia untuk membe-
li/menukarkan mata uang rupiah ke 
mata uang asing terutama dollar, 
yang akhirnya krisis moneter (eko- 
nomi) dan krisis kepercayaan ma- 
syarakat pada pemerintah orba terja-
di (pada tahun 1997). 
Eksistensi BUMN dari sisi mana-
jemen struktural (di masa orba) ada 
peningkatan dibandingkan dengan 
masa Soekarno. Salah satunya ada- 
lah dibentuknya kementerian khusus 
di bidang pengelolaan BUMN yang 
sekaligus merangkap ketua dewan 
pengelolaan BUMN. Penguasaan 
orang-orang profesional dalam struk-
tur internal perusahaan BUMN mulai 
diusahakan (meskipun background 
keilmuannya berkiblat ke negara 
barat) untuk membangun  BUMN 
yang mampu berdaya saing global.
Di masa pasca orba yang dikenal 
dengan masa reformasi, kegiatan dan 
keberadaan BUMN sudah mulai 
tertata. Orientasi instan birokrasi 
untuk mendapatkan keuntungan se- 
cepat mungkin dan semudah mung- 
kin masih tidak bisa dihilangkan, 
sebagai contoh divestasi (dalam 
rangka privatisasi) sebagian saham 
PT. Telkom dan PT. Indosat ke inves-
tor asing yang sarat kepentingan 
ekonomi birokrasi pemerintahan.
BUMN  dan Privatisasi  di Indone-
sia.
Konsep privatisasi dalam dua 
puluh lima tahun terakhir dan ke 
depan akan tetap menjadi ikon 
peradaban perekonomian di dunia. 
Privatisasi menjadi terkenal setelah 
batas negara semakin melemah da- 
lam aktivitas perekonomian dunia. 
Kegiatan pelaku ekonomi baik se- 
cara individual maupun kelompok 
badan usaha merubah skat negara 
sehingga yang akan terjadi ke depan 
adalah kompetensi fungsional antar 
para pelaku ekonomi.
Ada banyak pendapat tentang 
pengertian privatisasi, di antaranya :
1) Pendapat dari Joseph Stiglitz 
(mantan presiden bank dunia) 
(Rian et.all, 2008:58)
  “Privatisasi merupakan lawan 
dari nasionalisasi. Privatisasi di- 
sebut sebagai proses konversi dari 
perusahaan negara menjadi peru-
sahaan swasta, sedangkan nasio- 
nalisasi adalah proses pengkon-
versian perusahaan swasta 
(private enterprise) menjadi peru-
sahaan negara (public enter-
prise).”  
2) Pendapat Revrisond Baswir 
(Revrisond & Gatut, 2008:75)
 “Privatisasi difahami sebagai se- 
buah proses sistematis untuk me- 
mindahkan status kepemilikan 
BUMN/kekayaan publik dari se- 
luruh anggota masyarakat kepada 
para pemilik modal/swasta.” 
3) Bunyi ketentuan Undang Undang 
RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang 
Badan Usaha Milik Negara  
(Pasal 1 angka 12 UU BUMN)
 “Privatisasi adalah penjualan sa- 
ham Persero, baik sebagian mau- 
pun seluruhnya, kepada pihak lain 
dalam rangka meningkatkan ki- 
nerja dan nilai perusahaan, mem-
perbesar manfaat bagi negara dan 
masyarakat, serta memperluas 
pemilikan saham oleh masya- 
rakat.”
5) Pendapat Bacelius Ruru (Barce-
lius Ruru dalam K. Hadi et.all, 
1997:324)
 “Privatisasi tidak harus diartikan 
mengalihkan saham BUMN pada 
swasta melalui Go publik, me- 
lainkan termasuk juga upaya lain 
yang bertujuan untuk mengikut-
sertakan swasta masuk ke dalam 
BUMN melalui bagun operasikan 
dan alihkan (build operate and 
transfer/BOT), bangun operasi- 
kan dan miliki (build operate and 
owned/BOO), kontrak manaje-
men, kerjasama operasi dan 
penjualan saham pada partner 
strategis (direct placement).” 
Privatisasi (dalam arti sempit) 
juga dikenal dengan denasionalisasi, 
artinya mendivestasi aset atau saham 
perusahaan negara ke pihak swasta. 
Kejanggalan yang akan timbul ada- 
lah perusahaan negara yang mana 
yang diperbolehkan didivestasi ke 
pihak swasta terutama pada pihak 
asing. Apakah perusahaan negara 
yang bergerak di bidang produksi 
yang penting bagi negara dan me- 
nguasai hajat hidup orang banyak, 
(sesuai dengan amanah yang ada 
dalam Pasal 33 UUD 1945) termasuk 
yang boleh dikuasai oleh swasta 
khususnya investor asing. Kondisi 
ini akan menjadi masalah bagi Indo-
nesia, karena pemerintah Indonesia 
masih ragu dalam menetapkan indi- 
kator perusahaan negara sesuai de- 
ngan konstitusi UUD 1945. Meski-
pun sudah ada ketentuan tentang 
negative list bidang usaha bagi 
investor asing, akan tetapi khusus 
tentang penerapan Pasal 33  UUD 
1945 masih multipretatif.  
Privatisasi (dalam arti yang lebih 
luas) menempatkan denasionalisasi 
sebagai salah satu unsur. Unsur yang 
lain adalah pengalihan fungsi dari 
sektor publik ke sektor swasta. 
Setelah adanya proses divestasi 
aset/saham perusahaan negara ke 
sektor swasta, sudah tentu diikuti 
oleh proses pengalihan peran dalam 
struktur manajemen perusahaan. Be- 
rarti dalam konteks ini, dua unsur 
tersebut menjadi satu kesatuan dalam 
konsep privatisasi. 
Beberapa tujuan privatisasi 
adalah untuk memberikan kontribusi 
finansial pada negara dan badan 
usaha, mempercepat penerapan prin-
sip good corporate governance, 
membuka akses ke pasar internasio- 
nal, serta alih teknologi dan transfer 
best practice pada badan usaha (Rian 
et.all, 2008:58).
 UU BUMN merumuskan dalam 
Pasal 74 ayat (2) Yaitu : 
 ”Privatisisasi dilakukan dengan 
tujuan untuk meningkatkan kiner-
ja dan nilai tambah perusahaan 
dan meningkatkan peran serta 
masyarakat dalam pemilikan sa- 
ham persero. ”
Tujuan alamiah yang terjadi da- 
lam privatisasi akhirnya memuncul-
kan pendapat dari Mayer dan Kay 
Biskop, yang membagi ke dalam tiga 
dimensi penjelasan, di antaranya :
(1) Alasan keuangan (finance). Priva-
tisasi BUMN dilakukan sebagai 
salah satu profit center bagi 
pemerintah untuk dapat memberi-
kan kontribusi positif pengem-
bangan perekonomian nasional; 
(2) Alasan informasi (information). 
Privatisasi diharapkan dapat 
mempermudah informasi antara 
manajemen perusahaan dengan 
para pihak agar lebih transparan;
(3) Alasan pengendalian (control). 
Privatisasi dapat mengurangi 
intervensi yang berlebihan dari 
pemerintah dan para politisi 
sehingga dapat mengurangi biaya 
komisi (agency cost). (Rian et.all, 
2008:71)
Perspektif  internal manajemen 
perusahaan, kebijakan privatisasi 
bertujuan :
(a) Memperoleh investor strategis 
sehingga dapat memacu kinerja 
manajemen terutama terkait de- 
ngan kemampuan teknis, mar-
keting, dan managerial skill;
(b) Memperoleh cash inflows untuk 
kepentingan infrastruktur teleko-
munikasi;
(c) Akselerasi akses teknologi tele- 
komunikasi dan metode pengo- 
perasiannya;
(d) Keterbukaan perusahaan publik 
diharapkan dapat mempercepat 
proses perubahan dan memini-
malkan pengaruh birokrasi (Rian 
et.all, 2008:71).
  
Penjelasan di atas menggambar-
kan bahwa privatisasi merupakan 
kebijakan pemerintah/publik yang 
diambil bersama dengan manajemen 
internal BUMN dengan maksud dan 
tujuan untuk melakukan divestasi 
atau mengalihkan kendali perusa-
haan publik ke pihak swasta agar 
terjadi efisiensi perusahaan dan da- 
pat membantu perekonomian nasio- 
nal.  
Manfaat kebijakan privatisasi 
dapat digolongkan menjadi dua 
bagian pokok yaitu :
(1) Manfaat dalam skala makro 
dalam lingkup perekonomian 
nasional.
Manfaat privatisasi dilihat 
dari sisi yang lebih luas, di 
antaranya: pertama, untuk mem- 
bantu pemerintah (Indonesia) 
mendapatkan dana bagi realisasi 
pembangunan, baik dalam ben- 
tuk pajak maupun bentuk devi-
den perusahaan; Kedua, dapat 
mendorong perkembangan pasar 
modal di Indonesia; Ketiga, 
Sebagai pengganti dari kewa-
jiban pemerintah tentang setoran 
tambahan modal seperti pemba-
yaran angsuran/setoran pinja-
man pemerintah ke luar negeri 
dan menutupi defisit anggaran 
APBN; 
(2)  Manfaat dalam skala mikro.
Artinya upaya peningkatan 
kinerja internal perusahaan 
BUMN seperti: pertama, mem-
bentuk struktur modal yang lebih 
baik bagi perusahaan (capital 
restructuring) misalkan privati-
sasi melalui penerbitan saham 
baru agar perusahaan dapat men-
cukupi kebutuhan modal sendiri; 
kedua, terciptanya tata kelola pe- 
rusahaan yang transparan (good 
corporate governance); ketiga, 
diharapkan dapat meningkatkan 
efisiensi dan produktivitas peru-
sahaan; keempat, dengan ada- 
nya peralihan pengelolaan peru-
sahaan dari publik ke sektor 
swasta, ada penyegaran dan 
inovasi baru dalam pengelolaan 
lingkungan internal perusahaan.
Kebijakan privatisasi di Indonesia 
menjadi konsumsi isu politik publik 
yang sangat masif. Penyebabnya 
adalah pertama, privatisasi diiden-
tikkan dengan divestasi sebagian 
besar saham BUMN ke investor 
asing, sedangkan investor dalam 
negeri selalu terkesampingkan. Aki- 
batnya adalah kebijakan privatisasi 
disebut sebagai kebijakan yang me- 
rubah perusahaan negara menjadi 
perusahaan asing; kedua, banyaknya 
intervensi yang kuat dari lembaga 
ekonomi asing seperti IMF, World 
Bank, dan lembaga lain ; ketiga, 
kebijakan privatisasi dijadikan alter-
natif solutif yang baik oleh birokrasi 
untuk mengatasi masalah di BUMN; 
keempat, dana dari hasil privatisasi 
dengan cara divestasi, banyak yang 
menguap ke pihak dan lembaga yang 
kurang representatif.
Masalah lain yang menjadi rumit 
adalah beberapa pertimbangan klasik 
dari pemerintah dan birokrasi BU 
MN dalam melakukan kebijakan 
privatisasi, di antaranya :
a) Kurang kompetitifnya kualitas 
produk yang dihasilkan oleh 
perusahaan BUMN dibandingkan 
dengan perusahaan swasta;
b) Pertimbangan untuk mengatasi 
masalah di perusahaan seperti 
produktivitas rendah, terlalu ba- 
nyak karyawan, dan inefisiensi;
c) Kurang cepatnya birokrasi BU 
MN untuk mencari solusi yang 
terjadi di internal perusahaan;
d) Kebijakan meminjam/hutang un- 
tuk  menutupi kerugian yang terus 
menerus, tanpa alternatif yang 
lain;
e) Kurang bebasnya birokrasi di 
internal BUMN dalam mengam-
bil kebijakan solutif, dikarenakan 
intervensi berlebihan dari peme- 
rintah;
f) Adanya regulasi dan legislasi 
yang mengatur BUMN yang 
cenderung kurang konsisten;
g) Visi dan tujuan BUMN yang 
saling kurang searah seperti 
antara kepentingan masyarakat 
dan kepentingan memperoleh 
profit;
h) Tetap suburnya praktek suap/ko-
rupsi untuk kepentingan tertentu. 
Semua masalah tersebut perlu 
diperhatikan dan dicari solusi 
yang tepat untuk mengatasi per- 
baikan struktur internal dan ke- 
giatan perusahaan ke depan.
Masalah di atas menjadikan kebi-
jakan privatisasi tampak sangat ne- 
gatif di mata masyarakat Indonesia. 
Konsep privatisasi dalam perspektif 
kebijakan yang positif seperti me- 
nempatkan kebijakan tersebut seba- 
gai salah satu alternatif akhir dari 
sekian cara yang telah dilakukan 
untuk penyehatan perusahaan dan 
semata-mata untuk kepentingan 
negara serta masyarakat tentu akan 
timbul kesan lain yang sangat positif.
Pada dasarnya pelaksanaan priva-
tisasi di lingkungan BUMN dilaku-
kan salah satunya adalah untuk me- 
ngundang para investor swasta baik 
asing maupun lokal berpartisipasi di 
kegiatan BUMN. Orientasi tersebut 
sesuai dengan tujuan privatisasi yang 
paling umum di beberapa negara 
maju yaitu demokratisasi kepemi-
likan (creating a share owning 
democracy). Penyebaran penguasaan 
saham di perusahaan BUMN dapat 
mencegah terjadinya dominasi ber- 
lebihan pada satu pelaku usaha/satu 
kelompok, inefektivitas perusahaan, 
terjadinya KKN di lingkungan mana-
jemen perusahaan, dan persaingan 
usaha tidak sehat.
Prinsip demokratisasi kepemi-
likan di BUMN juga harus memper-
hatikan kategori perusahaan BUMN 
yang diperbolehkan untuk diprivati-
sasi dan jumlah maksimal saham 
yang boleh dikuasai oleh swasta 
sesuai dengan konstitusi negara dan 
peraturan peundang-undangan di 
Indonesia. Batasan tersebut diperlu-
kan agar sektor-sektor badan usaha 
yang strategis bagi negara dan 
menyentuh kehidupan masyarakat, 
tetap terpelihara untuk keberlangsu- 
ngan serta kepentingan nasional dan 
kesejahteraan masyarakat.
Privatisasi BUMN Indonesia 
mulai dilaksanakan pada saat PT 
Semen Gresik (Tahun 1991) melepas 
sebagian sahamnya sebanyak 27 % 
di pasar modal. Setelah privatisasi 
tahun 1991 kemudian disusul dengan 
privatisasi BUMN yang lain seperti 
PT Indosat, PT Tambang Timah, PT 
Telkom, PT BNI.
 
Strategi  Privatisasi  Ideal  di Indo-
nesia.
Pelaksanaan privatisasi BUMN di 
berbagai negara, tidak dapat terhin- 
darkan lagi sebagai dampak dan 
proses interaksi masyarakat dunia 
yang semakin meningkat. Pesatnya 
kemajuan ilmu pengetahuan dan 
teknologi, akan terus mendorong 
pola kehidupan masyarakat yang 
serba industrialis (Jimly, 1998:24). 
Praktek privatisasi dilatarbelakangi 
dengan misi yang berbeda-beda 
sesuai dengan kebutuhan dan kondisi 
suatu negara. Misi tersebut dapat 
berupa orientasi idiologi, demokrati-
sasi kepemilikan perusahaan, 
efisiensi perusahaan, sampai pada 
aspek ekonomis yaitu pencarian dana 
untuk pembangunan nasional. Esensi 
privatisasi pada dasarnya adalah 
upaya restrukturisasi perusahaan 
yang dimiliki negara (BUMN) agar 
menjadi perusahaan yang sehat, 
efisien, dan mampu berkompetisi 
dalam pasar global (Safri, 2007:15). 
Privatisasi memiliki empat macam 
fungsi, yang perlu diperhatikan oleh 
pemerintah Indonesia, di antaranya : 
pertama, fungsi korporasi yaitu agar 
BUMN dapat sejajar dengan perusa-
haan yang sudah maju; kedua, fungsi 
kompetisi maksudnya perusahaan 
BUMN harus mampu berkompetitif 
secara sehat dengan perusahaan lain; 
ketiga, fungsi regulasi artinya mem-
bentuk kebijakan yang membuka 
akses pada para pelaku usaha lain 
untuk berpartisipasi di kegiatan 
BUMN; dan keempat, fungsi budget-
er dimaksudkan agar hasil privatisasi 
dapat membantu menyediakan dana 
untuk pengembangan perusahaan 
dan membantu pendapatan negara 
(Safri, 2007:15).
Privatisasi di Indonesia, sudah 
cukup lama dilakukan yaitu sejak 
tahun 1991 dengan tujuan utamanya 
agar dapat membantu pendapatan 
bagi negara (APBN). Pada hakikat- 
nya, privatisasi di Indonesia tidak 
dilarang oleh Undang-Undang se- 
panjang tidak bertentangan dengan 
ketentuan Undang-Undang dan UUD 
1945. Seringkali dalam praktiknya 
pelaksanaan privatisasi BUMN di 
Indonesia, kurang sesuai dengan 
ketentuan Undang-Undang dan rne- 
ngindikasikan adanya market failure 
yang ditandai dengan :
a) Inefficiency, maksudnya setelah 
pnvatisasi dilakukan, ternyata 
hasilnya tidak mengalami peruba-
han atau tujuan untuk efisiensi 
tidak tercapai;
b) Assymetric Information, artinya 
informasi pasar terkait dengan 
pelaksanaan privatisasi tidak 
akurat sehingga ada banyak pihak 
yang merasa dirugikan seperti 
penentuan harga dan lainnya;
c) Social Cost. Privatisasi yang 
terjadi justru menimbulkan di- 
mensi sosial yang tinggi. Pihak 
swasta asing kurang mengindah-
kan aspek sosial yang terkait 
dengan kehidupan dan kebutuhan 
masyarakat;
d) Intervensi pemerintah. Faktor lain 
yang dapat mengganggu adalah 
adanya intervensi politik dari 
pemerintah dan lembaga lain 
seperti DPR serta berbagai pihak 
sehingga privatisasi tidak efektif.
Upaya untuk mencari dan menen-
tukan privatisasi BUMN yang ideal 
dilaksanakan di Indonesia dibutuh-
kan pemahaman dan kehati-hatian 
untuk memutuskan. Ada banyak 
metode privatisasi yang dikenal, 
yang setiap metode ada kelebihan 
dan sekaligus kekurangannya. Bebe- 
rapa metode tersebut adalah privati-
sasi melalui/pm pasar modal, pm 
private placement oleh investor 
dalam negeri/DN dengan penyertaan 
modal di bawah 50 % atau di atas 50 
%, pm private placement oleh inves-
tor asing/IA dengan penyertaan 
modal di bawah 50 % atau di atas 50 
%, public offering, private sale, new 
private investment, sale of assets, 
fragmentation, management/employ-
ee buy qut, kontrak manajemen, 
kontrak/sewa aset, Iikuidasi, initial 
public offering (IPO), right issue 
(RI), strategic sales (SS), dan other 
private offering. 
Menurut UU BUMN pada Pasal 
78 dijelaskan juga mengenai bebera-
pa cara pelaksanaan privatisasi yaitu:
“Privatisasi dilaksanakan dengan 
cara:
a. Penjualan saham berdasarkan ke- 
tentuan pasar modal;
b. Penjualan saham langsung kepada 
investor;
c. Penjualan saham kepada manaje-
men dan/atau karyawan yang ber- 
sangkutan.”
Penjelasan yang sama juga di- 
gambarkan oleh Peraturan Pemerin-
tah Nomor 33 Tahun 2005 tentang 
Tata Cara Privatisasi Perusahaan 
Perseroan. Dijelaskan dalam Pasal 5 
ayat (1) PP Nomor 33 Tahun 2005 
tentang Tata Cara Privatisasi Perusa-
haan Perseroan, yang mengelompok-
kan tiga macam sama dengan keten-
tuan di dalam UU BUMN. Hal terse-
but senada dengan ulasan Udin 
Silalahi (Silalahi, 2007:18-25).
Gambaran dan beberapa jenis 
metode privatisasi di atas, dapat 
ditentukan penerapan privatisasi 
BUMN yang ideal untuk BUMN 
Indonesia. Riant Nugroho menya-
takan bahwa yang ideal metode 
privatisasi di Indonesia menggu-
nakan metode Private Placement 
oleh investor asing dengan penyerta-
an modal di atas 50 %, dengan 
pertimbangan; pertama, mampu me- 
ningkatkan kinerja BUMN; kedua, 
mampu menerapkan prinsip good 
governance; ketiga, mampu mening-
katkan akses ke pasar internasional; 
keempat, ada transfer ilmu pengeta-
huan dan teknologi; kelima, ada 
perubahan budaya kerja; dan 
keenam, memberikan kontribusi 
untuk menutup defisit APBN (Rian 
et.all,2008:198-199). Pendapat Riant 
tersebut perlu pertimbangan yang 
matang terhadap kondisi dan status 
BUMN pasca privatisasi. Partisipasi 
investor asing melebihi 50 % saham 
di BUMN Indonesia, pada umumnya 
sudah secara langsung dapat mengu-
bah pengendalian BUMN dan peru-
bahan status BUMN.
Privatisasi BUMN yang paling 
strategis/ideal diterapkan di Indone-
sia sangat relatif. Ada banyak faktor 
yang harus diperhatikan sebelum 
BUMN diprivatisasi, di antaranya :
a) Tujuan dilaksanakannya privatisa-
si;
b) Jenis BUMN yang akan diprivati-
sasi;
c) Keadaan/kondisi BUMN men-
jelang pelaksanaan privatisasi; 
dan
d) Situasi sosial politik dan ekonomi 
negara dan masyarakat pada saat 
akan dilaksanakannya privatisasi.
Faktor tersebut akan sangat 
menentukan pada jenis metode yang 
paling baik dan strategis bagi peme- 
rintah dan manajemen BUMN untuk 
menentukan privatisasi BUMN yang 
ada tanpa melanggar ketentuan pera-
turan perundang-undangan dan ke- 
pentingan nasional.
Simpulan
1) Pelaksanaan privatisasi BUMN 
Indonesia, harus memperhatikan 
strategi yang sesuai dengan 
kondisi, kategori, dan tujuan 
BUMN. 
2) Perlu ada keseimbangan untuk 
menerapkan fungsi privatisasi 
seperti fungsi regulasi, kompetisi, 
budgeter, dan korporasi, agar 
tidak tercipta kesan dari berbagai 
kalangan di masyarakat bahwa 
privatisasi BUMN dilakukan 
hanya untuk menjalankan fungsi 
budgeter semata.
3) Privatisasi perlu memperhatikan 
aspek kepentingan negara (bukan 
pemerintah) dan aspek sosial 
kemasyarakatan.
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Pendahuluan
Batik Indonesia merupakan wari-
san luhur budaya masyarakat Indo-
nesia yang mendapatkan pengakuan 
Unesco pada tanggal 2 Oktober 2009 
melalui pengesahan budaya takbenda 
dunia (intangible culture heritage). 
Disamping batik, produk-produk 
budaya Indonesia juga mendapat 
perhatian UNESCO dan hingga 
tahun 2014 ini antara lain keris, 
angklung, anyaman papua, tarian 
saman dan sistem irigasi pertanian 
Sabak di Bali turut juga mendapat-
kan pengakuan. Di antara matabu-
daya tersebut, batik merupakan mata 
budaya yang paling tradable (berpo-
tensi komoditas), baik dalam pasar 
lokal, nasional maupun internasio- 
nal. Selaras dengan fakta empirik 
tersebut, Unesco mengharapkan agar 
batik benar-benar beredar dalam 
pasar internasional. Sementara itu 
disisi lain, berdasarkan data (UNES-
CO, tahun 2009) di seluruh dunia ini 
setidaknya terdapat 15 negara yang 
memiliki tradisi proses rintang war- 
na. Proses tersebut di Indonesia di- 
sempurnakan dengan penggunaan 
malam dan kemudian dinamakan 
sebagai batik sebagaimana diakomo-
dir dalam Peraturan Menteri Perin-
dustrian Nomor 74 tahun 2007 
tentang batikmark” batik INDONE-
SIA”. Banyaknya negara yang me- 
miliki tradisi proses rintang warna 
tersebut membawa konsekuensi ke- 
mungkinan peredaran batik dari 
negara lain ke Indonesia dan seba- 
liknya beredarnya batik Indonesia ke 
negara lain. 
Atas keadaan tersebut, Indonesia 
sebagai anggota WTO dituntut untuk 
menyelenggarakan pasar yang adil 
artinya memberikan perlindungan 
pada batik dalam negeri sekaligus 
bersikap tidak melakukan hal yang 
merugikan bagi batik negara lain 
yang mungkin dipasarkan di Indone-
sia. Huala Adolf (2004), mengung-
kapkan bahwa pada prinsipnya ter- 
kait dengan mekanisme perdagangan 
Internasional, General Agreement on 
Tarrif and Trade (GATT) hanya 
memperkenalkan tindakan proteksi 
terhadap industri domestik melalui 
tarif (menaikkan tingkat tarif bea 
masuk) dan tidak melalui upaya- 
upaya perdagangan lainnya (non 
tarrif commercial measures). Donald 
A.Ball dan Wendel H.McCulloch 
(2000) mendeskripsikan proteksi 
atau restriksi atau hambatan dalam 
perdagangan/bisnis Internasional da- 
lam praktek bermula pada alasan 
pertahanan nasional. Industri-indus-
tri tertentu memerlukan proteksi dari 
impor karena vital bagi pertahanan 
nasional dan harus tetap diberlaku-
kan meskipun terdapat kerugian 
secara komparatif berkenaan dengan 
para pesaing luar negeri. Adapun 
alasan-alasan lain suatu negara mela- 
kukan restriksi adalah karena untuk 
melindungi industri yang baru tum- 
buh (infant industry). Alasannya, 
dalam jangka panjang, industri itu 
akan memiliki keunggulan kompara-
tif, tetapi perusahaan-perusahaan 
yang baru tumbuh tersebut memerlu-
kan proteksi terhadap impor sampai 
angkatan kerja terlatih, teknik-teknik 
produksi dikuasai dan industri ini 
sampai mencapai skala ekonomi. 
Apabila sasaran-sasaran tersebut ter- 
penuhi, proteksi impor tidak diperlu-
kan lagi. Tanpa proteksi, sebuah 
perusahaan tidak akan mampu ber- 
tahan hidup karena impor biaya 
rendah dari para pesaing asing yang 
lebih dewasa akan menjual barang- 
barang yang lebih murah daripada 
mereka di pasar lokalnya. Proteksi 
ini dimaksudkan hanya bersifat 
sementara, akan tetapi kenyataannya 
sebuah perusahaan akan jarang me- 
ngakui telah dewasa dan tidak lagi 
memerlukan bantuan. Di samping 
alasan sebagaimana disebutkan di 
atas, restriksi juga dimaksudkan 
untuk melindungi tenaga kerja 
domestik dari tenaga asing yang 
lebih murah dengan cara memban- 
dingkan tingkat upah per jam tenaga 
asing yang lebih murah dengan yang 
dibayar di negaranya.
Hambatan tersebut tidak hanya 
dibatasi sebagai hambatan dalam 
bentuk tarif (tariff barrier) saja, akan 
tetapi juga hambatan non tarif (non 
tariff barrier). Bentuk halangan 
dalam perdagangan yang menjadi 
diskursus negara-negara anggota 
WTO adalah hambatan NTB karena 
sangat rawan untuk dijadikan dalih 
melindungi produk dalam negerinya 
dengan cara-cara curang. Meskipun 
demikian, sebagai organisasi perda-
gangan dunia, World Trade Organi-
sation (WTO) telah  mengantisipasi 
kemungkinan terjadinya hal tersebut 
dengan membolehkan negara anggo-
ta untuk melindungi produk dalam 
negerinya dengan menerapkan ham-
batan dalam perdagangan produk 
sejenis dari negara lain. 
Dalam praktek perdagangan serta 
berdasarkan kesepakatan beberapa 
negara, diberlakukan technical bar- 
rier to tariff (TBT) yang merupakan 
bagian dari NTB. Beberapa bentuk 
TBT yang lazim diberlakukan dalam 
perdagangan internasional adalah 
dalam rangka pencegahan penyeba-
ran hama, penyakit, jaminan keama- 
nan pangan, obat-obatan, hasil perta-
nian dan alasan keamanan lainnya. 
Hambatan tersebut secara teknis di- 
antaranya dilakukan melalui pela-
belan produk. 
Beberapa penelitian sebelumnya 
serta telaah kritis para ahli terkait 
hambatan no tarif untuk produk 
meliputi : penelitian dengan telaah 
kepustakaan data sekunder yang 
dilakukan, pelabelan produk tektsil 
dan pakaian baru sebatas analisis 
data sekunder seperti yang dilakukan 
oleh Aswicahyono tentang produk 
Indonesia yang berpotensi beredar di 
negara-negara Asean yang menca- 
kup tekstil, pakaian, dan kulit. Di 
luar sebagaimana disebutkan di atas, 
baru diterapkan secara sangat terba-
tas yakni pelabelan pada tekstil, pa- 
kaian, travel. Pemerintah Indonesia 
melalui Peraturan Menteri Perindus-
trian Republik Indonesia Nomor 
74/M-IND/PER/9/2007 sebenarnya 
sudah menerapkan hambatan teknis 
dalam perdagangan batik dalam 
bentuk kewajiban pelabelan Batik-
mark “batik INDONESIA”. 
Ketentuan tersebut mewajibkan 
agar batik yang akan diperdagangkan 
baik dalam pasar nasional maupun 
pasar Internasional harus mencan-
tumkan label emas (gold) untuk batik 
tulis, putih untuk batik cap serta 
perak (silver) untuk batik kombinasi 
tulis dan cap. Pada tingkat lokal, 
Pemerintah Kota Pekalongan mener-
bitkan Peraturan Walikota tahun 
2014 tentang kewajiban pelabelan 
citybranding kota Pekalongan pada 
setiap produk batik buatan warga 
Pekalongan. 
      Meskipun Pemerintah sudah 
berupaya memberikan perlindungan 
melalui mekanisme tersebut, namun, 
berdasarkan temuan penelitian tahun 
2013 (Siti Nurhayati, dkk), ketentuan 
batikmark justru membebani/me-
nimbulkan resistensi bagi para peng- 
rajin dan produsen batik. Hal terse-
but dikarenakan alasan inefisiensi 
karena pembebanan biaya pendaf- 
taran untuk setiap motif yang dicip-
takannya. Sedangkan terhadap kebi-
jakan Pemerintah Pekalongan ten- 
tang pelabelan citybranding sepan-
jang pengetahuan peneliti belum 
dilakukan penelitian yang menda-
lam. Merujuk pada hal tersebut , 
menurut peneliti masih banyak hal 
mendasar terkait hambatan teknis 
yang diterapkan yang menimbulkan 
pertanyaan bagi peneliti. Bagaima- 
nakah bentuk hambatan teknis perda-
gangan yang tepat untuk batik yang 
telah mendapatkan pengakuan seba- 
gai warisan budaya sekaligus sebagai 
produk komoditas tersebut. 
Penelitian ini bertujuan untuk 
mendeskripsikan bentuk-bentuk 
hambatan teknis dalam perdagangan 
Internasional, baik hambatan dalam 
bentuk tarrif barrier (TB) maupun 
non tarrif barrier (NTB) serta me- 
nawarkan gagasan/wacana baru ten- 
tang perlindungan batik Indonesia 
melalui pelabelan (hang tag) identi-
tas budaya pada produk batik dalam 
perdagangan Internasional.
Hasil penelitian ini diharapkan 
dapat dijadikan salah satu bahan 
pertimbangan Pemerintah dalam 
mengambil kebijakan perlindungan 
produk batik dalam negeri melalui 
penerapan hambatan teknis dalam 
perdagangan batik saat menghadapi 
masuknya produk yang sama dari 
negara lain. Untuk semua pihak yang 
memiliki minat dalam bidang 
Hukum Perdagangan Internasional 
dan keilmuan terkait, hasil penelitian 
ini dapat memperluas khasanah 
tentang perkembangan bentuk ham-
batan teknis diluar yang selama ini 
dipraktikkan dalam perdagangan 
internasional.
Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan peneli-
tian hukum normatif dengan desain 
penelitan kualitatif dengan ranca- 
ngan participatory observation. Tim 
peneliti terlibat secara aktif dalam 
langsung dalam kelompok subyek/ 
informan/partisipan. Teknik peng-
umpulan data primer melalui wa- 
wancara kelompok terarah/Focus 
Group Discussion (FGD) serta peng-
umpulan data sekunder dengan 
menggunakan metode penelaahan 
pustaka tentang hambatan-hambatan 
dalam perdagangan internasional 
melalui kegiatan identifikasi peratu- 
ran Internasional maupun peraturan 
perundang-undangan di Indonesia. 
Subyek dalam penelitian ini menca- 
kup para pengrajin batik dari Peka-
longan, pelaku eksportir batik, peda-
gang kerajinan dan batik asal Austra-
lia, ahli fashion (AS) serta presiden 
Craft untuk Asia Tenggara.
Untuk menjamin keabsahan data 
yang diperoleh, peneliti menggu-
nakan teknik triangulasi sumber 
yang dilaksanakan secara langsung 
dan bersamaan dengan kegiatan 
pengumpulan data primer. Analisis 
data menggunakan model Miles dan 
Huberman yang pada prinsipnya 
dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap 
yakni reduksi atau pemilahan data 
yang diperlukan untuk menjawab 
permasalahan penelitian dengan 
membuat pemaknaan terhadap data 
yang diperoleh, display/penampilan 
data secara deskriptis serta verifi-
kasi/penarikan kesimpulan.  
Hasil Penelitian dan Pembahasan
Hasil penelitian menunjukkan, 
para pengrajin/produsen, importir, 
serta serta eksportir batik baik pada 
tingkat lokal, nasional maupun inter-
nasional menghendaki agar batik 
Indonesia yang telah mendapatkan 
pengakuan UNESCO sebagai bu- 
daya takbenda dunia harus menda- 
patkan perlindungan yang memadai 
negara penghasil batik. Bentuk 
perlindungan tersebut antara lain 
melalui pembatasan syarat-syarat 
yang ketat atas impor batik dari 
negara lain. Syarat tersebut berkaitan 
dengan identitas budaya atas produk 
dengan tujuan agar ketika produk 
sampai ke tangan pembeli maka 
mereka tidak hanya menilai batik 
sekedar produk produk fisik semata 
tetapi juga makna atau nilai yang 
terkandung didalamnya. Identitas 
tersebut antara lain  mencakup ide/ 
makna motif batik, siapa pembuat- 
nya, kapan dibuatnya serta dimana 
tempat pembuatannya.  
Secara yuridis, konsep perlindu- 
ngan (safeguarding) menurut article 
2 ayat (3) Konvensi perlindungan 
budaya takbenda diartikan sebagai: 
’…safeguarding means measures 
aimed at ensuring the viability of the 
intangible heritage including the 
identification, documentation, re- 
search, preservation, protection, 
promotion, enhancement, transmis-
sion, particulary through formal and 
non formal education, as well as the 
various aspects of such heritage”. 
Fokus utama dari safeguarding 
(perlindungan dalam arti luas) diarti-
kan sebagai langkah-langkah atau 
tindakan yang bertujuan untuk men-
jamin keberlangsungan warisan tak- 
benda yang mencakup langkah iden-
tifikasi, dokumentasi, penelitian, pe- 
lestarian, proteksi, promosi, penga- 
yaan atau pengembangan, edukasi, 
pemindahan pengetahuan baik mela- 
lui pendidikan formal maupun infor-
mal.
Sebagai produk dan identitas 
budaya, beberapa daerah yang me- 
miliki sentra batik telah mengimple-
mentasikan prinsip perlindungan 
dengan pendekatan edukasi dengan 
cara mengintegrasikan pengetahuan 
dan keterampilan membatik dalam 
kurikulum terutama pada pendidikan 
dasar. Adopsi batik dalam kurikulum 
tersebut telah dilaksanakan di Solo, 
Yogyakarta, dan Pekalongan. Di 
samping kebijakan tersebut, ma- 
sing-masing pemerintah daerah 
mengeluarkan kebijakan bahwa pada 
hari-hari tertentu, Pegawai Negeri 
Sipil (PNS), siswa sekolah mulai dari 
TK, SD, SMP, hingga SMA wajib 
mengenakan pakaian batik dengan 
motif khusus daerah. Kebijakan ini 
berimplikasi pada dikenalnya dan 
terlestarikannya motif-motif tradi- 
sional oleh masyarakat khususnya 
PNS dan murid sekolah.
Pada sisi yang lain, batik telah 
berkembang menjadi industri budaya 
dan menjadi komoditas yang tidak 
hanya diperdagangkan dalam pasar 
dalam negeri tetapi juga sudah me- 
nembus pasar luar negeri. Bersandar 
pada bentuk-bentuk perlindungan 
sebagaimana disebutkan dalam kon- 
vensi tersebut, dalam setiap negara 
yang produknya sudah masuk ko- 
moditas Internasional maka negara 
yang bersangkutan diberi keluasaan 
untuk memproteksi produk dalam 
negerinya  dengan tetap memperhati-
kan kaidah-kaidah dalam perdaga- 
ngan Internasional. 
Berkaitan dengan hal tersebut, 
menurut article 2 ayat (3) adalah pro- 
teksi yang menurut kaidah Hukum 
Perdagangan Internasional (lalu- 
lintas perdagangan Internasional) 
diakomodir dalam bentuk hambatan, 
baik dalam bentuk tarif (tarrif bar- 
rier) maupun non tarif (non tariff 
barrier) yang diberlakukan terhadap 
negara lain. Hambatan tersebut men-
cakup Anti Dumping Duties (ADD), 
Contervailing Duties (CDD), dan 
Safeguard Measures, Quota, Volun-
tary Eksport Retraint, Eksport Subsi-
dy, import ban, import lisencing, go- 
vernment procurement, dan domestic 
contents. Hambatan-hambatan dalam 
perdagangan yang bersifat non tarif 
dalam praktik dan perjanjian ber- 
bagai negara mengalami perkemba- 
ngan yang kemudian disebut sebagai 
hambatan teknis perdagangan (tech-
nical barrier to trade/TBT).  
Secara spesifik, hambataan teknis 
perdagangan diatur dalam Agree-
ment on Technical Barrier  to Trade 
yang pada pokoknya mengatur 2 
(dua ) hal yakni regulasi teknis (tech-
nical regulation) dan standar/acuan 
baku termasuk pengemasan, penem-
patan merek, persyaratan pelabelan, 
persyaratan karakteristik produk, 
inspeksi, dan prosedur.
Donald A.Ball dan Wendel H. 
McCulloch (2000), restriksi dikate-
gorikan menjadi 2 (dua) jenis yakni 
restriksi dalam bentuk tarif dan res- 
triksi/hambatan dalam bentuk non 
tarif. Hambatan-hambatan dalam 
bentuk tarif meliputi bea impor (ad 
valorem, spesifik, majemuk, dan pa- 
jak variabel). Sedangkan restriksi 
dalam bentuk non tarif meliputi ham-
batan non tarif kuantitatif dan non 
kuantitatif. Hambatan non tarif kuan-
titatif mencakup kuota tingkat tarif, 
global, diskriminatif, pembatasan 
ekspor sukarela, dan peraturan tertib 
pemasaran. Hambatan non tarif non 
kuantitatif meliputi partisipasi Peme- 
rintah langsung dalam perdagangan, 
prosedur kepabeanan dan adminis-
tratif lainnya serta standar-standar. 
Partisipasi Pemerintah langsung be- 
rupa subsidi, membeli di dalam ne- 
geri, lisensi impor, manipulasi kurs, 
dan kandungan lokal. Prosedur kepa- 
beanan dan administratif lainnya 
meliputi klasifikasi tarif, persyaratan 
dokumentasi, dan evaluasi produk. 
Standar-standar meliputi kesehatan, 
keselamatan dan kualitas produk, 
kemasan dan pemberian label, serta 
metode pengetesan produk. Bentuk- 
bentuk hambatan dalam perdagangan 
terangkum dalam tabel berikut :
Rechtidee Jurnal Hukum, Vol. 9. No. 2, Desember 2014187
Pendahuluan dan Masalah Preala-
bel
Keberadaan BUMN di Indonesia 
sebagai salah satu pelaku ekonomi 
(badan usaha) di Indonesia sangat 
penting untuk menunjang pemba- 
ngunan ekonomi nasional. Kegiatan 
BUMN pada dasarnya untuk mem-
bantu kebutuhan masyarakat Indone-
sia di segala bidang, agar kesejahte- 
raan masyarakat lebih terjamin dan 
tidak tergantung pada produk luar 
negeri. Seiring dengan perkemba- 
ngan ekonomi dunia yang semakin 
maju, dibutuhkan kompetisi dan 
efektivitas badan usaha BUMN. 
Proses restrukturisasi sangat dibu-
tuhkan untuk perbaikan manajemen 
internal sebuah perusahaan khusus- 
nya BUMN. Demikian pula privati-
sasi yang dilakukan dengan proses 
yang sehat dan tujuan yang jernih 
sesuai dengan maksud dilakukannya 
privatisasi dalam Undang Undang 
Nomor 19 Tahun 2003 tentang Ba- 
dan Usaha Milik Negara (UU 
BUMN) Pasal 74 ayat (1) yang men-
jelaskan : 
"Privatisasi dilakukan dengan 
maksud untuk :
a. Memperluas kepemilikan ma- 
syarakat atas persero ;
b. Meningkatkan efisiensi dan pro- 
duktivitas perusahaan ;
c. menciptakan struktur keuangan 
dan manajemen keuangan yang 
baik/kuat;
d. Menciptakan struktur industri 
yang sehat dan kompetitif ;
e. Menciptakan persero yang ber- 
daya saing dan berorientasi glo- 
bal;
f. Menumbuhkan iklim usaha, eko- 
nomi makro, dan kapasitas 
pasar.”
Proses privatisasi yang dilakukan 
dengan mengindahkan ketentuan 
Pasal di atas akan menciptakan peru-
sahaan BUMN tetap eksis dan dapat 
berusaha untuk kepentingan bersama 
memenuhi kebutuhan negara dan 
masyarakat banyak. Kebijakan pri- 
vatisasi BUMN yang dilakukan Pe- 
merintah Indonesia selama ini men-
jadi masalah fundamental terutama 
bagi kehidupan masyarakat di Indo-
nesia. 
Kondisi dan Aspek Historis 
BUMN di Indonesia.
Pendirian Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN) di Indonesia diawa-
li oleh aspek historis pasca kemer- 
dekaan Tahun 1945. Tujuannya ada- 
lah untuk memenuhi kebutuhan 
dasar dan kesejahteraan masyarakat 
Indonesia. Ditambah lagi oleh kondi-
si riil Indonesia pada saat itu, yang 
hanya memiliki sumber daya alam 
(SDA) yang melimpah dan sumber 
daya manusia (SDM), sedangkan 
teknologi dan sumber daya modal 
untuk menggarap SDA belum terse-
dia maksimal.
Pada saat dibentuknya UUD 1945 
khususnya Pasal 33, ada orientasi 
filosofis yang salah satunya adalah 
agar negara/pemerintah mengambil 
peran aktif dengan cara membentuk 
badan usaha yang disebut BUMN. 
Negara diharapkan mendominasi 
peran terhadap segala aspek kebija-
kan ekonomi dan hukum untuk men-
stabilisasi kondisi pembangunan 
Indonesia. Selama Pasal 33 tetap 
tertera di konstitusi UUD 1945, 
negara masih tetap akan mengambil 
peran dalam kegiatan ekonomi 
(Riant  et.all, 2008:58).
Peran negara dalam kegiatan 
ekonomi pasca kemerdekaan dida- 
sarkan pada beberapa pertimbangan 
yaitu :
a) Keadaan negara yang baru merde-
ka terlepas dari penjajahan fisik 
sehingga belum memiliki social 
overhead capital;
b) Besarnya kerugian yang ditang- 
gung Indonesia akibat peperan-
gan;
c) Terpinggirkannya pengusaha pri- 
bumi oleh pengusaha keturunan 
Arab, Cina, dan Eropa (Rian 
et.all, 2008:3-4).
Strategi negara untuk mengambil 
peran tersebut dilakukan dengan cara 
menasionalisasi beberapa perusa-
haan asing terutama perusahaan 
Belanda yang banyak menguasai 
bidang infrastruktur, di antaranya :
1) Bidang Telekomunikasi. Post, 
Telegraph en Telephone Dienst 
dinasionalisasi menjadi Jawatan 
Pos, Telegraph, dan Telepon 
(JPTT). Pada Tahun 1961 JPTT 
diubah menjadi Perusahaan Ne- 
gara Pos Giro dan Telekomunika-
si (PN Postel. Pada Tahun 1965 
PN Postel dipecah menjadi dua 
perusahaan yaitu Perusahaan Pos 
dan Giro (PN Pos dan Giro), dan 
Perusahaan Negara Telekomuni-
kasi (PN Telekomunikasi). Pada 
Tahun 1974 PN Telekomunikasi 
distandarisasi menjadi Perusa-
haan Umum Telekomunikasi (Pe- 
rumtel) yang bergerak di bidang 
jasa telekomunikasi dalam jang-
kauan nasional dan internasional. 
Perumtel kemudian disesuaikan 
lagi menjadi Perusahaan Perse-
roan (Persero) yang dibagi dua 
yaitu PT Telekomunikasi (dising-
kat PT Telkom) yang bergerak di 
bidang jasa telekomunikasi dalam 
negeri, dan PT Indosat yang 
bergerak di  bidang jasa teleko-
munikasi luar negeri.
2) Bidang Transportasi. Batavie Ver- 
keers Mij dan Deli Spoorweg Mij, 
dinasionalisasi menjadi Djawatan 
Kereta Api (DKA); KLM dinasi-
onalisasi menjadi Garuda Indone-
sia Airways.
Ternyata kebijakan nasionalisasi 
pemerintahan Soekarno secara eko- 
nomis belum efektif karena tidak 
didukung tersedianya dana yang 
cukup yang dimiliki pemerintah 
Indonesia. Terbukti kebijakan nasio- 
nalisasi justru menambah beban 
anggaran ekonomi negara untuk 
memenuhi kebutuhan perusahaan 
BUMN sehingga APBN menjadi 
membengkak. Pada tahun 1961 terja-
di krisis pangan akibat gagal panen 
besar-besaran dan tidak tercukupinya 
stok impor beras. Inflasi mencapai 
95 %, dan  tahun 1965 inflasi bertam-
bah menjadi 605%. Upaya untuk 
mengatasi hiperinflasi, pemerintah 
mengeluarkan Penetapan Presiden 
Nomor 27 Tahun 1965 tertanggal 13 
Desember 1965. Kondisi ini bertam-
bah buruk waktu pemerintahan 
Soeharto yang dikenal orde baru 
baru terbentuk.
Pemerintahan Soeharto lebih 
cenderung menerapkan asas ekono- 
mi pragmatis artinya tindakan eko- 
nomi politik pemerintah menitikbe- 
ratkan pada unsur kemanfaatan yang 
dilakukan oleh para teknokrat yang 
sebagian besar bermazhab pada 
ekonomi liberal seperti Ali Wardha-
na, Widjoyo Nitisastro, Emil Salim, 
dan yang lain serta didukung oleh 
militer. Kebijakan pemerintah mulai 
open terhadap arus modal asing 
khususnya negara barat. Peran nega- 
ra dalam kegiatan ekonomi mulai 
dikurangi dan menyerahkan seba- 
giannya pada peran sektor swasta. Di 
bidang perundang-undangan keluar 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1967 tentang Penanaman Modal 
Asing dan diubah menjadi Undang- 
Undang Nomor 11 Tahun 1970 
tentang Perubahan dan Penambahan 
Undang-Undang  Penanaman Modal 
Asing, dan  Undang-Undang Nomor  
6 Tahun 1968 tentang Penanaman 
Modal Dalam Negeri dan diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 1970 tentang Perubahan dan 
Penambahan Undang-Undang  Pena-
naman Modal Dalam Negeri, yang 
saat ini sudah diganti dengan UU 
Penanaman Modal yang baru yaitu 
UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal (UU PM).
Kebijakan pemerintah orba yang 
terlalu lentur pada kegiatan ekonomi 
nasional khususnya pengontrolan 
yang lemah pada arus modal asing 
dan penekanan pada ekonomi makro 
versi liberal menyebabkan membe-
sarnya tindakan pinjaman/hutang 
yang sebagian besar dilakukan oleh 
pengusaha swasta. Pinjaman ke luar 
negeri yang sangat besar dan tidak 
bisa dibayarkan sampai jatuh tempo, 
berakibat pada aksi besar-besaran 
masyarakat Indonesia untuk membe-
li/menukarkan mata uang rupiah ke 
mata uang asing terutama dollar, 
yang akhirnya krisis moneter (eko- 
nomi) dan krisis kepercayaan ma- 
syarakat pada pemerintah orba terja-
di (pada tahun 1997). 
Eksistensi BUMN dari sisi mana-
jemen struktural (di masa orba) ada 
peningkatan dibandingkan dengan 
masa Soekarno. Salah satunya ada- 
lah dibentuknya kementerian khusus 
di bidang pengelolaan BUMN yang 
sekaligus merangkap ketua dewan 
pengelolaan BUMN. Penguasaan 
orang-orang profesional dalam struk-
tur internal perusahaan BUMN mulai 
diusahakan (meskipun background 
keilmuannya berkiblat ke negara 
barat) untuk membangun  BUMN 
yang mampu berdaya saing global.
Di masa pasca orba yang dikenal 
dengan masa reformasi, kegiatan dan 
keberadaan BUMN sudah mulai 
tertata. Orientasi instan birokrasi 
untuk mendapatkan keuntungan se- 
cepat mungkin dan semudah mung- 
kin masih tidak bisa dihilangkan, 
sebagai contoh divestasi (dalam 
rangka privatisasi) sebagian saham 
PT. Telkom dan PT. Indosat ke inves-
tor asing yang sarat kepentingan 
ekonomi birokrasi pemerintahan.
BUMN  dan Privatisasi  di Indone-
sia.
Konsep privatisasi dalam dua 
puluh lima tahun terakhir dan ke 
depan akan tetap menjadi ikon 
peradaban perekonomian di dunia. 
Privatisasi menjadi terkenal setelah 
batas negara semakin melemah da- 
lam aktivitas perekonomian dunia. 
Kegiatan pelaku ekonomi baik se- 
cara individual maupun kelompok 
badan usaha merubah skat negara 
sehingga yang akan terjadi ke depan 
adalah kompetensi fungsional antar 
para pelaku ekonomi.
Ada banyak pendapat tentang 
pengertian privatisasi, di antaranya :
1) Pendapat dari Joseph Stiglitz 
(mantan presiden bank dunia) 
(Rian et.all, 2008:58)
  “Privatisasi merupakan lawan 
dari nasionalisasi. Privatisasi di- 
sebut sebagai proses konversi dari 
perusahaan negara menjadi peru-
sahaan swasta, sedangkan nasio- 
nalisasi adalah proses pengkon-
versian perusahaan swasta 
(private enterprise) menjadi peru-
sahaan negara (public enter-
prise).”  
2) Pendapat Revrisond Baswir 
(Revrisond & Gatut, 2008:75)
 “Privatisasi difahami sebagai se- 
buah proses sistematis untuk me- 
mindahkan status kepemilikan 
BUMN/kekayaan publik dari se- 
luruh anggota masyarakat kepada 
para pemilik modal/swasta.” 
3) Bunyi ketentuan Undang Undang 
RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang 
Badan Usaha Milik Negara  
(Pasal 1 angka 12 UU BUMN)
 “Privatisasi adalah penjualan sa- 
ham Persero, baik sebagian mau- 
pun seluruhnya, kepada pihak lain 
dalam rangka meningkatkan ki- 
nerja dan nilai perusahaan, mem-
perbesar manfaat bagi negara dan 
masyarakat, serta memperluas 
pemilikan saham oleh masya- 
rakat.”
5) Pendapat Bacelius Ruru (Barce-
lius Ruru dalam K. Hadi et.all, 
1997:324)
 “Privatisasi tidak harus diartikan 
mengalihkan saham BUMN pada 
swasta melalui Go publik, me- 
lainkan termasuk juga upaya lain 
yang bertujuan untuk mengikut-
sertakan swasta masuk ke dalam 
BUMN melalui bagun operasikan 
dan alihkan (build operate and 
transfer/BOT), bangun operasi- 
kan dan miliki (build operate and 
owned/BOO), kontrak manaje-
men, kerjasama operasi dan 
penjualan saham pada partner 
strategis (direct placement).” 
Privatisasi (dalam arti sempit) 
juga dikenal dengan denasionalisasi, 
artinya mendivestasi aset atau saham 
perusahaan negara ke pihak swasta. 
Kejanggalan yang akan timbul ada- 
lah perusahaan negara yang mana 
yang diperbolehkan didivestasi ke 
pihak swasta terutama pada pihak 
asing. Apakah perusahaan negara 
yang bergerak di bidang produksi 
yang penting bagi negara dan me- 
nguasai hajat hidup orang banyak, 
(sesuai dengan amanah yang ada 
dalam Pasal 33 UUD 1945) termasuk 
yang boleh dikuasai oleh swasta 
khususnya investor asing. Kondisi 
ini akan menjadi masalah bagi Indo-
nesia, karena pemerintah Indonesia 
masih ragu dalam menetapkan indi- 
kator perusahaan negara sesuai de- 
ngan konstitusi UUD 1945. Meski-
pun sudah ada ketentuan tentang 
negative list bidang usaha bagi 
investor asing, akan tetapi khusus 
tentang penerapan Pasal 33  UUD 
1945 masih multipretatif.  
Privatisasi (dalam arti yang lebih 
luas) menempatkan denasionalisasi 
sebagai salah satu unsur. Unsur yang 
lain adalah pengalihan fungsi dari 
sektor publik ke sektor swasta. 
Setelah adanya proses divestasi 
aset/saham perusahaan negara ke 
sektor swasta, sudah tentu diikuti 
oleh proses pengalihan peran dalam 
struktur manajemen perusahaan. Be- 
rarti dalam konteks ini, dua unsur 
tersebut menjadi satu kesatuan dalam 
konsep privatisasi. 
Beberapa tujuan privatisasi 
adalah untuk memberikan kontribusi 
finansial pada negara dan badan 
usaha, mempercepat penerapan prin-
sip good corporate governance, 
membuka akses ke pasar internasio- 
nal, serta alih teknologi dan transfer 
best practice pada badan usaha (Rian 
et.all, 2008:58).
 UU BUMN merumuskan dalam 
Pasal 74 ayat (2) Yaitu : 
 ”Privatisisasi dilakukan dengan 
tujuan untuk meningkatkan kiner-
ja dan nilai tambah perusahaan 
dan meningkatkan peran serta 
masyarakat dalam pemilikan sa- 
ham persero. ”
Tujuan alamiah yang terjadi da- 
lam privatisasi akhirnya memuncul-
kan pendapat dari Mayer dan Kay 
Biskop, yang membagi ke dalam tiga 
dimensi penjelasan, di antaranya :
(1) Alasan keuangan (finance). Priva-
tisasi BUMN dilakukan sebagai 
salah satu profit center bagi 
pemerintah untuk dapat memberi-
kan kontribusi positif pengem-
bangan perekonomian nasional; 
(2) Alasan informasi (information). 
Privatisasi diharapkan dapat 
mempermudah informasi antara 
manajemen perusahaan dengan 
para pihak agar lebih transparan;
(3) Alasan pengendalian (control). 
Privatisasi dapat mengurangi 
intervensi yang berlebihan dari 
pemerintah dan para politisi 
sehingga dapat mengurangi biaya 
komisi (agency cost). (Rian et.all, 
2008:71)
Perspektif  internal manajemen 
perusahaan, kebijakan privatisasi 
bertujuan :
(a) Memperoleh investor strategis 
sehingga dapat memacu kinerja 
manajemen terutama terkait de- 
ngan kemampuan teknis, mar-
keting, dan managerial skill;
(b) Memperoleh cash inflows untuk 
kepentingan infrastruktur teleko-
munikasi;
(c) Akselerasi akses teknologi tele- 
komunikasi dan metode pengo- 
perasiannya;
(d) Keterbukaan perusahaan publik 
diharapkan dapat mempercepat 
proses perubahan dan memini-
malkan pengaruh birokrasi (Rian 
et.all, 2008:71).
  
Penjelasan di atas menggambar-
kan bahwa privatisasi merupakan 
kebijakan pemerintah/publik yang 
diambil bersama dengan manajemen 
internal BUMN dengan maksud dan 
tujuan untuk melakukan divestasi 
atau mengalihkan kendali perusa-
haan publik ke pihak swasta agar 
terjadi efisiensi perusahaan dan da- 
pat membantu perekonomian nasio- 
nal.  
Manfaat kebijakan privatisasi 
dapat digolongkan menjadi dua 
bagian pokok yaitu :
(1) Manfaat dalam skala makro 
dalam lingkup perekonomian 
nasional.
Manfaat privatisasi dilihat 
dari sisi yang lebih luas, di 
antaranya: pertama, untuk mem- 
bantu pemerintah (Indonesia) 
mendapatkan dana bagi realisasi 
pembangunan, baik dalam ben- 
tuk pajak maupun bentuk devi-
den perusahaan; Kedua, dapat 
mendorong perkembangan pasar 
modal di Indonesia; Ketiga, 
Sebagai pengganti dari kewa-
jiban pemerintah tentang setoran 
tambahan modal seperti pemba-
yaran angsuran/setoran pinja-
man pemerintah ke luar negeri 
dan menutupi defisit anggaran 
APBN; 
(2)  Manfaat dalam skala mikro.
Artinya upaya peningkatan 
kinerja internal perusahaan 
BUMN seperti: pertama, mem-
bentuk struktur modal yang lebih 
baik bagi perusahaan (capital 
restructuring) misalkan privati-
sasi melalui penerbitan saham 
baru agar perusahaan dapat men-
cukupi kebutuhan modal sendiri; 
kedua, terciptanya tata kelola pe- 
rusahaan yang transparan (good 
corporate governance); ketiga, 
diharapkan dapat meningkatkan 
efisiensi dan produktivitas peru-
sahaan; keempat, dengan ada- 
nya peralihan pengelolaan peru-
sahaan dari publik ke sektor 
swasta, ada penyegaran dan 
inovasi baru dalam pengelolaan 
lingkungan internal perusahaan.
Kebijakan privatisasi di Indonesia 
menjadi konsumsi isu politik publik 
yang sangat masif. Penyebabnya 
adalah pertama, privatisasi diiden-
tikkan dengan divestasi sebagian 
besar saham BUMN ke investor 
asing, sedangkan investor dalam 
negeri selalu terkesampingkan. Aki- 
batnya adalah kebijakan privatisasi 
disebut sebagai kebijakan yang me- 
rubah perusahaan negara menjadi 
perusahaan asing; kedua, banyaknya 
intervensi yang kuat dari lembaga 
ekonomi asing seperti IMF, World 
Bank, dan lembaga lain ; ketiga, 
kebijakan privatisasi dijadikan alter-
natif solutif yang baik oleh birokrasi 
untuk mengatasi masalah di BUMN; 
keempat, dana dari hasil privatisasi 
dengan cara divestasi, banyak yang 
menguap ke pihak dan lembaga yang 
kurang representatif.
Masalah lain yang menjadi rumit 
adalah beberapa pertimbangan klasik 
dari pemerintah dan birokrasi BU 
MN dalam melakukan kebijakan 
privatisasi, di antaranya :
a) Kurang kompetitifnya kualitas 
produk yang dihasilkan oleh 
perusahaan BUMN dibandingkan 
dengan perusahaan swasta;
b) Pertimbangan untuk mengatasi 
masalah di perusahaan seperti 
produktivitas rendah, terlalu ba- 
nyak karyawan, dan inefisiensi;
c) Kurang cepatnya birokrasi BU 
MN untuk mencari solusi yang 
terjadi di internal perusahaan;
d) Kebijakan meminjam/hutang un- 
tuk  menutupi kerugian yang terus 
menerus, tanpa alternatif yang 
lain;
e) Kurang bebasnya birokrasi di 
internal BUMN dalam mengam-
bil kebijakan solutif, dikarenakan 
intervensi berlebihan dari peme- 
rintah;
f) Adanya regulasi dan legislasi 
yang mengatur BUMN yang 
cenderung kurang konsisten;
g) Visi dan tujuan BUMN yang 
saling kurang searah seperti 
antara kepentingan masyarakat 
dan kepentingan memperoleh 
profit;
h) Tetap suburnya praktek suap/ko-
rupsi untuk kepentingan tertentu. 
Semua masalah tersebut perlu 
diperhatikan dan dicari solusi 
yang tepat untuk mengatasi per- 
baikan struktur internal dan ke- 
giatan perusahaan ke depan.
Masalah di atas menjadikan kebi-
jakan privatisasi tampak sangat ne- 
gatif di mata masyarakat Indonesia. 
Konsep privatisasi dalam perspektif 
kebijakan yang positif seperti me- 
nempatkan kebijakan tersebut seba- 
gai salah satu alternatif akhir dari 
sekian cara yang telah dilakukan 
untuk penyehatan perusahaan dan 
semata-mata untuk kepentingan 
negara serta masyarakat tentu akan 
timbul kesan lain yang sangat positif.
Pada dasarnya pelaksanaan priva-
tisasi di lingkungan BUMN dilaku-
kan salah satunya adalah untuk me- 
ngundang para investor swasta baik 
asing maupun lokal berpartisipasi di 
kegiatan BUMN. Orientasi tersebut 
sesuai dengan tujuan privatisasi yang 
paling umum di beberapa negara 
maju yaitu demokratisasi kepemi-
likan (creating a share owning 
democracy). Penyebaran penguasaan 
saham di perusahaan BUMN dapat 
mencegah terjadinya dominasi ber- 
lebihan pada satu pelaku usaha/satu 
kelompok, inefektivitas perusahaan, 
terjadinya KKN di lingkungan mana-
jemen perusahaan, dan persaingan 
usaha tidak sehat.
Prinsip demokratisasi kepemi-
likan di BUMN juga harus memper-
hatikan kategori perusahaan BUMN 
yang diperbolehkan untuk diprivati-
sasi dan jumlah maksimal saham 
yang boleh dikuasai oleh swasta 
sesuai dengan konstitusi negara dan 
peraturan peundang-undangan di 
Indonesia. Batasan tersebut diperlu-
kan agar sektor-sektor badan usaha 
yang strategis bagi negara dan 
menyentuh kehidupan masyarakat, 
tetap terpelihara untuk keberlangsu- 
ngan serta kepentingan nasional dan 
kesejahteraan masyarakat.
Privatisasi BUMN Indonesia 
mulai dilaksanakan pada saat PT 
Semen Gresik (Tahun 1991) melepas 
sebagian sahamnya sebanyak 27 % 
di pasar modal. Setelah privatisasi 
tahun 1991 kemudian disusul dengan 
privatisasi BUMN yang lain seperti 
PT Indosat, PT Tambang Timah, PT 
Telkom, PT BNI.
 
Strategi  Privatisasi  Ideal  di Indo-
nesia.
Pelaksanaan privatisasi BUMN di 
berbagai negara, tidak dapat terhin- 
darkan lagi sebagai dampak dan 
proses interaksi masyarakat dunia 
yang semakin meningkat. Pesatnya 
kemajuan ilmu pengetahuan dan 
teknologi, akan terus mendorong 
pola kehidupan masyarakat yang 
serba industrialis (Jimly, 1998:24). 
Praktek privatisasi dilatarbelakangi 
dengan misi yang berbeda-beda 
sesuai dengan kebutuhan dan kondisi 
suatu negara. Misi tersebut dapat 
berupa orientasi idiologi, demokrati-
sasi kepemilikan perusahaan, 
efisiensi perusahaan, sampai pada 
aspek ekonomis yaitu pencarian dana 
untuk pembangunan nasional. Esensi 
privatisasi pada dasarnya adalah 
upaya restrukturisasi perusahaan 
yang dimiliki negara (BUMN) agar 
menjadi perusahaan yang sehat, 
efisien, dan mampu berkompetisi 
dalam pasar global (Safri, 2007:15). 
Privatisasi memiliki empat macam 
fungsi, yang perlu diperhatikan oleh 
pemerintah Indonesia, di antaranya : 
pertama, fungsi korporasi yaitu agar 
BUMN dapat sejajar dengan perusa-
haan yang sudah maju; kedua, fungsi 
kompetisi maksudnya perusahaan 
BUMN harus mampu berkompetitif 
secara sehat dengan perusahaan lain; 
ketiga, fungsi regulasi artinya mem-
bentuk kebijakan yang membuka 
akses pada para pelaku usaha lain 
untuk berpartisipasi di kegiatan 
BUMN; dan keempat, fungsi budget-
er dimaksudkan agar hasil privatisasi 
dapat membantu menyediakan dana 
untuk pengembangan perusahaan 
dan membantu pendapatan negara 
(Safri, 2007:15).
Privatisasi di Indonesia, sudah 
cukup lama dilakukan yaitu sejak 
tahun 1991 dengan tujuan utamanya 
agar dapat membantu pendapatan 
bagi negara (APBN). Pada hakikat- 
nya, privatisasi di Indonesia tidak 
dilarang oleh Undang-Undang se- 
panjang tidak bertentangan dengan 
ketentuan Undang-Undang dan UUD 
1945. Seringkali dalam praktiknya 
pelaksanaan privatisasi BUMN di 
Indonesia, kurang sesuai dengan 
ketentuan Undang-Undang dan rne- 
ngindikasikan adanya market failure 
yang ditandai dengan :
a) Inefficiency, maksudnya setelah 
pnvatisasi dilakukan, ternyata 
hasilnya tidak mengalami peruba-
han atau tujuan untuk efisiensi 
tidak tercapai;
b) Assymetric Information, artinya 
informasi pasar terkait dengan 
pelaksanaan privatisasi tidak 
akurat sehingga ada banyak pihak 
yang merasa dirugikan seperti 
penentuan harga dan lainnya;
c) Social Cost. Privatisasi yang 
terjadi justru menimbulkan di- 
mensi sosial yang tinggi. Pihak 
swasta asing kurang mengindah-
kan aspek sosial yang terkait 
dengan kehidupan dan kebutuhan 
masyarakat;
d) Intervensi pemerintah. Faktor lain 
yang dapat mengganggu adalah 
adanya intervensi politik dari 
pemerintah dan lembaga lain 
seperti DPR serta berbagai pihak 
sehingga privatisasi tidak efektif.
Upaya untuk mencari dan menen-
tukan privatisasi BUMN yang ideal 
dilaksanakan di Indonesia dibutuh-
kan pemahaman dan kehati-hatian 
untuk memutuskan. Ada banyak 
metode privatisasi yang dikenal, 
yang setiap metode ada kelebihan 
dan sekaligus kekurangannya. Bebe- 
rapa metode tersebut adalah privati-
sasi melalui/pm pasar modal, pm 
private placement oleh investor 
dalam negeri/DN dengan penyertaan 
modal di bawah 50 % atau di atas 50 
%, pm private placement oleh inves-
tor asing/IA dengan penyertaan 
modal di bawah 50 % atau di atas 50 
%, public offering, private sale, new 
private investment, sale of assets, 
fragmentation, management/employ-
ee buy qut, kontrak manajemen, 
kontrak/sewa aset, Iikuidasi, initial 
public offering (IPO), right issue 
(RI), strategic sales (SS), dan other 
private offering. 
Menurut UU BUMN pada Pasal 
78 dijelaskan juga mengenai bebera-
pa cara pelaksanaan privatisasi yaitu:
“Privatisasi dilaksanakan dengan 
cara:
a. Penjualan saham berdasarkan ke- 
tentuan pasar modal;
b. Penjualan saham langsung kepada 
investor;
c. Penjualan saham kepada manaje-
men dan/atau karyawan yang ber- 
sangkutan.”
Penjelasan yang sama juga di- 
gambarkan oleh Peraturan Pemerin-
tah Nomor 33 Tahun 2005 tentang 
Tata Cara Privatisasi Perusahaan 
Perseroan. Dijelaskan dalam Pasal 5 
ayat (1) PP Nomor 33 Tahun 2005 
tentang Tata Cara Privatisasi Perusa-
haan Perseroan, yang mengelompok-
kan tiga macam sama dengan keten-
tuan di dalam UU BUMN. Hal terse-
but senada dengan ulasan Udin 
Silalahi (Silalahi, 2007:18-25).
Gambaran dan beberapa jenis 
metode privatisasi di atas, dapat 
ditentukan penerapan privatisasi 
BUMN yang ideal untuk BUMN 
Indonesia. Riant Nugroho menya-
takan bahwa yang ideal metode 
privatisasi di Indonesia menggu-
nakan metode Private Placement 
oleh investor asing dengan penyerta-
an modal di atas 50 %, dengan 
pertimbangan; pertama, mampu me- 
ningkatkan kinerja BUMN; kedua, 
mampu menerapkan prinsip good 
governance; ketiga, mampu mening-
katkan akses ke pasar internasional; 
keempat, ada transfer ilmu pengeta-
huan dan teknologi; kelima, ada 
perubahan budaya kerja; dan 
keenam, memberikan kontribusi 
untuk menutup defisit APBN (Rian 
et.all,2008:198-199). Pendapat Riant 
tersebut perlu pertimbangan yang 
matang terhadap kondisi dan status 
BUMN pasca privatisasi. Partisipasi 
investor asing melebihi 50 % saham 
di BUMN Indonesia, pada umumnya 
sudah secara langsung dapat mengu-
bah pengendalian BUMN dan peru-
bahan status BUMN.
Privatisasi BUMN yang paling 
strategis/ideal diterapkan di Indone-
sia sangat relatif. Ada banyak faktor 
yang harus diperhatikan sebelum 
BUMN diprivatisasi, di antaranya :
a) Tujuan dilaksanakannya privatisa-
si;
b) Jenis BUMN yang akan diprivati-
sasi;
c) Keadaan/kondisi BUMN men-
jelang pelaksanaan privatisasi; 
dan
d) Situasi sosial politik dan ekonomi 
negara dan masyarakat pada saat 
akan dilaksanakannya privatisasi.
Faktor tersebut akan sangat 
menentukan pada jenis metode yang 
paling baik dan strategis bagi peme- 
rintah dan manajemen BUMN untuk 
menentukan privatisasi BUMN yang 
ada tanpa melanggar ketentuan pera-
turan perundang-undangan dan ke- 
pentingan nasional.
Simpulan
1) Pelaksanaan privatisasi BUMN 
Indonesia, harus memperhatikan 
strategi yang sesuai dengan 
kondisi, kategori, dan tujuan 
BUMN. 
2) Perlu ada keseimbangan untuk 
menerapkan fungsi privatisasi 
seperti fungsi regulasi, kompetisi, 
budgeter, dan korporasi, agar 
tidak tercipta kesan dari berbagai 
kalangan di masyarakat bahwa 
privatisasi BUMN dilakukan 
hanya untuk menjalankan fungsi 
budgeter semata.
3) Privatisasi perlu memperhatikan 
aspek kepentingan negara (bukan 
pemerintah) dan aspek sosial 
kemasyarakatan.
Daftar Rujukan
Arief Sidharta, Bernard. Refleksi 
Tentang Struktur Ilmu Hukum.  
Bandung : CV. Mandar Maju, 
1999.
Arief, Sritua. Pembangunanisme 
dan Ekonomi Indonesia : Pem-
berdayaan Rakyat dalam Arus 
Glo- balisasi.  Bandung : Zaman 
Wacana Mulia, 1998.
Aronaga, Pandji. Perusahaan Multi 
Nasional-Penanaman Modal 
Asing. Jakarta : Pustaka, 1998.
Asshiddiqie, Jimly. Agenda Pemba-
ngunan Hukum Nasional di 
Abad  Globalisasi.  Jakarta : Balai 
Pustaka, 1998.
Atmosudirdjo, Prajudi. Sejarah 
Ekonomi Indonesia dari Segi 
Sosiologi Sampai Akhir Abad 
XIX.  Jakarta : Pradnya Paramita, 
1983.
Baswir, Revrisond. Ekonomika, Ma- 
nusia dan Etika : Kumpulan 
Esai-Esai Terpilih. Yogyakarta : 
BPFE, 1993.
Booth, Anne & Peter Mc Cawley 
(eds). The Indonesian Economy 
During The Soeharto Era. 
Malaysia : Oxford University 
Press, Petaling Jaya, Selangor, 
1981.
Clark, Lan. Globalization and Frag-
mentation : International Rela-
tions In The Twentieth Century.  
Oxford & London : Oxford 
University Press, 1997.
Djojohadikusumo, Sumitro. Indone-
sia Dalam Perkembangan Dunia 
: Kini dan Masa Datang.  Jakarta 
: LP3ES, 1984.
Fakrullah, Z.A.  Hukum Ekonomi.  
Surabaya : Karya Abditama, 
1997.
Fuady, Munir. Hukum Perusahaan 
Dalam Paradigma Hukum Bis- 
nis.  Bandung : PT. Citra Aditya 
Bakti, 1999.
Hadi, Kumala etal.(editor). Agenda 
Aksi : Liberalisasi Ekonomi dan 
Politik Indonesia. Yogyakarta : 
(PPM) FLUB bekerjasama 
dengan PT. Tiara Wacana, 1997.
Himawan, Charles. The Foreign 
Investment Process In Indone-
sia.  Singapura : PT. Gunung 
Agung, 1980.
Ikhwan, Mufarrijul. Hukum Ekono- 
mi dan Hak Gugat Organisasi 
Lingkungan. Malang : FP. Uni- 
braw Press, 2006.
Ikhwan, Mufarrijul. Investasi dan 
Regulasi BUMN di Indonesia. 
Yogyakarta : INTERPENA, 2010.
Ikhwan, Mufarrijul. Privatisasi 
BUMN dan Implikasi Yuridisnya 
pada Investasi di Indonesia. 
Yogyakarta : INTERPENA, 2011
Ilmar, Aminuddin. Hukum Penana-
man Modal di Indonesia. Jakarta 
: Prenada Media, 2004. 
Kartadjomena. GATT dan WTO : 
Sistem, Forum dan Lembaga 
Internasional di Bidang Perda-
gangan. Jakarta : UI Press, 1996.
Nugroho, Riant et.al. Manajemen 
Privatisasi BUMN. Jakarta : PT. 
Gramedia, 2008.
Ohmae, Kenichi. The End of The 
Nation State The Rise at Region-
al Economies. A Divission of 
Simon & Schuster Inc. 1.30 
Avenue of The Americas New 
York, N.Y. 10020 : The Free 
Press, 1995.
Saksono. Gatut, 2008, Keadilan 
Ekonomi dan Globalisasi, Ru- 
mah Belajar Yabinkas, Yogyakar-
ta.
Salim HS et.al. Hukum Investasi di 
Indonesia.  Jakarta : PT. Raja 
Grafindo Persada, 2008.
Todung, Mulya Lubis. Hukum dan 
Ekonomi.  Jakarta : Pustaka Sinar 
Harapan, 1992.
.
Warassih, Esmi. Pranata Hukum.  
Semarang : PT. Suryandaru   Uta- 
ma, 2005.
Yustika, Ahmad Erani. Perekonomi-
an Indonesia : Satu Dekade 
Pasca Krisis Ekonomi. Unibraw 
Malang : FE Unibraw, 2007.
Pendahuluan
Batik Indonesia merupakan wari-
san luhur budaya masyarakat Indo-
nesia yang mendapatkan pengakuan 
Unesco pada tanggal 2 Oktober 2009 
melalui pengesahan budaya takbenda 
dunia (intangible culture heritage). 
Disamping batik, produk-produk 
budaya Indonesia juga mendapat 
perhatian UNESCO dan hingga 
tahun 2014 ini antara lain keris, 
angklung, anyaman papua, tarian 
saman dan sistem irigasi pertanian 
Sabak di Bali turut juga mendapat-
kan pengakuan. Di antara matabu-
daya tersebut, batik merupakan mata 
budaya yang paling tradable (berpo-
tensi komoditas), baik dalam pasar 
lokal, nasional maupun internasio- 
nal. Selaras dengan fakta empirik 
tersebut, Unesco mengharapkan agar 
batik benar-benar beredar dalam 
pasar internasional. Sementara itu 
disisi lain, berdasarkan data (UNES-
CO, tahun 2009) di seluruh dunia ini 
setidaknya terdapat 15 negara yang 
memiliki tradisi proses rintang war- 
na. Proses tersebut di Indonesia di- 
sempurnakan dengan penggunaan 
malam dan kemudian dinamakan 
sebagai batik sebagaimana diakomo-
dir dalam Peraturan Menteri Perin-
dustrian Nomor 74 tahun 2007 
tentang batikmark” batik INDONE-
SIA”. Banyaknya negara yang me- 
miliki tradisi proses rintang warna 
tersebut membawa konsekuensi ke- 
mungkinan peredaran batik dari 
negara lain ke Indonesia dan seba- 
liknya beredarnya batik Indonesia ke 
negara lain. 
Atas keadaan tersebut, Indonesia 
sebagai anggota WTO dituntut untuk 
menyelenggarakan pasar yang adil 
artinya memberikan perlindungan 
pada batik dalam negeri sekaligus 
bersikap tidak melakukan hal yang 
merugikan bagi batik negara lain 
yang mungkin dipasarkan di Indone-
sia. Huala Adolf (2004), mengung-
kapkan bahwa pada prinsipnya ter- 
kait dengan mekanisme perdagangan 
Internasional, General Agreement on 
Tarrif and Trade (GATT) hanya 
memperkenalkan tindakan proteksi 
terhadap industri domestik melalui 
tarif (menaikkan tingkat tarif bea 
masuk) dan tidak melalui upaya- 
upaya perdagangan lainnya (non 
tarrif commercial measures). Donald 
A.Ball dan Wendel H.McCulloch 
(2000) mendeskripsikan proteksi 
atau restriksi atau hambatan dalam 
perdagangan/bisnis Internasional da- 
lam praktek bermula pada alasan 
pertahanan nasional. Industri-indus-
tri tertentu memerlukan proteksi dari 
impor karena vital bagi pertahanan 
nasional dan harus tetap diberlaku-
kan meskipun terdapat kerugian 
secara komparatif berkenaan dengan 
para pesaing luar negeri. Adapun 
alasan-alasan lain suatu negara mela- 
kukan restriksi adalah karena untuk 
melindungi industri yang baru tum- 
buh (infant industry). Alasannya, 
dalam jangka panjang, industri itu 
akan memiliki keunggulan kompara-
tif, tetapi perusahaan-perusahaan 
yang baru tumbuh tersebut memerlu-
kan proteksi terhadap impor sampai 
angkatan kerja terlatih, teknik-teknik 
produksi dikuasai dan industri ini 
sampai mencapai skala ekonomi. 
Apabila sasaran-sasaran tersebut ter- 
penuhi, proteksi impor tidak diperlu-
kan lagi. Tanpa proteksi, sebuah 
perusahaan tidak akan mampu ber- 
tahan hidup karena impor biaya 
rendah dari para pesaing asing yang 
lebih dewasa akan menjual barang- 
barang yang lebih murah daripada 
mereka di pasar lokalnya. Proteksi 
ini dimaksudkan hanya bersifat 
sementara, akan tetapi kenyataannya 
sebuah perusahaan akan jarang me- 
ngakui telah dewasa dan tidak lagi 
memerlukan bantuan. Di samping 
alasan sebagaimana disebutkan di 
atas, restriksi juga dimaksudkan 
untuk melindungi tenaga kerja 
domestik dari tenaga asing yang 
lebih murah dengan cara memban- 
dingkan tingkat upah per jam tenaga 
asing yang lebih murah dengan yang 
dibayar di negaranya.
Hambatan tersebut tidak hanya 
dibatasi sebagai hambatan dalam 
bentuk tarif (tariff barrier) saja, akan 
tetapi juga hambatan non tarif (non 
tariff barrier). Bentuk halangan 
dalam perdagangan yang menjadi 
diskursus negara-negara anggota 
WTO adalah hambatan NTB karena 
sangat rawan untuk dijadikan dalih 
melindungi produk dalam negerinya 
dengan cara-cara curang. Meskipun 
demikian, sebagai organisasi perda-
gangan dunia, World Trade Organi-
sation (WTO) telah  mengantisipasi 
kemungkinan terjadinya hal tersebut 
dengan membolehkan negara anggo-
ta untuk melindungi produk dalam 
negerinya dengan menerapkan ham-
batan dalam perdagangan produk 
sejenis dari negara lain. 
Dalam praktek perdagangan serta 
berdasarkan kesepakatan beberapa 
negara, diberlakukan technical bar- 
rier to tariff (TBT) yang merupakan 
bagian dari NTB. Beberapa bentuk 
TBT yang lazim diberlakukan dalam 
perdagangan internasional adalah 
dalam rangka pencegahan penyeba-
ran hama, penyakit, jaminan keama- 
nan pangan, obat-obatan, hasil perta-
nian dan alasan keamanan lainnya. 
Hambatan tersebut secara teknis di- 
antaranya dilakukan melalui pela-
belan produk. 
Beberapa penelitian sebelumnya 
serta telaah kritis para ahli terkait 
hambatan no tarif untuk produk 
meliputi : penelitian dengan telaah 
kepustakaan data sekunder yang 
dilakukan, pelabelan produk tektsil 
dan pakaian baru sebatas analisis 
data sekunder seperti yang dilakukan 
oleh Aswicahyono tentang produk 
Indonesia yang berpotensi beredar di 
negara-negara Asean yang menca- 
kup tekstil, pakaian, dan kulit. Di 
luar sebagaimana disebutkan di atas, 
baru diterapkan secara sangat terba-
tas yakni pelabelan pada tekstil, pa- 
kaian, travel. Pemerintah Indonesia 
melalui Peraturan Menteri Perindus-
trian Republik Indonesia Nomor 
74/M-IND/PER/9/2007 sebenarnya 
sudah menerapkan hambatan teknis 
dalam perdagangan batik dalam 
bentuk kewajiban pelabelan Batik-
mark “batik INDONESIA”. 
Ketentuan tersebut mewajibkan 
agar batik yang akan diperdagangkan 
baik dalam pasar nasional maupun 
pasar Internasional harus mencan-
tumkan label emas (gold) untuk batik 
tulis, putih untuk batik cap serta 
perak (silver) untuk batik kombinasi 
tulis dan cap. Pada tingkat lokal, 
Pemerintah Kota Pekalongan mener-
bitkan Peraturan Walikota tahun 
2014 tentang kewajiban pelabelan 
citybranding kota Pekalongan pada 
setiap produk batik buatan warga 
Pekalongan. 
      Meskipun Pemerintah sudah 
berupaya memberikan perlindungan 
melalui mekanisme tersebut, namun, 
berdasarkan temuan penelitian tahun 
2013 (Siti Nurhayati, dkk), ketentuan 
batikmark justru membebani/me-
nimbulkan resistensi bagi para peng- 
rajin dan produsen batik. Hal terse-
but dikarenakan alasan inefisiensi 
karena pembebanan biaya pendaf- 
taran untuk setiap motif yang dicip-
takannya. Sedangkan terhadap kebi-
jakan Pemerintah Pekalongan ten- 
tang pelabelan citybranding sepan-
jang pengetahuan peneliti belum 
dilakukan penelitian yang menda-
lam. Merujuk pada hal tersebut , 
menurut peneliti masih banyak hal 
mendasar terkait hambatan teknis 
yang diterapkan yang menimbulkan 
pertanyaan bagi peneliti. Bagaima- 
nakah bentuk hambatan teknis perda-
gangan yang tepat untuk batik yang 
telah mendapatkan pengakuan seba- 
gai warisan budaya sekaligus sebagai 
produk komoditas tersebut. 
Penelitian ini bertujuan untuk 
mendeskripsikan bentuk-bentuk 
hambatan teknis dalam perdagangan 
Internasional, baik hambatan dalam 
bentuk tarrif barrier (TB) maupun 
non tarrif barrier (NTB) serta me- 
nawarkan gagasan/wacana baru ten- 
tang perlindungan batik Indonesia 
melalui pelabelan (hang tag) identi-
tas budaya pada produk batik dalam 
perdagangan Internasional.
Hasil penelitian ini diharapkan 
dapat dijadikan salah satu bahan 
pertimbangan Pemerintah dalam 
mengambil kebijakan perlindungan 
produk batik dalam negeri melalui 
penerapan hambatan teknis dalam 
perdagangan batik saat menghadapi 
masuknya produk yang sama dari 
negara lain. Untuk semua pihak yang 
memiliki minat dalam bidang 
Hukum Perdagangan Internasional 
dan keilmuan terkait, hasil penelitian 
ini dapat memperluas khasanah 
tentang perkembangan bentuk ham-
batan teknis diluar yang selama ini 
dipraktikkan dalam perdagangan 
internasional.
Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan peneli-
tian hukum normatif dengan desain 
penelitan kualitatif dengan ranca- 
ngan participatory observation. Tim 
peneliti terlibat secara aktif dalam 
langsung dalam kelompok subyek/ 
informan/partisipan. Teknik peng-
umpulan data primer melalui wa- 
wancara kelompok terarah/Focus 
Group Discussion (FGD) serta peng-
umpulan data sekunder dengan 
menggunakan metode penelaahan 
pustaka tentang hambatan-hambatan 
dalam perdagangan internasional 
melalui kegiatan identifikasi peratu- 
ran Internasional maupun peraturan 
perundang-undangan di Indonesia. 
Subyek dalam penelitian ini menca- 
kup para pengrajin batik dari Peka-
longan, pelaku eksportir batik, peda-
gang kerajinan dan batik asal Austra-
lia, ahli fashion (AS) serta presiden 
Craft untuk Asia Tenggara.
Untuk menjamin keabsahan data 
yang diperoleh, peneliti menggu-
nakan teknik triangulasi sumber 
yang dilaksanakan secara langsung 
dan bersamaan dengan kegiatan 
pengumpulan data primer. Analisis 
data menggunakan model Miles dan 
Huberman yang pada prinsipnya 
dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap 
yakni reduksi atau pemilahan data 
yang diperlukan untuk menjawab 
permasalahan penelitian dengan 
membuat pemaknaan terhadap data 
yang diperoleh, display/penampilan 
data secara deskriptis serta verifi-
kasi/penarikan kesimpulan.  
Hasil Penelitian dan Pembahasan
Hasil penelitian menunjukkan, 
para pengrajin/produsen, importir, 
serta serta eksportir batik baik pada 
tingkat lokal, nasional maupun inter-
nasional menghendaki agar batik 
Indonesia yang telah mendapatkan 
pengakuan UNESCO sebagai bu- 
daya takbenda dunia harus menda- 
patkan perlindungan yang memadai 
negara penghasil batik. Bentuk 
perlindungan tersebut antara lain 
melalui pembatasan syarat-syarat 
yang ketat atas impor batik dari 
negara lain. Syarat tersebut berkaitan 
dengan identitas budaya atas produk 
dengan tujuan agar ketika produk 
sampai ke tangan pembeli maka 
mereka tidak hanya menilai batik 
sekedar produk produk fisik semata 
tetapi juga makna atau nilai yang 
terkandung didalamnya. Identitas 
tersebut antara lain  mencakup ide/ 
makna motif batik, siapa pembuat- 
nya, kapan dibuatnya serta dimana 
tempat pembuatannya.  
Secara yuridis, konsep perlindu- 
ngan (safeguarding) menurut article 
2 ayat (3) Konvensi perlindungan 
budaya takbenda diartikan sebagai: 
’…safeguarding means measures 
aimed at ensuring the viability of the 
intangible heritage including the 
identification, documentation, re- 
search, preservation, protection, 
promotion, enhancement, transmis-
sion, particulary through formal and 
non formal education, as well as the 
various aspects of such heritage”. 
Fokus utama dari safeguarding 
(perlindungan dalam arti luas) diarti-
kan sebagai langkah-langkah atau 
tindakan yang bertujuan untuk men-
jamin keberlangsungan warisan tak- 
benda yang mencakup langkah iden-
tifikasi, dokumentasi, penelitian, pe- 
lestarian, proteksi, promosi, penga- 
yaan atau pengembangan, edukasi, 
pemindahan pengetahuan baik mela- 
lui pendidikan formal maupun infor-
mal.
Sebagai produk dan identitas 
budaya, beberapa daerah yang me- 
miliki sentra batik telah mengimple-
mentasikan prinsip perlindungan 
dengan pendekatan edukasi dengan 
cara mengintegrasikan pengetahuan 
dan keterampilan membatik dalam 
kurikulum terutama pada pendidikan 
dasar. Adopsi batik dalam kurikulum 
tersebut telah dilaksanakan di Solo, 
Yogyakarta, dan Pekalongan. Di 
samping kebijakan tersebut, ma- 
sing-masing pemerintah daerah 
mengeluarkan kebijakan bahwa pada 
hari-hari tertentu, Pegawai Negeri 
Sipil (PNS), siswa sekolah mulai dari 
TK, SD, SMP, hingga SMA wajib 
mengenakan pakaian batik dengan 
motif khusus daerah. Kebijakan ini 
berimplikasi pada dikenalnya dan 
terlestarikannya motif-motif tradi- 
sional oleh masyarakat khususnya 
PNS dan murid sekolah.
Pada sisi yang lain, batik telah 
berkembang menjadi industri budaya 
dan menjadi komoditas yang tidak 
hanya diperdagangkan dalam pasar 
dalam negeri tetapi juga sudah me- 
nembus pasar luar negeri. Bersandar 
pada bentuk-bentuk perlindungan 
sebagaimana disebutkan dalam kon- 
vensi tersebut, dalam setiap negara 
yang produknya sudah masuk ko- 
moditas Internasional maka negara 
yang bersangkutan diberi keluasaan 
untuk memproteksi produk dalam 
negerinya  dengan tetap memperhati-
kan kaidah-kaidah dalam perdaga- 
ngan Internasional. 
Berkaitan dengan hal tersebut, 
menurut article 2 ayat (3) adalah pro- 
teksi yang menurut kaidah Hukum 
Perdagangan Internasional (lalu- 
lintas perdagangan Internasional) 
diakomodir dalam bentuk hambatan, 
baik dalam bentuk tarif (tarrif bar- 
rier) maupun non tarif (non tariff 
barrier) yang diberlakukan terhadap 
negara lain. Hambatan tersebut men-
cakup Anti Dumping Duties (ADD), 
Contervailing Duties (CDD), dan 
Safeguard Measures, Quota, Volun-
tary Eksport Retraint, Eksport Subsi-
dy, import ban, import lisencing, go- 
vernment procurement, dan domestic 
contents. Hambatan-hambatan dalam 
perdagangan yang bersifat non tarif 
dalam praktik dan perjanjian ber- 
bagai negara mengalami perkemba- 
ngan yang kemudian disebut sebagai 
hambatan teknis perdagangan (tech-
nical barrier to trade/TBT).  
Secara spesifik, hambataan teknis 
perdagangan diatur dalam Agree-
ment on Technical Barrier  to Trade 
yang pada pokoknya mengatur 2 
(dua ) hal yakni regulasi teknis (tech-
nical regulation) dan standar/acuan 
baku termasuk pengemasan, penem-
patan merek, persyaratan pelabelan, 
persyaratan karakteristik produk, 
inspeksi, dan prosedur.
Donald A.Ball dan Wendel H. 
McCulloch (2000), restriksi dikate-
gorikan menjadi 2 (dua) jenis yakni 
restriksi dalam bentuk tarif dan res- 
triksi/hambatan dalam bentuk non 
tarif. Hambatan-hambatan dalam 
bentuk tarif meliputi bea impor (ad 
valorem, spesifik, majemuk, dan pa- 
jak variabel). Sedangkan restriksi 
dalam bentuk non tarif meliputi ham-
batan non tarif kuantitatif dan non 
kuantitatif. Hambatan non tarif kuan-
titatif mencakup kuota tingkat tarif, 
global, diskriminatif, pembatasan 
ekspor sukarela, dan peraturan tertib 
pemasaran. Hambatan non tarif non 
kuantitatif meliputi partisipasi Peme- 
rintah langsung dalam perdagangan, 
prosedur kepabeanan dan adminis-
tratif lainnya serta standar-standar. 
Partisipasi Pemerintah langsung be- 
rupa subsidi, membeli di dalam ne- 
geri, lisensi impor, manipulasi kurs, 
dan kandungan lokal. Prosedur kepa- 
beanan dan administratif lainnya 
meliputi klasifikasi tarif, persyaratan 
dokumentasi, dan evaluasi produk. 
Standar-standar meliputi kesehatan, 
keselamatan dan kualitas produk, 
kemasan dan pemberian label, serta 
metode pengetesan produk. Bentuk- 
bentuk hambatan dalam perdagangan 
terangkum dalam tabel berikut :
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Keberadaan BUMN di Indonesia 
sebagai salah satu pelaku ekonomi 
(badan usaha) di Indonesia sangat 
penting untuk menunjang pemba- 
ngunan ekonomi nasional. Kegiatan 
BUMN pada dasarnya untuk mem-
bantu kebutuhan masyarakat Indone-
sia di segala bidang, agar kesejahte- 
raan masyarakat lebih terjamin dan 
tidak tergantung pada produk luar 
negeri. Seiring dengan perkemba- 
ngan ekonomi dunia yang semakin 
maju, dibutuhkan kompetisi dan 
efektivitas badan usaha BUMN. 
Proses restrukturisasi sangat dibu-
tuhkan untuk perbaikan manajemen 
internal sebuah perusahaan khusus- 
nya BUMN. Demikian pula privati-
sasi yang dilakukan dengan proses 
yang sehat dan tujuan yang jernih 
sesuai dengan maksud dilakukannya 
privatisasi dalam Undang Undang 
Nomor 19 Tahun 2003 tentang Ba- 
dan Usaha Milik Negara (UU 
BUMN) Pasal 74 ayat (1) yang men-
jelaskan : 
"Privatisasi dilakukan dengan 
maksud untuk :
a. Memperluas kepemilikan ma- 
syarakat atas persero ;
b. Meningkatkan efisiensi dan pro- 
duktivitas perusahaan ;
c. menciptakan struktur keuangan 
dan manajemen keuangan yang 
baik/kuat;
d. Menciptakan struktur industri 
yang sehat dan kompetitif ;
e. Menciptakan persero yang ber- 
daya saing dan berorientasi glo- 
bal;
f. Menumbuhkan iklim usaha, eko- 
nomi makro, dan kapasitas 
pasar.”
Proses privatisasi yang dilakukan 
dengan mengindahkan ketentuan 
Pasal di atas akan menciptakan peru-
sahaan BUMN tetap eksis dan dapat 
berusaha untuk kepentingan bersama 
memenuhi kebutuhan negara dan 
masyarakat banyak. Kebijakan pri- 
vatisasi BUMN yang dilakukan Pe- 
merintah Indonesia selama ini men-
jadi masalah fundamental terutama 
bagi kehidupan masyarakat di Indo-
nesia. 
Kondisi dan Aspek Historis 
BUMN di Indonesia.
Pendirian Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN) di Indonesia diawa-
li oleh aspek historis pasca kemer- 
dekaan Tahun 1945. Tujuannya ada- 
lah untuk memenuhi kebutuhan 
dasar dan kesejahteraan masyarakat 
Indonesia. Ditambah lagi oleh kondi-
si riil Indonesia pada saat itu, yang 
hanya memiliki sumber daya alam 
(SDA) yang melimpah dan sumber 
daya manusia (SDM), sedangkan 
teknologi dan sumber daya modal 
untuk menggarap SDA belum terse-
dia maksimal.
Pada saat dibentuknya UUD 1945 
khususnya Pasal 33, ada orientasi 
filosofis yang salah satunya adalah 
agar negara/pemerintah mengambil 
peran aktif dengan cara membentuk 
badan usaha yang disebut BUMN. 
Negara diharapkan mendominasi 
peran terhadap segala aspek kebija-
kan ekonomi dan hukum untuk men-
stabilisasi kondisi pembangunan 
Indonesia. Selama Pasal 33 tetap 
tertera di konstitusi UUD 1945, 
negara masih tetap akan mengambil 
peran dalam kegiatan ekonomi 
(Riant  et.all, 2008:58).
Peran negara dalam kegiatan 
ekonomi pasca kemerdekaan dida- 
sarkan pada beberapa pertimbangan 
yaitu :
a) Keadaan negara yang baru merde-
ka terlepas dari penjajahan fisik 
sehingga belum memiliki social 
overhead capital;
b) Besarnya kerugian yang ditang- 
gung Indonesia akibat peperan-
gan;
c) Terpinggirkannya pengusaha pri- 
bumi oleh pengusaha keturunan 
Arab, Cina, dan Eropa (Rian 
et.all, 2008:3-4).
Strategi negara untuk mengambil 
peran tersebut dilakukan dengan cara 
menasionalisasi beberapa perusa-
haan asing terutama perusahaan 
Belanda yang banyak menguasai 
bidang infrastruktur, di antaranya :
1) Bidang Telekomunikasi. Post, 
Telegraph en Telephone Dienst 
dinasionalisasi menjadi Jawatan 
Pos, Telegraph, dan Telepon 
(JPTT). Pada Tahun 1961 JPTT 
diubah menjadi Perusahaan Ne- 
gara Pos Giro dan Telekomunika-
si (PN Postel. Pada Tahun 1965 
PN Postel dipecah menjadi dua 
perusahaan yaitu Perusahaan Pos 
dan Giro (PN Pos dan Giro), dan 
Perusahaan Negara Telekomuni-
kasi (PN Telekomunikasi). Pada 
Tahun 1974 PN Telekomunikasi 
distandarisasi menjadi Perusa-
haan Umum Telekomunikasi (Pe- 
rumtel) yang bergerak di bidang 
jasa telekomunikasi dalam jang-
kauan nasional dan internasional. 
Perumtel kemudian disesuaikan 
lagi menjadi Perusahaan Perse-
roan (Persero) yang dibagi dua 
yaitu PT Telekomunikasi (dising-
kat PT Telkom) yang bergerak di 
bidang jasa telekomunikasi dalam 
negeri, dan PT Indosat yang 
bergerak di  bidang jasa teleko-
munikasi luar negeri.
2) Bidang Transportasi. Batavie Ver- 
keers Mij dan Deli Spoorweg Mij, 
dinasionalisasi menjadi Djawatan 
Kereta Api (DKA); KLM dinasi-
onalisasi menjadi Garuda Indone-
sia Airways.
Ternyata kebijakan nasionalisasi 
pemerintahan Soekarno secara eko- 
nomis belum efektif karena tidak 
didukung tersedianya dana yang 
cukup yang dimiliki pemerintah 
Indonesia. Terbukti kebijakan nasio- 
nalisasi justru menambah beban 
anggaran ekonomi negara untuk 
memenuhi kebutuhan perusahaan 
BUMN sehingga APBN menjadi 
membengkak. Pada tahun 1961 terja-
di krisis pangan akibat gagal panen 
besar-besaran dan tidak tercukupinya 
stok impor beras. Inflasi mencapai 
95 %, dan  tahun 1965 inflasi bertam-
bah menjadi 605%. Upaya untuk 
mengatasi hiperinflasi, pemerintah 
mengeluarkan Penetapan Presiden 
Nomor 27 Tahun 1965 tertanggal 13 
Desember 1965. Kondisi ini bertam-
bah buruk waktu pemerintahan 
Soeharto yang dikenal orde baru 
baru terbentuk.
Pemerintahan Soeharto lebih 
cenderung menerapkan asas ekono- 
mi pragmatis artinya tindakan eko- 
nomi politik pemerintah menitikbe- 
ratkan pada unsur kemanfaatan yang 
dilakukan oleh para teknokrat yang 
sebagian besar bermazhab pada 
ekonomi liberal seperti Ali Wardha-
na, Widjoyo Nitisastro, Emil Salim, 
dan yang lain serta didukung oleh 
militer. Kebijakan pemerintah mulai 
open terhadap arus modal asing 
khususnya negara barat. Peran nega- 
ra dalam kegiatan ekonomi mulai 
dikurangi dan menyerahkan seba- 
giannya pada peran sektor swasta. Di 
bidang perundang-undangan keluar 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1967 tentang Penanaman Modal 
Asing dan diubah menjadi Undang- 
Undang Nomor 11 Tahun 1970 
tentang Perubahan dan Penambahan 
Undang-Undang  Penanaman Modal 
Asing, dan  Undang-Undang Nomor  
6 Tahun 1968 tentang Penanaman 
Modal Dalam Negeri dan diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 1970 tentang Perubahan dan 
Penambahan Undang-Undang  Pena-
naman Modal Dalam Negeri, yang 
saat ini sudah diganti dengan UU 
Penanaman Modal yang baru yaitu 
UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal (UU PM).
Kebijakan pemerintah orba yang 
terlalu lentur pada kegiatan ekonomi 
nasional khususnya pengontrolan 
yang lemah pada arus modal asing 
dan penekanan pada ekonomi makro 
versi liberal menyebabkan membe-
sarnya tindakan pinjaman/hutang 
yang sebagian besar dilakukan oleh 
pengusaha swasta. Pinjaman ke luar 
negeri yang sangat besar dan tidak 
bisa dibayarkan sampai jatuh tempo, 
berakibat pada aksi besar-besaran 
masyarakat Indonesia untuk membe-
li/menukarkan mata uang rupiah ke 
mata uang asing terutama dollar, 
yang akhirnya krisis moneter (eko- 
nomi) dan krisis kepercayaan ma- 
syarakat pada pemerintah orba terja-
di (pada tahun 1997). 
Eksistensi BUMN dari sisi mana-
jemen struktural (di masa orba) ada 
peningkatan dibandingkan dengan 
masa Soekarno. Salah satunya ada- 
lah dibentuknya kementerian khusus 
di bidang pengelolaan BUMN yang 
sekaligus merangkap ketua dewan 
pengelolaan BUMN. Penguasaan 
orang-orang profesional dalam struk-
tur internal perusahaan BUMN mulai 
diusahakan (meskipun background 
keilmuannya berkiblat ke negara 
barat) untuk membangun  BUMN 
yang mampu berdaya saing global.
Di masa pasca orba yang dikenal 
dengan masa reformasi, kegiatan dan 
keberadaan BUMN sudah mulai 
tertata. Orientasi instan birokrasi 
untuk mendapatkan keuntungan se- 
cepat mungkin dan semudah mung- 
kin masih tidak bisa dihilangkan, 
sebagai contoh divestasi (dalam 
rangka privatisasi) sebagian saham 
PT. Telkom dan PT. Indosat ke inves-
tor asing yang sarat kepentingan 
ekonomi birokrasi pemerintahan.
BUMN  dan Privatisasi  di Indone-
sia.
Konsep privatisasi dalam dua 
puluh lima tahun terakhir dan ke 
depan akan tetap menjadi ikon 
peradaban perekonomian di dunia. 
Privatisasi menjadi terkenal setelah 
batas negara semakin melemah da- 
lam aktivitas perekonomian dunia. 
Kegiatan pelaku ekonomi baik se- 
cara individual maupun kelompok 
badan usaha merubah skat negara 
sehingga yang akan terjadi ke depan 
adalah kompetensi fungsional antar 
para pelaku ekonomi.
Ada banyak pendapat tentang 
pengertian privatisasi, di antaranya :
1) Pendapat dari Joseph Stiglitz 
(mantan presiden bank dunia) 
(Rian et.all, 2008:58)
  “Privatisasi merupakan lawan 
dari nasionalisasi. Privatisasi di- 
sebut sebagai proses konversi dari 
perusahaan negara menjadi peru-
sahaan swasta, sedangkan nasio- 
nalisasi adalah proses pengkon-
versian perusahaan swasta 
(private enterprise) menjadi peru-
sahaan negara (public enter-
prise).”  
2) Pendapat Revrisond Baswir 
(Revrisond & Gatut, 2008:75)
 “Privatisasi difahami sebagai se- 
buah proses sistematis untuk me- 
mindahkan status kepemilikan 
BUMN/kekayaan publik dari se- 
luruh anggota masyarakat kepada 
para pemilik modal/swasta.” 
3) Bunyi ketentuan Undang Undang 
RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang 
Badan Usaha Milik Negara  
(Pasal 1 angka 12 UU BUMN)
 “Privatisasi adalah penjualan sa- 
ham Persero, baik sebagian mau- 
pun seluruhnya, kepada pihak lain 
dalam rangka meningkatkan ki- 
nerja dan nilai perusahaan, mem-
perbesar manfaat bagi negara dan 
masyarakat, serta memperluas 
pemilikan saham oleh masya- 
rakat.”
5) Pendapat Bacelius Ruru (Barce-
lius Ruru dalam K. Hadi et.all, 
1997:324)
 “Privatisasi tidak harus diartikan 
mengalihkan saham BUMN pada 
swasta melalui Go publik, me- 
lainkan termasuk juga upaya lain 
yang bertujuan untuk mengikut-
sertakan swasta masuk ke dalam 
BUMN melalui bagun operasikan 
dan alihkan (build operate and 
transfer/BOT), bangun operasi- 
kan dan miliki (build operate and 
owned/BOO), kontrak manaje-
men, kerjasama operasi dan 
penjualan saham pada partner 
strategis (direct placement).” 
Privatisasi (dalam arti sempit) 
juga dikenal dengan denasionalisasi, 
artinya mendivestasi aset atau saham 
perusahaan negara ke pihak swasta. 
Kejanggalan yang akan timbul ada- 
lah perusahaan negara yang mana 
yang diperbolehkan didivestasi ke 
pihak swasta terutama pada pihak 
asing. Apakah perusahaan negara 
yang bergerak di bidang produksi 
yang penting bagi negara dan me- 
nguasai hajat hidup orang banyak, 
(sesuai dengan amanah yang ada 
dalam Pasal 33 UUD 1945) termasuk 
yang boleh dikuasai oleh swasta 
khususnya investor asing. Kondisi 
ini akan menjadi masalah bagi Indo-
nesia, karena pemerintah Indonesia 
masih ragu dalam menetapkan indi- 
kator perusahaan negara sesuai de- 
ngan konstitusi UUD 1945. Meski-
pun sudah ada ketentuan tentang 
negative list bidang usaha bagi 
investor asing, akan tetapi khusus 
tentang penerapan Pasal 33  UUD 
1945 masih multipretatif.  
Privatisasi (dalam arti yang lebih 
luas) menempatkan denasionalisasi 
sebagai salah satu unsur. Unsur yang 
lain adalah pengalihan fungsi dari 
sektor publik ke sektor swasta. 
Setelah adanya proses divestasi 
aset/saham perusahaan negara ke 
sektor swasta, sudah tentu diikuti 
oleh proses pengalihan peran dalam 
struktur manajemen perusahaan. Be- 
rarti dalam konteks ini, dua unsur 
tersebut menjadi satu kesatuan dalam 
konsep privatisasi. 
Beberapa tujuan privatisasi 
adalah untuk memberikan kontribusi 
finansial pada negara dan badan 
usaha, mempercepat penerapan prin-
sip good corporate governance, 
membuka akses ke pasar internasio- 
nal, serta alih teknologi dan transfer 
best practice pada badan usaha (Rian 
et.all, 2008:58).
 UU BUMN merumuskan dalam 
Pasal 74 ayat (2) Yaitu : 
 ”Privatisisasi dilakukan dengan 
tujuan untuk meningkatkan kiner-
ja dan nilai tambah perusahaan 
dan meningkatkan peran serta 
masyarakat dalam pemilikan sa- 
ham persero. ”
Tujuan alamiah yang terjadi da- 
lam privatisasi akhirnya memuncul-
kan pendapat dari Mayer dan Kay 
Biskop, yang membagi ke dalam tiga 
dimensi penjelasan, di antaranya :
(1) Alasan keuangan (finance). Priva-
tisasi BUMN dilakukan sebagai 
salah satu profit center bagi 
pemerintah untuk dapat memberi-
kan kontribusi positif pengem-
bangan perekonomian nasional; 
(2) Alasan informasi (information). 
Privatisasi diharapkan dapat 
mempermudah informasi antara 
manajemen perusahaan dengan 
para pihak agar lebih transparan;
(3) Alasan pengendalian (control). 
Privatisasi dapat mengurangi 
intervensi yang berlebihan dari 
pemerintah dan para politisi 
sehingga dapat mengurangi biaya 
komisi (agency cost). (Rian et.all, 
2008:71)
Perspektif  internal manajemen 
perusahaan, kebijakan privatisasi 
bertujuan :
(a) Memperoleh investor strategis 
sehingga dapat memacu kinerja 
manajemen terutama terkait de- 
ngan kemampuan teknis, mar-
keting, dan managerial skill;
(b) Memperoleh cash inflows untuk 
kepentingan infrastruktur teleko-
munikasi;
(c) Akselerasi akses teknologi tele- 
komunikasi dan metode pengo- 
perasiannya;
(d) Keterbukaan perusahaan publik 
diharapkan dapat mempercepat 
proses perubahan dan memini-
malkan pengaruh birokrasi (Rian 
et.all, 2008:71).
  
Penjelasan di atas menggambar-
kan bahwa privatisasi merupakan 
kebijakan pemerintah/publik yang 
diambil bersama dengan manajemen 
internal BUMN dengan maksud dan 
tujuan untuk melakukan divestasi 
atau mengalihkan kendali perusa-
haan publik ke pihak swasta agar 
terjadi efisiensi perusahaan dan da- 
pat membantu perekonomian nasio- 
nal.  
Manfaat kebijakan privatisasi 
dapat digolongkan menjadi dua 
bagian pokok yaitu :
(1) Manfaat dalam skala makro 
dalam lingkup perekonomian 
nasional.
Manfaat privatisasi dilihat 
dari sisi yang lebih luas, di 
antaranya: pertama, untuk mem- 
bantu pemerintah (Indonesia) 
mendapatkan dana bagi realisasi 
pembangunan, baik dalam ben- 
tuk pajak maupun bentuk devi-
den perusahaan; Kedua, dapat 
mendorong perkembangan pasar 
modal di Indonesia; Ketiga, 
Sebagai pengganti dari kewa-
jiban pemerintah tentang setoran 
tambahan modal seperti pemba-
yaran angsuran/setoran pinja-
man pemerintah ke luar negeri 
dan menutupi defisit anggaran 
APBN; 
(2)  Manfaat dalam skala mikro.
Artinya upaya peningkatan 
kinerja internal perusahaan 
BUMN seperti: pertama, mem-
bentuk struktur modal yang lebih 
baik bagi perusahaan (capital 
restructuring) misalkan privati-
sasi melalui penerbitan saham 
baru agar perusahaan dapat men-
cukupi kebutuhan modal sendiri; 
kedua, terciptanya tata kelola pe- 
rusahaan yang transparan (good 
corporate governance); ketiga, 
diharapkan dapat meningkatkan 
efisiensi dan produktivitas peru-
sahaan; keempat, dengan ada- 
nya peralihan pengelolaan peru-
sahaan dari publik ke sektor 
swasta, ada penyegaran dan 
inovasi baru dalam pengelolaan 
lingkungan internal perusahaan.
Kebijakan privatisasi di Indonesia 
menjadi konsumsi isu politik publik 
yang sangat masif. Penyebabnya 
adalah pertama, privatisasi diiden-
tikkan dengan divestasi sebagian 
besar saham BUMN ke investor 
asing, sedangkan investor dalam 
negeri selalu terkesampingkan. Aki- 
batnya adalah kebijakan privatisasi 
disebut sebagai kebijakan yang me- 
rubah perusahaan negara menjadi 
perusahaan asing; kedua, banyaknya 
intervensi yang kuat dari lembaga 
ekonomi asing seperti IMF, World 
Bank, dan lembaga lain ; ketiga, 
kebijakan privatisasi dijadikan alter-
natif solutif yang baik oleh birokrasi 
untuk mengatasi masalah di BUMN; 
keempat, dana dari hasil privatisasi 
dengan cara divestasi, banyak yang 
menguap ke pihak dan lembaga yang 
kurang representatif.
Masalah lain yang menjadi rumit 
adalah beberapa pertimbangan klasik 
dari pemerintah dan birokrasi BU 
MN dalam melakukan kebijakan 
privatisasi, di antaranya :
a) Kurang kompetitifnya kualitas 
produk yang dihasilkan oleh 
perusahaan BUMN dibandingkan 
dengan perusahaan swasta;
b) Pertimbangan untuk mengatasi 
masalah di perusahaan seperti 
produktivitas rendah, terlalu ba- 
nyak karyawan, dan inefisiensi;
c) Kurang cepatnya birokrasi BU 
MN untuk mencari solusi yang 
terjadi di internal perusahaan;
d) Kebijakan meminjam/hutang un- 
tuk  menutupi kerugian yang terus 
menerus, tanpa alternatif yang 
lain;
e) Kurang bebasnya birokrasi di 
internal BUMN dalam mengam-
bil kebijakan solutif, dikarenakan 
intervensi berlebihan dari peme- 
rintah;
f) Adanya regulasi dan legislasi 
yang mengatur BUMN yang 
cenderung kurang konsisten;
g) Visi dan tujuan BUMN yang 
saling kurang searah seperti 
antara kepentingan masyarakat 
dan kepentingan memperoleh 
profit;
h) Tetap suburnya praktek suap/ko-
rupsi untuk kepentingan tertentu. 
Semua masalah tersebut perlu 
diperhatikan dan dicari solusi 
yang tepat untuk mengatasi per- 
baikan struktur internal dan ke- 
giatan perusahaan ke depan.
Masalah di atas menjadikan kebi-
jakan privatisasi tampak sangat ne- 
gatif di mata masyarakat Indonesia. 
Konsep privatisasi dalam perspektif 
kebijakan yang positif seperti me- 
nempatkan kebijakan tersebut seba- 
gai salah satu alternatif akhir dari 
sekian cara yang telah dilakukan 
untuk penyehatan perusahaan dan 
semata-mata untuk kepentingan 
negara serta masyarakat tentu akan 
timbul kesan lain yang sangat positif.
Pada dasarnya pelaksanaan priva-
tisasi di lingkungan BUMN dilaku-
kan salah satunya adalah untuk me- 
ngundang para investor swasta baik 
asing maupun lokal berpartisipasi di 
kegiatan BUMN. Orientasi tersebut 
sesuai dengan tujuan privatisasi yang 
paling umum di beberapa negara 
maju yaitu demokratisasi kepemi-
likan (creating a share owning 
democracy). Penyebaran penguasaan 
saham di perusahaan BUMN dapat 
mencegah terjadinya dominasi ber- 
lebihan pada satu pelaku usaha/satu 
kelompok, inefektivitas perusahaan, 
terjadinya KKN di lingkungan mana-
jemen perusahaan, dan persaingan 
usaha tidak sehat.
Prinsip demokratisasi kepemi-
likan di BUMN juga harus memper-
hatikan kategori perusahaan BUMN 
yang diperbolehkan untuk diprivati-
sasi dan jumlah maksimal saham 
yang boleh dikuasai oleh swasta 
sesuai dengan konstitusi negara dan 
peraturan peundang-undangan di 
Indonesia. Batasan tersebut diperlu-
kan agar sektor-sektor badan usaha 
yang strategis bagi negara dan 
menyentuh kehidupan masyarakat, 
tetap terpelihara untuk keberlangsu- 
ngan serta kepentingan nasional dan 
kesejahteraan masyarakat.
Privatisasi BUMN Indonesia 
mulai dilaksanakan pada saat PT 
Semen Gresik (Tahun 1991) melepas 
sebagian sahamnya sebanyak 27 % 
di pasar modal. Setelah privatisasi 
tahun 1991 kemudian disusul dengan 
privatisasi BUMN yang lain seperti 
PT Indosat, PT Tambang Timah, PT 
Telkom, PT BNI.
 
Strategi  Privatisasi  Ideal  di Indo-
nesia.
Pelaksanaan privatisasi BUMN di 
berbagai negara, tidak dapat terhin- 
darkan lagi sebagai dampak dan 
proses interaksi masyarakat dunia 
yang semakin meningkat. Pesatnya 
kemajuan ilmu pengetahuan dan 
teknologi, akan terus mendorong 
pola kehidupan masyarakat yang 
serba industrialis (Jimly, 1998:24). 
Praktek privatisasi dilatarbelakangi 
dengan misi yang berbeda-beda 
sesuai dengan kebutuhan dan kondisi 
suatu negara. Misi tersebut dapat 
berupa orientasi idiologi, demokrati-
sasi kepemilikan perusahaan, 
efisiensi perusahaan, sampai pada 
aspek ekonomis yaitu pencarian dana 
untuk pembangunan nasional. Esensi 
privatisasi pada dasarnya adalah 
upaya restrukturisasi perusahaan 
yang dimiliki negara (BUMN) agar 
menjadi perusahaan yang sehat, 
efisien, dan mampu berkompetisi 
dalam pasar global (Safri, 2007:15). 
Privatisasi memiliki empat macam 
fungsi, yang perlu diperhatikan oleh 
pemerintah Indonesia, di antaranya : 
pertama, fungsi korporasi yaitu agar 
BUMN dapat sejajar dengan perusa-
haan yang sudah maju; kedua, fungsi 
kompetisi maksudnya perusahaan 
BUMN harus mampu berkompetitif 
secara sehat dengan perusahaan lain; 
ketiga, fungsi regulasi artinya mem-
bentuk kebijakan yang membuka 
akses pada para pelaku usaha lain 
untuk berpartisipasi di kegiatan 
BUMN; dan keempat, fungsi budget-
er dimaksudkan agar hasil privatisasi 
dapat membantu menyediakan dana 
untuk pengembangan perusahaan 
dan membantu pendapatan negara 
(Safri, 2007:15).
Privatisasi di Indonesia, sudah 
cukup lama dilakukan yaitu sejak 
tahun 1991 dengan tujuan utamanya 
agar dapat membantu pendapatan 
bagi negara (APBN). Pada hakikat- 
nya, privatisasi di Indonesia tidak 
dilarang oleh Undang-Undang se- 
panjang tidak bertentangan dengan 
ketentuan Undang-Undang dan UUD 
1945. Seringkali dalam praktiknya 
pelaksanaan privatisasi BUMN di 
Indonesia, kurang sesuai dengan 
ketentuan Undang-Undang dan rne- 
ngindikasikan adanya market failure 
yang ditandai dengan :
a) Inefficiency, maksudnya setelah 
pnvatisasi dilakukan, ternyata 
hasilnya tidak mengalami peruba-
han atau tujuan untuk efisiensi 
tidak tercapai;
b) Assymetric Information, artinya 
informasi pasar terkait dengan 
pelaksanaan privatisasi tidak 
akurat sehingga ada banyak pihak 
yang merasa dirugikan seperti 
penentuan harga dan lainnya;
c) Social Cost. Privatisasi yang 
terjadi justru menimbulkan di- 
mensi sosial yang tinggi. Pihak 
swasta asing kurang mengindah-
kan aspek sosial yang terkait 
dengan kehidupan dan kebutuhan 
masyarakat;
d) Intervensi pemerintah. Faktor lain 
yang dapat mengganggu adalah 
adanya intervensi politik dari 
pemerintah dan lembaga lain 
seperti DPR serta berbagai pihak 
sehingga privatisasi tidak efektif.
Upaya untuk mencari dan menen-
tukan privatisasi BUMN yang ideal 
dilaksanakan di Indonesia dibutuh-
kan pemahaman dan kehati-hatian 
untuk memutuskan. Ada banyak 
metode privatisasi yang dikenal, 
yang setiap metode ada kelebihan 
dan sekaligus kekurangannya. Bebe- 
rapa metode tersebut adalah privati-
sasi melalui/pm pasar modal, pm 
private placement oleh investor 
dalam negeri/DN dengan penyertaan 
modal di bawah 50 % atau di atas 50 
%, pm private placement oleh inves-
tor asing/IA dengan penyertaan 
modal di bawah 50 % atau di atas 50 
%, public offering, private sale, new 
private investment, sale of assets, 
fragmentation, management/employ-
ee buy qut, kontrak manajemen, 
kontrak/sewa aset, Iikuidasi, initial 
public offering (IPO), right issue 
(RI), strategic sales (SS), dan other 
private offering. 
Menurut UU BUMN pada Pasal 
78 dijelaskan juga mengenai bebera-
pa cara pelaksanaan privatisasi yaitu:
“Privatisasi dilaksanakan dengan 
cara:
a. Penjualan saham berdasarkan ke- 
tentuan pasar modal;
b. Penjualan saham langsung kepada 
investor;
c. Penjualan saham kepada manaje-
men dan/atau karyawan yang ber- 
sangkutan.”
Penjelasan yang sama juga di- 
gambarkan oleh Peraturan Pemerin-
tah Nomor 33 Tahun 2005 tentang 
Tata Cara Privatisasi Perusahaan 
Perseroan. Dijelaskan dalam Pasal 5 
ayat (1) PP Nomor 33 Tahun 2005 
tentang Tata Cara Privatisasi Perusa-
haan Perseroan, yang mengelompok-
kan tiga macam sama dengan keten-
tuan di dalam UU BUMN. Hal terse-
but senada dengan ulasan Udin 
Silalahi (Silalahi, 2007:18-25).
Gambaran dan beberapa jenis 
metode privatisasi di atas, dapat 
ditentukan penerapan privatisasi 
BUMN yang ideal untuk BUMN 
Indonesia. Riant Nugroho menya-
takan bahwa yang ideal metode 
privatisasi di Indonesia menggu-
nakan metode Private Placement 
oleh investor asing dengan penyerta-
an modal di atas 50 %, dengan 
pertimbangan; pertama, mampu me- 
ningkatkan kinerja BUMN; kedua, 
mampu menerapkan prinsip good 
governance; ketiga, mampu mening-
katkan akses ke pasar internasional; 
keempat, ada transfer ilmu pengeta-
huan dan teknologi; kelima, ada 
perubahan budaya kerja; dan 
keenam, memberikan kontribusi 
untuk menutup defisit APBN (Rian 
et.all,2008:198-199). Pendapat Riant 
tersebut perlu pertimbangan yang 
matang terhadap kondisi dan status 
BUMN pasca privatisasi. Partisipasi 
investor asing melebihi 50 % saham 
di BUMN Indonesia, pada umumnya 
sudah secara langsung dapat mengu-
bah pengendalian BUMN dan peru-
bahan status BUMN.
Privatisasi BUMN yang paling 
strategis/ideal diterapkan di Indone-
sia sangat relatif. Ada banyak faktor 
yang harus diperhatikan sebelum 
BUMN diprivatisasi, di antaranya :
a) Tujuan dilaksanakannya privatisa-
si;
b) Jenis BUMN yang akan diprivati-
sasi;
c) Keadaan/kondisi BUMN men-
jelang pelaksanaan privatisasi; 
dan
d) Situasi sosial politik dan ekonomi 
negara dan masyarakat pada saat 
akan dilaksanakannya privatisasi.
Faktor tersebut akan sangat 
menentukan pada jenis metode yang 
paling baik dan strategis bagi peme- 
rintah dan manajemen BUMN untuk 
menentukan privatisasi BUMN yang 
ada tanpa melanggar ketentuan pera-
turan perundang-undangan dan ke- 
pentingan nasional.
Simpulan
1) Pelaksanaan privatisasi BUMN 
Indonesia, harus memperhatikan 
strategi yang sesuai dengan 
kondisi, kategori, dan tujuan 
BUMN. 
2) Perlu ada keseimbangan untuk 
menerapkan fungsi privatisasi 
seperti fungsi regulasi, kompetisi, 
budgeter, dan korporasi, agar 
tidak tercipta kesan dari berbagai 
kalangan di masyarakat bahwa 
privatisasi BUMN dilakukan 
hanya untuk menjalankan fungsi 
budgeter semata.
3) Privatisasi perlu memperhatikan 
aspek kepentingan negara (bukan 
pemerintah) dan aspek sosial 
kemasyarakatan.
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Pendahuluan
Batik Indonesia merupakan wari-
san luhur budaya masyarakat Indo-
nesia yang mendapatkan pengakuan 
Unesco pada tanggal 2 Oktober 2009 
melalui pengesahan budaya takbenda 
dunia (intangible culture heritage). 
Disamping batik, produk-produk 
budaya Indonesia juga mendapat 
perhatian UNESCO dan hingga 
tahun 2014 ini antara lain keris, 
angklung, anyaman papua, tarian 
saman dan sistem irigasi pertanian 
Sabak di Bali turut juga mendapat-
kan pengakuan. Di antara matabu-
daya tersebut, batik merupakan mata 
budaya yang paling tradable (berpo-
tensi komoditas), baik dalam pasar 
lokal, nasional maupun internasio- 
nal. Selaras dengan fakta empirik 
tersebut, Unesco mengharapkan agar 
batik benar-benar beredar dalam 
pasar internasional. Sementara itu 
disisi lain, berdasarkan data (UNES-
CO, tahun 2009) di seluruh dunia ini 
setidaknya terdapat 15 negara yang 
memiliki tradisi proses rintang war- 
na. Proses tersebut di Indonesia di- 
sempurnakan dengan penggunaan 
malam dan kemudian dinamakan 
sebagai batik sebagaimana diakomo-
dir dalam Peraturan Menteri Perin-
dustrian Nomor 74 tahun 2007 
tentang batikmark” batik INDONE-
SIA”. Banyaknya negara yang me- 
miliki tradisi proses rintang warna 
tersebut membawa konsekuensi ke- 
mungkinan peredaran batik dari 
negara lain ke Indonesia dan seba- 
liknya beredarnya batik Indonesia ke 
negara lain. 
Atas keadaan tersebut, Indonesia 
sebagai anggota WTO dituntut untuk 
menyelenggarakan pasar yang adil 
artinya memberikan perlindungan 
pada batik dalam negeri sekaligus 
bersikap tidak melakukan hal yang 
merugikan bagi batik negara lain 
yang mungkin dipasarkan di Indone-
sia. Huala Adolf (2004), mengung-
kapkan bahwa pada prinsipnya ter- 
kait dengan mekanisme perdagangan 
Internasional, General Agreement on 
Tarrif and Trade (GATT) hanya 
memperkenalkan tindakan proteksi 
terhadap industri domestik melalui 
tarif (menaikkan tingkat tarif bea 
masuk) dan tidak melalui upaya- 
upaya perdagangan lainnya (non 
tarrif commercial measures). Donald 
A.Ball dan Wendel H.McCulloch 
(2000) mendeskripsikan proteksi 
atau restriksi atau hambatan dalam 
perdagangan/bisnis Internasional da- 
lam praktek bermula pada alasan 
pertahanan nasional. Industri-indus-
tri tertentu memerlukan proteksi dari 
impor karena vital bagi pertahanan 
nasional dan harus tetap diberlaku-
kan meskipun terdapat kerugian 
secara komparatif berkenaan dengan 
para pesaing luar negeri. Adapun 
alasan-alasan lain suatu negara mela- 
kukan restriksi adalah karena untuk 
melindungi industri yang baru tum- 
buh (infant industry). Alasannya, 
dalam jangka panjang, industri itu 
akan memiliki keunggulan kompara-
tif, tetapi perusahaan-perusahaan 
yang baru tumbuh tersebut memerlu-
kan proteksi terhadap impor sampai 
angkatan kerja terlatih, teknik-teknik 
produksi dikuasai dan industri ini 
sampai mencapai skala ekonomi. 
Apabila sasaran-sasaran tersebut ter- 
penuhi, proteksi impor tidak diperlu-
kan lagi. Tanpa proteksi, sebuah 
perusahaan tidak akan mampu ber- 
tahan hidup karena impor biaya 
rendah dari para pesaing asing yang 
lebih dewasa akan menjual barang- 
barang yang lebih murah daripada 
mereka di pasar lokalnya. Proteksi 
ini dimaksudkan hanya bersifat 
sementara, akan tetapi kenyataannya 
sebuah perusahaan akan jarang me- 
ngakui telah dewasa dan tidak lagi 
memerlukan bantuan. Di samping 
alasan sebagaimana disebutkan di 
atas, restriksi juga dimaksudkan 
untuk melindungi tenaga kerja 
domestik dari tenaga asing yang 
lebih murah dengan cara memban- 
dingkan tingkat upah per jam tenaga 
asing yang lebih murah dengan yang 
dibayar di negaranya.
Hambatan tersebut tidak hanya 
dibatasi sebagai hambatan dalam 
bentuk tarif (tariff barrier) saja, akan 
tetapi juga hambatan non tarif (non 
tariff barrier). Bentuk halangan 
dalam perdagangan yang menjadi 
diskursus negara-negara anggota 
WTO adalah hambatan NTB karena 
sangat rawan untuk dijadikan dalih 
melindungi produk dalam negerinya 
dengan cara-cara curang. Meskipun 
demikian, sebagai organisasi perda-
gangan dunia, World Trade Organi-
sation (WTO) telah  mengantisipasi 
kemungkinan terjadinya hal tersebut 
dengan membolehkan negara anggo-
ta untuk melindungi produk dalam 
negerinya dengan menerapkan ham-
batan dalam perdagangan produk 
sejenis dari negara lain. 
Dalam praktek perdagangan serta 
berdasarkan kesepakatan beberapa 
negara, diberlakukan technical bar- 
rier to tariff (TBT) yang merupakan 
bagian dari NTB. Beberapa bentuk 
TBT yang lazim diberlakukan dalam 
perdagangan internasional adalah 
dalam rangka pencegahan penyeba-
ran hama, penyakit, jaminan keama- 
nan pangan, obat-obatan, hasil perta-
nian dan alasan keamanan lainnya. 
Hambatan tersebut secara teknis di- 
antaranya dilakukan melalui pela-
belan produk. 
Beberapa penelitian sebelumnya 
serta telaah kritis para ahli terkait 
hambatan no tarif untuk produk 
meliputi : penelitian dengan telaah 
kepustakaan data sekunder yang 
dilakukan, pelabelan produk tektsil 
dan pakaian baru sebatas analisis 
data sekunder seperti yang dilakukan 
oleh Aswicahyono tentang produk 
Indonesia yang berpotensi beredar di 
negara-negara Asean yang menca- 
kup tekstil, pakaian, dan kulit. Di 
luar sebagaimana disebutkan di atas, 
baru diterapkan secara sangat terba-
tas yakni pelabelan pada tekstil, pa- 
kaian, travel. Pemerintah Indonesia 
melalui Peraturan Menteri Perindus-
trian Republik Indonesia Nomor 
74/M-IND/PER/9/2007 sebenarnya 
sudah menerapkan hambatan teknis 
dalam perdagangan batik dalam 
bentuk kewajiban pelabelan Batik-
mark “batik INDONESIA”. 
Ketentuan tersebut mewajibkan 
agar batik yang akan diperdagangkan 
baik dalam pasar nasional maupun 
pasar Internasional harus mencan-
tumkan label emas (gold) untuk batik 
tulis, putih untuk batik cap serta 
perak (silver) untuk batik kombinasi 
tulis dan cap. Pada tingkat lokal, 
Pemerintah Kota Pekalongan mener-
bitkan Peraturan Walikota tahun 
2014 tentang kewajiban pelabelan 
citybranding kota Pekalongan pada 
setiap produk batik buatan warga 
Pekalongan. 
      Meskipun Pemerintah sudah 
berupaya memberikan perlindungan 
melalui mekanisme tersebut, namun, 
berdasarkan temuan penelitian tahun 
2013 (Siti Nurhayati, dkk), ketentuan 
batikmark justru membebani/me-
nimbulkan resistensi bagi para peng- 
rajin dan produsen batik. Hal terse-
but dikarenakan alasan inefisiensi 
karena pembebanan biaya pendaf- 
taran untuk setiap motif yang dicip-
takannya. Sedangkan terhadap kebi-
jakan Pemerintah Pekalongan ten- 
tang pelabelan citybranding sepan-
jang pengetahuan peneliti belum 
dilakukan penelitian yang menda-
lam. Merujuk pada hal tersebut , 
menurut peneliti masih banyak hal 
mendasar terkait hambatan teknis 
yang diterapkan yang menimbulkan 
pertanyaan bagi peneliti. Bagaima- 
nakah bentuk hambatan teknis perda-
gangan yang tepat untuk batik yang 
telah mendapatkan pengakuan seba- 
gai warisan budaya sekaligus sebagai 
produk komoditas tersebut. 
Penelitian ini bertujuan untuk 
mendeskripsikan bentuk-bentuk 
hambatan teknis dalam perdagangan 
Internasional, baik hambatan dalam 
bentuk tarrif barrier (TB) maupun 
non tarrif barrier (NTB) serta me- 
nawarkan gagasan/wacana baru ten- 
tang perlindungan batik Indonesia 
melalui pelabelan (hang tag) identi-
tas budaya pada produk batik dalam 
perdagangan Internasional.
Hasil penelitian ini diharapkan 
dapat dijadikan salah satu bahan 
pertimbangan Pemerintah dalam 
mengambil kebijakan perlindungan 
produk batik dalam negeri melalui 
penerapan hambatan teknis dalam 
perdagangan batik saat menghadapi 
masuknya produk yang sama dari 
negara lain. Untuk semua pihak yang 
memiliki minat dalam bidang 
Hukum Perdagangan Internasional 
dan keilmuan terkait, hasil penelitian 
ini dapat memperluas khasanah 
tentang perkembangan bentuk ham-
batan teknis diluar yang selama ini 
dipraktikkan dalam perdagangan 
internasional.
Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan peneli-
tian hukum normatif dengan desain 
penelitan kualitatif dengan ranca- 
ngan participatory observation. Tim 
peneliti terlibat secara aktif dalam 
langsung dalam kelompok subyek/ 
informan/partisipan. Teknik peng-
umpulan data primer melalui wa- 
wancara kelompok terarah/Focus 
Group Discussion (FGD) serta peng-
umpulan data sekunder dengan 
menggunakan metode penelaahan 
pustaka tentang hambatan-hambatan 
dalam perdagangan internasional 
melalui kegiatan identifikasi peratu- 
ran Internasional maupun peraturan 
perundang-undangan di Indonesia. 
Subyek dalam penelitian ini menca- 
kup para pengrajin batik dari Peka-
longan, pelaku eksportir batik, peda-
gang kerajinan dan batik asal Austra-
lia, ahli fashion (AS) serta presiden 
Craft untuk Asia Tenggara.
Untuk menjamin keabsahan data 
yang diperoleh, peneliti menggu-
nakan teknik triangulasi sumber 
yang dilaksanakan secara langsung 
dan bersamaan dengan kegiatan 
pengumpulan data primer. Analisis 
data menggunakan model Miles dan 
Huberman yang pada prinsipnya 
dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap 
yakni reduksi atau pemilahan data 
yang diperlukan untuk menjawab 
permasalahan penelitian dengan 
membuat pemaknaan terhadap data 
yang diperoleh, display/penampilan 
data secara deskriptis serta verifi-
kasi/penarikan kesimpulan.  
Hasil Penelitian dan Pembahasan
Hasil penelitian menunjukkan, 
para pengrajin/produsen, importir, 
serta serta eksportir batik baik pada 
tingkat lokal, nasional maupun inter-
nasional menghendaki agar batik 
Indonesia yang telah mendapatkan 
pengakuan UNESCO sebagai bu- 
daya takbenda dunia harus menda- 
patkan perlindungan yang memadai 
negara penghasil batik. Bentuk 
perlindungan tersebut antara lain 
melalui pembatasan syarat-syarat 
yang ketat atas impor batik dari 
negara lain. Syarat tersebut berkaitan 
dengan identitas budaya atas produk 
dengan tujuan agar ketika produk 
sampai ke tangan pembeli maka 
mereka tidak hanya menilai batik 
sekedar produk produk fisik semata 
tetapi juga makna atau nilai yang 
terkandung didalamnya. Identitas 
tersebut antara lain  mencakup ide/ 
makna motif batik, siapa pembuat- 
nya, kapan dibuatnya serta dimana 
tempat pembuatannya.  
Secara yuridis, konsep perlindu- 
ngan (safeguarding) menurut article 
2 ayat (3) Konvensi perlindungan 
budaya takbenda diartikan sebagai: 
’…safeguarding means measures 
aimed at ensuring the viability of the 
intangible heritage including the 
identification, documentation, re- 
search, preservation, protection, 
promotion, enhancement, transmis-
sion, particulary through formal and 
non formal education, as well as the 
various aspects of such heritage”. 
Fokus utama dari safeguarding 
(perlindungan dalam arti luas) diarti-
kan sebagai langkah-langkah atau 
tindakan yang bertujuan untuk men-
jamin keberlangsungan warisan tak- 
benda yang mencakup langkah iden-
tifikasi, dokumentasi, penelitian, pe- 
lestarian, proteksi, promosi, penga- 
yaan atau pengembangan, edukasi, 
pemindahan pengetahuan baik mela- 
lui pendidikan formal maupun infor-
mal.
Sebagai produk dan identitas 
budaya, beberapa daerah yang me- 
miliki sentra batik telah mengimple-
mentasikan prinsip perlindungan 
dengan pendekatan edukasi dengan 
cara mengintegrasikan pengetahuan 
dan keterampilan membatik dalam 
kurikulum terutama pada pendidikan 
dasar. Adopsi batik dalam kurikulum 
tersebut telah dilaksanakan di Solo, 
Yogyakarta, dan Pekalongan. Di 
samping kebijakan tersebut, ma- 
sing-masing pemerintah daerah 
mengeluarkan kebijakan bahwa pada 
hari-hari tertentu, Pegawai Negeri 
Sipil (PNS), siswa sekolah mulai dari 
TK, SD, SMP, hingga SMA wajib 
mengenakan pakaian batik dengan 
motif khusus daerah. Kebijakan ini 
berimplikasi pada dikenalnya dan 
terlestarikannya motif-motif tradi- 
sional oleh masyarakat khususnya 
PNS dan murid sekolah.
Pada sisi yang lain, batik telah 
berkembang menjadi industri budaya 
dan menjadi komoditas yang tidak 
hanya diperdagangkan dalam pasar 
dalam negeri tetapi juga sudah me- 
nembus pasar luar negeri. Bersandar 
pada bentuk-bentuk perlindungan 
sebagaimana disebutkan dalam kon- 
vensi tersebut, dalam setiap negara 
yang produknya sudah masuk ko- 
moditas Internasional maka negara 
yang bersangkutan diberi keluasaan 
untuk memproteksi produk dalam 
negerinya  dengan tetap memperhati-
kan kaidah-kaidah dalam perdaga- 
ngan Internasional. 
Berkaitan dengan hal tersebut, 
menurut article 2 ayat (3) adalah pro- 
teksi yang menurut kaidah Hukum 
Perdagangan Internasional (lalu- 
lintas perdagangan Internasional) 
diakomodir dalam bentuk hambatan, 
baik dalam bentuk tarif (tarrif bar- 
rier) maupun non tarif (non tariff 
barrier) yang diberlakukan terhadap 
negara lain. Hambatan tersebut men-
cakup Anti Dumping Duties (ADD), 
Contervailing Duties (CDD), dan 
Safeguard Measures, Quota, Volun-
tary Eksport Retraint, Eksport Subsi-
dy, import ban, import lisencing, go- 
vernment procurement, dan domestic 
contents. Hambatan-hambatan dalam 
perdagangan yang bersifat non tarif 
dalam praktik dan perjanjian ber- 
bagai negara mengalami perkemba- 
ngan yang kemudian disebut sebagai 
hambatan teknis perdagangan (tech-
nical barrier to trade/TBT).  
Secara spesifik, hambataan teknis 
perdagangan diatur dalam Agree-
ment on Technical Barrier  to Trade 
yang pada pokoknya mengatur 2 
(dua ) hal yakni regulasi teknis (tech-
nical regulation) dan standar/acuan 
baku termasuk pengemasan, penem-
patan merek, persyaratan pelabelan, 
persyaratan karakteristik produk, 
inspeksi, dan prosedur.
Donald A.Ball dan Wendel H. 
McCulloch (2000), restriksi dikate-
gorikan menjadi 2 (dua) jenis yakni 
restriksi dalam bentuk tarif dan res- 
triksi/hambatan dalam bentuk non 
tarif. Hambatan-hambatan dalam 
bentuk tarif meliputi bea impor (ad 
valorem, spesifik, majemuk, dan pa- 
jak variabel). Sedangkan restriksi 
dalam bentuk non tarif meliputi ham-
batan non tarif kuantitatif dan non 
kuantitatif. Hambatan non tarif kuan-
titatif mencakup kuota tingkat tarif, 
global, diskriminatif, pembatasan 
ekspor sukarela, dan peraturan tertib 
pemasaran. Hambatan non tarif non 
kuantitatif meliputi partisipasi Peme- 
rintah langsung dalam perdagangan, 
prosedur kepabeanan dan adminis-
tratif lainnya serta standar-standar. 
Partisipasi Pemerintah langsung be- 
rupa subsidi, membeli di dalam ne- 
geri, lisensi impor, manipulasi kurs, 
dan kandungan lokal. Prosedur kepa- 
beanan dan administratif lainnya 
meliputi klasifikasi tarif, persyaratan 
dokumentasi, dan evaluasi produk. 
Standar-standar meliputi kesehatan, 
keselamatan dan kualitas produk, 
kemasan dan pemberian label, serta 
metode pengetesan produk. Bentuk- 
bentuk hambatan dalam perdagangan 
terangkum dalam tabel berikut :
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Pendahuluan dan Masalah Preala-
bel
Keberadaan BUMN di Indonesia 
sebagai salah satu pelaku ekonomi 
(badan usaha) di Indonesia sangat 
penting untuk menunjang pemba- 
ngunan ekonomi nasional. Kegiatan 
BUMN pada dasarnya untuk mem-
bantu kebutuhan masyarakat Indone-
sia di segala bidang, agar kesejahte- 
raan masyarakat lebih terjamin dan 
tidak tergantung pada produk luar 
negeri. Seiring dengan perkemba- 
ngan ekonomi dunia yang semakin 
maju, dibutuhkan kompetisi dan 
efektivitas badan usaha BUMN. 
Proses restrukturisasi sangat dibu-
tuhkan untuk perbaikan manajemen 
internal sebuah perusahaan khusus- 
nya BUMN. Demikian pula privati-
sasi yang dilakukan dengan proses 
yang sehat dan tujuan yang jernih 
sesuai dengan maksud dilakukannya 
privatisasi dalam Undang Undang 
Nomor 19 Tahun 2003 tentang Ba- 
dan Usaha Milik Negara (UU 
BUMN) Pasal 74 ayat (1) yang men-
jelaskan : 
"Privatisasi dilakukan dengan 
maksud untuk :
a. Memperluas kepemilikan ma- 
syarakat atas persero ;
b. Meningkatkan efisiensi dan pro- 
duktivitas perusahaan ;
c. menciptakan struktur keuangan 
dan manajemen keuangan yang 
baik/kuat;
d. Menciptakan struktur industri 
yang sehat dan kompetitif ;
e. Menciptakan persero yang ber- 
daya saing dan berorientasi glo- 
bal;
f. Menumbuhkan iklim usaha, eko- 
nomi makro, dan kapasitas 
pasar.”
Proses privatisasi yang dilakukan 
dengan mengindahkan ketentuan 
Pasal di atas akan menciptakan peru-
sahaan BUMN tetap eksis dan dapat 
berusaha untuk kepentingan bersama 
memenuhi kebutuhan negara dan 
masyarakat banyak. Kebijakan pri- 
vatisasi BUMN yang dilakukan Pe- 
merintah Indonesia selama ini men-
jadi masalah fundamental terutama 
bagi kehidupan masyarakat di Indo-
nesia. 
Kondisi dan Aspek Historis 
BUMN di Indonesia.
Pendirian Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN) di Indonesia diawa-
li oleh aspek historis pasca kemer- 
dekaan Tahun 1945. Tujuannya ada- 
lah untuk memenuhi kebutuhan 
dasar dan kesejahteraan masyarakat 
Indonesia. Ditambah lagi oleh kondi-
si riil Indonesia pada saat itu, yang 
hanya memiliki sumber daya alam 
(SDA) yang melimpah dan sumber 
daya manusia (SDM), sedangkan 
teknologi dan sumber daya modal 
untuk menggarap SDA belum terse-
dia maksimal.
Pada saat dibentuknya UUD 1945 
khususnya Pasal 33, ada orientasi 
filosofis yang salah satunya adalah 
agar negara/pemerintah mengambil 
peran aktif dengan cara membentuk 
badan usaha yang disebut BUMN. 
Negara diharapkan mendominasi 
peran terhadap segala aspek kebija-
kan ekonomi dan hukum untuk men-
stabilisasi kondisi pembangunan 
Indonesia. Selama Pasal 33 tetap 
tertera di konstitusi UUD 1945, 
negara masih tetap akan mengambil 
peran dalam kegiatan ekonomi 
(Riant  et.all, 2008:58).
Peran negara dalam kegiatan 
ekonomi pasca kemerdekaan dida- 
sarkan pada beberapa pertimbangan 
yaitu :
a) Keadaan negara yang baru merde-
ka terlepas dari penjajahan fisik 
sehingga belum memiliki social 
overhead capital;
b) Besarnya kerugian yang ditang- 
gung Indonesia akibat peperan-
gan;
c) Terpinggirkannya pengusaha pri- 
bumi oleh pengusaha keturunan 
Arab, Cina, dan Eropa (Rian 
et.all, 2008:3-4).
Strategi negara untuk mengambil 
peran tersebut dilakukan dengan cara 
menasionalisasi beberapa perusa-
haan asing terutama perusahaan 
Belanda yang banyak menguasai 
bidang infrastruktur, di antaranya :
1) Bidang Telekomunikasi. Post, 
Telegraph en Telephone Dienst 
dinasionalisasi menjadi Jawatan 
Pos, Telegraph, dan Telepon 
(JPTT). Pada Tahun 1961 JPTT 
diubah menjadi Perusahaan Ne- 
gara Pos Giro dan Telekomunika-
si (PN Postel. Pada Tahun 1965 
PN Postel dipecah menjadi dua 
perusahaan yaitu Perusahaan Pos 
dan Giro (PN Pos dan Giro), dan 
Perusahaan Negara Telekomuni-
kasi (PN Telekomunikasi). Pada 
Tahun 1974 PN Telekomunikasi 
distandarisasi menjadi Perusa-
haan Umum Telekomunikasi (Pe- 
rumtel) yang bergerak di bidang 
jasa telekomunikasi dalam jang-
kauan nasional dan internasional. 
Perumtel kemudian disesuaikan 
lagi menjadi Perusahaan Perse-
roan (Persero) yang dibagi dua 
yaitu PT Telekomunikasi (dising-
kat PT Telkom) yang bergerak di 
bidang jasa telekomunikasi dalam 
negeri, dan PT Indosat yang 
bergerak di  bidang jasa teleko-
munikasi luar negeri.
2) Bidang Transportasi. Batavie Ver- 
keers Mij dan Deli Spoorweg Mij, 
dinasionalisasi menjadi Djawatan 
Kereta Api (DKA); KLM dinasi-
onalisasi menjadi Garuda Indone-
sia Airways.
Ternyata kebijakan nasionalisasi 
pemerintahan Soekarno secara eko- 
nomis belum efektif karena tidak 
didukung tersedianya dana yang 
cukup yang dimiliki pemerintah 
Indonesia. Terbukti kebijakan nasio- 
nalisasi justru menambah beban 
anggaran ekonomi negara untuk 
memenuhi kebutuhan perusahaan 
BUMN sehingga APBN menjadi 
membengkak. Pada tahun 1961 terja-
di krisis pangan akibat gagal panen 
besar-besaran dan tidak tercukupinya 
stok impor beras. Inflasi mencapai 
95 %, dan  tahun 1965 inflasi bertam-
bah menjadi 605%. Upaya untuk 
mengatasi hiperinflasi, pemerintah 
mengeluarkan Penetapan Presiden 
Nomor 27 Tahun 1965 tertanggal 13 
Desember 1965. Kondisi ini bertam-
bah buruk waktu pemerintahan 
Soeharto yang dikenal orde baru 
baru terbentuk.
Pemerintahan Soeharto lebih 
cenderung menerapkan asas ekono- 
mi pragmatis artinya tindakan eko- 
nomi politik pemerintah menitikbe- 
ratkan pada unsur kemanfaatan yang 
dilakukan oleh para teknokrat yang 
sebagian besar bermazhab pada 
ekonomi liberal seperti Ali Wardha-
na, Widjoyo Nitisastro, Emil Salim, 
dan yang lain serta didukung oleh 
militer. Kebijakan pemerintah mulai 
open terhadap arus modal asing 
khususnya negara barat. Peran nega- 
ra dalam kegiatan ekonomi mulai 
dikurangi dan menyerahkan seba- 
giannya pada peran sektor swasta. Di 
bidang perundang-undangan keluar 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1967 tentang Penanaman Modal 
Asing dan diubah menjadi Undang- 
Undang Nomor 11 Tahun 1970 
tentang Perubahan dan Penambahan 
Undang-Undang  Penanaman Modal 
Asing, dan  Undang-Undang Nomor  
6 Tahun 1968 tentang Penanaman 
Modal Dalam Negeri dan diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 1970 tentang Perubahan dan 
Penambahan Undang-Undang  Pena-
naman Modal Dalam Negeri, yang 
saat ini sudah diganti dengan UU 
Penanaman Modal yang baru yaitu 
UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal (UU PM).
Kebijakan pemerintah orba yang 
terlalu lentur pada kegiatan ekonomi 
nasional khususnya pengontrolan 
yang lemah pada arus modal asing 
dan penekanan pada ekonomi makro 
versi liberal menyebabkan membe-
sarnya tindakan pinjaman/hutang 
yang sebagian besar dilakukan oleh 
pengusaha swasta. Pinjaman ke luar 
negeri yang sangat besar dan tidak 
bisa dibayarkan sampai jatuh tempo, 
berakibat pada aksi besar-besaran 
masyarakat Indonesia untuk membe-
li/menukarkan mata uang rupiah ke 
mata uang asing terutama dollar, 
yang akhirnya krisis moneter (eko- 
nomi) dan krisis kepercayaan ma- 
syarakat pada pemerintah orba terja-
di (pada tahun 1997). 
Eksistensi BUMN dari sisi mana-
jemen struktural (di masa orba) ada 
peningkatan dibandingkan dengan 
masa Soekarno. Salah satunya ada- 
lah dibentuknya kementerian khusus 
di bidang pengelolaan BUMN yang 
sekaligus merangkap ketua dewan 
pengelolaan BUMN. Penguasaan 
orang-orang profesional dalam struk-
tur internal perusahaan BUMN mulai 
diusahakan (meskipun background 
keilmuannya berkiblat ke negara 
barat) untuk membangun  BUMN 
yang mampu berdaya saing global.
Di masa pasca orba yang dikenal 
dengan masa reformasi, kegiatan dan 
keberadaan BUMN sudah mulai 
tertata. Orientasi instan birokrasi 
untuk mendapatkan keuntungan se- 
cepat mungkin dan semudah mung- 
kin masih tidak bisa dihilangkan, 
sebagai contoh divestasi (dalam 
rangka privatisasi) sebagian saham 
PT. Telkom dan PT. Indosat ke inves-
tor asing yang sarat kepentingan 
ekonomi birokrasi pemerintahan.
BUMN  dan Privatisasi  di Indone-
sia.
Konsep privatisasi dalam dua 
puluh lima tahun terakhir dan ke 
depan akan tetap menjadi ikon 
peradaban perekonomian di dunia. 
Privatisasi menjadi terkenal setelah 
batas negara semakin melemah da- 
lam aktivitas perekonomian dunia. 
Kegiatan pelaku ekonomi baik se- 
cara individual maupun kelompok 
badan usaha merubah skat negara 
sehingga yang akan terjadi ke depan 
adalah kompetensi fungsional antar 
para pelaku ekonomi.
Ada banyak pendapat tentang 
pengertian privatisasi, di antaranya :
1) Pendapat dari Joseph Stiglitz 
(mantan presiden bank dunia) 
(Rian et.all, 2008:58)
  “Privatisasi merupakan lawan 
dari nasionalisasi. Privatisasi di- 
sebut sebagai proses konversi dari 
perusahaan negara menjadi peru-
sahaan swasta, sedangkan nasio- 
nalisasi adalah proses pengkon-
versian perusahaan swasta 
(private enterprise) menjadi peru-
sahaan negara (public enter-
prise).”  
2) Pendapat Revrisond Baswir 
(Revrisond & Gatut, 2008:75)
 “Privatisasi difahami sebagai se- 
buah proses sistematis untuk me- 
mindahkan status kepemilikan 
BUMN/kekayaan publik dari se- 
luruh anggota masyarakat kepada 
para pemilik modal/swasta.” 
3) Bunyi ketentuan Undang Undang 
RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang 
Badan Usaha Milik Negara  
(Pasal 1 angka 12 UU BUMN)
 “Privatisasi adalah penjualan sa- 
ham Persero, baik sebagian mau- 
pun seluruhnya, kepada pihak lain 
dalam rangka meningkatkan ki- 
nerja dan nilai perusahaan, mem-
perbesar manfaat bagi negara dan 
masyarakat, serta memperluas 
pemilikan saham oleh masya- 
rakat.”
5) Pendapat Bacelius Ruru (Barce-
lius Ruru dalam K. Hadi et.all, 
1997:324)
 “Privatisasi tidak harus diartikan 
mengalihkan saham BUMN pada 
swasta melalui Go publik, me- 
lainkan termasuk juga upaya lain 
yang bertujuan untuk mengikut-
sertakan swasta masuk ke dalam 
BUMN melalui bagun operasikan 
dan alihkan (build operate and 
transfer/BOT), bangun operasi- 
kan dan miliki (build operate and 
owned/BOO), kontrak manaje-
men, kerjasama operasi dan 
penjualan saham pada partner 
strategis (direct placement).” 
Privatisasi (dalam arti sempit) 
juga dikenal dengan denasionalisasi, 
artinya mendivestasi aset atau saham 
perusahaan negara ke pihak swasta. 
Kejanggalan yang akan timbul ada- 
lah perusahaan negara yang mana 
yang diperbolehkan didivestasi ke 
pihak swasta terutama pada pihak 
asing. Apakah perusahaan negara 
yang bergerak di bidang produksi 
yang penting bagi negara dan me- 
nguasai hajat hidup orang banyak, 
(sesuai dengan amanah yang ada 
dalam Pasal 33 UUD 1945) termasuk 
yang boleh dikuasai oleh swasta 
khususnya investor asing. Kondisi 
ini akan menjadi masalah bagi Indo-
nesia, karena pemerintah Indonesia 
masih ragu dalam menetapkan indi- 
kator perusahaan negara sesuai de- 
ngan konstitusi UUD 1945. Meski-
pun sudah ada ketentuan tentang 
negative list bidang usaha bagi 
investor asing, akan tetapi khusus 
tentang penerapan Pasal 33  UUD 
1945 masih multipretatif.  
Privatisasi (dalam arti yang lebih 
luas) menempatkan denasionalisasi 
sebagai salah satu unsur. Unsur yang 
lain adalah pengalihan fungsi dari 
sektor publik ke sektor swasta. 
Setelah adanya proses divestasi 
aset/saham perusahaan negara ke 
sektor swasta, sudah tentu diikuti 
oleh proses pengalihan peran dalam 
struktur manajemen perusahaan. Be- 
rarti dalam konteks ini, dua unsur 
tersebut menjadi satu kesatuan dalam 
konsep privatisasi. 
Beberapa tujuan privatisasi 
adalah untuk memberikan kontribusi 
finansial pada negara dan badan 
usaha, mempercepat penerapan prin-
sip good corporate governance, 
membuka akses ke pasar internasio- 
nal, serta alih teknologi dan transfer 
best practice pada badan usaha (Rian 
et.all, 2008:58).
 UU BUMN merumuskan dalam 
Pasal 74 ayat (2) Yaitu : 
 ”Privatisisasi dilakukan dengan 
tujuan untuk meningkatkan kiner-
ja dan nilai tambah perusahaan 
dan meningkatkan peran serta 
masyarakat dalam pemilikan sa- 
ham persero. ”
Tujuan alamiah yang terjadi da- 
lam privatisasi akhirnya memuncul-
kan pendapat dari Mayer dan Kay 
Biskop, yang membagi ke dalam tiga 
dimensi penjelasan, di antaranya :
(1) Alasan keuangan (finance). Priva-
tisasi BUMN dilakukan sebagai 
salah satu profit center bagi 
pemerintah untuk dapat memberi-
kan kontribusi positif pengem-
bangan perekonomian nasional; 
(2) Alasan informasi (information). 
Privatisasi diharapkan dapat 
mempermudah informasi antara 
manajemen perusahaan dengan 
para pihak agar lebih transparan;
(3) Alasan pengendalian (control). 
Privatisasi dapat mengurangi 
intervensi yang berlebihan dari 
pemerintah dan para politisi 
sehingga dapat mengurangi biaya 
komisi (agency cost). (Rian et.all, 
2008:71)
Perspektif  internal manajemen 
perusahaan, kebijakan privatisasi 
bertujuan :
(a) Memperoleh investor strategis 
sehingga dapat memacu kinerja 
manajemen terutama terkait de- 
ngan kemampuan teknis, mar-
keting, dan managerial skill;
(b) Memperoleh cash inflows untuk 
kepentingan infrastruktur teleko-
munikasi;
(c) Akselerasi akses teknologi tele- 
komunikasi dan metode pengo- 
perasiannya;
(d) Keterbukaan perusahaan publik 
diharapkan dapat mempercepat 
proses perubahan dan memini-
malkan pengaruh birokrasi (Rian 
et.all, 2008:71).
  
Penjelasan di atas menggambar-
kan bahwa privatisasi merupakan 
kebijakan pemerintah/publik yang 
diambil bersama dengan manajemen 
internal BUMN dengan maksud dan 
tujuan untuk melakukan divestasi 
atau mengalihkan kendali perusa-
haan publik ke pihak swasta agar 
terjadi efisiensi perusahaan dan da- 
pat membantu perekonomian nasio- 
nal.  
Manfaat kebijakan privatisasi 
dapat digolongkan menjadi dua 
bagian pokok yaitu :
(1) Manfaat dalam skala makro 
dalam lingkup perekonomian 
nasional.
Manfaat privatisasi dilihat 
dari sisi yang lebih luas, di 
antaranya: pertama, untuk mem- 
bantu pemerintah (Indonesia) 
mendapatkan dana bagi realisasi 
pembangunan, baik dalam ben- 
tuk pajak maupun bentuk devi-
den perusahaan; Kedua, dapat 
mendorong perkembangan pasar 
modal di Indonesia; Ketiga, 
Sebagai pengganti dari kewa-
jiban pemerintah tentang setoran 
tambahan modal seperti pemba-
yaran angsuran/setoran pinja-
man pemerintah ke luar negeri 
dan menutupi defisit anggaran 
APBN; 
(2)  Manfaat dalam skala mikro.
Artinya upaya peningkatan 
kinerja internal perusahaan 
BUMN seperti: pertama, mem-
bentuk struktur modal yang lebih 
baik bagi perusahaan (capital 
restructuring) misalkan privati-
sasi melalui penerbitan saham 
baru agar perusahaan dapat men-
cukupi kebutuhan modal sendiri; 
kedua, terciptanya tata kelola pe- 
rusahaan yang transparan (good 
corporate governance); ketiga, 
diharapkan dapat meningkatkan 
efisiensi dan produktivitas peru-
sahaan; keempat, dengan ada- 
nya peralihan pengelolaan peru-
sahaan dari publik ke sektor 
swasta, ada penyegaran dan 
inovasi baru dalam pengelolaan 
lingkungan internal perusahaan.
Kebijakan privatisasi di Indonesia 
menjadi konsumsi isu politik publik 
yang sangat masif. Penyebabnya 
adalah pertama, privatisasi diiden-
tikkan dengan divestasi sebagian 
besar saham BUMN ke investor 
asing, sedangkan investor dalam 
negeri selalu terkesampingkan. Aki- 
batnya adalah kebijakan privatisasi 
disebut sebagai kebijakan yang me- 
rubah perusahaan negara menjadi 
perusahaan asing; kedua, banyaknya 
intervensi yang kuat dari lembaga 
ekonomi asing seperti IMF, World 
Bank, dan lembaga lain ; ketiga, 
kebijakan privatisasi dijadikan alter-
natif solutif yang baik oleh birokrasi 
untuk mengatasi masalah di BUMN; 
keempat, dana dari hasil privatisasi 
dengan cara divestasi, banyak yang 
menguap ke pihak dan lembaga yang 
kurang representatif.
Masalah lain yang menjadi rumit 
adalah beberapa pertimbangan klasik 
dari pemerintah dan birokrasi BU 
MN dalam melakukan kebijakan 
privatisasi, di antaranya :
a) Kurang kompetitifnya kualitas 
produk yang dihasilkan oleh 
perusahaan BUMN dibandingkan 
dengan perusahaan swasta;
b) Pertimbangan untuk mengatasi 
masalah di perusahaan seperti 
produktivitas rendah, terlalu ba- 
nyak karyawan, dan inefisiensi;
c) Kurang cepatnya birokrasi BU 
MN untuk mencari solusi yang 
terjadi di internal perusahaan;
d) Kebijakan meminjam/hutang un- 
tuk  menutupi kerugian yang terus 
menerus, tanpa alternatif yang 
lain;
e) Kurang bebasnya birokrasi di 
internal BUMN dalam mengam-
bil kebijakan solutif, dikarenakan 
intervensi berlebihan dari peme- 
rintah;
f) Adanya regulasi dan legislasi 
yang mengatur BUMN yang 
cenderung kurang konsisten;
g) Visi dan tujuan BUMN yang 
saling kurang searah seperti 
antara kepentingan masyarakat 
dan kepentingan memperoleh 
profit;
h) Tetap suburnya praktek suap/ko-
rupsi untuk kepentingan tertentu. 
Semua masalah tersebut perlu 
diperhatikan dan dicari solusi 
yang tepat untuk mengatasi per- 
baikan struktur internal dan ke- 
giatan perusahaan ke depan.
Masalah di atas menjadikan kebi-
jakan privatisasi tampak sangat ne- 
gatif di mata masyarakat Indonesia. 
Konsep privatisasi dalam perspektif 
kebijakan yang positif seperti me- 
nempatkan kebijakan tersebut seba- 
gai salah satu alternatif akhir dari 
sekian cara yang telah dilakukan 
untuk penyehatan perusahaan dan 
semata-mata untuk kepentingan 
negara serta masyarakat tentu akan 
timbul kesan lain yang sangat positif.
Pada dasarnya pelaksanaan priva-
tisasi di lingkungan BUMN dilaku-
kan salah satunya adalah untuk me- 
ngundang para investor swasta baik 
asing maupun lokal berpartisipasi di 
kegiatan BUMN. Orientasi tersebut 
sesuai dengan tujuan privatisasi yang 
paling umum di beberapa negara 
maju yaitu demokratisasi kepemi-
likan (creating a share owning 
democracy). Penyebaran penguasaan 
saham di perusahaan BUMN dapat 
mencegah terjadinya dominasi ber- 
lebihan pada satu pelaku usaha/satu 
kelompok, inefektivitas perusahaan, 
terjadinya KKN di lingkungan mana-
jemen perusahaan, dan persaingan 
usaha tidak sehat.
Prinsip demokratisasi kepemi-
likan di BUMN juga harus memper-
hatikan kategori perusahaan BUMN 
yang diperbolehkan untuk diprivati-
sasi dan jumlah maksimal saham 
yang boleh dikuasai oleh swasta 
sesuai dengan konstitusi negara dan 
peraturan peundang-undangan di 
Indonesia. Batasan tersebut diperlu-
kan agar sektor-sektor badan usaha 
yang strategis bagi negara dan 
menyentuh kehidupan masyarakat, 
tetap terpelihara untuk keberlangsu- 
ngan serta kepentingan nasional dan 
kesejahteraan masyarakat.
Privatisasi BUMN Indonesia 
mulai dilaksanakan pada saat PT 
Semen Gresik (Tahun 1991) melepas 
sebagian sahamnya sebanyak 27 % 
di pasar modal. Setelah privatisasi 
tahun 1991 kemudian disusul dengan 
privatisasi BUMN yang lain seperti 
PT Indosat, PT Tambang Timah, PT 
Telkom, PT BNI.
 
Strategi  Privatisasi  Ideal  di Indo-
nesia.
Pelaksanaan privatisasi BUMN di 
berbagai negara, tidak dapat terhin- 
darkan lagi sebagai dampak dan 
proses interaksi masyarakat dunia 
yang semakin meningkat. Pesatnya 
kemajuan ilmu pengetahuan dan 
teknologi, akan terus mendorong 
pola kehidupan masyarakat yang 
serba industrialis (Jimly, 1998:24). 
Praktek privatisasi dilatarbelakangi 
dengan misi yang berbeda-beda 
sesuai dengan kebutuhan dan kondisi 
suatu negara. Misi tersebut dapat 
berupa orientasi idiologi, demokrati-
sasi kepemilikan perusahaan, 
efisiensi perusahaan, sampai pada 
aspek ekonomis yaitu pencarian dana 
untuk pembangunan nasional. Esensi 
privatisasi pada dasarnya adalah 
upaya restrukturisasi perusahaan 
yang dimiliki negara (BUMN) agar 
menjadi perusahaan yang sehat, 
efisien, dan mampu berkompetisi 
dalam pasar global (Safri, 2007:15). 
Privatisasi memiliki empat macam 
fungsi, yang perlu diperhatikan oleh 
pemerintah Indonesia, di antaranya : 
pertama, fungsi korporasi yaitu agar 
BUMN dapat sejajar dengan perusa-
haan yang sudah maju; kedua, fungsi 
kompetisi maksudnya perusahaan 
BUMN harus mampu berkompetitif 
secara sehat dengan perusahaan lain; 
ketiga, fungsi regulasi artinya mem-
bentuk kebijakan yang membuka 
akses pada para pelaku usaha lain 
untuk berpartisipasi di kegiatan 
BUMN; dan keempat, fungsi budget-
er dimaksudkan agar hasil privatisasi 
dapat membantu menyediakan dana 
untuk pengembangan perusahaan 
dan membantu pendapatan negara 
(Safri, 2007:15).
Privatisasi di Indonesia, sudah 
cukup lama dilakukan yaitu sejak 
tahun 1991 dengan tujuan utamanya 
agar dapat membantu pendapatan 
bagi negara (APBN). Pada hakikat- 
nya, privatisasi di Indonesia tidak 
dilarang oleh Undang-Undang se- 
panjang tidak bertentangan dengan 
ketentuan Undang-Undang dan UUD 
1945. Seringkali dalam praktiknya 
pelaksanaan privatisasi BUMN di 
Indonesia, kurang sesuai dengan 
ketentuan Undang-Undang dan rne- 
ngindikasikan adanya market failure 
yang ditandai dengan :
a) Inefficiency, maksudnya setelah 
pnvatisasi dilakukan, ternyata 
hasilnya tidak mengalami peruba-
han atau tujuan untuk efisiensi 
tidak tercapai;
b) Assymetric Information, artinya 
informasi pasar terkait dengan 
pelaksanaan privatisasi tidak 
akurat sehingga ada banyak pihak 
yang merasa dirugikan seperti 
penentuan harga dan lainnya;
c) Social Cost. Privatisasi yang 
terjadi justru menimbulkan di- 
mensi sosial yang tinggi. Pihak 
swasta asing kurang mengindah-
kan aspek sosial yang terkait 
dengan kehidupan dan kebutuhan 
masyarakat;
d) Intervensi pemerintah. Faktor lain 
yang dapat mengganggu adalah 
adanya intervensi politik dari 
pemerintah dan lembaga lain 
seperti DPR serta berbagai pihak 
sehingga privatisasi tidak efektif.
Upaya untuk mencari dan menen-
tukan privatisasi BUMN yang ideal 
dilaksanakan di Indonesia dibutuh-
kan pemahaman dan kehati-hatian 
untuk memutuskan. Ada banyak 
metode privatisasi yang dikenal, 
yang setiap metode ada kelebihan 
dan sekaligus kekurangannya. Bebe- 
rapa metode tersebut adalah privati-
sasi melalui/pm pasar modal, pm 
private placement oleh investor 
dalam negeri/DN dengan penyertaan 
modal di bawah 50 % atau di atas 50 
%, pm private placement oleh inves-
tor asing/IA dengan penyertaan 
modal di bawah 50 % atau di atas 50 
%, public offering, private sale, new 
private investment, sale of assets, 
fragmentation, management/employ-
ee buy qut, kontrak manajemen, 
kontrak/sewa aset, Iikuidasi, initial 
public offering (IPO), right issue 
(RI), strategic sales (SS), dan other 
private offering. 
Menurut UU BUMN pada Pasal 
78 dijelaskan juga mengenai bebera-
pa cara pelaksanaan privatisasi yaitu:
“Privatisasi dilaksanakan dengan 
cara:
a. Penjualan saham berdasarkan ke- 
tentuan pasar modal;
b. Penjualan saham langsung kepada 
investor;
c. Penjualan saham kepada manaje-
men dan/atau karyawan yang ber- 
sangkutan.”
Penjelasan yang sama juga di- 
gambarkan oleh Peraturan Pemerin-
tah Nomor 33 Tahun 2005 tentang 
Tata Cara Privatisasi Perusahaan 
Perseroan. Dijelaskan dalam Pasal 5 
ayat (1) PP Nomor 33 Tahun 2005 
tentang Tata Cara Privatisasi Perusa-
haan Perseroan, yang mengelompok-
kan tiga macam sama dengan keten-
tuan di dalam UU BUMN. Hal terse-
but senada dengan ulasan Udin 
Silalahi (Silalahi, 2007:18-25).
Gambaran dan beberapa jenis 
metode privatisasi di atas, dapat 
ditentukan penerapan privatisasi 
BUMN yang ideal untuk BUMN 
Indonesia. Riant Nugroho menya-
takan bahwa yang ideal metode 
privatisasi di Indonesia menggu-
nakan metode Private Placement 
oleh investor asing dengan penyerta-
an modal di atas 50 %, dengan 
pertimbangan; pertama, mampu me- 
ningkatkan kinerja BUMN; kedua, 
mampu menerapkan prinsip good 
governance; ketiga, mampu mening-
katkan akses ke pasar internasional; 
keempat, ada transfer ilmu pengeta-
huan dan teknologi; kelima, ada 
perubahan budaya kerja; dan 
keenam, memberikan kontribusi 
untuk menutup defisit APBN (Rian 
et.all,2008:198-199). Pendapat Riant 
tersebut perlu pertimbangan yang 
matang terhadap kondisi dan status 
BUMN pasca privatisasi. Partisipasi 
investor asing melebihi 50 % saham 
di BUMN Indonesia, pada umumnya 
sudah secara langsung dapat mengu-
bah pengendalian BUMN dan peru-
bahan status BUMN.
Privatisasi BUMN yang paling 
strategis/ideal diterapkan di Indone-
sia sangat relatif. Ada banyak faktor 
yang harus diperhatikan sebelum 
BUMN diprivatisasi, di antaranya :
a) Tujuan dilaksanakannya privatisa-
si;
b) Jenis BUMN yang akan diprivati-
sasi;
c) Keadaan/kondisi BUMN men-
jelang pelaksanaan privatisasi; 
dan
d) Situasi sosial politik dan ekonomi 
negara dan masyarakat pada saat 
akan dilaksanakannya privatisasi.
Faktor tersebut akan sangat 
menentukan pada jenis metode yang 
paling baik dan strategis bagi peme- 
rintah dan manajemen BUMN untuk 
menentukan privatisasi BUMN yang 
ada tanpa melanggar ketentuan pera-
turan perundang-undangan dan ke- 
pentingan nasional.
Simpulan
1) Pelaksanaan privatisasi BUMN 
Indonesia, harus memperhatikan 
strategi yang sesuai dengan 
kondisi, kategori, dan tujuan 
BUMN. 
2) Perlu ada keseimbangan untuk 
menerapkan fungsi privatisasi 
seperti fungsi regulasi, kompetisi, 
budgeter, dan korporasi, agar 
tidak tercipta kesan dari berbagai 
kalangan di masyarakat bahwa 
privatisasi BUMN dilakukan 
hanya untuk menjalankan fungsi 
budgeter semata.
3) Privatisasi perlu memperhatikan 
aspek kepentingan negara (bukan 
pemerintah) dan aspek sosial 
kemasyarakatan.
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Pendahuluan
Batik Indonesia merupakan wari-
san luhur budaya masyarakat Indo-
nesia yang mendapatkan pengakuan 
Unesco pada tanggal 2 Oktober 2009 
melalui pengesahan budaya takbenda 
dunia (intangible culture heritage). 
Disamping batik, produk-produk 
budaya Indonesia juga mendapat 
perhatian UNESCO dan hingga 
tahun 2014 ini antara lain keris, 
angklung, anyaman papua, tarian 
saman dan sistem irigasi pertanian 
Sabak di Bali turut juga mendapat-
kan pengakuan. Di antara matabu-
daya tersebut, batik merupakan mata 
budaya yang paling tradable (berpo-
tensi komoditas), baik dalam pasar 
lokal, nasional maupun internasio- 
nal. Selaras dengan fakta empirik 
tersebut, Unesco mengharapkan agar 
batik benar-benar beredar dalam 
pasar internasional. Sementara itu 
disisi lain, berdasarkan data (UNES-
CO, tahun 2009) di seluruh dunia ini 
setidaknya terdapat 15 negara yang 
memiliki tradisi proses rintang war- 
na. Proses tersebut di Indonesia di- 
sempurnakan dengan penggunaan 
malam dan kemudian dinamakan 
sebagai batik sebagaimana diakomo-
dir dalam Peraturan Menteri Perin-
dustrian Nomor 74 tahun 2007 
tentang batikmark” batik INDONE-
SIA”. Banyaknya negara yang me- 
miliki tradisi proses rintang warna 
tersebut membawa konsekuensi ke- 
mungkinan peredaran batik dari 
negara lain ke Indonesia dan seba- 
liknya beredarnya batik Indonesia ke 
negara lain. 
Atas keadaan tersebut, Indonesia 
sebagai anggota WTO dituntut untuk 
menyelenggarakan pasar yang adil 
artinya memberikan perlindungan 
pada batik dalam negeri sekaligus 
bersikap tidak melakukan hal yang 
merugikan bagi batik negara lain 
yang mungkin dipasarkan di Indone-
sia. Huala Adolf (2004), mengung-
kapkan bahwa pada prinsipnya ter- 
kait dengan mekanisme perdagangan 
Internasional, General Agreement on 
Tarrif and Trade (GATT) hanya 
memperkenalkan tindakan proteksi 
terhadap industri domestik melalui 
tarif (menaikkan tingkat tarif bea 
masuk) dan tidak melalui upaya- 
upaya perdagangan lainnya (non 
tarrif commercial measures). Donald 
A.Ball dan Wendel H.McCulloch 
(2000) mendeskripsikan proteksi 
atau restriksi atau hambatan dalam 
perdagangan/bisnis Internasional da- 
lam praktek bermula pada alasan 
pertahanan nasional. Industri-indus-
tri tertentu memerlukan proteksi dari 
impor karena vital bagi pertahanan 
nasional dan harus tetap diberlaku-
kan meskipun terdapat kerugian 
secara komparatif berkenaan dengan 
para pesaing luar negeri. Adapun 
alasan-alasan lain suatu negara mela- 
kukan restriksi adalah karena untuk 
melindungi industri yang baru tum- 
buh (infant industry). Alasannya, 
dalam jangka panjang, industri itu 
akan memiliki keunggulan kompara-
tif, tetapi perusahaan-perusahaan 
yang baru tumbuh tersebut memerlu-
kan proteksi terhadap impor sampai 
angkatan kerja terlatih, teknik-teknik 
produksi dikuasai dan industri ini 
sampai mencapai skala ekonomi. 
Apabila sasaran-sasaran tersebut ter- 
penuhi, proteksi impor tidak diperlu-
kan lagi. Tanpa proteksi, sebuah 
perusahaan tidak akan mampu ber- 
tahan hidup karena impor biaya 
rendah dari para pesaing asing yang 
lebih dewasa akan menjual barang- 
barang yang lebih murah daripada 
mereka di pasar lokalnya. Proteksi 
ini dimaksudkan hanya bersifat 
sementara, akan tetapi kenyataannya 
sebuah perusahaan akan jarang me- 
ngakui telah dewasa dan tidak lagi 
memerlukan bantuan. Di samping 
alasan sebagaimana disebutkan di 
atas, restriksi juga dimaksudkan 
untuk melindungi tenaga kerja 
domestik dari tenaga asing yang 
lebih murah dengan cara memban- 
dingkan tingkat upah per jam tenaga 
asing yang lebih murah dengan yang 
dibayar di negaranya.
Hambatan tersebut tidak hanya 
dibatasi sebagai hambatan dalam 
bentuk tarif (tariff barrier) saja, akan 
tetapi juga hambatan non tarif (non 
tariff barrier). Bentuk halangan 
dalam perdagangan yang menjadi 
diskursus negara-negara anggota 
WTO adalah hambatan NTB karena 
sangat rawan untuk dijadikan dalih 
melindungi produk dalam negerinya 
dengan cara-cara curang. Meskipun 
demikian, sebagai organisasi perda-
gangan dunia, World Trade Organi-
sation (WTO) telah  mengantisipasi 
kemungkinan terjadinya hal tersebut 
dengan membolehkan negara anggo-
ta untuk melindungi produk dalam 
negerinya dengan menerapkan ham-
batan dalam perdagangan produk 
sejenis dari negara lain. 
Dalam praktek perdagangan serta 
berdasarkan kesepakatan beberapa 
negara, diberlakukan technical bar- 
rier to tariff (TBT) yang merupakan 
bagian dari NTB. Beberapa bentuk 
TBT yang lazim diberlakukan dalam 
perdagangan internasional adalah 
dalam rangka pencegahan penyeba-
ran hama, penyakit, jaminan keama- 
nan pangan, obat-obatan, hasil perta-
nian dan alasan keamanan lainnya. 
Hambatan tersebut secara teknis di- 
antaranya dilakukan melalui pela-
belan produk. 
Beberapa penelitian sebelumnya 
serta telaah kritis para ahli terkait 
hambatan no tarif untuk produk 
meliputi : penelitian dengan telaah 
kepustakaan data sekunder yang 
dilakukan, pelabelan produk tektsil 
dan pakaian baru sebatas analisis 
data sekunder seperti yang dilakukan 
oleh Aswicahyono tentang produk 
Indonesia yang berpotensi beredar di 
negara-negara Asean yang menca- 
kup tekstil, pakaian, dan kulit. Di 
luar sebagaimana disebutkan di atas, 
baru diterapkan secara sangat terba-
tas yakni pelabelan pada tekstil, pa- 
kaian, travel. Pemerintah Indonesia 
melalui Peraturan Menteri Perindus-
trian Republik Indonesia Nomor 
74/M-IND/PER/9/2007 sebenarnya 
sudah menerapkan hambatan teknis 
dalam perdagangan batik dalam 
bentuk kewajiban pelabelan Batik-
mark “batik INDONESIA”. 
Ketentuan tersebut mewajibkan 
agar batik yang akan diperdagangkan 
baik dalam pasar nasional maupun 
pasar Internasional harus mencan-
tumkan label emas (gold) untuk batik 
tulis, putih untuk batik cap serta 
perak (silver) untuk batik kombinasi 
tulis dan cap. Pada tingkat lokal, 
Pemerintah Kota Pekalongan mener-
bitkan Peraturan Walikota tahun 
2014 tentang kewajiban pelabelan 
citybranding kota Pekalongan pada 
setiap produk batik buatan warga 
Pekalongan. 
      Meskipun Pemerintah sudah 
berupaya memberikan perlindungan 
melalui mekanisme tersebut, namun, 
berdasarkan temuan penelitian tahun 
2013 (Siti Nurhayati, dkk), ketentuan 
batikmark justru membebani/me-
nimbulkan resistensi bagi para peng- 
rajin dan produsen batik. Hal terse-
but dikarenakan alasan inefisiensi 
karena pembebanan biaya pendaf- 
taran untuk setiap motif yang dicip-
takannya. Sedangkan terhadap kebi-
jakan Pemerintah Pekalongan ten- 
tang pelabelan citybranding sepan-
jang pengetahuan peneliti belum 
dilakukan penelitian yang menda-
lam. Merujuk pada hal tersebut , 
menurut peneliti masih banyak hal 
mendasar terkait hambatan teknis 
yang diterapkan yang menimbulkan 
pertanyaan bagi peneliti. Bagaima- 
nakah bentuk hambatan teknis perda-
gangan yang tepat untuk batik yang 
telah mendapatkan pengakuan seba- 
gai warisan budaya sekaligus sebagai 
produk komoditas tersebut. 
Penelitian ini bertujuan untuk 
mendeskripsikan bentuk-bentuk 
hambatan teknis dalam perdagangan 
Internasional, baik hambatan dalam 
bentuk tarrif barrier (TB) maupun 
non tarrif barrier (NTB) serta me- 
nawarkan gagasan/wacana baru ten- 
tang perlindungan batik Indonesia 
melalui pelabelan (hang tag) identi-
tas budaya pada produk batik dalam 
perdagangan Internasional.
Hasil penelitian ini diharapkan 
dapat dijadikan salah satu bahan 
pertimbangan Pemerintah dalam 
mengambil kebijakan perlindungan 
produk batik dalam negeri melalui 
penerapan hambatan teknis dalam 
perdagangan batik saat menghadapi 
masuknya produk yang sama dari 
negara lain. Untuk semua pihak yang 
memiliki minat dalam bidang 
Hukum Perdagangan Internasional 
dan keilmuan terkait, hasil penelitian 
ini dapat memperluas khasanah 
tentang perkembangan bentuk ham-
batan teknis diluar yang selama ini 
dipraktikkan dalam perdagangan 
internasional.
Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan peneli-
tian hukum normatif dengan desain 
penelitan kualitatif dengan ranca- 
ngan participatory observation. Tim 
peneliti terlibat secara aktif dalam 
langsung dalam kelompok subyek/ 
informan/partisipan. Teknik peng-
umpulan data primer melalui wa- 
wancara kelompok terarah/Focus 
Group Discussion (FGD) serta peng-
umpulan data sekunder dengan 
menggunakan metode penelaahan 
pustaka tentang hambatan-hambatan 
dalam perdagangan internasional 
melalui kegiatan identifikasi peratu- 
ran Internasional maupun peraturan 
perundang-undangan di Indonesia. 
Subyek dalam penelitian ini menca- 
kup para pengrajin batik dari Peka-
longan, pelaku eksportir batik, peda-
gang kerajinan dan batik asal Austra-
lia, ahli fashion (AS) serta presiden 
Craft untuk Asia Tenggara.
Untuk menjamin keabsahan data 
yang diperoleh, peneliti menggu-
nakan teknik triangulasi sumber 
yang dilaksanakan secara langsung 
dan bersamaan dengan kegiatan 
pengumpulan data primer. Analisis 
data menggunakan model Miles dan 
Huberman yang pada prinsipnya 
dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap 
yakni reduksi atau pemilahan data 
yang diperlukan untuk menjawab 
permasalahan penelitian dengan 
membuat pemaknaan terhadap data 
yang diperoleh, display/penampilan 
data secara deskriptis serta verifi-
kasi/penarikan kesimpulan.  
Hasil Penelitian dan Pembahasan
Hasil penelitian menunjukkan, 
para pengrajin/produsen, importir, 
serta serta eksportir batik baik pada 
tingkat lokal, nasional maupun inter-
nasional menghendaki agar batik 
Indonesia yang telah mendapatkan 
pengakuan UNESCO sebagai bu- 
daya takbenda dunia harus menda- 
patkan perlindungan yang memadai 
negara penghasil batik. Bentuk 
perlindungan tersebut antara lain 
melalui pembatasan syarat-syarat 
yang ketat atas impor batik dari 
negara lain. Syarat tersebut berkaitan 
dengan identitas budaya atas produk 
dengan tujuan agar ketika produk 
sampai ke tangan pembeli maka 
mereka tidak hanya menilai batik 
sekedar produk produk fisik semata 
tetapi juga makna atau nilai yang 
terkandung didalamnya. Identitas 
tersebut antara lain  mencakup ide/ 
makna motif batik, siapa pembuat- 
nya, kapan dibuatnya serta dimana 
tempat pembuatannya.  
Secara yuridis, konsep perlindu- 
ngan (safeguarding) menurut article 
2 ayat (3) Konvensi perlindungan 
budaya takbenda diartikan sebagai: 
’…safeguarding means measures 
aimed at ensuring the viability of the 
intangible heritage including the 
identification, documentation, re- 
search, preservation, protection, 
promotion, enhancement, transmis-
sion, particulary through formal and 
non formal education, as well as the 
various aspects of such heritage”. 
Fokus utama dari safeguarding 
(perlindungan dalam arti luas) diarti-
kan sebagai langkah-langkah atau 
tindakan yang bertujuan untuk men-
jamin keberlangsungan warisan tak- 
benda yang mencakup langkah iden-
tifikasi, dokumentasi, penelitian, pe- 
lestarian, proteksi, promosi, penga- 
yaan atau pengembangan, edukasi, 
pemindahan pengetahuan baik mela- 
lui pendidikan formal maupun infor-
mal.
Sebagai produk dan identitas 
budaya, beberapa daerah yang me- 
miliki sentra batik telah mengimple-
mentasikan prinsip perlindungan 
dengan pendekatan edukasi dengan 
cara mengintegrasikan pengetahuan 
dan keterampilan membatik dalam 
kurikulum terutama pada pendidikan 
dasar. Adopsi batik dalam kurikulum 
tersebut telah dilaksanakan di Solo, 
Yogyakarta, dan Pekalongan. Di 
samping kebijakan tersebut, ma- 
sing-masing pemerintah daerah 
mengeluarkan kebijakan bahwa pada 
hari-hari tertentu, Pegawai Negeri 
Sipil (PNS), siswa sekolah mulai dari 
TK, SD, SMP, hingga SMA wajib 
mengenakan pakaian batik dengan 
motif khusus daerah. Kebijakan ini 
berimplikasi pada dikenalnya dan 
terlestarikannya motif-motif tradi- 
sional oleh masyarakat khususnya 
PNS dan murid sekolah.
Pada sisi yang lain, batik telah 
berkembang menjadi industri budaya 
dan menjadi komoditas yang tidak 
hanya diperdagangkan dalam pasar 
dalam negeri tetapi juga sudah me- 
nembus pasar luar negeri. Bersandar 
pada bentuk-bentuk perlindungan 
sebagaimana disebutkan dalam kon- 
vensi tersebut, dalam setiap negara 
yang produknya sudah masuk ko- 
moditas Internasional maka negara 
yang bersangkutan diberi keluasaan 
untuk memproteksi produk dalam 
negerinya  dengan tetap memperhati-
kan kaidah-kaidah dalam perdaga- 
ngan Internasional. 
Berkaitan dengan hal tersebut, 
menurut article 2 ayat (3) adalah pro- 
teksi yang menurut kaidah Hukum 
Perdagangan Internasional (lalu- 
lintas perdagangan Internasional) 
diakomodir dalam bentuk hambatan, 
baik dalam bentuk tarif (tarrif bar- 
rier) maupun non tarif (non tariff 
barrier) yang diberlakukan terhadap 
negara lain. Hambatan tersebut men-
cakup Anti Dumping Duties (ADD), 
Contervailing Duties (CDD), dan 
Safeguard Measures, Quota, Volun-
tary Eksport Retraint, Eksport Subsi-
dy, import ban, import lisencing, go- 
vernment procurement, dan domestic 
contents. Hambatan-hambatan dalam 
perdagangan yang bersifat non tarif 
dalam praktik dan perjanjian ber- 
bagai negara mengalami perkemba- 
ngan yang kemudian disebut sebagai 
hambatan teknis perdagangan (tech-
nical barrier to trade/TBT).  
Secara spesifik, hambataan teknis 
perdagangan diatur dalam Agree-
ment on Technical Barrier  to Trade 
yang pada pokoknya mengatur 2 
(dua ) hal yakni regulasi teknis (tech-
nical regulation) dan standar/acuan 
baku termasuk pengemasan, penem-
patan merek, persyaratan pelabelan, 
persyaratan karakteristik produk, 
inspeksi, dan prosedur.
Donald A.Ball dan Wendel H. 
McCulloch (2000), restriksi dikate-
gorikan menjadi 2 (dua) jenis yakni 
restriksi dalam bentuk tarif dan res- 
triksi/hambatan dalam bentuk non 
tarif. Hambatan-hambatan dalam 
bentuk tarif meliputi bea impor (ad 
valorem, spesifik, majemuk, dan pa- 
jak variabel). Sedangkan restriksi 
dalam bentuk non tarif meliputi ham-
batan non tarif kuantitatif dan non 
kuantitatif. Hambatan non tarif kuan-
titatif mencakup kuota tingkat tarif, 
global, diskriminatif, pembatasan 
ekspor sukarela, dan peraturan tertib 
pemasaran. Hambatan non tarif non 
kuantitatif meliputi partisipasi Peme- 
rintah langsung dalam perdagangan, 
prosedur kepabeanan dan adminis-
tratif lainnya serta standar-standar. 
Partisipasi Pemerintah langsung be- 
rupa subsidi, membeli di dalam ne- 
geri, lisensi impor, manipulasi kurs, 
dan kandungan lokal. Prosedur kepa- 
beanan dan administratif lainnya 
meliputi klasifikasi tarif, persyaratan 
dokumentasi, dan evaluasi produk. 
Standar-standar meliputi kesehatan, 
keselamatan dan kualitas produk, 
kemasan dan pemberian label, serta 
metode pengetesan produk. Bentuk- 
bentuk hambatan dalam perdagangan 
terangkum dalam tabel berikut :
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Pendahuluan dan Masalah Preala-
bel
Keberadaan BUMN di Indonesia 
sebagai salah satu pelaku ekonomi 
(badan usaha) di Indonesia sangat 
penting untuk menunjang pemba- 
ngunan ekonomi nasional. Kegiatan 
BUMN pada dasarnya untuk mem-
bantu kebutuhan masyarakat Indone-
sia di segala bidang, agar kesejahte- 
raan masyarakat lebih terjamin dan 
tidak tergantung pada produk luar 
negeri. Seiring dengan perkemba- 
ngan ekonomi dunia yang semakin 
maju, dibutuhkan kompetisi dan 
efektivitas badan usaha BUMN. 
Proses restrukturisasi sangat dibu-
tuhkan untuk perbaikan manajemen 
internal sebuah perusahaan khusus- 
nya BUMN. Demikian pula privati-
sasi yang dilakukan dengan proses 
yang sehat dan tujuan yang jernih 
sesuai dengan maksud dilakukannya 
privatisasi dalam Undang Undang 
Nomor 19 Tahun 2003 tentang Ba- 
dan Usaha Milik Negara (UU 
BUMN) Pasal 74 ayat (1) yang men-
jelaskan : 
"Privatisasi dilakukan dengan 
maksud untuk :
a. Memperluas kepemilikan ma- 
syarakat atas persero ;
b. Meningkatkan efisiensi dan pro- 
duktivitas perusahaan ;
c. menciptakan struktur keuangan 
dan manajemen keuangan yang 
baik/kuat;
d. Menciptakan struktur industri 
yang sehat dan kompetitif ;
e. Menciptakan persero yang ber- 
daya saing dan berorientasi glo- 
bal;
f. Menumbuhkan iklim usaha, eko- 
nomi makro, dan kapasitas 
pasar.”
Proses privatisasi yang dilakukan 
dengan mengindahkan ketentuan 
Pasal di atas akan menciptakan peru-
sahaan BUMN tetap eksis dan dapat 
berusaha untuk kepentingan bersama 
memenuhi kebutuhan negara dan 
masyarakat banyak. Kebijakan pri- 
vatisasi BUMN yang dilakukan Pe- 
merintah Indonesia selama ini men-
jadi masalah fundamental terutama 
bagi kehidupan masyarakat di Indo-
nesia. 
Kondisi dan Aspek Historis 
BUMN di Indonesia.
Pendirian Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN) di Indonesia diawa-
li oleh aspek historis pasca kemer- 
dekaan Tahun 1945. Tujuannya ada- 
lah untuk memenuhi kebutuhan 
dasar dan kesejahteraan masyarakat 
Indonesia. Ditambah lagi oleh kondi-
si riil Indonesia pada saat itu, yang 
hanya memiliki sumber daya alam 
(SDA) yang melimpah dan sumber 
daya manusia (SDM), sedangkan 
teknologi dan sumber daya modal 
untuk menggarap SDA belum terse-
dia maksimal.
Pada saat dibentuknya UUD 1945 
khususnya Pasal 33, ada orientasi 
filosofis yang salah satunya adalah 
agar negara/pemerintah mengambil 
peran aktif dengan cara membentuk 
badan usaha yang disebut BUMN. 
Negara diharapkan mendominasi 
peran terhadap segala aspek kebija-
kan ekonomi dan hukum untuk men-
stabilisasi kondisi pembangunan 
Indonesia. Selama Pasal 33 tetap 
tertera di konstitusi UUD 1945, 
negara masih tetap akan mengambil 
peran dalam kegiatan ekonomi 
(Riant  et.all, 2008:58).
Peran negara dalam kegiatan 
ekonomi pasca kemerdekaan dida- 
sarkan pada beberapa pertimbangan 
yaitu :
a) Keadaan negara yang baru merde-
ka terlepas dari penjajahan fisik 
sehingga belum memiliki social 
overhead capital;
b) Besarnya kerugian yang ditang- 
gung Indonesia akibat peperan-
gan;
c) Terpinggirkannya pengusaha pri- 
bumi oleh pengusaha keturunan 
Arab, Cina, dan Eropa (Rian 
et.all, 2008:3-4).
Strategi negara untuk mengambil 
peran tersebut dilakukan dengan cara 
menasionalisasi beberapa perusa-
haan asing terutama perusahaan 
Belanda yang banyak menguasai 
bidang infrastruktur, di antaranya :
1) Bidang Telekomunikasi. Post, 
Telegraph en Telephone Dienst 
dinasionalisasi menjadi Jawatan 
Pos, Telegraph, dan Telepon 
(JPTT). Pada Tahun 1961 JPTT 
diubah menjadi Perusahaan Ne- 
gara Pos Giro dan Telekomunika-
si (PN Postel. Pada Tahun 1965 
PN Postel dipecah menjadi dua 
perusahaan yaitu Perusahaan Pos 
dan Giro (PN Pos dan Giro), dan 
Perusahaan Negara Telekomuni-
kasi (PN Telekomunikasi). Pada 
Tahun 1974 PN Telekomunikasi 
distandarisasi menjadi Perusa-
haan Umum Telekomunikasi (Pe- 
rumtel) yang bergerak di bidang 
jasa telekomunikasi dalam jang-
kauan nasional dan internasional. 
Perumtel kemudian disesuaikan 
lagi menjadi Perusahaan Perse-
roan (Persero) yang dibagi dua 
yaitu PT Telekomunikasi (dising-
kat PT Telkom) yang bergerak di 
bidang jasa telekomunikasi dalam 
negeri, dan PT Indosat yang 
bergerak di  bidang jasa teleko-
munikasi luar negeri.
2) Bidang Transportasi. Batavie Ver- 
keers Mij dan Deli Spoorweg Mij, 
dinasionalisasi menjadi Djawatan 
Kereta Api (DKA); KLM dinasi-
onalisasi menjadi Garuda Indone-
sia Airways.
Ternyata kebijakan nasionalisasi 
pemerintahan Soekarno secara eko- 
nomis belum efektif karena tidak 
didukung tersedianya dana yang 
cukup yang dimiliki pemerintah 
Indonesia. Terbukti kebijakan nasio- 
nalisasi justru menambah beban 
anggaran ekonomi negara untuk 
memenuhi kebutuhan perusahaan 
BUMN sehingga APBN menjadi 
membengkak. Pada tahun 1961 terja-
di krisis pangan akibat gagal panen 
besar-besaran dan tidak tercukupinya 
stok impor beras. Inflasi mencapai 
95 %, dan  tahun 1965 inflasi bertam-
bah menjadi 605%. Upaya untuk 
mengatasi hiperinflasi, pemerintah 
mengeluarkan Penetapan Presiden 
Nomor 27 Tahun 1965 tertanggal 13 
Desember 1965. Kondisi ini bertam-
bah buruk waktu pemerintahan 
Soeharto yang dikenal orde baru 
baru terbentuk.
Pemerintahan Soeharto lebih 
cenderung menerapkan asas ekono- 
mi pragmatis artinya tindakan eko- 
nomi politik pemerintah menitikbe- 
ratkan pada unsur kemanfaatan yang 
dilakukan oleh para teknokrat yang 
sebagian besar bermazhab pada 
ekonomi liberal seperti Ali Wardha-
na, Widjoyo Nitisastro, Emil Salim, 
dan yang lain serta didukung oleh 
militer. Kebijakan pemerintah mulai 
open terhadap arus modal asing 
khususnya negara barat. Peran nega- 
ra dalam kegiatan ekonomi mulai 
dikurangi dan menyerahkan seba- 
giannya pada peran sektor swasta. Di 
bidang perundang-undangan keluar 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1967 tentang Penanaman Modal 
Asing dan diubah menjadi Undang- 
Undang Nomor 11 Tahun 1970 
tentang Perubahan dan Penambahan 
Undang-Undang  Penanaman Modal 
Asing, dan  Undang-Undang Nomor  
6 Tahun 1968 tentang Penanaman 
Modal Dalam Negeri dan diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 1970 tentang Perubahan dan 
Penambahan Undang-Undang  Pena-
naman Modal Dalam Negeri, yang 
saat ini sudah diganti dengan UU 
Penanaman Modal yang baru yaitu 
UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal (UU PM).
Kebijakan pemerintah orba yang 
terlalu lentur pada kegiatan ekonomi 
nasional khususnya pengontrolan 
yang lemah pada arus modal asing 
dan penekanan pada ekonomi makro 
versi liberal menyebabkan membe-
sarnya tindakan pinjaman/hutang 
yang sebagian besar dilakukan oleh 
pengusaha swasta. Pinjaman ke luar 
negeri yang sangat besar dan tidak 
bisa dibayarkan sampai jatuh tempo, 
berakibat pada aksi besar-besaran 
masyarakat Indonesia untuk membe-
li/menukarkan mata uang rupiah ke 
mata uang asing terutama dollar, 
yang akhirnya krisis moneter (eko- 
nomi) dan krisis kepercayaan ma- 
syarakat pada pemerintah orba terja-
di (pada tahun 1997). 
Eksistensi BUMN dari sisi mana-
jemen struktural (di masa orba) ada 
peningkatan dibandingkan dengan 
masa Soekarno. Salah satunya ada- 
lah dibentuknya kementerian khusus 
di bidang pengelolaan BUMN yang 
sekaligus merangkap ketua dewan 
pengelolaan BUMN. Penguasaan 
orang-orang profesional dalam struk-
tur internal perusahaan BUMN mulai 
diusahakan (meskipun background 
keilmuannya berkiblat ke negara 
barat) untuk membangun  BUMN 
yang mampu berdaya saing global.
Di masa pasca orba yang dikenal 
dengan masa reformasi, kegiatan dan 
keberadaan BUMN sudah mulai 
tertata. Orientasi instan birokrasi 
untuk mendapatkan keuntungan se- 
cepat mungkin dan semudah mung- 
kin masih tidak bisa dihilangkan, 
sebagai contoh divestasi (dalam 
rangka privatisasi) sebagian saham 
PT. Telkom dan PT. Indosat ke inves-
tor asing yang sarat kepentingan 
ekonomi birokrasi pemerintahan.
BUMN  dan Privatisasi  di Indone-
sia.
Konsep privatisasi dalam dua 
puluh lima tahun terakhir dan ke 
depan akan tetap menjadi ikon 
peradaban perekonomian di dunia. 
Privatisasi menjadi terkenal setelah 
batas negara semakin melemah da- 
lam aktivitas perekonomian dunia. 
Kegiatan pelaku ekonomi baik se- 
cara individual maupun kelompok 
badan usaha merubah skat negara 
sehingga yang akan terjadi ke depan 
adalah kompetensi fungsional antar 
para pelaku ekonomi.
Ada banyak pendapat tentang 
pengertian privatisasi, di antaranya :
1) Pendapat dari Joseph Stiglitz 
(mantan presiden bank dunia) 
(Rian et.all, 2008:58)
  “Privatisasi merupakan lawan 
dari nasionalisasi. Privatisasi di- 
sebut sebagai proses konversi dari 
perusahaan negara menjadi peru-
sahaan swasta, sedangkan nasio- 
nalisasi adalah proses pengkon-
versian perusahaan swasta 
(private enterprise) menjadi peru-
sahaan negara (public enter-
prise).”  
2) Pendapat Revrisond Baswir 
(Revrisond & Gatut, 2008:75)
 “Privatisasi difahami sebagai se- 
buah proses sistematis untuk me- 
mindahkan status kepemilikan 
BUMN/kekayaan publik dari se- 
luruh anggota masyarakat kepada 
para pemilik modal/swasta.” 
3) Bunyi ketentuan Undang Undang 
RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang 
Badan Usaha Milik Negara  
(Pasal 1 angka 12 UU BUMN)
 “Privatisasi adalah penjualan sa- 
ham Persero, baik sebagian mau- 
pun seluruhnya, kepada pihak lain 
dalam rangka meningkatkan ki- 
nerja dan nilai perusahaan, mem-
perbesar manfaat bagi negara dan 
masyarakat, serta memperluas 
pemilikan saham oleh masya- 
rakat.”
5) Pendapat Bacelius Ruru (Barce-
lius Ruru dalam K. Hadi et.all, 
1997:324)
 “Privatisasi tidak harus diartikan 
mengalihkan saham BUMN pada 
swasta melalui Go publik, me- 
lainkan termasuk juga upaya lain 
yang bertujuan untuk mengikut-
sertakan swasta masuk ke dalam 
BUMN melalui bagun operasikan 
dan alihkan (build operate and 
transfer/BOT), bangun operasi- 
kan dan miliki (build operate and 
owned/BOO), kontrak manaje-
men, kerjasama operasi dan 
penjualan saham pada partner 
strategis (direct placement).” 
Privatisasi (dalam arti sempit) 
juga dikenal dengan denasionalisasi, 
artinya mendivestasi aset atau saham 
perusahaan negara ke pihak swasta. 
Kejanggalan yang akan timbul ada- 
lah perusahaan negara yang mana 
yang diperbolehkan didivestasi ke 
pihak swasta terutama pada pihak 
asing. Apakah perusahaan negara 
yang bergerak di bidang produksi 
yang penting bagi negara dan me- 
nguasai hajat hidup orang banyak, 
(sesuai dengan amanah yang ada 
dalam Pasal 33 UUD 1945) termasuk 
yang boleh dikuasai oleh swasta 
khususnya investor asing. Kondisi 
ini akan menjadi masalah bagi Indo-
nesia, karena pemerintah Indonesia 
masih ragu dalam menetapkan indi- 
kator perusahaan negara sesuai de- 
ngan konstitusi UUD 1945. Meski-
pun sudah ada ketentuan tentang 
negative list bidang usaha bagi 
investor asing, akan tetapi khusus 
tentang penerapan Pasal 33  UUD 
1945 masih multipretatif.  
Privatisasi (dalam arti yang lebih 
luas) menempatkan denasionalisasi 
sebagai salah satu unsur. Unsur yang 
lain adalah pengalihan fungsi dari 
sektor publik ke sektor swasta. 
Setelah adanya proses divestasi 
aset/saham perusahaan negara ke 
sektor swasta, sudah tentu diikuti 
oleh proses pengalihan peran dalam 
struktur manajemen perusahaan. Be- 
rarti dalam konteks ini, dua unsur 
tersebut menjadi satu kesatuan dalam 
konsep privatisasi. 
Beberapa tujuan privatisasi 
adalah untuk memberikan kontribusi 
finansial pada negara dan badan 
usaha, mempercepat penerapan prin-
sip good corporate governance, 
membuka akses ke pasar internasio- 
nal, serta alih teknologi dan transfer 
best practice pada badan usaha (Rian 
et.all, 2008:58).
 UU BUMN merumuskan dalam 
Pasal 74 ayat (2) Yaitu : 
 ”Privatisisasi dilakukan dengan 
tujuan untuk meningkatkan kiner-
ja dan nilai tambah perusahaan 
dan meningkatkan peran serta 
masyarakat dalam pemilikan sa- 
ham persero. ”
Tujuan alamiah yang terjadi da- 
lam privatisasi akhirnya memuncul-
kan pendapat dari Mayer dan Kay 
Biskop, yang membagi ke dalam tiga 
dimensi penjelasan, di antaranya :
(1) Alasan keuangan (finance). Priva-
tisasi BUMN dilakukan sebagai 
salah satu profit center bagi 
pemerintah untuk dapat memberi-
kan kontribusi positif pengem-
bangan perekonomian nasional; 
(2) Alasan informasi (information). 
Privatisasi diharapkan dapat 
mempermudah informasi antara 
manajemen perusahaan dengan 
para pihak agar lebih transparan;
(3) Alasan pengendalian (control). 
Privatisasi dapat mengurangi 
intervensi yang berlebihan dari 
pemerintah dan para politisi 
sehingga dapat mengurangi biaya 
komisi (agency cost). (Rian et.all, 
2008:71)
Perspektif  internal manajemen 
perusahaan, kebijakan privatisasi 
bertujuan :
(a) Memperoleh investor strategis 
sehingga dapat memacu kinerja 
manajemen terutama terkait de- 
ngan kemampuan teknis, mar-
keting, dan managerial skill;
(b) Memperoleh cash inflows untuk 
kepentingan infrastruktur teleko-
munikasi;
(c) Akselerasi akses teknologi tele- 
komunikasi dan metode pengo- 
perasiannya;
(d) Keterbukaan perusahaan publik 
diharapkan dapat mempercepat 
proses perubahan dan memini-
malkan pengaruh birokrasi (Rian 
et.all, 2008:71).
  
Penjelasan di atas menggambar-
kan bahwa privatisasi merupakan 
kebijakan pemerintah/publik yang 
diambil bersama dengan manajemen 
internal BUMN dengan maksud dan 
tujuan untuk melakukan divestasi 
atau mengalihkan kendali perusa-
haan publik ke pihak swasta agar 
terjadi efisiensi perusahaan dan da- 
pat membantu perekonomian nasio- 
nal.  
Manfaat kebijakan privatisasi 
dapat digolongkan menjadi dua 
bagian pokok yaitu :
(1) Manfaat dalam skala makro 
dalam lingkup perekonomian 
nasional.
Manfaat privatisasi dilihat 
dari sisi yang lebih luas, di 
antaranya: pertama, untuk mem- 
bantu pemerintah (Indonesia) 
mendapatkan dana bagi realisasi 
pembangunan, baik dalam ben- 
tuk pajak maupun bentuk devi-
den perusahaan; Kedua, dapat 
mendorong perkembangan pasar 
modal di Indonesia; Ketiga, 
Sebagai pengganti dari kewa-
jiban pemerintah tentang setoran 
tambahan modal seperti pemba-
yaran angsuran/setoran pinja-
man pemerintah ke luar negeri 
dan menutupi defisit anggaran 
APBN; 
(2)  Manfaat dalam skala mikro.
Artinya upaya peningkatan 
kinerja internal perusahaan 
BUMN seperti: pertama, mem-
bentuk struktur modal yang lebih 
baik bagi perusahaan (capital 
restructuring) misalkan privati-
sasi melalui penerbitan saham 
baru agar perusahaan dapat men-
cukupi kebutuhan modal sendiri; 
kedua, terciptanya tata kelola pe- 
rusahaan yang transparan (good 
corporate governance); ketiga, 
diharapkan dapat meningkatkan 
efisiensi dan produktivitas peru-
sahaan; keempat, dengan ada- 
nya peralihan pengelolaan peru-
sahaan dari publik ke sektor 
swasta, ada penyegaran dan 
inovasi baru dalam pengelolaan 
lingkungan internal perusahaan.
Kebijakan privatisasi di Indonesia 
menjadi konsumsi isu politik publik 
yang sangat masif. Penyebabnya 
adalah pertama, privatisasi diiden-
tikkan dengan divestasi sebagian 
besar saham BUMN ke investor 
asing, sedangkan investor dalam 
negeri selalu terkesampingkan. Aki- 
batnya adalah kebijakan privatisasi 
disebut sebagai kebijakan yang me- 
rubah perusahaan negara menjadi 
perusahaan asing; kedua, banyaknya 
intervensi yang kuat dari lembaga 
ekonomi asing seperti IMF, World 
Bank, dan lembaga lain ; ketiga, 
kebijakan privatisasi dijadikan alter-
natif solutif yang baik oleh birokrasi 
untuk mengatasi masalah di BUMN; 
keempat, dana dari hasil privatisasi 
dengan cara divestasi, banyak yang 
menguap ke pihak dan lembaga yang 
kurang representatif.
Masalah lain yang menjadi rumit 
adalah beberapa pertimbangan klasik 
dari pemerintah dan birokrasi BU 
MN dalam melakukan kebijakan 
privatisasi, di antaranya :
a) Kurang kompetitifnya kualitas 
produk yang dihasilkan oleh 
perusahaan BUMN dibandingkan 
dengan perusahaan swasta;
b) Pertimbangan untuk mengatasi 
masalah di perusahaan seperti 
produktivitas rendah, terlalu ba- 
nyak karyawan, dan inefisiensi;
c) Kurang cepatnya birokrasi BU 
MN untuk mencari solusi yang 
terjadi di internal perusahaan;
d) Kebijakan meminjam/hutang un- 
tuk  menutupi kerugian yang terus 
menerus, tanpa alternatif yang 
lain;
e) Kurang bebasnya birokrasi di 
internal BUMN dalam mengam-
bil kebijakan solutif, dikarenakan 
intervensi berlebihan dari peme- 
rintah;
f) Adanya regulasi dan legislasi 
yang mengatur BUMN yang 
cenderung kurang konsisten;
g) Visi dan tujuan BUMN yang 
saling kurang searah seperti 
antara kepentingan masyarakat 
dan kepentingan memperoleh 
profit;
h) Tetap suburnya praktek suap/ko-
rupsi untuk kepentingan tertentu. 
Semua masalah tersebut perlu 
diperhatikan dan dicari solusi 
yang tepat untuk mengatasi per- 
baikan struktur internal dan ke- 
giatan perusahaan ke depan.
Masalah di atas menjadikan kebi-
jakan privatisasi tampak sangat ne- 
gatif di mata masyarakat Indonesia. 
Konsep privatisasi dalam perspektif 
kebijakan yang positif seperti me- 
nempatkan kebijakan tersebut seba- 
gai salah satu alternatif akhir dari 
sekian cara yang telah dilakukan 
untuk penyehatan perusahaan dan 
semata-mata untuk kepentingan 
negara serta masyarakat tentu akan 
timbul kesan lain yang sangat positif.
Pada dasarnya pelaksanaan priva-
tisasi di lingkungan BUMN dilaku-
kan salah satunya adalah untuk me- 
ngundang para investor swasta baik 
asing maupun lokal berpartisipasi di 
kegiatan BUMN. Orientasi tersebut 
sesuai dengan tujuan privatisasi yang 
paling umum di beberapa negara 
maju yaitu demokratisasi kepemi-
likan (creating a share owning 
democracy). Penyebaran penguasaan 
saham di perusahaan BUMN dapat 
mencegah terjadinya dominasi ber- 
lebihan pada satu pelaku usaha/satu 
kelompok, inefektivitas perusahaan, 
terjadinya KKN di lingkungan mana-
jemen perusahaan, dan persaingan 
usaha tidak sehat.
Prinsip demokratisasi kepemi-
likan di BUMN juga harus memper-
hatikan kategori perusahaan BUMN 
yang diperbolehkan untuk diprivati-
sasi dan jumlah maksimal saham 
yang boleh dikuasai oleh swasta 
sesuai dengan konstitusi negara dan 
peraturan peundang-undangan di 
Indonesia. Batasan tersebut diperlu-
kan agar sektor-sektor badan usaha 
yang strategis bagi negara dan 
menyentuh kehidupan masyarakat, 
tetap terpelihara untuk keberlangsu- 
ngan serta kepentingan nasional dan 
kesejahteraan masyarakat.
Privatisasi BUMN Indonesia 
mulai dilaksanakan pada saat PT 
Semen Gresik (Tahun 1991) melepas 
sebagian sahamnya sebanyak 27 % 
di pasar modal. Setelah privatisasi 
tahun 1991 kemudian disusul dengan 
privatisasi BUMN yang lain seperti 
PT Indosat, PT Tambang Timah, PT 
Telkom, PT BNI.
 
Strategi  Privatisasi  Ideal  di Indo-
nesia.
Pelaksanaan privatisasi BUMN di 
berbagai negara, tidak dapat terhin- 
darkan lagi sebagai dampak dan 
proses interaksi masyarakat dunia 
yang semakin meningkat. Pesatnya 
kemajuan ilmu pengetahuan dan 
teknologi, akan terus mendorong 
pola kehidupan masyarakat yang 
serba industrialis (Jimly, 1998:24). 
Praktek privatisasi dilatarbelakangi 
dengan misi yang berbeda-beda 
sesuai dengan kebutuhan dan kondisi 
suatu negara. Misi tersebut dapat 
berupa orientasi idiologi, demokrati-
sasi kepemilikan perusahaan, 
efisiensi perusahaan, sampai pada 
aspek ekonomis yaitu pencarian dana 
untuk pembangunan nasional. Esensi 
privatisasi pada dasarnya adalah 
upaya restrukturisasi perusahaan 
yang dimiliki negara (BUMN) agar 
menjadi perusahaan yang sehat, 
efisien, dan mampu berkompetisi 
dalam pasar global (Safri, 2007:15). 
Privatisasi memiliki empat macam 
fungsi, yang perlu diperhatikan oleh 
pemerintah Indonesia, di antaranya : 
pertama, fungsi korporasi yaitu agar 
BUMN dapat sejajar dengan perusa-
haan yang sudah maju; kedua, fungsi 
kompetisi maksudnya perusahaan 
BUMN harus mampu berkompetitif 
secara sehat dengan perusahaan lain; 
ketiga, fungsi regulasi artinya mem-
bentuk kebijakan yang membuka 
akses pada para pelaku usaha lain 
untuk berpartisipasi di kegiatan 
BUMN; dan keempat, fungsi budget-
er dimaksudkan agar hasil privatisasi 
dapat membantu menyediakan dana 
untuk pengembangan perusahaan 
dan membantu pendapatan negara 
(Safri, 2007:15).
Privatisasi di Indonesia, sudah 
cukup lama dilakukan yaitu sejak 
tahun 1991 dengan tujuan utamanya 
agar dapat membantu pendapatan 
bagi negara (APBN). Pada hakikat- 
nya, privatisasi di Indonesia tidak 
dilarang oleh Undang-Undang se- 
panjang tidak bertentangan dengan 
ketentuan Undang-Undang dan UUD 
1945. Seringkali dalam praktiknya 
pelaksanaan privatisasi BUMN di 
Indonesia, kurang sesuai dengan 
ketentuan Undang-Undang dan rne- 
ngindikasikan adanya market failure 
yang ditandai dengan :
a) Inefficiency, maksudnya setelah 
pnvatisasi dilakukan, ternyata 
hasilnya tidak mengalami peruba-
han atau tujuan untuk efisiensi 
tidak tercapai;
b) Assymetric Information, artinya 
informasi pasar terkait dengan 
pelaksanaan privatisasi tidak 
akurat sehingga ada banyak pihak 
yang merasa dirugikan seperti 
penentuan harga dan lainnya;
c) Social Cost. Privatisasi yang 
terjadi justru menimbulkan di- 
mensi sosial yang tinggi. Pihak 
swasta asing kurang mengindah-
kan aspek sosial yang terkait 
dengan kehidupan dan kebutuhan 
masyarakat;
d) Intervensi pemerintah. Faktor lain 
yang dapat mengganggu adalah 
adanya intervensi politik dari 
pemerintah dan lembaga lain 
seperti DPR serta berbagai pihak 
sehingga privatisasi tidak efektif.
Upaya untuk mencari dan menen-
tukan privatisasi BUMN yang ideal 
dilaksanakan di Indonesia dibutuh-
kan pemahaman dan kehati-hatian 
untuk memutuskan. Ada banyak 
metode privatisasi yang dikenal, 
yang setiap metode ada kelebihan 
dan sekaligus kekurangannya. Bebe- 
rapa metode tersebut adalah privati-
sasi melalui/pm pasar modal, pm 
private placement oleh investor 
dalam negeri/DN dengan penyertaan 
modal di bawah 50 % atau di atas 50 
%, pm private placement oleh inves-
tor asing/IA dengan penyertaan 
modal di bawah 50 % atau di atas 50 
%, public offering, private sale, new 
private investment, sale of assets, 
fragmentation, management/employ-
ee buy qut, kontrak manajemen, 
kontrak/sewa aset, Iikuidasi, initial 
public offering (IPO), right issue 
(RI), strategic sales (SS), dan other 
private offering. 
Menurut UU BUMN pada Pasal 
78 dijelaskan juga mengenai bebera-
pa cara pelaksanaan privatisasi yaitu:
“Privatisasi dilaksanakan dengan 
cara:
a. Penjualan saham berdasarkan ke- 
tentuan pasar modal;
b. Penjualan saham langsung kepada 
investor;
c. Penjualan saham kepada manaje-
men dan/atau karyawan yang ber- 
sangkutan.”
Penjelasan yang sama juga di- 
gambarkan oleh Peraturan Pemerin-
tah Nomor 33 Tahun 2005 tentang 
Tata Cara Privatisasi Perusahaan 
Perseroan. Dijelaskan dalam Pasal 5 
ayat (1) PP Nomor 33 Tahun 2005 
tentang Tata Cara Privatisasi Perusa-
haan Perseroan, yang mengelompok-
kan tiga macam sama dengan keten-
tuan di dalam UU BUMN. Hal terse-
but senada dengan ulasan Udin 
Silalahi (Silalahi, 2007:18-25).
Gambaran dan beberapa jenis 
metode privatisasi di atas, dapat 
ditentukan penerapan privatisasi 
BUMN yang ideal untuk BUMN 
Indonesia. Riant Nugroho menya-
takan bahwa yang ideal metode 
privatisasi di Indonesia menggu-
nakan metode Private Placement 
oleh investor asing dengan penyerta-
an modal di atas 50 %, dengan 
pertimbangan; pertama, mampu me- 
ningkatkan kinerja BUMN; kedua, 
mampu menerapkan prinsip good 
governance; ketiga, mampu mening-
katkan akses ke pasar internasional; 
keempat, ada transfer ilmu pengeta-
huan dan teknologi; kelima, ada 
perubahan budaya kerja; dan 
keenam, memberikan kontribusi 
untuk menutup defisit APBN (Rian 
et.all,2008:198-199). Pendapat Riant 
tersebut perlu pertimbangan yang 
matang terhadap kondisi dan status 
BUMN pasca privatisasi. Partisipasi 
investor asing melebihi 50 % saham 
di BUMN Indonesia, pada umumnya 
sudah secara langsung dapat mengu-
bah pengendalian BUMN dan peru-
bahan status BUMN.
Privatisasi BUMN yang paling 
strategis/ideal diterapkan di Indone-
sia sangat relatif. Ada banyak faktor 
yang harus diperhatikan sebelum 
BUMN diprivatisasi, di antaranya :
a) Tujuan dilaksanakannya privatisa-
si;
b) Jenis BUMN yang akan diprivati-
sasi;
c) Keadaan/kondisi BUMN men-
jelang pelaksanaan privatisasi; 
dan
d) Situasi sosial politik dan ekonomi 
negara dan masyarakat pada saat 
akan dilaksanakannya privatisasi.
Faktor tersebut akan sangat 
menentukan pada jenis metode yang 
paling baik dan strategis bagi peme- 
rintah dan manajemen BUMN untuk 
menentukan privatisasi BUMN yang 
ada tanpa melanggar ketentuan pera-
turan perundang-undangan dan ke- 
pentingan nasional.
Simpulan
1) Pelaksanaan privatisasi BUMN 
Indonesia, harus memperhatikan 
strategi yang sesuai dengan 
kondisi, kategori, dan tujuan 
BUMN. 
2) Perlu ada keseimbangan untuk 
menerapkan fungsi privatisasi 
seperti fungsi regulasi, kompetisi, 
budgeter, dan korporasi, agar 
tidak tercipta kesan dari berbagai 
kalangan di masyarakat bahwa 
privatisasi BUMN dilakukan 
hanya untuk menjalankan fungsi 
budgeter semata.
3) Privatisasi perlu memperhatikan 
aspek kepentingan negara (bukan 
pemerintah) dan aspek sosial 
kemasyarakatan.
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Pendahuluan
Batik Indonesia merupakan wari-
san luhur budaya masyarakat Indo-
nesia yang mendapatkan pengakuan 
Unesco pada tanggal 2 Oktober 2009 
melalui pengesahan budaya takbenda 
dunia (intangible culture heritage). 
Disamping batik, produk-produk 
budaya Indonesia juga mendapat 
perhatian UNESCO dan hingga 
tahun 2014 ini antara lain keris, 
angklung, anyaman papua, tarian 
saman dan sistem irigasi pertanian 
Sabak di Bali turut juga mendapat-
kan pengakuan. Di antara matabu-
daya tersebut, batik merupakan mata 
budaya yang paling tradable (berpo-
tensi komoditas), baik dalam pasar 
lokal, nasional maupun internasio- 
nal. Selaras dengan fakta empirik 
tersebut, Unesco mengharapkan agar 
batik benar-benar beredar dalam 
pasar internasional. Sementara itu 
disisi lain, berdasarkan data (UNES-
CO, tahun 2009) di seluruh dunia ini 
setidaknya terdapat 15 negara yang 
memiliki tradisi proses rintang war- 
na. Proses tersebut di Indonesia di- 
sempurnakan dengan penggunaan 
malam dan kemudian dinamakan 
sebagai batik sebagaimana diakomo-
dir dalam Peraturan Menteri Perin-
dustrian Nomor 74 tahun 2007 
tentang batikmark” batik INDONE-
SIA”. Banyaknya negara yang me- 
miliki tradisi proses rintang warna 
tersebut membawa konsekuensi ke- 
mungkinan peredaran batik dari 
negara lain ke Indonesia dan seba- 
liknya beredarnya batik Indonesia ke 
negara lain. 
Atas keadaan tersebut, Indonesia 
sebagai anggota WTO dituntut untuk 
menyelenggarakan pasar yang adil 
artinya memberikan perlindungan 
pada batik dalam negeri sekaligus 
bersikap tidak melakukan hal yang 
merugikan bagi batik negara lain 
yang mungkin dipasarkan di Indone-
sia. Huala Adolf (2004), mengung-
kapkan bahwa pada prinsipnya ter- 
kait dengan mekanisme perdagangan 
Internasional, General Agreement on 
Tarrif and Trade (GATT) hanya 
memperkenalkan tindakan proteksi 
terhadap industri domestik melalui 
tarif (menaikkan tingkat tarif bea 
masuk) dan tidak melalui upaya- 
upaya perdagangan lainnya (non 
tarrif commercial measures). Donald 
A.Ball dan Wendel H.McCulloch 
(2000) mendeskripsikan proteksi 
atau restriksi atau hambatan dalam 
perdagangan/bisnis Internasional da- 
lam praktek bermula pada alasan 
pertahanan nasional. Industri-indus-
tri tertentu memerlukan proteksi dari 
impor karena vital bagi pertahanan 
nasional dan harus tetap diberlaku-
kan meskipun terdapat kerugian 
secara komparatif berkenaan dengan 
para pesaing luar negeri. Adapun 
alasan-alasan lain suatu negara mela- 
kukan restriksi adalah karena untuk 
melindungi industri yang baru tum- 
buh (infant industry). Alasannya, 
dalam jangka panjang, industri itu 
akan memiliki keunggulan kompara-
tif, tetapi perusahaan-perusahaan 
yang baru tumbuh tersebut memerlu-
kan proteksi terhadap impor sampai 
angkatan kerja terlatih, teknik-teknik 
produksi dikuasai dan industri ini 
sampai mencapai skala ekonomi. 
Apabila sasaran-sasaran tersebut ter- 
penuhi, proteksi impor tidak diperlu-
kan lagi. Tanpa proteksi, sebuah 
perusahaan tidak akan mampu ber- 
tahan hidup karena impor biaya 
rendah dari para pesaing asing yang 
lebih dewasa akan menjual barang- 
barang yang lebih murah daripada 
mereka di pasar lokalnya. Proteksi 
ini dimaksudkan hanya bersifat 
sementara, akan tetapi kenyataannya 
sebuah perusahaan akan jarang me- 
ngakui telah dewasa dan tidak lagi 
memerlukan bantuan. Di samping 
alasan sebagaimana disebutkan di 
atas, restriksi juga dimaksudkan 
untuk melindungi tenaga kerja 
domestik dari tenaga asing yang 
lebih murah dengan cara memban- 
dingkan tingkat upah per jam tenaga 
asing yang lebih murah dengan yang 
dibayar di negaranya.
Hambatan tersebut tidak hanya 
dibatasi sebagai hambatan dalam 
bentuk tarif (tariff barrier) saja, akan 
tetapi juga hambatan non tarif (non 
tariff barrier). Bentuk halangan 
dalam perdagangan yang menjadi 
diskursus negara-negara anggota 
WTO adalah hambatan NTB karena 
sangat rawan untuk dijadikan dalih 
melindungi produk dalam negerinya 
dengan cara-cara curang. Meskipun 
demikian, sebagai organisasi perda-
gangan dunia, World Trade Organi-
sation (WTO) telah  mengantisipasi 
kemungkinan terjadinya hal tersebut 
dengan membolehkan negara anggo-
ta untuk melindungi produk dalam 
negerinya dengan menerapkan ham-
batan dalam perdagangan produk 
sejenis dari negara lain. 
Dalam praktek perdagangan serta 
berdasarkan kesepakatan beberapa 
negara, diberlakukan technical bar- 
rier to tariff (TBT) yang merupakan 
bagian dari NTB. Beberapa bentuk 
TBT yang lazim diberlakukan dalam 
perdagangan internasional adalah 
dalam rangka pencegahan penyeba-
ran hama, penyakit, jaminan keama- 
nan pangan, obat-obatan, hasil perta-
nian dan alasan keamanan lainnya. 
Hambatan tersebut secara teknis di- 
antaranya dilakukan melalui pela-
belan produk. 
Beberapa penelitian sebelumnya 
serta telaah kritis para ahli terkait 
hambatan no tarif untuk produk 
meliputi : penelitian dengan telaah 
kepustakaan data sekunder yang 
dilakukan, pelabelan produk tektsil 
dan pakaian baru sebatas analisis 
data sekunder seperti yang dilakukan 
oleh Aswicahyono tentang produk 
Indonesia yang berpotensi beredar di 
negara-negara Asean yang menca- 
kup tekstil, pakaian, dan kulit. Di 
luar sebagaimana disebutkan di atas, 
baru diterapkan secara sangat terba-
tas yakni pelabelan pada tekstil, pa- 
kaian, travel. Pemerintah Indonesia 
melalui Peraturan Menteri Perindus-
trian Republik Indonesia Nomor 
74/M-IND/PER/9/2007 sebenarnya 
sudah menerapkan hambatan teknis 
dalam perdagangan batik dalam 
bentuk kewajiban pelabelan Batik-
mark “batik INDONESIA”. 
Ketentuan tersebut mewajibkan 
agar batik yang akan diperdagangkan 
baik dalam pasar nasional maupun 
pasar Internasional harus mencan-
tumkan label emas (gold) untuk batik 
tulis, putih untuk batik cap serta 
perak (silver) untuk batik kombinasi 
tulis dan cap. Pada tingkat lokal, 
Pemerintah Kota Pekalongan mener-
bitkan Peraturan Walikota tahun 
2014 tentang kewajiban pelabelan 
citybranding kota Pekalongan pada 
setiap produk batik buatan warga 
Pekalongan. 
      Meskipun Pemerintah sudah 
berupaya memberikan perlindungan 
melalui mekanisme tersebut, namun, 
berdasarkan temuan penelitian tahun 
2013 (Siti Nurhayati, dkk), ketentuan 
batikmark justru membebani/me-
nimbulkan resistensi bagi para peng- 
rajin dan produsen batik. Hal terse-
but dikarenakan alasan inefisiensi 
karena pembebanan biaya pendaf- 
taran untuk setiap motif yang dicip-
takannya. Sedangkan terhadap kebi-
jakan Pemerintah Pekalongan ten- 
tang pelabelan citybranding sepan-
jang pengetahuan peneliti belum 
dilakukan penelitian yang menda-
lam. Merujuk pada hal tersebut , 
menurut peneliti masih banyak hal 
mendasar terkait hambatan teknis 
yang diterapkan yang menimbulkan 
pertanyaan bagi peneliti. Bagaima- 
nakah bentuk hambatan teknis perda-
gangan yang tepat untuk batik yang 
telah mendapatkan pengakuan seba- 
gai warisan budaya sekaligus sebagai 
produk komoditas tersebut. 
Penelitian ini bertujuan untuk 
mendeskripsikan bentuk-bentuk 
hambatan teknis dalam perdagangan 
Internasional, baik hambatan dalam 
bentuk tarrif barrier (TB) maupun 
non tarrif barrier (NTB) serta me- 
nawarkan gagasan/wacana baru ten- 
tang perlindungan batik Indonesia 
melalui pelabelan (hang tag) identi-
tas budaya pada produk batik dalam 
perdagangan Internasional.
Hasil penelitian ini diharapkan 
dapat dijadikan salah satu bahan 
pertimbangan Pemerintah dalam 
mengambil kebijakan perlindungan 
produk batik dalam negeri melalui 
penerapan hambatan teknis dalam 
perdagangan batik saat menghadapi 
masuknya produk yang sama dari 
negara lain. Untuk semua pihak yang 
memiliki minat dalam bidang 
Hukum Perdagangan Internasional 
dan keilmuan terkait, hasil penelitian 
ini dapat memperluas khasanah 
tentang perkembangan bentuk ham-
batan teknis diluar yang selama ini 
dipraktikkan dalam perdagangan 
internasional.
Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan peneli-
tian hukum normatif dengan desain 
penelitan kualitatif dengan ranca- 
ngan participatory observation. Tim 
peneliti terlibat secara aktif dalam 
langsung dalam kelompok subyek/ 
informan/partisipan. Teknik peng-
umpulan data primer melalui wa- 
wancara kelompok terarah/Focus 
Group Discussion (FGD) serta peng-
umpulan data sekunder dengan 
menggunakan metode penelaahan 
pustaka tentang hambatan-hambatan 
dalam perdagangan internasional 
melalui kegiatan identifikasi peratu- 
ran Internasional maupun peraturan 
perundang-undangan di Indonesia. 
Subyek dalam penelitian ini menca- 
kup para pengrajin batik dari Peka-
longan, pelaku eksportir batik, peda-
gang kerajinan dan batik asal Austra-
lia, ahli fashion (AS) serta presiden 
Craft untuk Asia Tenggara.
Untuk menjamin keabsahan data 
yang diperoleh, peneliti menggu-
nakan teknik triangulasi sumber 
yang dilaksanakan secara langsung 
dan bersamaan dengan kegiatan 
pengumpulan data primer. Analisis 
data menggunakan model Miles dan 
Huberman yang pada prinsipnya 
dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap 
yakni reduksi atau pemilahan data 
yang diperlukan untuk menjawab 
permasalahan penelitian dengan 
membuat pemaknaan terhadap data 
yang diperoleh, display/penampilan 
data secara deskriptis serta verifi-
kasi/penarikan kesimpulan.  
Hasil Penelitian dan Pembahasan
Hasil penelitian menunjukkan, 
para pengrajin/produsen, importir, 
serta serta eksportir batik baik pada 
tingkat lokal, nasional maupun inter-
nasional menghendaki agar batik 
Indonesia yang telah mendapatkan 
pengakuan UNESCO sebagai bu- 
daya takbenda dunia harus menda- 
patkan perlindungan yang memadai 
negara penghasil batik. Bentuk 
perlindungan tersebut antara lain 
melalui pembatasan syarat-syarat 
yang ketat atas impor batik dari 
negara lain. Syarat tersebut berkaitan 
dengan identitas budaya atas produk 
dengan tujuan agar ketika produk 
sampai ke tangan pembeli maka 
mereka tidak hanya menilai batik 
sekedar produk produk fisik semata 
tetapi juga makna atau nilai yang 
terkandung didalamnya. Identitas 
tersebut antara lain  mencakup ide/ 
makna motif batik, siapa pembuat- 
nya, kapan dibuatnya serta dimana 
tempat pembuatannya.  
Secara yuridis, konsep perlindu- 
ngan (safeguarding) menurut article 
2 ayat (3) Konvensi perlindungan 
budaya takbenda diartikan sebagai: 
’…safeguarding means measures 
aimed at ensuring the viability of the 
intangible heritage including the 
identification, documentation, re- 
search, preservation, protection, 
promotion, enhancement, transmis-
sion, particulary through formal and 
non formal education, as well as the 
various aspects of such heritage”. 
Fokus utama dari safeguarding 
(perlindungan dalam arti luas) diarti-
kan sebagai langkah-langkah atau 
tindakan yang bertujuan untuk men-
jamin keberlangsungan warisan tak- 
benda yang mencakup langkah iden-
tifikasi, dokumentasi, penelitian, pe- 
lestarian, proteksi, promosi, penga- 
yaan atau pengembangan, edukasi, 
pemindahan pengetahuan baik mela- 
lui pendidikan formal maupun infor-
mal.
Sebagai produk dan identitas 
budaya, beberapa daerah yang me- 
miliki sentra batik telah mengimple-
mentasikan prinsip perlindungan 
dengan pendekatan edukasi dengan 
cara mengintegrasikan pengetahuan 
dan keterampilan membatik dalam 
kurikulum terutama pada pendidikan 
dasar. Adopsi batik dalam kurikulum 
tersebut telah dilaksanakan di Solo, 
Yogyakarta, dan Pekalongan. Di 
samping kebijakan tersebut, ma- 
sing-masing pemerintah daerah 
mengeluarkan kebijakan bahwa pada 
hari-hari tertentu, Pegawai Negeri 
Sipil (PNS), siswa sekolah mulai dari 
TK, SD, SMP, hingga SMA wajib 
mengenakan pakaian batik dengan 
motif khusus daerah. Kebijakan ini 
berimplikasi pada dikenalnya dan 
terlestarikannya motif-motif tradi- 
sional oleh masyarakat khususnya 
PNS dan murid sekolah.
Pada sisi yang lain, batik telah 
berkembang menjadi industri budaya 
dan menjadi komoditas yang tidak 
hanya diperdagangkan dalam pasar 
dalam negeri tetapi juga sudah me- 
nembus pasar luar negeri. Bersandar 
pada bentuk-bentuk perlindungan 
sebagaimana disebutkan dalam kon- 
vensi tersebut, dalam setiap negara 
yang produknya sudah masuk ko- 
moditas Internasional maka negara 
yang bersangkutan diberi keluasaan 
untuk memproteksi produk dalam 
negerinya  dengan tetap memperhati-
kan kaidah-kaidah dalam perdaga- 
ngan Internasional. 
Berkaitan dengan hal tersebut, 
menurut article 2 ayat (3) adalah pro- 
teksi yang menurut kaidah Hukum 
Perdagangan Internasional (lalu- 
lintas perdagangan Internasional) 
diakomodir dalam bentuk hambatan, 
baik dalam bentuk tarif (tarrif bar- 
rier) maupun non tarif (non tariff 
barrier) yang diberlakukan terhadap 
negara lain. Hambatan tersebut men-
cakup Anti Dumping Duties (ADD), 
Contervailing Duties (CDD), dan 
Safeguard Measures, Quota, Volun-
tary Eksport Retraint, Eksport Subsi-
dy, import ban, import lisencing, go- 
vernment procurement, dan domestic 
contents. Hambatan-hambatan dalam 
perdagangan yang bersifat non tarif 
dalam praktik dan perjanjian ber- 
bagai negara mengalami perkemba- 
ngan yang kemudian disebut sebagai 
hambatan teknis perdagangan (tech-
nical barrier to trade/TBT).  
Secara spesifik, hambataan teknis 
perdagangan diatur dalam Agree-
ment on Technical Barrier  to Trade 
yang pada pokoknya mengatur 2 
(dua ) hal yakni regulasi teknis (tech-
nical regulation) dan standar/acuan 
baku termasuk pengemasan, penem-
patan merek, persyaratan pelabelan, 
persyaratan karakteristik produk, 
inspeksi, dan prosedur.
Donald A.Ball dan Wendel H. 
McCulloch (2000), restriksi dikate-
gorikan menjadi 2 (dua) jenis yakni 
restriksi dalam bentuk tarif dan res- 
triksi/hambatan dalam bentuk non 
tarif. Hambatan-hambatan dalam 
bentuk tarif meliputi bea impor (ad 
valorem, spesifik, majemuk, dan pa- 
jak variabel). Sedangkan restriksi 
dalam bentuk non tarif meliputi ham-
batan non tarif kuantitatif dan non 
kuantitatif. Hambatan non tarif kuan-
titatif mencakup kuota tingkat tarif, 
global, diskriminatif, pembatasan 
ekspor sukarela, dan peraturan tertib 
pemasaran. Hambatan non tarif non 
kuantitatif meliputi partisipasi Peme- 
rintah langsung dalam perdagangan, 
prosedur kepabeanan dan adminis-
tratif lainnya serta standar-standar. 
Partisipasi Pemerintah langsung be- 
rupa subsidi, membeli di dalam ne- 
geri, lisensi impor, manipulasi kurs, 
dan kandungan lokal. Prosedur kepa- 
beanan dan administratif lainnya 
meliputi klasifikasi tarif, persyaratan 
dokumentasi, dan evaluasi produk. 
Standar-standar meliputi kesehatan, 
keselamatan dan kualitas produk, 
kemasan dan pemberian label, serta 
metode pengetesan produk. Bentuk- 
bentuk hambatan dalam perdagangan 
terangkum dalam tabel berikut :
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Pendahuluan
Batik Indonesia merupakan wari-
san luhur budaya masyarakat Indo-
nesia yang mendapatkan pengakuan 
Unesco pada tanggal 2 Oktober 2009 
melalui pengesahan budaya takbenda 
dunia (intangible culture heritage). 
Disamping batik, produk-produk 
budaya Indonesia juga mendapat 
perhatian UNESCO dan hingga 
tahun 2014 ini antara lain keris, 
angklung, anyaman papua, tarian 
saman dan sistem irigasi pertanian 
Sabak di Bali turut juga mendapat-
kan pengakuan. Di antara matabu-
daya tersebut, batik merupakan mata 
budaya yang paling tradable (berpo-
tensi komoditas), baik dalam pasar 
lokal, nasional maupun internasio- 
nal. Selaras dengan fakta empirik 
tersebut, Unesco mengharapkan agar 
batik benar-benar beredar dalam 
pasar internasional. Sementara itu 
disisi lain, berdasarkan data (UNES-
CO, tahun 2009) di seluruh dunia ini 
setidaknya terdapat 15 negara yang 
memiliki tradisi proses rintang war- 
na. Proses tersebut di Indonesia di- 
sempurnakan dengan penggunaan 
malam dan kemudian dinamakan 
sebagai batik sebagaimana diakomo-
dir dalam Peraturan Menteri Perin-
dustrian Nomor 74 tahun 2007 
tentang batikmark” batik INDONE-
SIA”. Banyaknya negara yang me- 
miliki tradisi proses rintang warna 
tersebut membawa konsekuensi ke- 
mungkinan peredaran batik dari 
negara lain ke Indonesia dan seba- 
liknya beredarnya batik Indonesia ke 
negara lain. 
Atas keadaan tersebut, Indonesia 
sebagai anggota WTO dituntut untuk 
menyelenggarakan pasar yang adil 
artinya memberikan perlindungan 
pada batik dalam negeri sekaligus 
bersikap tidak melakukan hal yang 
merugikan bagi batik negara lain 
yang mungkin dipasarkan di Indone-
sia. Huala Adolf (2004), mengung-
kapkan bahwa pada prinsipnya ter- 
kait dengan mekanisme perdagangan 
Internasional, General Agreement on 
Tarrif and Trade (GATT) hanya 
memperkenalkan tindakan proteksi 
terhadap industri domestik melalui 
tarif (menaikkan tingkat tarif bea 
masuk) dan tidak melalui upaya- 
upaya perdagangan lainnya (non 
tarrif commercial measures). Donald 
A.Ball dan Wendel H.McCulloch 
(2000) mendeskripsikan proteksi 
atau restriksi atau hambatan dalam 
perdagangan/bisnis Internasional da- 
lam praktek bermula pada alasan 
pertahanan nasional. Industri-indus-
tri tertentu memerlukan proteksi dari 
impor karena vital bagi pertahanan 
nasional dan harus tetap diberlaku-
kan meskipun terdapat kerugian 
secara komparatif berkenaan dengan 
para pesaing luar negeri. Adapun 
alasan-alasan lain suatu negara mela- 
kukan restriksi adalah karena untuk 
melindungi industri yang baru tum- 
buh (infant industry). Alasannya, 
dalam jangka panjang, industri itu 
akan memiliki keunggulan kompara-
tif, tetapi perusahaan-perusahaan 
yang baru tumbuh tersebut memerlu-
kan proteksi terhadap impor sampai 
angkatan kerja terlatih, teknik-teknik 
produksi dikuasai dan industri ini 
sampai mencapai skala ekonomi. 
Apabila sasaran-sasaran tersebut ter- 
penuhi, proteksi impor tidak diperlu-
kan lagi. Tanpa proteksi, sebuah 
perusahaan tidak akan mampu ber- 
tahan hidup karena impor biaya 
rendah dari para pesaing asing yang 
lebih dewasa akan menjual barang- 
barang yang lebih murah daripada 
mereka di pasar lokalnya. Proteksi 
ini dimaksudkan hanya bersifat 
sementara, akan tetapi kenyataannya 
sebuah perusahaan akan jarang me- 
ngakui telah dewasa dan tidak lagi 
memerlukan bantuan. Di samping 
alasan sebagaimana disebutkan di 
atas, restriksi juga dimaksudkan 
untuk melindungi tenaga kerja 
domestik dari tenaga asing yang 
lebih murah dengan cara memban- 
dingkan tingkat upah per jam tenaga 
asing yang lebih murah dengan yang 
dibayar di negaranya.
Hambatan tersebut tidak hanya 
dibatasi sebagai hambatan dalam 
bentuk tarif (tariff barrier) saja, akan 
tetapi juga hambatan non tarif (non 
tariff barrier). Bentuk halangan 
dalam perdagangan yang menjadi 
diskursus negara-negara anggota 
WTO adalah hambatan NTB karena 
sangat rawan untuk dijadikan dalih 
melindungi produk dalam negerinya 
dengan cara-cara curang. Meskipun 
demikian, sebagai organisasi perda-
gangan dunia, World Trade Organi-
sation (WTO) telah  mengantisipasi 
kemungkinan terjadinya hal tersebut 
dengan membolehkan negara anggo-
ta untuk melindungi produk dalam 
negerinya dengan menerapkan ham-
batan dalam perdagangan produk 
sejenis dari negara lain. 
Dalam praktek perdagangan serta 
berdasarkan kesepakatan beberapa 
negara, diberlakukan technical bar- 
rier to tariff (TBT) yang merupakan 
bagian dari NTB. Beberapa bentuk 
TBT yang lazim diberlakukan dalam 
perdagangan internasional adalah 
dalam rangka pencegahan penyeba-
ran hama, penyakit, jaminan keama- 
nan pangan, obat-obatan, hasil perta-
nian dan alasan keamanan lainnya. 
Hambatan tersebut secara teknis di- 
antaranya dilakukan melalui pela-
belan produk. 
Beberapa penelitian sebelumnya 
serta telaah kritis para ahli terkait 
hambatan no tarif untuk produk 
meliputi : penelitian dengan telaah 
kepustakaan data sekunder yang 
dilakukan, pelabelan produk tektsil 
dan pakaian baru sebatas analisis 
data sekunder seperti yang dilakukan 
oleh Aswicahyono tentang produk 
Indonesia yang berpotensi beredar di 
negara-negara Asean yang menca- 
kup tekstil, pakaian, dan kulit. Di 
luar sebagaimana disebutkan di atas, 
baru diterapkan secara sangat terba-
tas yakni pelabelan pada tekstil, pa- 
kaian, travel. Pemerintah Indonesia 
melalui Peraturan Menteri Perindus-
trian Republik Indonesia Nomor 
74/M-IND/PER/9/2007 sebenarnya 
sudah menerapkan hambatan teknis 
dalam perdagangan batik dalam 
bentuk kewajiban pelabelan Batik-
mark “batik INDONESIA”. 
Ketentuan tersebut mewajibkan 
agar batik yang akan diperdagangkan 
baik dalam pasar nasional maupun 
pasar Internasional harus mencan-
tumkan label emas (gold) untuk batik 
tulis, putih untuk batik cap serta 
perak (silver) untuk batik kombinasi 
tulis dan cap. Pada tingkat lokal, 
Pemerintah Kota Pekalongan mener-
bitkan Peraturan Walikota tahun 
2014 tentang kewajiban pelabelan 
citybranding kota Pekalongan pada 
setiap produk batik buatan warga 
Pekalongan. 
      Meskipun Pemerintah sudah 
berupaya memberikan perlindungan 
melalui mekanisme tersebut, namun, 
berdasarkan temuan penelitian tahun 
2013 (Siti Nurhayati, dkk), ketentuan 
batikmark justru membebani/me-
nimbulkan resistensi bagi para peng- 
rajin dan produsen batik. Hal terse-
but dikarenakan alasan inefisiensi 
karena pembebanan biaya pendaf- 
taran untuk setiap motif yang dicip-
takannya. Sedangkan terhadap kebi-
jakan Pemerintah Pekalongan ten- 
tang pelabelan citybranding sepan-
jang pengetahuan peneliti belum 
dilakukan penelitian yang menda-
lam. Merujuk pada hal tersebut , 
menurut peneliti masih banyak hal 
mendasar terkait hambatan teknis 
yang diterapkan yang menimbulkan 
pertanyaan bagi peneliti. Bagaima- 
nakah bentuk hambatan teknis perda-
gangan yang tepat untuk batik yang 
telah mendapatkan pengakuan seba- 
gai warisan budaya sekaligus sebagai 
produk komoditas tersebut. 
Penelitian ini bertujuan untuk 
mendeskripsikan bentuk-bentuk 
hambatan teknis dalam perdagangan 
Internasional, baik hambatan dalam 
bentuk tarrif barrier (TB) maupun 
non tarrif barrier (NTB) serta me- 
nawarkan gagasan/wacana baru ten- 
tang perlindungan batik Indonesia 
melalui pelabelan (hang tag) identi-
tas budaya pada produk batik dalam 
perdagangan Internasional.
Hasil penelitian ini diharapkan 
dapat dijadikan salah satu bahan 
pertimbangan Pemerintah dalam 
mengambil kebijakan perlindungan 
produk batik dalam negeri melalui 
penerapan hambatan teknis dalam 
perdagangan batik saat menghadapi 
masuknya produk yang sama dari 
negara lain. Untuk semua pihak yang 
memiliki minat dalam bidang 
Hukum Perdagangan Internasional 
dan keilmuan terkait, hasil penelitian 
ini dapat memperluas khasanah 
tentang perkembangan bentuk ham-
batan teknis diluar yang selama ini 
dipraktikkan dalam perdagangan 
internasional.
Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan peneli-
tian hukum normatif dengan desain 
penelitan kualitatif dengan ranca- 
ngan participatory observation. Tim 
peneliti terlibat secara aktif dalam 
langsung dalam kelompok subyek/ 
informan/partisipan. Teknik peng-
umpulan data primer melalui wa- 
wancara kelompok terarah/Focus 
Group Discussion (FGD) serta peng-
umpulan data sekunder dengan 
menggunakan metode penelaahan 
pustaka tentang hambatan-hambatan 
dalam perdagangan internasional 
melalui kegiatan identifikasi peratu- 
ran Internasional maupun peraturan 
perundang-undangan di Indonesia. 
Subyek dalam penelitian ini menca- 
kup para pengrajin batik dari Peka-
longan, pelaku eksportir batik, peda-
gang kerajinan dan batik asal Austra-
lia, ahli fashion (AS) serta presiden 
Craft untuk Asia Tenggara.
Untuk menjamin keabsahan data 
yang diperoleh, peneliti menggu-
nakan teknik triangulasi sumber 
yang dilaksanakan secara langsung 
dan bersamaan dengan kegiatan 
pengumpulan data primer. Analisis 
data menggunakan model Miles dan 
Huberman yang pada prinsipnya 
dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap 
yakni reduksi atau pemilahan data 
yang diperlukan untuk menjawab 
permasalahan penelitian dengan 
membuat pemaknaan terhadap data 
yang diperoleh, display/penampilan 
data secara deskriptis serta verifi-
kasi/penarikan kesimpulan.  
Hasil Penelitian dan Pembahasan
Hasil penelitian menunjukkan, 
para pengrajin/produsen, importir, 
serta serta eksportir batik baik pada 
tingkat lokal, nasional maupun inter-
nasional menghendaki agar batik 
Indonesia yang telah mendapatkan 
pengakuan UNESCO sebagai bu- 
daya takbenda dunia harus menda- 
patkan perlindungan yang memadai 
negara penghasil batik. Bentuk 
perlindungan tersebut antara lain 
melalui pembatasan syarat-syarat 
yang ketat atas impor batik dari 
negara lain. Syarat tersebut berkaitan 
dengan identitas budaya atas produk 
dengan tujuan agar ketika produk 
sampai ke tangan pembeli maka 
mereka tidak hanya menilai batik 
sekedar produk produk fisik semata 
tetapi juga makna atau nilai yang 
terkandung didalamnya. Identitas 
tersebut antara lain  mencakup ide/ 
makna motif batik, siapa pembuat- 
nya, kapan dibuatnya serta dimana 
tempat pembuatannya.  
Secara yuridis, konsep perlindu- 
ngan (safeguarding) menurut article 
2 ayat (3) Konvensi perlindungan 
budaya takbenda diartikan sebagai: 
’…safeguarding means measures 
aimed at ensuring the viability of the 
intangible heritage including the 
identification, documentation, re- 
search, preservation, protection, 
promotion, enhancement, transmis-
sion, particulary through formal and 
non formal education, as well as the 
various aspects of such heritage”. 
Fokus utama dari safeguarding 
(perlindungan dalam arti luas) diarti-
kan sebagai langkah-langkah atau 
tindakan yang bertujuan untuk men-
jamin keberlangsungan warisan tak- 
benda yang mencakup langkah iden-
tifikasi, dokumentasi, penelitian, pe- 
lestarian, proteksi, promosi, penga- 
yaan atau pengembangan, edukasi, 
pemindahan pengetahuan baik mela- 
lui pendidikan formal maupun infor-
mal.
Sebagai produk dan identitas 
budaya, beberapa daerah yang me- 
miliki sentra batik telah mengimple-
mentasikan prinsip perlindungan 
dengan pendekatan edukasi dengan 
cara mengintegrasikan pengetahuan 
dan keterampilan membatik dalam 
kurikulum terutama pada pendidikan 
dasar. Adopsi batik dalam kurikulum 
tersebut telah dilaksanakan di Solo, 
Yogyakarta, dan Pekalongan. Di 
samping kebijakan tersebut, ma- 
sing-masing pemerintah daerah 
mengeluarkan kebijakan bahwa pada 
hari-hari tertentu, Pegawai Negeri 
Sipil (PNS), siswa sekolah mulai dari 
TK, SD, SMP, hingga SMA wajib 
mengenakan pakaian batik dengan 
motif khusus daerah. Kebijakan ini 
berimplikasi pada dikenalnya dan 
terlestarikannya motif-motif tradi- 
sional oleh masyarakat khususnya 
PNS dan murid sekolah.
Pada sisi yang lain, batik telah 
berkembang menjadi industri budaya 
dan menjadi komoditas yang tidak 
hanya diperdagangkan dalam pasar 
dalam negeri tetapi juga sudah me- 
nembus pasar luar negeri. Bersandar 
pada bentuk-bentuk perlindungan 
sebagaimana disebutkan dalam kon- 
vensi tersebut, dalam setiap negara 
yang produknya sudah masuk ko- 
moditas Internasional maka negara 
yang bersangkutan diberi keluasaan 
untuk memproteksi produk dalam 
negerinya  dengan tetap memperhati-
kan kaidah-kaidah dalam perdaga- 
ngan Internasional. 
Berkaitan dengan hal tersebut, 
menurut article 2 ayat (3) adalah pro- 
teksi yang menurut kaidah Hukum 
Perdagangan Internasional (lalu- 
lintas perdagangan Internasional) 
diakomodir dalam bentuk hambatan, 
baik dalam bentuk tarif (tarrif bar- 
rier) maupun non tarif (non tariff 
barrier) yang diberlakukan terhadap 
negara lain. Hambatan tersebut men-
cakup Anti Dumping Duties (ADD), 
Contervailing Duties (CDD), dan 
Safeguard Measures, Quota, Volun-
tary Eksport Retraint, Eksport Subsi-
dy, import ban, import lisencing, go- 
vernment procurement, dan domestic 
contents. Hambatan-hambatan dalam 
perdagangan yang bersifat non tarif 
dalam praktik dan perjanjian ber- 
bagai negara mengalami perkemba- 
ngan yang kemudian disebut sebagai 
hambatan teknis perdagangan (tech-
nical barrier to trade/TBT).  
Secara spesifik, hambataan teknis 
perdagangan diatur dalam Agree-
ment on Technical Barrier  to Trade 
yang pada pokoknya mengatur 2 
(dua ) hal yakni regulasi teknis (tech-
nical regulation) dan standar/acuan 
baku termasuk pengemasan, penem-
patan merek, persyaratan pelabelan, 
persyaratan karakteristik produk, 
inspeksi, dan prosedur.
Donald A.Ball dan Wendel H. 
McCulloch (2000), restriksi dikate-
gorikan menjadi 2 (dua) jenis yakni 
restriksi dalam bentuk tarif dan res- 
triksi/hambatan dalam bentuk non 
tarif. Hambatan-hambatan dalam 
bentuk tarif meliputi bea impor (ad 
valorem, spesifik, majemuk, dan pa- 
jak variabel). Sedangkan restriksi 
dalam bentuk non tarif meliputi ham-
batan non tarif kuantitatif dan non 
kuantitatif. Hambatan non tarif kuan-
titatif mencakup kuota tingkat tarif, 
global, diskriminatif, pembatasan 
ekspor sukarela, dan peraturan tertib 
pemasaran. Hambatan non tarif non 
Tabel : Bentuk restriksi atau hambatan dalam perdagangan
Internasional menurut Donald A.             Ball dan Wendel McCullloch.
NO Jenis Restriksi/Hambatan dalam Perdagangan Internasional
  Hambatan-hambatan Tarif Hambatan-hambatan non Tarif
 1 Bea Impor  Kuantitatif
  - Ad valorem  - Kuota tingkat tarif 
  - Spesifik  - Global
  - Majemuk  - Diskriminatif
  - Pajak Variabel  - Pembatasan ekspor sukarela
     - Peraturan tertib pemasaran
 2   Harga Resmi  Nonkuantitatif
    a. Partisipasi Pemerintah langsung   
        dalam perdagangan
     - Subsidi
     - Membeli di dalam negeri
     - Lisensi impor
     - Manipulasi kurs
     - Kandungan lokal
    b. Prosedur kepabeanan dan administra-  
     tif lainnya
     - Klasifikasi tarif
     - Persyaratan dokumentasi
     - Evaluasi produk
kuantitatif meliputi partisipasi Peme- 
rintah langsung dalam perdagangan, 
prosedur kepabeanan dan adminis-
tratif lainnya serta standar-standar. 
Partisipasi Pemerintah langsung be- 
rupa subsidi, membeli di dalam ne- 
geri, lisensi impor, manipulasi kurs, 
dan kandungan lokal. Prosedur kepa- 
beanan dan administratif lainnya 
meliputi klasifikasi tarif, persyaratan 
dokumentasi, dan evaluasi produk. 
Standar-standar meliputi kesehatan, 
keselamatan dan kualitas produk, 
kemasan dan pemberian label, serta 
metode pengetesan produk. Bentuk- 
bentuk hambatan dalam perdagangan 
terangkum dalam tabel berikut :
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hatan atau lingkungan atau untuk 
pencegahan serta praktik curang. 
Terkait dengan kewajiban pelabelan 
produk, dalam praktik perdagangan 
didominasi oleh alasan keamanan 
pangan, produk pertanian, pencega- 
han hama, alasan kesehatan maupun 
karena alasan lingkungan dan sama 
sekali tidak menyebut produk hasil 
budaya manusia.  
Berdasarkan data di WTO, pela-
belan di luar produk-produk tersebut 
baru diberlakukan pada produk 
tekstil, pakaian serta travel serta baru 
dipraktikkan oleh negara anggota 
secara terbatas. Banyak pihak yang 
mengidentikkan batik sebagai bagian 
dari tekstil sehingga pelabelan terha-
dapnya cukup terwakili oleh tekstil. 
Bidang produk kerajinan tradisional 
yang dicatatkan di GATT adalah 
tekstil. Lia Amalia ( 2007) mencatat 
10 tahun sejak tahun 2004,  perjanji-
an tekstil sangat menentukan. Nega-
ra-negara maju secara bertahap harus 
menghapuskan sistem diskriminatif 
yang melanggar GATT dan diterap-
kan terhadap negara-negara berkem-
bang seperti MFA (Multifibre Agree-
ment). Proses penghapusan ini dike-
nal pula sebagai proses pengintegra-
sian tekstil ke dalam GATT. GATT 
sendiri memasukkan pengaturan 
tekstil dalam annex (lampiran) 1 
agreement on textile and clothing 
yang dilengkapi dengan Harmonized 
Commodity Description and Coding 
System (HS Nomenclature).  Padahal 
dalam mekanisme produksi batik, 
tekstil hanyalah salah satu media 
pembuatan batik. Pengaturan WTO 
tentang pelabelan produk sebenarnya 
sangat lentur/luwes. Hal tersebut 
terbukti dari perhatian utama dalam 
Agrement on Technical Barrier to 
Trade hakikatnya adalah dalam 
bentuk regulasi teknis dan standar 
yang diatur oleh negara anggota dan 
diberlakukan terhadap negara lain 
yang memiliki kerjasama perdaga- 
ngan dengan negara yang bersangku-
tan. Donald A.Ball mengklasifikan- 
nya sebagai bentuk campur tangan 
langsung pemerintah dalam bidang 
perdagangan. Kajian lain terkait hal 
tersebut, meskipun mengkaji sisi 
persaingan usaha, tentang potensi 
produk Indonesia yang dipasarkan di 
negara-negara ASEAN antara lain 
Malaysia, Singapura, Thailand, Fili- 
pina, serta negara lain yakni Austra-
lia dan Selandia Baru mencakup 
makanan, minuman, dan tembakau, 
tekstil, pakaian, dan kulit, elektronik 
Pendahuluan
Batik Indonesia merupakan wari-
san luhur budaya masyarakat Indo-
nesia yang mendapatkan pengakuan 
Unesco pada tanggal 2 Oktober 2009 
melalui pengesahan budaya takbenda 
dunia (intangible culture heritage). 
Disamping batik, produk-produk 
budaya Indonesia juga mendapat 
perhatian UNESCO dan hingga 
tahun 2014 ini antara lain keris, 
angklung, anyaman papua, tarian 
saman dan sistem irigasi pertanian 
Sabak di Bali turut juga mendapat-
kan pengakuan. Di antara matabu-
daya tersebut, batik merupakan mata 
budaya yang paling tradable (berpo-
tensi komoditas), baik dalam pasar 
lokal, nasional maupun internasio- 
nal. Selaras dengan fakta empirik 
tersebut, Unesco mengharapkan agar 
batik benar-benar beredar dalam 
pasar internasional. Sementara itu 
disisi lain, berdasarkan data (UNES-
CO, tahun 2009) di seluruh dunia ini 
setidaknya terdapat 15 negara yang 
memiliki tradisi proses rintang war- 
na. Proses tersebut di Indonesia di- 
sempurnakan dengan penggunaan 
malam dan kemudian dinamakan 
sebagai batik sebagaimana diakomo-
dir dalam Peraturan Menteri Perin-
dustrian Nomor 74 tahun 2007 
tentang batikmark” batik INDONE-
SIA”. Banyaknya negara yang me- 
miliki tradisi proses rintang warna 
tersebut membawa konsekuensi ke- 
mungkinan peredaran batik dari 
negara lain ke Indonesia dan seba- 
liknya beredarnya batik Indonesia ke 
negara lain. 
Atas keadaan tersebut, Indonesia 
sebagai anggota WTO dituntut untuk 
menyelenggarakan pasar yang adil 
artinya memberikan perlindungan 
pada batik dalam negeri sekaligus 
bersikap tidak melakukan hal yang 
merugikan bagi batik negara lain 
yang mungkin dipasarkan di Indone-
sia. Huala Adolf (2004), mengung-
kapkan bahwa pada prinsipnya ter- 
kait dengan mekanisme perdagangan 
Internasional, General Agreement on 
Tarrif and Trade (GATT) hanya 
memperkenalkan tindakan proteksi 
terhadap industri domestik melalui 
tarif (menaikkan tingkat tarif bea 
masuk) dan tidak melalui upaya- 
upaya perdagangan lainnya (non 
tarrif commercial measures). Donald 
A.Ball dan Wendel H.McCulloch 
(2000) mendeskripsikan proteksi 
atau restriksi atau hambatan dalam 
perdagangan/bisnis Internasional da- 
lam praktek bermula pada alasan 
pertahanan nasional. Industri-indus-
tri tertentu memerlukan proteksi dari 
impor karena vital bagi pertahanan 
nasional dan harus tetap diberlaku-
kan meskipun terdapat kerugian 
secara komparatif berkenaan dengan 
para pesaing luar negeri. Adapun 
alasan-alasan lain suatu negara mela- 
kukan restriksi adalah karena untuk 
melindungi industri yang baru tum- 
buh (infant industry). Alasannya, 
dalam jangka panjang, industri itu 
akan memiliki keunggulan kompara-
tif, tetapi perusahaan-perusahaan 
yang baru tumbuh tersebut memerlu-
kan proteksi terhadap impor sampai 
angkatan kerja terlatih, teknik-teknik 
produksi dikuasai dan industri ini 
sampai mencapai skala ekonomi. 
Apabila sasaran-sasaran tersebut ter- 
penuhi, proteksi impor tidak diperlu-
kan lagi. Tanpa proteksi, sebuah 
perusahaan tidak akan mampu ber- 
tahan hidup karena impor biaya 
rendah dari para pesaing asing yang 
lebih dewasa akan menjual barang- 
barang yang lebih murah daripada 
mereka di pasar lokalnya. Proteksi 
ini dimaksudkan hanya bersifat 
sementara, akan tetapi kenyataannya 
sebuah perusahaan akan jarang me- 
ngakui telah dewasa dan tidak lagi 
memerlukan bantuan. Di samping 
alasan sebagaimana disebutkan di 
atas, restriksi juga dimaksudkan 
untuk melindungi tenaga kerja 
domestik dari tenaga asing yang 
lebih murah dengan cara memban- 
dingkan tingkat upah per jam tenaga 
asing yang lebih murah dengan yang 
dibayar di negaranya.
Hambatan tersebut tidak hanya 
dibatasi sebagai hambatan dalam 
bentuk tarif (tariff barrier) saja, akan 
tetapi juga hambatan non tarif (non 
tariff barrier). Bentuk halangan 
dalam perdagangan yang menjadi 
diskursus negara-negara anggota 
WTO adalah hambatan NTB karena 
sangat rawan untuk dijadikan dalih 
melindungi produk dalam negerinya 
dengan cara-cara curang. Meskipun 
demikian, sebagai organisasi perda-
gangan dunia, World Trade Organi-
sation (WTO) telah  mengantisipasi 
kemungkinan terjadinya hal tersebut 
dengan membolehkan negara anggo-
ta untuk melindungi produk dalam 
negerinya dengan menerapkan ham-
batan dalam perdagangan produk 
sejenis dari negara lain. 
Dalam praktek perdagangan serta 
berdasarkan kesepakatan beberapa 
negara, diberlakukan technical bar- 
rier to tariff (TBT) yang merupakan 
bagian dari NTB. Beberapa bentuk 
TBT yang lazim diberlakukan dalam 
perdagangan internasional adalah 
dalam rangka pencegahan penyeba-
ran hama, penyakit, jaminan keama- 
nan pangan, obat-obatan, hasil perta-
nian dan alasan keamanan lainnya. 
Hambatan tersebut secara teknis di- 
antaranya dilakukan melalui pela-
belan produk. 
Beberapa penelitian sebelumnya 
serta telaah kritis para ahli terkait 
hambatan no tarif untuk produk 
meliputi : penelitian dengan telaah 
kepustakaan data sekunder yang 
dilakukan, pelabelan produk tektsil 
dan pakaian baru sebatas analisis 
data sekunder seperti yang dilakukan 
oleh Aswicahyono tentang produk 
Indonesia yang berpotensi beredar di 
negara-negara Asean yang menca- 
kup tekstil, pakaian, dan kulit. Di 
luar sebagaimana disebutkan di atas, 
baru diterapkan secara sangat terba-
tas yakni pelabelan pada tekstil, pa- 
kaian, travel. Pemerintah Indonesia 
melalui Peraturan Menteri Perindus-
trian Republik Indonesia Nomor 
74/M-IND/PER/9/2007 sebenarnya 
sudah menerapkan hambatan teknis 
dalam perdagangan batik dalam 
bentuk kewajiban pelabelan Batik-
mark “batik INDONESIA”. 
Ketentuan tersebut mewajibkan 
agar batik yang akan diperdagangkan 
baik dalam pasar nasional maupun 
pasar Internasional harus mencan-
tumkan label emas (gold) untuk batik 
tulis, putih untuk batik cap serta 
perak (silver) untuk batik kombinasi 
tulis dan cap. Pada tingkat lokal, 
Pemerintah Kota Pekalongan mener-
bitkan Peraturan Walikota tahun 
2014 tentang kewajiban pelabelan 
citybranding kota Pekalongan pada 
setiap produk batik buatan warga 
Pekalongan. 
      Meskipun Pemerintah sudah 
berupaya memberikan perlindungan 
melalui mekanisme tersebut, namun, 
berdasarkan temuan penelitian tahun 
2013 (Siti Nurhayati, dkk), ketentuan 
batikmark justru membebani/me-
nimbulkan resistensi bagi para peng- 
rajin dan produsen batik. Hal terse-
but dikarenakan alasan inefisiensi 
karena pembebanan biaya pendaf- 
taran untuk setiap motif yang dicip-
takannya. Sedangkan terhadap kebi-
jakan Pemerintah Pekalongan ten- 
tang pelabelan citybranding sepan-
jang pengetahuan peneliti belum 
dilakukan penelitian yang menda-
lam. Merujuk pada hal tersebut , 
menurut peneliti masih banyak hal 
mendasar terkait hambatan teknis 
yang diterapkan yang menimbulkan 
pertanyaan bagi peneliti. Bagaima- 
nakah bentuk hambatan teknis perda-
gangan yang tepat untuk batik yang 
telah mendapatkan pengakuan seba- 
gai warisan budaya sekaligus sebagai 
produk komoditas tersebut. 
Penelitian ini bertujuan untuk 
mendeskripsikan bentuk-bentuk 
hambatan teknis dalam perdagangan 
Internasional, baik hambatan dalam 
bentuk tarrif barrier (TB) maupun 
non tarrif barrier (NTB) serta me- 
nawarkan gagasan/wacana baru ten- 
tang perlindungan batik Indonesia 
melalui pelabelan (hang tag) identi-
tas budaya pada produk batik dalam 
perdagangan Internasional.
Hasil penelitian ini diharapkan 
dapat dijadikan salah satu bahan 
pertimbangan Pemerintah dalam 
mengambil kebijakan perlindungan 
produk batik dalam negeri melalui 
penerapan hambatan teknis dalam 
perdagangan batik saat menghadapi 
masuknya produk yang sama dari 
negara lain. Untuk semua pihak yang 
memiliki minat dalam bidang 
Hukum Perdagangan Internasional 
dan keilmuan terkait, hasil penelitian 
ini dapat memperluas khasanah 
tentang perkembangan bentuk ham-
batan teknis diluar yang selama ini 
dipraktikkan dalam perdagangan 
internasional.
Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan peneli-
tian hukum normatif dengan desain 
penelitan kualitatif dengan ranca- 
ngan participatory observation. Tim 
peneliti terlibat secara aktif dalam 
langsung dalam kelompok subyek/ 
informan/partisipan. Teknik peng-
umpulan data primer melalui wa- 
wancara kelompok terarah/Focus 
Group Discussion (FGD) serta peng-
umpulan data sekunder dengan 
menggunakan metode penelaahan 
pustaka tentang hambatan-hambatan 
dalam perdagangan internasional 
melalui kegiatan identifikasi peratu- 
ran Internasional maupun peraturan 
perundang-undangan di Indonesia. 
Subyek dalam penelitian ini menca- 
kup para pengrajin batik dari Peka-
longan, pelaku eksportir batik, peda-
gang kerajinan dan batik asal Austra-
lia, ahli fashion (AS) serta presiden 
Craft untuk Asia Tenggara.
Untuk menjamin keabsahan data 
yang diperoleh, peneliti menggu-
nakan teknik triangulasi sumber 
yang dilaksanakan secara langsung 
dan bersamaan dengan kegiatan 
pengumpulan data primer. Analisis 
data menggunakan model Miles dan 
Huberman yang pada prinsipnya 
dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap 
yakni reduksi atau pemilahan data 
yang diperlukan untuk menjawab 
permasalahan penelitian dengan 
membuat pemaknaan terhadap data 
yang diperoleh, display/penampilan 
data secara deskriptis serta verifi-
kasi/penarikan kesimpulan.  
Hasil Penelitian dan Pembahasan
Hasil penelitian menunjukkan, 
para pengrajin/produsen, importir, 
serta serta eksportir batik baik pada 
tingkat lokal, nasional maupun inter-
nasional menghendaki agar batik 
Indonesia yang telah mendapatkan 
pengakuan UNESCO sebagai bu- 
daya takbenda dunia harus menda- 
patkan perlindungan yang memadai 
negara penghasil batik. Bentuk 
perlindungan tersebut antara lain 
melalui pembatasan syarat-syarat 
yang ketat atas impor batik dari 
negara lain. Syarat tersebut berkaitan 
dengan identitas budaya atas produk 
dengan tujuan agar ketika produk 
sampai ke tangan pembeli maka 
mereka tidak hanya menilai batik 
sekedar produk produk fisik semata 
tetapi juga makna atau nilai yang 
terkandung didalamnya. Identitas 
tersebut antara lain  mencakup ide/ 
makna motif batik, siapa pembuat- 
nya, kapan dibuatnya serta dimana 
tempat pembuatannya.  
Secara yuridis, konsep perlindu- 
ngan (safeguarding) menurut article 
2 ayat (3) Konvensi perlindungan 
budaya takbenda diartikan sebagai: 
’…safeguarding means measures 
aimed at ensuring the viability of the 
intangible heritage including the 
identification, documentation, re- 
search, preservation, protection, 
promotion, enhancement, transmis-
sion, particulary through formal and 
non formal education, as well as the 
various aspects of such heritage”. 
Fokus utama dari safeguarding 
(perlindungan dalam arti luas) diarti-
kan sebagai langkah-langkah atau 
tindakan yang bertujuan untuk men-
jamin keberlangsungan warisan tak- 
benda yang mencakup langkah iden-
tifikasi, dokumentasi, penelitian, pe- 
lestarian, proteksi, promosi, penga- 
yaan atau pengembangan, edukasi, 
pemindahan pengetahuan baik mela- 
lui pendidikan formal maupun infor-
mal.
Sebagai produk dan identitas 
budaya, beberapa daerah yang me- 
miliki sentra batik telah mengimple-
mentasikan prinsip perlindungan 
dengan pendekatan edukasi dengan 
cara mengintegrasikan pengetahuan 
dan keterampilan membatik dalam 
kurikulum terutama pada pendidikan 
dasar. Adopsi batik dalam kurikulum 
tersebut telah dilaksanakan di Solo, 
Yogyakarta, dan Pekalongan. Di 
samping kebijakan tersebut, ma- 
sing-masing pemerintah daerah 
mengeluarkan kebijakan bahwa pada 
hari-hari tertentu, Pegawai Negeri 
Sipil (PNS), siswa sekolah mulai dari 
TK, SD, SMP, hingga SMA wajib 
mengenakan pakaian batik dengan 
motif khusus daerah. Kebijakan ini 
berimplikasi pada dikenalnya dan 
terlestarikannya motif-motif tradi- 
sional oleh masyarakat khususnya 
PNS dan murid sekolah.
Pada sisi yang lain, batik telah 
berkembang menjadi industri budaya 
dan menjadi komoditas yang tidak 
hanya diperdagangkan dalam pasar 
dalam negeri tetapi juga sudah me- 
nembus pasar luar negeri. Bersandar 
pada bentuk-bentuk perlindungan 
sebagaimana disebutkan dalam kon- 
vensi tersebut, dalam setiap negara 
yang produknya sudah masuk ko- 
moditas Internasional maka negara 
yang bersangkutan diberi keluasaan 
untuk memproteksi produk dalam 
negerinya  dengan tetap memperhati-
kan kaidah-kaidah dalam perdaga- 
ngan Internasional. 
Berkaitan dengan hal tersebut, 
menurut article 2 ayat (3) adalah pro- 
teksi yang menurut kaidah Hukum 
Perdagangan Internasional (lalu- 
lintas perdagangan Internasional) 
diakomodir dalam bentuk hambatan, 
baik dalam bentuk tarif (tarrif bar- 
rier) maupun non tarif (non tariff 
barrier) yang diberlakukan terhadap 
negara lain. Hambatan tersebut men-
cakup Anti Dumping Duties (ADD), 
Contervailing Duties (CDD), dan 
Safeguard Measures, Quota, Volun-
tary Eksport Retraint, Eksport Subsi-
dy, import ban, import lisencing, go- 
vernment procurement, dan domestic 
contents. Hambatan-hambatan dalam 
perdagangan yang bersifat non tarif 
dalam praktik dan perjanjian ber- 
bagai negara mengalami perkemba- 
ngan yang kemudian disebut sebagai 
hambatan teknis perdagangan (tech-
nical barrier to trade/TBT).  
Secara spesifik, hambataan teknis 
perdagangan diatur dalam Agree-
ment on Technical Barrier  to Trade 
yang pada pokoknya mengatur 2 
(dua ) hal yakni regulasi teknis (tech-
nical regulation) dan standar/acuan 
baku termasuk pengemasan, penem-
patan merek, persyaratan pelabelan, 
persyaratan karakteristik produk, 
inspeksi, dan prosedur.
Donald A.Ball dan Wendel H. 
McCulloch (2000), restriksi dikate-
gorikan menjadi 2 (dua) jenis yakni 
restriksi dalam bentuk tarif dan res- 
triksi/hambatan dalam bentuk non 
tarif. Hambatan-hambatan dalam 
bentuk tarif meliputi bea impor (ad 
valorem, spesifik, majemuk, dan pa- 
jak variabel). Sedangkan restriksi 
dalam bentuk non tarif meliputi ham-
batan non tarif kuantitatif dan non 
kuantitatif. Hambatan non tarif kuan-
titatif mencakup kuota tingkat tarif, 
global, diskriminatif, pembatasan 
ekspor sukarela, dan peraturan tertib 
pemasaran. Hambatan non tarif non 
NO Jenis Restriksi/Hambatan dalam Perdagangan Internasional
  Hambatan-hambatan Tarif Hambatan-hambatan non Tarif
    c. Standar-standar
     - Kesehatan, keselamatan, dan kuali-  
       tas produk
     - Kemasan dan pemberian label
     - Metode pengetesan produk
Haryo Aswicahyono (2008) 
membagi hambatan perdagangan ke 
dalam 3 (tiga) bentuk yakni border 
measures, beyond the border mea-
sures, serta across border measures. 
Implementasi border measures men-
cakup bentuk hambatan pada barang 
meliputi tarif, kuota, dan hambatan 
non tarif, bentuk hambatan jasa meli-
puti registrasi dan ijin serta batasan 
jumlah tenaga kerja asing, bentuk 
hambatan pada modal berupa pem-
batasan sektor tertentu yang dibuka 
bagi investasi asing dan pembatasan 
saham pihak asing, bentuk hambatan 
tenaga kerja adalah seleksi tertentu.
Implementasi beyond the border 
measures mencakup bentuk ham-
batan pada barang berupa tender oleh 
Pemerintah dan pemberlakuan pajak 
yang berbeda, bentuk hambatan pada 
jasa berupa batasan lokasi dan/atau 
jumlah kantor cabang, bentuk ham-
batan pada modal berbentuk per- 
syaratan kinerja dan batasan untuk 
mendiversifikasikan usaha, dan ben- 
tuk hambatan pada tenaga kerja 
berupa pajak atas tenaga kerja asing.
Implementasi across border mea-
sures mencakup bentuk hambatan 
pada barang berupa standar tertentu 
atas produk, bentuk hambatan pada 
jasa berupa regulasi tertentu, bentuk 
hambatan pada modal berupa pema-
jakan ganda dan pajak ditahan atas 
pendapatan perusahaan asing, se- 
dangkan bentuk hambatan pada 
tenaga kerja berupa standar kompe-
tensi tertentu. 
Hambatan pertama diatasi dengan 
pembukaan akses pasar, yang kedua 
diatasi dengan National Treatment 
yaitu peraturan yang mesyaratkan 
bahwa suatu barang atau faktor 
produksi harus menerima perlakuan 
yang sama seperti produk domestik 
dalam hal pajak dan berbagai pera-
turan lainnya. Hambatan yang ketiga 
diatasi dengan harmonisasi standar 
yang lebih dikenal dengan Harmony 
System Code (HS Code) dan peratu- 
ran antarnegara karena untuk meme- 
nuhi standar ini seringkali produsen 
asing mengalami kesulitan.
Pada ketiga bentuk hambatan 
dalam perdagangan Internasional ter- 
sebut bisa ditarik kesimpulan bahwa 
terdapat persinggungan antara 2 
(dua) hambatan yakni border cross 
yang memuat hambatan atas perda-
gangan barang dalam bentuk non 
tarrif barrier (hambatan non tarif 
dan salah satu bentuknya adalah 
hambatan teknis dalam perdagangan) 
dan across border measures yang 
memuat hambatan perdagangan 
barang berupa standar tertentu atas 
produk.    
Berdasarkan pengaturan dalam 
agreement on technical barrier to 
trade maupun kajian beberapa litera-
tur, penerapan standar tertentu atas 
produk barang, termasuk pendapat 
Donald A. Ball dan Wendel McCull-
och,  merupakan salah satu bentuk 
hambatan non tarrief. Berdasarkan 
klasifikasi hambatan perdagangan 
yang dilakukan oleh Haryo Aswica-
hyono maka batik yang dikategori-
kan sebagai barang terkena 2 (dua) 
hambatan sekaligus, yakni hambatan 
dalam bentuk border cross measures 
dan hambatan dalam bentuk across 
border measures. 
Penerapan 2 (dua) hambatan 
dalam perdagangan tersebut seba- 
gaimana mengacu pendapat Aswi-  
cahyono, menurut peneliti meng-
aburkan kepastian bentuk hambatan 
dalam perdagangan sebagaimana 
disebutkan dalam persetujuan WTO 
serta kebanyakan pendapat ahli yang 
lain. Hal tersebut disebabkan karena 
bentuk hambatan sebagaimana ter- 
muat dalam across border measures 
pada hakikatnya merupakan ham-
batan teknis perdagangan/Technical 
Barrier to Trade (TBT) yang me- 
rupakan salah jenis hambatan non 
tarrief/Non Tarrief Barrier (NTB).
Penerapan TBT terbanyak menu- 
rut catatan Haryo Aswicahyono 
(2008)  ada pada standar dan regulasi 
karena keduanya berperan penting 
dalam menjaga kualitas, keamanan, 
kesesuaian teknis, dan proses pro- 
duksi. Selaras dengan pendapat Har- 
yo, negara-negara anggota diperke-
nankan tindakan-tindakan untuk 
menjamin kualitas ekspornya, atau 
untuk perlindungan atas kehidupan 
manusia, hewan, tanaman atau  kese-
dan peralatan listrik serta kayu dan 
produk kayu. Potensi tekstil pakaian 
dan kulit mendekati batik dan akan 
dianalisis secara mendalam.
Pendekatan perlindungan terha-
dap tekstil adalah melalui proteksi 
tarif dan subsidi budget seperti yang 
diterapkan di Australia. Selandia Ba- 
ru menggunakan pendekatan penera-
pan tarif yang tinggi serta tarif spesi-
fik untuk produk tekstil, pakaian dan 
sepatu. 
Berdasarkan hasil kajian tersebut, 
pendekatan perlindungan baru dila- 
kukan terhadap tekstil, pakaian dan 
sepatu didominasi dengan menggu-
nakan pendekatan tarif. Pendekatan 
perlindungan dalam bentuk TBT 
secara khusus terhadap batik sepan-
jang pengetahuan dan upaya peneliti 
untuk mencari hasil penelitian lain 
terhadap batik belum ditemukan.
Meskipun demikian, secara khu- 
sus TBT yang yang telah diterapkan 
Pemerintah Indonesia dalam bentuk 
kewajiban labelisasi batikmark “ba- 
tik INDONESIA” baru sebatas kla- 
sifikasi batik berdasarkan kategori 
batik tulis yang ditandai dengan 
warna emas, batik cap yang ditandai 
dengan warna perak, dan batik kom-
binasi cap dan tulis yang ditandai 
dengan warna putih  yang diberlaku-
kan terhadap batik untuk ekspor. 
Mengacu pada penggalian data pri- 
mer yang telah dilakukan terhadap 
beberapa pengrajin batik di Solo, 
Imogiri, Yogyakarta, Bantul, dan 
Pekalongan, persyaratan pelabelan 
batik mark “BATIK INDONESIA” 
ternyata mendapatkan constrain atau 
perlawanan dari para pengrajin. Ala- 
sannya, kewajiban tersebut justru 
membebani para pengrajin karena 
adanya tambahan biaya pendaftaran 
(inefisiensi) karena setiap mengelu-
arkan produk baru harus langsung 
disertai dengan pendaftaran. Alasan 
lainnya adalah bahwa setiap pengra-
jin telah memiliki merek masing- 
masing. Singkatnya, perlindungan 
yang digagas pemerintah sebenarnya 
masih menjadi perdebatan dan kon- 
troversi di antara para pengrajin.
Senada dengan kebijakan peme- 
rintah pusat, di Pekalongan terjadi 
fenomena yang sama dimana Wali- 
kota Pekalongan mengeluarkan Pera-
turan Walikota Nomor 76 Tahun 
2012 tentang kewajiban pelekatan 
label batik mark “Batik Pekalongan” 
dengan pelabelan warna yang me- 
reduksi langsung dari prinsip batik-
mark “BATIK INDONESIA” yakni 
warna emas untuk batik tulis, warna 
perak untuk batik cap, dan warna 
putih untuk batik kombinasi cap dan 
tulis. Pertanyaan mendasarnya ada- 
lah bagaimana ketentuan pelabelan- 
nya apabila ekspor dilakukan atas 
batik yang berasal dari Pekalongan. 
Apakah perlu mencantumkan merek 
individu disertai merek kolektif 
(Batik Pekalongan) dan disertai pula 
dengan batikmark “BATIK INDO-
NESIA”. Kontroversi tersebut masih 
terus bergulir di masyarakat.
Kebijakan pemerintah baik Peme- 
rintah Pusat maupun Pemerintah 
Daerah sebenarnya memiliki alasan 
pembenar secara teoritis sebagaima-
na disebut dalam tabel 1 tentang 
bentuk hambatan non tarif dengan 
klasifikasi partisipasi pemerintah. 
Meskipun demikian, partisipasi pe- 
merintah yang niat utamanya adalah 
melindungi menjadi beban biaya 
ekonomi tinggi bagi para pengrajin 
serta pengusaha batik.
Penelitian kami mencoba melaku-
kan pengumpulan data primer de- 
ngan cara Focus Group Discussion 
yang melibatkan pengrajin batik, 
importir batik dari Australia, maha-
siswa, pengamat fashion yang ber- 
langsung pada tanggal 26 Mei 2014. 
Peserta mengusulkan agar diterapkan 
persyaratan pelabelan identitas buda- 
ya pada produk batik yang akan 
masuk ke Indonesia maupun yang 
akan keluar dari Indonesia merupa-
kan pilihan yang tepat sebagai bukti 
perhatian Pemerintah Indonesia 
maupun negara lain terhadap keper-
cayaan Unesco atas budaya takbenda 
yang dimiliki Indonesia. Pelabelan 
identitas tidak semata-mata hanya 
untuk memenuhi persyaratan teknis 
perdagangan, tetapi lebih pada aspek 
filosofis tentang perdagangan berba-
sis produk budaya itu sendiri. Me- 
lalui pelabelan identitas budaya ini, 
batik yang sudah menjadi komoditas  
dalam perdagangan Internasional  ti- 
dak hanya dimaknai sebagai barang/ 
produk tetapi lebih pada pemaknaan 
nilai yang terkandung di dalamnya, 
termasuk budaya dan asal-usul ma- 
syarakat pembuatnya, dan pendi-
dikan yang melekat padanya. Seba- 
gaimana praktik sosial di Indonesia, 
motif batik dikenakan sesuai dengan 
momen sosial misalnya pengantin, 
selamatan untuk bayi yang baru lahir, 
selamatan untuk bayi yang baru 
menapak tanah, acara seremonial 
tertentu, kematian dan momen sosial 
lainnya. Harapannya, saat mengena- 
kan produk batik, pembeli tidak 
terasing dari produk yang dipakainya 
tersebut dan pembelipun memahami 
makna corak atau motif pakaian 
yang dikenakannya. Ketidakterasi- 
ngan tersebut mendorong pembeli 
untuk selalu memelihara batik de- 
ngan baik tidak memperlakukan se- 
perti produk barang yang lain yang 
mengukuti kebiasaan membuang 
produk setelah usang. Berbanding 
terbalik dengan produk lain, semakin 
lama batik dipakai, maka nilai 
historisnya semakin tinggi. Pembeli 
memahami betul atas arti/makna 
motif, sejarah penciptaannya. Pen- 
jual dan pembeli tidak semata-mata 
diperantarai oleh batik sebagai ko- 
moditas tetapi mampu melakukan 
penyebaran nilai-nilai yang tidak 
hanya terbatas pada bangsa Indone-
sia akan tetapi telah merambah pada 
lingkungan dunia Internasional. 
Senyampang dengan ide pela-
belan atas batik, Alouis Nugroho 
(2005), salah satu cara yang arif 
untuk menyelamatkan batik yang 
tidak bisa lepas dari kepentingan 
industri adalah melalui proses edifi-
kasi terhadap batik yakni sebuah 
mekanisme pengidentifikasian dan 
pelabelan terhadap batik sebagai 
nomenklatur yang berfungsi sebagai 
identitas sosial budaya yang otentik. 
Proses edifikasi diserahkan kepada 
para budayawan, seniman atau stake-
holders yang menekuni kebudayaan. 
Usul Aloui, terutama sekali terkait 
pengidentifikasian batik sangat sela- 
ras dengan pesan konvensi perlind-
ungan budaya takbenda oleh UNES- 
CO dimana pengidentifikasian me- 
rupakan bagian dari upaya perlin- 
dungan. Sedangkan labelling (pela-
belan) dimaksudkan untuk menegas-
kan meskipun batik merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari 
produk komoditas, namun esensi 
budaya tetap melekat sehingga se- 
mua pihak yang terlibat dalam tran-
saksi dengan sendirinya juga sedang 
melakukan kontak budaya. 
Untuk menjamin kepastian hu- 
kum, pelabelan identitas budaya 
pada produk batik tersebut harus 
dituangkan dalam produk hukum 
teknis misalnya Peraturan Menteri 
Perdagangan (PERMENPERIND-
AG) Republik Indonesia. Peraturan 
ini merupakan salah satu bentuk 
persyaratan teknis atas persyaratan 
beredarnya produk batik, baik ke 
maupun dari Indonesia dan diperke-
nankan dalam mekanisme perdaga- 
ngan Internasional. Analog dengan 
hambatan yang diberlakukan pada 
produk makanan atau prouk pertani-
an serta produk perikanan  karena 
alasan kesehatan, keamanan maka- 
nan untuk konsumsi manusia, alasan 
keamanan lingkungan, batik yang 
merupakan salah satu komoditas 
budaya jaga harus mendapatkan 
proteksi agar kelestariannya terjaga. 
Salah satu cara melestarikan batik, di 
samping dari aspek ekonomi (batik 
bersifat tradabel atau sangat mudah 
untuk diperdagangkann) adalah pada 
aspek pemakaiannya secara rutin 
pada momen-momen sosial (aspek 
budaya) dan aspek keterterusannya 
(sustaianability) pada generasi beri-
kutnya (aspek pendidikan). Mengacu 
pada agreement on technical barrier 
to trade WTO pada putaran Uruguay, 
pada prinsipnya terdapat 2 (dua) hal 
terkait hambatan yakni bentuk dan 
tujuan. Bentuk dari TBT mencakup 
regulasi dan standar termasuk di- 
dalamnya pengemasan produk, pene-
mpelan merek, persyaratan-persyara- 
tan label, serta prosedur asesmen. 
Sedangkan tujuan TBT adalah untuk 
menjamin kualitas ekspor, mem-
proteksi kehidupan atau kesehatan 
manusia, hewan maupun tanaman 
atau untuk mencegah praktek yang 
merusak. Dilihat tujuannya, pertim-
bangan sisi budaya pada produk 
batik memang tidak mendapatkan 
pengaturan dalam persetujuan TBT. 
Namun demikian, peneliti ber- 
pendapat bahwa perlindungan mela- 
lui palabelan produk (hang tag) atas 
identitas budaya pada produk batik 
memiliki dasar legalitas pada bentuk 
TBT yang berupa regulasi dan stan-
dar, khususnya persyaratan-persya- 
ratan label (labelling requirement). 
Mengacu pada tabel 1, batik bisa 
mendapatkan perlindungan melalui 
standar dengan pelabelan juga pada 
keleluasaan pemerintah untuk meng- 
intervensi dalam kegiatan perdaga- 
ngan melalui kebijakan meskipun hal 
tersebut masih sangat jarang dilaku-
kan. Hal tersebut disebabkan karena 
fokus utama perhatian para pihak 
dalam perdagangan Internasional 
adalah pada alasan keselamatan, 
kesehatan, lingkungan, dan keaman-
an pangan. Alasan tersebut juga 
dikuatkan dengan partisipasi lang- 
sung pemerintah dalam bidang per- 
dagangan yang merupakan imple-
mentasi dari NTB. 
Menarik untuk dikaji karena salah 
satu bentuk partisipasi tersebut 
kuantitatif meliputi partisipasi Peme- 
rintah langsung dalam perdagangan, 
prosedur kepabeanan dan adminis-
tratif lainnya serta standar-standar. 
Partisipasi Pemerintah langsung be- 
rupa subsidi, membeli di dalam ne- 
geri, lisensi impor, manipulasi kurs, 
dan kandungan lokal. Prosedur kepa- 
beanan dan administratif lainnya 
meliputi klasifikasi tarif, persyaratan 
dokumentasi, dan evaluasi produk. 
Standar-standar meliputi kesehatan, 
keselamatan dan kualitas produk, 
kemasan dan pemberian label, serta 
metode pengetesan produk. Bentuk- 
bentuk hambatan dalam perdagangan 
terangkum dalam tabel berikut :
adalah adanya kewajiban “kandu- 
ngan lokal”. Dalam praktik perda-
gangan, kandungan lokal dimaknai 
bahwa produk luar negeri yang akan 
dipasarkan di Indonesia harus meng-
gunakan bahan material lokal. 
Dengan demikian, kandungan lokal 
baru diterapkan terhadap produk 
barang dan bukan pada sesuatu yang 
bersifat kasat mata (intangible) 
misalnya budaya dan adat istiadat. 
Peneliti berpendapat, pemerintah 
melalui Kementerian Perindustrian 
dan Perdagangan dapat menafsirkan 
kandungan lokal yang tidak terbatas 
pada produk barang.
Seirama dengan argumentasi ter- 
sebut serta didasarkan atas pertim-
bangan solusi dalam mensikapi ham-
batan dalam perdagangan Interna- 
sional, pendekatan penerapan ham-
batan pada produk batik mendekati 
bentuk hambatan yang ketiga yakni 
across border measures. Alasannya, 
dengan menganalogkan hambatan 
dalam bentuk standar produk sama 
dengan labelling produk, dalam hal 
ini pelabelan (hang tag) atas identi-
tas budaya pada produk batik. Solusi 
dalam mensikapi hambatan ini 
terdapat 2 (dua) peluang yakni 
harmonisasi standar dan peraturan 
antarnegara. Menurut peneliti, pem-
buatan peraturan antarnegara pemilik 
batik tentang kewajiban pelabelan 
(hang tag) atas produk batik merupa-
kan pilihan yang paling tepat meng-
ingat beberapa negara di dunia ini 
sama-sama memiliki batik. Pembua-
tan peraturan antarnegara menjadi 
pedoman bagi para negara yang 
bersangkutan dalam melakukan 
perdagangan batik secara Internasi-
onal. Harapannya tidak ada negara 
yang melakukan praktik curang 
dalam perdagangan batik serta 
memiliki sikap yang sama yakni 
sama-sama menjaga kelestarian batik 
masing-masing negara.
Weren A. Keegan (2000) mengu-
tarakan bahwa GATT sebagai 
perpanjangan tangan WTO adalah 
persetujuan antarnegara tetapi secara 
fungsional merupakan bagian dari 
ketertiban hukum domestik dari 
setiap negara. Ia berlaku sebagai 
suatu pertahanan yang dapat dibuat 
sebagai referensi oleh pemerintah 
untuk membela diri terhadap tekanan 
kelompok. Dengan demikian, semua 
peserta dalam perdagangan Interna-
sional harus menerapkan prinsip 
perdagangan secara berimbang yakni 
melindungi kepentingan nasional 
dengan tidak mengabaikan bersikap 
adil terhadap negara lain terutama 
untuk produk yang sejenis.
 
Kesimpulan
Merujuk pada hasil penelitian ini 
dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Berdasarkan praktek beberapa 
negara, pelabelan (hang tag) iden-
titas budaya pada produk batik 
merupakan pilihan yang tepat 
sebagai bentuk penerapan hala- 
ngan teknis perdagangan sepan-
jang ditetapkan oleh negara yang 
bersangkutan serta didasarkan 
atas perjanjian negara tersebut 
dengan negara lain yang meng- 
ekspor batik dan sebaliknya.
2. Sebagai bentuk perlindungan atas 
batik maka Pemerintah Indonesia 
dalam hal ini Kementerian Perin-
dustrian dan Perdagangan seba- 
iknya merumuskan hambatan tek- 
nis dimaksud secara rinci dalam 
produk hukum dan menjadikan- 
nya sebagai hambatan teknis bagi 
produk batik negara lain yang 
akan dipasarkan di Indonesia 
maupun batik dari Indonsia yang 
akan dipasarkan di negara lain. 
Dengan demikian, hambatan tek- 
nis dalam perdagangan batik 
memenuhi 2 (dua) kriteria seka-
ligus yakni melindungi produk 
batik Indonesia dengan tetap 
tidak merugikan  batik negara lain 
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hatan atau lingkungan atau untuk 
pencegahan serta praktik curang. 
Terkait dengan kewajiban pelabelan 
produk, dalam praktik perdagangan 
didominasi oleh alasan keamanan 
pangan, produk pertanian, pencega- 
han hama, alasan kesehatan maupun 
karena alasan lingkungan dan sama 
sekali tidak menyebut produk hasil 
budaya manusia.  
Berdasarkan data di WTO, pela-
belan di luar produk-produk tersebut 
baru diberlakukan pada produk 
tekstil, pakaian serta travel serta baru 
dipraktikkan oleh negara anggota 
secara terbatas. Banyak pihak yang 
mengidentikkan batik sebagai bagian 
dari tekstil sehingga pelabelan terha-
dapnya cukup terwakili oleh tekstil. 
Bidang produk kerajinan tradisional 
yang dicatatkan di GATT adalah 
tekstil. Lia Amalia ( 2007) mencatat 
10 tahun sejak tahun 2004,  perjanji-
an tekstil sangat menentukan. Nega-
ra-negara maju secara bertahap harus 
menghapuskan sistem diskriminatif 
yang melanggar GATT dan diterap-
kan terhadap negara-negara berkem-
bang seperti MFA (Multifibre Agree-
ment). Proses penghapusan ini dike-
nal pula sebagai proses pengintegra-
sian tekstil ke dalam GATT. GATT 
sendiri memasukkan pengaturan 
tekstil dalam annex (lampiran) 1 
agreement on textile and clothing 
yang dilengkapi dengan Harmonized 
Commodity Description and Coding 
System (HS Nomenclature).  Padahal 
dalam mekanisme produksi batik, 
tekstil hanyalah salah satu media 
pembuatan batik. Pengaturan WTO 
tentang pelabelan produk sebenarnya 
sangat lentur/luwes. Hal tersebut 
terbukti dari perhatian utama dalam 
Agrement on Technical Barrier to 
Trade hakikatnya adalah dalam 
bentuk regulasi teknis dan standar 
yang diatur oleh negara anggota dan 
diberlakukan terhadap negara lain 
yang memiliki kerjasama perdaga- 
ngan dengan negara yang bersangku-
tan. Donald A.Ball mengklasifikan- 
nya sebagai bentuk campur tangan 
langsung pemerintah dalam bidang 
perdagangan. Kajian lain terkait hal 
tersebut, meskipun mengkaji sisi 
persaingan usaha, tentang potensi 
produk Indonesia yang dipasarkan di 
negara-negara ASEAN antara lain 
Malaysia, Singapura, Thailand, Fili- 
pina, serta negara lain yakni Austra-
lia dan Selandia Baru mencakup 
makanan, minuman, dan tembakau, 
tekstil, pakaian, dan kulit, elektronik 
Pendahuluan
Batik Indonesia merupakan wari-
san luhur budaya masyarakat Indo-
nesia yang mendapatkan pengakuan 
Unesco pada tanggal 2 Oktober 2009 
melalui pengesahan budaya takbenda 
dunia (intangible culture heritage). 
Disamping batik, produk-produk 
budaya Indonesia juga mendapat 
perhatian UNESCO dan hingga 
tahun 2014 ini antara lain keris, 
angklung, anyaman papua, tarian 
saman dan sistem irigasi pertanian 
Sabak di Bali turut juga mendapat-
kan pengakuan. Di antara matabu-
daya tersebut, batik merupakan mata 
budaya yang paling tradable (berpo-
tensi komoditas), baik dalam pasar 
lokal, nasional maupun internasio- 
nal. Selaras dengan fakta empirik 
tersebut, Unesco mengharapkan agar 
batik benar-benar beredar dalam 
pasar internasional. Sementara itu 
disisi lain, berdasarkan data (UNES-
CO, tahun 2009) di seluruh dunia ini 
setidaknya terdapat 15 negara yang 
memiliki tradisi proses rintang war- 
na. Proses tersebut di Indonesia di- 
sempurnakan dengan penggunaan 
malam dan kemudian dinamakan 
sebagai batik sebagaimana diakomo-
dir dalam Peraturan Menteri Perin-
dustrian Nomor 74 tahun 2007 
tentang batikmark” batik INDONE-
SIA”. Banyaknya negara yang me- 
miliki tradisi proses rintang warna 
tersebut membawa konsekuensi ke- 
mungkinan peredaran batik dari 
negara lain ke Indonesia dan seba- 
liknya beredarnya batik Indonesia ke 
negara lain. 
Atas keadaan tersebut, Indonesia 
sebagai anggota WTO dituntut untuk 
menyelenggarakan pasar yang adil 
artinya memberikan perlindungan 
pada batik dalam negeri sekaligus 
bersikap tidak melakukan hal yang 
merugikan bagi batik negara lain 
yang mungkin dipasarkan di Indone-
sia. Huala Adolf (2004), mengung-
kapkan bahwa pada prinsipnya ter- 
kait dengan mekanisme perdagangan 
Internasional, General Agreement on 
Tarrif and Trade (GATT) hanya 
memperkenalkan tindakan proteksi 
terhadap industri domestik melalui 
tarif (menaikkan tingkat tarif bea 
masuk) dan tidak melalui upaya- 
upaya perdagangan lainnya (non 
tarrif commercial measures). Donald 
A.Ball dan Wendel H.McCulloch 
(2000) mendeskripsikan proteksi 
atau restriksi atau hambatan dalam 
perdagangan/bisnis Internasional da- 
lam praktek bermula pada alasan 
pertahanan nasional. Industri-indus-
tri tertentu memerlukan proteksi dari 
impor karena vital bagi pertahanan 
nasional dan harus tetap diberlaku-
kan meskipun terdapat kerugian 
secara komparatif berkenaan dengan 
para pesaing luar negeri. Adapun 
alasan-alasan lain suatu negara mela- 
kukan restriksi adalah karena untuk 
melindungi industri yang baru tum- 
buh (infant industry). Alasannya, 
dalam jangka panjang, industri itu 
akan memiliki keunggulan kompara-
tif, tetapi perusahaan-perusahaan 
yang baru tumbuh tersebut memerlu-
kan proteksi terhadap impor sampai 
angkatan kerja terlatih, teknik-teknik 
produksi dikuasai dan industri ini 
sampai mencapai skala ekonomi. 
Apabila sasaran-sasaran tersebut ter- 
penuhi, proteksi impor tidak diperlu-
kan lagi. Tanpa proteksi, sebuah 
perusahaan tidak akan mampu ber- 
tahan hidup karena impor biaya 
rendah dari para pesaing asing yang 
lebih dewasa akan menjual barang- 
barang yang lebih murah daripada 
mereka di pasar lokalnya. Proteksi 
ini dimaksudkan hanya bersifat 
sementara, akan tetapi kenyataannya 
sebuah perusahaan akan jarang me- 
ngakui telah dewasa dan tidak lagi 
memerlukan bantuan. Di samping 
alasan sebagaimana disebutkan di 
atas, restriksi juga dimaksudkan 
untuk melindungi tenaga kerja 
domestik dari tenaga asing yang 
lebih murah dengan cara memban- 
dingkan tingkat upah per jam tenaga 
asing yang lebih murah dengan yang 
dibayar di negaranya.
Hambatan tersebut tidak hanya 
dibatasi sebagai hambatan dalam 
bentuk tarif (tariff barrier) saja, akan 
tetapi juga hambatan non tarif (non 
tariff barrier). Bentuk halangan 
dalam perdagangan yang menjadi 
diskursus negara-negara anggota 
WTO adalah hambatan NTB karena 
sangat rawan untuk dijadikan dalih 
melindungi produk dalam negerinya 
dengan cara-cara curang. Meskipun 
demikian, sebagai organisasi perda-
gangan dunia, World Trade Organi-
sation (WTO) telah  mengantisipasi 
kemungkinan terjadinya hal tersebut 
dengan membolehkan negara anggo-
ta untuk melindungi produk dalam 
negerinya dengan menerapkan ham-
batan dalam perdagangan produk 
sejenis dari negara lain. 
Dalam praktek perdagangan serta 
berdasarkan kesepakatan beberapa 
negara, diberlakukan technical bar- 
rier to tariff (TBT) yang merupakan 
bagian dari NTB. Beberapa bentuk 
TBT yang lazim diberlakukan dalam 
perdagangan internasional adalah 
dalam rangka pencegahan penyeba-
ran hama, penyakit, jaminan keama- 
nan pangan, obat-obatan, hasil perta-
nian dan alasan keamanan lainnya. 
Hambatan tersebut secara teknis di- 
antaranya dilakukan melalui pela-
belan produk. 
Beberapa penelitian sebelumnya 
serta telaah kritis para ahli terkait 
hambatan no tarif untuk produk 
meliputi : penelitian dengan telaah 
kepustakaan data sekunder yang 
dilakukan, pelabelan produk tektsil 
dan pakaian baru sebatas analisis 
data sekunder seperti yang dilakukan 
oleh Aswicahyono tentang produk 
Indonesia yang berpotensi beredar di 
negara-negara Asean yang menca- 
kup tekstil, pakaian, dan kulit. Di 
luar sebagaimana disebutkan di atas, 
baru diterapkan secara sangat terba-
tas yakni pelabelan pada tekstil, pa- 
kaian, travel. Pemerintah Indonesia 
melalui Peraturan Menteri Perindus-
trian Republik Indonesia Nomor 
74/M-IND/PER/9/2007 sebenarnya 
sudah menerapkan hambatan teknis 
dalam perdagangan batik dalam 
bentuk kewajiban pelabelan Batik-
mark “batik INDONESIA”. 
Ketentuan tersebut mewajibkan 
agar batik yang akan diperdagangkan 
baik dalam pasar nasional maupun 
pasar Internasional harus mencan-
tumkan label emas (gold) untuk batik 
tulis, putih untuk batik cap serta 
perak (silver) untuk batik kombinasi 
tulis dan cap. Pada tingkat lokal, 
Pemerintah Kota Pekalongan mener-
bitkan Peraturan Walikota tahun 
2014 tentang kewajiban pelabelan 
citybranding kota Pekalongan pada 
setiap produk batik buatan warga 
Pekalongan. 
      Meskipun Pemerintah sudah 
berupaya memberikan perlindungan 
melalui mekanisme tersebut, namun, 
berdasarkan temuan penelitian tahun 
2013 (Siti Nurhayati, dkk), ketentuan 
batikmark justru membebani/me-
nimbulkan resistensi bagi para peng- 
rajin dan produsen batik. Hal terse-
but dikarenakan alasan inefisiensi 
karena pembebanan biaya pendaf- 
taran untuk setiap motif yang dicip-
takannya. Sedangkan terhadap kebi-
jakan Pemerintah Pekalongan ten- 
tang pelabelan citybranding sepan-
jang pengetahuan peneliti belum 
dilakukan penelitian yang menda-
lam. Merujuk pada hal tersebut , 
menurut peneliti masih banyak hal 
mendasar terkait hambatan teknis 
yang diterapkan yang menimbulkan 
pertanyaan bagi peneliti. Bagaima- 
nakah bentuk hambatan teknis perda-
gangan yang tepat untuk batik yang 
telah mendapatkan pengakuan seba- 
gai warisan budaya sekaligus sebagai 
produk komoditas tersebut. 
Penelitian ini bertujuan untuk 
mendeskripsikan bentuk-bentuk 
hambatan teknis dalam perdagangan 
Internasional, baik hambatan dalam 
bentuk tarrif barrier (TB) maupun 
non tarrif barrier (NTB) serta me- 
nawarkan gagasan/wacana baru ten- 
tang perlindungan batik Indonesia 
melalui pelabelan (hang tag) identi-
tas budaya pada produk batik dalam 
perdagangan Internasional.
Hasil penelitian ini diharapkan 
dapat dijadikan salah satu bahan 
pertimbangan Pemerintah dalam 
mengambil kebijakan perlindungan 
produk batik dalam negeri melalui 
penerapan hambatan teknis dalam 
perdagangan batik saat menghadapi 
masuknya produk yang sama dari 
negara lain. Untuk semua pihak yang 
memiliki minat dalam bidang 
Hukum Perdagangan Internasional 
dan keilmuan terkait, hasil penelitian 
ini dapat memperluas khasanah 
tentang perkembangan bentuk ham-
batan teknis diluar yang selama ini 
dipraktikkan dalam perdagangan 
internasional.
Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan peneli-
tian hukum normatif dengan desain 
penelitan kualitatif dengan ranca- 
ngan participatory observation. Tim 
peneliti terlibat secara aktif dalam 
langsung dalam kelompok subyek/ 
informan/partisipan. Teknik peng-
umpulan data primer melalui wa- 
wancara kelompok terarah/Focus 
Group Discussion (FGD) serta peng-
umpulan data sekunder dengan 
menggunakan metode penelaahan 
pustaka tentang hambatan-hambatan 
dalam perdagangan internasional 
melalui kegiatan identifikasi peratu- 
ran Internasional maupun peraturan 
perundang-undangan di Indonesia. 
Subyek dalam penelitian ini menca- 
kup para pengrajin batik dari Peka-
longan, pelaku eksportir batik, peda-
gang kerajinan dan batik asal Austra-
lia, ahli fashion (AS) serta presiden 
Craft untuk Asia Tenggara.
Untuk menjamin keabsahan data 
yang diperoleh, peneliti menggu-
nakan teknik triangulasi sumber 
yang dilaksanakan secara langsung 
dan bersamaan dengan kegiatan 
pengumpulan data primer. Analisis 
data menggunakan model Miles dan 
Huberman yang pada prinsipnya 
dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap 
yakni reduksi atau pemilahan data 
yang diperlukan untuk menjawab 
permasalahan penelitian dengan 
membuat pemaknaan terhadap data 
yang diperoleh, display/penampilan 
data secara deskriptis serta verifi-
kasi/penarikan kesimpulan.  
Hasil Penelitian dan Pembahasan
Hasil penelitian menunjukkan, 
para pengrajin/produsen, importir, 
serta serta eksportir batik baik pada 
tingkat lokal, nasional maupun inter-
nasional menghendaki agar batik 
Indonesia yang telah mendapatkan 
pengakuan UNESCO sebagai bu- 
daya takbenda dunia harus menda- 
patkan perlindungan yang memadai 
negara penghasil batik. Bentuk 
perlindungan tersebut antara lain 
melalui pembatasan syarat-syarat 
yang ketat atas impor batik dari 
negara lain. Syarat tersebut berkaitan 
dengan identitas budaya atas produk 
dengan tujuan agar ketika produk 
sampai ke tangan pembeli maka 
mereka tidak hanya menilai batik 
sekedar produk produk fisik semata 
tetapi juga makna atau nilai yang 
terkandung didalamnya. Identitas 
tersebut antara lain  mencakup ide/ 
makna motif batik, siapa pembuat- 
nya, kapan dibuatnya serta dimana 
tempat pembuatannya.  
Secara yuridis, konsep perlindu- 
ngan (safeguarding) menurut article 
2 ayat (3) Konvensi perlindungan 
budaya takbenda diartikan sebagai: 
’…safeguarding means measures 
aimed at ensuring the viability of the 
intangible heritage including the 
identification, documentation, re- 
search, preservation, protection, 
promotion, enhancement, transmis-
sion, particulary through formal and 
non formal education, as well as the 
various aspects of such heritage”. 
Fokus utama dari safeguarding 
(perlindungan dalam arti luas) diarti-
kan sebagai langkah-langkah atau 
tindakan yang bertujuan untuk men-
jamin keberlangsungan warisan tak- 
benda yang mencakup langkah iden-
tifikasi, dokumentasi, penelitian, pe- 
lestarian, proteksi, promosi, penga- 
yaan atau pengembangan, edukasi, 
pemindahan pengetahuan baik mela- 
lui pendidikan formal maupun infor-
mal.
Sebagai produk dan identitas 
budaya, beberapa daerah yang me- 
miliki sentra batik telah mengimple-
mentasikan prinsip perlindungan 
dengan pendekatan edukasi dengan 
cara mengintegrasikan pengetahuan 
dan keterampilan membatik dalam 
kurikulum terutama pada pendidikan 
dasar. Adopsi batik dalam kurikulum 
tersebut telah dilaksanakan di Solo, 
Yogyakarta, dan Pekalongan. Di 
samping kebijakan tersebut, ma- 
sing-masing pemerintah daerah 
mengeluarkan kebijakan bahwa pada 
hari-hari tertentu, Pegawai Negeri 
Sipil (PNS), siswa sekolah mulai dari 
TK, SD, SMP, hingga SMA wajib 
mengenakan pakaian batik dengan 
motif khusus daerah. Kebijakan ini 
berimplikasi pada dikenalnya dan 
terlestarikannya motif-motif tradi- 
sional oleh masyarakat khususnya 
PNS dan murid sekolah.
Pada sisi yang lain, batik telah 
berkembang menjadi industri budaya 
dan menjadi komoditas yang tidak 
hanya diperdagangkan dalam pasar 
dalam negeri tetapi juga sudah me- 
nembus pasar luar negeri. Bersandar 
pada bentuk-bentuk perlindungan 
sebagaimana disebutkan dalam kon- 
vensi tersebut, dalam setiap negara 
yang produknya sudah masuk ko- 
moditas Internasional maka negara 
yang bersangkutan diberi keluasaan 
untuk memproteksi produk dalam 
negerinya  dengan tetap memperhati-
kan kaidah-kaidah dalam perdaga- 
ngan Internasional. 
Berkaitan dengan hal tersebut, 
menurut article 2 ayat (3) adalah pro- 
teksi yang menurut kaidah Hukum 
Perdagangan Internasional (lalu- 
lintas perdagangan Internasional) 
diakomodir dalam bentuk hambatan, 
baik dalam bentuk tarif (tarrif bar- 
rier) maupun non tarif (non tariff 
barrier) yang diberlakukan terhadap 
negara lain. Hambatan tersebut men-
cakup Anti Dumping Duties (ADD), 
Contervailing Duties (CDD), dan 
Safeguard Measures, Quota, Volun-
tary Eksport Retraint, Eksport Subsi-
dy, import ban, import lisencing, go- 
vernment procurement, dan domestic 
contents. Hambatan-hambatan dalam 
perdagangan yang bersifat non tarif 
dalam praktik dan perjanjian ber- 
bagai negara mengalami perkemba- 
ngan yang kemudian disebut sebagai 
hambatan teknis perdagangan (tech-
nical barrier to trade/TBT).  
Secara spesifik, hambataan teknis 
perdagangan diatur dalam Agree-
ment on Technical Barrier  to Trade 
yang pada pokoknya mengatur 2 
(dua ) hal yakni regulasi teknis (tech-
nical regulation) dan standar/acuan 
baku termasuk pengemasan, penem-
patan merek, persyaratan pelabelan, 
persyaratan karakteristik produk, 
inspeksi, dan prosedur.
Donald A.Ball dan Wendel H. 
McCulloch (2000), restriksi dikate-
gorikan menjadi 2 (dua) jenis yakni 
restriksi dalam bentuk tarif dan res- 
triksi/hambatan dalam bentuk non 
tarif. Hambatan-hambatan dalam 
bentuk tarif meliputi bea impor (ad 
valorem, spesifik, majemuk, dan pa- 
jak variabel). Sedangkan restriksi 
dalam bentuk non tarif meliputi ham-
batan non tarif kuantitatif dan non 
kuantitatif. Hambatan non tarif kuan-
titatif mencakup kuota tingkat tarif, 
global, diskriminatif, pembatasan 
ekspor sukarela, dan peraturan tertib 
pemasaran. Hambatan non tarif non 
Haryo Aswicahyono (2008) 
membagi hambatan perdagangan ke 
dalam 3 (tiga) bentuk yakni border 
measures, beyond the border mea-
sures, serta across border measures. 
Implementasi border measures men-
cakup bentuk hambatan pada barang 
meliputi tarif, kuota, dan hambatan 
non tarif, bentuk hambatan jasa meli-
puti registrasi dan ijin serta batasan 
jumlah tenaga kerja asing, bentuk 
hambatan pada modal berupa pem-
batasan sektor tertentu yang dibuka 
bagi investasi asing dan pembatasan 
saham pihak asing, bentuk hambatan 
tenaga kerja adalah seleksi tertentu.
Implementasi beyond the border 
measures mencakup bentuk ham-
batan pada barang berupa tender oleh 
Pemerintah dan pemberlakuan pajak 
yang berbeda, bentuk hambatan pada 
jasa berupa batasan lokasi dan/atau 
jumlah kantor cabang, bentuk ham-
batan pada modal berbentuk per- 
syaratan kinerja dan batasan untuk 
mendiversifikasikan usaha, dan ben- 
tuk hambatan pada tenaga kerja 
berupa pajak atas tenaga kerja asing.
Implementasi across border mea-
sures mencakup bentuk hambatan 
pada barang berupa standar tertentu 
atas produk, bentuk hambatan pada 
jasa berupa regulasi tertentu, bentuk 
hambatan pada modal berupa pema-
jakan ganda dan pajak ditahan atas 
pendapatan perusahaan asing, se- 
dangkan bentuk hambatan pada 
tenaga kerja berupa standar kompe-
tensi tertentu. 
Hambatan pertama diatasi dengan 
pembukaan akses pasar, yang kedua 
diatasi dengan National Treatment 
yaitu peraturan yang mesyaratkan 
bahwa suatu barang atau faktor 
produksi harus menerima perlakuan 
yang sama seperti produk domestik 
dalam hal pajak dan berbagai pera-
turan lainnya. Hambatan yang ketiga 
diatasi dengan harmonisasi standar 
yang lebih dikenal dengan Harmony 
System Code (HS Code) dan peratu- 
ran antarnegara karena untuk meme- 
nuhi standar ini seringkali produsen 
asing mengalami kesulitan.
Pada ketiga bentuk hambatan 
dalam perdagangan Internasional ter- 
sebut bisa ditarik kesimpulan bahwa 
terdapat persinggungan antara 2 
(dua) hambatan yakni border cross 
yang memuat hambatan atas perda-
gangan barang dalam bentuk non 
tarrif barrier (hambatan non tarif 
dan salah satu bentuknya adalah 
hambatan teknis dalam perdagangan) 
dan across border measures yang 
memuat hambatan perdagangan 
barang berupa standar tertentu atas 
produk.    
Berdasarkan pengaturan dalam 
agreement on technical barrier to 
trade maupun kajian beberapa litera-
tur, penerapan standar tertentu atas 
produk barang, termasuk pendapat 
Donald A. Ball dan Wendel McCull-
och,  merupakan salah satu bentuk 
hambatan non tarrief. Berdasarkan 
klasifikasi hambatan perdagangan 
yang dilakukan oleh Haryo Aswica-
hyono maka batik yang dikategori-
kan sebagai barang terkena 2 (dua) 
hambatan sekaligus, yakni hambatan 
dalam bentuk border cross measures 
dan hambatan dalam bentuk across 
border measures. 
Penerapan 2 (dua) hambatan 
dalam perdagangan tersebut seba- 
gaimana mengacu pendapat Aswi-  
cahyono, menurut peneliti meng-
aburkan kepastian bentuk hambatan 
dalam perdagangan sebagaimana 
disebutkan dalam persetujuan WTO 
serta kebanyakan pendapat ahli yang 
lain. Hal tersebut disebabkan karena 
bentuk hambatan sebagaimana ter- 
muat dalam across border measures 
pada hakikatnya merupakan ham-
batan teknis perdagangan/Technical 
Barrier to Trade (TBT) yang me- 
rupakan salah jenis hambatan non 
tarrief/Non Tarrief Barrier (NTB).
Penerapan TBT terbanyak menu- 
rut catatan Haryo Aswicahyono 
(2008)  ada pada standar dan regulasi 
karena keduanya berperan penting 
dalam menjaga kualitas, keamanan, 
kesesuaian teknis, dan proses pro- 
duksi. Selaras dengan pendapat Har- 
yo, negara-negara anggota diperke-
nankan tindakan-tindakan untuk 
menjamin kualitas ekspornya, atau 
untuk perlindungan atas kehidupan 
manusia, hewan, tanaman atau  kese-
dan peralatan listrik serta kayu dan 
produk kayu. Potensi tekstil pakaian 
dan kulit mendekati batik dan akan 
dianalisis secara mendalam.
Pendekatan perlindungan terha-
dap tekstil adalah melalui proteksi 
tarif dan subsidi budget seperti yang 
diterapkan di Australia. Selandia Ba- 
ru menggunakan pendekatan penera-
pan tarif yang tinggi serta tarif spesi-
fik untuk produk tekstil, pakaian dan 
sepatu. 
Berdasarkan hasil kajian tersebut, 
pendekatan perlindungan baru dila- 
kukan terhadap tekstil, pakaian dan 
sepatu didominasi dengan menggu-
nakan pendekatan tarif. Pendekatan 
perlindungan dalam bentuk TBT 
secara khusus terhadap batik sepan-
jang pengetahuan dan upaya peneliti 
untuk mencari hasil penelitian lain 
terhadap batik belum ditemukan.
Meskipun demikian, secara khu- 
sus TBT yang yang telah diterapkan 
Pemerintah Indonesia dalam bentuk 
kewajiban labelisasi batikmark “ba- 
tik INDONESIA” baru sebatas kla- 
sifikasi batik berdasarkan kategori 
batik tulis yang ditandai dengan 
warna emas, batik cap yang ditandai 
dengan warna perak, dan batik kom-
binasi cap dan tulis yang ditandai 
dengan warna putih  yang diberlaku-
kan terhadap batik untuk ekspor. 
Mengacu pada penggalian data pri- 
mer yang telah dilakukan terhadap 
beberapa pengrajin batik di Solo, 
Imogiri, Yogyakarta, Bantul, dan 
Pekalongan, persyaratan pelabelan 
batik mark “BATIK INDONESIA” 
ternyata mendapatkan constrain atau 
perlawanan dari para pengrajin. Ala- 
sannya, kewajiban tersebut justru 
membebani para pengrajin karena 
adanya tambahan biaya pendaftaran 
(inefisiensi) karena setiap mengelu-
arkan produk baru harus langsung 
disertai dengan pendaftaran. Alasan 
lainnya adalah bahwa setiap pengra-
jin telah memiliki merek masing- 
masing. Singkatnya, perlindungan 
yang digagas pemerintah sebenarnya 
masih menjadi perdebatan dan kon- 
troversi di antara para pengrajin.
Senada dengan kebijakan peme- 
rintah pusat, di Pekalongan terjadi 
fenomena yang sama dimana Wali- 
kota Pekalongan mengeluarkan Pera-
turan Walikota Nomor 76 Tahun 
2012 tentang kewajiban pelekatan 
label batik mark “Batik Pekalongan” 
dengan pelabelan warna yang me- 
reduksi langsung dari prinsip batik-
mark “BATIK INDONESIA” yakni 
warna emas untuk batik tulis, warna 
perak untuk batik cap, dan warna 
putih untuk batik kombinasi cap dan 
tulis. Pertanyaan mendasarnya ada- 
lah bagaimana ketentuan pelabelan- 
nya apabila ekspor dilakukan atas 
batik yang berasal dari Pekalongan. 
Apakah perlu mencantumkan merek 
individu disertai merek kolektif 
(Batik Pekalongan) dan disertai pula 
dengan batikmark “BATIK INDO-
NESIA”. Kontroversi tersebut masih 
terus bergulir di masyarakat.
Kebijakan pemerintah baik Peme- 
rintah Pusat maupun Pemerintah 
Daerah sebenarnya memiliki alasan 
pembenar secara teoritis sebagaima-
na disebut dalam tabel 1 tentang 
bentuk hambatan non tarif dengan 
klasifikasi partisipasi pemerintah. 
Meskipun demikian, partisipasi pe- 
merintah yang niat utamanya adalah 
melindungi menjadi beban biaya 
ekonomi tinggi bagi para pengrajin 
serta pengusaha batik.
Penelitian kami mencoba melaku-
kan pengumpulan data primer de- 
ngan cara Focus Group Discussion 
yang melibatkan pengrajin batik, 
importir batik dari Australia, maha-
siswa, pengamat fashion yang ber- 
langsung pada tanggal 26 Mei 2014. 
Peserta mengusulkan agar diterapkan 
persyaratan pelabelan identitas buda- 
ya pada produk batik yang akan 
masuk ke Indonesia maupun yang 
akan keluar dari Indonesia merupa-
kan pilihan yang tepat sebagai bukti 
perhatian Pemerintah Indonesia 
maupun negara lain terhadap keper-
cayaan Unesco atas budaya takbenda 
yang dimiliki Indonesia. Pelabelan 
identitas tidak semata-mata hanya 
untuk memenuhi persyaratan teknis 
perdagangan, tetapi lebih pada aspek 
filosofis tentang perdagangan berba-
sis produk budaya itu sendiri. Me- 
lalui pelabelan identitas budaya ini, 
batik yang sudah menjadi komoditas  
dalam perdagangan Internasional  ti- 
dak hanya dimaknai sebagai barang/ 
produk tetapi lebih pada pemaknaan 
nilai yang terkandung di dalamnya, 
termasuk budaya dan asal-usul ma- 
syarakat pembuatnya, dan pendi-
dikan yang melekat padanya. Seba- 
gaimana praktik sosial di Indonesia, 
motif batik dikenakan sesuai dengan 
momen sosial misalnya pengantin, 
selamatan untuk bayi yang baru lahir, 
selamatan untuk bayi yang baru 
menapak tanah, acara seremonial 
tertentu, kematian dan momen sosial 
lainnya. Harapannya, saat mengena- 
kan produk batik, pembeli tidak 
terasing dari produk yang dipakainya 
tersebut dan pembelipun memahami 
makna corak atau motif pakaian 
yang dikenakannya. Ketidakterasi- 
ngan tersebut mendorong pembeli 
untuk selalu memelihara batik de- 
ngan baik tidak memperlakukan se- 
perti produk barang yang lain yang 
mengukuti kebiasaan membuang 
produk setelah usang. Berbanding 
terbalik dengan produk lain, semakin 
lama batik dipakai, maka nilai 
historisnya semakin tinggi. Pembeli 
memahami betul atas arti/makna 
motif, sejarah penciptaannya. Pen- 
jual dan pembeli tidak semata-mata 
diperantarai oleh batik sebagai ko- 
moditas tetapi mampu melakukan 
penyebaran nilai-nilai yang tidak 
hanya terbatas pada bangsa Indone-
sia akan tetapi telah merambah pada 
lingkungan dunia Internasional. 
Senyampang dengan ide pela-
belan atas batik, Alouis Nugroho 
(2005), salah satu cara yang arif 
untuk menyelamatkan batik yang 
tidak bisa lepas dari kepentingan 
industri adalah melalui proses edifi-
kasi terhadap batik yakni sebuah 
mekanisme pengidentifikasian dan 
pelabelan terhadap batik sebagai 
nomenklatur yang berfungsi sebagai 
identitas sosial budaya yang otentik. 
Proses edifikasi diserahkan kepada 
para budayawan, seniman atau stake-
holders yang menekuni kebudayaan. 
Usul Aloui, terutama sekali terkait 
pengidentifikasian batik sangat sela- 
ras dengan pesan konvensi perlind-
ungan budaya takbenda oleh UNES- 
CO dimana pengidentifikasian me- 
rupakan bagian dari upaya perlin- 
dungan. Sedangkan labelling (pela-
belan) dimaksudkan untuk menegas-
kan meskipun batik merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari 
produk komoditas, namun esensi 
budaya tetap melekat sehingga se- 
mua pihak yang terlibat dalam tran-
saksi dengan sendirinya juga sedang 
melakukan kontak budaya. 
Untuk menjamin kepastian hu- 
kum, pelabelan identitas budaya 
pada produk batik tersebut harus 
dituangkan dalam produk hukum 
teknis misalnya Peraturan Menteri 
Perdagangan (PERMENPERIND-
AG) Republik Indonesia. Peraturan 
ini merupakan salah satu bentuk 
persyaratan teknis atas persyaratan 
beredarnya produk batik, baik ke 
maupun dari Indonesia dan diperke-
nankan dalam mekanisme perdaga- 
ngan Internasional. Analog dengan 
hambatan yang diberlakukan pada 
produk makanan atau prouk pertani-
an serta produk perikanan  karena 
alasan kesehatan, keamanan maka- 
nan untuk konsumsi manusia, alasan 
keamanan lingkungan, batik yang 
merupakan salah satu komoditas 
budaya jaga harus mendapatkan 
proteksi agar kelestariannya terjaga. 
Salah satu cara melestarikan batik, di 
samping dari aspek ekonomi (batik 
bersifat tradabel atau sangat mudah 
untuk diperdagangkann) adalah pada 
aspek pemakaiannya secara rutin 
pada momen-momen sosial (aspek 
budaya) dan aspek keterterusannya 
(sustaianability) pada generasi beri-
kutnya (aspek pendidikan). Mengacu 
pada agreement on technical barrier 
to trade WTO pada putaran Uruguay, 
pada prinsipnya terdapat 2 (dua) hal 
terkait hambatan yakni bentuk dan 
tujuan. Bentuk dari TBT mencakup 
regulasi dan standar termasuk di- 
dalamnya pengemasan produk, pene-
mpelan merek, persyaratan-persyara- 
tan label, serta prosedur asesmen. 
Sedangkan tujuan TBT adalah untuk 
menjamin kualitas ekspor, mem-
proteksi kehidupan atau kesehatan 
manusia, hewan maupun tanaman 
atau untuk mencegah praktek yang 
merusak. Dilihat tujuannya, pertim-
bangan sisi budaya pada produk 
batik memang tidak mendapatkan 
pengaturan dalam persetujuan TBT. 
Namun demikian, peneliti ber- 
pendapat bahwa perlindungan mela- 
lui palabelan produk (hang tag) atas 
identitas budaya pada produk batik 
memiliki dasar legalitas pada bentuk 
TBT yang berupa regulasi dan stan-
dar, khususnya persyaratan-persya- 
ratan label (labelling requirement). 
Mengacu pada tabel 1, batik bisa 
mendapatkan perlindungan melalui 
standar dengan pelabelan juga pada 
keleluasaan pemerintah untuk meng- 
intervensi dalam kegiatan perdaga- 
ngan melalui kebijakan meskipun hal 
tersebut masih sangat jarang dilaku-
kan. Hal tersebut disebabkan karena 
fokus utama perhatian para pihak 
dalam perdagangan Internasional 
adalah pada alasan keselamatan, 
kesehatan, lingkungan, dan keaman-
an pangan. Alasan tersebut juga 
dikuatkan dengan partisipasi lang- 
sung pemerintah dalam bidang per- 
dagangan yang merupakan imple-
mentasi dari NTB. 
Menarik untuk dikaji karena salah 
satu bentuk partisipasi tersebut 
kuantitatif meliputi partisipasi Peme- 
rintah langsung dalam perdagangan, 
prosedur kepabeanan dan adminis-
tratif lainnya serta standar-standar. 
Partisipasi Pemerintah langsung be- 
rupa subsidi, membeli di dalam ne- 
geri, lisensi impor, manipulasi kurs, 
dan kandungan lokal. Prosedur kepa- 
beanan dan administratif lainnya 
meliputi klasifikasi tarif, persyaratan 
dokumentasi, dan evaluasi produk. 
Standar-standar meliputi kesehatan, 
keselamatan dan kualitas produk, 
kemasan dan pemberian label, serta 
metode pengetesan produk. Bentuk- 
bentuk hambatan dalam perdagangan 
terangkum dalam tabel berikut :
adalah adanya kewajiban “kandu- 
ngan lokal”. Dalam praktik perda-
gangan, kandungan lokal dimaknai 
bahwa produk luar negeri yang akan 
dipasarkan di Indonesia harus meng-
gunakan bahan material lokal. 
Dengan demikian, kandungan lokal 
baru diterapkan terhadap produk 
barang dan bukan pada sesuatu yang 
bersifat kasat mata (intangible) 
misalnya budaya dan adat istiadat. 
Peneliti berpendapat, pemerintah 
melalui Kementerian Perindustrian 
dan Perdagangan dapat menafsirkan 
kandungan lokal yang tidak terbatas 
pada produk barang.
Seirama dengan argumentasi ter- 
sebut serta didasarkan atas pertim-
bangan solusi dalam mensikapi ham-
batan dalam perdagangan Interna- 
sional, pendekatan penerapan ham-
batan pada produk batik mendekati 
bentuk hambatan yang ketiga yakni 
across border measures. Alasannya, 
dengan menganalogkan hambatan 
dalam bentuk standar produk sama 
dengan labelling produk, dalam hal 
ini pelabelan (hang tag) atas identi-
tas budaya pada produk batik. Solusi 
dalam mensikapi hambatan ini 
terdapat 2 (dua) peluang yakni 
harmonisasi standar dan peraturan 
antarnegara. Menurut peneliti, pem-
buatan peraturan antarnegara pemilik 
batik tentang kewajiban pelabelan 
(hang tag) atas produk batik merupa-
kan pilihan yang paling tepat meng-
ingat beberapa negara di dunia ini 
sama-sama memiliki batik. Pembua-
tan peraturan antarnegara menjadi 
pedoman bagi para negara yang 
bersangkutan dalam melakukan 
perdagangan batik secara Internasi-
onal. Harapannya tidak ada negara 
yang melakukan praktik curang 
dalam perdagangan batik serta 
memiliki sikap yang sama yakni 
sama-sama menjaga kelestarian batik 
masing-masing negara.
Weren A. Keegan (2000) mengu-
tarakan bahwa GATT sebagai 
perpanjangan tangan WTO adalah 
persetujuan antarnegara tetapi secara 
fungsional merupakan bagian dari 
ketertiban hukum domestik dari 
setiap negara. Ia berlaku sebagai 
suatu pertahanan yang dapat dibuat 
sebagai referensi oleh pemerintah 
untuk membela diri terhadap tekanan 
kelompok. Dengan demikian, semua 
peserta dalam perdagangan Interna-
sional harus menerapkan prinsip 
perdagangan secara berimbang yakni 
melindungi kepentingan nasional 
dengan tidak mengabaikan bersikap 
adil terhadap negara lain terutama 
untuk produk yang sejenis.
 
Kesimpulan
Merujuk pada hasil penelitian ini 
dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Berdasarkan praktek beberapa 
negara, pelabelan (hang tag) iden-
titas budaya pada produk batik 
merupakan pilihan yang tepat 
sebagai bentuk penerapan hala- 
ngan teknis perdagangan sepan-
jang ditetapkan oleh negara yang 
bersangkutan serta didasarkan 
atas perjanjian negara tersebut 
dengan negara lain yang meng- 
ekspor batik dan sebaliknya.
2. Sebagai bentuk perlindungan atas 
batik maka Pemerintah Indonesia 
dalam hal ini Kementerian Perin-
dustrian dan Perdagangan seba- 
iknya merumuskan hambatan tek- 
nis dimaksud secara rinci dalam 
produk hukum dan menjadikan- 
nya sebagai hambatan teknis bagi 
produk batik negara lain yang 
akan dipasarkan di Indonesia 
maupun batik dari Indonsia yang 
akan dipasarkan di negara lain. 
Dengan demikian, hambatan tek- 
nis dalam perdagangan batik 
memenuhi 2 (dua) kriteria seka-
ligus yakni melindungi produk 
batik Indonesia dengan tetap 
tidak merugikan  batik negara lain 
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hatan atau lingkungan atau untuk 
pencegahan serta praktik curang. 
Terkait dengan kewajiban pelabelan 
produk, dalam praktik perdagangan 
didominasi oleh alasan keamanan 
pangan, produk pertanian, pencega- 
han hama, alasan kesehatan maupun 
karena alasan lingkungan dan sama 
sekali tidak menyebut produk hasil 
budaya manusia.  
Berdasarkan data di WTO, pela-
belan di luar produk-produk tersebut 
baru diberlakukan pada produk 
tekstil, pakaian serta travel serta baru 
dipraktikkan oleh negara anggota 
secara terbatas. Banyak pihak yang 
mengidentikkan batik sebagai bagian 
dari tekstil sehingga pelabelan terha-
dapnya cukup terwakili oleh tekstil. 
Bidang produk kerajinan tradisional 
yang dicatatkan di GATT adalah 
tekstil. Lia Amalia ( 2007) mencatat 
10 tahun sejak tahun 2004,  perjanji-
an tekstil sangat menentukan. Nega-
ra-negara maju secara bertahap harus 
menghapuskan sistem diskriminatif 
yang melanggar GATT dan diterap-
kan terhadap negara-negara berkem-
bang seperti MFA (Multifibre Agree-
ment). Proses penghapusan ini dike-
nal pula sebagai proses pengintegra-
sian tekstil ke dalam GATT. GATT 
sendiri memasukkan pengaturan 
tekstil dalam annex (lampiran) 1 
agreement on textile and clothing 
yang dilengkapi dengan Harmonized 
Commodity Description and Coding 
System (HS Nomenclature).  Padahal 
dalam mekanisme produksi batik, 
tekstil hanyalah salah satu media 
pembuatan batik. Pengaturan WTO 
tentang pelabelan produk sebenarnya 
sangat lentur/luwes. Hal tersebut 
terbukti dari perhatian utama dalam 
Agrement on Technical Barrier to 
Trade hakikatnya adalah dalam 
bentuk regulasi teknis dan standar 
yang diatur oleh negara anggota dan 
diberlakukan terhadap negara lain 
yang memiliki kerjasama perdaga- 
ngan dengan negara yang bersangku-
tan. Donald A.Ball mengklasifikan- 
nya sebagai bentuk campur tangan 
langsung pemerintah dalam bidang 
perdagangan. Kajian lain terkait hal 
tersebut, meskipun mengkaji sisi 
persaingan usaha, tentang potensi 
produk Indonesia yang dipasarkan di 
negara-negara ASEAN antara lain 
Malaysia, Singapura, Thailand, Fili- 
pina, serta negara lain yakni Austra-
lia dan Selandia Baru mencakup 
makanan, minuman, dan tembakau, 
tekstil, pakaian, dan kulit, elektronik 
Pendahuluan
Batik Indonesia merupakan wari-
san luhur budaya masyarakat Indo-
nesia yang mendapatkan pengakuan 
Unesco pada tanggal 2 Oktober 2009 
melalui pengesahan budaya takbenda 
dunia (intangible culture heritage). 
Disamping batik, produk-produk 
budaya Indonesia juga mendapat 
perhatian UNESCO dan hingga 
tahun 2014 ini antara lain keris, 
angklung, anyaman papua, tarian 
saman dan sistem irigasi pertanian 
Sabak di Bali turut juga mendapat-
kan pengakuan. Di antara matabu-
daya tersebut, batik merupakan mata 
budaya yang paling tradable (berpo-
tensi komoditas), baik dalam pasar 
lokal, nasional maupun internasio- 
nal. Selaras dengan fakta empirik 
tersebut, Unesco mengharapkan agar 
batik benar-benar beredar dalam 
pasar internasional. Sementara itu 
disisi lain, berdasarkan data (UNES-
CO, tahun 2009) di seluruh dunia ini 
setidaknya terdapat 15 negara yang 
memiliki tradisi proses rintang war- 
na. Proses tersebut di Indonesia di- 
sempurnakan dengan penggunaan 
malam dan kemudian dinamakan 
sebagai batik sebagaimana diakomo-
dir dalam Peraturan Menteri Perin-
dustrian Nomor 74 tahun 2007 
tentang batikmark” batik INDONE-
SIA”. Banyaknya negara yang me- 
miliki tradisi proses rintang warna 
tersebut membawa konsekuensi ke- 
mungkinan peredaran batik dari 
negara lain ke Indonesia dan seba- 
liknya beredarnya batik Indonesia ke 
negara lain. 
Atas keadaan tersebut, Indonesia 
sebagai anggota WTO dituntut untuk 
menyelenggarakan pasar yang adil 
artinya memberikan perlindungan 
pada batik dalam negeri sekaligus 
bersikap tidak melakukan hal yang 
merugikan bagi batik negara lain 
yang mungkin dipasarkan di Indone-
sia. Huala Adolf (2004), mengung-
kapkan bahwa pada prinsipnya ter- 
kait dengan mekanisme perdagangan 
Internasional, General Agreement on 
Tarrif and Trade (GATT) hanya 
memperkenalkan tindakan proteksi 
terhadap industri domestik melalui 
tarif (menaikkan tingkat tarif bea 
masuk) dan tidak melalui upaya- 
upaya perdagangan lainnya (non 
tarrif commercial measures). Donald 
A.Ball dan Wendel H.McCulloch 
(2000) mendeskripsikan proteksi 
atau restriksi atau hambatan dalam 
perdagangan/bisnis Internasional da- 
lam praktek bermula pada alasan 
pertahanan nasional. Industri-indus-
tri tertentu memerlukan proteksi dari 
impor karena vital bagi pertahanan 
nasional dan harus tetap diberlaku-
kan meskipun terdapat kerugian 
secara komparatif berkenaan dengan 
para pesaing luar negeri. Adapun 
alasan-alasan lain suatu negara mela- 
kukan restriksi adalah karena untuk 
melindungi industri yang baru tum- 
buh (infant industry). Alasannya, 
dalam jangka panjang, industri itu 
akan memiliki keunggulan kompara-
tif, tetapi perusahaan-perusahaan 
yang baru tumbuh tersebut memerlu-
kan proteksi terhadap impor sampai 
angkatan kerja terlatih, teknik-teknik 
produksi dikuasai dan industri ini 
sampai mencapai skala ekonomi. 
Apabila sasaran-sasaran tersebut ter- 
penuhi, proteksi impor tidak diperlu-
kan lagi. Tanpa proteksi, sebuah 
perusahaan tidak akan mampu ber- 
tahan hidup karena impor biaya 
rendah dari para pesaing asing yang 
lebih dewasa akan menjual barang- 
barang yang lebih murah daripada 
mereka di pasar lokalnya. Proteksi 
ini dimaksudkan hanya bersifat 
sementara, akan tetapi kenyataannya 
sebuah perusahaan akan jarang me- 
ngakui telah dewasa dan tidak lagi 
memerlukan bantuan. Di samping 
alasan sebagaimana disebutkan di 
atas, restriksi juga dimaksudkan 
untuk melindungi tenaga kerja 
domestik dari tenaga asing yang 
lebih murah dengan cara memban- 
dingkan tingkat upah per jam tenaga 
asing yang lebih murah dengan yang 
dibayar di negaranya.
Hambatan tersebut tidak hanya 
dibatasi sebagai hambatan dalam 
bentuk tarif (tariff barrier) saja, akan 
tetapi juga hambatan non tarif (non 
tariff barrier). Bentuk halangan 
dalam perdagangan yang menjadi 
diskursus negara-negara anggota 
WTO adalah hambatan NTB karena 
sangat rawan untuk dijadikan dalih 
melindungi produk dalam negerinya 
dengan cara-cara curang. Meskipun 
demikian, sebagai organisasi perda-
gangan dunia, World Trade Organi-
sation (WTO) telah  mengantisipasi 
kemungkinan terjadinya hal tersebut 
dengan membolehkan negara anggo-
ta untuk melindungi produk dalam 
negerinya dengan menerapkan ham-
batan dalam perdagangan produk 
sejenis dari negara lain. 
Dalam praktek perdagangan serta 
berdasarkan kesepakatan beberapa 
negara, diberlakukan technical bar- 
rier to tariff (TBT) yang merupakan 
bagian dari NTB. Beberapa bentuk 
TBT yang lazim diberlakukan dalam 
perdagangan internasional adalah 
dalam rangka pencegahan penyeba-
ran hama, penyakit, jaminan keama- 
nan pangan, obat-obatan, hasil perta-
nian dan alasan keamanan lainnya. 
Hambatan tersebut secara teknis di- 
antaranya dilakukan melalui pela-
belan produk. 
Beberapa penelitian sebelumnya 
serta telaah kritis para ahli terkait 
hambatan no tarif untuk produk 
meliputi : penelitian dengan telaah 
kepustakaan data sekunder yang 
dilakukan, pelabelan produk tektsil 
dan pakaian baru sebatas analisis 
data sekunder seperti yang dilakukan 
oleh Aswicahyono tentang produk 
Indonesia yang berpotensi beredar di 
negara-negara Asean yang menca- 
kup tekstil, pakaian, dan kulit. Di 
luar sebagaimana disebutkan di atas, 
baru diterapkan secara sangat terba-
tas yakni pelabelan pada tekstil, pa- 
kaian, travel. Pemerintah Indonesia 
melalui Peraturan Menteri Perindus-
trian Republik Indonesia Nomor 
74/M-IND/PER/9/2007 sebenarnya 
sudah menerapkan hambatan teknis 
dalam perdagangan batik dalam 
bentuk kewajiban pelabelan Batik-
mark “batik INDONESIA”. 
Ketentuan tersebut mewajibkan 
agar batik yang akan diperdagangkan 
baik dalam pasar nasional maupun 
pasar Internasional harus mencan-
tumkan label emas (gold) untuk batik 
tulis, putih untuk batik cap serta 
perak (silver) untuk batik kombinasi 
tulis dan cap. Pada tingkat lokal, 
Pemerintah Kota Pekalongan mener-
bitkan Peraturan Walikota tahun 
2014 tentang kewajiban pelabelan 
citybranding kota Pekalongan pada 
setiap produk batik buatan warga 
Pekalongan. 
      Meskipun Pemerintah sudah 
berupaya memberikan perlindungan 
melalui mekanisme tersebut, namun, 
berdasarkan temuan penelitian tahun 
2013 (Siti Nurhayati, dkk), ketentuan 
batikmark justru membebani/me-
nimbulkan resistensi bagi para peng- 
rajin dan produsen batik. Hal terse-
but dikarenakan alasan inefisiensi 
karena pembebanan biaya pendaf- 
taran untuk setiap motif yang dicip-
takannya. Sedangkan terhadap kebi-
jakan Pemerintah Pekalongan ten- 
tang pelabelan citybranding sepan-
jang pengetahuan peneliti belum 
dilakukan penelitian yang menda-
lam. Merujuk pada hal tersebut , 
menurut peneliti masih banyak hal 
mendasar terkait hambatan teknis 
yang diterapkan yang menimbulkan 
pertanyaan bagi peneliti. Bagaima- 
nakah bentuk hambatan teknis perda-
gangan yang tepat untuk batik yang 
telah mendapatkan pengakuan seba- 
gai warisan budaya sekaligus sebagai 
produk komoditas tersebut. 
Penelitian ini bertujuan untuk 
mendeskripsikan bentuk-bentuk 
hambatan teknis dalam perdagangan 
Internasional, baik hambatan dalam 
bentuk tarrif barrier (TB) maupun 
non tarrif barrier (NTB) serta me- 
nawarkan gagasan/wacana baru ten- 
tang perlindungan batik Indonesia 
melalui pelabelan (hang tag) identi-
tas budaya pada produk batik dalam 
perdagangan Internasional.
Hasil penelitian ini diharapkan 
dapat dijadikan salah satu bahan 
pertimbangan Pemerintah dalam 
mengambil kebijakan perlindungan 
produk batik dalam negeri melalui 
penerapan hambatan teknis dalam 
perdagangan batik saat menghadapi 
masuknya produk yang sama dari 
negara lain. Untuk semua pihak yang 
memiliki minat dalam bidang 
Hukum Perdagangan Internasional 
dan keilmuan terkait, hasil penelitian 
ini dapat memperluas khasanah 
tentang perkembangan bentuk ham-
batan teknis diluar yang selama ini 
dipraktikkan dalam perdagangan 
internasional.
Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan peneli-
tian hukum normatif dengan desain 
penelitan kualitatif dengan ranca- 
ngan participatory observation. Tim 
peneliti terlibat secara aktif dalam 
langsung dalam kelompok subyek/ 
informan/partisipan. Teknik peng-
umpulan data primer melalui wa- 
wancara kelompok terarah/Focus 
Group Discussion (FGD) serta peng-
umpulan data sekunder dengan 
menggunakan metode penelaahan 
pustaka tentang hambatan-hambatan 
dalam perdagangan internasional 
melalui kegiatan identifikasi peratu- 
ran Internasional maupun peraturan 
perundang-undangan di Indonesia. 
Subyek dalam penelitian ini menca- 
kup para pengrajin batik dari Peka-
longan, pelaku eksportir batik, peda-
gang kerajinan dan batik asal Austra-
lia, ahli fashion (AS) serta presiden 
Craft untuk Asia Tenggara.
Untuk menjamin keabsahan data 
yang diperoleh, peneliti menggu-
nakan teknik triangulasi sumber 
yang dilaksanakan secara langsung 
dan bersamaan dengan kegiatan 
pengumpulan data primer. Analisis 
data menggunakan model Miles dan 
Huberman yang pada prinsipnya 
dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap 
yakni reduksi atau pemilahan data 
yang diperlukan untuk menjawab 
permasalahan penelitian dengan 
membuat pemaknaan terhadap data 
yang diperoleh, display/penampilan 
data secara deskriptis serta verifi-
kasi/penarikan kesimpulan.  
Hasil Penelitian dan Pembahasan
Hasil penelitian menunjukkan, 
para pengrajin/produsen, importir, 
serta serta eksportir batik baik pada 
tingkat lokal, nasional maupun inter-
nasional menghendaki agar batik 
Indonesia yang telah mendapatkan 
pengakuan UNESCO sebagai bu- 
daya takbenda dunia harus menda- 
patkan perlindungan yang memadai 
negara penghasil batik. Bentuk 
perlindungan tersebut antara lain 
melalui pembatasan syarat-syarat 
yang ketat atas impor batik dari 
negara lain. Syarat tersebut berkaitan 
dengan identitas budaya atas produk 
dengan tujuan agar ketika produk 
sampai ke tangan pembeli maka 
mereka tidak hanya menilai batik 
sekedar produk produk fisik semata 
tetapi juga makna atau nilai yang 
terkandung didalamnya. Identitas 
tersebut antara lain  mencakup ide/ 
makna motif batik, siapa pembuat- 
nya, kapan dibuatnya serta dimana 
tempat pembuatannya.  
Secara yuridis, konsep perlindu- 
ngan (safeguarding) menurut article 
2 ayat (3) Konvensi perlindungan 
budaya takbenda diartikan sebagai: 
’…safeguarding means measures 
aimed at ensuring the viability of the 
intangible heritage including the 
identification, documentation, re- 
search, preservation, protection, 
promotion, enhancement, transmis-
sion, particulary through formal and 
non formal education, as well as the 
various aspects of such heritage”. 
Fokus utama dari safeguarding 
(perlindungan dalam arti luas) diarti-
kan sebagai langkah-langkah atau 
tindakan yang bertujuan untuk men-
jamin keberlangsungan warisan tak- 
benda yang mencakup langkah iden-
tifikasi, dokumentasi, penelitian, pe- 
lestarian, proteksi, promosi, penga- 
yaan atau pengembangan, edukasi, 
pemindahan pengetahuan baik mela- 
lui pendidikan formal maupun infor-
mal.
Sebagai produk dan identitas 
budaya, beberapa daerah yang me- 
miliki sentra batik telah mengimple-
mentasikan prinsip perlindungan 
dengan pendekatan edukasi dengan 
cara mengintegrasikan pengetahuan 
dan keterampilan membatik dalam 
kurikulum terutama pada pendidikan 
dasar. Adopsi batik dalam kurikulum 
tersebut telah dilaksanakan di Solo, 
Yogyakarta, dan Pekalongan. Di 
samping kebijakan tersebut, ma- 
sing-masing pemerintah daerah 
mengeluarkan kebijakan bahwa pada 
hari-hari tertentu, Pegawai Negeri 
Sipil (PNS), siswa sekolah mulai dari 
TK, SD, SMP, hingga SMA wajib 
mengenakan pakaian batik dengan 
motif khusus daerah. Kebijakan ini 
berimplikasi pada dikenalnya dan 
terlestarikannya motif-motif tradi- 
sional oleh masyarakat khususnya 
PNS dan murid sekolah.
Pada sisi yang lain, batik telah 
berkembang menjadi industri budaya 
dan menjadi komoditas yang tidak 
hanya diperdagangkan dalam pasar 
dalam negeri tetapi juga sudah me- 
nembus pasar luar negeri. Bersandar 
pada bentuk-bentuk perlindungan 
sebagaimana disebutkan dalam kon- 
vensi tersebut, dalam setiap negara 
yang produknya sudah masuk ko- 
moditas Internasional maka negara 
yang bersangkutan diberi keluasaan 
untuk memproteksi produk dalam 
negerinya  dengan tetap memperhati-
kan kaidah-kaidah dalam perdaga- 
ngan Internasional. 
Berkaitan dengan hal tersebut, 
menurut article 2 ayat (3) adalah pro- 
teksi yang menurut kaidah Hukum 
Perdagangan Internasional (lalu- 
lintas perdagangan Internasional) 
diakomodir dalam bentuk hambatan, 
baik dalam bentuk tarif (tarrif bar- 
rier) maupun non tarif (non tariff 
barrier) yang diberlakukan terhadap 
negara lain. Hambatan tersebut men-
cakup Anti Dumping Duties (ADD), 
Contervailing Duties (CDD), dan 
Safeguard Measures, Quota, Volun-
tary Eksport Retraint, Eksport Subsi-
dy, import ban, import lisencing, go- 
vernment procurement, dan domestic 
contents. Hambatan-hambatan dalam 
perdagangan yang bersifat non tarif 
dalam praktik dan perjanjian ber- 
bagai negara mengalami perkemba- 
ngan yang kemudian disebut sebagai 
hambatan teknis perdagangan (tech-
nical barrier to trade/TBT).  
Secara spesifik, hambataan teknis 
perdagangan diatur dalam Agree-
ment on Technical Barrier  to Trade 
yang pada pokoknya mengatur 2 
(dua ) hal yakni regulasi teknis (tech-
nical regulation) dan standar/acuan 
baku termasuk pengemasan, penem-
patan merek, persyaratan pelabelan, 
persyaratan karakteristik produk, 
inspeksi, dan prosedur.
Donald A.Ball dan Wendel H. 
McCulloch (2000), restriksi dikate-
gorikan menjadi 2 (dua) jenis yakni 
restriksi dalam bentuk tarif dan res- 
triksi/hambatan dalam bentuk non 
tarif. Hambatan-hambatan dalam 
bentuk tarif meliputi bea impor (ad 
valorem, spesifik, majemuk, dan pa- 
jak variabel). Sedangkan restriksi 
dalam bentuk non tarif meliputi ham-
batan non tarif kuantitatif dan non 
kuantitatif. Hambatan non tarif kuan-
titatif mencakup kuota tingkat tarif, 
global, diskriminatif, pembatasan 
ekspor sukarela, dan peraturan tertib 
pemasaran. Hambatan non tarif non 
Haryo Aswicahyono (2008) 
membagi hambatan perdagangan ke 
dalam 3 (tiga) bentuk yakni border 
measures, beyond the border mea-
sures, serta across border measures. 
Implementasi border measures men-
cakup bentuk hambatan pada barang 
meliputi tarif, kuota, dan hambatan 
non tarif, bentuk hambatan jasa meli-
puti registrasi dan ijin serta batasan 
jumlah tenaga kerja asing, bentuk 
hambatan pada modal berupa pem-
batasan sektor tertentu yang dibuka 
bagi investasi asing dan pembatasan 
saham pihak asing, bentuk hambatan 
tenaga kerja adalah seleksi tertentu.
Implementasi beyond the border 
measures mencakup bentuk ham-
batan pada barang berupa tender oleh 
Pemerintah dan pemberlakuan pajak 
yang berbeda, bentuk hambatan pada 
jasa berupa batasan lokasi dan/atau 
jumlah kantor cabang, bentuk ham-
batan pada modal berbentuk per- 
syaratan kinerja dan batasan untuk 
mendiversifikasikan usaha, dan ben- 
tuk hambatan pada tenaga kerja 
berupa pajak atas tenaga kerja asing.
Implementasi across border mea-
sures mencakup bentuk hambatan 
pada barang berupa standar tertentu 
atas produk, bentuk hambatan pada 
jasa berupa regulasi tertentu, bentuk 
hambatan pada modal berupa pema-
jakan ganda dan pajak ditahan atas 
pendapatan perusahaan asing, se- 
dangkan bentuk hambatan pada 
tenaga kerja berupa standar kompe-
tensi tertentu. 
Hambatan pertama diatasi dengan 
pembukaan akses pasar, yang kedua 
diatasi dengan National Treatment 
yaitu peraturan yang mesyaratkan 
bahwa suatu barang atau faktor 
produksi harus menerima perlakuan 
yang sama seperti produk domestik 
dalam hal pajak dan berbagai pera-
turan lainnya. Hambatan yang ketiga 
diatasi dengan harmonisasi standar 
yang lebih dikenal dengan Harmony 
System Code (HS Code) dan peratu- 
ran antarnegara karena untuk meme- 
nuhi standar ini seringkali produsen 
asing mengalami kesulitan.
Pada ketiga bentuk hambatan 
dalam perdagangan Internasional ter- 
sebut bisa ditarik kesimpulan bahwa 
terdapat persinggungan antara 2 
(dua) hambatan yakni border cross 
yang memuat hambatan atas perda-
gangan barang dalam bentuk non 
tarrif barrier (hambatan non tarif 
dan salah satu bentuknya adalah 
hambatan teknis dalam perdagangan) 
dan across border measures yang 
memuat hambatan perdagangan 
barang berupa standar tertentu atas 
produk.    
Berdasarkan pengaturan dalam 
agreement on technical barrier to 
trade maupun kajian beberapa litera-
tur, penerapan standar tertentu atas 
produk barang, termasuk pendapat 
Donald A. Ball dan Wendel McCull-
och,  merupakan salah satu bentuk 
hambatan non tarrief. Berdasarkan 
klasifikasi hambatan perdagangan 
yang dilakukan oleh Haryo Aswica-
hyono maka batik yang dikategori-
kan sebagai barang terkena 2 (dua) 
hambatan sekaligus, yakni hambatan 
dalam bentuk border cross measures 
dan hambatan dalam bentuk across 
border measures. 
Penerapan 2 (dua) hambatan 
dalam perdagangan tersebut seba- 
gaimana mengacu pendapat Aswi-  
cahyono, menurut peneliti meng-
aburkan kepastian bentuk hambatan 
dalam perdagangan sebagaimana 
disebutkan dalam persetujuan WTO 
serta kebanyakan pendapat ahli yang 
lain. Hal tersebut disebabkan karena 
bentuk hambatan sebagaimana ter- 
muat dalam across border measures 
pada hakikatnya merupakan ham-
batan teknis perdagangan/Technical 
Barrier to Trade (TBT) yang me- 
rupakan salah jenis hambatan non 
tarrief/Non Tarrief Barrier (NTB).
Penerapan TBT terbanyak menu- 
rut catatan Haryo Aswicahyono 
(2008)  ada pada standar dan regulasi 
karena keduanya berperan penting 
dalam menjaga kualitas, keamanan, 
kesesuaian teknis, dan proses pro- 
duksi. Selaras dengan pendapat Har- 
yo, negara-negara anggota diperke-
nankan tindakan-tindakan untuk 
menjamin kualitas ekspornya, atau 
untuk perlindungan atas kehidupan 
manusia, hewan, tanaman atau  kese-
dan peralatan listrik serta kayu dan 
produk kayu. Potensi tekstil pakaian 
dan kulit mendekati batik dan akan 
dianalisis secara mendalam.
Pendekatan perlindungan terha-
dap tekstil adalah melalui proteksi 
tarif dan subsidi budget seperti yang 
diterapkan di Australia. Selandia Ba- 
ru menggunakan pendekatan penera-
pan tarif yang tinggi serta tarif spesi-
fik untuk produk tekstil, pakaian dan 
sepatu. 
Berdasarkan hasil kajian tersebut, 
pendekatan perlindungan baru dila- 
kukan terhadap tekstil, pakaian dan 
sepatu didominasi dengan menggu-
nakan pendekatan tarif. Pendekatan 
perlindungan dalam bentuk TBT 
secara khusus terhadap batik sepan-
jang pengetahuan dan upaya peneliti 
untuk mencari hasil penelitian lain 
terhadap batik belum ditemukan.
Meskipun demikian, secara khu- 
sus TBT yang yang telah diterapkan 
Pemerintah Indonesia dalam bentuk 
kewajiban labelisasi batikmark “ba- 
tik INDONESIA” baru sebatas kla- 
sifikasi batik berdasarkan kategori 
batik tulis yang ditandai dengan 
warna emas, batik cap yang ditandai 
dengan warna perak, dan batik kom-
binasi cap dan tulis yang ditandai 
dengan warna putih  yang diberlaku-
kan terhadap batik untuk ekspor. 
Mengacu pada penggalian data pri- 
mer yang telah dilakukan terhadap 
beberapa pengrajin batik di Solo, 
Imogiri, Yogyakarta, Bantul, dan 
Pekalongan, persyaratan pelabelan 
batik mark “BATIK INDONESIA” 
ternyata mendapatkan constrain atau 
perlawanan dari para pengrajin. Ala- 
sannya, kewajiban tersebut justru 
membebani para pengrajin karena 
adanya tambahan biaya pendaftaran 
(inefisiensi) karena setiap mengelu-
arkan produk baru harus langsung 
disertai dengan pendaftaran. Alasan 
lainnya adalah bahwa setiap pengra-
jin telah memiliki merek masing- 
masing. Singkatnya, perlindungan 
yang digagas pemerintah sebenarnya 
masih menjadi perdebatan dan kon- 
troversi di antara para pengrajin.
Senada dengan kebijakan peme- 
rintah pusat, di Pekalongan terjadi 
fenomena yang sama dimana Wali- 
kota Pekalongan mengeluarkan Pera-
turan Walikota Nomor 76 Tahun 
2012 tentang kewajiban pelekatan 
label batik mark “Batik Pekalongan” 
dengan pelabelan warna yang me- 
reduksi langsung dari prinsip batik-
mark “BATIK INDONESIA” yakni 
warna emas untuk batik tulis, warna 
perak untuk batik cap, dan warna 
putih untuk batik kombinasi cap dan 
tulis. Pertanyaan mendasarnya ada- 
lah bagaimana ketentuan pelabelan- 
nya apabila ekspor dilakukan atas 
batik yang berasal dari Pekalongan. 
Apakah perlu mencantumkan merek 
individu disertai merek kolektif 
(Batik Pekalongan) dan disertai pula 
dengan batikmark “BATIK INDO-
NESIA”. Kontroversi tersebut masih 
terus bergulir di masyarakat.
Kebijakan pemerintah baik Peme- 
rintah Pusat maupun Pemerintah 
Daerah sebenarnya memiliki alasan 
pembenar secara teoritis sebagaima-
na disebut dalam tabel 1 tentang 
bentuk hambatan non tarif dengan 
klasifikasi partisipasi pemerintah. 
Meskipun demikian, partisipasi pe- 
merintah yang niat utamanya adalah 
melindungi menjadi beban biaya 
ekonomi tinggi bagi para pengrajin 
serta pengusaha batik.
Penelitian kami mencoba melaku-
kan pengumpulan data primer de- 
ngan cara Focus Group Discussion 
yang melibatkan pengrajin batik, 
importir batik dari Australia, maha-
siswa, pengamat fashion yang ber- 
langsung pada tanggal 26 Mei 2014. 
Peserta mengusulkan agar diterapkan 
persyaratan pelabelan identitas buda- 
ya pada produk batik yang akan 
masuk ke Indonesia maupun yang 
akan keluar dari Indonesia merupa-
kan pilihan yang tepat sebagai bukti 
perhatian Pemerintah Indonesia 
maupun negara lain terhadap keper-
cayaan Unesco atas budaya takbenda 
yang dimiliki Indonesia. Pelabelan 
identitas tidak semata-mata hanya 
untuk memenuhi persyaratan teknis 
perdagangan, tetapi lebih pada aspek 
filosofis tentang perdagangan berba-
sis produk budaya itu sendiri. Me- 
lalui pelabelan identitas budaya ini, 
batik yang sudah menjadi komoditas  
dalam perdagangan Internasional  ti- 
dak hanya dimaknai sebagai barang/ 
produk tetapi lebih pada pemaknaan 
nilai yang terkandung di dalamnya, 
termasuk budaya dan asal-usul ma- 
syarakat pembuatnya, dan pendi-
dikan yang melekat padanya. Seba- 
gaimana praktik sosial di Indonesia, 
motif batik dikenakan sesuai dengan 
momen sosial misalnya pengantin, 
selamatan untuk bayi yang baru lahir, 
selamatan untuk bayi yang baru 
menapak tanah, acara seremonial 
tertentu, kematian dan momen sosial 
lainnya. Harapannya, saat mengena- 
kan produk batik, pembeli tidak 
terasing dari produk yang dipakainya 
tersebut dan pembelipun memahami 
makna corak atau motif pakaian 
yang dikenakannya. Ketidakterasi- 
ngan tersebut mendorong pembeli 
untuk selalu memelihara batik de- 
ngan baik tidak memperlakukan se- 
perti produk barang yang lain yang 
mengukuti kebiasaan membuang 
produk setelah usang. Berbanding 
terbalik dengan produk lain, semakin 
lama batik dipakai, maka nilai 
historisnya semakin tinggi. Pembeli 
memahami betul atas arti/makna 
motif, sejarah penciptaannya. Pen- 
jual dan pembeli tidak semata-mata 
diperantarai oleh batik sebagai ko- 
moditas tetapi mampu melakukan 
penyebaran nilai-nilai yang tidak 
hanya terbatas pada bangsa Indone-
sia akan tetapi telah merambah pada 
lingkungan dunia Internasional. 
Senyampang dengan ide pela-
belan atas batik, Alouis Nugroho 
(2005), salah satu cara yang arif 
untuk menyelamatkan batik yang 
tidak bisa lepas dari kepentingan 
industri adalah melalui proses edifi-
kasi terhadap batik yakni sebuah 
mekanisme pengidentifikasian dan 
pelabelan terhadap batik sebagai 
nomenklatur yang berfungsi sebagai 
identitas sosial budaya yang otentik. 
Proses edifikasi diserahkan kepada 
para budayawan, seniman atau stake-
holders yang menekuni kebudayaan. 
Usul Aloui, terutama sekali terkait 
pengidentifikasian batik sangat sela- 
ras dengan pesan konvensi perlind-
ungan budaya takbenda oleh UNES- 
CO dimana pengidentifikasian me- 
rupakan bagian dari upaya perlin- 
dungan. Sedangkan labelling (pela-
belan) dimaksudkan untuk menegas-
kan meskipun batik merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari 
produk komoditas, namun esensi 
budaya tetap melekat sehingga se- 
mua pihak yang terlibat dalam tran-
saksi dengan sendirinya juga sedang 
melakukan kontak budaya. 
Untuk menjamin kepastian hu- 
kum, pelabelan identitas budaya 
pada produk batik tersebut harus 
dituangkan dalam produk hukum 
teknis misalnya Peraturan Menteri 
Perdagangan (PERMENPERIND-
AG) Republik Indonesia. Peraturan 
ini merupakan salah satu bentuk 
persyaratan teknis atas persyaratan 
beredarnya produk batik, baik ke 
maupun dari Indonesia dan diperke-
nankan dalam mekanisme perdaga- 
ngan Internasional. Analog dengan 
hambatan yang diberlakukan pada 
produk makanan atau prouk pertani-
an serta produk perikanan  karena 
alasan kesehatan, keamanan maka- 
nan untuk konsumsi manusia, alasan 
keamanan lingkungan, batik yang 
merupakan salah satu komoditas 
budaya jaga harus mendapatkan 
proteksi agar kelestariannya terjaga. 
Salah satu cara melestarikan batik, di 
samping dari aspek ekonomi (batik 
bersifat tradabel atau sangat mudah 
untuk diperdagangkann) adalah pada 
aspek pemakaiannya secara rutin 
pada momen-momen sosial (aspek 
budaya) dan aspek keterterusannya 
(sustaianability) pada generasi beri-
kutnya (aspek pendidikan). Mengacu 
pada agreement on technical barrier 
to trade WTO pada putaran Uruguay, 
pada prinsipnya terdapat 2 (dua) hal 
terkait hambatan yakni bentuk dan 
tujuan. Bentuk dari TBT mencakup 
regulasi dan standar termasuk di- 
dalamnya pengemasan produk, pene-
mpelan merek, persyaratan-persyara- 
tan label, serta prosedur asesmen. 
Sedangkan tujuan TBT adalah untuk 
menjamin kualitas ekspor, mem-
proteksi kehidupan atau kesehatan 
manusia, hewan maupun tanaman 
atau untuk mencegah praktek yang 
merusak. Dilihat tujuannya, pertim-
bangan sisi budaya pada produk 
batik memang tidak mendapatkan 
pengaturan dalam persetujuan TBT. 
Namun demikian, peneliti ber- 
pendapat bahwa perlindungan mela- 
lui palabelan produk (hang tag) atas 
identitas budaya pada produk batik 
memiliki dasar legalitas pada bentuk 
TBT yang berupa regulasi dan stan-
dar, khususnya persyaratan-persya- 
ratan label (labelling requirement). 
Mengacu pada tabel 1, batik bisa 
mendapatkan perlindungan melalui 
standar dengan pelabelan juga pada 
keleluasaan pemerintah untuk meng- 
intervensi dalam kegiatan perdaga- 
ngan melalui kebijakan meskipun hal 
tersebut masih sangat jarang dilaku-
kan. Hal tersebut disebabkan karena 
fokus utama perhatian para pihak 
dalam perdagangan Internasional 
adalah pada alasan keselamatan, 
kesehatan, lingkungan, dan keaman-
an pangan. Alasan tersebut juga 
dikuatkan dengan partisipasi lang- 
sung pemerintah dalam bidang per- 
dagangan yang merupakan imple-
mentasi dari NTB. 
Menarik untuk dikaji karena salah 
satu bentuk partisipasi tersebut 
kuantitatif meliputi partisipasi Peme- 
rintah langsung dalam perdagangan, 
prosedur kepabeanan dan adminis-
tratif lainnya serta standar-standar. 
Partisipasi Pemerintah langsung be- 
rupa subsidi, membeli di dalam ne- 
geri, lisensi impor, manipulasi kurs, 
dan kandungan lokal. Prosedur kepa- 
beanan dan administratif lainnya 
meliputi klasifikasi tarif, persyaratan 
dokumentasi, dan evaluasi produk. 
Standar-standar meliputi kesehatan, 
keselamatan dan kualitas produk, 
kemasan dan pemberian label, serta 
metode pengetesan produk. Bentuk- 
bentuk hambatan dalam perdagangan 
terangkum dalam tabel berikut :
adalah adanya kewajiban “kandu- 
ngan lokal”. Dalam praktik perda-
gangan, kandungan lokal dimaknai 
bahwa produk luar negeri yang akan 
dipasarkan di Indonesia harus meng-
gunakan bahan material lokal. 
Dengan demikian, kandungan lokal 
baru diterapkan terhadap produk 
barang dan bukan pada sesuatu yang 
bersifat kasat mata (intangible) 
misalnya budaya dan adat istiadat. 
Peneliti berpendapat, pemerintah 
melalui Kementerian Perindustrian 
dan Perdagangan dapat menafsirkan 
kandungan lokal yang tidak terbatas 
pada produk barang.
Seirama dengan argumentasi ter- 
sebut serta didasarkan atas pertim-
bangan solusi dalam mensikapi ham-
batan dalam perdagangan Interna- 
sional, pendekatan penerapan ham-
batan pada produk batik mendekati 
bentuk hambatan yang ketiga yakni 
across border measures. Alasannya, 
dengan menganalogkan hambatan 
dalam bentuk standar produk sama 
dengan labelling produk, dalam hal 
ini pelabelan (hang tag) atas identi-
tas budaya pada produk batik. Solusi 
dalam mensikapi hambatan ini 
terdapat 2 (dua) peluang yakni 
harmonisasi standar dan peraturan 
antarnegara. Menurut peneliti, pem-
buatan peraturan antarnegara pemilik 
batik tentang kewajiban pelabelan 
(hang tag) atas produk batik merupa-
kan pilihan yang paling tepat meng-
ingat beberapa negara di dunia ini 
sama-sama memiliki batik. Pembua-
tan peraturan antarnegara menjadi 
pedoman bagi para negara yang 
bersangkutan dalam melakukan 
perdagangan batik secara Internasi-
onal. Harapannya tidak ada negara 
yang melakukan praktik curang 
dalam perdagangan batik serta 
memiliki sikap yang sama yakni 
sama-sama menjaga kelestarian batik 
masing-masing negara.
Weren A. Keegan (2000) mengu-
tarakan bahwa GATT sebagai 
perpanjangan tangan WTO adalah 
persetujuan antarnegara tetapi secara 
fungsional merupakan bagian dari 
ketertiban hukum domestik dari 
setiap negara. Ia berlaku sebagai 
suatu pertahanan yang dapat dibuat 
sebagai referensi oleh pemerintah 
untuk membela diri terhadap tekanan 
kelompok. Dengan demikian, semua 
peserta dalam perdagangan Interna-
sional harus menerapkan prinsip 
perdagangan secara berimbang yakni 
melindungi kepentingan nasional 
dengan tidak mengabaikan bersikap 
adil terhadap negara lain terutama 
untuk produk yang sejenis.
 
Kesimpulan
Merujuk pada hasil penelitian ini 
dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Berdasarkan praktek beberapa 
negara, pelabelan (hang tag) iden-
titas budaya pada produk batik 
merupakan pilihan yang tepat 
sebagai bentuk penerapan hala- 
ngan teknis perdagangan sepan-
jang ditetapkan oleh negara yang 
bersangkutan serta didasarkan 
atas perjanjian negara tersebut 
dengan negara lain yang meng- 
ekspor batik dan sebaliknya.
2. Sebagai bentuk perlindungan atas 
batik maka Pemerintah Indonesia 
dalam hal ini Kementerian Perin-
dustrian dan Perdagangan seba- 
iknya merumuskan hambatan tek- 
nis dimaksud secara rinci dalam 
produk hukum dan menjadikan- 
nya sebagai hambatan teknis bagi 
produk batik negara lain yang 
akan dipasarkan di Indonesia 
maupun batik dari Indonsia yang 
akan dipasarkan di negara lain. 
Dengan demikian, hambatan tek- 
nis dalam perdagangan batik 
memenuhi 2 (dua) kriteria seka-
ligus yakni melindungi produk 
batik Indonesia dengan tetap 
tidak merugikan  batik negara lain 
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hatan atau lingkungan atau untuk 
pencegahan serta praktik curang. 
Terkait dengan kewajiban pelabelan 
produk, dalam praktik perdagangan 
didominasi oleh alasan keamanan 
pangan, produk pertanian, pencega- 
han hama, alasan kesehatan maupun 
karena alasan lingkungan dan sama 
sekali tidak menyebut produk hasil 
budaya manusia.  
Berdasarkan data di WTO, pela-
belan di luar produk-produk tersebut 
baru diberlakukan pada produk 
tekstil, pakaian serta travel serta baru 
dipraktikkan oleh negara anggota 
secara terbatas. Banyak pihak yang 
mengidentikkan batik sebagai bagian 
dari tekstil sehingga pelabelan terha-
dapnya cukup terwakili oleh tekstil. 
Bidang produk kerajinan tradisional 
yang dicatatkan di GATT adalah 
tekstil. Lia Amalia ( 2007) mencatat 
10 tahun sejak tahun 2004,  perjanji-
an tekstil sangat menentukan. Nega-
ra-negara maju secara bertahap harus 
menghapuskan sistem diskriminatif 
yang melanggar GATT dan diterap-
kan terhadap negara-negara berkem-
bang seperti MFA (Multifibre Agree-
ment). Proses penghapusan ini dike-
nal pula sebagai proses pengintegra-
sian tekstil ke dalam GATT. GATT 
sendiri memasukkan pengaturan 
tekstil dalam annex (lampiran) 1 
agreement on textile and clothing 
yang dilengkapi dengan Harmonized 
Commodity Description and Coding 
System (HS Nomenclature).  Padahal 
dalam mekanisme produksi batik, 
tekstil hanyalah salah satu media 
pembuatan batik. Pengaturan WTO 
tentang pelabelan produk sebenarnya 
sangat lentur/luwes. Hal tersebut 
terbukti dari perhatian utama dalam 
Agrement on Technical Barrier to 
Trade hakikatnya adalah dalam 
bentuk regulasi teknis dan standar 
yang diatur oleh negara anggota dan 
diberlakukan terhadap negara lain 
yang memiliki kerjasama perdaga- 
ngan dengan negara yang bersangku-
tan. Donald A.Ball mengklasifikan- 
nya sebagai bentuk campur tangan 
langsung pemerintah dalam bidang 
perdagangan. Kajian lain terkait hal 
tersebut, meskipun mengkaji sisi 
persaingan usaha, tentang potensi 
produk Indonesia yang dipasarkan di 
negara-negara ASEAN antara lain 
Malaysia, Singapura, Thailand, Fili- 
pina, serta negara lain yakni Austra-
lia dan Selandia Baru mencakup 
makanan, minuman, dan tembakau, 
tekstil, pakaian, dan kulit, elektronik 
Pendahuluan
Batik Indonesia merupakan wari-
san luhur budaya masyarakat Indo-
nesia yang mendapatkan pengakuan 
Unesco pada tanggal 2 Oktober 2009 
melalui pengesahan budaya takbenda 
dunia (intangible culture heritage). 
Disamping batik, produk-produk 
budaya Indonesia juga mendapat 
perhatian UNESCO dan hingga 
tahun 2014 ini antara lain keris, 
angklung, anyaman papua, tarian 
saman dan sistem irigasi pertanian 
Sabak di Bali turut juga mendapat-
kan pengakuan. Di antara matabu-
daya tersebut, batik merupakan mata 
budaya yang paling tradable (berpo-
tensi komoditas), baik dalam pasar 
lokal, nasional maupun internasio- 
nal. Selaras dengan fakta empirik 
tersebut, Unesco mengharapkan agar 
batik benar-benar beredar dalam 
pasar internasional. Sementara itu 
disisi lain, berdasarkan data (UNES-
CO, tahun 2009) di seluruh dunia ini 
setidaknya terdapat 15 negara yang 
memiliki tradisi proses rintang war- 
na. Proses tersebut di Indonesia di- 
sempurnakan dengan penggunaan 
malam dan kemudian dinamakan 
sebagai batik sebagaimana diakomo-
dir dalam Peraturan Menteri Perin-
dustrian Nomor 74 tahun 2007 
tentang batikmark” batik INDONE-
SIA”. Banyaknya negara yang me- 
miliki tradisi proses rintang warna 
tersebut membawa konsekuensi ke- 
mungkinan peredaran batik dari 
negara lain ke Indonesia dan seba- 
liknya beredarnya batik Indonesia ke 
negara lain. 
Atas keadaan tersebut, Indonesia 
sebagai anggota WTO dituntut untuk 
menyelenggarakan pasar yang adil 
artinya memberikan perlindungan 
pada batik dalam negeri sekaligus 
bersikap tidak melakukan hal yang 
merugikan bagi batik negara lain 
yang mungkin dipasarkan di Indone-
sia. Huala Adolf (2004), mengung-
kapkan bahwa pada prinsipnya ter- 
kait dengan mekanisme perdagangan 
Internasional, General Agreement on 
Tarrif and Trade (GATT) hanya 
memperkenalkan tindakan proteksi 
terhadap industri domestik melalui 
tarif (menaikkan tingkat tarif bea 
masuk) dan tidak melalui upaya- 
upaya perdagangan lainnya (non 
tarrif commercial measures). Donald 
A.Ball dan Wendel H.McCulloch 
(2000) mendeskripsikan proteksi 
atau restriksi atau hambatan dalam 
perdagangan/bisnis Internasional da- 
lam praktek bermula pada alasan 
pertahanan nasional. Industri-indus-
tri tertentu memerlukan proteksi dari 
impor karena vital bagi pertahanan 
nasional dan harus tetap diberlaku-
kan meskipun terdapat kerugian 
secara komparatif berkenaan dengan 
para pesaing luar negeri. Adapun 
alasan-alasan lain suatu negara mela- 
kukan restriksi adalah karena untuk 
melindungi industri yang baru tum- 
buh (infant industry). Alasannya, 
dalam jangka panjang, industri itu 
akan memiliki keunggulan kompara-
tif, tetapi perusahaan-perusahaan 
yang baru tumbuh tersebut memerlu-
kan proteksi terhadap impor sampai 
angkatan kerja terlatih, teknik-teknik 
produksi dikuasai dan industri ini 
sampai mencapai skala ekonomi. 
Apabila sasaran-sasaran tersebut ter- 
penuhi, proteksi impor tidak diperlu-
kan lagi. Tanpa proteksi, sebuah 
perusahaan tidak akan mampu ber- 
tahan hidup karena impor biaya 
rendah dari para pesaing asing yang 
lebih dewasa akan menjual barang- 
barang yang lebih murah daripada 
mereka di pasar lokalnya. Proteksi 
ini dimaksudkan hanya bersifat 
sementara, akan tetapi kenyataannya 
sebuah perusahaan akan jarang me- 
ngakui telah dewasa dan tidak lagi 
memerlukan bantuan. Di samping 
alasan sebagaimana disebutkan di 
atas, restriksi juga dimaksudkan 
untuk melindungi tenaga kerja 
domestik dari tenaga asing yang 
lebih murah dengan cara memban- 
dingkan tingkat upah per jam tenaga 
asing yang lebih murah dengan yang 
dibayar di negaranya.
Hambatan tersebut tidak hanya 
dibatasi sebagai hambatan dalam 
bentuk tarif (tariff barrier) saja, akan 
tetapi juga hambatan non tarif (non 
tariff barrier). Bentuk halangan 
dalam perdagangan yang menjadi 
diskursus negara-negara anggota 
WTO adalah hambatan NTB karena 
sangat rawan untuk dijadikan dalih 
melindungi produk dalam negerinya 
dengan cara-cara curang. Meskipun 
demikian, sebagai organisasi perda-
gangan dunia, World Trade Organi-
sation (WTO) telah  mengantisipasi 
kemungkinan terjadinya hal tersebut 
dengan membolehkan negara anggo-
ta untuk melindungi produk dalam 
negerinya dengan menerapkan ham-
batan dalam perdagangan produk 
sejenis dari negara lain. 
Dalam praktek perdagangan serta 
berdasarkan kesepakatan beberapa 
negara, diberlakukan technical bar- 
rier to tariff (TBT) yang merupakan 
bagian dari NTB. Beberapa bentuk 
TBT yang lazim diberlakukan dalam 
perdagangan internasional adalah 
dalam rangka pencegahan penyeba-
ran hama, penyakit, jaminan keama- 
nan pangan, obat-obatan, hasil perta-
nian dan alasan keamanan lainnya. 
Hambatan tersebut secara teknis di- 
antaranya dilakukan melalui pela-
belan produk. 
Beberapa penelitian sebelumnya 
serta telaah kritis para ahli terkait 
hambatan no tarif untuk produk 
meliputi : penelitian dengan telaah 
kepustakaan data sekunder yang 
dilakukan, pelabelan produk tektsil 
dan pakaian baru sebatas analisis 
data sekunder seperti yang dilakukan 
oleh Aswicahyono tentang produk 
Indonesia yang berpotensi beredar di 
negara-negara Asean yang menca- 
kup tekstil, pakaian, dan kulit. Di 
luar sebagaimana disebutkan di atas, 
baru diterapkan secara sangat terba-
tas yakni pelabelan pada tekstil, pa- 
kaian, travel. Pemerintah Indonesia 
melalui Peraturan Menteri Perindus-
trian Republik Indonesia Nomor 
74/M-IND/PER/9/2007 sebenarnya 
sudah menerapkan hambatan teknis 
dalam perdagangan batik dalam 
bentuk kewajiban pelabelan Batik-
mark “batik INDONESIA”. 
Ketentuan tersebut mewajibkan 
agar batik yang akan diperdagangkan 
baik dalam pasar nasional maupun 
pasar Internasional harus mencan-
tumkan label emas (gold) untuk batik 
tulis, putih untuk batik cap serta 
perak (silver) untuk batik kombinasi 
tulis dan cap. Pada tingkat lokal, 
Pemerintah Kota Pekalongan mener-
bitkan Peraturan Walikota tahun 
2014 tentang kewajiban pelabelan 
citybranding kota Pekalongan pada 
setiap produk batik buatan warga 
Pekalongan. 
      Meskipun Pemerintah sudah 
berupaya memberikan perlindungan 
melalui mekanisme tersebut, namun, 
berdasarkan temuan penelitian tahun 
2013 (Siti Nurhayati, dkk), ketentuan 
batikmark justru membebani/me-
nimbulkan resistensi bagi para peng- 
rajin dan produsen batik. Hal terse-
but dikarenakan alasan inefisiensi 
karena pembebanan biaya pendaf- 
taran untuk setiap motif yang dicip-
takannya. Sedangkan terhadap kebi-
jakan Pemerintah Pekalongan ten- 
tang pelabelan citybranding sepan-
jang pengetahuan peneliti belum 
dilakukan penelitian yang menda-
lam. Merujuk pada hal tersebut , 
menurut peneliti masih banyak hal 
mendasar terkait hambatan teknis 
yang diterapkan yang menimbulkan 
pertanyaan bagi peneliti. Bagaima- 
nakah bentuk hambatan teknis perda-
gangan yang tepat untuk batik yang 
telah mendapatkan pengakuan seba- 
gai warisan budaya sekaligus sebagai 
produk komoditas tersebut. 
Penelitian ini bertujuan untuk 
mendeskripsikan bentuk-bentuk 
hambatan teknis dalam perdagangan 
Internasional, baik hambatan dalam 
bentuk tarrif barrier (TB) maupun 
non tarrif barrier (NTB) serta me- 
nawarkan gagasan/wacana baru ten- 
tang perlindungan batik Indonesia 
melalui pelabelan (hang tag) identi-
tas budaya pada produk batik dalam 
perdagangan Internasional.
Hasil penelitian ini diharapkan 
dapat dijadikan salah satu bahan 
pertimbangan Pemerintah dalam 
mengambil kebijakan perlindungan 
produk batik dalam negeri melalui 
penerapan hambatan teknis dalam 
perdagangan batik saat menghadapi 
masuknya produk yang sama dari 
negara lain. Untuk semua pihak yang 
memiliki minat dalam bidang 
Hukum Perdagangan Internasional 
dan keilmuan terkait, hasil penelitian 
ini dapat memperluas khasanah 
tentang perkembangan bentuk ham-
batan teknis diluar yang selama ini 
dipraktikkan dalam perdagangan 
internasional.
Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan peneli-
tian hukum normatif dengan desain 
penelitan kualitatif dengan ranca- 
ngan participatory observation. Tim 
peneliti terlibat secara aktif dalam 
langsung dalam kelompok subyek/ 
informan/partisipan. Teknik peng-
umpulan data primer melalui wa- 
wancara kelompok terarah/Focus 
Group Discussion (FGD) serta peng-
umpulan data sekunder dengan 
menggunakan metode penelaahan 
pustaka tentang hambatan-hambatan 
dalam perdagangan internasional 
melalui kegiatan identifikasi peratu- 
ran Internasional maupun peraturan 
perundang-undangan di Indonesia. 
Subyek dalam penelitian ini menca- 
kup para pengrajin batik dari Peka-
longan, pelaku eksportir batik, peda-
gang kerajinan dan batik asal Austra-
lia, ahli fashion (AS) serta presiden 
Craft untuk Asia Tenggara.
Untuk menjamin keabsahan data 
yang diperoleh, peneliti menggu-
nakan teknik triangulasi sumber 
yang dilaksanakan secara langsung 
dan bersamaan dengan kegiatan 
pengumpulan data primer. Analisis 
data menggunakan model Miles dan 
Huberman yang pada prinsipnya 
dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap 
yakni reduksi atau pemilahan data 
yang diperlukan untuk menjawab 
permasalahan penelitian dengan 
membuat pemaknaan terhadap data 
yang diperoleh, display/penampilan 
data secara deskriptis serta verifi-
kasi/penarikan kesimpulan.  
Hasil Penelitian dan Pembahasan
Hasil penelitian menunjukkan, 
para pengrajin/produsen, importir, 
serta serta eksportir batik baik pada 
tingkat lokal, nasional maupun inter-
nasional menghendaki agar batik 
Indonesia yang telah mendapatkan 
pengakuan UNESCO sebagai bu- 
daya takbenda dunia harus menda- 
patkan perlindungan yang memadai 
negara penghasil batik. Bentuk 
perlindungan tersebut antara lain 
melalui pembatasan syarat-syarat 
yang ketat atas impor batik dari 
negara lain. Syarat tersebut berkaitan 
dengan identitas budaya atas produk 
dengan tujuan agar ketika produk 
sampai ke tangan pembeli maka 
mereka tidak hanya menilai batik 
sekedar produk produk fisik semata 
tetapi juga makna atau nilai yang 
terkandung didalamnya. Identitas 
tersebut antara lain  mencakup ide/ 
makna motif batik, siapa pembuat- 
nya, kapan dibuatnya serta dimana 
tempat pembuatannya.  
Secara yuridis, konsep perlindu- 
ngan (safeguarding) menurut article 
2 ayat (3) Konvensi perlindungan 
budaya takbenda diartikan sebagai: 
’…safeguarding means measures 
aimed at ensuring the viability of the 
intangible heritage including the 
identification, documentation, re- 
search, preservation, protection, 
promotion, enhancement, transmis-
sion, particulary through formal and 
non formal education, as well as the 
various aspects of such heritage”. 
Fokus utama dari safeguarding 
(perlindungan dalam arti luas) diarti-
kan sebagai langkah-langkah atau 
tindakan yang bertujuan untuk men-
jamin keberlangsungan warisan tak- 
benda yang mencakup langkah iden-
tifikasi, dokumentasi, penelitian, pe- 
lestarian, proteksi, promosi, penga- 
yaan atau pengembangan, edukasi, 
pemindahan pengetahuan baik mela- 
lui pendidikan formal maupun infor-
mal.
Sebagai produk dan identitas 
budaya, beberapa daerah yang me- 
miliki sentra batik telah mengimple-
mentasikan prinsip perlindungan 
dengan pendekatan edukasi dengan 
cara mengintegrasikan pengetahuan 
dan keterampilan membatik dalam 
kurikulum terutama pada pendidikan 
dasar. Adopsi batik dalam kurikulum 
tersebut telah dilaksanakan di Solo, 
Yogyakarta, dan Pekalongan. Di 
samping kebijakan tersebut, ma- 
sing-masing pemerintah daerah 
mengeluarkan kebijakan bahwa pada 
hari-hari tertentu, Pegawai Negeri 
Sipil (PNS), siswa sekolah mulai dari 
TK, SD, SMP, hingga SMA wajib 
mengenakan pakaian batik dengan 
motif khusus daerah. Kebijakan ini 
berimplikasi pada dikenalnya dan 
terlestarikannya motif-motif tradi- 
sional oleh masyarakat khususnya 
PNS dan murid sekolah.
Pada sisi yang lain, batik telah 
berkembang menjadi industri budaya 
dan menjadi komoditas yang tidak 
hanya diperdagangkan dalam pasar 
dalam negeri tetapi juga sudah me- 
nembus pasar luar negeri. Bersandar 
pada bentuk-bentuk perlindungan 
sebagaimana disebutkan dalam kon- 
vensi tersebut, dalam setiap negara 
yang produknya sudah masuk ko- 
moditas Internasional maka negara 
yang bersangkutan diberi keluasaan 
untuk memproteksi produk dalam 
negerinya  dengan tetap memperhati-
kan kaidah-kaidah dalam perdaga- 
ngan Internasional. 
Berkaitan dengan hal tersebut, 
menurut article 2 ayat (3) adalah pro- 
teksi yang menurut kaidah Hukum 
Perdagangan Internasional (lalu- 
lintas perdagangan Internasional) 
diakomodir dalam bentuk hambatan, 
baik dalam bentuk tarif (tarrif bar- 
rier) maupun non tarif (non tariff 
barrier) yang diberlakukan terhadap 
negara lain. Hambatan tersebut men-
cakup Anti Dumping Duties (ADD), 
Contervailing Duties (CDD), dan 
Safeguard Measures, Quota, Volun-
tary Eksport Retraint, Eksport Subsi-
dy, import ban, import lisencing, go- 
vernment procurement, dan domestic 
contents. Hambatan-hambatan dalam 
perdagangan yang bersifat non tarif 
dalam praktik dan perjanjian ber- 
bagai negara mengalami perkemba- 
ngan yang kemudian disebut sebagai 
hambatan teknis perdagangan (tech-
nical barrier to trade/TBT).  
Secara spesifik, hambataan teknis 
perdagangan diatur dalam Agree-
ment on Technical Barrier  to Trade 
yang pada pokoknya mengatur 2 
(dua ) hal yakni regulasi teknis (tech-
nical regulation) dan standar/acuan 
baku termasuk pengemasan, penem-
patan merek, persyaratan pelabelan, 
persyaratan karakteristik produk, 
inspeksi, dan prosedur.
Donald A.Ball dan Wendel H. 
McCulloch (2000), restriksi dikate-
gorikan menjadi 2 (dua) jenis yakni 
restriksi dalam bentuk tarif dan res- 
triksi/hambatan dalam bentuk non 
tarif. Hambatan-hambatan dalam 
bentuk tarif meliputi bea impor (ad 
valorem, spesifik, majemuk, dan pa- 
jak variabel). Sedangkan restriksi 
dalam bentuk non tarif meliputi ham-
batan non tarif kuantitatif dan non 
kuantitatif. Hambatan non tarif kuan-
titatif mencakup kuota tingkat tarif, 
global, diskriminatif, pembatasan 
ekspor sukarela, dan peraturan tertib 
pemasaran. Hambatan non tarif non 
Haryo Aswicahyono (2008) 
membagi hambatan perdagangan ke 
dalam 3 (tiga) bentuk yakni border 
measures, beyond the border mea-
sures, serta across border measures. 
Implementasi border measures men-
cakup bentuk hambatan pada barang 
meliputi tarif, kuota, dan hambatan 
non tarif, bentuk hambatan jasa meli-
puti registrasi dan ijin serta batasan 
jumlah tenaga kerja asing, bentuk 
hambatan pada modal berupa pem-
batasan sektor tertentu yang dibuka 
bagi investasi asing dan pembatasan 
saham pihak asing, bentuk hambatan 
tenaga kerja adalah seleksi tertentu.
Implementasi beyond the border 
measures mencakup bentuk ham-
batan pada barang berupa tender oleh 
Pemerintah dan pemberlakuan pajak 
yang berbeda, bentuk hambatan pada 
jasa berupa batasan lokasi dan/atau 
jumlah kantor cabang, bentuk ham-
batan pada modal berbentuk per- 
syaratan kinerja dan batasan untuk 
mendiversifikasikan usaha, dan ben- 
tuk hambatan pada tenaga kerja 
berupa pajak atas tenaga kerja asing.
Implementasi across border mea-
sures mencakup bentuk hambatan 
pada barang berupa standar tertentu 
atas produk, bentuk hambatan pada 
jasa berupa regulasi tertentu, bentuk 
hambatan pada modal berupa pema-
jakan ganda dan pajak ditahan atas 
pendapatan perusahaan asing, se- 
dangkan bentuk hambatan pada 
tenaga kerja berupa standar kompe-
tensi tertentu. 
Hambatan pertama diatasi dengan 
pembukaan akses pasar, yang kedua 
diatasi dengan National Treatment 
yaitu peraturan yang mesyaratkan 
bahwa suatu barang atau faktor 
produksi harus menerima perlakuan 
yang sama seperti produk domestik 
dalam hal pajak dan berbagai pera-
turan lainnya. Hambatan yang ketiga 
diatasi dengan harmonisasi standar 
yang lebih dikenal dengan Harmony 
System Code (HS Code) dan peratu- 
ran antarnegara karena untuk meme- 
nuhi standar ini seringkali produsen 
asing mengalami kesulitan.
Pada ketiga bentuk hambatan 
dalam perdagangan Internasional ter- 
sebut bisa ditarik kesimpulan bahwa 
terdapat persinggungan antara 2 
(dua) hambatan yakni border cross 
yang memuat hambatan atas perda-
gangan barang dalam bentuk non 
tarrif barrier (hambatan non tarif 
dan salah satu bentuknya adalah 
hambatan teknis dalam perdagangan) 
dan across border measures yang 
memuat hambatan perdagangan 
barang berupa standar tertentu atas 
produk.    
Berdasarkan pengaturan dalam 
agreement on technical barrier to 
trade maupun kajian beberapa litera-
tur, penerapan standar tertentu atas 
produk barang, termasuk pendapat 
Donald A. Ball dan Wendel McCull-
och,  merupakan salah satu bentuk 
hambatan non tarrief. Berdasarkan 
klasifikasi hambatan perdagangan 
yang dilakukan oleh Haryo Aswica-
hyono maka batik yang dikategori-
kan sebagai barang terkena 2 (dua) 
hambatan sekaligus, yakni hambatan 
dalam bentuk border cross measures 
dan hambatan dalam bentuk across 
border measures. 
Penerapan 2 (dua) hambatan 
dalam perdagangan tersebut seba- 
gaimana mengacu pendapat Aswi-  
cahyono, menurut peneliti meng-
aburkan kepastian bentuk hambatan 
dalam perdagangan sebagaimana 
disebutkan dalam persetujuan WTO 
serta kebanyakan pendapat ahli yang 
lain. Hal tersebut disebabkan karena 
bentuk hambatan sebagaimana ter- 
muat dalam across border measures 
pada hakikatnya merupakan ham-
batan teknis perdagangan/Technical 
Barrier to Trade (TBT) yang me- 
rupakan salah jenis hambatan non 
tarrief/Non Tarrief Barrier (NTB).
Penerapan TBT terbanyak menu- 
rut catatan Haryo Aswicahyono 
(2008)  ada pada standar dan regulasi 
karena keduanya berperan penting 
dalam menjaga kualitas, keamanan, 
kesesuaian teknis, dan proses pro- 
duksi. Selaras dengan pendapat Har- 
yo, negara-negara anggota diperke-
nankan tindakan-tindakan untuk 
menjamin kualitas ekspornya, atau 
untuk perlindungan atas kehidupan 
manusia, hewan, tanaman atau  kese-
dan peralatan listrik serta kayu dan 
produk kayu. Potensi tekstil pakaian 
dan kulit mendekati batik dan akan 
dianalisis secara mendalam.
Pendekatan perlindungan terha-
dap tekstil adalah melalui proteksi 
tarif dan subsidi budget seperti yang 
diterapkan di Australia. Selandia Ba- 
ru menggunakan pendekatan penera-
pan tarif yang tinggi serta tarif spesi-
fik untuk produk tekstil, pakaian dan 
sepatu. 
Berdasarkan hasil kajian tersebut, 
pendekatan perlindungan baru dila- 
kukan terhadap tekstil, pakaian dan 
sepatu didominasi dengan menggu-
nakan pendekatan tarif. Pendekatan 
perlindungan dalam bentuk TBT 
secara khusus terhadap batik sepan-
jang pengetahuan dan upaya peneliti 
untuk mencari hasil penelitian lain 
terhadap batik belum ditemukan.
Meskipun demikian, secara khu- 
sus TBT yang yang telah diterapkan 
Pemerintah Indonesia dalam bentuk 
kewajiban labelisasi batikmark “ba- 
tik INDONESIA” baru sebatas kla- 
sifikasi batik berdasarkan kategori 
batik tulis yang ditandai dengan 
warna emas, batik cap yang ditandai 
dengan warna perak, dan batik kom-
binasi cap dan tulis yang ditandai 
dengan warna putih  yang diberlaku-
kan terhadap batik untuk ekspor. 
Mengacu pada penggalian data pri- 
mer yang telah dilakukan terhadap 
beberapa pengrajin batik di Solo, 
Imogiri, Yogyakarta, Bantul, dan 
Pekalongan, persyaratan pelabelan 
batik mark “BATIK INDONESIA” 
ternyata mendapatkan constrain atau 
perlawanan dari para pengrajin. Ala- 
sannya, kewajiban tersebut justru 
membebani para pengrajin karena 
adanya tambahan biaya pendaftaran 
(inefisiensi) karena setiap mengelu-
arkan produk baru harus langsung 
disertai dengan pendaftaran. Alasan 
lainnya adalah bahwa setiap pengra-
jin telah memiliki merek masing- 
masing. Singkatnya, perlindungan 
yang digagas pemerintah sebenarnya 
masih menjadi perdebatan dan kon- 
troversi di antara para pengrajin.
Senada dengan kebijakan peme- 
rintah pusat, di Pekalongan terjadi 
fenomena yang sama dimana Wali- 
kota Pekalongan mengeluarkan Pera-
turan Walikota Nomor 76 Tahun 
2012 tentang kewajiban pelekatan 
label batik mark “Batik Pekalongan” 
dengan pelabelan warna yang me- 
reduksi langsung dari prinsip batik-
mark “BATIK INDONESIA” yakni 
warna emas untuk batik tulis, warna 
perak untuk batik cap, dan warna 
putih untuk batik kombinasi cap dan 
tulis. Pertanyaan mendasarnya ada- 
lah bagaimana ketentuan pelabelan- 
nya apabila ekspor dilakukan atas 
batik yang berasal dari Pekalongan. 
Apakah perlu mencantumkan merek 
individu disertai merek kolektif 
(Batik Pekalongan) dan disertai pula 
dengan batikmark “BATIK INDO-
NESIA”. Kontroversi tersebut masih 
terus bergulir di masyarakat.
Kebijakan pemerintah baik Peme- 
rintah Pusat maupun Pemerintah 
Daerah sebenarnya memiliki alasan 
pembenar secara teoritis sebagaima-
na disebut dalam tabel 1 tentang 
bentuk hambatan non tarif dengan 
klasifikasi partisipasi pemerintah. 
Meskipun demikian, partisipasi pe- 
merintah yang niat utamanya adalah 
melindungi menjadi beban biaya 
ekonomi tinggi bagi para pengrajin 
serta pengusaha batik.
Penelitian kami mencoba melaku-
kan pengumpulan data primer de- 
ngan cara Focus Group Discussion 
yang melibatkan pengrajin batik, 
importir batik dari Australia, maha-
siswa, pengamat fashion yang ber- 
langsung pada tanggal 26 Mei 2014. 
Peserta mengusulkan agar diterapkan 
persyaratan pelabelan identitas buda- 
ya pada produk batik yang akan 
masuk ke Indonesia maupun yang 
akan keluar dari Indonesia merupa-
kan pilihan yang tepat sebagai bukti 
perhatian Pemerintah Indonesia 
maupun negara lain terhadap keper-
cayaan Unesco atas budaya takbenda 
yang dimiliki Indonesia. Pelabelan 
identitas tidak semata-mata hanya 
untuk memenuhi persyaratan teknis 
perdagangan, tetapi lebih pada aspek 
filosofis tentang perdagangan berba-
sis produk budaya itu sendiri. Me- 
lalui pelabelan identitas budaya ini, 
batik yang sudah menjadi komoditas  
dalam perdagangan Internasional  ti- 
dak hanya dimaknai sebagai barang/ 
produk tetapi lebih pada pemaknaan 
nilai yang terkandung di dalamnya, 
termasuk budaya dan asal-usul ma- 
syarakat pembuatnya, dan pendi-
dikan yang melekat padanya. Seba- 
gaimana praktik sosial di Indonesia, 
motif batik dikenakan sesuai dengan 
momen sosial misalnya pengantin, 
selamatan untuk bayi yang baru lahir, 
selamatan untuk bayi yang baru 
menapak tanah, acara seremonial 
tertentu, kematian dan momen sosial 
lainnya. Harapannya, saat mengena- 
kan produk batik, pembeli tidak 
terasing dari produk yang dipakainya 
tersebut dan pembelipun memahami 
makna corak atau motif pakaian 
yang dikenakannya. Ketidakterasi- 
ngan tersebut mendorong pembeli 
untuk selalu memelihara batik de- 
ngan baik tidak memperlakukan se- 
perti produk barang yang lain yang 
mengukuti kebiasaan membuang 
produk setelah usang. Berbanding 
terbalik dengan produk lain, semakin 
lama batik dipakai, maka nilai 
historisnya semakin tinggi. Pembeli 
memahami betul atas arti/makna 
motif, sejarah penciptaannya. Pen- 
jual dan pembeli tidak semata-mata 
diperantarai oleh batik sebagai ko- 
moditas tetapi mampu melakukan 
penyebaran nilai-nilai yang tidak 
hanya terbatas pada bangsa Indone-
sia akan tetapi telah merambah pada 
lingkungan dunia Internasional. 
Senyampang dengan ide pela-
belan atas batik, Alouis Nugroho 
(2005), salah satu cara yang arif 
untuk menyelamatkan batik yang 
tidak bisa lepas dari kepentingan 
industri adalah melalui proses edifi-
kasi terhadap batik yakni sebuah 
mekanisme pengidentifikasian dan 
pelabelan terhadap batik sebagai 
nomenklatur yang berfungsi sebagai 
identitas sosial budaya yang otentik. 
Proses edifikasi diserahkan kepada 
para budayawan, seniman atau stake-
holders yang menekuni kebudayaan. 
Usul Aloui, terutama sekali terkait 
pengidentifikasian batik sangat sela- 
ras dengan pesan konvensi perlind-
ungan budaya takbenda oleh UNES- 
CO dimana pengidentifikasian me- 
rupakan bagian dari upaya perlin- 
dungan. Sedangkan labelling (pela-
belan) dimaksudkan untuk menegas-
kan meskipun batik merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari 
produk komoditas, namun esensi 
budaya tetap melekat sehingga se- 
mua pihak yang terlibat dalam tran-
saksi dengan sendirinya juga sedang 
melakukan kontak budaya. 
Untuk menjamin kepastian hu- 
kum, pelabelan identitas budaya 
pada produk batik tersebut harus 
dituangkan dalam produk hukum 
teknis misalnya Peraturan Menteri 
Perdagangan (PERMENPERIND-
AG) Republik Indonesia. Peraturan 
ini merupakan salah satu bentuk 
persyaratan teknis atas persyaratan 
beredarnya produk batik, baik ke 
maupun dari Indonesia dan diperke-
nankan dalam mekanisme perdaga- 
ngan Internasional. Analog dengan 
hambatan yang diberlakukan pada 
produk makanan atau prouk pertani-
an serta produk perikanan  karena 
alasan kesehatan, keamanan maka- 
nan untuk konsumsi manusia, alasan 
keamanan lingkungan, batik yang 
merupakan salah satu komoditas 
budaya jaga harus mendapatkan 
proteksi agar kelestariannya terjaga. 
Salah satu cara melestarikan batik, di 
samping dari aspek ekonomi (batik 
bersifat tradabel atau sangat mudah 
untuk diperdagangkann) adalah pada 
aspek pemakaiannya secara rutin 
pada momen-momen sosial (aspek 
budaya) dan aspek keterterusannya 
(sustaianability) pada generasi beri-
kutnya (aspek pendidikan). Mengacu 
pada agreement on technical barrier 
to trade WTO pada putaran Uruguay, 
pada prinsipnya terdapat 2 (dua) hal 
terkait hambatan yakni bentuk dan 
tujuan. Bentuk dari TBT mencakup 
regulasi dan standar termasuk di- 
dalamnya pengemasan produk, pene-
mpelan merek, persyaratan-persyara- 
tan label, serta prosedur asesmen. 
Sedangkan tujuan TBT adalah untuk 
menjamin kualitas ekspor, mem-
proteksi kehidupan atau kesehatan 
manusia, hewan maupun tanaman 
atau untuk mencegah praktek yang 
merusak. Dilihat tujuannya, pertim-
bangan sisi budaya pada produk 
batik memang tidak mendapatkan 
pengaturan dalam persetujuan TBT. 
Namun demikian, peneliti ber- 
pendapat bahwa perlindungan mela- 
lui palabelan produk (hang tag) atas 
identitas budaya pada produk batik 
memiliki dasar legalitas pada bentuk 
TBT yang berupa regulasi dan stan-
dar, khususnya persyaratan-persya- 
ratan label (labelling requirement). 
Mengacu pada tabel 1, batik bisa 
mendapatkan perlindungan melalui 
standar dengan pelabelan juga pada 
keleluasaan pemerintah untuk meng- 
intervensi dalam kegiatan perdaga- 
ngan melalui kebijakan meskipun hal 
tersebut masih sangat jarang dilaku-
kan. Hal tersebut disebabkan karena 
fokus utama perhatian para pihak 
dalam perdagangan Internasional 
adalah pada alasan keselamatan, 
kesehatan, lingkungan, dan keaman-
an pangan. Alasan tersebut juga 
dikuatkan dengan partisipasi lang- 
sung pemerintah dalam bidang per- 
dagangan yang merupakan imple-
mentasi dari NTB. 
Menarik untuk dikaji karena salah 
satu bentuk partisipasi tersebut 
kuantitatif meliputi partisipasi Peme- 
rintah langsung dalam perdagangan, 
prosedur kepabeanan dan adminis-
tratif lainnya serta standar-standar. 
Partisipasi Pemerintah langsung be- 
rupa subsidi, membeli di dalam ne- 
geri, lisensi impor, manipulasi kurs, 
dan kandungan lokal. Prosedur kepa- 
beanan dan administratif lainnya 
meliputi klasifikasi tarif, persyaratan 
dokumentasi, dan evaluasi produk. 
Standar-standar meliputi kesehatan, 
keselamatan dan kualitas produk, 
kemasan dan pemberian label, serta 
metode pengetesan produk. Bentuk- 
bentuk hambatan dalam perdagangan 
terangkum dalam tabel berikut :
adalah adanya kewajiban “kandu- 
ngan lokal”. Dalam praktik perda-
gangan, kandungan lokal dimaknai 
bahwa produk luar negeri yang akan 
dipasarkan di Indonesia harus meng-
gunakan bahan material lokal. 
Dengan demikian, kandungan lokal 
baru diterapkan terhadap produk 
barang dan bukan pada sesuatu yang 
bersifat kasat mata (intangible) 
misalnya budaya dan adat istiadat. 
Peneliti berpendapat, pemerintah 
melalui Kementerian Perindustrian 
dan Perdagangan dapat menafsirkan 
kandungan lokal yang tidak terbatas 
pada produk barang.
Seirama dengan argumentasi ter- 
sebut serta didasarkan atas pertim-
bangan solusi dalam mensikapi ham-
batan dalam perdagangan Interna- 
sional, pendekatan penerapan ham-
batan pada produk batik mendekati 
bentuk hambatan yang ketiga yakni 
across border measures. Alasannya, 
dengan menganalogkan hambatan 
dalam bentuk standar produk sama 
dengan labelling produk, dalam hal 
ini pelabelan (hang tag) atas identi-
tas budaya pada produk batik. Solusi 
dalam mensikapi hambatan ini 
terdapat 2 (dua) peluang yakni 
harmonisasi standar dan peraturan 
antarnegara. Menurut peneliti, pem-
buatan peraturan antarnegara pemilik 
batik tentang kewajiban pelabelan 
(hang tag) atas produk batik merupa-
kan pilihan yang paling tepat meng-
ingat beberapa negara di dunia ini 
sama-sama memiliki batik. Pembua-
tan peraturan antarnegara menjadi 
pedoman bagi para negara yang 
bersangkutan dalam melakukan 
perdagangan batik secara Internasi-
onal. Harapannya tidak ada negara 
yang melakukan praktik curang 
dalam perdagangan batik serta 
memiliki sikap yang sama yakni 
sama-sama menjaga kelestarian batik 
masing-masing negara.
Weren A. Keegan (2000) mengu-
tarakan bahwa GATT sebagai 
perpanjangan tangan WTO adalah 
persetujuan antarnegara tetapi secara 
fungsional merupakan bagian dari 
ketertiban hukum domestik dari 
setiap negara. Ia berlaku sebagai 
suatu pertahanan yang dapat dibuat 
sebagai referensi oleh pemerintah 
untuk membela diri terhadap tekanan 
kelompok. Dengan demikian, semua 
peserta dalam perdagangan Interna-
sional harus menerapkan prinsip 
perdagangan secara berimbang yakni 
melindungi kepentingan nasional 
dengan tidak mengabaikan bersikap 
adil terhadap negara lain terutama 
untuk produk yang sejenis.
 
Kesimpulan
Merujuk pada hasil penelitian ini 
dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Berdasarkan praktek beberapa 
negara, pelabelan (hang tag) iden-
titas budaya pada produk batik 
merupakan pilihan yang tepat 
sebagai bentuk penerapan hala- 
ngan teknis perdagangan sepan-
jang ditetapkan oleh negara yang 
bersangkutan serta didasarkan 
atas perjanjian negara tersebut 
dengan negara lain yang meng- 
ekspor batik dan sebaliknya.
2. Sebagai bentuk perlindungan atas 
batik maka Pemerintah Indonesia 
dalam hal ini Kementerian Perin-
dustrian dan Perdagangan seba- 
iknya merumuskan hambatan tek- 
nis dimaksud secara rinci dalam 
produk hukum dan menjadikan- 
nya sebagai hambatan teknis bagi 
produk batik negara lain yang 
akan dipasarkan di Indonesia 
maupun batik dari Indonsia yang 
akan dipasarkan di negara lain. 
Dengan demikian, hambatan tek- 
nis dalam perdagangan batik 
memenuhi 2 (dua) kriteria seka-
ligus yakni melindungi produk 
batik Indonesia dengan tetap 
tidak merugikan  batik negara lain 
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hatan atau lingkungan atau untuk 
pencegahan serta praktik curang. 
Terkait dengan kewajiban pelabelan 
produk, dalam praktik perdagangan 
didominasi oleh alasan keamanan 
pangan, produk pertanian, pencega- 
han hama, alasan kesehatan maupun 
karena alasan lingkungan dan sama 
sekali tidak menyebut produk hasil 
budaya manusia.  
Berdasarkan data di WTO, pela-
belan di luar produk-produk tersebut 
baru diberlakukan pada produk 
tekstil, pakaian serta travel serta baru 
dipraktikkan oleh negara anggota 
secara terbatas. Banyak pihak yang 
mengidentikkan batik sebagai bagian 
dari tekstil sehingga pelabelan terha-
dapnya cukup terwakili oleh tekstil. 
Bidang produk kerajinan tradisional 
yang dicatatkan di GATT adalah 
tekstil. Lia Amalia ( 2007) mencatat 
10 tahun sejak tahun 2004,  perjanji-
an tekstil sangat menentukan. Nega-
ra-negara maju secara bertahap harus 
menghapuskan sistem diskriminatif 
yang melanggar GATT dan diterap-
kan terhadap negara-negara berkem-
bang seperti MFA (Multifibre Agree-
ment). Proses penghapusan ini dike-
nal pula sebagai proses pengintegra-
sian tekstil ke dalam GATT. GATT 
sendiri memasukkan pengaturan 
tekstil dalam annex (lampiran) 1 
agreement on textile and clothing 
yang dilengkapi dengan Harmonized 
Commodity Description and Coding 
System (HS Nomenclature).  Padahal 
dalam mekanisme produksi batik, 
tekstil hanyalah salah satu media 
pembuatan batik. Pengaturan WTO 
tentang pelabelan produk sebenarnya 
sangat lentur/luwes. Hal tersebut 
terbukti dari perhatian utama dalam 
Agrement on Technical Barrier to 
Trade hakikatnya adalah dalam 
bentuk regulasi teknis dan standar 
yang diatur oleh negara anggota dan 
diberlakukan terhadap negara lain 
yang memiliki kerjasama perdaga- 
ngan dengan negara yang bersangku-
tan. Donald A.Ball mengklasifikan- 
nya sebagai bentuk campur tangan 
langsung pemerintah dalam bidang 
perdagangan. Kajian lain terkait hal 
tersebut, meskipun mengkaji sisi 
persaingan usaha, tentang potensi 
produk Indonesia yang dipasarkan di 
negara-negara ASEAN antara lain 
Malaysia, Singapura, Thailand, Fili- 
pina, serta negara lain yakni Austra-
lia dan Selandia Baru mencakup 
makanan, minuman, dan tembakau, 
tekstil, pakaian, dan kulit, elektronik 
Pendahuluan
Batik Indonesia merupakan wari-
san luhur budaya masyarakat Indo-
nesia yang mendapatkan pengakuan 
Unesco pada tanggal 2 Oktober 2009 
melalui pengesahan budaya takbenda 
dunia (intangible culture heritage). 
Disamping batik, produk-produk 
budaya Indonesia juga mendapat 
perhatian UNESCO dan hingga 
tahun 2014 ini antara lain keris, 
angklung, anyaman papua, tarian 
saman dan sistem irigasi pertanian 
Sabak di Bali turut juga mendapat-
kan pengakuan. Di antara matabu-
daya tersebut, batik merupakan mata 
budaya yang paling tradable (berpo-
tensi komoditas), baik dalam pasar 
lokal, nasional maupun internasio- 
nal. Selaras dengan fakta empirik 
tersebut, Unesco mengharapkan agar 
batik benar-benar beredar dalam 
pasar internasional. Sementara itu 
disisi lain, berdasarkan data (UNES-
CO, tahun 2009) di seluruh dunia ini 
setidaknya terdapat 15 negara yang 
memiliki tradisi proses rintang war- 
na. Proses tersebut di Indonesia di- 
sempurnakan dengan penggunaan 
malam dan kemudian dinamakan 
sebagai batik sebagaimana diakomo-
dir dalam Peraturan Menteri Perin-
dustrian Nomor 74 tahun 2007 
tentang batikmark” batik INDONE-
SIA”. Banyaknya negara yang me- 
miliki tradisi proses rintang warna 
tersebut membawa konsekuensi ke- 
mungkinan peredaran batik dari 
negara lain ke Indonesia dan seba- 
liknya beredarnya batik Indonesia ke 
negara lain. 
Atas keadaan tersebut, Indonesia 
sebagai anggota WTO dituntut untuk 
menyelenggarakan pasar yang adil 
artinya memberikan perlindungan 
pada batik dalam negeri sekaligus 
bersikap tidak melakukan hal yang 
merugikan bagi batik negara lain 
yang mungkin dipasarkan di Indone-
sia. Huala Adolf (2004), mengung-
kapkan bahwa pada prinsipnya ter- 
kait dengan mekanisme perdagangan 
Internasional, General Agreement on 
Tarrif and Trade (GATT) hanya 
memperkenalkan tindakan proteksi 
terhadap industri domestik melalui 
tarif (menaikkan tingkat tarif bea 
masuk) dan tidak melalui upaya- 
upaya perdagangan lainnya (non 
tarrif commercial measures). Donald 
A.Ball dan Wendel H.McCulloch 
(2000) mendeskripsikan proteksi 
atau restriksi atau hambatan dalam 
perdagangan/bisnis Internasional da- 
lam praktek bermula pada alasan 
pertahanan nasional. Industri-indus-
tri tertentu memerlukan proteksi dari 
impor karena vital bagi pertahanan 
nasional dan harus tetap diberlaku-
kan meskipun terdapat kerugian 
secara komparatif berkenaan dengan 
para pesaing luar negeri. Adapun 
alasan-alasan lain suatu negara mela- 
kukan restriksi adalah karena untuk 
melindungi industri yang baru tum- 
buh (infant industry). Alasannya, 
dalam jangka panjang, industri itu 
akan memiliki keunggulan kompara-
tif, tetapi perusahaan-perusahaan 
yang baru tumbuh tersebut memerlu-
kan proteksi terhadap impor sampai 
angkatan kerja terlatih, teknik-teknik 
produksi dikuasai dan industri ini 
sampai mencapai skala ekonomi. 
Apabila sasaran-sasaran tersebut ter- 
penuhi, proteksi impor tidak diperlu-
kan lagi. Tanpa proteksi, sebuah 
perusahaan tidak akan mampu ber- 
tahan hidup karena impor biaya 
rendah dari para pesaing asing yang 
lebih dewasa akan menjual barang- 
barang yang lebih murah daripada 
mereka di pasar lokalnya. Proteksi 
ini dimaksudkan hanya bersifat 
sementara, akan tetapi kenyataannya 
sebuah perusahaan akan jarang me- 
ngakui telah dewasa dan tidak lagi 
memerlukan bantuan. Di samping 
alasan sebagaimana disebutkan di 
atas, restriksi juga dimaksudkan 
untuk melindungi tenaga kerja 
domestik dari tenaga asing yang 
lebih murah dengan cara memban- 
dingkan tingkat upah per jam tenaga 
asing yang lebih murah dengan yang 
dibayar di negaranya.
Hambatan tersebut tidak hanya 
dibatasi sebagai hambatan dalam 
bentuk tarif (tariff barrier) saja, akan 
tetapi juga hambatan non tarif (non 
tariff barrier). Bentuk halangan 
dalam perdagangan yang menjadi 
diskursus negara-negara anggota 
WTO adalah hambatan NTB karena 
sangat rawan untuk dijadikan dalih 
melindungi produk dalam negerinya 
dengan cara-cara curang. Meskipun 
demikian, sebagai organisasi perda-
gangan dunia, World Trade Organi-
sation (WTO) telah  mengantisipasi 
kemungkinan terjadinya hal tersebut 
dengan membolehkan negara anggo-
ta untuk melindungi produk dalam 
negerinya dengan menerapkan ham-
batan dalam perdagangan produk 
sejenis dari negara lain. 
Dalam praktek perdagangan serta 
berdasarkan kesepakatan beberapa 
negara, diberlakukan technical bar- 
rier to tariff (TBT) yang merupakan 
bagian dari NTB. Beberapa bentuk 
TBT yang lazim diberlakukan dalam 
perdagangan internasional adalah 
dalam rangka pencegahan penyeba-
ran hama, penyakit, jaminan keama- 
nan pangan, obat-obatan, hasil perta-
nian dan alasan keamanan lainnya. 
Hambatan tersebut secara teknis di- 
antaranya dilakukan melalui pela-
belan produk. 
Beberapa penelitian sebelumnya 
serta telaah kritis para ahli terkait 
hambatan no tarif untuk produk 
meliputi : penelitian dengan telaah 
kepustakaan data sekunder yang 
dilakukan, pelabelan produk tektsil 
dan pakaian baru sebatas analisis 
data sekunder seperti yang dilakukan 
oleh Aswicahyono tentang produk 
Indonesia yang berpotensi beredar di 
negara-negara Asean yang menca- 
kup tekstil, pakaian, dan kulit. Di 
luar sebagaimana disebutkan di atas, 
baru diterapkan secara sangat terba-
tas yakni pelabelan pada tekstil, pa- 
kaian, travel. Pemerintah Indonesia 
melalui Peraturan Menteri Perindus-
trian Republik Indonesia Nomor 
74/M-IND/PER/9/2007 sebenarnya 
sudah menerapkan hambatan teknis 
dalam perdagangan batik dalam 
bentuk kewajiban pelabelan Batik-
mark “batik INDONESIA”. 
Ketentuan tersebut mewajibkan 
agar batik yang akan diperdagangkan 
baik dalam pasar nasional maupun 
pasar Internasional harus mencan-
tumkan label emas (gold) untuk batik 
tulis, putih untuk batik cap serta 
perak (silver) untuk batik kombinasi 
tulis dan cap. Pada tingkat lokal, 
Pemerintah Kota Pekalongan mener-
bitkan Peraturan Walikota tahun 
2014 tentang kewajiban pelabelan 
citybranding kota Pekalongan pada 
setiap produk batik buatan warga 
Pekalongan. 
      Meskipun Pemerintah sudah 
berupaya memberikan perlindungan 
melalui mekanisme tersebut, namun, 
berdasarkan temuan penelitian tahun 
2013 (Siti Nurhayati, dkk), ketentuan 
batikmark justru membebani/me-
nimbulkan resistensi bagi para peng- 
rajin dan produsen batik. Hal terse-
but dikarenakan alasan inefisiensi 
karena pembebanan biaya pendaf- 
taran untuk setiap motif yang dicip-
takannya. Sedangkan terhadap kebi-
jakan Pemerintah Pekalongan ten- 
tang pelabelan citybranding sepan-
jang pengetahuan peneliti belum 
dilakukan penelitian yang menda-
lam. Merujuk pada hal tersebut , 
menurut peneliti masih banyak hal 
mendasar terkait hambatan teknis 
yang diterapkan yang menimbulkan 
pertanyaan bagi peneliti. Bagaima- 
nakah bentuk hambatan teknis perda-
gangan yang tepat untuk batik yang 
telah mendapatkan pengakuan seba- 
gai warisan budaya sekaligus sebagai 
produk komoditas tersebut. 
Penelitian ini bertujuan untuk 
mendeskripsikan bentuk-bentuk 
hambatan teknis dalam perdagangan 
Internasional, baik hambatan dalam 
bentuk tarrif barrier (TB) maupun 
non tarrif barrier (NTB) serta me- 
nawarkan gagasan/wacana baru ten- 
tang perlindungan batik Indonesia 
melalui pelabelan (hang tag) identi-
tas budaya pada produk batik dalam 
perdagangan Internasional.
Hasil penelitian ini diharapkan 
dapat dijadikan salah satu bahan 
pertimbangan Pemerintah dalam 
mengambil kebijakan perlindungan 
produk batik dalam negeri melalui 
penerapan hambatan teknis dalam 
perdagangan batik saat menghadapi 
masuknya produk yang sama dari 
negara lain. Untuk semua pihak yang 
memiliki minat dalam bidang 
Hukum Perdagangan Internasional 
dan keilmuan terkait, hasil penelitian 
ini dapat memperluas khasanah 
tentang perkembangan bentuk ham-
batan teknis diluar yang selama ini 
dipraktikkan dalam perdagangan 
internasional.
Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan peneli-
tian hukum normatif dengan desain 
penelitan kualitatif dengan ranca- 
ngan participatory observation. Tim 
peneliti terlibat secara aktif dalam 
langsung dalam kelompok subyek/ 
informan/partisipan. Teknik peng-
umpulan data primer melalui wa- 
wancara kelompok terarah/Focus 
Group Discussion (FGD) serta peng-
umpulan data sekunder dengan 
menggunakan metode penelaahan 
pustaka tentang hambatan-hambatan 
dalam perdagangan internasional 
melalui kegiatan identifikasi peratu- 
ran Internasional maupun peraturan 
perundang-undangan di Indonesia. 
Subyek dalam penelitian ini menca- 
kup para pengrajin batik dari Peka-
longan, pelaku eksportir batik, peda-
gang kerajinan dan batik asal Austra-
lia, ahli fashion (AS) serta presiden 
Craft untuk Asia Tenggara.
Untuk menjamin keabsahan data 
yang diperoleh, peneliti menggu-
nakan teknik triangulasi sumber 
yang dilaksanakan secara langsung 
dan bersamaan dengan kegiatan 
pengumpulan data primer. Analisis 
data menggunakan model Miles dan 
Huberman yang pada prinsipnya 
dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap 
yakni reduksi atau pemilahan data 
yang diperlukan untuk menjawab 
permasalahan penelitian dengan 
membuat pemaknaan terhadap data 
yang diperoleh, display/penampilan 
data secara deskriptis serta verifi-
kasi/penarikan kesimpulan.  
Hasil Penelitian dan Pembahasan
Hasil penelitian menunjukkan, 
para pengrajin/produsen, importir, 
serta serta eksportir batik baik pada 
tingkat lokal, nasional maupun inter-
nasional menghendaki agar batik 
Indonesia yang telah mendapatkan 
pengakuan UNESCO sebagai bu- 
daya takbenda dunia harus menda- 
patkan perlindungan yang memadai 
negara penghasil batik. Bentuk 
perlindungan tersebut antara lain 
melalui pembatasan syarat-syarat 
yang ketat atas impor batik dari 
negara lain. Syarat tersebut berkaitan 
dengan identitas budaya atas produk 
dengan tujuan agar ketika produk 
sampai ke tangan pembeli maka 
mereka tidak hanya menilai batik 
sekedar produk produk fisik semata 
tetapi juga makna atau nilai yang 
terkandung didalamnya. Identitas 
tersebut antara lain  mencakup ide/ 
makna motif batik, siapa pembuat- 
nya, kapan dibuatnya serta dimana 
tempat pembuatannya.  
Secara yuridis, konsep perlindu- 
ngan (safeguarding) menurut article 
2 ayat (3) Konvensi perlindungan 
budaya takbenda diartikan sebagai: 
’…safeguarding means measures 
aimed at ensuring the viability of the 
intangible heritage including the 
identification, documentation, re- 
search, preservation, protection, 
promotion, enhancement, transmis-
sion, particulary through formal and 
non formal education, as well as the 
various aspects of such heritage”. 
Fokus utama dari safeguarding 
(perlindungan dalam arti luas) diarti-
kan sebagai langkah-langkah atau 
tindakan yang bertujuan untuk men-
jamin keberlangsungan warisan tak- 
benda yang mencakup langkah iden-
tifikasi, dokumentasi, penelitian, pe- 
lestarian, proteksi, promosi, penga- 
yaan atau pengembangan, edukasi, 
pemindahan pengetahuan baik mela- 
lui pendidikan formal maupun infor-
mal.
Sebagai produk dan identitas 
budaya, beberapa daerah yang me- 
miliki sentra batik telah mengimple-
mentasikan prinsip perlindungan 
dengan pendekatan edukasi dengan 
cara mengintegrasikan pengetahuan 
dan keterampilan membatik dalam 
kurikulum terutama pada pendidikan 
dasar. Adopsi batik dalam kurikulum 
tersebut telah dilaksanakan di Solo, 
Yogyakarta, dan Pekalongan. Di 
samping kebijakan tersebut, ma- 
sing-masing pemerintah daerah 
mengeluarkan kebijakan bahwa pada 
hari-hari tertentu, Pegawai Negeri 
Sipil (PNS), siswa sekolah mulai dari 
TK, SD, SMP, hingga SMA wajib 
mengenakan pakaian batik dengan 
motif khusus daerah. Kebijakan ini 
berimplikasi pada dikenalnya dan 
terlestarikannya motif-motif tradi- 
sional oleh masyarakat khususnya 
PNS dan murid sekolah.
Pada sisi yang lain, batik telah 
berkembang menjadi industri budaya 
dan menjadi komoditas yang tidak 
hanya diperdagangkan dalam pasar 
dalam negeri tetapi juga sudah me- 
nembus pasar luar negeri. Bersandar 
pada bentuk-bentuk perlindungan 
sebagaimana disebutkan dalam kon- 
vensi tersebut, dalam setiap negara 
yang produknya sudah masuk ko- 
moditas Internasional maka negara 
yang bersangkutan diberi keluasaan 
untuk memproteksi produk dalam 
negerinya  dengan tetap memperhati-
kan kaidah-kaidah dalam perdaga- 
ngan Internasional. 
Berkaitan dengan hal tersebut, 
menurut article 2 ayat (3) adalah pro- 
teksi yang menurut kaidah Hukum 
Perdagangan Internasional (lalu- 
lintas perdagangan Internasional) 
diakomodir dalam bentuk hambatan, 
baik dalam bentuk tarif (tarrif bar- 
rier) maupun non tarif (non tariff 
barrier) yang diberlakukan terhadap 
negara lain. Hambatan tersebut men-
cakup Anti Dumping Duties (ADD), 
Contervailing Duties (CDD), dan 
Safeguard Measures, Quota, Volun-
tary Eksport Retraint, Eksport Subsi-
dy, import ban, import lisencing, go- 
vernment procurement, dan domestic 
contents. Hambatan-hambatan dalam 
perdagangan yang bersifat non tarif 
dalam praktik dan perjanjian ber- 
bagai negara mengalami perkemba- 
ngan yang kemudian disebut sebagai 
hambatan teknis perdagangan (tech-
nical barrier to trade/TBT).  
Secara spesifik, hambataan teknis 
perdagangan diatur dalam Agree-
ment on Technical Barrier  to Trade 
yang pada pokoknya mengatur 2 
(dua ) hal yakni regulasi teknis (tech-
nical regulation) dan standar/acuan 
baku termasuk pengemasan, penem-
patan merek, persyaratan pelabelan, 
persyaratan karakteristik produk, 
inspeksi, dan prosedur.
Donald A.Ball dan Wendel H. 
McCulloch (2000), restriksi dikate-
gorikan menjadi 2 (dua) jenis yakni 
restriksi dalam bentuk tarif dan res- 
triksi/hambatan dalam bentuk non 
tarif. Hambatan-hambatan dalam 
bentuk tarif meliputi bea impor (ad 
valorem, spesifik, majemuk, dan pa- 
jak variabel). Sedangkan restriksi 
dalam bentuk non tarif meliputi ham-
batan non tarif kuantitatif dan non 
kuantitatif. Hambatan non tarif kuan-
titatif mencakup kuota tingkat tarif, 
global, diskriminatif, pembatasan 
ekspor sukarela, dan peraturan tertib 
pemasaran. Hambatan non tarif non 
Haryo Aswicahyono (2008) 
membagi hambatan perdagangan ke 
dalam 3 (tiga) bentuk yakni border 
measures, beyond the border mea-
sures, serta across border measures. 
Implementasi border measures men-
cakup bentuk hambatan pada barang 
meliputi tarif, kuota, dan hambatan 
non tarif, bentuk hambatan jasa meli-
puti registrasi dan ijin serta batasan 
jumlah tenaga kerja asing, bentuk 
hambatan pada modal berupa pem-
batasan sektor tertentu yang dibuka 
bagi investasi asing dan pembatasan 
saham pihak asing, bentuk hambatan 
tenaga kerja adalah seleksi tertentu.
Implementasi beyond the border 
measures mencakup bentuk ham-
batan pada barang berupa tender oleh 
Pemerintah dan pemberlakuan pajak 
yang berbeda, bentuk hambatan pada 
jasa berupa batasan lokasi dan/atau 
jumlah kantor cabang, bentuk ham-
batan pada modal berbentuk per- 
syaratan kinerja dan batasan untuk 
mendiversifikasikan usaha, dan ben- 
tuk hambatan pada tenaga kerja 
berupa pajak atas tenaga kerja asing.
Implementasi across border mea-
sures mencakup bentuk hambatan 
pada barang berupa standar tertentu 
atas produk, bentuk hambatan pada 
jasa berupa regulasi tertentu, bentuk 
hambatan pada modal berupa pema-
jakan ganda dan pajak ditahan atas 
pendapatan perusahaan asing, se- 
dangkan bentuk hambatan pada 
tenaga kerja berupa standar kompe-
tensi tertentu. 
Hambatan pertama diatasi dengan 
pembukaan akses pasar, yang kedua 
diatasi dengan National Treatment 
yaitu peraturan yang mesyaratkan 
bahwa suatu barang atau faktor 
produksi harus menerima perlakuan 
yang sama seperti produk domestik 
dalam hal pajak dan berbagai pera-
turan lainnya. Hambatan yang ketiga 
diatasi dengan harmonisasi standar 
yang lebih dikenal dengan Harmony 
System Code (HS Code) dan peratu- 
ran antarnegara karena untuk meme- 
nuhi standar ini seringkali produsen 
asing mengalami kesulitan.
Pada ketiga bentuk hambatan 
dalam perdagangan Internasional ter- 
sebut bisa ditarik kesimpulan bahwa 
terdapat persinggungan antara 2 
(dua) hambatan yakni border cross 
yang memuat hambatan atas perda-
gangan barang dalam bentuk non 
tarrif barrier (hambatan non tarif 
dan salah satu bentuknya adalah 
hambatan teknis dalam perdagangan) 
dan across border measures yang 
memuat hambatan perdagangan 
barang berupa standar tertentu atas 
produk.    
Berdasarkan pengaturan dalam 
agreement on technical barrier to 
trade maupun kajian beberapa litera-
tur, penerapan standar tertentu atas 
produk barang, termasuk pendapat 
Donald A. Ball dan Wendel McCull-
och,  merupakan salah satu bentuk 
hambatan non tarrief. Berdasarkan 
klasifikasi hambatan perdagangan 
yang dilakukan oleh Haryo Aswica-
hyono maka batik yang dikategori-
kan sebagai barang terkena 2 (dua) 
hambatan sekaligus, yakni hambatan 
dalam bentuk border cross measures 
dan hambatan dalam bentuk across 
border measures. 
Penerapan 2 (dua) hambatan 
dalam perdagangan tersebut seba- 
gaimana mengacu pendapat Aswi-  
cahyono, menurut peneliti meng-
aburkan kepastian bentuk hambatan 
dalam perdagangan sebagaimana 
disebutkan dalam persetujuan WTO 
serta kebanyakan pendapat ahli yang 
lain. Hal tersebut disebabkan karena 
bentuk hambatan sebagaimana ter- 
muat dalam across border measures 
pada hakikatnya merupakan ham-
batan teknis perdagangan/Technical 
Barrier to Trade (TBT) yang me- 
rupakan salah jenis hambatan non 
tarrief/Non Tarrief Barrier (NTB).
Penerapan TBT terbanyak menu- 
rut catatan Haryo Aswicahyono 
(2008)  ada pada standar dan regulasi 
karena keduanya berperan penting 
dalam menjaga kualitas, keamanan, 
kesesuaian teknis, dan proses pro- 
duksi. Selaras dengan pendapat Har- 
yo, negara-negara anggota diperke-
nankan tindakan-tindakan untuk 
menjamin kualitas ekspornya, atau 
untuk perlindungan atas kehidupan 
manusia, hewan, tanaman atau  kese-
dan peralatan listrik serta kayu dan 
produk kayu. Potensi tekstil pakaian 
dan kulit mendekati batik dan akan 
dianalisis secara mendalam.
Pendekatan perlindungan terha-
dap tekstil adalah melalui proteksi 
tarif dan subsidi budget seperti yang 
diterapkan di Australia. Selandia Ba- 
ru menggunakan pendekatan penera-
pan tarif yang tinggi serta tarif spesi-
fik untuk produk tekstil, pakaian dan 
sepatu. 
Berdasarkan hasil kajian tersebut, 
pendekatan perlindungan baru dila- 
kukan terhadap tekstil, pakaian dan 
sepatu didominasi dengan menggu-
nakan pendekatan tarif. Pendekatan 
perlindungan dalam bentuk TBT 
secara khusus terhadap batik sepan-
jang pengetahuan dan upaya peneliti 
untuk mencari hasil penelitian lain 
terhadap batik belum ditemukan.
Meskipun demikian, secara khu- 
sus TBT yang yang telah diterapkan 
Pemerintah Indonesia dalam bentuk 
kewajiban labelisasi batikmark “ba- 
tik INDONESIA” baru sebatas kla- 
sifikasi batik berdasarkan kategori 
batik tulis yang ditandai dengan 
warna emas, batik cap yang ditandai 
dengan warna perak, dan batik kom-
binasi cap dan tulis yang ditandai 
dengan warna putih  yang diberlaku-
kan terhadap batik untuk ekspor. 
Mengacu pada penggalian data pri- 
mer yang telah dilakukan terhadap 
beberapa pengrajin batik di Solo, 
Imogiri, Yogyakarta, Bantul, dan 
Pekalongan, persyaratan pelabelan 
batik mark “BATIK INDONESIA” 
ternyata mendapatkan constrain atau 
perlawanan dari para pengrajin. Ala- 
sannya, kewajiban tersebut justru 
membebani para pengrajin karena 
adanya tambahan biaya pendaftaran 
(inefisiensi) karena setiap mengelu-
arkan produk baru harus langsung 
disertai dengan pendaftaran. Alasan 
lainnya adalah bahwa setiap pengra-
jin telah memiliki merek masing- 
masing. Singkatnya, perlindungan 
yang digagas pemerintah sebenarnya 
masih menjadi perdebatan dan kon- 
troversi di antara para pengrajin.
Senada dengan kebijakan peme- 
rintah pusat, di Pekalongan terjadi 
fenomena yang sama dimana Wali- 
kota Pekalongan mengeluarkan Pera-
turan Walikota Nomor 76 Tahun 
2012 tentang kewajiban pelekatan 
label batik mark “Batik Pekalongan” 
dengan pelabelan warna yang me- 
reduksi langsung dari prinsip batik-
mark “BATIK INDONESIA” yakni 
warna emas untuk batik tulis, warna 
perak untuk batik cap, dan warna 
putih untuk batik kombinasi cap dan 
tulis. Pertanyaan mendasarnya ada- 
lah bagaimana ketentuan pelabelan- 
nya apabila ekspor dilakukan atas 
batik yang berasal dari Pekalongan. 
Apakah perlu mencantumkan merek 
individu disertai merek kolektif 
(Batik Pekalongan) dan disertai pula 
dengan batikmark “BATIK INDO-
NESIA”. Kontroversi tersebut masih 
terus bergulir di masyarakat.
Kebijakan pemerintah baik Peme- 
rintah Pusat maupun Pemerintah 
Daerah sebenarnya memiliki alasan 
pembenar secara teoritis sebagaima-
na disebut dalam tabel 1 tentang 
bentuk hambatan non tarif dengan 
klasifikasi partisipasi pemerintah. 
Meskipun demikian, partisipasi pe- 
merintah yang niat utamanya adalah 
melindungi menjadi beban biaya 
ekonomi tinggi bagi para pengrajin 
serta pengusaha batik.
Penelitian kami mencoba melaku-
kan pengumpulan data primer de- 
ngan cara Focus Group Discussion 
yang melibatkan pengrajin batik, 
importir batik dari Australia, maha-
siswa, pengamat fashion yang ber- 
langsung pada tanggal 26 Mei 2014. 
Peserta mengusulkan agar diterapkan 
persyaratan pelabelan identitas buda- 
ya pada produk batik yang akan 
masuk ke Indonesia maupun yang 
akan keluar dari Indonesia merupa-
kan pilihan yang tepat sebagai bukti 
perhatian Pemerintah Indonesia 
maupun negara lain terhadap keper-
cayaan Unesco atas budaya takbenda 
yang dimiliki Indonesia. Pelabelan 
identitas tidak semata-mata hanya 
untuk memenuhi persyaratan teknis 
perdagangan, tetapi lebih pada aspek 
filosofis tentang perdagangan berba-
sis produk budaya itu sendiri. Me- 
lalui pelabelan identitas budaya ini, 
batik yang sudah menjadi komoditas  
dalam perdagangan Internasional  ti- 
dak hanya dimaknai sebagai barang/ 
produk tetapi lebih pada pemaknaan 
nilai yang terkandung di dalamnya, 
termasuk budaya dan asal-usul ma- 
syarakat pembuatnya, dan pendi-
dikan yang melekat padanya. Seba- 
gaimana praktik sosial di Indonesia, 
motif batik dikenakan sesuai dengan 
momen sosial misalnya pengantin, 
selamatan untuk bayi yang baru lahir, 
selamatan untuk bayi yang baru 
menapak tanah, acara seremonial 
tertentu, kematian dan momen sosial 
lainnya. Harapannya, saat mengena- 
kan produk batik, pembeli tidak 
terasing dari produk yang dipakainya 
tersebut dan pembelipun memahami 
makna corak atau motif pakaian 
yang dikenakannya. Ketidakterasi- 
ngan tersebut mendorong pembeli 
untuk selalu memelihara batik de- 
ngan baik tidak memperlakukan se- 
perti produk barang yang lain yang 
mengukuti kebiasaan membuang 
produk setelah usang. Berbanding 
terbalik dengan produk lain, semakin 
lama batik dipakai, maka nilai 
historisnya semakin tinggi. Pembeli 
memahami betul atas arti/makna 
motif, sejarah penciptaannya. Pen- 
jual dan pembeli tidak semata-mata 
diperantarai oleh batik sebagai ko- 
moditas tetapi mampu melakukan 
penyebaran nilai-nilai yang tidak 
hanya terbatas pada bangsa Indone-
sia akan tetapi telah merambah pada 
lingkungan dunia Internasional. 
Senyampang dengan ide pela-
belan atas batik, Alouis Nugroho 
(2005), salah satu cara yang arif 
untuk menyelamatkan batik yang 
tidak bisa lepas dari kepentingan 
industri adalah melalui proses edifi-
kasi terhadap batik yakni sebuah 
mekanisme pengidentifikasian dan 
pelabelan terhadap batik sebagai 
nomenklatur yang berfungsi sebagai 
identitas sosial budaya yang otentik. 
Proses edifikasi diserahkan kepada 
para budayawan, seniman atau stake-
holders yang menekuni kebudayaan. 
Usul Aloui, terutama sekali terkait 
pengidentifikasian batik sangat sela- 
ras dengan pesan konvensi perlind-
ungan budaya takbenda oleh UNES- 
CO dimana pengidentifikasian me- 
rupakan bagian dari upaya perlin- 
dungan. Sedangkan labelling (pela-
belan) dimaksudkan untuk menegas-
kan meskipun batik merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari 
produk komoditas, namun esensi 
budaya tetap melekat sehingga se- 
mua pihak yang terlibat dalam tran-
saksi dengan sendirinya juga sedang 
melakukan kontak budaya. 
Untuk menjamin kepastian hu- 
kum, pelabelan identitas budaya 
pada produk batik tersebut harus 
dituangkan dalam produk hukum 
teknis misalnya Peraturan Menteri 
Perdagangan (PERMENPERIND-
AG) Republik Indonesia. Peraturan 
ini merupakan salah satu bentuk 
persyaratan teknis atas persyaratan 
beredarnya produk batik, baik ke 
maupun dari Indonesia dan diperke-
nankan dalam mekanisme perdaga- 
ngan Internasional. Analog dengan 
hambatan yang diberlakukan pada 
produk makanan atau prouk pertani-
an serta produk perikanan  karena 
alasan kesehatan, keamanan maka- 
nan untuk konsumsi manusia, alasan 
keamanan lingkungan, batik yang 
merupakan salah satu komoditas 
budaya jaga harus mendapatkan 
proteksi agar kelestariannya terjaga. 
Salah satu cara melestarikan batik, di 
samping dari aspek ekonomi (batik 
bersifat tradabel atau sangat mudah 
untuk diperdagangkann) adalah pada 
aspek pemakaiannya secara rutin 
pada momen-momen sosial (aspek 
budaya) dan aspek keterterusannya 
(sustaianability) pada generasi beri-
kutnya (aspek pendidikan). Mengacu 
pada agreement on technical barrier 
to trade WTO pada putaran Uruguay, 
pada prinsipnya terdapat 2 (dua) hal 
terkait hambatan yakni bentuk dan 
tujuan. Bentuk dari TBT mencakup 
regulasi dan standar termasuk di- 
dalamnya pengemasan produk, pene-
mpelan merek, persyaratan-persyara- 
tan label, serta prosedur asesmen. 
Sedangkan tujuan TBT adalah untuk 
menjamin kualitas ekspor, mem-
proteksi kehidupan atau kesehatan 
manusia, hewan maupun tanaman 
atau untuk mencegah praktek yang 
merusak. Dilihat tujuannya, pertim-
bangan sisi budaya pada produk 
batik memang tidak mendapatkan 
pengaturan dalam persetujuan TBT. 
Namun demikian, peneliti ber- 
pendapat bahwa perlindungan mela- 
lui palabelan produk (hang tag) atas 
identitas budaya pada produk batik 
memiliki dasar legalitas pada bentuk 
TBT yang berupa regulasi dan stan-
dar, khususnya persyaratan-persya- 
ratan label (labelling requirement). 
Mengacu pada tabel 1, batik bisa 
mendapatkan perlindungan melalui 
standar dengan pelabelan juga pada 
keleluasaan pemerintah untuk meng- 
intervensi dalam kegiatan perdaga- 
ngan melalui kebijakan meskipun hal 
tersebut masih sangat jarang dilaku-
kan. Hal tersebut disebabkan karena 
fokus utama perhatian para pihak 
dalam perdagangan Internasional 
adalah pada alasan keselamatan, 
kesehatan, lingkungan, dan keaman-
an pangan. Alasan tersebut juga 
dikuatkan dengan partisipasi lang- 
sung pemerintah dalam bidang per- 
dagangan yang merupakan imple-
mentasi dari NTB. 
Menarik untuk dikaji karena salah 
satu bentuk partisipasi tersebut 
kuantitatif meliputi partisipasi Peme- 
rintah langsung dalam perdagangan, 
prosedur kepabeanan dan adminis-
tratif lainnya serta standar-standar. 
Partisipasi Pemerintah langsung be- 
rupa subsidi, membeli di dalam ne- 
geri, lisensi impor, manipulasi kurs, 
dan kandungan lokal. Prosedur kepa- 
beanan dan administratif lainnya 
meliputi klasifikasi tarif, persyaratan 
dokumentasi, dan evaluasi produk. 
Standar-standar meliputi kesehatan, 
keselamatan dan kualitas produk, 
kemasan dan pemberian label, serta 
metode pengetesan produk. Bentuk- 
bentuk hambatan dalam perdagangan 
terangkum dalam tabel berikut :
adalah adanya kewajiban “kandu- 
ngan lokal”. Dalam praktik perda-
gangan, kandungan lokal dimaknai 
bahwa produk luar negeri yang akan 
dipasarkan di Indonesia harus meng-
gunakan bahan material lokal. 
Dengan demikian, kandungan lokal 
baru diterapkan terhadap produk 
barang dan bukan pada sesuatu yang 
bersifat kasat mata (intangible) 
misalnya budaya dan adat istiadat. 
Peneliti berpendapat, pemerintah 
melalui Kementerian Perindustrian 
dan Perdagangan dapat menafsirkan 
kandungan lokal yang tidak terbatas 
pada produk barang.
Seirama dengan argumentasi ter- 
sebut serta didasarkan atas pertim-
bangan solusi dalam mensikapi ham-
batan dalam perdagangan Interna- 
sional, pendekatan penerapan ham-
batan pada produk batik mendekati 
bentuk hambatan yang ketiga yakni 
across border measures. Alasannya, 
dengan menganalogkan hambatan 
dalam bentuk standar produk sama 
dengan labelling produk, dalam hal 
ini pelabelan (hang tag) atas identi-
tas budaya pada produk batik. Solusi 
dalam mensikapi hambatan ini 
terdapat 2 (dua) peluang yakni 
harmonisasi standar dan peraturan 
antarnegara. Menurut peneliti, pem-
buatan peraturan antarnegara pemilik 
batik tentang kewajiban pelabelan 
(hang tag) atas produk batik merupa-
kan pilihan yang paling tepat meng-
ingat beberapa negara di dunia ini 
sama-sama memiliki batik. Pembua-
tan peraturan antarnegara menjadi 
pedoman bagi para negara yang 
bersangkutan dalam melakukan 
perdagangan batik secara Internasi-
onal. Harapannya tidak ada negara 
yang melakukan praktik curang 
dalam perdagangan batik serta 
memiliki sikap yang sama yakni 
sama-sama menjaga kelestarian batik 
masing-masing negara.
Weren A. Keegan (2000) mengu-
tarakan bahwa GATT sebagai 
perpanjangan tangan WTO adalah 
persetujuan antarnegara tetapi secara 
fungsional merupakan bagian dari 
ketertiban hukum domestik dari 
setiap negara. Ia berlaku sebagai 
suatu pertahanan yang dapat dibuat 
sebagai referensi oleh pemerintah 
untuk membela diri terhadap tekanan 
kelompok. Dengan demikian, semua 
peserta dalam perdagangan Interna-
sional harus menerapkan prinsip 
perdagangan secara berimbang yakni 
melindungi kepentingan nasional 
dengan tidak mengabaikan bersikap 
adil terhadap negara lain terutama 
untuk produk yang sejenis.
 
Kesimpulan
Merujuk pada hasil penelitian ini 
dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Berdasarkan praktek beberapa 
negara, pelabelan (hang tag) iden-
titas budaya pada produk batik 
merupakan pilihan yang tepat 
sebagai bentuk penerapan hala- 
ngan teknis perdagangan sepan-
jang ditetapkan oleh negara yang 
bersangkutan serta didasarkan 
atas perjanjian negara tersebut 
dengan negara lain yang meng- 
ekspor batik dan sebaliknya.
2. Sebagai bentuk perlindungan atas 
batik maka Pemerintah Indonesia 
dalam hal ini Kementerian Perin-
dustrian dan Perdagangan seba- 
iknya merumuskan hambatan tek- 
nis dimaksud secara rinci dalam 
produk hukum dan menjadikan- 
nya sebagai hambatan teknis bagi 
produk batik negara lain yang 
akan dipasarkan di Indonesia 
maupun batik dari Indonsia yang 
akan dipasarkan di negara lain. 
Dengan demikian, hambatan tek- 
nis dalam perdagangan batik 
memenuhi 2 (dua) kriteria seka-
ligus yakni melindungi produk 
batik Indonesia dengan tetap 
tidak merugikan  batik negara lain 
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hatan atau lingkungan atau untuk 
pencegahan serta praktik curang. 
Terkait dengan kewajiban pelabelan 
produk, dalam praktik perdagangan 
didominasi oleh alasan keamanan 
pangan, produk pertanian, pencega- 
han hama, alasan kesehatan maupun 
karena alasan lingkungan dan sama 
sekali tidak menyebut produk hasil 
budaya manusia.  
Berdasarkan data di WTO, pela-
belan di luar produk-produk tersebut 
baru diberlakukan pada produk 
tekstil, pakaian serta travel serta baru 
dipraktikkan oleh negara anggota 
secara terbatas. Banyak pihak yang 
mengidentikkan batik sebagai bagian 
dari tekstil sehingga pelabelan terha-
dapnya cukup terwakili oleh tekstil. 
Bidang produk kerajinan tradisional 
yang dicatatkan di GATT adalah 
tekstil. Lia Amalia ( 2007) mencatat 
10 tahun sejak tahun 2004,  perjanji-
an tekstil sangat menentukan. Nega-
ra-negara maju secara bertahap harus 
menghapuskan sistem diskriminatif 
yang melanggar GATT dan diterap-
kan terhadap negara-negara berkem-
bang seperti MFA (Multifibre Agree-
ment). Proses penghapusan ini dike-
nal pula sebagai proses pengintegra-
sian tekstil ke dalam GATT. GATT 
sendiri memasukkan pengaturan 
tekstil dalam annex (lampiran) 1 
agreement on textile and clothing 
yang dilengkapi dengan Harmonized 
Commodity Description and Coding 
System (HS Nomenclature).  Padahal 
dalam mekanisme produksi batik, 
tekstil hanyalah salah satu media 
pembuatan batik. Pengaturan WTO 
tentang pelabelan produk sebenarnya 
sangat lentur/luwes. Hal tersebut 
terbukti dari perhatian utama dalam 
Agrement on Technical Barrier to 
Trade hakikatnya adalah dalam 
bentuk regulasi teknis dan standar 
yang diatur oleh negara anggota dan 
diberlakukan terhadap negara lain 
yang memiliki kerjasama perdaga- 
ngan dengan negara yang bersangku-
tan. Donald A.Ball mengklasifikan- 
nya sebagai bentuk campur tangan 
langsung pemerintah dalam bidang 
perdagangan. Kajian lain terkait hal 
tersebut, meskipun mengkaji sisi 
persaingan usaha, tentang potensi 
produk Indonesia yang dipasarkan di 
negara-negara ASEAN antara lain 
Malaysia, Singapura, Thailand, Fili- 
pina, serta negara lain yakni Austra-
lia dan Selandia Baru mencakup 
makanan, minuman, dan tembakau, 
tekstil, pakaian, dan kulit, elektronik 
Pendahuluan
Batik Indonesia merupakan wari-
san luhur budaya masyarakat Indo-
nesia yang mendapatkan pengakuan 
Unesco pada tanggal 2 Oktober 2009 
melalui pengesahan budaya takbenda 
dunia (intangible culture heritage). 
Disamping batik, produk-produk 
budaya Indonesia juga mendapat 
perhatian UNESCO dan hingga 
tahun 2014 ini antara lain keris, 
angklung, anyaman papua, tarian 
saman dan sistem irigasi pertanian 
Sabak di Bali turut juga mendapat-
kan pengakuan. Di antara matabu-
daya tersebut, batik merupakan mata 
budaya yang paling tradable (berpo-
tensi komoditas), baik dalam pasar 
lokal, nasional maupun internasio- 
nal. Selaras dengan fakta empirik 
tersebut, Unesco mengharapkan agar 
batik benar-benar beredar dalam 
pasar internasional. Sementara itu 
disisi lain, berdasarkan data (UNES-
CO, tahun 2009) di seluruh dunia ini 
setidaknya terdapat 15 negara yang 
memiliki tradisi proses rintang war- 
na. Proses tersebut di Indonesia di- 
sempurnakan dengan penggunaan 
malam dan kemudian dinamakan 
sebagai batik sebagaimana diakomo-
dir dalam Peraturan Menteri Perin-
dustrian Nomor 74 tahun 2007 
tentang batikmark” batik INDONE-
SIA”. Banyaknya negara yang me- 
miliki tradisi proses rintang warna 
tersebut membawa konsekuensi ke- 
mungkinan peredaran batik dari 
negara lain ke Indonesia dan seba- 
liknya beredarnya batik Indonesia ke 
negara lain. 
Atas keadaan tersebut, Indonesia 
sebagai anggota WTO dituntut untuk 
menyelenggarakan pasar yang adil 
artinya memberikan perlindungan 
pada batik dalam negeri sekaligus 
bersikap tidak melakukan hal yang 
merugikan bagi batik negara lain 
yang mungkin dipasarkan di Indone-
sia. Huala Adolf (2004), mengung-
kapkan bahwa pada prinsipnya ter- 
kait dengan mekanisme perdagangan 
Internasional, General Agreement on 
Tarrif and Trade (GATT) hanya 
memperkenalkan tindakan proteksi 
terhadap industri domestik melalui 
tarif (menaikkan tingkat tarif bea 
masuk) dan tidak melalui upaya- 
upaya perdagangan lainnya (non 
tarrif commercial measures). Donald 
A.Ball dan Wendel H.McCulloch 
(2000) mendeskripsikan proteksi 
atau restriksi atau hambatan dalam 
perdagangan/bisnis Internasional da- 
lam praktek bermula pada alasan 
pertahanan nasional. Industri-indus-
tri tertentu memerlukan proteksi dari 
impor karena vital bagi pertahanan 
nasional dan harus tetap diberlaku-
kan meskipun terdapat kerugian 
secara komparatif berkenaan dengan 
para pesaing luar negeri. Adapun 
alasan-alasan lain suatu negara mela- 
kukan restriksi adalah karena untuk 
melindungi industri yang baru tum- 
buh (infant industry). Alasannya, 
dalam jangka panjang, industri itu 
akan memiliki keunggulan kompara-
tif, tetapi perusahaan-perusahaan 
yang baru tumbuh tersebut memerlu-
kan proteksi terhadap impor sampai 
angkatan kerja terlatih, teknik-teknik 
produksi dikuasai dan industri ini 
sampai mencapai skala ekonomi. 
Apabila sasaran-sasaran tersebut ter- 
penuhi, proteksi impor tidak diperlu-
kan lagi. Tanpa proteksi, sebuah 
perusahaan tidak akan mampu ber- 
tahan hidup karena impor biaya 
rendah dari para pesaing asing yang 
lebih dewasa akan menjual barang- 
barang yang lebih murah daripada 
mereka di pasar lokalnya. Proteksi 
ini dimaksudkan hanya bersifat 
sementara, akan tetapi kenyataannya 
sebuah perusahaan akan jarang me- 
ngakui telah dewasa dan tidak lagi 
memerlukan bantuan. Di samping 
alasan sebagaimana disebutkan di 
atas, restriksi juga dimaksudkan 
untuk melindungi tenaga kerja 
domestik dari tenaga asing yang 
lebih murah dengan cara memban- 
dingkan tingkat upah per jam tenaga 
asing yang lebih murah dengan yang 
dibayar di negaranya.
Hambatan tersebut tidak hanya 
dibatasi sebagai hambatan dalam 
bentuk tarif (tariff barrier) saja, akan 
tetapi juga hambatan non tarif (non 
tariff barrier). Bentuk halangan 
dalam perdagangan yang menjadi 
diskursus negara-negara anggota 
WTO adalah hambatan NTB karena 
sangat rawan untuk dijadikan dalih 
melindungi produk dalam negerinya 
dengan cara-cara curang. Meskipun 
demikian, sebagai organisasi perda-
gangan dunia, World Trade Organi-
sation (WTO) telah  mengantisipasi 
kemungkinan terjadinya hal tersebut 
dengan membolehkan negara anggo-
ta untuk melindungi produk dalam 
negerinya dengan menerapkan ham-
batan dalam perdagangan produk 
sejenis dari negara lain. 
Dalam praktek perdagangan serta 
berdasarkan kesepakatan beberapa 
negara, diberlakukan technical bar- 
rier to tariff (TBT) yang merupakan 
bagian dari NTB. Beberapa bentuk 
TBT yang lazim diberlakukan dalam 
perdagangan internasional adalah 
dalam rangka pencegahan penyeba-
ran hama, penyakit, jaminan keama- 
nan pangan, obat-obatan, hasil perta-
nian dan alasan keamanan lainnya. 
Hambatan tersebut secara teknis di- 
antaranya dilakukan melalui pela-
belan produk. 
Beberapa penelitian sebelumnya 
serta telaah kritis para ahli terkait 
hambatan no tarif untuk produk 
meliputi : penelitian dengan telaah 
kepustakaan data sekunder yang 
dilakukan, pelabelan produk tektsil 
dan pakaian baru sebatas analisis 
data sekunder seperti yang dilakukan 
oleh Aswicahyono tentang produk 
Indonesia yang berpotensi beredar di 
negara-negara Asean yang menca- 
kup tekstil, pakaian, dan kulit. Di 
luar sebagaimana disebutkan di atas, 
baru diterapkan secara sangat terba-
tas yakni pelabelan pada tekstil, pa- 
kaian, travel. Pemerintah Indonesia 
melalui Peraturan Menteri Perindus-
trian Republik Indonesia Nomor 
74/M-IND/PER/9/2007 sebenarnya 
sudah menerapkan hambatan teknis 
dalam perdagangan batik dalam 
bentuk kewajiban pelabelan Batik-
mark “batik INDONESIA”. 
Ketentuan tersebut mewajibkan 
agar batik yang akan diperdagangkan 
baik dalam pasar nasional maupun 
pasar Internasional harus mencan-
tumkan label emas (gold) untuk batik 
tulis, putih untuk batik cap serta 
perak (silver) untuk batik kombinasi 
tulis dan cap. Pada tingkat lokal, 
Pemerintah Kota Pekalongan mener-
bitkan Peraturan Walikota tahun 
2014 tentang kewajiban pelabelan 
citybranding kota Pekalongan pada 
setiap produk batik buatan warga 
Pekalongan. 
      Meskipun Pemerintah sudah 
berupaya memberikan perlindungan 
melalui mekanisme tersebut, namun, 
berdasarkan temuan penelitian tahun 
2013 (Siti Nurhayati, dkk), ketentuan 
batikmark justru membebani/me-
nimbulkan resistensi bagi para peng- 
rajin dan produsen batik. Hal terse-
but dikarenakan alasan inefisiensi 
karena pembebanan biaya pendaf- 
taran untuk setiap motif yang dicip-
takannya. Sedangkan terhadap kebi-
jakan Pemerintah Pekalongan ten- 
tang pelabelan citybranding sepan-
jang pengetahuan peneliti belum 
dilakukan penelitian yang menda-
lam. Merujuk pada hal tersebut , 
menurut peneliti masih banyak hal 
mendasar terkait hambatan teknis 
yang diterapkan yang menimbulkan 
pertanyaan bagi peneliti. Bagaima- 
nakah bentuk hambatan teknis perda-
gangan yang tepat untuk batik yang 
telah mendapatkan pengakuan seba- 
gai warisan budaya sekaligus sebagai 
produk komoditas tersebut. 
Penelitian ini bertujuan untuk 
mendeskripsikan bentuk-bentuk 
hambatan teknis dalam perdagangan 
Internasional, baik hambatan dalam 
bentuk tarrif barrier (TB) maupun 
non tarrif barrier (NTB) serta me- 
nawarkan gagasan/wacana baru ten- 
tang perlindungan batik Indonesia 
melalui pelabelan (hang tag) identi-
tas budaya pada produk batik dalam 
perdagangan Internasional.
Hasil penelitian ini diharapkan 
dapat dijadikan salah satu bahan 
pertimbangan Pemerintah dalam 
mengambil kebijakan perlindungan 
produk batik dalam negeri melalui 
penerapan hambatan teknis dalam 
perdagangan batik saat menghadapi 
masuknya produk yang sama dari 
negara lain. Untuk semua pihak yang 
memiliki minat dalam bidang 
Hukum Perdagangan Internasional 
dan keilmuan terkait, hasil penelitian 
ini dapat memperluas khasanah 
tentang perkembangan bentuk ham-
batan teknis diluar yang selama ini 
dipraktikkan dalam perdagangan 
internasional.
Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan peneli-
tian hukum normatif dengan desain 
penelitan kualitatif dengan ranca- 
ngan participatory observation. Tim 
peneliti terlibat secara aktif dalam 
langsung dalam kelompok subyek/ 
informan/partisipan. Teknik peng-
umpulan data primer melalui wa- 
wancara kelompok terarah/Focus 
Group Discussion (FGD) serta peng-
umpulan data sekunder dengan 
menggunakan metode penelaahan 
pustaka tentang hambatan-hambatan 
dalam perdagangan internasional 
melalui kegiatan identifikasi peratu- 
ran Internasional maupun peraturan 
perundang-undangan di Indonesia. 
Subyek dalam penelitian ini menca- 
kup para pengrajin batik dari Peka-
longan, pelaku eksportir batik, peda-
gang kerajinan dan batik asal Austra-
lia, ahli fashion (AS) serta presiden 
Craft untuk Asia Tenggara.
Untuk menjamin keabsahan data 
yang diperoleh, peneliti menggu-
nakan teknik triangulasi sumber 
yang dilaksanakan secara langsung 
dan bersamaan dengan kegiatan 
pengumpulan data primer. Analisis 
data menggunakan model Miles dan 
Huberman yang pada prinsipnya 
dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap 
yakni reduksi atau pemilahan data 
yang diperlukan untuk menjawab 
permasalahan penelitian dengan 
membuat pemaknaan terhadap data 
yang diperoleh, display/penampilan 
data secara deskriptis serta verifi-
kasi/penarikan kesimpulan.  
Hasil Penelitian dan Pembahasan
Hasil penelitian menunjukkan, 
para pengrajin/produsen, importir, 
serta serta eksportir batik baik pada 
tingkat lokal, nasional maupun inter-
nasional menghendaki agar batik 
Indonesia yang telah mendapatkan 
pengakuan UNESCO sebagai bu- 
daya takbenda dunia harus menda- 
patkan perlindungan yang memadai 
negara penghasil batik. Bentuk 
perlindungan tersebut antara lain 
melalui pembatasan syarat-syarat 
yang ketat atas impor batik dari 
negara lain. Syarat tersebut berkaitan 
dengan identitas budaya atas produk 
dengan tujuan agar ketika produk 
sampai ke tangan pembeli maka 
mereka tidak hanya menilai batik 
sekedar produk produk fisik semata 
tetapi juga makna atau nilai yang 
terkandung didalamnya. Identitas 
tersebut antara lain  mencakup ide/ 
makna motif batik, siapa pembuat- 
nya, kapan dibuatnya serta dimana 
tempat pembuatannya.  
Secara yuridis, konsep perlindu- 
ngan (safeguarding) menurut article 
2 ayat (3) Konvensi perlindungan 
budaya takbenda diartikan sebagai: 
’…safeguarding means measures 
aimed at ensuring the viability of the 
intangible heritage including the 
identification, documentation, re- 
search, preservation, protection, 
promotion, enhancement, transmis-
sion, particulary through formal and 
non formal education, as well as the 
various aspects of such heritage”. 
Fokus utama dari safeguarding 
(perlindungan dalam arti luas) diarti-
kan sebagai langkah-langkah atau 
tindakan yang bertujuan untuk men-
jamin keberlangsungan warisan tak- 
benda yang mencakup langkah iden-
tifikasi, dokumentasi, penelitian, pe- 
lestarian, proteksi, promosi, penga- 
yaan atau pengembangan, edukasi, 
pemindahan pengetahuan baik mela- 
lui pendidikan formal maupun infor-
mal.
Sebagai produk dan identitas 
budaya, beberapa daerah yang me- 
miliki sentra batik telah mengimple-
mentasikan prinsip perlindungan 
dengan pendekatan edukasi dengan 
cara mengintegrasikan pengetahuan 
dan keterampilan membatik dalam 
kurikulum terutama pada pendidikan 
dasar. Adopsi batik dalam kurikulum 
tersebut telah dilaksanakan di Solo, 
Yogyakarta, dan Pekalongan. Di 
samping kebijakan tersebut, ma- 
sing-masing pemerintah daerah 
mengeluarkan kebijakan bahwa pada 
hari-hari tertentu, Pegawai Negeri 
Sipil (PNS), siswa sekolah mulai dari 
TK, SD, SMP, hingga SMA wajib 
mengenakan pakaian batik dengan 
motif khusus daerah. Kebijakan ini 
berimplikasi pada dikenalnya dan 
terlestarikannya motif-motif tradi- 
sional oleh masyarakat khususnya 
PNS dan murid sekolah.
Pada sisi yang lain, batik telah 
berkembang menjadi industri budaya 
dan menjadi komoditas yang tidak 
hanya diperdagangkan dalam pasar 
dalam negeri tetapi juga sudah me- 
nembus pasar luar negeri. Bersandar 
pada bentuk-bentuk perlindungan 
sebagaimana disebutkan dalam kon- 
vensi tersebut, dalam setiap negara 
yang produknya sudah masuk ko- 
moditas Internasional maka negara 
yang bersangkutan diberi keluasaan 
untuk memproteksi produk dalam 
negerinya  dengan tetap memperhati-
kan kaidah-kaidah dalam perdaga- 
ngan Internasional. 
Berkaitan dengan hal tersebut, 
menurut article 2 ayat (3) adalah pro- 
teksi yang menurut kaidah Hukum 
Perdagangan Internasional (lalu- 
lintas perdagangan Internasional) 
diakomodir dalam bentuk hambatan, 
baik dalam bentuk tarif (tarrif bar- 
rier) maupun non tarif (non tariff 
barrier) yang diberlakukan terhadap 
negara lain. Hambatan tersebut men-
cakup Anti Dumping Duties (ADD), 
Contervailing Duties (CDD), dan 
Safeguard Measures, Quota, Volun-
tary Eksport Retraint, Eksport Subsi-
dy, import ban, import lisencing, go- 
vernment procurement, dan domestic 
contents. Hambatan-hambatan dalam 
perdagangan yang bersifat non tarif 
dalam praktik dan perjanjian ber- 
bagai negara mengalami perkemba- 
ngan yang kemudian disebut sebagai 
hambatan teknis perdagangan (tech-
nical barrier to trade/TBT).  
Secara spesifik, hambataan teknis 
perdagangan diatur dalam Agree-
ment on Technical Barrier  to Trade 
yang pada pokoknya mengatur 2 
(dua ) hal yakni regulasi teknis (tech-
nical regulation) dan standar/acuan 
baku termasuk pengemasan, penem-
patan merek, persyaratan pelabelan, 
persyaratan karakteristik produk, 
inspeksi, dan prosedur.
Donald A.Ball dan Wendel H. 
McCulloch (2000), restriksi dikate-
gorikan menjadi 2 (dua) jenis yakni 
restriksi dalam bentuk tarif dan res- 
triksi/hambatan dalam bentuk non 
tarif. Hambatan-hambatan dalam 
bentuk tarif meliputi bea impor (ad 
valorem, spesifik, majemuk, dan pa- 
jak variabel). Sedangkan restriksi 
dalam bentuk non tarif meliputi ham-
batan non tarif kuantitatif dan non 
kuantitatif. Hambatan non tarif kuan-
titatif mencakup kuota tingkat tarif, 
global, diskriminatif, pembatasan 
ekspor sukarela, dan peraturan tertib 
pemasaran. Hambatan non tarif non 
Haryo Aswicahyono (2008) 
membagi hambatan perdagangan ke 
dalam 3 (tiga) bentuk yakni border 
measures, beyond the border mea-
sures, serta across border measures. 
Implementasi border measures men-
cakup bentuk hambatan pada barang 
meliputi tarif, kuota, dan hambatan 
non tarif, bentuk hambatan jasa meli-
puti registrasi dan ijin serta batasan 
jumlah tenaga kerja asing, bentuk 
hambatan pada modal berupa pem-
batasan sektor tertentu yang dibuka 
bagi investasi asing dan pembatasan 
saham pihak asing, bentuk hambatan 
tenaga kerja adalah seleksi tertentu.
Implementasi beyond the border 
measures mencakup bentuk ham-
batan pada barang berupa tender oleh 
Pemerintah dan pemberlakuan pajak 
yang berbeda, bentuk hambatan pada 
jasa berupa batasan lokasi dan/atau 
jumlah kantor cabang, bentuk ham-
batan pada modal berbentuk per- 
syaratan kinerja dan batasan untuk 
mendiversifikasikan usaha, dan ben- 
tuk hambatan pada tenaga kerja 
berupa pajak atas tenaga kerja asing.
Implementasi across border mea-
sures mencakup bentuk hambatan 
pada barang berupa standar tertentu 
atas produk, bentuk hambatan pada 
jasa berupa regulasi tertentu, bentuk 
hambatan pada modal berupa pema-
jakan ganda dan pajak ditahan atas 
pendapatan perusahaan asing, se- 
dangkan bentuk hambatan pada 
tenaga kerja berupa standar kompe-
tensi tertentu. 
Hambatan pertama diatasi dengan 
pembukaan akses pasar, yang kedua 
diatasi dengan National Treatment 
yaitu peraturan yang mesyaratkan 
bahwa suatu barang atau faktor 
produksi harus menerima perlakuan 
yang sama seperti produk domestik 
dalam hal pajak dan berbagai pera-
turan lainnya. Hambatan yang ketiga 
diatasi dengan harmonisasi standar 
yang lebih dikenal dengan Harmony 
System Code (HS Code) dan peratu- 
ran antarnegara karena untuk meme- 
nuhi standar ini seringkali produsen 
asing mengalami kesulitan.
Pada ketiga bentuk hambatan 
dalam perdagangan Internasional ter- 
sebut bisa ditarik kesimpulan bahwa 
terdapat persinggungan antara 2 
(dua) hambatan yakni border cross 
yang memuat hambatan atas perda-
gangan barang dalam bentuk non 
tarrif barrier (hambatan non tarif 
dan salah satu bentuknya adalah 
hambatan teknis dalam perdagangan) 
dan across border measures yang 
memuat hambatan perdagangan 
barang berupa standar tertentu atas 
produk.    
Berdasarkan pengaturan dalam 
agreement on technical barrier to 
trade maupun kajian beberapa litera-
tur, penerapan standar tertentu atas 
produk barang, termasuk pendapat 
Donald A. Ball dan Wendel McCull-
och,  merupakan salah satu bentuk 
hambatan non tarrief. Berdasarkan 
klasifikasi hambatan perdagangan 
yang dilakukan oleh Haryo Aswica-
hyono maka batik yang dikategori-
kan sebagai barang terkena 2 (dua) 
hambatan sekaligus, yakni hambatan 
dalam bentuk border cross measures 
dan hambatan dalam bentuk across 
border measures. 
Penerapan 2 (dua) hambatan 
dalam perdagangan tersebut seba- 
gaimana mengacu pendapat Aswi-  
cahyono, menurut peneliti meng-
aburkan kepastian bentuk hambatan 
dalam perdagangan sebagaimana 
disebutkan dalam persetujuan WTO 
serta kebanyakan pendapat ahli yang 
lain. Hal tersebut disebabkan karena 
bentuk hambatan sebagaimana ter- 
muat dalam across border measures 
pada hakikatnya merupakan ham-
batan teknis perdagangan/Technical 
Barrier to Trade (TBT) yang me- 
rupakan salah jenis hambatan non 
tarrief/Non Tarrief Barrier (NTB).
Penerapan TBT terbanyak menu- 
rut catatan Haryo Aswicahyono 
(2008)  ada pada standar dan regulasi 
karena keduanya berperan penting 
dalam menjaga kualitas, keamanan, 
kesesuaian teknis, dan proses pro- 
duksi. Selaras dengan pendapat Har- 
yo, negara-negara anggota diperke-
nankan tindakan-tindakan untuk 
menjamin kualitas ekspornya, atau 
untuk perlindungan atas kehidupan 
manusia, hewan, tanaman atau  kese-
dan peralatan listrik serta kayu dan 
produk kayu. Potensi tekstil pakaian 
dan kulit mendekati batik dan akan 
dianalisis secara mendalam.
Pendekatan perlindungan terha-
dap tekstil adalah melalui proteksi 
tarif dan subsidi budget seperti yang 
diterapkan di Australia. Selandia Ba- 
ru menggunakan pendekatan penera-
pan tarif yang tinggi serta tarif spesi-
fik untuk produk tekstil, pakaian dan 
sepatu. 
Berdasarkan hasil kajian tersebut, 
pendekatan perlindungan baru dila- 
kukan terhadap tekstil, pakaian dan 
sepatu didominasi dengan menggu-
nakan pendekatan tarif. Pendekatan 
perlindungan dalam bentuk TBT 
secara khusus terhadap batik sepan-
jang pengetahuan dan upaya peneliti 
untuk mencari hasil penelitian lain 
terhadap batik belum ditemukan.
Meskipun demikian, secara khu- 
sus TBT yang yang telah diterapkan 
Pemerintah Indonesia dalam bentuk 
kewajiban labelisasi batikmark “ba- 
tik INDONESIA” baru sebatas kla- 
sifikasi batik berdasarkan kategori 
batik tulis yang ditandai dengan 
warna emas, batik cap yang ditandai 
dengan warna perak, dan batik kom-
binasi cap dan tulis yang ditandai 
dengan warna putih  yang diberlaku-
kan terhadap batik untuk ekspor. 
Mengacu pada penggalian data pri- 
mer yang telah dilakukan terhadap 
beberapa pengrajin batik di Solo, 
Imogiri, Yogyakarta, Bantul, dan 
Pekalongan, persyaratan pelabelan 
batik mark “BATIK INDONESIA” 
ternyata mendapatkan constrain atau 
perlawanan dari para pengrajin. Ala- 
sannya, kewajiban tersebut justru 
membebani para pengrajin karena 
adanya tambahan biaya pendaftaran 
(inefisiensi) karena setiap mengelu-
arkan produk baru harus langsung 
disertai dengan pendaftaran. Alasan 
lainnya adalah bahwa setiap pengra-
jin telah memiliki merek masing- 
masing. Singkatnya, perlindungan 
yang digagas pemerintah sebenarnya 
masih menjadi perdebatan dan kon- 
troversi di antara para pengrajin.
Senada dengan kebijakan peme- 
rintah pusat, di Pekalongan terjadi 
fenomena yang sama dimana Wali- 
kota Pekalongan mengeluarkan Pera-
turan Walikota Nomor 76 Tahun 
2012 tentang kewajiban pelekatan 
label batik mark “Batik Pekalongan” 
dengan pelabelan warna yang me- 
reduksi langsung dari prinsip batik-
mark “BATIK INDONESIA” yakni 
warna emas untuk batik tulis, warna 
perak untuk batik cap, dan warna 
putih untuk batik kombinasi cap dan 
tulis. Pertanyaan mendasarnya ada- 
lah bagaimana ketentuan pelabelan- 
nya apabila ekspor dilakukan atas 
batik yang berasal dari Pekalongan. 
Apakah perlu mencantumkan merek 
individu disertai merek kolektif 
(Batik Pekalongan) dan disertai pula 
dengan batikmark “BATIK INDO-
NESIA”. Kontroversi tersebut masih 
terus bergulir di masyarakat.
Kebijakan pemerintah baik Peme- 
rintah Pusat maupun Pemerintah 
Daerah sebenarnya memiliki alasan 
pembenar secara teoritis sebagaima-
na disebut dalam tabel 1 tentang 
bentuk hambatan non tarif dengan 
klasifikasi partisipasi pemerintah. 
Meskipun demikian, partisipasi pe- 
merintah yang niat utamanya adalah 
melindungi menjadi beban biaya 
ekonomi tinggi bagi para pengrajin 
serta pengusaha batik.
Penelitian kami mencoba melaku-
kan pengumpulan data primer de- 
ngan cara Focus Group Discussion 
yang melibatkan pengrajin batik, 
importir batik dari Australia, maha-
siswa, pengamat fashion yang ber- 
langsung pada tanggal 26 Mei 2014. 
Peserta mengusulkan agar diterapkan 
persyaratan pelabelan identitas buda- 
ya pada produk batik yang akan 
masuk ke Indonesia maupun yang 
akan keluar dari Indonesia merupa-
kan pilihan yang tepat sebagai bukti 
perhatian Pemerintah Indonesia 
maupun negara lain terhadap keper-
cayaan Unesco atas budaya takbenda 
yang dimiliki Indonesia. Pelabelan 
identitas tidak semata-mata hanya 
untuk memenuhi persyaratan teknis 
perdagangan, tetapi lebih pada aspek 
filosofis tentang perdagangan berba-
sis produk budaya itu sendiri. Me- 
lalui pelabelan identitas budaya ini, 
batik yang sudah menjadi komoditas  
dalam perdagangan Internasional  ti- 
dak hanya dimaknai sebagai barang/ 
produk tetapi lebih pada pemaknaan 
nilai yang terkandung di dalamnya, 
termasuk budaya dan asal-usul ma- 
syarakat pembuatnya, dan pendi-
dikan yang melekat padanya. Seba- 
gaimana praktik sosial di Indonesia, 
motif batik dikenakan sesuai dengan 
momen sosial misalnya pengantin, 
selamatan untuk bayi yang baru lahir, 
selamatan untuk bayi yang baru 
menapak tanah, acara seremonial 
tertentu, kematian dan momen sosial 
lainnya. Harapannya, saat mengena- 
kan produk batik, pembeli tidak 
terasing dari produk yang dipakainya 
tersebut dan pembelipun memahami 
makna corak atau motif pakaian 
yang dikenakannya. Ketidakterasi- 
ngan tersebut mendorong pembeli 
untuk selalu memelihara batik de- 
ngan baik tidak memperlakukan se- 
perti produk barang yang lain yang 
mengukuti kebiasaan membuang 
produk setelah usang. Berbanding 
terbalik dengan produk lain, semakin 
lama batik dipakai, maka nilai 
historisnya semakin tinggi. Pembeli 
memahami betul atas arti/makna 
motif, sejarah penciptaannya. Pen- 
jual dan pembeli tidak semata-mata 
diperantarai oleh batik sebagai ko- 
moditas tetapi mampu melakukan 
penyebaran nilai-nilai yang tidak 
hanya terbatas pada bangsa Indone-
sia akan tetapi telah merambah pada 
lingkungan dunia Internasional. 
Senyampang dengan ide pela-
belan atas batik, Alouis Nugroho 
(2005), salah satu cara yang arif 
untuk menyelamatkan batik yang 
tidak bisa lepas dari kepentingan 
industri adalah melalui proses edifi-
kasi terhadap batik yakni sebuah 
mekanisme pengidentifikasian dan 
pelabelan terhadap batik sebagai 
nomenklatur yang berfungsi sebagai 
identitas sosial budaya yang otentik. 
Proses edifikasi diserahkan kepada 
para budayawan, seniman atau stake-
holders yang menekuni kebudayaan. 
Usul Aloui, terutama sekali terkait 
pengidentifikasian batik sangat sela- 
ras dengan pesan konvensi perlind-
ungan budaya takbenda oleh UNES- 
CO dimana pengidentifikasian me- 
rupakan bagian dari upaya perlin- 
dungan. Sedangkan labelling (pela-
belan) dimaksudkan untuk menegas-
kan meskipun batik merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari 
produk komoditas, namun esensi 
budaya tetap melekat sehingga se- 
mua pihak yang terlibat dalam tran-
saksi dengan sendirinya juga sedang 
melakukan kontak budaya. 
Untuk menjamin kepastian hu- 
kum, pelabelan identitas budaya 
pada produk batik tersebut harus 
dituangkan dalam produk hukum 
teknis misalnya Peraturan Menteri 
Perdagangan (PERMENPERIND-
AG) Republik Indonesia. Peraturan 
ini merupakan salah satu bentuk 
persyaratan teknis atas persyaratan 
beredarnya produk batik, baik ke 
maupun dari Indonesia dan diperke-
nankan dalam mekanisme perdaga- 
ngan Internasional. Analog dengan 
hambatan yang diberlakukan pada 
produk makanan atau prouk pertani-
an serta produk perikanan  karena 
alasan kesehatan, keamanan maka- 
nan untuk konsumsi manusia, alasan 
keamanan lingkungan, batik yang 
merupakan salah satu komoditas 
budaya jaga harus mendapatkan 
proteksi agar kelestariannya terjaga. 
Salah satu cara melestarikan batik, di 
samping dari aspek ekonomi (batik 
bersifat tradabel atau sangat mudah 
untuk diperdagangkann) adalah pada 
aspek pemakaiannya secara rutin 
pada momen-momen sosial (aspek 
budaya) dan aspek keterterusannya 
(sustaianability) pada generasi beri-
kutnya (aspek pendidikan). Mengacu 
pada agreement on technical barrier 
to trade WTO pada putaran Uruguay, 
pada prinsipnya terdapat 2 (dua) hal 
terkait hambatan yakni bentuk dan 
tujuan. Bentuk dari TBT mencakup 
regulasi dan standar termasuk di- 
dalamnya pengemasan produk, pene-
mpelan merek, persyaratan-persyara- 
tan label, serta prosedur asesmen. 
Sedangkan tujuan TBT adalah untuk 
menjamin kualitas ekspor, mem-
proteksi kehidupan atau kesehatan 
manusia, hewan maupun tanaman 
atau untuk mencegah praktek yang 
merusak. Dilihat tujuannya, pertim-
bangan sisi budaya pada produk 
batik memang tidak mendapatkan 
pengaturan dalam persetujuan TBT. 
Namun demikian, peneliti ber- 
pendapat bahwa perlindungan mela- 
lui palabelan produk (hang tag) atas 
identitas budaya pada produk batik 
memiliki dasar legalitas pada bentuk 
TBT yang berupa regulasi dan stan-
dar, khususnya persyaratan-persya- 
ratan label (labelling requirement). 
Mengacu pada tabel 1, batik bisa 
mendapatkan perlindungan melalui 
standar dengan pelabelan juga pada 
keleluasaan pemerintah untuk meng- 
intervensi dalam kegiatan perdaga- 
ngan melalui kebijakan meskipun hal 
tersebut masih sangat jarang dilaku-
kan. Hal tersebut disebabkan karena 
fokus utama perhatian para pihak 
dalam perdagangan Internasional 
adalah pada alasan keselamatan, 
kesehatan, lingkungan, dan keaman-
an pangan. Alasan tersebut juga 
dikuatkan dengan partisipasi lang- 
sung pemerintah dalam bidang per- 
dagangan yang merupakan imple-
mentasi dari NTB. 
Menarik untuk dikaji karena salah 
satu bentuk partisipasi tersebut 
kuantitatif meliputi partisipasi Peme- 
rintah langsung dalam perdagangan, 
prosedur kepabeanan dan adminis-
tratif lainnya serta standar-standar. 
Partisipasi Pemerintah langsung be- 
rupa subsidi, membeli di dalam ne- 
geri, lisensi impor, manipulasi kurs, 
dan kandungan lokal. Prosedur kepa- 
beanan dan administratif lainnya 
meliputi klasifikasi tarif, persyaratan 
dokumentasi, dan evaluasi produk. 
Standar-standar meliputi kesehatan, 
keselamatan dan kualitas produk, 
kemasan dan pemberian label, serta 
metode pengetesan produk. Bentuk- 
bentuk hambatan dalam perdagangan 
terangkum dalam tabel berikut :
adalah adanya kewajiban “kandu- 
ngan lokal”. Dalam praktik perda-
gangan, kandungan lokal dimaknai 
bahwa produk luar negeri yang akan 
dipasarkan di Indonesia harus meng-
gunakan bahan material lokal. 
Dengan demikian, kandungan lokal 
baru diterapkan terhadap produk 
barang dan bukan pada sesuatu yang 
bersifat kasat mata (intangible) 
misalnya budaya dan adat istiadat. 
Peneliti berpendapat, pemerintah 
melalui Kementerian Perindustrian 
dan Perdagangan dapat menafsirkan 
kandungan lokal yang tidak terbatas 
pada produk barang.
Seirama dengan argumentasi ter- 
sebut serta didasarkan atas pertim-
bangan solusi dalam mensikapi ham-
batan dalam perdagangan Interna- 
sional, pendekatan penerapan ham-
batan pada produk batik mendekati 
bentuk hambatan yang ketiga yakni 
across border measures. Alasannya, 
dengan menganalogkan hambatan 
dalam bentuk standar produk sama 
dengan labelling produk, dalam hal 
ini pelabelan (hang tag) atas identi-
tas budaya pada produk batik. Solusi 
dalam mensikapi hambatan ini 
terdapat 2 (dua) peluang yakni 
harmonisasi standar dan peraturan 
antarnegara. Menurut peneliti, pem-
buatan peraturan antarnegara pemilik 
batik tentang kewajiban pelabelan 
(hang tag) atas produk batik merupa-
kan pilihan yang paling tepat meng-
ingat beberapa negara di dunia ini 
sama-sama memiliki batik. Pembua-
tan peraturan antarnegara menjadi 
pedoman bagi para negara yang 
bersangkutan dalam melakukan 
perdagangan batik secara Internasi-
onal. Harapannya tidak ada negara 
yang melakukan praktik curang 
dalam perdagangan batik serta 
memiliki sikap yang sama yakni 
sama-sama menjaga kelestarian batik 
masing-masing negara.
Weren A. Keegan (2000) mengu-
tarakan bahwa GATT sebagai 
perpanjangan tangan WTO adalah 
persetujuan antarnegara tetapi secara 
fungsional merupakan bagian dari 
ketertiban hukum domestik dari 
setiap negara. Ia berlaku sebagai 
suatu pertahanan yang dapat dibuat 
sebagai referensi oleh pemerintah 
untuk membela diri terhadap tekanan 
kelompok. Dengan demikian, semua 
peserta dalam perdagangan Interna-
sional harus menerapkan prinsip 
perdagangan secara berimbang yakni 
melindungi kepentingan nasional 
dengan tidak mengabaikan bersikap 
adil terhadap negara lain terutama 
untuk produk yang sejenis.
 
Kesimpulan
Merujuk pada hasil penelitian ini 
dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Berdasarkan praktek beberapa 
negara, pelabelan (hang tag) iden-
titas budaya pada produk batik 
merupakan pilihan yang tepat 
sebagai bentuk penerapan hala- 
ngan teknis perdagangan sepan-
jang ditetapkan oleh negara yang 
bersangkutan serta didasarkan 
atas perjanjian negara tersebut 
dengan negara lain yang meng- 
ekspor batik dan sebaliknya.
2. Sebagai bentuk perlindungan atas 
batik maka Pemerintah Indonesia 
dalam hal ini Kementerian Perin-
dustrian dan Perdagangan seba- 
iknya merumuskan hambatan tek- 
nis dimaksud secara rinci dalam 
produk hukum dan menjadikan- 
nya sebagai hambatan teknis bagi 
produk batik negara lain yang 
akan dipasarkan di Indonesia 
maupun batik dari Indonsia yang 
akan dipasarkan di negara lain. 
Dengan demikian, hambatan tek- 
nis dalam perdagangan batik 
memenuhi 2 (dua) kriteria seka-
ligus yakni melindungi produk 
batik Indonesia dengan tetap 
tidak merugikan  batik negara lain 
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hatan atau lingkungan atau untuk 
pencegahan serta praktik curang. 
Terkait dengan kewajiban pelabelan 
produk, dalam praktik perdagangan 
didominasi oleh alasan keamanan 
pangan, produk pertanian, pencega- 
han hama, alasan kesehatan maupun 
karena alasan lingkungan dan sama 
sekali tidak menyebut produk hasil 
budaya manusia.  
Berdasarkan data di WTO, pela-
belan di luar produk-produk tersebut 
baru diberlakukan pada produk 
tekstil, pakaian serta travel serta baru 
dipraktikkan oleh negara anggota 
secara terbatas. Banyak pihak yang 
mengidentikkan batik sebagai bagian 
dari tekstil sehingga pelabelan terha-
dapnya cukup terwakili oleh tekstil. 
Bidang produk kerajinan tradisional 
yang dicatatkan di GATT adalah 
tekstil. Lia Amalia ( 2007) mencatat 
10 tahun sejak tahun 2004,  perjanji-
an tekstil sangat menentukan. Nega-
ra-negara maju secara bertahap harus 
menghapuskan sistem diskriminatif 
yang melanggar GATT dan diterap-
kan terhadap negara-negara berkem-
bang seperti MFA (Multifibre Agree-
ment). Proses penghapusan ini dike-
nal pula sebagai proses pengintegra-
sian tekstil ke dalam GATT. GATT 
sendiri memasukkan pengaturan 
tekstil dalam annex (lampiran) 1 
agreement on textile and clothing 
yang dilengkapi dengan Harmonized 
Commodity Description and Coding 
System (HS Nomenclature).  Padahal 
dalam mekanisme produksi batik, 
tekstil hanyalah salah satu media 
pembuatan batik. Pengaturan WTO 
tentang pelabelan produk sebenarnya 
sangat lentur/luwes. Hal tersebut 
terbukti dari perhatian utama dalam 
Agrement on Technical Barrier to 
Trade hakikatnya adalah dalam 
bentuk regulasi teknis dan standar 
yang diatur oleh negara anggota dan 
diberlakukan terhadap negara lain 
yang memiliki kerjasama perdaga- 
ngan dengan negara yang bersangku-
tan. Donald A.Ball mengklasifikan- 
nya sebagai bentuk campur tangan 
langsung pemerintah dalam bidang 
perdagangan. Kajian lain terkait hal 
tersebut, meskipun mengkaji sisi 
persaingan usaha, tentang potensi 
produk Indonesia yang dipasarkan di 
negara-negara ASEAN antara lain 
Malaysia, Singapura, Thailand, Fili- 
pina, serta negara lain yakni Austra-
lia dan Selandia Baru mencakup 
makanan, minuman, dan tembakau, 
tekstil, pakaian, dan kulit, elektronik 
Pendahuluan
Batik Indonesia merupakan wari-
san luhur budaya masyarakat Indo-
nesia yang mendapatkan pengakuan 
Unesco pada tanggal 2 Oktober 2009 
melalui pengesahan budaya takbenda 
dunia (intangible culture heritage). 
Disamping batik, produk-produk 
budaya Indonesia juga mendapat 
perhatian UNESCO dan hingga 
tahun 2014 ini antara lain keris, 
angklung, anyaman papua, tarian 
saman dan sistem irigasi pertanian 
Sabak di Bali turut juga mendapat-
kan pengakuan. Di antara matabu-
daya tersebut, batik merupakan mata 
budaya yang paling tradable (berpo-
tensi komoditas), baik dalam pasar 
lokal, nasional maupun internasio- 
nal. Selaras dengan fakta empirik 
tersebut, Unesco mengharapkan agar 
batik benar-benar beredar dalam 
pasar internasional. Sementara itu 
disisi lain, berdasarkan data (UNES-
CO, tahun 2009) di seluruh dunia ini 
setidaknya terdapat 15 negara yang 
memiliki tradisi proses rintang war- 
na. Proses tersebut di Indonesia di- 
sempurnakan dengan penggunaan 
malam dan kemudian dinamakan 
sebagai batik sebagaimana diakomo-
dir dalam Peraturan Menteri Perin-
dustrian Nomor 74 tahun 2007 
tentang batikmark” batik INDONE-
SIA”. Banyaknya negara yang me- 
miliki tradisi proses rintang warna 
tersebut membawa konsekuensi ke- 
mungkinan peredaran batik dari 
negara lain ke Indonesia dan seba- 
liknya beredarnya batik Indonesia ke 
negara lain. 
Atas keadaan tersebut, Indonesia 
sebagai anggota WTO dituntut untuk 
menyelenggarakan pasar yang adil 
artinya memberikan perlindungan 
pada batik dalam negeri sekaligus 
bersikap tidak melakukan hal yang 
merugikan bagi batik negara lain 
yang mungkin dipasarkan di Indone-
sia. Huala Adolf (2004), mengung-
kapkan bahwa pada prinsipnya ter- 
kait dengan mekanisme perdagangan 
Internasional, General Agreement on 
Tarrif and Trade (GATT) hanya 
memperkenalkan tindakan proteksi 
terhadap industri domestik melalui 
tarif (menaikkan tingkat tarif bea 
masuk) dan tidak melalui upaya- 
upaya perdagangan lainnya (non 
tarrif commercial measures). Donald 
A.Ball dan Wendel H.McCulloch 
(2000) mendeskripsikan proteksi 
atau restriksi atau hambatan dalam 
perdagangan/bisnis Internasional da- 
lam praktek bermula pada alasan 
pertahanan nasional. Industri-indus-
tri tertentu memerlukan proteksi dari 
impor karena vital bagi pertahanan 
nasional dan harus tetap diberlaku-
kan meskipun terdapat kerugian 
secara komparatif berkenaan dengan 
para pesaing luar negeri. Adapun 
alasan-alasan lain suatu negara mela- 
kukan restriksi adalah karena untuk 
melindungi industri yang baru tum- 
buh (infant industry). Alasannya, 
dalam jangka panjang, industri itu 
akan memiliki keunggulan kompara-
tif, tetapi perusahaan-perusahaan 
yang baru tumbuh tersebut memerlu-
kan proteksi terhadap impor sampai 
angkatan kerja terlatih, teknik-teknik 
produksi dikuasai dan industri ini 
sampai mencapai skala ekonomi. 
Apabila sasaran-sasaran tersebut ter- 
penuhi, proteksi impor tidak diperlu-
kan lagi. Tanpa proteksi, sebuah 
perusahaan tidak akan mampu ber- 
tahan hidup karena impor biaya 
rendah dari para pesaing asing yang 
lebih dewasa akan menjual barang- 
barang yang lebih murah daripada 
mereka di pasar lokalnya. Proteksi 
ini dimaksudkan hanya bersifat 
sementara, akan tetapi kenyataannya 
sebuah perusahaan akan jarang me- 
ngakui telah dewasa dan tidak lagi 
memerlukan bantuan. Di samping 
alasan sebagaimana disebutkan di 
atas, restriksi juga dimaksudkan 
untuk melindungi tenaga kerja 
domestik dari tenaga asing yang 
lebih murah dengan cara memban- 
dingkan tingkat upah per jam tenaga 
asing yang lebih murah dengan yang 
dibayar di negaranya.
Hambatan tersebut tidak hanya 
dibatasi sebagai hambatan dalam 
bentuk tarif (tariff barrier) saja, akan 
tetapi juga hambatan non tarif (non 
tariff barrier). Bentuk halangan 
dalam perdagangan yang menjadi 
diskursus negara-negara anggota 
WTO adalah hambatan NTB karena 
sangat rawan untuk dijadikan dalih 
melindungi produk dalam negerinya 
dengan cara-cara curang. Meskipun 
demikian, sebagai organisasi perda-
gangan dunia, World Trade Organi-
sation (WTO) telah  mengantisipasi 
kemungkinan terjadinya hal tersebut 
dengan membolehkan negara anggo-
ta untuk melindungi produk dalam 
negerinya dengan menerapkan ham-
batan dalam perdagangan produk 
sejenis dari negara lain. 
Dalam praktek perdagangan serta 
berdasarkan kesepakatan beberapa 
negara, diberlakukan technical bar- 
rier to tariff (TBT) yang merupakan 
bagian dari NTB. Beberapa bentuk 
TBT yang lazim diberlakukan dalam 
perdagangan internasional adalah 
dalam rangka pencegahan penyeba-
ran hama, penyakit, jaminan keama- 
nan pangan, obat-obatan, hasil perta-
nian dan alasan keamanan lainnya. 
Hambatan tersebut secara teknis di- 
antaranya dilakukan melalui pela-
belan produk. 
Beberapa penelitian sebelumnya 
serta telaah kritis para ahli terkait 
hambatan no tarif untuk produk 
meliputi : penelitian dengan telaah 
kepustakaan data sekunder yang 
dilakukan, pelabelan produk tektsil 
dan pakaian baru sebatas analisis 
data sekunder seperti yang dilakukan 
oleh Aswicahyono tentang produk 
Indonesia yang berpotensi beredar di 
negara-negara Asean yang menca- 
kup tekstil, pakaian, dan kulit. Di 
luar sebagaimana disebutkan di atas, 
baru diterapkan secara sangat terba-
tas yakni pelabelan pada tekstil, pa- 
kaian, travel. Pemerintah Indonesia 
melalui Peraturan Menteri Perindus-
trian Republik Indonesia Nomor 
74/M-IND/PER/9/2007 sebenarnya 
sudah menerapkan hambatan teknis 
dalam perdagangan batik dalam 
bentuk kewajiban pelabelan Batik-
mark “batik INDONESIA”. 
Ketentuan tersebut mewajibkan 
agar batik yang akan diperdagangkan 
baik dalam pasar nasional maupun 
pasar Internasional harus mencan-
tumkan label emas (gold) untuk batik 
tulis, putih untuk batik cap serta 
perak (silver) untuk batik kombinasi 
tulis dan cap. Pada tingkat lokal, 
Pemerintah Kota Pekalongan mener-
bitkan Peraturan Walikota tahun 
2014 tentang kewajiban pelabelan 
citybranding kota Pekalongan pada 
setiap produk batik buatan warga 
Pekalongan. 
      Meskipun Pemerintah sudah 
berupaya memberikan perlindungan 
melalui mekanisme tersebut, namun, 
berdasarkan temuan penelitian tahun 
2013 (Siti Nurhayati, dkk), ketentuan 
batikmark justru membebani/me-
nimbulkan resistensi bagi para peng- 
rajin dan produsen batik. Hal terse-
but dikarenakan alasan inefisiensi 
karena pembebanan biaya pendaf- 
taran untuk setiap motif yang dicip-
takannya. Sedangkan terhadap kebi-
jakan Pemerintah Pekalongan ten- 
tang pelabelan citybranding sepan-
jang pengetahuan peneliti belum 
dilakukan penelitian yang menda-
lam. Merujuk pada hal tersebut , 
menurut peneliti masih banyak hal 
mendasar terkait hambatan teknis 
yang diterapkan yang menimbulkan 
pertanyaan bagi peneliti. Bagaima- 
nakah bentuk hambatan teknis perda-
gangan yang tepat untuk batik yang 
telah mendapatkan pengakuan seba- 
gai warisan budaya sekaligus sebagai 
produk komoditas tersebut. 
Penelitian ini bertujuan untuk 
mendeskripsikan bentuk-bentuk 
hambatan teknis dalam perdagangan 
Internasional, baik hambatan dalam 
bentuk tarrif barrier (TB) maupun 
non tarrif barrier (NTB) serta me- 
nawarkan gagasan/wacana baru ten- 
tang perlindungan batik Indonesia 
melalui pelabelan (hang tag) identi-
tas budaya pada produk batik dalam 
perdagangan Internasional.
Hasil penelitian ini diharapkan 
dapat dijadikan salah satu bahan 
pertimbangan Pemerintah dalam 
mengambil kebijakan perlindungan 
produk batik dalam negeri melalui 
penerapan hambatan teknis dalam 
perdagangan batik saat menghadapi 
masuknya produk yang sama dari 
negara lain. Untuk semua pihak yang 
memiliki minat dalam bidang 
Hukum Perdagangan Internasional 
dan keilmuan terkait, hasil penelitian 
ini dapat memperluas khasanah 
tentang perkembangan bentuk ham-
batan teknis diluar yang selama ini 
dipraktikkan dalam perdagangan 
internasional.
Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan peneli-
tian hukum normatif dengan desain 
penelitan kualitatif dengan ranca- 
ngan participatory observation. Tim 
peneliti terlibat secara aktif dalam 
langsung dalam kelompok subyek/ 
informan/partisipan. Teknik peng-
umpulan data primer melalui wa- 
wancara kelompok terarah/Focus 
Group Discussion (FGD) serta peng-
umpulan data sekunder dengan 
menggunakan metode penelaahan 
pustaka tentang hambatan-hambatan 
dalam perdagangan internasional 
melalui kegiatan identifikasi peratu- 
ran Internasional maupun peraturan 
perundang-undangan di Indonesia. 
Subyek dalam penelitian ini menca- 
kup para pengrajin batik dari Peka-
longan, pelaku eksportir batik, peda-
gang kerajinan dan batik asal Austra-
lia, ahli fashion (AS) serta presiden 
Craft untuk Asia Tenggara.
Untuk menjamin keabsahan data 
yang diperoleh, peneliti menggu-
nakan teknik triangulasi sumber 
yang dilaksanakan secara langsung 
dan bersamaan dengan kegiatan 
pengumpulan data primer. Analisis 
data menggunakan model Miles dan 
Huberman yang pada prinsipnya 
dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap 
yakni reduksi atau pemilahan data 
yang diperlukan untuk menjawab 
permasalahan penelitian dengan 
membuat pemaknaan terhadap data 
yang diperoleh, display/penampilan 
data secara deskriptis serta verifi-
kasi/penarikan kesimpulan.  
Hasil Penelitian dan Pembahasan
Hasil penelitian menunjukkan, 
para pengrajin/produsen, importir, 
serta serta eksportir batik baik pada 
tingkat lokal, nasional maupun inter-
nasional menghendaki agar batik 
Indonesia yang telah mendapatkan 
pengakuan UNESCO sebagai bu- 
daya takbenda dunia harus menda- 
patkan perlindungan yang memadai 
negara penghasil batik. Bentuk 
perlindungan tersebut antara lain 
melalui pembatasan syarat-syarat 
yang ketat atas impor batik dari 
negara lain. Syarat tersebut berkaitan 
dengan identitas budaya atas produk 
dengan tujuan agar ketika produk 
sampai ke tangan pembeli maka 
mereka tidak hanya menilai batik 
sekedar produk produk fisik semata 
tetapi juga makna atau nilai yang 
terkandung didalamnya. Identitas 
tersebut antara lain  mencakup ide/ 
makna motif batik, siapa pembuat- 
nya, kapan dibuatnya serta dimana 
tempat pembuatannya.  
Secara yuridis, konsep perlindu- 
ngan (safeguarding) menurut article 
2 ayat (3) Konvensi perlindungan 
budaya takbenda diartikan sebagai: 
’…safeguarding means measures 
aimed at ensuring the viability of the 
intangible heritage including the 
identification, documentation, re- 
search, preservation, protection, 
promotion, enhancement, transmis-
sion, particulary through formal and 
non formal education, as well as the 
various aspects of such heritage”. 
Fokus utama dari safeguarding 
(perlindungan dalam arti luas) diarti-
kan sebagai langkah-langkah atau 
tindakan yang bertujuan untuk men-
jamin keberlangsungan warisan tak- 
benda yang mencakup langkah iden-
tifikasi, dokumentasi, penelitian, pe- 
lestarian, proteksi, promosi, penga- 
yaan atau pengembangan, edukasi, 
pemindahan pengetahuan baik mela- 
lui pendidikan formal maupun infor-
mal.
Sebagai produk dan identitas 
budaya, beberapa daerah yang me- 
miliki sentra batik telah mengimple-
mentasikan prinsip perlindungan 
dengan pendekatan edukasi dengan 
cara mengintegrasikan pengetahuan 
dan keterampilan membatik dalam 
kurikulum terutama pada pendidikan 
dasar. Adopsi batik dalam kurikulum 
tersebut telah dilaksanakan di Solo, 
Yogyakarta, dan Pekalongan. Di 
samping kebijakan tersebut, ma- 
sing-masing pemerintah daerah 
mengeluarkan kebijakan bahwa pada 
hari-hari tertentu, Pegawai Negeri 
Sipil (PNS), siswa sekolah mulai dari 
TK, SD, SMP, hingga SMA wajib 
mengenakan pakaian batik dengan 
motif khusus daerah. Kebijakan ini 
berimplikasi pada dikenalnya dan 
terlestarikannya motif-motif tradi- 
sional oleh masyarakat khususnya 
PNS dan murid sekolah.
Pada sisi yang lain, batik telah 
berkembang menjadi industri budaya 
dan menjadi komoditas yang tidak 
hanya diperdagangkan dalam pasar 
dalam negeri tetapi juga sudah me- 
nembus pasar luar negeri. Bersandar 
pada bentuk-bentuk perlindungan 
sebagaimana disebutkan dalam kon- 
vensi tersebut, dalam setiap negara 
yang produknya sudah masuk ko- 
moditas Internasional maka negara 
yang bersangkutan diberi keluasaan 
untuk memproteksi produk dalam 
negerinya  dengan tetap memperhati-
kan kaidah-kaidah dalam perdaga- 
ngan Internasional. 
Berkaitan dengan hal tersebut, 
menurut article 2 ayat (3) adalah pro- 
teksi yang menurut kaidah Hukum 
Perdagangan Internasional (lalu- 
lintas perdagangan Internasional) 
diakomodir dalam bentuk hambatan, 
baik dalam bentuk tarif (tarrif bar- 
rier) maupun non tarif (non tariff 
barrier) yang diberlakukan terhadap 
negara lain. Hambatan tersebut men-
cakup Anti Dumping Duties (ADD), 
Contervailing Duties (CDD), dan 
Safeguard Measures, Quota, Volun-
tary Eksport Retraint, Eksport Subsi-
dy, import ban, import lisencing, go- 
vernment procurement, dan domestic 
contents. Hambatan-hambatan dalam 
perdagangan yang bersifat non tarif 
dalam praktik dan perjanjian ber- 
bagai negara mengalami perkemba- 
ngan yang kemudian disebut sebagai 
hambatan teknis perdagangan (tech-
nical barrier to trade/TBT).  
Secara spesifik, hambataan teknis 
perdagangan diatur dalam Agree-
ment on Technical Barrier  to Trade 
yang pada pokoknya mengatur 2 
(dua ) hal yakni regulasi teknis (tech-
nical regulation) dan standar/acuan 
baku termasuk pengemasan, penem-
patan merek, persyaratan pelabelan, 
persyaratan karakteristik produk, 
inspeksi, dan prosedur.
Donald A.Ball dan Wendel H. 
McCulloch (2000), restriksi dikate-
gorikan menjadi 2 (dua) jenis yakni 
restriksi dalam bentuk tarif dan res- 
triksi/hambatan dalam bentuk non 
tarif. Hambatan-hambatan dalam 
bentuk tarif meliputi bea impor (ad 
valorem, spesifik, majemuk, dan pa- 
jak variabel). Sedangkan restriksi 
dalam bentuk non tarif meliputi ham-
batan non tarif kuantitatif dan non 
kuantitatif. Hambatan non tarif kuan-
titatif mencakup kuota tingkat tarif, 
global, diskriminatif, pembatasan 
ekspor sukarela, dan peraturan tertib 
pemasaran. Hambatan non tarif non 
Haryo Aswicahyono (2008) 
membagi hambatan perdagangan ke 
dalam 3 (tiga) bentuk yakni border 
measures, beyond the border mea-
sures, serta across border measures. 
Implementasi border measures men-
cakup bentuk hambatan pada barang 
meliputi tarif, kuota, dan hambatan 
non tarif, bentuk hambatan jasa meli-
puti registrasi dan ijin serta batasan 
jumlah tenaga kerja asing, bentuk 
hambatan pada modal berupa pem-
batasan sektor tertentu yang dibuka 
bagi investasi asing dan pembatasan 
saham pihak asing, bentuk hambatan 
tenaga kerja adalah seleksi tertentu.
Implementasi beyond the border 
measures mencakup bentuk ham-
batan pada barang berupa tender oleh 
Pemerintah dan pemberlakuan pajak 
yang berbeda, bentuk hambatan pada 
jasa berupa batasan lokasi dan/atau 
jumlah kantor cabang, bentuk ham-
batan pada modal berbentuk per- 
syaratan kinerja dan batasan untuk 
mendiversifikasikan usaha, dan ben- 
tuk hambatan pada tenaga kerja 
berupa pajak atas tenaga kerja asing.
Implementasi across border mea-
sures mencakup bentuk hambatan 
pada barang berupa standar tertentu 
atas produk, bentuk hambatan pada 
jasa berupa regulasi tertentu, bentuk 
hambatan pada modal berupa pema-
jakan ganda dan pajak ditahan atas 
pendapatan perusahaan asing, se- 
dangkan bentuk hambatan pada 
tenaga kerja berupa standar kompe-
tensi tertentu. 
Hambatan pertama diatasi dengan 
pembukaan akses pasar, yang kedua 
diatasi dengan National Treatment 
yaitu peraturan yang mesyaratkan 
bahwa suatu barang atau faktor 
produksi harus menerima perlakuan 
yang sama seperti produk domestik 
dalam hal pajak dan berbagai pera-
turan lainnya. Hambatan yang ketiga 
diatasi dengan harmonisasi standar 
yang lebih dikenal dengan Harmony 
System Code (HS Code) dan peratu- 
ran antarnegara karena untuk meme- 
nuhi standar ini seringkali produsen 
asing mengalami kesulitan.
Pada ketiga bentuk hambatan 
dalam perdagangan Internasional ter- 
sebut bisa ditarik kesimpulan bahwa 
terdapat persinggungan antara 2 
(dua) hambatan yakni border cross 
yang memuat hambatan atas perda-
gangan barang dalam bentuk non 
tarrif barrier (hambatan non tarif 
dan salah satu bentuknya adalah 
hambatan teknis dalam perdagangan) 
dan across border measures yang 
memuat hambatan perdagangan 
barang berupa standar tertentu atas 
produk.    
Berdasarkan pengaturan dalam 
agreement on technical barrier to 
trade maupun kajian beberapa litera-
tur, penerapan standar tertentu atas 
produk barang, termasuk pendapat 
Donald A. Ball dan Wendel McCull-
och,  merupakan salah satu bentuk 
hambatan non tarrief. Berdasarkan 
klasifikasi hambatan perdagangan 
yang dilakukan oleh Haryo Aswica-
hyono maka batik yang dikategori-
kan sebagai barang terkena 2 (dua) 
hambatan sekaligus, yakni hambatan 
dalam bentuk border cross measures 
dan hambatan dalam bentuk across 
border measures. 
Penerapan 2 (dua) hambatan 
dalam perdagangan tersebut seba- 
gaimana mengacu pendapat Aswi-  
cahyono, menurut peneliti meng-
aburkan kepastian bentuk hambatan 
dalam perdagangan sebagaimana 
disebutkan dalam persetujuan WTO 
serta kebanyakan pendapat ahli yang 
lain. Hal tersebut disebabkan karena 
bentuk hambatan sebagaimana ter- 
muat dalam across border measures 
pada hakikatnya merupakan ham-
batan teknis perdagangan/Technical 
Barrier to Trade (TBT) yang me- 
rupakan salah jenis hambatan non 
tarrief/Non Tarrief Barrier (NTB).
Penerapan TBT terbanyak menu- 
rut catatan Haryo Aswicahyono 
(2008)  ada pada standar dan regulasi 
karena keduanya berperan penting 
dalam menjaga kualitas, keamanan, 
kesesuaian teknis, dan proses pro- 
duksi. Selaras dengan pendapat Har- 
yo, negara-negara anggota diperke-
nankan tindakan-tindakan untuk 
menjamin kualitas ekspornya, atau 
untuk perlindungan atas kehidupan 
manusia, hewan, tanaman atau  kese-
dan peralatan listrik serta kayu dan 
produk kayu. Potensi tekstil pakaian 
dan kulit mendekati batik dan akan 
dianalisis secara mendalam.
Pendekatan perlindungan terha-
dap tekstil adalah melalui proteksi 
tarif dan subsidi budget seperti yang 
diterapkan di Australia. Selandia Ba- 
ru menggunakan pendekatan penera-
pan tarif yang tinggi serta tarif spesi-
fik untuk produk tekstil, pakaian dan 
sepatu. 
Berdasarkan hasil kajian tersebut, 
pendekatan perlindungan baru dila- 
kukan terhadap tekstil, pakaian dan 
sepatu didominasi dengan menggu-
nakan pendekatan tarif. Pendekatan 
perlindungan dalam bentuk TBT 
secara khusus terhadap batik sepan-
jang pengetahuan dan upaya peneliti 
untuk mencari hasil penelitian lain 
terhadap batik belum ditemukan.
Meskipun demikian, secara khu- 
sus TBT yang yang telah diterapkan 
Pemerintah Indonesia dalam bentuk 
kewajiban labelisasi batikmark “ba- 
tik INDONESIA” baru sebatas kla- 
sifikasi batik berdasarkan kategori 
batik tulis yang ditandai dengan 
warna emas, batik cap yang ditandai 
dengan warna perak, dan batik kom-
binasi cap dan tulis yang ditandai 
dengan warna putih  yang diberlaku-
kan terhadap batik untuk ekspor. 
Mengacu pada penggalian data pri- 
mer yang telah dilakukan terhadap 
beberapa pengrajin batik di Solo, 
Imogiri, Yogyakarta, Bantul, dan 
Pekalongan, persyaratan pelabelan 
batik mark “BATIK INDONESIA” 
ternyata mendapatkan constrain atau 
perlawanan dari para pengrajin. Ala- 
sannya, kewajiban tersebut justru 
membebani para pengrajin karena 
adanya tambahan biaya pendaftaran 
(inefisiensi) karena setiap mengelu-
arkan produk baru harus langsung 
disertai dengan pendaftaran. Alasan 
lainnya adalah bahwa setiap pengra-
jin telah memiliki merek masing- 
masing. Singkatnya, perlindungan 
yang digagas pemerintah sebenarnya 
masih menjadi perdebatan dan kon- 
troversi di antara para pengrajin.
Senada dengan kebijakan peme- 
rintah pusat, di Pekalongan terjadi 
fenomena yang sama dimana Wali- 
kota Pekalongan mengeluarkan Pera-
turan Walikota Nomor 76 Tahun 
2012 tentang kewajiban pelekatan 
label batik mark “Batik Pekalongan” 
dengan pelabelan warna yang me- 
reduksi langsung dari prinsip batik-
mark “BATIK INDONESIA” yakni 
warna emas untuk batik tulis, warna 
perak untuk batik cap, dan warna 
putih untuk batik kombinasi cap dan 
tulis. Pertanyaan mendasarnya ada- 
lah bagaimana ketentuan pelabelan- 
nya apabila ekspor dilakukan atas 
batik yang berasal dari Pekalongan. 
Apakah perlu mencantumkan merek 
individu disertai merek kolektif 
(Batik Pekalongan) dan disertai pula 
dengan batikmark “BATIK INDO-
NESIA”. Kontroversi tersebut masih 
terus bergulir di masyarakat.
Kebijakan pemerintah baik Peme- 
rintah Pusat maupun Pemerintah 
Daerah sebenarnya memiliki alasan 
pembenar secara teoritis sebagaima-
na disebut dalam tabel 1 tentang 
bentuk hambatan non tarif dengan 
klasifikasi partisipasi pemerintah. 
Meskipun demikian, partisipasi pe- 
merintah yang niat utamanya adalah 
melindungi menjadi beban biaya 
ekonomi tinggi bagi para pengrajin 
serta pengusaha batik.
Penelitian kami mencoba melaku-
kan pengumpulan data primer de- 
ngan cara Focus Group Discussion 
yang melibatkan pengrajin batik, 
importir batik dari Australia, maha-
siswa, pengamat fashion yang ber- 
langsung pada tanggal 26 Mei 2014. 
Peserta mengusulkan agar diterapkan 
persyaratan pelabelan identitas buda- 
ya pada produk batik yang akan 
masuk ke Indonesia maupun yang 
akan keluar dari Indonesia merupa-
kan pilihan yang tepat sebagai bukti 
perhatian Pemerintah Indonesia 
maupun negara lain terhadap keper-
cayaan Unesco atas budaya takbenda 
yang dimiliki Indonesia. Pelabelan 
identitas tidak semata-mata hanya 
untuk memenuhi persyaratan teknis 
perdagangan, tetapi lebih pada aspek 
filosofis tentang perdagangan berba-
sis produk budaya itu sendiri. Me- 
lalui pelabelan identitas budaya ini, 
batik yang sudah menjadi komoditas  
dalam perdagangan Internasional  ti- 
dak hanya dimaknai sebagai barang/ 
produk tetapi lebih pada pemaknaan 
nilai yang terkandung di dalamnya, 
termasuk budaya dan asal-usul ma- 
syarakat pembuatnya, dan pendi-
dikan yang melekat padanya. Seba- 
gaimana praktik sosial di Indonesia, 
motif batik dikenakan sesuai dengan 
momen sosial misalnya pengantin, 
selamatan untuk bayi yang baru lahir, 
selamatan untuk bayi yang baru 
menapak tanah, acara seremonial 
tertentu, kematian dan momen sosial 
lainnya. Harapannya, saat mengena- 
kan produk batik, pembeli tidak 
terasing dari produk yang dipakainya 
tersebut dan pembelipun memahami 
makna corak atau motif pakaian 
yang dikenakannya. Ketidakterasi- 
ngan tersebut mendorong pembeli 
untuk selalu memelihara batik de- 
ngan baik tidak memperlakukan se- 
perti produk barang yang lain yang 
mengukuti kebiasaan membuang 
produk setelah usang. Berbanding 
terbalik dengan produk lain, semakin 
lama batik dipakai, maka nilai 
historisnya semakin tinggi. Pembeli 
memahami betul atas arti/makna 
motif, sejarah penciptaannya. Pen- 
jual dan pembeli tidak semata-mata 
diperantarai oleh batik sebagai ko- 
moditas tetapi mampu melakukan 
penyebaran nilai-nilai yang tidak 
hanya terbatas pada bangsa Indone-
sia akan tetapi telah merambah pada 
lingkungan dunia Internasional. 
Senyampang dengan ide pela-
belan atas batik, Alouis Nugroho 
(2005), salah satu cara yang arif 
untuk menyelamatkan batik yang 
tidak bisa lepas dari kepentingan 
industri adalah melalui proses edifi-
kasi terhadap batik yakni sebuah 
mekanisme pengidentifikasian dan 
pelabelan terhadap batik sebagai 
nomenklatur yang berfungsi sebagai 
identitas sosial budaya yang otentik. 
Proses edifikasi diserahkan kepada 
para budayawan, seniman atau stake-
holders yang menekuni kebudayaan. 
Usul Aloui, terutama sekali terkait 
pengidentifikasian batik sangat sela- 
ras dengan pesan konvensi perlind-
ungan budaya takbenda oleh UNES- 
CO dimana pengidentifikasian me- 
rupakan bagian dari upaya perlin- 
dungan. Sedangkan labelling (pela-
belan) dimaksudkan untuk menegas-
kan meskipun batik merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari 
produk komoditas, namun esensi 
budaya tetap melekat sehingga se- 
mua pihak yang terlibat dalam tran-
saksi dengan sendirinya juga sedang 
melakukan kontak budaya. 
Untuk menjamin kepastian hu- 
kum, pelabelan identitas budaya 
pada produk batik tersebut harus 
dituangkan dalam produk hukum 
teknis misalnya Peraturan Menteri 
Perdagangan (PERMENPERIND-
AG) Republik Indonesia. Peraturan 
ini merupakan salah satu bentuk 
persyaratan teknis atas persyaratan 
beredarnya produk batik, baik ke 
maupun dari Indonesia dan diperke-
nankan dalam mekanisme perdaga- 
ngan Internasional. Analog dengan 
hambatan yang diberlakukan pada 
produk makanan atau prouk pertani-
an serta produk perikanan  karena 
alasan kesehatan, keamanan maka- 
nan untuk konsumsi manusia, alasan 
keamanan lingkungan, batik yang 
merupakan salah satu komoditas 
budaya jaga harus mendapatkan 
proteksi agar kelestariannya terjaga. 
Salah satu cara melestarikan batik, di 
samping dari aspek ekonomi (batik 
bersifat tradabel atau sangat mudah 
untuk diperdagangkann) adalah pada 
aspek pemakaiannya secara rutin 
pada momen-momen sosial (aspek 
budaya) dan aspek keterterusannya 
(sustaianability) pada generasi beri-
kutnya (aspek pendidikan). Mengacu 
pada agreement on technical barrier 
to trade WTO pada putaran Uruguay, 
pada prinsipnya terdapat 2 (dua) hal 
terkait hambatan yakni bentuk dan 
tujuan. Bentuk dari TBT mencakup 
regulasi dan standar termasuk di- 
dalamnya pengemasan produk, pene-
mpelan merek, persyaratan-persyara- 
tan label, serta prosedur asesmen. 
Sedangkan tujuan TBT adalah untuk 
menjamin kualitas ekspor, mem-
proteksi kehidupan atau kesehatan 
manusia, hewan maupun tanaman 
atau untuk mencegah praktek yang 
merusak. Dilihat tujuannya, pertim-
bangan sisi budaya pada produk 
batik memang tidak mendapatkan 
pengaturan dalam persetujuan TBT. 
Namun demikian, peneliti ber- 
pendapat bahwa perlindungan mela- 
lui palabelan produk (hang tag) atas 
identitas budaya pada produk batik 
memiliki dasar legalitas pada bentuk 
TBT yang berupa regulasi dan stan-
dar, khususnya persyaratan-persya- 
ratan label (labelling requirement). 
Mengacu pada tabel 1, batik bisa 
mendapatkan perlindungan melalui 
standar dengan pelabelan juga pada 
keleluasaan pemerintah untuk meng- 
intervensi dalam kegiatan perdaga- 
ngan melalui kebijakan meskipun hal 
tersebut masih sangat jarang dilaku-
kan. Hal tersebut disebabkan karena 
fokus utama perhatian para pihak 
dalam perdagangan Internasional 
adalah pada alasan keselamatan, 
kesehatan, lingkungan, dan keaman-
an pangan. Alasan tersebut juga 
dikuatkan dengan partisipasi lang- 
sung pemerintah dalam bidang per- 
dagangan yang merupakan imple-
mentasi dari NTB. 
Menarik untuk dikaji karena salah 
satu bentuk partisipasi tersebut 
kuantitatif meliputi partisipasi Peme- 
rintah langsung dalam perdagangan, 
prosedur kepabeanan dan adminis-
tratif lainnya serta standar-standar. 
Partisipasi Pemerintah langsung be- 
rupa subsidi, membeli di dalam ne- 
geri, lisensi impor, manipulasi kurs, 
dan kandungan lokal. Prosedur kepa- 
beanan dan administratif lainnya 
meliputi klasifikasi tarif, persyaratan 
dokumentasi, dan evaluasi produk. 
Standar-standar meliputi kesehatan, 
keselamatan dan kualitas produk, 
kemasan dan pemberian label, serta 
metode pengetesan produk. Bentuk- 
bentuk hambatan dalam perdagangan 
terangkum dalam tabel berikut :
adalah adanya kewajiban “kandu- 
ngan lokal”. Dalam praktik perda-
gangan, kandungan lokal dimaknai 
bahwa produk luar negeri yang akan 
dipasarkan di Indonesia harus meng-
gunakan bahan material lokal. 
Dengan demikian, kandungan lokal 
baru diterapkan terhadap produk 
barang dan bukan pada sesuatu yang 
bersifat kasat mata (intangible) 
misalnya budaya dan adat istiadat. 
Peneliti berpendapat, pemerintah 
melalui Kementerian Perindustrian 
dan Perdagangan dapat menafsirkan 
kandungan lokal yang tidak terbatas 
pada produk barang.
Seirama dengan argumentasi ter- 
sebut serta didasarkan atas pertim-
bangan solusi dalam mensikapi ham-
batan dalam perdagangan Interna- 
sional, pendekatan penerapan ham-
batan pada produk batik mendekati 
bentuk hambatan yang ketiga yakni 
across border measures. Alasannya, 
dengan menganalogkan hambatan 
dalam bentuk standar produk sama 
dengan labelling produk, dalam hal 
ini pelabelan (hang tag) atas identi-
tas budaya pada produk batik. Solusi 
dalam mensikapi hambatan ini 
terdapat 2 (dua) peluang yakni 
harmonisasi standar dan peraturan 
antarnegara. Menurut peneliti, pem-
buatan peraturan antarnegara pemilik 
batik tentang kewajiban pelabelan 
(hang tag) atas produk batik merupa-
kan pilihan yang paling tepat meng-
ingat beberapa negara di dunia ini 
sama-sama memiliki batik. Pembua-
tan peraturan antarnegara menjadi 
pedoman bagi para negara yang 
bersangkutan dalam melakukan 
perdagangan batik secara Internasi-
onal. Harapannya tidak ada negara 
yang melakukan praktik curang 
dalam perdagangan batik serta 
memiliki sikap yang sama yakni 
sama-sama menjaga kelestarian batik 
masing-masing negara.
Weren A. Keegan (2000) mengu-
tarakan bahwa GATT sebagai 
perpanjangan tangan WTO adalah 
persetujuan antarnegara tetapi secara 
fungsional merupakan bagian dari 
ketertiban hukum domestik dari 
setiap negara. Ia berlaku sebagai 
suatu pertahanan yang dapat dibuat 
sebagai referensi oleh pemerintah 
untuk membela diri terhadap tekanan 
kelompok. Dengan demikian, semua 
peserta dalam perdagangan Interna-
sional harus menerapkan prinsip 
perdagangan secara berimbang yakni 
melindungi kepentingan nasional 
dengan tidak mengabaikan bersikap 
adil terhadap negara lain terutama 
untuk produk yang sejenis.
 
Kesimpulan
Merujuk pada hasil penelitian ini 
dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Berdasarkan praktek beberapa 
negara, pelabelan (hang tag) iden-
titas budaya pada produk batik 
merupakan pilihan yang tepat 
sebagai bentuk penerapan hala- 
ngan teknis perdagangan sepan-
jang ditetapkan oleh negara yang 
bersangkutan serta didasarkan 
atas perjanjian negara tersebut 
dengan negara lain yang meng- 
ekspor batik dan sebaliknya.
2. Sebagai bentuk perlindungan atas 
batik maka Pemerintah Indonesia 
dalam hal ini Kementerian Perin-
dustrian dan Perdagangan seba- 
iknya merumuskan hambatan tek- 
nis dimaksud secara rinci dalam 
produk hukum dan menjadikan- 
nya sebagai hambatan teknis bagi 
produk batik negara lain yang 
akan dipasarkan di Indonesia 
maupun batik dari Indonsia yang 
akan dipasarkan di negara lain. 
Dengan demikian, hambatan tek- 
nis dalam perdagangan batik 
memenuhi 2 (dua) kriteria seka-
ligus yakni melindungi produk 
batik Indonesia dengan tetap 
tidak merugikan  batik negara lain 
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hatan atau lingkungan atau untuk 
pencegahan serta praktik curang. 
Terkait dengan kewajiban pelabelan 
produk, dalam praktik perdagangan 
didominasi oleh alasan keamanan 
pangan, produk pertanian, pencega- 
han hama, alasan kesehatan maupun 
karena alasan lingkungan dan sama 
sekali tidak menyebut produk hasil 
budaya manusia.  
Berdasarkan data di WTO, pela-
belan di luar produk-produk tersebut 
baru diberlakukan pada produk 
tekstil, pakaian serta travel serta baru 
dipraktikkan oleh negara anggota 
secara terbatas. Banyak pihak yang 
mengidentikkan batik sebagai bagian 
dari tekstil sehingga pelabelan terha-
dapnya cukup terwakili oleh tekstil. 
Bidang produk kerajinan tradisional 
yang dicatatkan di GATT adalah 
tekstil. Lia Amalia ( 2007) mencatat 
10 tahun sejak tahun 2004,  perjanji-
an tekstil sangat menentukan. Nega-
ra-negara maju secara bertahap harus 
menghapuskan sistem diskriminatif 
yang melanggar GATT dan diterap-
kan terhadap negara-negara berkem-
bang seperti MFA (Multifibre Agree-
ment). Proses penghapusan ini dike-
nal pula sebagai proses pengintegra-
sian tekstil ke dalam GATT. GATT 
sendiri memasukkan pengaturan 
tekstil dalam annex (lampiran) 1 
agreement on textile and clothing 
yang dilengkapi dengan Harmonized 
Commodity Description and Coding 
System (HS Nomenclature).  Padahal 
dalam mekanisme produksi batik, 
tekstil hanyalah salah satu media 
pembuatan batik. Pengaturan WTO 
tentang pelabelan produk sebenarnya 
sangat lentur/luwes. Hal tersebut 
terbukti dari perhatian utama dalam 
Agrement on Technical Barrier to 
Trade hakikatnya adalah dalam 
bentuk regulasi teknis dan standar 
yang diatur oleh negara anggota dan 
diberlakukan terhadap negara lain 
yang memiliki kerjasama perdaga- 
ngan dengan negara yang bersangku-
tan. Donald A.Ball mengklasifikan- 
nya sebagai bentuk campur tangan 
langsung pemerintah dalam bidang 
perdagangan. Kajian lain terkait hal 
tersebut, meskipun mengkaji sisi 
persaingan usaha, tentang potensi 
produk Indonesia yang dipasarkan di 
negara-negara ASEAN antara lain 
Malaysia, Singapura, Thailand, Fili- 
pina, serta negara lain yakni Austra-
lia dan Selandia Baru mencakup 
makanan, minuman, dan tembakau, 
tekstil, pakaian, dan kulit, elektronik 
Pendahuluan
Batik Indonesia merupakan wari-
san luhur budaya masyarakat Indo-
nesia yang mendapatkan pengakuan 
Unesco pada tanggal 2 Oktober 2009 
melalui pengesahan budaya takbenda 
dunia (intangible culture heritage). 
Disamping batik, produk-produk 
budaya Indonesia juga mendapat 
perhatian UNESCO dan hingga 
tahun 2014 ini antara lain keris, 
angklung, anyaman papua, tarian 
saman dan sistem irigasi pertanian 
Sabak di Bali turut juga mendapat-
kan pengakuan. Di antara matabu-
daya tersebut, batik merupakan mata 
budaya yang paling tradable (berpo-
tensi komoditas), baik dalam pasar 
lokal, nasional maupun internasio- 
nal. Selaras dengan fakta empirik 
tersebut, Unesco mengharapkan agar 
batik benar-benar beredar dalam 
pasar internasional. Sementara itu 
disisi lain, berdasarkan data (UNES-
CO, tahun 2009) di seluruh dunia ini 
setidaknya terdapat 15 negara yang 
memiliki tradisi proses rintang war- 
na. Proses tersebut di Indonesia di- 
sempurnakan dengan penggunaan 
malam dan kemudian dinamakan 
sebagai batik sebagaimana diakomo-
dir dalam Peraturan Menteri Perin-
dustrian Nomor 74 tahun 2007 
tentang batikmark” batik INDONE-
SIA”. Banyaknya negara yang me- 
miliki tradisi proses rintang warna 
tersebut membawa konsekuensi ke- 
mungkinan peredaran batik dari 
negara lain ke Indonesia dan seba- 
liknya beredarnya batik Indonesia ke 
negara lain. 
Atas keadaan tersebut, Indonesia 
sebagai anggota WTO dituntut untuk 
menyelenggarakan pasar yang adil 
artinya memberikan perlindungan 
pada batik dalam negeri sekaligus 
bersikap tidak melakukan hal yang 
merugikan bagi batik negara lain 
yang mungkin dipasarkan di Indone-
sia. Huala Adolf (2004), mengung-
kapkan bahwa pada prinsipnya ter- 
kait dengan mekanisme perdagangan 
Internasional, General Agreement on 
Tarrif and Trade (GATT) hanya 
memperkenalkan tindakan proteksi 
terhadap industri domestik melalui 
tarif (menaikkan tingkat tarif bea 
masuk) dan tidak melalui upaya- 
upaya perdagangan lainnya (non 
tarrif commercial measures). Donald 
A.Ball dan Wendel H.McCulloch 
(2000) mendeskripsikan proteksi 
atau restriksi atau hambatan dalam 
perdagangan/bisnis Internasional da- 
lam praktek bermula pada alasan 
pertahanan nasional. Industri-indus-
tri tertentu memerlukan proteksi dari 
impor karena vital bagi pertahanan 
nasional dan harus tetap diberlaku-
kan meskipun terdapat kerugian 
secara komparatif berkenaan dengan 
para pesaing luar negeri. Adapun 
alasan-alasan lain suatu negara mela- 
kukan restriksi adalah karena untuk 
melindungi industri yang baru tum- 
buh (infant industry). Alasannya, 
dalam jangka panjang, industri itu 
akan memiliki keunggulan kompara-
tif, tetapi perusahaan-perusahaan 
yang baru tumbuh tersebut memerlu-
kan proteksi terhadap impor sampai 
angkatan kerja terlatih, teknik-teknik 
produksi dikuasai dan industri ini 
sampai mencapai skala ekonomi. 
Apabila sasaran-sasaran tersebut ter- 
penuhi, proteksi impor tidak diperlu-
kan lagi. Tanpa proteksi, sebuah 
perusahaan tidak akan mampu ber- 
tahan hidup karena impor biaya 
rendah dari para pesaing asing yang 
lebih dewasa akan menjual barang- 
barang yang lebih murah daripada 
mereka di pasar lokalnya. Proteksi 
ini dimaksudkan hanya bersifat 
sementara, akan tetapi kenyataannya 
sebuah perusahaan akan jarang me- 
ngakui telah dewasa dan tidak lagi 
memerlukan bantuan. Di samping 
alasan sebagaimana disebutkan di 
atas, restriksi juga dimaksudkan 
untuk melindungi tenaga kerja 
domestik dari tenaga asing yang 
lebih murah dengan cara memban- 
dingkan tingkat upah per jam tenaga 
asing yang lebih murah dengan yang 
dibayar di negaranya.
Hambatan tersebut tidak hanya 
dibatasi sebagai hambatan dalam 
bentuk tarif (tariff barrier) saja, akan 
tetapi juga hambatan non tarif (non 
tariff barrier). Bentuk halangan 
dalam perdagangan yang menjadi 
diskursus negara-negara anggota 
WTO adalah hambatan NTB karena 
sangat rawan untuk dijadikan dalih 
melindungi produk dalam negerinya 
dengan cara-cara curang. Meskipun 
demikian, sebagai organisasi perda-
gangan dunia, World Trade Organi-
sation (WTO) telah  mengantisipasi 
kemungkinan terjadinya hal tersebut 
dengan membolehkan negara anggo-
ta untuk melindungi produk dalam 
negerinya dengan menerapkan ham-
batan dalam perdagangan produk 
sejenis dari negara lain. 
Dalam praktek perdagangan serta 
berdasarkan kesepakatan beberapa 
negara, diberlakukan technical bar- 
rier to tariff (TBT) yang merupakan 
bagian dari NTB. Beberapa bentuk 
TBT yang lazim diberlakukan dalam 
perdagangan internasional adalah 
dalam rangka pencegahan penyeba-
ran hama, penyakit, jaminan keama- 
nan pangan, obat-obatan, hasil perta-
nian dan alasan keamanan lainnya. 
Hambatan tersebut secara teknis di- 
antaranya dilakukan melalui pela-
belan produk. 
Beberapa penelitian sebelumnya 
serta telaah kritis para ahli terkait 
hambatan no tarif untuk produk 
meliputi : penelitian dengan telaah 
kepustakaan data sekunder yang 
dilakukan, pelabelan produk tektsil 
dan pakaian baru sebatas analisis 
data sekunder seperti yang dilakukan 
oleh Aswicahyono tentang produk 
Indonesia yang berpotensi beredar di 
negara-negara Asean yang menca- 
kup tekstil, pakaian, dan kulit. Di 
luar sebagaimana disebutkan di atas, 
baru diterapkan secara sangat terba-
tas yakni pelabelan pada tekstil, pa- 
kaian, travel. Pemerintah Indonesia 
melalui Peraturan Menteri Perindus-
trian Republik Indonesia Nomor 
74/M-IND/PER/9/2007 sebenarnya 
sudah menerapkan hambatan teknis 
dalam perdagangan batik dalam 
bentuk kewajiban pelabelan Batik-
mark “batik INDONESIA”. 
Ketentuan tersebut mewajibkan 
agar batik yang akan diperdagangkan 
baik dalam pasar nasional maupun 
pasar Internasional harus mencan-
tumkan label emas (gold) untuk batik 
tulis, putih untuk batik cap serta 
perak (silver) untuk batik kombinasi 
tulis dan cap. Pada tingkat lokal, 
Pemerintah Kota Pekalongan mener-
bitkan Peraturan Walikota tahun 
2014 tentang kewajiban pelabelan 
citybranding kota Pekalongan pada 
setiap produk batik buatan warga 
Pekalongan. 
      Meskipun Pemerintah sudah 
berupaya memberikan perlindungan 
melalui mekanisme tersebut, namun, 
berdasarkan temuan penelitian tahun 
2013 (Siti Nurhayati, dkk), ketentuan 
batikmark justru membebani/me-
nimbulkan resistensi bagi para peng- 
rajin dan produsen batik. Hal terse-
but dikarenakan alasan inefisiensi 
karena pembebanan biaya pendaf- 
taran untuk setiap motif yang dicip-
takannya. Sedangkan terhadap kebi-
jakan Pemerintah Pekalongan ten- 
tang pelabelan citybranding sepan-
jang pengetahuan peneliti belum 
dilakukan penelitian yang menda-
lam. Merujuk pada hal tersebut , 
menurut peneliti masih banyak hal 
mendasar terkait hambatan teknis 
yang diterapkan yang menimbulkan 
pertanyaan bagi peneliti. Bagaima- 
nakah bentuk hambatan teknis perda-
gangan yang tepat untuk batik yang 
telah mendapatkan pengakuan seba- 
gai warisan budaya sekaligus sebagai 
produk komoditas tersebut. 
Penelitian ini bertujuan untuk 
mendeskripsikan bentuk-bentuk 
hambatan teknis dalam perdagangan 
Internasional, baik hambatan dalam 
bentuk tarrif barrier (TB) maupun 
non tarrif barrier (NTB) serta me- 
nawarkan gagasan/wacana baru ten- 
tang perlindungan batik Indonesia 
melalui pelabelan (hang tag) identi-
tas budaya pada produk batik dalam 
perdagangan Internasional.
Hasil penelitian ini diharapkan 
dapat dijadikan salah satu bahan 
pertimbangan Pemerintah dalam 
mengambil kebijakan perlindungan 
produk batik dalam negeri melalui 
penerapan hambatan teknis dalam 
perdagangan batik saat menghadapi 
masuknya produk yang sama dari 
negara lain. Untuk semua pihak yang 
memiliki minat dalam bidang 
Hukum Perdagangan Internasional 
dan keilmuan terkait, hasil penelitian 
ini dapat memperluas khasanah 
tentang perkembangan bentuk ham-
batan teknis diluar yang selama ini 
dipraktikkan dalam perdagangan 
internasional.
Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan peneli-
tian hukum normatif dengan desain 
penelitan kualitatif dengan ranca- 
ngan participatory observation. Tim 
peneliti terlibat secara aktif dalam 
langsung dalam kelompok subyek/ 
informan/partisipan. Teknik peng-
umpulan data primer melalui wa- 
wancara kelompok terarah/Focus 
Group Discussion (FGD) serta peng-
umpulan data sekunder dengan 
menggunakan metode penelaahan 
pustaka tentang hambatan-hambatan 
dalam perdagangan internasional 
melalui kegiatan identifikasi peratu- 
ran Internasional maupun peraturan 
perundang-undangan di Indonesia. 
Subyek dalam penelitian ini menca- 
kup para pengrajin batik dari Peka-
longan, pelaku eksportir batik, peda-
gang kerajinan dan batik asal Austra-
lia, ahli fashion (AS) serta presiden 
Craft untuk Asia Tenggara.
Untuk menjamin keabsahan data 
yang diperoleh, peneliti menggu-
nakan teknik triangulasi sumber 
yang dilaksanakan secara langsung 
dan bersamaan dengan kegiatan 
pengumpulan data primer. Analisis 
data menggunakan model Miles dan 
Huberman yang pada prinsipnya 
dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap 
yakni reduksi atau pemilahan data 
yang diperlukan untuk menjawab 
permasalahan penelitian dengan 
membuat pemaknaan terhadap data 
yang diperoleh, display/penampilan 
data secara deskriptis serta verifi-
kasi/penarikan kesimpulan.  
Hasil Penelitian dan Pembahasan
Hasil penelitian menunjukkan, 
para pengrajin/produsen, importir, 
serta serta eksportir batik baik pada 
tingkat lokal, nasional maupun inter-
nasional menghendaki agar batik 
Indonesia yang telah mendapatkan 
pengakuan UNESCO sebagai bu- 
daya takbenda dunia harus menda- 
patkan perlindungan yang memadai 
negara penghasil batik. Bentuk 
perlindungan tersebut antara lain 
melalui pembatasan syarat-syarat 
yang ketat atas impor batik dari 
negara lain. Syarat tersebut berkaitan 
dengan identitas budaya atas produk 
dengan tujuan agar ketika produk 
sampai ke tangan pembeli maka 
mereka tidak hanya menilai batik 
sekedar produk produk fisik semata 
tetapi juga makna atau nilai yang 
terkandung didalamnya. Identitas 
tersebut antara lain  mencakup ide/ 
makna motif batik, siapa pembuat- 
nya, kapan dibuatnya serta dimana 
tempat pembuatannya.  
Secara yuridis, konsep perlindu- 
ngan (safeguarding) menurut article 
2 ayat (3) Konvensi perlindungan 
budaya takbenda diartikan sebagai: 
’…safeguarding means measures 
aimed at ensuring the viability of the 
intangible heritage including the 
identification, documentation, re- 
search, preservation, protection, 
promotion, enhancement, transmis-
sion, particulary through formal and 
non formal education, as well as the 
various aspects of such heritage”. 
Fokus utama dari safeguarding 
(perlindungan dalam arti luas) diarti-
kan sebagai langkah-langkah atau 
tindakan yang bertujuan untuk men-
jamin keberlangsungan warisan tak- 
benda yang mencakup langkah iden-
tifikasi, dokumentasi, penelitian, pe- 
lestarian, proteksi, promosi, penga- 
yaan atau pengembangan, edukasi, 
pemindahan pengetahuan baik mela- 
lui pendidikan formal maupun infor-
mal.
Sebagai produk dan identitas 
budaya, beberapa daerah yang me- 
miliki sentra batik telah mengimple-
mentasikan prinsip perlindungan 
dengan pendekatan edukasi dengan 
cara mengintegrasikan pengetahuan 
dan keterampilan membatik dalam 
kurikulum terutama pada pendidikan 
dasar. Adopsi batik dalam kurikulum 
tersebut telah dilaksanakan di Solo, 
Yogyakarta, dan Pekalongan. Di 
samping kebijakan tersebut, ma- 
sing-masing pemerintah daerah 
mengeluarkan kebijakan bahwa pada 
hari-hari tertentu, Pegawai Negeri 
Sipil (PNS), siswa sekolah mulai dari 
TK, SD, SMP, hingga SMA wajib 
mengenakan pakaian batik dengan 
motif khusus daerah. Kebijakan ini 
berimplikasi pada dikenalnya dan 
terlestarikannya motif-motif tradi- 
sional oleh masyarakat khususnya 
PNS dan murid sekolah.
Pada sisi yang lain, batik telah 
berkembang menjadi industri budaya 
dan menjadi komoditas yang tidak 
hanya diperdagangkan dalam pasar 
dalam negeri tetapi juga sudah me- 
nembus pasar luar negeri. Bersandar 
pada bentuk-bentuk perlindungan 
sebagaimana disebutkan dalam kon- 
vensi tersebut, dalam setiap negara 
yang produknya sudah masuk ko- 
moditas Internasional maka negara 
yang bersangkutan diberi keluasaan 
untuk memproteksi produk dalam 
negerinya  dengan tetap memperhati-
kan kaidah-kaidah dalam perdaga- 
ngan Internasional. 
Berkaitan dengan hal tersebut, 
menurut article 2 ayat (3) adalah pro- 
teksi yang menurut kaidah Hukum 
Perdagangan Internasional (lalu- 
lintas perdagangan Internasional) 
diakomodir dalam bentuk hambatan, 
baik dalam bentuk tarif (tarrif bar- 
rier) maupun non tarif (non tariff 
barrier) yang diberlakukan terhadap 
negara lain. Hambatan tersebut men-
cakup Anti Dumping Duties (ADD), 
Contervailing Duties (CDD), dan 
Safeguard Measures, Quota, Volun-
tary Eksport Retraint, Eksport Subsi-
dy, import ban, import lisencing, go- 
vernment procurement, dan domestic 
contents. Hambatan-hambatan dalam 
perdagangan yang bersifat non tarif 
dalam praktik dan perjanjian ber- 
bagai negara mengalami perkemba- 
ngan yang kemudian disebut sebagai 
hambatan teknis perdagangan (tech-
nical barrier to trade/TBT).  
Secara spesifik, hambataan teknis 
perdagangan diatur dalam Agree-
ment on Technical Barrier  to Trade 
yang pada pokoknya mengatur 2 
(dua ) hal yakni regulasi teknis (tech-
nical regulation) dan standar/acuan 
baku termasuk pengemasan, penem-
patan merek, persyaratan pelabelan, 
persyaratan karakteristik produk, 
inspeksi, dan prosedur.
Donald A.Ball dan Wendel H. 
McCulloch (2000), restriksi dikate-
gorikan menjadi 2 (dua) jenis yakni 
restriksi dalam bentuk tarif dan res- 
triksi/hambatan dalam bentuk non 
tarif. Hambatan-hambatan dalam 
bentuk tarif meliputi bea impor (ad 
valorem, spesifik, majemuk, dan pa- 
jak variabel). Sedangkan restriksi 
dalam bentuk non tarif meliputi ham-
batan non tarif kuantitatif dan non 
kuantitatif. Hambatan non tarif kuan-
titatif mencakup kuota tingkat tarif, 
global, diskriminatif, pembatasan 
ekspor sukarela, dan peraturan tertib 
pemasaran. Hambatan non tarif non 
Haryo Aswicahyono (2008) 
membagi hambatan perdagangan ke 
dalam 3 (tiga) bentuk yakni border 
measures, beyond the border mea-
sures, serta across border measures. 
Implementasi border measures men-
cakup bentuk hambatan pada barang 
meliputi tarif, kuota, dan hambatan 
non tarif, bentuk hambatan jasa meli-
puti registrasi dan ijin serta batasan 
jumlah tenaga kerja asing, bentuk 
hambatan pada modal berupa pem-
batasan sektor tertentu yang dibuka 
bagi investasi asing dan pembatasan 
saham pihak asing, bentuk hambatan 
tenaga kerja adalah seleksi tertentu.
Implementasi beyond the border 
measures mencakup bentuk ham-
batan pada barang berupa tender oleh 
Pemerintah dan pemberlakuan pajak 
yang berbeda, bentuk hambatan pada 
jasa berupa batasan lokasi dan/atau 
jumlah kantor cabang, bentuk ham-
batan pada modal berbentuk per- 
syaratan kinerja dan batasan untuk 
mendiversifikasikan usaha, dan ben- 
tuk hambatan pada tenaga kerja 
berupa pajak atas tenaga kerja asing.
Implementasi across border mea-
sures mencakup bentuk hambatan 
pada barang berupa standar tertentu 
atas produk, bentuk hambatan pada 
jasa berupa regulasi tertentu, bentuk 
hambatan pada modal berupa pema-
jakan ganda dan pajak ditahan atas 
pendapatan perusahaan asing, se- 
dangkan bentuk hambatan pada 
tenaga kerja berupa standar kompe-
tensi tertentu. 
Hambatan pertama diatasi dengan 
pembukaan akses pasar, yang kedua 
diatasi dengan National Treatment 
yaitu peraturan yang mesyaratkan 
bahwa suatu barang atau faktor 
produksi harus menerima perlakuan 
yang sama seperti produk domestik 
dalam hal pajak dan berbagai pera-
turan lainnya. Hambatan yang ketiga 
diatasi dengan harmonisasi standar 
yang lebih dikenal dengan Harmony 
System Code (HS Code) dan peratu- 
ran antarnegara karena untuk meme- 
nuhi standar ini seringkali produsen 
asing mengalami kesulitan.
Pada ketiga bentuk hambatan 
dalam perdagangan Internasional ter- 
sebut bisa ditarik kesimpulan bahwa 
terdapat persinggungan antara 2 
(dua) hambatan yakni border cross 
yang memuat hambatan atas perda-
gangan barang dalam bentuk non 
tarrif barrier (hambatan non tarif 
dan salah satu bentuknya adalah 
hambatan teknis dalam perdagangan) 
dan across border measures yang 
memuat hambatan perdagangan 
barang berupa standar tertentu atas 
produk.    
Berdasarkan pengaturan dalam 
agreement on technical barrier to 
trade maupun kajian beberapa litera-
tur, penerapan standar tertentu atas 
produk barang, termasuk pendapat 
Donald A. Ball dan Wendel McCull-
och,  merupakan salah satu bentuk 
hambatan non tarrief. Berdasarkan 
klasifikasi hambatan perdagangan 
yang dilakukan oleh Haryo Aswica-
hyono maka batik yang dikategori-
kan sebagai barang terkena 2 (dua) 
hambatan sekaligus, yakni hambatan 
dalam bentuk border cross measures 
dan hambatan dalam bentuk across 
border measures. 
Penerapan 2 (dua) hambatan 
dalam perdagangan tersebut seba- 
gaimana mengacu pendapat Aswi-  
cahyono, menurut peneliti meng-
aburkan kepastian bentuk hambatan 
dalam perdagangan sebagaimana 
disebutkan dalam persetujuan WTO 
serta kebanyakan pendapat ahli yang 
lain. Hal tersebut disebabkan karena 
bentuk hambatan sebagaimana ter- 
muat dalam across border measures 
pada hakikatnya merupakan ham-
batan teknis perdagangan/Technical 
Barrier to Trade (TBT) yang me- 
rupakan salah jenis hambatan non 
tarrief/Non Tarrief Barrier (NTB).
Penerapan TBT terbanyak menu- 
rut catatan Haryo Aswicahyono 
(2008)  ada pada standar dan regulasi 
karena keduanya berperan penting 
dalam menjaga kualitas, keamanan, 
kesesuaian teknis, dan proses pro- 
duksi. Selaras dengan pendapat Har- 
yo, negara-negara anggota diperke-
nankan tindakan-tindakan untuk 
menjamin kualitas ekspornya, atau 
untuk perlindungan atas kehidupan 
manusia, hewan, tanaman atau  kese-
dan peralatan listrik serta kayu dan 
produk kayu. Potensi tekstil pakaian 
dan kulit mendekati batik dan akan 
dianalisis secara mendalam.
Pendekatan perlindungan terha-
dap tekstil adalah melalui proteksi 
tarif dan subsidi budget seperti yang 
diterapkan di Australia. Selandia Ba- 
ru menggunakan pendekatan penera-
pan tarif yang tinggi serta tarif spesi-
fik untuk produk tekstil, pakaian dan 
sepatu. 
Berdasarkan hasil kajian tersebut, 
pendekatan perlindungan baru dila- 
kukan terhadap tekstil, pakaian dan 
sepatu didominasi dengan menggu-
nakan pendekatan tarif. Pendekatan 
perlindungan dalam bentuk TBT 
secara khusus terhadap batik sepan-
jang pengetahuan dan upaya peneliti 
untuk mencari hasil penelitian lain 
terhadap batik belum ditemukan.
Meskipun demikian, secara khu- 
sus TBT yang yang telah diterapkan 
Pemerintah Indonesia dalam bentuk 
kewajiban labelisasi batikmark “ba- 
tik INDONESIA” baru sebatas kla- 
sifikasi batik berdasarkan kategori 
batik tulis yang ditandai dengan 
warna emas, batik cap yang ditandai 
dengan warna perak, dan batik kom-
binasi cap dan tulis yang ditandai 
dengan warna putih  yang diberlaku-
kan terhadap batik untuk ekspor. 
Mengacu pada penggalian data pri- 
mer yang telah dilakukan terhadap 
beberapa pengrajin batik di Solo, 
Imogiri, Yogyakarta, Bantul, dan 
Pekalongan, persyaratan pelabelan 
batik mark “BATIK INDONESIA” 
ternyata mendapatkan constrain atau 
perlawanan dari para pengrajin. Ala- 
sannya, kewajiban tersebut justru 
membebani para pengrajin karena 
adanya tambahan biaya pendaftaran 
(inefisiensi) karena setiap mengelu-
arkan produk baru harus langsung 
disertai dengan pendaftaran. Alasan 
lainnya adalah bahwa setiap pengra-
jin telah memiliki merek masing- 
masing. Singkatnya, perlindungan 
yang digagas pemerintah sebenarnya 
masih menjadi perdebatan dan kon- 
troversi di antara para pengrajin.
Senada dengan kebijakan peme- 
rintah pusat, di Pekalongan terjadi 
fenomena yang sama dimana Wali- 
kota Pekalongan mengeluarkan Pera-
turan Walikota Nomor 76 Tahun 
2012 tentang kewajiban pelekatan 
label batik mark “Batik Pekalongan” 
dengan pelabelan warna yang me- 
reduksi langsung dari prinsip batik-
mark “BATIK INDONESIA” yakni 
warna emas untuk batik tulis, warna 
perak untuk batik cap, dan warna 
putih untuk batik kombinasi cap dan 
tulis. Pertanyaan mendasarnya ada- 
lah bagaimana ketentuan pelabelan- 
nya apabila ekspor dilakukan atas 
batik yang berasal dari Pekalongan. 
Apakah perlu mencantumkan merek 
individu disertai merek kolektif 
(Batik Pekalongan) dan disertai pula 
dengan batikmark “BATIK INDO-
NESIA”. Kontroversi tersebut masih 
terus bergulir di masyarakat.
Kebijakan pemerintah baik Peme- 
rintah Pusat maupun Pemerintah 
Daerah sebenarnya memiliki alasan 
pembenar secara teoritis sebagaima-
na disebut dalam tabel 1 tentang 
bentuk hambatan non tarif dengan 
klasifikasi partisipasi pemerintah. 
Meskipun demikian, partisipasi pe- 
merintah yang niat utamanya adalah 
melindungi menjadi beban biaya 
ekonomi tinggi bagi para pengrajin 
serta pengusaha batik.
Penelitian kami mencoba melaku-
kan pengumpulan data primer de- 
ngan cara Focus Group Discussion 
yang melibatkan pengrajin batik, 
importir batik dari Australia, maha-
siswa, pengamat fashion yang ber- 
langsung pada tanggal 26 Mei 2014. 
Peserta mengusulkan agar diterapkan 
persyaratan pelabelan identitas buda- 
ya pada produk batik yang akan 
masuk ke Indonesia maupun yang 
akan keluar dari Indonesia merupa-
kan pilihan yang tepat sebagai bukti 
perhatian Pemerintah Indonesia 
maupun negara lain terhadap keper-
cayaan Unesco atas budaya takbenda 
yang dimiliki Indonesia. Pelabelan 
identitas tidak semata-mata hanya 
untuk memenuhi persyaratan teknis 
perdagangan, tetapi lebih pada aspek 
filosofis tentang perdagangan berba-
sis produk budaya itu sendiri. Me- 
lalui pelabelan identitas budaya ini, 
batik yang sudah menjadi komoditas  
dalam perdagangan Internasional  ti- 
dak hanya dimaknai sebagai barang/ 
produk tetapi lebih pada pemaknaan 
nilai yang terkandung di dalamnya, 
termasuk budaya dan asal-usul ma- 
syarakat pembuatnya, dan pendi-
dikan yang melekat padanya. Seba- 
gaimana praktik sosial di Indonesia, 
motif batik dikenakan sesuai dengan 
momen sosial misalnya pengantin, 
selamatan untuk bayi yang baru lahir, 
selamatan untuk bayi yang baru 
menapak tanah, acara seremonial 
tertentu, kematian dan momen sosial 
lainnya. Harapannya, saat mengena- 
kan produk batik, pembeli tidak 
terasing dari produk yang dipakainya 
tersebut dan pembelipun memahami 
makna corak atau motif pakaian 
yang dikenakannya. Ketidakterasi- 
ngan tersebut mendorong pembeli 
untuk selalu memelihara batik de- 
ngan baik tidak memperlakukan se- 
perti produk barang yang lain yang 
mengukuti kebiasaan membuang 
produk setelah usang. Berbanding 
terbalik dengan produk lain, semakin 
lama batik dipakai, maka nilai 
historisnya semakin tinggi. Pembeli 
memahami betul atas arti/makna 
motif, sejarah penciptaannya. Pen- 
jual dan pembeli tidak semata-mata 
diperantarai oleh batik sebagai ko- 
moditas tetapi mampu melakukan 
penyebaran nilai-nilai yang tidak 
hanya terbatas pada bangsa Indone-
sia akan tetapi telah merambah pada 
lingkungan dunia Internasional. 
Senyampang dengan ide pela-
belan atas batik, Alouis Nugroho 
(2005), salah satu cara yang arif 
untuk menyelamatkan batik yang 
tidak bisa lepas dari kepentingan 
industri adalah melalui proses edifi-
kasi terhadap batik yakni sebuah 
mekanisme pengidentifikasian dan 
pelabelan terhadap batik sebagai 
nomenklatur yang berfungsi sebagai 
identitas sosial budaya yang otentik. 
Proses edifikasi diserahkan kepada 
para budayawan, seniman atau stake-
holders yang menekuni kebudayaan. 
Usul Aloui, terutama sekali terkait 
pengidentifikasian batik sangat sela- 
ras dengan pesan konvensi perlind-
ungan budaya takbenda oleh UNES- 
CO dimana pengidentifikasian me- 
rupakan bagian dari upaya perlin- 
dungan. Sedangkan labelling (pela-
belan) dimaksudkan untuk menegas-
kan meskipun batik merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari 
produk komoditas, namun esensi 
budaya tetap melekat sehingga se- 
mua pihak yang terlibat dalam tran-
saksi dengan sendirinya juga sedang 
melakukan kontak budaya. 
Untuk menjamin kepastian hu- 
kum, pelabelan identitas budaya 
pada produk batik tersebut harus 
dituangkan dalam produk hukum 
teknis misalnya Peraturan Menteri 
Perdagangan (PERMENPERIND-
AG) Republik Indonesia. Peraturan 
ini merupakan salah satu bentuk 
persyaratan teknis atas persyaratan 
beredarnya produk batik, baik ke 
maupun dari Indonesia dan diperke-
nankan dalam mekanisme perdaga- 
ngan Internasional. Analog dengan 
hambatan yang diberlakukan pada 
produk makanan atau prouk pertani-
an serta produk perikanan  karena 
alasan kesehatan, keamanan maka- 
nan untuk konsumsi manusia, alasan 
keamanan lingkungan, batik yang 
merupakan salah satu komoditas 
budaya jaga harus mendapatkan 
proteksi agar kelestariannya terjaga. 
Salah satu cara melestarikan batik, di 
samping dari aspek ekonomi (batik 
bersifat tradabel atau sangat mudah 
untuk diperdagangkann) adalah pada 
aspek pemakaiannya secara rutin 
pada momen-momen sosial (aspek 
budaya) dan aspek keterterusannya 
(sustaianability) pada generasi beri-
kutnya (aspek pendidikan). Mengacu 
pada agreement on technical barrier 
to trade WTO pada putaran Uruguay, 
pada prinsipnya terdapat 2 (dua) hal 
terkait hambatan yakni bentuk dan 
tujuan. Bentuk dari TBT mencakup 
regulasi dan standar termasuk di- 
dalamnya pengemasan produk, pene-
mpelan merek, persyaratan-persyara- 
tan label, serta prosedur asesmen. 
Sedangkan tujuan TBT adalah untuk 
menjamin kualitas ekspor, mem-
proteksi kehidupan atau kesehatan 
manusia, hewan maupun tanaman 
atau untuk mencegah praktek yang 
merusak. Dilihat tujuannya, pertim-
bangan sisi budaya pada produk 
batik memang tidak mendapatkan 
pengaturan dalam persetujuan TBT. 
Namun demikian, peneliti ber- 
pendapat bahwa perlindungan mela- 
lui palabelan produk (hang tag) atas 
identitas budaya pada produk batik 
memiliki dasar legalitas pada bentuk 
TBT yang berupa regulasi dan stan-
dar, khususnya persyaratan-persya- 
ratan label (labelling requirement). 
Mengacu pada tabel 1, batik bisa 
mendapatkan perlindungan melalui 
standar dengan pelabelan juga pada 
keleluasaan pemerintah untuk meng- 
intervensi dalam kegiatan perdaga- 
ngan melalui kebijakan meskipun hal 
tersebut masih sangat jarang dilaku-
kan. Hal tersebut disebabkan karena 
fokus utama perhatian para pihak 
dalam perdagangan Internasional 
adalah pada alasan keselamatan, 
kesehatan, lingkungan, dan keaman-
an pangan. Alasan tersebut juga 
dikuatkan dengan partisipasi lang- 
sung pemerintah dalam bidang per- 
dagangan yang merupakan imple-
mentasi dari NTB. 
Menarik untuk dikaji karena salah 
satu bentuk partisipasi tersebut 
kuantitatif meliputi partisipasi Peme- 
rintah langsung dalam perdagangan, 
prosedur kepabeanan dan adminis-
tratif lainnya serta standar-standar. 
Partisipasi Pemerintah langsung be- 
rupa subsidi, membeli di dalam ne- 
geri, lisensi impor, manipulasi kurs, 
dan kandungan lokal. Prosedur kepa- 
beanan dan administratif lainnya 
meliputi klasifikasi tarif, persyaratan 
dokumentasi, dan evaluasi produk. 
Standar-standar meliputi kesehatan, 
keselamatan dan kualitas produk, 
kemasan dan pemberian label, serta 
metode pengetesan produk. Bentuk- 
bentuk hambatan dalam perdagangan 
terangkum dalam tabel berikut :
adalah adanya kewajiban “kandu- 
ngan lokal”. Dalam praktik perda-
gangan, kandungan lokal dimaknai 
bahwa produk luar negeri yang akan 
dipasarkan di Indonesia harus meng-
gunakan bahan material lokal. 
Dengan demikian, kandungan lokal 
baru diterapkan terhadap produk 
barang dan bukan pada sesuatu yang 
bersifat kasat mata (intangible) 
misalnya budaya dan adat istiadat. 
Peneliti berpendapat, pemerintah 
melalui Kementerian Perindustrian 
dan Perdagangan dapat menafsirkan 
kandungan lokal yang tidak terbatas 
pada produk barang.
Seirama dengan argumentasi ter- 
sebut serta didasarkan atas pertim-
bangan solusi dalam mensikapi ham-
batan dalam perdagangan Interna- 
sional, pendekatan penerapan ham-
batan pada produk batik mendekati 
bentuk hambatan yang ketiga yakni 
across border measures. Alasannya, 
dengan menganalogkan hambatan 
dalam bentuk standar produk sama 
dengan labelling produk, dalam hal 
ini pelabelan (hang tag) atas identi-
tas budaya pada produk batik. Solusi 
dalam mensikapi hambatan ini 
terdapat 2 (dua) peluang yakni 
harmonisasi standar dan peraturan 
antarnegara. Menurut peneliti, pem-
buatan peraturan antarnegara pemilik 
batik tentang kewajiban pelabelan 
(hang tag) atas produk batik merupa-
kan pilihan yang paling tepat meng-
ingat beberapa negara di dunia ini 
sama-sama memiliki batik. Pembua-
tan peraturan antarnegara menjadi 
pedoman bagi para negara yang 
bersangkutan dalam melakukan 
perdagangan batik secara Internasi-
onal. Harapannya tidak ada negara 
yang melakukan praktik curang 
dalam perdagangan batik serta 
memiliki sikap yang sama yakni 
sama-sama menjaga kelestarian batik 
masing-masing negara.
Weren A. Keegan (2000) mengu-
tarakan bahwa GATT sebagai 
perpanjangan tangan WTO adalah 
persetujuan antarnegara tetapi secara 
fungsional merupakan bagian dari 
ketertiban hukum domestik dari 
setiap negara. Ia berlaku sebagai 
suatu pertahanan yang dapat dibuat 
sebagai referensi oleh pemerintah 
untuk membela diri terhadap tekanan 
kelompok. Dengan demikian, semua 
peserta dalam perdagangan Interna-
sional harus menerapkan prinsip 
perdagangan secara berimbang yakni 
melindungi kepentingan nasional 
dengan tidak mengabaikan bersikap 
adil terhadap negara lain terutama 
untuk produk yang sejenis.
 
Kesimpulan
Merujuk pada hasil penelitian ini 
dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Berdasarkan praktek beberapa 
negara, pelabelan (hang tag) iden-
titas budaya pada produk batik 
merupakan pilihan yang tepat 
sebagai bentuk penerapan hala- 
ngan teknis perdagangan sepan-
jang ditetapkan oleh negara yang 
bersangkutan serta didasarkan 
atas perjanjian negara tersebut 
dengan negara lain yang meng- 
ekspor batik dan sebaliknya.
2. Sebagai bentuk perlindungan atas 
batik maka Pemerintah Indonesia 
dalam hal ini Kementerian Perin-
dustrian dan Perdagangan seba- 
iknya merumuskan hambatan tek- 
nis dimaksud secara rinci dalam 
produk hukum dan menjadikan- 
nya sebagai hambatan teknis bagi 
produk batik negara lain yang 
akan dipasarkan di Indonesia 
maupun batik dari Indonsia yang 
akan dipasarkan di negara lain. 
Dengan demikian, hambatan tek- 
nis dalam perdagangan batik 
memenuhi 2 (dua) kriteria seka-
ligus yakni melindungi produk 
batik Indonesia dengan tetap 
tidak merugikan  batik negara lain 
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hatan atau lingkungan atau untuk 
pencegahan serta praktik curang. 
Terkait dengan kewajiban pelabelan 
produk, dalam praktik perdagangan 
didominasi oleh alasan keamanan 
pangan, produk pertanian, pencega- 
han hama, alasan kesehatan maupun 
karena alasan lingkungan dan sama 
sekali tidak menyebut produk hasil 
budaya manusia.  
Berdasarkan data di WTO, pela-
belan di luar produk-produk tersebut 
baru diberlakukan pada produk 
tekstil, pakaian serta travel serta baru 
dipraktikkan oleh negara anggota 
secara terbatas. Banyak pihak yang 
mengidentikkan batik sebagai bagian 
dari tekstil sehingga pelabelan terha-
dapnya cukup terwakili oleh tekstil. 
Bidang produk kerajinan tradisional 
yang dicatatkan di GATT adalah 
tekstil. Lia Amalia ( 2007) mencatat 
10 tahun sejak tahun 2004,  perjanji-
an tekstil sangat menentukan. Nega-
ra-negara maju secara bertahap harus 
menghapuskan sistem diskriminatif 
yang melanggar GATT dan diterap-
kan terhadap negara-negara berkem-
bang seperti MFA (Multifibre Agree-
ment). Proses penghapusan ini dike-
nal pula sebagai proses pengintegra-
sian tekstil ke dalam GATT. GATT 
sendiri memasukkan pengaturan 
tekstil dalam annex (lampiran) 1 
agreement on textile and clothing 
yang dilengkapi dengan Harmonized 
Commodity Description and Coding 
System (HS Nomenclature).  Padahal 
dalam mekanisme produksi batik, 
tekstil hanyalah salah satu media 
pembuatan batik. Pengaturan WTO 
tentang pelabelan produk sebenarnya 
sangat lentur/luwes. Hal tersebut 
terbukti dari perhatian utama dalam 
Agrement on Technical Barrier to 
Trade hakikatnya adalah dalam 
bentuk regulasi teknis dan standar 
yang diatur oleh negara anggota dan 
diberlakukan terhadap negara lain 
yang memiliki kerjasama perdaga- 
ngan dengan negara yang bersangku-
tan. Donald A.Ball mengklasifikan- 
nya sebagai bentuk campur tangan 
langsung pemerintah dalam bidang 
perdagangan. Kajian lain terkait hal 
tersebut, meskipun mengkaji sisi 
persaingan usaha, tentang potensi 
produk Indonesia yang dipasarkan di 
negara-negara ASEAN antara lain 
Malaysia, Singapura, Thailand, Fili- 
pina, serta negara lain yakni Austra-
lia dan Selandia Baru mencakup 
makanan, minuman, dan tembakau, 
tekstil, pakaian, dan kulit, elektronik 
Pendahuluan
Batik Indonesia merupakan wari-
san luhur budaya masyarakat Indo-
nesia yang mendapatkan pengakuan 
Unesco pada tanggal 2 Oktober 2009 
melalui pengesahan budaya takbenda 
dunia (intangible culture heritage). 
Disamping batik, produk-produk 
budaya Indonesia juga mendapat 
perhatian UNESCO dan hingga 
tahun 2014 ini antara lain keris, 
angklung, anyaman papua, tarian 
saman dan sistem irigasi pertanian 
Sabak di Bali turut juga mendapat-
kan pengakuan. Di antara matabu-
daya tersebut, batik merupakan mata 
budaya yang paling tradable (berpo-
tensi komoditas), baik dalam pasar 
lokal, nasional maupun internasio- 
nal. Selaras dengan fakta empirik 
tersebut, Unesco mengharapkan agar 
batik benar-benar beredar dalam 
pasar internasional. Sementara itu 
disisi lain, berdasarkan data (UNES-
CO, tahun 2009) di seluruh dunia ini 
setidaknya terdapat 15 negara yang 
memiliki tradisi proses rintang war- 
na. Proses tersebut di Indonesia di- 
sempurnakan dengan penggunaan 
malam dan kemudian dinamakan 
sebagai batik sebagaimana diakomo-
dir dalam Peraturan Menteri Perin-
dustrian Nomor 74 tahun 2007 
tentang batikmark” batik INDONE-
SIA”. Banyaknya negara yang me- 
miliki tradisi proses rintang warna 
tersebut membawa konsekuensi ke- 
mungkinan peredaran batik dari 
negara lain ke Indonesia dan seba- 
liknya beredarnya batik Indonesia ke 
negara lain. 
Atas keadaan tersebut, Indonesia 
sebagai anggota WTO dituntut untuk 
menyelenggarakan pasar yang adil 
artinya memberikan perlindungan 
pada batik dalam negeri sekaligus 
bersikap tidak melakukan hal yang 
merugikan bagi batik negara lain 
yang mungkin dipasarkan di Indone-
sia. Huala Adolf (2004), mengung-
kapkan bahwa pada prinsipnya ter- 
kait dengan mekanisme perdagangan 
Internasional, General Agreement on 
Tarrif and Trade (GATT) hanya 
memperkenalkan tindakan proteksi 
terhadap industri domestik melalui 
tarif (menaikkan tingkat tarif bea 
masuk) dan tidak melalui upaya- 
upaya perdagangan lainnya (non 
tarrif commercial measures). Donald 
A.Ball dan Wendel H.McCulloch 
(2000) mendeskripsikan proteksi 
atau restriksi atau hambatan dalam 
perdagangan/bisnis Internasional da- 
lam praktek bermula pada alasan 
pertahanan nasional. Industri-indus-
tri tertentu memerlukan proteksi dari 
impor karena vital bagi pertahanan 
nasional dan harus tetap diberlaku-
kan meskipun terdapat kerugian 
secara komparatif berkenaan dengan 
para pesaing luar negeri. Adapun 
alasan-alasan lain suatu negara mela- 
kukan restriksi adalah karena untuk 
melindungi industri yang baru tum- 
buh (infant industry). Alasannya, 
dalam jangka panjang, industri itu 
akan memiliki keunggulan kompara-
tif, tetapi perusahaan-perusahaan 
yang baru tumbuh tersebut memerlu-
kan proteksi terhadap impor sampai 
angkatan kerja terlatih, teknik-teknik 
produksi dikuasai dan industri ini 
sampai mencapai skala ekonomi. 
Apabila sasaran-sasaran tersebut ter- 
penuhi, proteksi impor tidak diperlu-
kan lagi. Tanpa proteksi, sebuah 
perusahaan tidak akan mampu ber- 
tahan hidup karena impor biaya 
rendah dari para pesaing asing yang 
lebih dewasa akan menjual barang- 
barang yang lebih murah daripada 
mereka di pasar lokalnya. Proteksi 
ini dimaksudkan hanya bersifat 
sementara, akan tetapi kenyataannya 
sebuah perusahaan akan jarang me- 
ngakui telah dewasa dan tidak lagi 
memerlukan bantuan. Di samping 
alasan sebagaimana disebutkan di 
atas, restriksi juga dimaksudkan 
untuk melindungi tenaga kerja 
domestik dari tenaga asing yang 
lebih murah dengan cara memban- 
dingkan tingkat upah per jam tenaga 
asing yang lebih murah dengan yang 
dibayar di negaranya.
Hambatan tersebut tidak hanya 
dibatasi sebagai hambatan dalam 
bentuk tarif (tariff barrier) saja, akan 
tetapi juga hambatan non tarif (non 
tariff barrier). Bentuk halangan 
dalam perdagangan yang menjadi 
diskursus negara-negara anggota 
WTO adalah hambatan NTB karena 
sangat rawan untuk dijadikan dalih 
melindungi produk dalam negerinya 
dengan cara-cara curang. Meskipun 
demikian, sebagai organisasi perda-
gangan dunia, World Trade Organi-
sation (WTO) telah  mengantisipasi 
kemungkinan terjadinya hal tersebut 
dengan membolehkan negara anggo-
ta untuk melindungi produk dalam 
negerinya dengan menerapkan ham-
batan dalam perdagangan produk 
sejenis dari negara lain. 
Dalam praktek perdagangan serta 
berdasarkan kesepakatan beberapa 
negara, diberlakukan technical bar- 
rier to tariff (TBT) yang merupakan 
bagian dari NTB. Beberapa bentuk 
TBT yang lazim diberlakukan dalam 
perdagangan internasional adalah 
dalam rangka pencegahan penyeba-
ran hama, penyakit, jaminan keama- 
nan pangan, obat-obatan, hasil perta-
nian dan alasan keamanan lainnya. 
Hambatan tersebut secara teknis di- 
antaranya dilakukan melalui pela-
belan produk. 
Beberapa penelitian sebelumnya 
serta telaah kritis para ahli terkait 
hambatan no tarif untuk produk 
meliputi : penelitian dengan telaah 
kepustakaan data sekunder yang 
dilakukan, pelabelan produk tektsil 
dan pakaian baru sebatas analisis 
data sekunder seperti yang dilakukan 
oleh Aswicahyono tentang produk 
Indonesia yang berpotensi beredar di 
negara-negara Asean yang menca- 
kup tekstil, pakaian, dan kulit. Di 
luar sebagaimana disebutkan di atas, 
baru diterapkan secara sangat terba-
tas yakni pelabelan pada tekstil, pa- 
kaian, travel. Pemerintah Indonesia 
melalui Peraturan Menteri Perindus-
trian Republik Indonesia Nomor 
74/M-IND/PER/9/2007 sebenarnya 
sudah menerapkan hambatan teknis 
dalam perdagangan batik dalam 
bentuk kewajiban pelabelan Batik-
mark “batik INDONESIA”. 
Ketentuan tersebut mewajibkan 
agar batik yang akan diperdagangkan 
baik dalam pasar nasional maupun 
pasar Internasional harus mencan-
tumkan label emas (gold) untuk batik 
tulis, putih untuk batik cap serta 
perak (silver) untuk batik kombinasi 
tulis dan cap. Pada tingkat lokal, 
Pemerintah Kota Pekalongan mener-
bitkan Peraturan Walikota tahun 
2014 tentang kewajiban pelabelan 
citybranding kota Pekalongan pada 
setiap produk batik buatan warga 
Pekalongan. 
      Meskipun Pemerintah sudah 
berupaya memberikan perlindungan 
melalui mekanisme tersebut, namun, 
berdasarkan temuan penelitian tahun 
2013 (Siti Nurhayati, dkk), ketentuan 
batikmark justru membebani/me-
nimbulkan resistensi bagi para peng- 
rajin dan produsen batik. Hal terse-
but dikarenakan alasan inefisiensi 
karena pembebanan biaya pendaf- 
taran untuk setiap motif yang dicip-
takannya. Sedangkan terhadap kebi-
jakan Pemerintah Pekalongan ten- 
tang pelabelan citybranding sepan-
jang pengetahuan peneliti belum 
dilakukan penelitian yang menda-
lam. Merujuk pada hal tersebut , 
menurut peneliti masih banyak hal 
mendasar terkait hambatan teknis 
yang diterapkan yang menimbulkan 
pertanyaan bagi peneliti. Bagaima- 
nakah bentuk hambatan teknis perda-
gangan yang tepat untuk batik yang 
telah mendapatkan pengakuan seba- 
gai warisan budaya sekaligus sebagai 
produk komoditas tersebut. 
Penelitian ini bertujuan untuk 
mendeskripsikan bentuk-bentuk 
hambatan teknis dalam perdagangan 
Internasional, baik hambatan dalam 
bentuk tarrif barrier (TB) maupun 
non tarrif barrier (NTB) serta me- 
nawarkan gagasan/wacana baru ten- 
tang perlindungan batik Indonesia 
melalui pelabelan (hang tag) identi-
tas budaya pada produk batik dalam 
perdagangan Internasional.
Hasil penelitian ini diharapkan 
dapat dijadikan salah satu bahan 
pertimbangan Pemerintah dalam 
mengambil kebijakan perlindungan 
produk batik dalam negeri melalui 
penerapan hambatan teknis dalam 
perdagangan batik saat menghadapi 
masuknya produk yang sama dari 
negara lain. Untuk semua pihak yang 
memiliki minat dalam bidang 
Hukum Perdagangan Internasional 
dan keilmuan terkait, hasil penelitian 
ini dapat memperluas khasanah 
tentang perkembangan bentuk ham-
batan teknis diluar yang selama ini 
dipraktikkan dalam perdagangan 
internasional.
Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan peneli-
tian hukum normatif dengan desain 
penelitan kualitatif dengan ranca- 
ngan participatory observation. Tim 
peneliti terlibat secara aktif dalam 
langsung dalam kelompok subyek/ 
informan/partisipan. Teknik peng-
umpulan data primer melalui wa- 
wancara kelompok terarah/Focus 
Group Discussion (FGD) serta peng-
umpulan data sekunder dengan 
menggunakan metode penelaahan 
pustaka tentang hambatan-hambatan 
dalam perdagangan internasional 
melalui kegiatan identifikasi peratu- 
ran Internasional maupun peraturan 
perundang-undangan di Indonesia. 
Subyek dalam penelitian ini menca- 
kup para pengrajin batik dari Peka-
longan, pelaku eksportir batik, peda-
gang kerajinan dan batik asal Austra-
lia, ahli fashion (AS) serta presiden 
Craft untuk Asia Tenggara.
Untuk menjamin keabsahan data 
yang diperoleh, peneliti menggu-
nakan teknik triangulasi sumber 
yang dilaksanakan secara langsung 
dan bersamaan dengan kegiatan 
pengumpulan data primer. Analisis 
data menggunakan model Miles dan 
Huberman yang pada prinsipnya 
dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap 
yakni reduksi atau pemilahan data 
yang diperlukan untuk menjawab 
permasalahan penelitian dengan 
membuat pemaknaan terhadap data 
yang diperoleh, display/penampilan 
data secara deskriptis serta verifi-
kasi/penarikan kesimpulan.  
Hasil Penelitian dan Pembahasan
Hasil penelitian menunjukkan, 
para pengrajin/produsen, importir, 
serta serta eksportir batik baik pada 
tingkat lokal, nasional maupun inter-
nasional menghendaki agar batik 
Indonesia yang telah mendapatkan 
pengakuan UNESCO sebagai bu- 
daya takbenda dunia harus menda- 
patkan perlindungan yang memadai 
negara penghasil batik. Bentuk 
perlindungan tersebut antara lain 
melalui pembatasan syarat-syarat 
yang ketat atas impor batik dari 
negara lain. Syarat tersebut berkaitan 
dengan identitas budaya atas produk 
dengan tujuan agar ketika produk 
sampai ke tangan pembeli maka 
mereka tidak hanya menilai batik 
sekedar produk produk fisik semata 
tetapi juga makna atau nilai yang 
terkandung didalamnya. Identitas 
tersebut antara lain  mencakup ide/ 
makna motif batik, siapa pembuat- 
nya, kapan dibuatnya serta dimana 
tempat pembuatannya.  
Secara yuridis, konsep perlindu- 
ngan (safeguarding) menurut article 
2 ayat (3) Konvensi perlindungan 
budaya takbenda diartikan sebagai: 
’…safeguarding means measures 
aimed at ensuring the viability of the 
intangible heritage including the 
identification, documentation, re- 
search, preservation, protection, 
promotion, enhancement, transmis-
sion, particulary through formal and 
non formal education, as well as the 
various aspects of such heritage”. 
Fokus utama dari safeguarding 
(perlindungan dalam arti luas) diarti-
kan sebagai langkah-langkah atau 
tindakan yang bertujuan untuk men-
jamin keberlangsungan warisan tak- 
benda yang mencakup langkah iden-
tifikasi, dokumentasi, penelitian, pe- 
lestarian, proteksi, promosi, penga- 
yaan atau pengembangan, edukasi, 
pemindahan pengetahuan baik mela- 
lui pendidikan formal maupun infor-
mal.
Sebagai produk dan identitas 
budaya, beberapa daerah yang me- 
miliki sentra batik telah mengimple-
mentasikan prinsip perlindungan 
dengan pendekatan edukasi dengan 
cara mengintegrasikan pengetahuan 
dan keterampilan membatik dalam 
kurikulum terutama pada pendidikan 
dasar. Adopsi batik dalam kurikulum 
tersebut telah dilaksanakan di Solo, 
Yogyakarta, dan Pekalongan. Di 
samping kebijakan tersebut, ma- 
sing-masing pemerintah daerah 
mengeluarkan kebijakan bahwa pada 
hari-hari tertentu, Pegawai Negeri 
Sipil (PNS), siswa sekolah mulai dari 
TK, SD, SMP, hingga SMA wajib 
mengenakan pakaian batik dengan 
motif khusus daerah. Kebijakan ini 
berimplikasi pada dikenalnya dan 
terlestarikannya motif-motif tradi- 
sional oleh masyarakat khususnya 
PNS dan murid sekolah.
Pada sisi yang lain, batik telah 
berkembang menjadi industri budaya 
dan menjadi komoditas yang tidak 
hanya diperdagangkan dalam pasar 
dalam negeri tetapi juga sudah me- 
nembus pasar luar negeri. Bersandar 
pada bentuk-bentuk perlindungan 
sebagaimana disebutkan dalam kon- 
vensi tersebut, dalam setiap negara 
yang produknya sudah masuk ko- 
moditas Internasional maka negara 
yang bersangkutan diberi keluasaan 
untuk memproteksi produk dalam 
negerinya  dengan tetap memperhati-
kan kaidah-kaidah dalam perdaga- 
ngan Internasional. 
Berkaitan dengan hal tersebut, 
menurut article 2 ayat (3) adalah pro- 
teksi yang menurut kaidah Hukum 
Perdagangan Internasional (lalu- 
lintas perdagangan Internasional) 
diakomodir dalam bentuk hambatan, 
baik dalam bentuk tarif (tarrif bar- 
rier) maupun non tarif (non tariff 
barrier) yang diberlakukan terhadap 
negara lain. Hambatan tersebut men-
cakup Anti Dumping Duties (ADD), 
Contervailing Duties (CDD), dan 
Safeguard Measures, Quota, Volun-
tary Eksport Retraint, Eksport Subsi-
dy, import ban, import lisencing, go- 
vernment procurement, dan domestic 
contents. Hambatan-hambatan dalam 
perdagangan yang bersifat non tarif 
dalam praktik dan perjanjian ber- 
bagai negara mengalami perkemba- 
ngan yang kemudian disebut sebagai 
hambatan teknis perdagangan (tech-
nical barrier to trade/TBT).  
Secara spesifik, hambataan teknis 
perdagangan diatur dalam Agree-
ment on Technical Barrier  to Trade 
yang pada pokoknya mengatur 2 
(dua ) hal yakni regulasi teknis (tech-
nical regulation) dan standar/acuan 
baku termasuk pengemasan, penem-
patan merek, persyaratan pelabelan, 
persyaratan karakteristik produk, 
inspeksi, dan prosedur.
Donald A.Ball dan Wendel H. 
McCulloch (2000), restriksi dikate-
gorikan menjadi 2 (dua) jenis yakni 
restriksi dalam bentuk tarif dan res- 
triksi/hambatan dalam bentuk non 
tarif. Hambatan-hambatan dalam 
bentuk tarif meliputi bea impor (ad 
valorem, spesifik, majemuk, dan pa- 
jak variabel). Sedangkan restriksi 
dalam bentuk non tarif meliputi ham-
batan non tarif kuantitatif dan non 
kuantitatif. Hambatan non tarif kuan-
titatif mencakup kuota tingkat tarif, 
global, diskriminatif, pembatasan 
ekspor sukarela, dan peraturan tertib 
pemasaran. Hambatan non tarif non 
Haryo Aswicahyono (2008) 
membagi hambatan perdagangan ke 
dalam 3 (tiga) bentuk yakni border 
measures, beyond the border mea-
sures, serta across border measures. 
Implementasi border measures men-
cakup bentuk hambatan pada barang 
meliputi tarif, kuota, dan hambatan 
non tarif, bentuk hambatan jasa meli-
puti registrasi dan ijin serta batasan 
jumlah tenaga kerja asing, bentuk 
hambatan pada modal berupa pem-
batasan sektor tertentu yang dibuka 
bagi investasi asing dan pembatasan 
saham pihak asing, bentuk hambatan 
tenaga kerja adalah seleksi tertentu.
Implementasi beyond the border 
measures mencakup bentuk ham-
batan pada barang berupa tender oleh 
Pemerintah dan pemberlakuan pajak 
yang berbeda, bentuk hambatan pada 
jasa berupa batasan lokasi dan/atau 
jumlah kantor cabang, bentuk ham-
batan pada modal berbentuk per- 
syaratan kinerja dan batasan untuk 
mendiversifikasikan usaha, dan ben- 
tuk hambatan pada tenaga kerja 
berupa pajak atas tenaga kerja asing.
Implementasi across border mea-
sures mencakup bentuk hambatan 
pada barang berupa standar tertentu 
atas produk, bentuk hambatan pada 
jasa berupa regulasi tertentu, bentuk 
hambatan pada modal berupa pema-
jakan ganda dan pajak ditahan atas 
pendapatan perusahaan asing, se- 
dangkan bentuk hambatan pada 
tenaga kerja berupa standar kompe-
tensi tertentu. 
Hambatan pertama diatasi dengan 
pembukaan akses pasar, yang kedua 
diatasi dengan National Treatment 
yaitu peraturan yang mesyaratkan 
bahwa suatu barang atau faktor 
produksi harus menerima perlakuan 
yang sama seperti produk domestik 
dalam hal pajak dan berbagai pera-
turan lainnya. Hambatan yang ketiga 
diatasi dengan harmonisasi standar 
yang lebih dikenal dengan Harmony 
System Code (HS Code) dan peratu- 
ran antarnegara karena untuk meme- 
nuhi standar ini seringkali produsen 
asing mengalami kesulitan.
Pada ketiga bentuk hambatan 
dalam perdagangan Internasional ter- 
sebut bisa ditarik kesimpulan bahwa 
terdapat persinggungan antara 2 
(dua) hambatan yakni border cross 
yang memuat hambatan atas perda-
gangan barang dalam bentuk non 
tarrif barrier (hambatan non tarif 
dan salah satu bentuknya adalah 
hambatan teknis dalam perdagangan) 
dan across border measures yang 
memuat hambatan perdagangan 
barang berupa standar tertentu atas 
produk.    
Berdasarkan pengaturan dalam 
agreement on technical barrier to 
trade maupun kajian beberapa litera-
tur, penerapan standar tertentu atas 
produk barang, termasuk pendapat 
Donald A. Ball dan Wendel McCull-
och,  merupakan salah satu bentuk 
hambatan non tarrief. Berdasarkan 
klasifikasi hambatan perdagangan 
yang dilakukan oleh Haryo Aswica-
hyono maka batik yang dikategori-
kan sebagai barang terkena 2 (dua) 
hambatan sekaligus, yakni hambatan 
dalam bentuk border cross measures 
dan hambatan dalam bentuk across 
border measures. 
Penerapan 2 (dua) hambatan 
dalam perdagangan tersebut seba- 
gaimana mengacu pendapat Aswi-  
cahyono, menurut peneliti meng-
aburkan kepastian bentuk hambatan 
dalam perdagangan sebagaimana 
disebutkan dalam persetujuan WTO 
serta kebanyakan pendapat ahli yang 
lain. Hal tersebut disebabkan karena 
bentuk hambatan sebagaimana ter- 
muat dalam across border measures 
pada hakikatnya merupakan ham-
batan teknis perdagangan/Technical 
Barrier to Trade (TBT) yang me- 
rupakan salah jenis hambatan non 
tarrief/Non Tarrief Barrier (NTB).
Penerapan TBT terbanyak menu- 
rut catatan Haryo Aswicahyono 
(2008)  ada pada standar dan regulasi 
karena keduanya berperan penting 
dalam menjaga kualitas, keamanan, 
kesesuaian teknis, dan proses pro- 
duksi. Selaras dengan pendapat Har- 
yo, negara-negara anggota diperke-
nankan tindakan-tindakan untuk 
menjamin kualitas ekspornya, atau 
untuk perlindungan atas kehidupan 
manusia, hewan, tanaman atau  kese-
dan peralatan listrik serta kayu dan 
produk kayu. Potensi tekstil pakaian 
dan kulit mendekati batik dan akan 
dianalisis secara mendalam.
Pendekatan perlindungan terha-
dap tekstil adalah melalui proteksi 
tarif dan subsidi budget seperti yang 
diterapkan di Australia. Selandia Ba- 
ru menggunakan pendekatan penera-
pan tarif yang tinggi serta tarif spesi-
fik untuk produk tekstil, pakaian dan 
sepatu. 
Berdasarkan hasil kajian tersebut, 
pendekatan perlindungan baru dila- 
kukan terhadap tekstil, pakaian dan 
sepatu didominasi dengan menggu-
nakan pendekatan tarif. Pendekatan 
perlindungan dalam bentuk TBT 
secara khusus terhadap batik sepan-
jang pengetahuan dan upaya peneliti 
untuk mencari hasil penelitian lain 
terhadap batik belum ditemukan.
Meskipun demikian, secara khu- 
sus TBT yang yang telah diterapkan 
Pemerintah Indonesia dalam bentuk 
kewajiban labelisasi batikmark “ba- 
tik INDONESIA” baru sebatas kla- 
sifikasi batik berdasarkan kategori 
batik tulis yang ditandai dengan 
warna emas, batik cap yang ditandai 
dengan warna perak, dan batik kom-
binasi cap dan tulis yang ditandai 
dengan warna putih  yang diberlaku-
kan terhadap batik untuk ekspor. 
Mengacu pada penggalian data pri- 
mer yang telah dilakukan terhadap 
beberapa pengrajin batik di Solo, 
Imogiri, Yogyakarta, Bantul, dan 
Pekalongan, persyaratan pelabelan 
batik mark “BATIK INDONESIA” 
ternyata mendapatkan constrain atau 
perlawanan dari para pengrajin. Ala- 
sannya, kewajiban tersebut justru 
membebani para pengrajin karena 
adanya tambahan biaya pendaftaran 
(inefisiensi) karena setiap mengelu-
arkan produk baru harus langsung 
disertai dengan pendaftaran. Alasan 
lainnya adalah bahwa setiap pengra-
jin telah memiliki merek masing- 
masing. Singkatnya, perlindungan 
yang digagas pemerintah sebenarnya 
masih menjadi perdebatan dan kon- 
troversi di antara para pengrajin.
Senada dengan kebijakan peme- 
rintah pusat, di Pekalongan terjadi 
fenomena yang sama dimana Wali- 
kota Pekalongan mengeluarkan Pera-
turan Walikota Nomor 76 Tahun 
2012 tentang kewajiban pelekatan 
label batik mark “Batik Pekalongan” 
dengan pelabelan warna yang me- 
reduksi langsung dari prinsip batik-
mark “BATIK INDONESIA” yakni 
warna emas untuk batik tulis, warna 
perak untuk batik cap, dan warna 
putih untuk batik kombinasi cap dan 
tulis. Pertanyaan mendasarnya ada- 
lah bagaimana ketentuan pelabelan- 
nya apabila ekspor dilakukan atas 
batik yang berasal dari Pekalongan. 
Apakah perlu mencantumkan merek 
individu disertai merek kolektif 
(Batik Pekalongan) dan disertai pula 
dengan batikmark “BATIK INDO-
NESIA”. Kontroversi tersebut masih 
terus bergulir di masyarakat.
Kebijakan pemerintah baik Peme- 
rintah Pusat maupun Pemerintah 
Daerah sebenarnya memiliki alasan 
pembenar secara teoritis sebagaima-
na disebut dalam tabel 1 tentang 
bentuk hambatan non tarif dengan 
klasifikasi partisipasi pemerintah. 
Meskipun demikian, partisipasi pe- 
merintah yang niat utamanya adalah 
melindungi menjadi beban biaya 
ekonomi tinggi bagi para pengrajin 
serta pengusaha batik.
Penelitian kami mencoba melaku-
kan pengumpulan data primer de- 
ngan cara Focus Group Discussion 
yang melibatkan pengrajin batik, 
importir batik dari Australia, maha-
siswa, pengamat fashion yang ber- 
langsung pada tanggal 26 Mei 2014. 
Peserta mengusulkan agar diterapkan 
persyaratan pelabelan identitas buda- 
ya pada produk batik yang akan 
masuk ke Indonesia maupun yang 
akan keluar dari Indonesia merupa-
kan pilihan yang tepat sebagai bukti 
perhatian Pemerintah Indonesia 
maupun negara lain terhadap keper-
cayaan Unesco atas budaya takbenda 
yang dimiliki Indonesia. Pelabelan 
identitas tidak semata-mata hanya 
untuk memenuhi persyaratan teknis 
perdagangan, tetapi lebih pada aspek 
filosofis tentang perdagangan berba-
sis produk budaya itu sendiri. Me- 
lalui pelabelan identitas budaya ini, 
batik yang sudah menjadi komoditas  
dalam perdagangan Internasional  ti- 
dak hanya dimaknai sebagai barang/ 
produk tetapi lebih pada pemaknaan 
nilai yang terkandung di dalamnya, 
termasuk budaya dan asal-usul ma- 
syarakat pembuatnya, dan pendi-
dikan yang melekat padanya. Seba- 
gaimana praktik sosial di Indonesia, 
motif batik dikenakan sesuai dengan 
momen sosial misalnya pengantin, 
selamatan untuk bayi yang baru lahir, 
selamatan untuk bayi yang baru 
menapak tanah, acara seremonial 
tertentu, kematian dan momen sosial 
lainnya. Harapannya, saat mengena- 
kan produk batik, pembeli tidak 
terasing dari produk yang dipakainya 
tersebut dan pembelipun memahami 
makna corak atau motif pakaian 
yang dikenakannya. Ketidakterasi- 
ngan tersebut mendorong pembeli 
untuk selalu memelihara batik de- 
ngan baik tidak memperlakukan se- 
perti produk barang yang lain yang 
mengukuti kebiasaan membuang 
produk setelah usang. Berbanding 
terbalik dengan produk lain, semakin 
lama batik dipakai, maka nilai 
historisnya semakin tinggi. Pembeli 
memahami betul atas arti/makna 
motif, sejarah penciptaannya. Pen- 
jual dan pembeli tidak semata-mata 
diperantarai oleh batik sebagai ko- 
moditas tetapi mampu melakukan 
penyebaran nilai-nilai yang tidak 
hanya terbatas pada bangsa Indone-
sia akan tetapi telah merambah pada 
lingkungan dunia Internasional. 
Senyampang dengan ide pela-
belan atas batik, Alouis Nugroho 
(2005), salah satu cara yang arif 
untuk menyelamatkan batik yang 
tidak bisa lepas dari kepentingan 
industri adalah melalui proses edifi-
kasi terhadap batik yakni sebuah 
mekanisme pengidentifikasian dan 
pelabelan terhadap batik sebagai 
nomenklatur yang berfungsi sebagai 
identitas sosial budaya yang otentik. 
Proses edifikasi diserahkan kepada 
para budayawan, seniman atau stake-
holders yang menekuni kebudayaan. 
Usul Aloui, terutama sekali terkait 
pengidentifikasian batik sangat sela- 
ras dengan pesan konvensi perlind-
ungan budaya takbenda oleh UNES- 
CO dimana pengidentifikasian me- 
rupakan bagian dari upaya perlin- 
dungan. Sedangkan labelling (pela-
belan) dimaksudkan untuk menegas-
kan meskipun batik merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari 
produk komoditas, namun esensi 
budaya tetap melekat sehingga se- 
mua pihak yang terlibat dalam tran-
saksi dengan sendirinya juga sedang 
melakukan kontak budaya. 
Untuk menjamin kepastian hu- 
kum, pelabelan identitas budaya 
pada produk batik tersebut harus 
dituangkan dalam produk hukum 
teknis misalnya Peraturan Menteri 
Perdagangan (PERMENPERIND-
AG) Republik Indonesia. Peraturan 
ini merupakan salah satu bentuk 
persyaratan teknis atas persyaratan 
beredarnya produk batik, baik ke 
maupun dari Indonesia dan diperke-
nankan dalam mekanisme perdaga- 
ngan Internasional. Analog dengan 
hambatan yang diberlakukan pada 
produk makanan atau prouk pertani-
an serta produk perikanan  karena 
alasan kesehatan, keamanan maka- 
nan untuk konsumsi manusia, alasan 
keamanan lingkungan, batik yang 
merupakan salah satu komoditas 
budaya jaga harus mendapatkan 
proteksi agar kelestariannya terjaga. 
Salah satu cara melestarikan batik, di 
samping dari aspek ekonomi (batik 
bersifat tradabel atau sangat mudah 
untuk diperdagangkann) adalah pada 
aspek pemakaiannya secara rutin 
pada momen-momen sosial (aspek 
budaya) dan aspek keterterusannya 
(sustaianability) pada generasi beri-
kutnya (aspek pendidikan). Mengacu 
pada agreement on technical barrier 
to trade WTO pada putaran Uruguay, 
pada prinsipnya terdapat 2 (dua) hal 
terkait hambatan yakni bentuk dan 
tujuan. Bentuk dari TBT mencakup 
regulasi dan standar termasuk di- 
dalamnya pengemasan produk, pene-
mpelan merek, persyaratan-persyara- 
tan label, serta prosedur asesmen. 
Sedangkan tujuan TBT adalah untuk 
menjamin kualitas ekspor, mem-
proteksi kehidupan atau kesehatan 
manusia, hewan maupun tanaman 
atau untuk mencegah praktek yang 
merusak. Dilihat tujuannya, pertim-
bangan sisi budaya pada produk 
batik memang tidak mendapatkan 
pengaturan dalam persetujuan TBT. 
Namun demikian, peneliti ber- 
pendapat bahwa perlindungan mela- 
lui palabelan produk (hang tag) atas 
identitas budaya pada produk batik 
memiliki dasar legalitas pada bentuk 
TBT yang berupa regulasi dan stan-
dar, khususnya persyaratan-persya- 
ratan label (labelling requirement). 
Mengacu pada tabel 1, batik bisa 
mendapatkan perlindungan melalui 
standar dengan pelabelan juga pada 
keleluasaan pemerintah untuk meng- 
intervensi dalam kegiatan perdaga- 
ngan melalui kebijakan meskipun hal 
tersebut masih sangat jarang dilaku-
kan. Hal tersebut disebabkan karena 
fokus utama perhatian para pihak 
dalam perdagangan Internasional 
adalah pada alasan keselamatan, 
kesehatan, lingkungan, dan keaman-
an pangan. Alasan tersebut juga 
dikuatkan dengan partisipasi lang- 
sung pemerintah dalam bidang per- 
dagangan yang merupakan imple-
mentasi dari NTB. 
Menarik untuk dikaji karena salah 
satu bentuk partisipasi tersebut 
kuantitatif meliputi partisipasi Peme- 
rintah langsung dalam perdagangan, 
prosedur kepabeanan dan adminis-
tratif lainnya serta standar-standar. 
Partisipasi Pemerintah langsung be- 
rupa subsidi, membeli di dalam ne- 
geri, lisensi impor, manipulasi kurs, 
dan kandungan lokal. Prosedur kepa- 
beanan dan administratif lainnya 
meliputi klasifikasi tarif, persyaratan 
dokumentasi, dan evaluasi produk. 
Standar-standar meliputi kesehatan, 
keselamatan dan kualitas produk, 
kemasan dan pemberian label, serta 
metode pengetesan produk. Bentuk- 
bentuk hambatan dalam perdagangan 
terangkum dalam tabel berikut :
adalah adanya kewajiban “kandu- 
ngan lokal”. Dalam praktik perda-
gangan, kandungan lokal dimaknai 
bahwa produk luar negeri yang akan 
dipasarkan di Indonesia harus meng-
gunakan bahan material lokal. 
Dengan demikian, kandungan lokal 
baru diterapkan terhadap produk 
barang dan bukan pada sesuatu yang 
bersifat kasat mata (intangible) 
misalnya budaya dan adat istiadat. 
Peneliti berpendapat, pemerintah 
melalui Kementerian Perindustrian 
dan Perdagangan dapat menafsirkan 
kandungan lokal yang tidak terbatas 
pada produk barang.
Seirama dengan argumentasi ter- 
sebut serta didasarkan atas pertim-
bangan solusi dalam mensikapi ham-
batan dalam perdagangan Interna- 
sional, pendekatan penerapan ham-
batan pada produk batik mendekati 
bentuk hambatan yang ketiga yakni 
across border measures. Alasannya, 
dengan menganalogkan hambatan 
dalam bentuk standar produk sama 
dengan labelling produk, dalam hal 
ini pelabelan (hang tag) atas identi-
tas budaya pada produk batik. Solusi 
dalam mensikapi hambatan ini 
terdapat 2 (dua) peluang yakni 
harmonisasi standar dan peraturan 
antarnegara. Menurut peneliti, pem-
buatan peraturan antarnegara pemilik 
batik tentang kewajiban pelabelan 
(hang tag) atas produk batik merupa-
kan pilihan yang paling tepat meng-
ingat beberapa negara di dunia ini 
sama-sama memiliki batik. Pembua-
tan peraturan antarnegara menjadi 
pedoman bagi para negara yang 
bersangkutan dalam melakukan 
perdagangan batik secara Internasi-
onal. Harapannya tidak ada negara 
yang melakukan praktik curang 
dalam perdagangan batik serta 
memiliki sikap yang sama yakni 
sama-sama menjaga kelestarian batik 
masing-masing negara.
Weren A. Keegan (2000) mengu-
tarakan bahwa GATT sebagai 
perpanjangan tangan WTO adalah 
persetujuan antarnegara tetapi secara 
fungsional merupakan bagian dari 
ketertiban hukum domestik dari 
setiap negara. Ia berlaku sebagai 
suatu pertahanan yang dapat dibuat 
sebagai referensi oleh pemerintah 
untuk membela diri terhadap tekanan 
kelompok. Dengan demikian, semua 
peserta dalam perdagangan Interna-
sional harus menerapkan prinsip 
perdagangan secara berimbang yakni 
melindungi kepentingan nasional 
dengan tidak mengabaikan bersikap 
adil terhadap negara lain terutama 
untuk produk yang sejenis.
 
Kesimpulan
Merujuk pada hasil penelitian ini 
dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Berdasarkan praktek beberapa 
negara, pelabelan (hang tag) iden-
titas budaya pada produk batik 
merupakan pilihan yang tepat 
sebagai bentuk penerapan hala- 
ngan teknis perdagangan sepan-
jang ditetapkan oleh negara yang 
bersangkutan serta didasarkan 
atas perjanjian negara tersebut 
dengan negara lain yang meng- 
ekspor batik dan sebaliknya.
2. Sebagai bentuk perlindungan atas 
batik maka Pemerintah Indonesia 
dalam hal ini Kementerian Perin-
dustrian dan Perdagangan seba- 
iknya merumuskan hambatan tek- 
nis dimaksud secara rinci dalam 
produk hukum dan menjadikan- 
nya sebagai hambatan teknis bagi 
produk batik negara lain yang 
akan dipasarkan di Indonesia 
maupun batik dari Indonsia yang 
akan dipasarkan di negara lain. 
Dengan demikian, hambatan tek- 
nis dalam perdagangan batik 
memenuhi 2 (dua) kriteria seka-
ligus yakni melindungi produk 
batik Indonesia dengan tetap 
tidak merugikan  batik negara lain 
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Pendahuluan
Pengaturan tanggung jawab so- 
sial atau Corporate Social Responsi-
bility (selanjutnya disingkat CSR) 
terhadap keberlanjutan perusahaan 
dapat dicapai apabila perusahaan 
tersebut memperhatikan keinginan, 
kepentingan dan kebutuhan masya- 
rakat yang ada di sekitar perusahaan. 
Mengingat kehadiran suatu korpora-
si (perusahaan) di tengah-tengah 
masyarakat akan mengakibatkan 
suatu  perubahan sosial dan lingku- 
ngan di sekitarnya. Terjadinya keru-
sakan lingkungan sekitarnya yang 
dieksplotasi secara besar-besaran 
akan merusak ekologi  yang akan 
membawa suatu dampak, baik dam- 
pak positif maupun dampak yang 
negatif bagi masyarakat serta ma- 
salah-masalah sosial yang mempu-
nyai implikasi yang sangat luas 
dalam memacu pembangunan. Se- 
lain dampak negatif dalam pemba- 
ngunan  yang sedang dilaksanakan 
juga berdampak positif, yaitu pem-
bukaan  lapangan pekerjaan. Ma- 
syarakat di sekitar perusahaan akan 
mempertanyakan komitmen perusa-
haan terhadap kegiatannya apakah 
akan memaksimalkan keuntungan- 
keuntungan membangun masya- 
rakat lokal dan menuntut tanggung 
jawab sosialnya. Oleh karenanya  
CSR merupakan investasi bagi per- 
tumbuhan dan keberlanjutan perusa-
haan dan tidak bisa hanya dilihat 
sebagai sarana biaya. Selain itu, 
program CSR merupakan suatu 
komitmen perusahaan untuk men-
dukung terciptanya pembangunan 
berkelanjutan dan merupakan salah 
satu bentuk implementasi dari kon- 
sep tata kelola perusahaan yang baik 
(Good Corporate Governance). 
Dalam kaitannya dengan pener-
pan CSR dan komitmen perusahaan, 
Ignas Iryanto menyatakan bahwa 
paradigma  perusahaan bukan hanya 
merupakan binatang ekonomi yang 
memproduksi profit dan memberi-
kan akumulasi modal bagi pemilik- 
nya, tetapi juga merupakan organ 
yang memiliki tanggungjawab sosial 
telah menjadi tren global saat ini 
(Iryanto, 2013). Selanjutnya dika-
takan bahwa  pada umumnya perusa-
haan mempunyai kekuatan modal 
yang sangat besar dan mempunyai 
kecenderungan mengeksplotasi ber- 
bagai potensi ekonomi yang ada 
untuk memanfaatkan secara optimal 
untuk mengejar keuntungan yang 
sebesar-besarnya. Oleh karena itu, 
program dan  implementasi CSR dari 
suatu perusahaan harus dapat mema-
hami kebutuhan dan kepentingan 
masyarakat sekitarnya. Hal ini ter- 
kait dengan tujuan CSR yang pada 
prinsipnya meningkatkan laba peru-
sahaan dan menyejahterakan karya- 
wan dan masyarakat sekitarnya, wa- 
laupun dampak negatifnya juga ada 
seperti terjadinya kerusakan lingku- 
ngan dan masalah-masalah sosial. 
Dalam hal ini pertanyaan yang men-
dasar terkait dengan resiko atau 
dampak negatifnya adalah,  siapakah 
yang dapat dimintai pertanggung-
jawaban atas dampak sosial  tersebut 
? Oleh karena itu, pembentuk UU 
mempunyai pemikiran untuk dapat 
memaksa agar tanggungjawab sosial 
dan lingkungan perusahaan yang 
sudah menjadi suatu kewajiban harus 
dilaksanakan, sehingga kemudian 
pengaturannya dicantumkan dalam 
Pasal 74 UU Perseroan Terbatas (UU 
PT). Pengaturan program CSR dalam 
pasal tersebut, terdapat  beberapa 
permasalahan atau kendala dalam 
menerapkan ketentuan Pasal 74 UU 
PT mengingat tanggung jawab sosial 
dan lingkungan belum dapat menjadi 
panduan CSR yang memadai.
Di sisi lain dengan adanya penga-
turan tersebut, perusahaan diharap-
kan tidak  hanya mengejar keuntu- 
ngan dan memberikan profit atau 
modal bagi pemiliknya saja, akan 
tetapi  korporasi dituntut untuk mem-
berikan peran yang signifikan bagi 
lingkungan sekitarnya, adanya tang-
gungjawab sosial dan lingkungan 
pada perusahaan.Perusahaan didiri-
kan dengan harapan untuk tumbuh 
dan berkembang secara berkelanju-
tan, dan salah satunya adalah memi-
liki kemampuan untuk terus berpro-
duksi dengan tetap berpegang kepa- 
da komitmennya kemampuan sosial 
perusahaan seperti mengendalikan 
dampak lingkungan, menggunakan 
tenaga kerja dari lingkungan di seki-
tarnya dan aktif melakukan kegiatan 
sosial. Hadirnya perusahaan di- 
tengah-tengah masyarakat mempu-
nyai implikasi yang sangat luas, 
selain dibutuhkan dalam memacu 
pembangunan yang sedang dilak-
sanakan yang akan membawa dam- 
pak positif dan negatif. Oleh karena 
itu, adanya ketentuan  Pasal 74  UU 
PT  jo. Peraturan Pemerintah Nomor  
47 Tahun 2012 tentang Tanggung 
Jawab Sosial dan Lingkungan Perse-
roan Terbatas (selanjutnya disingkat 
PP 47 Tahun 2012) mengakomodir 
adanya CSR yang merupakan suatu 
implementasi dari kesadaran moral 
dan merupakan suatu kesukarelaan 
dari perusahaan untuk mengeluarkan 
suatu biaya untuk memberikan kon- 
tribusi penting bagi kelangsungan 
korporasi itu sendiri, agar tujuan  
tujuan pembangunan berkelanjutan 
dapat tercapai. Dengan demikian 
kehadiran CSR telah dinyatakan 
sebagai kewajiban  hukum bagi peru-
sahan yang kegiatan utamanya 
menggunakan sumber daya alam 
sebagaimana diatur dalam Pasal 74 
UU PT.
CSR secara harfiah diartikan se- 
baagai tanggungjawab korporasi. 
Tanggungjawab adalah suatu kesada-
ran moral  tentang perlu atau pen- 
tingngnya suatu hal itu dilakukan 
atau tidak boleh dilakukan. Kesada-
ran yang dimaksud dalam hal ini 
adalah kesadaran untuk melakukan 
tang- gungjawab sosial dan lingkun-
gan untuk meminimalisir dampak 
negatif dari proses produksi dalam 
bisnis  yang dilakukan oleh perusa-
haan. Oleh karenanya  tanggung 
jawab sosial perusahaan  dapat diar-
tikan sebagai kumpulan kebijakan 
dan praktik yang berhubungan 
dengan nilai-nilai, pemenuhan keten-
tuan hukum dan penghargaan mas-
yarakat dan lingkungan serta komit-
men badan usaha untuk berkontribu-
si. Oleh karena itu, CSR merupakan 
bentuk implementasi dari kesadaran 
tersebut, dan pengeluaran perusa-
haan merupakan investasi sosial 
yang memberikan kontribusi pen- 
ting bagi keberlanjutan perusahaan 
itu sendiri.  Oleh karena itu, relevansi 
ketentuan Pasal 74 UU PT jo PP 47 
Tahun 2012 yang mengatur tentang 
CSR menjadi tidak relevan apabila 
kesadaran yang tinggi  atas tanggung 
jawab perusahaan yang  akan berim-
bas pada tindakannya secara  otoma-
tis akan memperhatikan tanggung-
jawab sosial dan lingkungan demi 
kepentingan masyarakat dan bangsa. 
Ketentuan Pasal 74 UU PT jo. PP 
47 Tahun 2012 yang mengatur 
tentang CSR muncul karena merupa-
kan    kekuatiran dari pembentuk UU  
terhadap perusahaan akan tidak di- 
laksanakannya CSR tersebut. Pihak 
perusahaan akan  lepas tanggung-
jawab sosial dan lingkungan dalam 
mengelola lingkungannya dengan 
mengemukakan beribu alasan agar 
tidak mengeluarkan biaya. Mengi- 
ngat kekuasaan cenderung bersifat 
korup dan disalahgunakan yang juga 
berlaku bagi perusahaan dengan 
kekuatan modal yang sangat besar. 
Oleh karena itu, sistem hukum 
sangat diperlukan untuk membatasi 
dan mencegah penyalahgunaan ke- 
kuasaan, mengingat tatanan ekonomi 
dan sosial tidak dapat diserahkan 
hanya pada kesadaran moral semata 
dari pemilik perusahaan.
Argumen yang diajukan oleh 
pembentuk UU apabila CSR tidak 
diatur dalam suatu peraturan perun-
dang-undangan termasuk masalah 
sanksi bagi perusahaan yang tidak 
melaksanakan CSR, akan menimbul-
kan kesulitan  dalam penerapan  dan 
menimbulkan ketidakpastian hukum. 
Di sisi lain, sulit   menerapkan CSR 
hanya sebatas dalam tataran morali-
tas pemilik  perusahaan  saja karena 
kewajiban moral ini sulit untuk di- 
paksakan daya berlakunya. Oleh 
karena itu, CSR harus dimaknai 
sebagai instrumen hukum  dan harus 
ada sanksinya kepada pemilik peru-
sahaan yang tidak menjalankan CSR 
dengan tujuan untuk mengantisipasi 
atau  mengurangi praktek bisnis yang 
tidak bermoral atau tidak etis. Oleh 
karena itu, sangatlah tepat bila CSR 
itu diberlakukan sebagai suatu kewa-
jiban yang harus dijalankan oleh 
suatu perusahaan. Antisipasi ini 
terkait dengan praktik bisnis yang 
tidak etis, seperti perusahaan yang 
melakukan kegiatan operasionalnya 
dengan merusak lingkungan seki-
tarnya, dan kurang memperhatikan 
terhadap kepentingan sosial dan 
lingkungan sekitarnya. Selain itu, 
korporasi atau perusahaan dituntut 
untuk mempunyai kesadaran sosial 
yang tinggi sebagai bentuk imple-
mentasi dari pengaturan CSR terse-
but, dan jangan dilihat sebagai beban 
atas dikeluarkannya biaya dengan 
mengadakan program CSR tetapi 
hendaklah dikedepankan bahwa de- 
ngan mengadakan program CSR 
dalam perusahaan merupakan inves- 
tasi sosial yang akan memberikan 
konstribusi penting bagi keberlanju-
tan korporasi itu sendiri. Seharusnya 
hal ini merupakan alasan utama 
karena CSR merupakan elemen yang 
menguntungkan sebagai strategi bis- 
nis yang dapat dimaksimalkan untuk 
meningkatkan citra positif perusaha- 
an dan implementasi perusahaan un- 
tuk memperkuat keberhasilan peru-
sahaan. 
Kewajiban tanggung jawab sosial 
perusahaan dengan diaturnya dalam  
UU jelas bertujuan  agar kewajiban 
atas lingkungan sekitarnya tidak ha- 
nya sebatas dalam tataran moralitas, 
tetapi perlu diatur dalam suatu norma 
hukum agar  tercapai suatu kepastian 
hukumnya. Adanya UU PT dan PP 
yang mengatur tentang tanggung-
jawab sosial ini tidak akan berhasil 
apabila tidak diikuti dengan  sanksi 
hukum. Kedua aturan tersebut tidak 
diatur mengenai wujud sanksi hu- 
kumnya atas tidak dilaksanakannya 
CSR tersebut, tentunya akan berim-
bas pada banyaknya perusahaan 
yang akan mengabaikan ketentuan 
CSR ini apabila tidak ada aturan yang 
memaksanya. Oleh karena itu, keten-
tuan Pasal 74 ayat (3) UU PT tidak 
akan mempunyai arti apabila belum 
adanya peraturan yang mengatur se- 
cara tegas ketentuan tersebut, begitu 
pula ketentuan PP 47 Tahun 2012 
yang tidak mengatur secara jelas 
ketentuan tentang sanksi hukum atas 
tidak dilaksanakannya CSR. Hal ini 
akan menjadi masalah dalam meng- 
implementasikan ketentuan CSR ini 
dalam praktek.
Ketentuan Pasal 74 UU PT dan  
Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 47 Tahun 
2012 menyatakan, tanggung jawab 
sosial dan lingkungan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 menjadi 
kewajiban bagi perseroan yang men-
jalankan kegiatan usahanya di bi- 
dang dan/atau berkaitan dengan sum- 
ber daya alam berdasarkan undang- 
undang. Dari latar belakang tersebut 
isu hukum yang dapat dikemukakan 
adalah apakah ketentuan ketentuan 
Pasal 74 ayat (3) UU PT jo Pasal 7 
PP Nomor 47 Tahun 2012 yang tidak 
mengatur mengenai wujud sanksi 
hukumnya dapat memberikan kepas-
tian hukum terhadap perusahaan 
yang tidak melaksanakan ketentuan 
CSR tersebut.
Pengertian Corporate Social Res- 
ponsibility (CSR) dan Latar Bela- 
kang Dimasukkannya Corporate 
Social Responsibility (CSR) dalam 
Undang-undang
CSR yang merupakan tanggung-
jawab perusahaan terhadap stake-
holders terkait dengan kegiatan 
ekonomi perusahaan terhadap ma- 
syarakat, bangsa dan dunia interna- 
sional telah  dimuat dalam ketentuan  
dalam Bab V tentang Tanggung 
Jawab Sosial dan Lingkungan UU 
PT.  Pasal 74 UU PT menyatakan 
CSR merupakan suatu kewajiban 
bagi perusahaan. Selanjutnya Pasal 1 
angka (3) UU PT menyatakan, tang-
gung jawab sosial dan lingkungan 
adalah komitmen perseroan untuk 
berperan serta dalam pembangunan 
ekonomi berkelanjutan guna me- 
ningkatkan kualitas kehidupan dan 
lingkungan yang bermanfaat, baik 
bagi perseroan sendiri, komunitas 
setempat, maupun masyarakat pada 
umumnya. Oleh karenanya ketentu-
an ini mengakomodir CSR yang me- 
rupakan implementasi dari kesada-
ran moral dan merupakan suatu ke- 
sukarelaan dari perusahaan untuk 
mengeluarkan suatu biaya untuk 
memberikan kontribusi penting ba- 
gi kelangsungan korporasi itu sendi-
ri, agar tujuan  tujuan pembangunan 
berkelanjutan dapat tercapai. Keha- 
diran perusahaan di tengah-tengah 
masyarakat selain dibutuhkan dalam 
memacu pembangunan yang sedang 
dilaksanakan juga membawa dam- 
pak positif dan negatif yang mempu-
nyai implikasi yang sangat luas. Oleh 
karena itu, keberadaan Pasal 74  UU 
PT  jo. Peraturan Pemerintah Nomor  
47 Tahun 2012  memberi  wadah ter- 
hadap pengaturan CSR sebagai ke- 
wajiban  hukum bagi perusahan yang 
kegiatan utamanya menggunakan 
sumber daya alam.
Pemahaman atas konsep CSR 
harus sejalan dengan penerapannya. 
Mengingat pemikiran tentang perlu-
nya CSR disebabkan banyaknya 
perusahaan-perusahaan yang besar 
yang menunjukkan sikap tidak ber- 
tanggung jawab terhadap lingkungan 
di sekitarnya yang mengakibatkan 
dampak yang sangat besar seperti 
polusi kerusakan lingkungan dan 
perilaku yang menyimpang. Kegia-
tan-kegiatan yang dilakukan oleh 
perusahaan besar tersebut sangat 
tidak etis dan tidak bertanggung-
jawab. Hal ini tidak sesuai dengan  
tujuan perusahaan didirikan, yaitu 
untuk dapat tumbuh secara berkelan-
jutan. Sebagaimana yang dikatakan  
Muh Syarif  bahwa konsep CSR dan 
penerapannya merupakan komitmen 
terhadap keberlanjutan perusahaan. 
Konsep berkelanjutan dari perusa-
haan di dalamnya mengandung arti 
perusahaan tersebut mengakui akan 
pentingnya pertumbuhan untuk me- 
ngupayakan tujuan social, perlindu- 
ngan lingkungan, keadilan social dan 
keadilan serta pembangunan eko- 
nomi (Muh. Syarif, 2012:94). Selan-
jutnya, dikatakan lebih lanjut bahwa 
tanggung jawab sosial perusahaan 
berkaitan dengan peran bisnis dalam 
masyarakat, sehingga harus dijelas-
kan lebih lanjut mengenai konsep 
CSR apa saja, bentuk-bentuk tang- 
gung jawab yang harus diemban oleh 
perusahaan dalam menjaga keseim-
bangannya (Muh. Syarif, 2012: 94). 
Menurut Syarif dengan mengambil 
pendapat Jalal disebutkan bahwa 
konsep berkelanjutan perusahaan 
meliputi :
1. Pembangunan berkelanjutan
2. Corporate Social Responsibility 
(CSR)
3. Teori Pemangku Kepentingan
4. Teori Akuntabilitas Perusahaan 
dan
5. Kerangka Keberlanjutan (Muh. 
Syarif, 2012:94).
Konsep pembangunan berkelan-
jutan meliputi 3 (tiga) hal, yaitu pem-
bangunan yang memenuhi generasi 
sekarang tanpa mengorbankan gene- 
rasi mendatang, jumlah total capital 
mencakup modal sosial, ekonomi, 
lingkungan, budaya politik dan per- 
sonal yang ditransfer dari satu gener-
asi ke generasi berikutnya, dan men-
jadi inspirasi utama dalam triple 
bottom line, ekonomi, sosial dan 
lingkungan. Corporate Social  Res- 
ponsibility diartikan sebagai upaya 
managemen untuk mencapai tujuan 
pembangunan ekonomi berkelanju-
tan berdasarkan kesimbangan pilar 
ekonomi, sosial, lingkungan dengan 
meminimkan dampak negatif dan 
memaksimalkan dampak positif. De- 
ngan demikian CSR bukan merupa-
kan tanggung jawab hanya pada 
pemilik modal, melainkan kepada 
seluruh pemangku kepentingan yang 
mencakup kepentingan sosial dan 
lingkungan
Menurut Sutan Remy Sjahdeini 
terdapat 2 (dua) jenis CSR yaitu 
dalam pengertian luas, CSR bertu-
juan berlangsungnya sustainable 
economic activity dan dalam penger-
tian sempit merupakan social res- 
ponsibility dari perusahaan dalam 
hubungan-hubungan perusahaan itu 
dengan pihak-pihak internal dan 
eksternal perusahaan tersebut ( Sjah-
deini, 2007:37). Secara harfiah  CSR 
diartikan sebagai tanggungjawab 
korporasi. Tanggungjawab adalah 
suatu kesadaran moral  tentang perlu 
atau pentingnya suatu hal itu dilaku-
kan atau tidak boleh dilakukan. Ke- 
sadaran yang dimaksud dalam hal ini 
adalah kesadaran untuk melakukan 
tanggungjawab sosial dan ling- 
kungan untuk meminimalisir dam- 
pak negatif dari proses produksi 
dalam bisnis yang dilakukan oleh 
perusahaan. Oleh karenanya tang- 
gung jawab sosial perusahaan  dapat 
diartikan sebagai kumpulan kebija-
kan dan praktik yang berhubungan 
dengan nilai-nilai, pemenuhan keten-
tuan hukum dan penghargaan ma- 
syarakat dan lingkungan serta komit-
men badan usaha untuk berkontribu-
si. Oleh karena itu, relevansi ketentu-
an Pasal 74 UU PT jo PP 47 Tahun 
2012 yang mengatur tentang CSR 
menjadi tidak relevan apabila kesa- 
daran yang tinggi atas tanggung 
jawab perusahaan yang  akan berim-
bas pada tindakannya secara  otoma-
tis akan memperhatikan tanggung-
jawab sosial dan lingkungan demi 
kepentingan masyarakat dan bangsa.
CSR merupakan bentuk imple-
mentasi dari kesadaran nilai-nilai 
perusahaan yang dianutnya dan ber- 
sumber dari spiritualitas dari pemilik 
perusahaan dengan tingkat kesada-
ran sosial yang tinggi sebagai instru-
men pengembang peradaban dunia 
tersebut, dan pengeluaran perusa-
haan merupakan investasi sosial 
yang memberikan kontribusi pen- 
ting bagi keberlanjutan perusahaan 
itu sendiri yang implementasi dari 
Menurut Sentoso Sembiring menya-
takan penerapan CSR hendaknya 
harus terintegrasi di seluruh aktivitas 








6.  Hak asasi manusia
7. Organisasi pemerintahan. (Syah-
deini, 2007:205)
Program CSR bagi perusahaan 
kehadirannya masih perlu diper-
tanyakan apakah benar CSR merupa-
kan kewajiban sehingga perlu diatur 
dalam suatu peraturan perun-
dang-undangan atau hanya bersifat 
sukarela bagi perusahaan. Dalam 
Pasal 74 UU PT CSR hanya dibe-
bankan terhadap perusahaan yang 
berkaitan dengan sumber daya alam 
(SDA), mengapa hanya terhadap 
perusahaan SDA, apakah dampak 
yang ditimbulkan oleh perusahaan 
SDA sangat besar dan luas, sehingga 
diberi tanggung jawab sosial dan 
lingkungan, bagaimana dengan peru-
sahaan yang tidak bergerak di bidang 
SDA, apakah bebas dari tanggung 
jawab sosial dan lingkungan. Terkait 
dengan pertanyaan ini. menurut 
Sutan Remy Sjahdeini, konsep CSR 
lahir atas dasar pemikiran bahwa 
penetapan kebijakan publik tidak 
hanya tanggung jawab pemerintah, 
tetapi juga perusahaan khususnya 
terkait dengan masalah sosial (Sjah-
deini, 2007:205) Kehadiran perusa-
haan di tengah-tengah masyarakat 
mempunyai fungsi sebagai peme- 
rataan pembangunan, peningkatan 
ketahanan masyarakat, sebagai pe- 
ngurangan pengangguran, sehingga 
dengan demikian kehadirannya peru-
sahaan di tengah-tengah masyarakat 
tidak hanya sebagai obyek pemba- 
ngunan nasional tetapi merupakan 
subyek dari perusahaan itu sendiri.
Kehadiran perusahaan di tengah- 
tengah masyarakat memang cukup 
dilematis, mengingat kehadiran pe- 
rusahaan sangat dibutuhkan untuk 
pelaksanaan pembangunan, akan 
tetapi juga  membawa dampak posi-
tif dan  dampak negatif, sehingga 
reputasi suatu perusahaan dalam hal 
ini perlu dipertaruhkan. Fombrun 
dan Shanley mendefinisikan penger-
tian perusahaan sebagai, ”signaling 
activity that according to the firm’s 
characteristic” (Tri Cicik,2012:9). 
Selanjutnya, Fombrun memberikan 
definisi secara lengkap tentang repu-
tasi adalah keseluruhan estimasi 
terhadap perusahaan oleh para kons- 
tituen yang merupakan hasil afeksi 
atau reaksi emosional (baik, atau 
jelek, lemah atau kuat) dari pelang-
gan,investor, pegawai dan masya- 
rakat umum terhadap nama perusa-
haan (Tri Cicik, 2012:9). Oleh kare- 
na itu, reputasi perusahaan dipan-
dang sebagai bagian dari in- tangible 
resource dan juga merupakan kom-
petensi unik yang sulit untuk didup-
likasikan dan menjadi pemicu com-
petitive advantages dan kinerja peru-
sahaan.
Dampak positif kehadiran perusa-
haan bagi masyarakat adalah dapat 
membuka lapangan pekerjaan, pro- 
duk lokal bisa terangkat apabila 
adanya kerjasama kemitraan. Dam- 
pak negatifnya adalah lingkungan 
yang ada di sekitarnya akan dieks- 
plotasi secara besar-besaran untuk 
mengejar keuntungan yang sebesar- 
besarnya bagi perusahaan, seperti 
terjadinya polusi, pembuangan lim- 
bah industri sembarangan, kerusakan 
lingkungan alam dan rusaknya tata- 
nan norma-norma sosial serta terjadi- 
nya perilaku menyimpang yang 
dapat ditimpakan kepada perusa-
haan. Oleh karena itu, adanya penga-
turan masalah CSR ini merupakan 
suatu kemajuan karena aturan 
tentang tanggungjawab sosial dan 
lingkungan ini merupakan hal yang 
baru dalam perundang-undangan di 
Indonesia. Dengan dimasukkannya 
CSR dalam UU, maka pemerintah 
mempunyai tanggung jawab untuk 
melakukan sosialisasi secara luas 
kepada masyarakat. Di satu pihak 
dengan dimasukkannya CSR dalam 
UU pihak perusahaan dituntut untuk 
memiliki tanggungjawab sosial yang 
tidak hanya berdasarkan kederma- 
wanan perusahaan tersebut atau 
berdasarkan moral semata, tetapi 
sudah merupakan kewajiban bagi 
perusahaan dalam menjalankan ke- 
giatan bisnisnya untuk menjaga ter- 
jadinya relasi sosial yang harmonis 
dan menjaga agar lingkungan tidak 
menjadi rusak.
Banyaknya sorotan terhadap du- 
nia usaha dalam menjalankan bisnis- 
nya seperti etika yang harus dijalan- 
kan dalam berbisnis, memperhatikan 
keseimbangan lingkungan terhadap 
lingkungan di sekitarnya adalah me- 
rupakan suatu upaya mendongkrak 
tingkat investasi di tanah air dengan 
melakukan beberapa pembenahan 
infrastruktur penting bagi pelaku 
bisnis dan juga adanya suatu kepas-
tian hukum atas penerapan konsep 
CSR. Mengingat dampak sosial dan 
lingkungan yaitu kerusakan lingku- 
ngan, berubahnya tatanan sosial  
yang telah dipelihara dengan baik  
oleh masyarakat secara turun-te- 
murun seringkali tidak berbicara 
masalah untung dan rugi dan bahkan 
menjadi pertimbangan terakhir bagi 
perusahaan bahkan atau mungkin 
bukan menjadi pertimbangan lagi 
(Sembiring, 2007:187). Menurut 
Sutan Remy Sjahdeini CSR dengan 
mengutip  Boston College Centre for 
Corporate Community tahun 2000 
menjadi begitu penting karena : 
a. Globalisasi dan makin mening-
katnya persaingan sebagai akibat 
globalisasi tersebut
b. Dari waktu ke waktu perusahaan 
menjadi makin besar dan makin 
meningkat pula pengaruh perusa-
haan-perusahaan tersebut;
c. Upaya-upaya penghematan dan 
reposisi pemerintah dan perannya
d. Terjadinya perang diantara peru-
sahaan-perusahaan untuk menda- 
patkan tenaga-tenaga yang ber- 
bakat dan berkeahlian
e. Pertumbuhan aktifitas masyara- 
kat global
f. Makin meningkatnya kesadaran 
mengenai pentingnya aset-aset 
tidak berwujud (Tri Cicik, 2012 
:9).
Kendala dalam Menerapkan Ke- 
tentuan Pasal 74 Undang-undang 
Perseroan Terbatas tentang CSR
Tanggung Jawab Sosial dan Ling- 
kungan (CSR) sebagaimana diatur 
dalam Pasal 74 UU PT dan PP 47 
Tahun 2012. Dalam Pasal  74 ayat (3) 
UU PT dan PP Nomor 47 Tahun 
2012 tidak menentukan secara tegas 
wujud dan sanksi hukum atas tidak 
dilaksanakannya kewajiban CSR  
bagi perusahaan. Kedua peraturan 
tersebut mengatur  mengenai kewa-
jiban hukum bagi perusahaan untuk  
menjalankan tanggung jawab sosial 
(CSR) yang berkaitan dengan sum- 
ber daya alam. Adapun ketentuan  
Pasal 74 ayat (1) UU PT menya-
takan, perseroan dalam menjalankan 
kegiatan usahanya di bidang dan/ 
atau berkaitan dengan sumber daya 
alam wajib melaksanakan tanggung 
jawab sosial dan lingkungan. Keten-
tuan Pasal ini mengatur mengenai 
kewajiban hukum yang harus dilak-
sanakan oleh sebuah perusahaan 
karena CSR dalam ketentuan Pasal 
74 ayat (1) UU PT telah ditetapkan 
sebagai kewajiban hukum. Hal ini 
disebabkan banyaknya sorotan terha-
dap dunia usaha dalam menjalankan 
bisnisnya, seperti etika yang harus 
dijalankan dalam berbisnis, memper-
hatikan keseimbangan lingkungan 
terhadap lingkungan di sekitarnya 
adalah merupakan suatu upaya pen- 
ting bagi pelaku bisnis agar melak-
sanakan CSR ini bukan sebagai 
kewajiban moral semata yang pelak-
sanaannya  bersifat sukarela. Dima-
sukkannya CSR dalam Pasal 74 ayat 
(1) UU PT sebagai kewajiban hukum  
merupakan suatu langkah maju. 
Akan tetapi ketentuan tersebut UU 
PT dan PP tidak ada artinya apabila 
tidak mengatur sanksi hukum yang 
dapat memaksa terhadap perusahaan 
yang tidak melaksanakan pasal terse-
but.  Kedua  aturan tersebut tidak 
mengatur sanksi atas tidak dilak-
sanakannya CSR akan berimbas pada 
banyaknya perusahaan yang akan 
mengabaikan ketentuan CSR ini 
apabila tidak ada aturan yang 
memaksanya dan akan menjadi ken- 
dala dalam mengimplementasikan 
ketentuan CSR ini dalam praktik
Pengaturan CSR dalam  Pasal 74 
ayat (1) UU PT bagi perusahaan 
untuk melaksanakan tanggung jawab 
sosial CSR bagi perusahaan yang 
berkaitan dengan sumber daya alam. 
Adapun bunyi selengkapnya keten-
tuan Pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 
2007 sebagai berikut :
(1) Perseroan yang menjalankan 
kegiatan usahanya di bidang 
dan/atau berkaitan dengan sum- 
ber daya alam wajib melak-
sanakan tanggung jawab sosial 
dan lingkungan;
(2) Tanggung jawab sosial dan ling- 
kungan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) merupakan kewa-
jiban Perseroan yang dianggar-
kan dan diperhitungkan sebagai 
biaya Perseroan yang pelaksa-
naannya dilakukan dengan 
memperhatikan kepatutan dan 
kewajaran;
(3) Perseroan yang tidak melaksa- 
nakan kewajiban sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dikena- 
kan sanksi sesuai dengan keten-
tuan peraturan perundang- 
undangan;
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai 
tanggungjawab sosial dan ling- 
kungan diatur dengan peraturan 
pemerintah.
Dari ketentuan tersebut diatur 
mengenai sanksi hukum bagi perusa-
haan yang tidak melaksanakan kewa-
jiban tanggung jawab sosial dan 
lingkungan. Namun, ketentuan terse-
but tidak mengatur secara tegas apa 
wujud dari sanksi dalam Pasal 74 
ayat (3) UU PT tersebut. Apabila 
dicermati, Pasal 74 ayat (4) UU PT 
menyatakan bahwa ketentuan lebih 
lanjut mengenai tanggungjawab so- 
sial dan lingkungan diatur dengan 
peraturan pemerintah. Adapaun PP 
yang dimaksud Peraturan Pemerin-
tah Nomor 47 Tahun 2012. Dalam  
PP tersebut  tidak mengatur secara  
tegas apa wujud dari sanksi hukum- 
nya. Dalam Pasal 2 PP Nomor 47 
Tahun 2012 menyatakan setiap 
perseroan selaku subjek hukum 
mempunyai tanggung jawab sosial 
dan lingkungan. Pasal 3 ayat (1) 
menyatakan tanggung jawab sosial 
dan lingkungan sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 2 menjadi kewa-
jiban bagi Perseroan yang men-
jalankan kegiatan usahanya di bi- 
dang dan/atau berkaitan dengan sum- 
ber daya alam berdasarkan Undang- 
Undang. Kewajibannya dilaksana- 
kan baik di dalam maupun di luar 
lingkungan. Dalam Pasal 4 ayat (1) 
menyebutkan, tanggung jawab sosial 
dan lingkungan dilaksanakan oleh 
Direksi berdasarkan rencana kerja 
tahunan Perseroan setelah mendapat 
persetujuan Dewan Komisaris atau 
RUPS sesuai dengan anggaran dasar 
Perseroan, kecuali ditentukan lain 
dalam peraturan perundang-unda- 
ngan. Ayat (2) Rencana kerja tahu-
nan Perseroan sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) memuat rencana 
kegiatan dan anggaran yang dibutuh-
kan untuk pelaksanaan tanggung 
jawab sosial dan lingkungan. Pasal 5 
ayat (1) Perseroan yang menjalankan 
kegiatan usahanya di bidang dan/ 
atau berkaitan dengan sumber daya 
alam, dalam menyusun dan menetap-
kan rencana kegiatan dan anggaran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
4 ayat (2) harus memperhatikan ke- 
patutan dan kewajaran. Ayat (2) Rea- 
lisasi anggaran untuk pelaksanaan 
tanggung jawab sosial dan lingku- 
ngan yang dilaksanakan oleh Perse-
roan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diperhitungkan sebagai bia- 
ya Perseroan. Pasal 6 Pelaksanaan 
tanggung jawab sosial dan lingku- 
ngan dimuat dalam laporan tahunan 
Perseroan dan dipertanggungjawab-
kan kepada RUPS.
Pasal 7 berbunyi Perseroan seba- 
gaimana dimaksud dalam Pasal 3 
yang tidak melaksanakan tanggung 
jawab sosial dan lingkungan dikenai 
sanksi sesuai dengan ketentuan pera-
turan perundang-undangan. Pasal 8 
ayat (1) Tanggung jawab sosial dan 
lingkungan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 tidak menghalangi 
Perseroan berperan serta melaksa- 
nakan tanggung jawab sosial dan 
lingkungan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2. Ayat (2) Perseroan 
yang telah berperan serta melak-
sanakan tanggungjawab sosial dan 
lingkungan dalam PP ini tidak juga 
ditur me- ngenai wujud sanksi atau-
pun jenis sanksi bagi perusahaan 
yang tidak menjalankan konsep CSR 
ini. Pemahaman atas konsep CSR 
yang diatur dalam PP  ini agar sejalan 
dengan pengertian CSR yang diatur 
dalam Pasal 74 ayat (1) UU PT.   Di 
samping itu, Pasal 74 ayat (1) UU PT  
yang tidak menjelaskan secara rinci 
bagaimana bentuk dan wujud CSR 
yang diinginkan oleh pembuat 
undang-undang. Masalah biaya yang 
timbul sebagai pelaksanaan CSR 
dalam Pasal 74 ayat (2) menyatakan  
pendanaan CSR oleh perusahaan 
pengeluarannya dapat diperhitung-
kan sebagai biaya perusahaan.  Biaya 
perusahaan dalam hal ini dimaksud-
kan sebagai investasi sosial  yang 
memberikan kontribusi penting bagi 
keberlanjutan perusahaan itu sendiri. 
Selain dalam ketentuan dalam 
Pasal 74 UU PT jo PP 47 Tahun  
Pasal 1 angka 3 UU PT menyatakan, 
setiap perusahaan wajib menerapkan 
prinsip tata kelola perusahaan yang 
baik dan melaksanakan tanggung-
jawab sosial perusahaan, sehingga 
merupakan komitmen dari perseroan 
untuk berperan serta dalam pemba- 
ngunan ekonomi berkelanjutan. 
Selain itu, tujuan dimasukkannya 
konsep CSR dalam ketiga pasal 
perundang-undangan adalah  untuk 
menciptakan keserasian antara peru-
sahaan dengan lingkungan sekitar- 
nya dan pada akhirnya CSR  merupa-
kan tanggung jawab moral  perusa-
haan yang kemudian dijadikan kewa-
jiban hukum. Berkaitan dengan 
pengaturan CSR dalam ketiga aturan 
tersebut, pemerintah sebagai regula-
tor, seharusnya tidak berdiam diri 
dengan hanya mengandalkan laporan 
tahunan perusahaan yang biasanya 
tidak menggambarkan secara jelas 
konsep CSR sebagaimana diatur 
dalam UUPT dan PP. Laporan tahu-
nan perusahaan seharusnya meng-
gambarkan kesinambungan tindakan 
perusahaan dalam aspek ekonomi, 
sosial dan lingkungan. 
Pengertian perusahaan yang men-
jalankan kegiatannya terkait dengan 
sumber daya alam adalah perusahaan 
yang tidak mengelola dan tidak me- 
manfaatkan sumber daya alam, na- 
mun kegiatannya mempunyai dam- 
pak terhadap kemampuan fungsi 
sumber daya alam. CSR  merupakan 
tanggung jawab moral  perusahaan 
yang kemudian dijadikan kewajiban 
hukum  dalam ketentuan Pasal 74 
UU PT jo PP 47 Tahun 2012 dan UU 
Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pena-
naman Modal. UU Penanaman Mo- 
dal menyatakan  setiap perusahaan 
wajib menerapkan prinsip tata kelola 
perusahaan yang baik dan melak-
sanakan tanggungjawab sosial peru-
sahaan. Tujuan dimasukkannya kon- 
sep CSR dalam ketiga peraturan 
perundang-undangan adalah  untuk 
menciptakan keserasian antara peru-
sahaan dengan lingkungan sekitar- 
nya. Pengaturan masalah sanksi hu- 
kum atas pelaksanann CSR ini di satu 
sisi merupakan suatu kemajuan 
karena aturan tentang tanggung-
jawab sosial dan lingkungan ini me- 
rupakan hal yang baru yang bersifat 
memaksa para pelaku usaha untuk 
melaksanakan CSR ini. Adanya 
ketentuan sanksi hukum ini  perusa-
haan dituntut untuk memiliki tang- 
gungjawab  sosial yang tidak hanya 
berdasarkan kedermawanan perusa-
haan tersebut atau berdasarkan moral 
semata, tetapi sudah merupakan 
kewajiban  bagi perusahaan dalam 
menjalankan kegiatan bisnisnya un- 
tuk menjaga terjadinya relasi sosial 
yang harmonis dan menjaga agar 
lingkungan tidak menjadi rusak, dan 
apabila tidak dilaksanakan akan di- 
kenai sanski sesuai dengan ketentuan 
Pasal 74 ayat (3) UU PT.
Konsep CSR oleh Pasal 74 ayat 
(1) UU PT telah ditetapkan sebagai 
kewajiban hukum dan harus dilak-
sanakan. Dimasukkannya konsep 
CSR dalam ketentuan Pasal 74 UU 
PT tersebut merupakan suatu lang-
kah maju bagi kepentingan ma- 
syarakat, bangsa dan negara walau-
pun ketentuan pasal tersebut  diber-
lakukan secara  terbatas bagi perusa-
haan yang menjalankan kegiatan 
usahanya di bidang sumber daya 
alam. Adanya ketentuan Pasal 74 UU 
PT dan PP yang mengatur tentang 
tanggungjawab sosial dan lingku- 
ngan ini (CSR) ini tidak akan berhasil 
apabila tidak diatur mengenai sank-
sinya. Mengingat dalam kedua 
aturan tersebut tidak diatur mengenai 
sanksi atas tidak dilaksanakannya 
CSR tersebut yang akan berimbas 
pada banyaknya perusahaan yang 
akan mengabaikan ketentuan CSR ini 
apabila tidak ada aturan yang 
memaksanya. Oleh karena itu, keten-
tuan Pasal 74 ayat (3) UU PT ini 
tidak akan mempunyai arti apabila 
belum adanya peraturan yang me- 
ngatur secara tegas apa wujud dari 
sanksi ketentuan tersebut, begitu 
pula ketentuan PP 47 Tahun 2012 
yang tidak mengatur secara jelas ke- 
tentuan tentang wujud sanski atas ti- 
dak dilaksanakannya CSR ini akan 
menjadi masalah dalam mengimple-
mentasikan ketentuan CSR ini dalam 
praktek.
Kewajiban hukum dapat diartikan  
untuk memaksakan ke perusahaan 
yang tidak memiliki kesadaran dan 
tanggung jawab sosial untuk men-
jalankan kewajiban sosial dan ling- 
kungan terhadap masyarakat di seki-
tar perusahaan itu berada. Kewajiban 
hukum atas CSR bagi perusahaan ini 
kemudian dipahami secara keliru, 
dan sering dimaknai sebagai hak 
penuh dari penguasa daerah, sehing-
ga banyak pemerintah daerah me- 
nuntut agar CSR ini diserahkan 
sepenuhnya kepada pemerintah dae- 
rah sebagai pemasukan bagi APBD 
dan pelaksanaannya menjadi hak 
penuh dari pemerintah daerah. 
Penyerahan CSR sebagai bagian dari 
APBD daerah adalah merupakan hal 
yang bertentangan dengan hakekat 
CSR itu sendiri. Pemahaman bahwa 
CSR merupakan hak penuh dari 
pemerintah daerah merupakan suatu 
intervensi pemerintah daerah terha-
dap perusahaan yang ada di wilayah- 
nya. Oleh karena itu, intervensi 
pemerintah daerah terhadap pelaksa-
naan CSR merupakan sistem yang 
dibuat untuk melaksanakan korupsi 
di daerah atau melegalkan penyakit 
korupsi.
Menurut Achda pengertian CSR 
adalah merupakan suatu komitmen 
untuk mempertanggungjawabkan 
dampak operasinya dalam dimensi 
sosial, ekonomi, dan lingkungan 
serta terus menerus menjaga agar 
dampak tersebut menyumbangkan 
manfaat kepada masyarakat dan 
lingkungan hidupnya Achda dalam 
Tri Cicik, 2012:9). Selanjutnya, 
dikatakan oleh Cicik dengan me- 
ngutip pendapat dari  Jauch dan 
Gluek bahwa pelaksanaan atau 
implementasi strategis CSR ini 
sesungguhnya merupakan pilihan 
strategi yang telah ditetapkan untuk 
mengukuhkan arah strategis yang 
telah dipilih dan memberikan 
pedoman dalam mengambil tindakan 
(Tri Cicik, 2012:9). Sutan Remy 
Sjahdeini menyatakan, dalam pe 
ngertian sempit CSR adalah tang- 
gungjawab sosial perusahaan terha-
dap para stakeholders baik ke dalam 
maupun keluar. Pengertian CSR 
secara luas terkait dengan tujuan 
mencapai kegiatan ekonomi berke-
lanjutan. Keberlanjutan kegiatan 
ekonomi bukan hanya terkait soal 
tanggung jawab sosial tetapi juga 
menyangkut akuntabilitas perusa-
haan terhadap masyarakat, bangsa 
dan dunia internasional (Sjahdeini, 
2007:57).
Kewajiban atas tanggung jawab 
sosial dan lingkungan bagi  perusa-
haan  yang telah ditetapkan sebagai 
kewajiban hukum oleh UU PT ini 
mempunyai implikasi agar kewa-
jiban perusahaan atas lingkungan 
sekitarnya tidak hanya sebatas dalam 
tataran moralitas yang pelaksanaan- 
nya bersifat sukarela semata, tetapi 
perlu diatur dalam suatu norma 
hukum sebagai suatu kewajiban 
hukum agar  tercapai suatu kepastian 
hukumnya. 
Pelaksanaan CSR ini harus mem-
berikan manfaat  yang nyata bagi 
internal maupun eksternal perusa-
haan, dan harus efektif pengeluaran 
dana perusahaan agar tercapai tu- 
juan, sehingga dapat dihindarkan 
pelaksanaan CSR yang hanya me- 
rupakan pemborosan belaka bagi 
perusahaan. Menurut Sutan Remy 
Sjahdeini, terkait dengan tujuan atau 
manfaat pelaksanaan CSR menya-
takan, pelaksanaan CSR telah 
meningkatkan reputasi perusahaan, 
reputasi yang baik itu memudahkan 
perusahaan untuk dapat melakukan 
rekrutmen pegawai yang berkualitas 
dan bereputasi baik, para pegawai 
lebih betah untuk bekerja di perusa-
haan yang melaksanakan CSR 
sehingga perusahaan dapat mengu-
rangi biaya yang timbul karena harus 
melakukan rekrutmen baru dan 
melakukan pelatihan bagi pega-
wai-pegawai baru itu dan sebagainya 
(Sjahdeini, 2007:64).
Penutup        
Konsep CSR yang pada prin-
sipnya  dilandasi argumentasi moral 
semata yang pelaksanaannya bersifat 
sukarela dan didasarkan oleh pemi- 
kiran bahwa bukan hanya pemerin-
tah saja yang harus bertanggung-
jawab, tetapi juga perusahaan-peru-
sahaan harus bertanggung jawab 
terhadap masalah-masalah sosial, 
sehingga konsep CSR ini harus dipa-
hami secara benar dan baik oleh 
perusahaan  agar penerapannya dapat 
dilakukan secara benar dan harus 
sejalan dengan konsep CSR dari sisi 
landasan filosofinya telah dianut 
secara internasional. Penerapan kon- 
sep CSR ini akan berhasil apabila 
tujuan pembangunan berkelanjutan 
seimbang dengan pilar ekonomi, 
sosial dan lingkungan dengan memi- 
nimumkan dampak negatif dan 
memaksimalkan dampak positif di 
setiap pilar.
Konsep CSR oleh Pasal 74 ayat 
(1) UU PT telah ditetapkan sebagai 
kewajiban hukum dan harus dilak-
sanakan. Dimasukkannya konsep 
CSR dalam ketentuan Pasal 74 UU 
PT tersebut merupakan suatu lang-
kah maju bagi kepentingan ma- 
syarakat, bangsa dan negara walau-
pun ketentuan pasal tersebut  diber-
lakukan secara  terbatas bagi perusa-
haan yang menjalankan kegiatan 
usahanya di bidang sumber daya 
alam. Masalah pendanaan program 
CSR sebagaimana diamantkan oleh 
Pasal 74 ayat (2) UU PT yang meru- 
pakan kewajiban Perseroan dengan 
dianggarkan dan diperhitungkan se- 
bagai biaya perseroan yang pelaksa-
naannya dilakukan dengan memper-
hatikan kepatutan dan kewajaran. 
Dengan demikian biaya ini dapat 
dimasukkan sebagai biaya untuk 
pengurangan pajak atas perseroan
Adanya ketentuan Pasal 74 ayat 
(1) UU Perseroan Terbatas yang 
mengatur tentang tanggungjawab 
sosial dan lingkungan ini (CSR) ini 
tidak akan berhasil apabila tidak 
adanya sanksi hukumnya. Kedua 
aturan tersebut tidak mengatur sanksi 
hukumnya atas tidak dilaksanakan- 
nya CSR. Dengan tidak diaturnya 
masalah sanksi hukumnya maka 
ketentuan tersebut banyak dilanggar-
nya, sehingga akan berimbas pada 
banyaknya perusahaan yang akan 
mengabaikan ketentuan CSR. Oleh 
karena itu, ketentuan Pasal 74 ayat 
(3) UU PT ini tidak akan mempunyai 
arti dan tidak mempunyai kepastian 
hukum. Oleh karena itu perlu diada-
kan pengaturan wujud dari sanksi 
ketentuan tersebut, sehingga tidak 
akan menjadi kendala dan masalah 
dalam mengimplementasikan keten-
tuan CSR ini dalam praktik.
Konsep CSR dalam ketentuan 
Pasal 74 UU PT akan menemui ham-
batan dalam penerapannya karena 
perusahaan yang tidak menjalankan 
kewajiban CSR tersebut akan men- 
dapat sanksi hukum. Namun ketentu-
an mengenai sanksi hukum atas tidak 
dilaksanakannya CSR tersebut tidak 
diatur secara tegas apa wujud dari 
sanksi tersebut, sebagaimana yang 
ada dalam Pasal 74 atau (3) UU PT. 
Begitu pula dalam ketentuan PP 
Nomor 47 tahun 2012 tidak menga-
tur secara tegas sanksi hukum atas 
tidak dilaksanakannya ketentuan
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